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Buku ini menguraikan perjalanan historis panjang profesi guru 
di Indonesia, mulai dari akar era kolonial hingga transformasi 
menuju sistem pendidikan modern yang berkeadilan. Di bawah 

bayang-bayang politik kolonial Belanda, lembaga pendidikan seperti 
Normaalschool dan Kweekschool awalnya dirancang demi kepentingan 
pragmatis pemerintah penjajah. Namun, sejarah mencatat ironi luar 
biasa ketika institusi tersebut justru melahirkan kaum intelektual baru 
yang menyemai benih nasionalisme serta menjadi motor penggerak 
kemerdekaan bangsa. Guru terbukti bukan sekadar pengajar di depan 
ruang kelas, melainkan agen kebudayaan yang melintasi berbagai 
dinamika sosiopolitik kompleks untuk membentuk identitas dan 
karakter sejati Nusantara.

Memasuki babak kemerdekaan hingga era reformasi, narasi ini 
menelusuri evolusi institusional dari sekolah guru darurat menuju 
standardisasi profesi melalui payung hukum Undang-Undang Guru dan 
Dosen yang monumental. Transformasi dari institut keguruan menjadi 
universitas mencerminkan upaya tanpa henti dalam menjaga marwah 
pendidik di tengah pusaran tantangan global dan disparitas kualitas 
antarwilayah. Penulis mengajak Anda menyelami refleksi historis ini 
guna memahami bahwa martabat sebuah bangsa sangat ditentukan 
oleh cara mereka menghargai serta menyiapkan para gurunya dengan 
sebaik-baiknya. Melalui narasi yang padat dan komprehensif, buku ini 
menggugah pembaca untuk terus merawat api semangat pengabdian 
demi kemajuan kebudayaan dan peradaban Indonesia tercinta.
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ber-

kat dan rahmat-Nya sehingga buku bertajuk Menjadi Guru di Indonesia: 
Narasi Historis tentang Pendidikan Guru dari Era Kolonial hingga Era Mo-
dern dapat hadir di hadapan pembaca sekalian. Penerbitan buku ini me-
rupakan wujud nyata komitmen Direktorat Sejarah dan Permuseuman, 
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian 
Kebudayaan, dalam mendokumentasikan serta memaknai perjalanan 
panjang profesi guru sebagai salah satu pilar utama pembentuk identitas 
dan karakter bangsa.

Salah satu tema penting dalam penulisan sejarah adalah tema Seja-
rah Pendidikan. Titik sentral dalam pendidikan adalah guru. Bagaimana 
guru dilahirkan dari suatu sistem pendidikan yang formal dan terstruk-
tur, inilah pentingnya penulisan sejarah Pendidikan guru. Arah dan tun-
tutan kompetensi dari seorang guru dalam setiap zaman sudah barang 
tentu akan berbeda, akan sangat tergantung kebijakan pemerintah dalam 
pemnyelenggaraan pendidikan.

Guru bukan sekadar pengajar di depan kelas, melainkan agen kebu-
dayaan yang melintasi berbagai zaman dengan segala tantangan sosio-
politiknya. Buku ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur sejarah 
pendidikan guru yang komprehensif, dengan menyajikan narasi yang 
mengalir dari masa ke masa. Melalui karya ini, kita diajak untuk mene-
lusuri kembali akar profesionalisme pendidik di Indonesia yang ternyata 
tumbuh di atas fondasi sejarah yang sangat dinamis, mulai dari sistem 
yang diskriminatif pada era kolonial hingga upaya standardisasi global 
pada era reformasi.

Paparan dalam buku ini dimulai dengan meninjau masa kolonial  
Belanda, di mana pendidikan guru didirikan atas dasar kebutuhan prag-
matis pemerintah kolonial untuk mencetak tenaga administratif pribumi 
yang murah. Struktur sekolah guru seperti Normaalschool, Kweekschool, 
hingga Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK) mencerminkan stratifi-
kasi sosial dan kepentingan politik masa itu. Namun, sejarah mencatat 
sebuah ironi yang indah: lembaga-lembaga yang awalnya didesain untuk 
melanggengkan kekuasaan penjajah justru melahirkan kelompok intelek-
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tual baru yang menjadi motor penggerak nasionalisme Indonesia. Guru-
guru masa itu tidak hanya menguasai pedagogi Barat, tetapi juga menye-
mai benih-benih kesadaran akan kemerdekaan bagi bangsa ini.

Memasuki babak pendudukan Jepang (1942–1945), wajah pendidik-
an guru berubah drastis. Jepang menjadikan sekolah sebagai instrumen 
militerisasi untuk mendukung Perang Pasifik. Meskipun durasi pendi-
dikan dipersingkat dan kurikulum diisi dengan doktrin politik Jepang, 
periode ini menyisakan catatan penting tentang “keragu-raguan profe
sional” di kalangan guru yang harus beradaptasi di tengah ketidakpastian 
otoritas. Babak ini mengingatkan kita betapa rapuhnya integritas pendi-
dikan ketika dijadikan alat kekuasaan absolut.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi 
tantangan besar berupa kekurangan guru yang sangat masif. Upaya men-
cerdaskan kehidupan bangsa segera diwujudkan melalui pembentukan 
sekolah-sekolah guru darurat seperti SGB (Sekolah Guru Bantu) dan 
SGA (Sekolah Guru Atas). Pendidikan guru pada masa awal kemerde-
kaan (1945–1954) diletakkan di atas fondasi ideologi Pancasila dengan 
tujuan utama menanamkan jiwa patriotisme dan membentuk manusia 
susila yang demokratis. Semangat egaliter ini merupakan kritik terhadap 
sistem pendidikan kolonial yang bersifat eksklusif dan elitis.

Transformasi institusional semakin menguat pada periode 1954–1965 
dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), yang ke-
mudian berkembang menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP) serta Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Periode ini 
juga menandai penguatan pendidikan guru agama melalui Sekolah Guru 
Agama Islam (SGAI/SGHAI), yang memperkaya ekosistem pendidikan 
nasional dengan dimensi religiusitas yang kuat. Dinamika politik dari 
masa Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin turut mewarnai kebi-
jakan pendidikan, menunjukkan bahwa institusi keguruan selalu berada 
di pusaran negosiasi ideologi negara.

Pada era Orde Baru (1966–1998), pendidikan guru mengalami fase 
sentralisasi dan stabilitas. Pemanfaatan pendapatan dari sektor minyak 
bumi (Oil Boom) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pen-
didikan secara besar-besaran, termasuk program SD Inpres yang memer-
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lukan ketersediaan guru dalam jumlah sangat banyak. Di sisi lain, pe-
ningkatan kualifikasi guru mulai diarahkan ke jenjang perguruan tinggi 
melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, yang secara bertahap meng-
hapus sekolah pendidikan guru tingkat menengah.

Narasi sejarah ini ditutup dengan dinamika era Reformasi hingga saat 
ini. Kehadiran Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 menjadi 
tonggak sejarah baru yang menetapkan guru sebagai profesi terhormat 
dengan jaminan kesejahteraan dan tuntutan profesionalitas melalui ser-
tifikasi. Transformasi IKIP menjadi universitas, seperti yang dialami oleh 
IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), men-
cerminkan perluasan mandat lembaga pendidikan tenaga kependidikan 
untuk bersaing di tingkat global. Namun, di balik kemajuan tersebut, 
tantangan mengenai kualitas praktik pedagogik dan disparitas mutu guru 
antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan 
bersama.

Buku ini bukan sekadar kumpulan data kronologis, melainkan sebuah 
refleksi atas dedikasi tanpa henti para guru Indonesia. Dengan mema-
hami sejarah, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa kualitas 
sebuah bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa tersebut meng-
hargai dan menyiapkan guru-gurunya.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 
tim penulis Saudara/i Murdiyah Winarti, Wawan Darmawan, Yeni 
Kurniawati, Wildan Insan Fauzi, dan Iing Yulianti atas kerja keras dan 
ketekunannya dalam menyusun draf buku ini. Semoga buku ini dapat 
menjadi referensi yang kaya makna bagi para pendidik, mahasiswa ke-
pendidikan, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas. Besar harapan 
kami agar narasi sejarah ini mampu menginspirasi generasi guru masa 
depan untuk terus menjaga api semangat pengabdian demi kemajuan 
kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2025
Direktur Sejarah dan Permuseuman,

Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum
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Pendidikan guru di Indonesia berkembang dalam kerangka sosial-
politik yang kompleks, ditandai oleh kondisi geografis kepulauan, 

pluralitas bahasa, dan warisan sejarah kolonial Belanda. Kondisi geogra-
fis dan demografis inilah yang membuat penyediaan layanan pendidikan, 
termasuk pendidikan guru, menjadi tantangan besar. Pemerintah kolo-
nial memiliki kebutuhan mendesak untuk menyediakan guru pribumi, 
terutama di sekolah kampung yang berkembang sejak 1834 (Suryani et 
al., 2023, hlm. 33). Struktur pendidikan guru yang berkembang menjadi 
tiga jenis utama, yaitu Normaalschool (sekolah guru empat tahun bagi 
lulusan sekolah pribumi dengan pengantar bahasa lokal), Kweekschool 
(sekolah guru empat tahun dengan bahasa pengantar Belanda), dan 
Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK), sekolah guru enam tahun 
dengan standar lebih tinggi dan pengantar Belanda (Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan, 1986). Model ini menunjukkan stratifikasi ko-
lonial dalam pendidikan guru, semakin tinggi jenjangnya, semakin dekat 
murid dengan budaya Belanda, dan semakin besar peluang menjadi guru 
kelas atas di sekolah pemerintah.

Pendidikan menjadi instrumen kolonial untuk mencetak kelompok 
kelas menengah terdidik, yang sebagian besar berprofesi sebagai guru, 
pegawai rendahan, dan tenaga administratif. Kelompok ini kemudian 
menjadi agen penting dalam menopang keberlangsungan kolonialisme 
sekaligus cikal bakal nasionalisme Indonesia. Pendidikan guru modern 
tumbuh seiring hadirnya kebijakan pendidikan kolonial dan semakin 
menguat pada masa Politik Etis setelah 1901, ketika pemerintah kolonial 
mulai membuka akses pendidikan bagi pribumi, meskipun masih bersi-
fat terbatas dan diskriminatif. Perkembangan lembaga pendidikan guru 
ini menghasilkan diferensiasi struktur sekolah, antara lain HIK, HKS, 
EKS, HCK, dan sekolah guru berbasis keagamaan seperti Mu’allimin  
Muhammadiyah. Model pendidikan ini menunjukkan adanya hierarki 
sosial kolonial, di mana akses, bahasa pengantar, dan jenjang pendidik-
an sangat ditentukan oleh kelas sosial, etnis, dan kemampuan bahasa  
Belanda. 

Kurikulum kweekschool dirancang mengikuti standar kolonial  
Belanda, mencakup pelatihan pedagogik, bahasa, ilmu alam, matema-
tika, sejarah, keterampilan mengajar, dan observasi praktik (seeing and 
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imitating) yang menjadi ciri khas pendidikan guru masa itu. Sistem ser-
tifikasi seperti Europese Hoofdacte dan Indische Hoofdacte juga diterap-
kan untuk memastikan lulusan kweekschool memenuhi kualifikasi seba-
gai guru profesional di sekolah negeri. Adanya jalur pendidikan seperti  
Normaalschool, Normaalcursus, OVVO, dan CVO memperlihatkan 
struktur pendidikan guru yang bertingkat dan dirancang untuk meng-
akomodasi kebutuhan guru di berbagai jenis sekolah. Meskipun bersifat 
diskriminatif, sistem ini secara tidak langsung meningkatkan kapasitas 
intelektual pribumi dan menyiapkan kader pengajar yang berperan da-
lam kebangkitan nasional.

A.	 Kebijakan Pendidikan Guru Masa Kolonial Belanda
Sejak pertengahan abad ke-19, otoritas kolonial secara bertahap mem-
buka akses pendidikan bagi penduduk pribumi, meskipun kebijakan ter-
sebut tetap diarahkan untuk kepentingan pengendalian politik. KITLV 
menjadi pusat dokumentasi dan kajian tentang sekolah-sekolah pribumi, 
termasuk Normaalschool dan Kweekschool, yang berfungsi sebagai institusi 
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utama untuk menyiapkan guru bumiputra (Poeze, 1976, hlm. 52–53). 
Sekolah-sekolah guru ini memiliki karakteristik:

1.	 Kurikulum berbasis model Belanda: membaca, menulis, berhi-
tung, sejarah sederhana, moralitas Kristen/kolonial.

2.	 Penekanan pada kedisiplinan dan kepatuhan, karena guru dipan-
dang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial.

3.	 Bahasa pengantar berbeda menurut jenjang: Melayu/daerah pada 
sekolah dasar, Belanda pada HIS dan Kweekschool.

Pendidikan dalam bentuk persekolahan bergaya Eropa mulai di-
perkenalkan di Indonesia sejak awal kedatangan bangsa-bangsa Eropa 
di Nusantara. Pada tahun 1522, Portugis tiba di Ternate dan kemudi-
an memperluas kontrolnya ke pulau-pulau lain di kawasan tersebut. 
Empat belas tahun kemudian, tepatnya pada 1536, Portugis mendiri-
kan sekolah pertama di Ambon. Selanjutnya, melalui Nederlandsche  
Zendelinggenootschap (NZG) sebagai organisasi misi gereja, VOC men-
dirikan sekolah pertamanya—juga di Ambon—pada tahun 1607, atau 
lima tahun setelah perusahaan dagang tersebut didirikan pada 1602. Se-
jak periode tersebut, lembaga-lembaga sekolah mengalami pertumbuhan 
di wilayah kekuasaan VOC dan selanjutnya diperluas secara sistematis 
oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak awal abad ke-1 (Supriadi, 2002, 
hlm. 19).

Guru termasuk dalam kelompok “indigenous middle classes”, yakni 
kelompok pribumi terdidik yang bekerja dalam birokrasi colonial meli-
puti pegawai, tenaga kesehatan, pegawai kereta api, jurnalis, dan guru 
(Nordholt, 2011, hlm. 437). Mayoritas kelompok ini memperoleh pen-
didikan formal melalui sekolah-sekolah model Barat seperti Hollandsch-
Inlandsche School (HIS), Kweekschool, dan sekolah menengah lainnya. 
Guru menjadi figur penting bukan hanya dalam penyebaran pengetahu-
an, tetapi juga dalam menginternalisasi nilai-nilai modernitas seperti hi-
gienitas, individualisme, dan gaya hidup urban yang dipromosikan oleh 
pemerintah kolonial. Guru pribumi, menurut Poeze (1976), adalah aktor 
kunci dalam proyek kolonial karena mereka mengajarkan pengetahuan 
dasar, menyebarkan norma kolonial, dan menjadi agen modernisasi desa. 
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Laporan kolonial yang dikumpulkan KITLV menggambarkan guru seba-
gai “native agents” yang berperan besar dalam memperkenalkan budaya 
administratif Belanda di tingkat lokal (Poeze, 1976). Namun, guru kerap 
berada dalam posisi ambivalen di satu sisi bergantung pada negara kolo-
nial, tetapi di sisi lain menjadi bagian dari kelas intelektual pribumi yang 
kemudian memicu tumbuhnya nasionalisme.

Pendidikan guru merupakan bagian dari proyek teknokratis kolonial 
yang lebih luas, yang bertujuan merombak tatanan sosial masyarakat pri-
bumi melalui intervensi sistematis seperti perluasan irigasi, kesehatan, 
dan terutama pendidikan. Sekolah-sekolah guru menjadi lembaga stra-
tegis untuk mencetak tenaga yang mampu menjalankan visi moderni-
tas kolonial secara kultural. Melalui kurikulum, buku teks, dan metode 
pengajaran, sekolah-sekolah ini mendidik guru pribumi agar mampu 
mereproduksi bahasa, tata krama, dan gaya hidup kolonial. Poster-pos-
ter sekolah memperlihatkan bagaimana murid (calon guru dan pegawai) 
diajarkan nilai-nilai modernitas seperti keteraturan, kebersihan, struktur 
keluarga inti, dan budaya konsumsi modern. Guru yang muncul dalam 
ilustrasi buku Ons eigen boek, misalnya, adalah figur otoritas modern 
yang mengunjungi rumah murid dan memberi contoh perilaku urban 
modern (Nordholt, 2011, hlm. 451).

Menurut Nordholt, kolonialisme Belanda mengundang kaum pri
bumi terdidik—termasuk guru—untuk menjadi “cultural citizens”, 
yakni warga budaya yang mengadopsi gaya hidup modern tanpa di-
beri hak politik (Nordholt, 2011, hlm. 440–441). Guru menjadi agen 
penting dalam penyebaran konsep modernitas ini karena mereka ber-
ada di garis depan pendidikan dan berperan menentukan cara hidup 
generasi baru. Dengan demikian, pendidikan guru tidak semata-mata 
bersifat akademik dan teknis, melainkan juga berfungsi sebagai sarana 
pembentukan identitas kolonial, di mana calon guru diarahkan untuk 
menyebarkan nilai-nilai modernitas Barat, termasuk higienitas, efisiensi 
waktu, keluarga inti, serta konsumsi produk-produk kolonial yang di-
gambarkan dalam iklan-iklan Balai Poestaka. Nordholt (2011) mene-
kankan bahwa kelas menengah terdidik, termasuk guru lulusan HIS dan 
Kweekschool, awalnya tidak berorientasi pada nasionalisme, tetapi pada 
mobilitas sosial dalam struktur kolonial. Mereka mengejar gaya hidup 
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modern, bukan perubahan politik. Sebagaimana dicatatnya lewat pe-
nelitian Agus Suwignyo, banyak lulusan sekolah guru bahkan terkejut 
ketika Indonesia mendadak merdeka karena mereka membayangkan 
karier panjang dalam sistem kolonial (Nordholt, 2011, hlm. 456). Para 
anggota KITLV banyak terlibat dalam penelitian dan publikasi (misal-
nya dalam Bijdragen), ceramah dan kuliah di Indisch Genootschap, dan 
penulisan brosur dan artikel yang mengarahkan pandangan kolonial ter-
hadap masyarakat Nusantara. struktur keilmuan kolonial menjadi fon-
dasi epistemologis bagi pendidikan kolonial, termasuk pendidikan guru  
(Kuitenbrouwer, Poeze, & Granger, 2013).

Sekolah pendidikan guru pertama yang didirikan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda adalah Kweekschool pada tahun 1852. Pada jenjang pen-
didikan tinggi, lembaga pendidikan guru awal di Indonesia muncul sete-
lah kemerdekaan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 
(PTPG) oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954. Berda-
sarkan Keputusan Presiden tahun 1963, PTPG kemudian direorgani
sasi dan berganti nama menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP). Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1998, ketika sebe-
las IKIP dikonversi menjadi universitas komprehensif, baik dengan nama 
Universitas Pendidikan—seperti di Bandung—maupun Universitas Ne-
geri di berbagai kota, antara lain Medan, Padang, Jakarta, Semarang,  
Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Makassar, dan Manado  
(Buchori, 2009, hlm. 1–2).

Sekolah guru didirikan di Ambon pada tahun 1834 dengan nama 
Kweekschool (KS). Lembaga ini bersifat swasta dan dikelola oleh misi ge-
reja yang tergabung dalam Nederlandsche Zendelinggenootschap (NZG). 
Model sekolah serupa kemudian didirikan kembali oleh NZG di  
Minahasa pada tahun 1852. Pemerintah Hindia Belanda sendiri baru 
mulai menyelenggarakan pendidikan guru pada tahun yang sama, yai
tu 1852, melalui pendirian Hollands-Inlandse Kweekschool (HIK) di 
Surakarta sebagai sekolah guru milik pemerintah. Pada tahap beri
kutnya, pemerintah kolonial secara berangsur-angsur mendirikan  
Hollandsch-Inlandsche Kweekschool (HIK) di sejumlah daerah. Lembaga 
tersebut antara lain dibuka di Bukittinggi (Fort de Kock) pada 1856,  
Tanah Batu Tapanuli pada periode 1864–1874, Tondano pada 1873–
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1875, Ambon pada 1874, Probolinggo dan Banjarmasin sepanjang 
1875–1893, Makassar pada 1876–1895, serta Padangsidempuan pada 
1879–1891 (Supriadi, 2002, hlm. 45). Lulusan sekolah-sekolah ini di-
persiapkan khusus untuk mengajar di Hollandsch-Inlandsche School 
(HIS). Untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah Belanda, 
pemerintah juga mendirikan Europeesche Kweekschool (EKS). Semen
tara itu, guna menyediakan guru bagi sekolah-sekolah Tionghoa, dibuka 
Hollands-Chineesche Kweekschool (HCK) (Supriadi, 2002, hlm. 19–20). 
Sekolah tersebut menghasilkan 200 guru lebih pada1887 hingga 1892 
(Dewi, 2019). 

Gambar 1.1 Siswa Kweekschool Fort de Kock
Sumber: https://upload.wikimedia.org

Pendidikan guru di Sumatra pada abad ke-19, yang didirikan oleh 
Willem Iskander berkembang di Padangsidimpuan serta Bukittinggi. 
Lembaga guru ini menjadi pusat penting bagi transformasi pendidikan 
kolonial sekaligus arena pertemuan antara kekuasaan kolonial Belanda  
dan aspirasi pribumi. Buku-buku seperti Leesboek (1871) dan Si Bulus-
Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk (1872) menunjukkan upaya Iskander un-
tuk membangun model pedagogi yang relevan dengan konteks sosial  
Mandailing, bukan sekadar mengikuti pola colonial (Rodgers, 2002).
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Di Padangsidempuan, sejak akhir 1870-an, fungsi pendidikan 
guru diperluas. Pemerintah kolonial memberi mandat kepada seko-
lah guru untuk bukan hanya mempersiapkan tenaga pendidik, tetapi 
juga menjadi pusat penelitian budaya lokal, termasuk pengumpulan 
cerita rakyat, peribahasa, dan teks-teks tradisional untuk kebutuhan 
kurikulum berbasis bahasa daerah (Batak, Mandailing). Kweekschool  
Padangsidimpuan berkembang menjadi pusat folklore di bawah pim-
pinan Van Ophuysen, memperkuat posisi guru sebagai penghubung 
antara budaya lokal dan pendidikan modern (Rodgers, 2002). Lulusan  
Kweekschool Padangsidimpuan maupun Sekolah Raja di Bukittinggi— 
seperti Soetan Indar Boengsoe, Goeroe Batak, Soetan Oloan, Dja  
Manambin, dan Dja Tigor—kemudian muncul sebagai tokoh pendidik-
an penting di Tapanuli, bahkan sebagian beralih ke dunia pers dan jur
nalisme. Guru-guru pribumi hasil didikan Kweekschool memainkan peran 
dalam pembentukan intelektual modern di Sumatra dan turut berparti-
sipasi dalam pergerakan sosial dan politik di kemudian hari. Pendidik-
an guru bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga arena pembentukan 
wacana kolonial dan anti-kolonial melalui kurikulum, bahasa pengantar, 
dan produksi buku ajar (Rodgers, 2002).

Kweekschool Fort de Kock berdiri tahun 1856 sebagai sekolah guru 
kedua milik pemerintah kolonial setelah Kweekschool Surakarta 1852. 
Sekolah ini memainkan peran penting dalam perkembangan wila-
yah tersebut. Banyak tokoh penting dalam masyarakat Minangkabau 
bersekolah di sana. Sekolah tersebut populer disebut “Sekotah Raja”  
(Vorstenschool), sebuah istilah yang menekankan pentingnya sekolah ter-
sebut (Poeze, 1976). Lembaga ini menerima murid-murid bumiputra 
terbaik, terutama dari Sumatra Barat, namun dengan kurikulum yang 
sarat nilai-nilai kolonial. Kweekschool Fort de Kock tidak hanya mencetak 
guru, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial. 

Guru lulusan Kweekschool diproyeksikan untuk mengajarkan pendi-
dikan dasar di sekolah pribumi, menyebarkan nilai-nilai, budaya, dan 
bahasa Belanda, dan menjadi perpanjangan tangan administrasi kolo
nial dalam berbagai urusan pendidikan dan sosial (Suryani et al., 2023). 
Antara 1873–1907, sebanyak 356 siswa lulus dari Kweekschool Fort de 
Kock, sebagian menjadi guru, pegawai administrasi, dan tenaga terdi-
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dik lainnya. Tokoh-tokoh penting seperti Tan Malaka, Rustam Effendi,  
dan Baginda Dahlan Abdollah merupakan alumni Kweekschool.  
Kweekschool Fort de Kock mengalami transformasi menjadi sekolah me-
nengah setelah kemerdekaan, dan kini menjadi SMAN 2 Bukittinggi 
(Putra et.al., 2023). Ini menunjukkan kesinambungan historis lembaga 
pendidikan guru terhadap sistem pendidikan modern Indonesia.

Dalam HIK dan HCK, bahasa pengantar sekaligus mata pelajaran 
wajib adalah bahasa Belanda, dan sebagian besar pengajarnya merupakan 
orang Belanda. Pada tahun 1870-an, pemerintah melakukan eksperimen 
dengan mengirim sepuluh pemuda Indonesia dari berbagai daerah ke  
Belanda untuk memperdalam kemampuan bahasa Belanda sebagai calon 
guru HIK. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut mengha-
dapi hambatan yang signifikan. Tercatat empat peserta meninggal dunia, 
baik selama masa studi di Belanda, dalam perjalanan kembali, maupun ti-
dak lama setelah tiba di Indonesia. Tingginya tingkat risiko serta perubah-
an kebijakan kurikulum—khususnya penghapusan bahasa Belanda seba-
gai mata pelajaran wajib di HIK—mengakibatkan program ini dihentikan 
pada tahun 1884. Menariknya, salah satu peserta program pelatihan di  
Belanda tersebut adalah Tan Malaka, tokoh penting, kontroversial, se-
kaligus “misterius” dalam sejarah Indonesia (Watson, 1975, hlm. 61;  
Supriadi, 2002, hlm. 20).

Gambar.1.2 Murid sekolah pendidikan guru untuk sekolah dasar,  
Bandung, Jawa Barat.

Sumber: ANRI
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Jika dicermati, terdapat kesenjangan waktu yang sangat panjang—
sekitar 232 tahun—antara pendirian sekolah dasar pertama bagi pri-
bumi (1602) dan pendirian sekolah guru pertama (1834). Bahkan jika 
rentang tersebut hanya dihitung sejak masa Hindia Belanda pada abad 
ke-19, tetap terlihat jarak puluhan tahun antara pembukaan Europese 
Lagere School (ELS) pada 1817–1820 dan pendirian Hollands-Inlandse  
Kweekschool (HIK) pertama pada 1852. Menariknya, HIK tersebut sejati-
nya tidak dirancang untuk mencetak guru bagi sekolah-sekolah Belanda, 
karena pemerintah kolonial masih lebih memilih mendatangkan guru 
langsung dari Negeri Belanda.

Perkembangan pendidikan guru berjalan sangat lambat, terlihat dari 
jarak waktu antarpembangunan sekolah guru yang umumnya baru ber-
diri setelah tahun 1870. Situasi ini baru berubah setelah diberlakukannya 
Politik Etis pada 1901, ketika sekolah guru semakin berkembang dan 
jenisnya menjadi lebih beragam (Supriadi, 2002, hlm. 20). Periode pen-
dirian sekolah guru bagi pribumi sebenarnya lebih tepat dipahami dalam 
konteks lahirnya Sekolah Rakyat (SR/VolksSchool) bagi anak-anak pri
bumi yang baru dimulai pada 1848 dan meningkat pesat setelah 1860-
an. Namun, karena pendidikan bagi pribumi sudah ada sejak masa VOC, 
muncul pertanyaan penting: dari mana tenaga guru diperoleh sebelum 
adanya sekolah guru?

Pada masa VOC, tenaga guru umumnya berasal dari kalangan ge
reja karena pendidikan pada dasarnya menjadi sarana penyebaran agama 
Kristen. Di beberapa wilayah seperti Ambon, gereja juga melatih pendu-
duk setempat menjadi guru. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah ko-
lonial mendatangkan guru dari Belanda karena sekolah-sekolah yang di-
buka terutama ditujukan bagi anak-anak Eropa. Baru setelah berdirinya 
Europeesche Kweekschool (EKS) pada 1860-an, sekolah Belanda di Hindia 
memperoleh guru hasil pendidikan lokal (Supriadi, 2002, hlm. 20–21). 
Lambatnya pendirian sekolah guru mencerminkan sikap ambivalen pe-
merintah kolonial: “hati-hati” terhadap pendidikan bagi golongan Eropa, 
tetapi “setengah hati” terhadap pendidikan bagi pribumi. Kehati-hati-
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an di sekolah Eropa kemungkinan terkait tuntutan standar mutu yang 
harus setara dengan sekolah di Belanda. Sebaliknya, sikap setengah hati 
terhadap pendidikan pribumi muncul karena pemerintah menganggap 
pengadaan guru pribumi sebagai pemborosan, apalagi kurikulum SR/VS 
hanya mencakup keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung 
(Supriadi, 2002, hlm. 21).

Sejak awal abad ke-19, Pemerintah Belanda sebenarnya telah me-
nunjukkan perhatian terhadap ketersediaan guru bagi sekolah-sekolah 
pribumi. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menginstruksi-
kan para bupati untuk membuka sekolah sekaligus menyiapkan tenaga 
pendidik, dengan tujuan memberikan pendidikan kepada penduduk pri
bumi mengenai moralitas, tata perilaku, hukum, dan agama. Instruksi ini 
muncul setelah Daendels menyaksikan kerugian besar VOC akibat ma-
raknya korupsi. Namun, kebijakan tersebut tidak terlaksana secara efektif 
karena berbagai faktor eksternal, seperti peperangan di Eropa, pergantian 
kekuasaan dari Belanda ke Inggris pada tahun 1811 dan kembali lagi ke 
Belanda pada 1816, serta merosotnya keuangan negara (Supriadi, 2002, 
hlm. 21-43).

Meskipun perkembangan pendidikan guru pada masa kolonial ber-
langsung lambat, terdapat aspek positif yang patut dicatat. Sepanjang 
abad ke-19, pemerintah Belanda menunjukkan prioritas yang lebih be-
sar pada pendirian sekolah guru dibandingkan sekolah menengah lain 
bagi penduduk pribumi. Sekolah Raja (Hoofdenschool) yang disiapkan 
untuk melahirkan calon pegawai negeri (ambtenaar) baru dibuka pada 
1865 di Tondano, Sulawesi Utara, dan selanjutnya didirikan di Bandung,  
Magelang, serta Probolinggo pada 1875. Sementara itu, Hogere Burger 
School (HBS) mulai dibuka pada tahun 1860 dan ditambah pada 1876, 
tetapi akses bagi Bumiputera baru dimungkinkan setelah diberlaku-
kannya Politik Etis. Kondisi serupa juga terjadi pada sekolah kejuruan  
(Ambachtsschool) yang telah dirintis sejak 1860, tetapi baru mendapatkan 
perhatian serius pada dekade 1890-an (Supriadi, 2002, hlm. 21–22).
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Tabel 1.1 Perbandingan Lama Pendidikan Guru sejak Zaman Belanda

Periode Nama Lembaga/Program
Lama 

Pendidikan 
mulai SD

1. Zaman Belanda
a.	TK
b.	SR/VS/HIS 
c.	SLTP/SLTA

Froebelschool
OVVO, NS, KS, HIK, KCK, EKS Hoofdacte & 
Hogeracte Cursus

9-10 tahun 
7-10-14 tahun
15-17 tahun

2. Zaman Jepang 
a.	TK
b.	SD
c.	SLTP/SLTA

--
Kursus Danurat, SGL, SGP, SGT Dipenuhi 
secara darurat

--
7-10-11 tahun
--

3. 1945-1960an 
a.	TK
b.	SD/MI/SLB
c.	SMP/MTS
d.	SLTA

--
KS Gaya Baru, SGB, KPKPKB, SGA 
B-1/B-II, PGSLTP 
Sarmud/Sarjana PTPG/FKIP/IKIP

--
10-12 tahun
13-14 tahun 
15-17 tahun

4. 1970an 
a.	TK
b.	SD/MI/SLB 
c.	SMP/MTs
d.	d. SLTA

SPG-TK
SPG,KPG,KGA, SGO, PGA + SGPLB 
PGSLTP 
PGSLTA, Sarmud, Sarjana IKIP/AIN

12 tahun
12 & 14 tahun 
13-14 tahun 
14-15-17 tahun

5. 1980an 
a.	TK
b.	SD/MI/SLB
c.	SMP/MTs
d.	SLTA

SPG-TK
SPG, SGO, PGA + SGPLB 
D-I, D-II, D-III
D-III, S-1 IKIP/FKIP/STKIP/IAIN

12 tahun
12 & 14 tahun 
13-14-15 tahun
15-16 tahun

6. 1990an-kini, 
a.	TK
b.	SD/MI/SLB
c.	SLTP/MTs 
d.	SLTA

D-II PGTK IKIP/STKIP (sejak 1998) 
D-II PGSD (sejak 1990) 
D-III, S-1 IKIP/FKIP/STKIP/IAIN 
S-1 IKIP/FKIP/STKIP/LAIN

14 tahun 
14 tahun
15-16 tahun
16 tahun

7. Akan datang
a.	TK 
b.	SD/MI/SLB 
c.	SMP/MTS
d.	SLTA

D-II PGTK Universitas/IKIP/FKIP 
S-1 Universitas/IKIP/FKIP/IAIN 
S-1 Universitas/IKIP/FKIP/IAIN 
S-1 Universitas/IKIP/FKIP/IAIN

14 tahun
16 tahun
16 tahun 
16 tahun

Sumber: Supriadi (2002, hlm. 22)

Aspek positif lain dari pendidikan guru pada masa kolonial adalah 
tingginya standar kualifikasi yang diterapkan, terlihat dari lamanya masa 
pendidikan di sekolah guru. Sebaliknya, pada masa pemerintahan mili-
ter Jepang dan awal kemerdekaan, durasi pendidikan guru—khususnya 
untuk jenjang SD dan SLTP—dipersingkat secara signifikan melalui ber-
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bagai jalur seperti SGB (4 tahun), KPKPKB, RBA, RBB, dan PGSLTP 
(1–2 tahun). Meskipun SGB dan lembaga sejenis ditutup pada 1960-an, 
dan PGSLTP satu tahun dihentikan pada 1970-an, pola “pendidikan da-
rurat” untuk mencetak guru dalam waktu singkat tetap berlanjut hingga 
1980-an. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai respons terhadap kebu-
tuhan mendesak akan guru dalam jumlah besar, tetapi berdampak negatif 
terhadap mutu pendidikan (Supriadi, 2002, hlm. 23).

Keberagaman jenis sekolah dasar dan menengah pada masa kolonial 
turut melahirkan variasi dalam lembaga pendidikan guru. Perlu dicatat 
bahwa terdapat dua versi mengenai sekolah guru pertama di Indonesia. 
Versi pertama menyatakan bahwa sekolah pendidikan guru pertama 
diprakarsai oleh lembaga Zending di Ambon pada pertengahan abad 
ke-19 untuk memenuhi kebutuhan guru pribumi. Zending kemudian 
juga mendirikan sekolah guru di Tanawangko dengan bahasa pengantar 
Belanda. Pandangan lain menyatakan bahwa sekolah guru pertama yang 
dibentuk oleh pemerintah kolonial adalah Kweekschool di Surakarta pada 
tahun 1852. Lembaga ini kemudian dipindahkan ke Magelang pada 
1875, dengan sebagian besar peserta didiknya berasal dari kalangan pri-
yayi lapisan bawah (Supriadi, 2002, hlm. 54).

Pada 1875, pemindahan Kweekschool negeri dari Surakarta ke  
Magelang dilakukan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. 
Setelah diberlakukannya Politik Etis dan perluasan pendidikan dasar 
bagi pribumi pada 1885, kebutuhan akan guru yang kompeten dan 
menguasai bahasa Belanda meningkat tajam (Brugmans, 1938). Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, didirikan Hoogere Kweekschool voor de  
Ambtenaren di Magelang. Di wilayah Afdeeling Magelang juga berdiri 
sekolah guru yang dikelola oleh misi Katolik. Lembaga ini berawal dari 
inisiatif misionaris Pater Fransiscus van Lith yang menetap di Muntilan 
sejak 1897. Van Lith menyebarkan agama melalui pendidikan, dengan 
bahasa pengantar Belanda dan Melayu, dan masa studi selama empat 
tahun (Brugmans, 1938). Kweekschool Muntilan kemudian berkembang 
pesat dan pada tahun 1911 berada di bawah naungan St. Fransiscus  
Xaverius College. Pemerintah kolonial bahkan menyetarakan ijazah lu-
lusan Kweekschool Muntilan dengan ijazah Kweekschool negeri, menun-
jukkan pengakuan terhadap kualitas pendidikannya.
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Secara umum, jenis dan jenjang pendidikan guru mengalami dina-
mika naik-turun seiring perubahan kebijakan pendidikan pemerintah 
kolonial Belanda. Model pengajaran pun mengalami modernisasi. Salah 
satu pembaruan penting diperkenalkan oleh Nut Seminarium pada ta-
hun 1938 di bawah pimpinan Prof. Khonstamm, yang memperkenalkan 
metode seperti kerja kelompok, penyusunan laporan, penggunaan alat 
bantu audio-visual, praktik laboratorium, pemanfaatan perpustakaan, 
dan widyawisata. Namun, inovasi ini tidak sempat berkembang luas ka-
rena pecahnya Perang Dunia II pada 1939 (Supriadi, 2002, hlm. 54).

Menjelang akhir masa penjajahan Belanda (1940–1942), terda-
pat beberapa jenis lembaga pendidikan guru dengan karakteristik yang 
berbeda-beda. Hingga tahun 1941, terdapat Cursus Opleiding voor  
Volks Onderwijzer (OVVO), yaitu kursus pendidikan guru untuk Seko-
lah Desa dengan masa studi dua tahun setelah lulus Sekolah Angka 2. Pe-
serta OVVO dilatih untuk menguasai mata pelajaran dasar seperti berhi-
tung, menulis, membaca, menggambar, bernyanyi, serta aktivitas jasmani 
(olahraga, gerak badan), metode mengajar, dan budi pekerti/moral, yang 
kemudian akan diajarkan kepada murid-murid Sekolah Desa (Supriadi, 
2002, hlm. 54–55).

Belanda juga sudah memperkenalkan model pendidikan anak usia 
dini berbasis Froebel dan Montessori. Pada masa ini pula terbentuk cikal 
bakal pendidikan guru PAUD melalui sekolah-sekolah pelatihan mo-
del Froebel yang diperuntukkan bagi perempuan Indonesia. Meskipun 
jumlahnya kecil, para lulusan inilah yang kemudian menjadi pelopor 
perkembangan pendidikan anak usia dini setelah Indonesia merdeka. Ki 
Hadjar Dewantara, misalnya, mengembangkan Taman Indria, sebuah 
model PAUD bercorak nasionalistik yang menggabungkan elemen lokal 
Jawa dan pendekatan Eropa (Thomas, 1992).

Secara umum, lulusan kweekschool dari kalangan guru pribumi ber-
peran signifikan dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme, khu-
susnya pada penghujung abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dengan 
latar pendidikan modern, kemampuan berbahasa, dan posisi sosial yang 
strategis, guru-guru ini menjadi penggerak organisasi, pendiri sekolah 
alternatif, serta pelopor pendidikan non-diskriminatif (Alfarez, 2022). 
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Figur-figur seperti Mohammad Sjafei, Willem Iskander, Dwidjosewojo, 
Saridjah Niung, dan Sri Wulandari memperlihatkan bahwa pendidik-
an guru pada masa kolonial turut melahirkan kelompok terdidik yang 
memiliki sikap kritis terhadap ketidakadilan kolonial. Mereka berkon-
tribusi dalam perjuangan nasional melalui berbagai ranah, termasuk 
praktik pengajaran, karya seni, aktivitas organisasi, serta keterlibatan 
dalam gerakan sosial dan politik. Meskipun lahir dalam konteks kolo-
nial, kweekschool justru menjadi ruang artikulasi intelektual bagi pri
bumi untuk membangun kesadaran kebangsaan. Pendidikan guru tidak 
hanya memproduksi tenaga pengajar, tetapi juga melahirkan kelompok 
intelektual yang memadukan kemampuan pedagogis dengan idealisme  
kebangsaan.

Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan guru Sekolah Da-
sar pada jenjang paling dasar dengan bahasa pengantar lokal—seperti 
Jawa, Sunda, Melayu, atau Bugis—pemerintah menyelenggarakan  
Cursus voor Volksschool Onderwijzers (CVO) yang kemudian dikenal se-
bagai Opleiding voor Volksschool Onderwijzers (OVVO). Program pendi-
dikan ini ditempuh selama dua tahun dan diperuntukkan bagi lulusan 
kelas V Sekolah Pribumi Kelas II (Tweede Inlandse School/Vervolgschool/ 
Standaardschool). Proses pembelajaran dibimbing oleh guru Sekolah Da-
sar yang telah berpengalaman, dengan metode utama observasi dan pe-
niruan terhadap praktik mengajar guru senior. Pendekatan tersebut, da-
lam terminologi kontemporer, sepadan dengan konsep learning by doing, 
sementara pengajaran teoretis hampir tidak diberikan. Lulusan OVVO 
selanjutnya ditugaskan sebagai guru di Volksschool (Sekolah Desa), 
yakni Sekolah Dasar tiga tahun dengan kurikulum sangat terbatas yang 
berfokus pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (Buchori, 
2009, hlm. 15).

Dalam rangka mempersiapkan tenaga pengajar bagi Sekolah Angka 2, 
pemerintah kolonial menyelenggarakan Kursus Guru Bantu (KGB) yang 
juga dikenal sebagai Cursus voor Onderwijzer (CVO). Program ini me-
miliki kurikulum yang mencakup keterampilan dasar seperti membaca, 
menulis, dan berhitung, penguasaan bahasa daerah dan bahasa Melayu, 
pengetahuan ilmu hayat dan ilmu alam, pendidikan etiket, seni bernya-
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nyi, aktivitas jasmani, serta dasar-dasar ilmu mendidik. Masa pendidikan 
berlangsung selama tiga tahun, dan lulusan menerima gaji sebesar 7,5 
gulden per bulan. Lulusan dengan catatan kelakuan (konduite) baik 
berpeluang diangkat menjadi kepala Vervolgschool (Supriadi, 2002, hlm. 
55). Peserta dari sekolah ini sama seperti sekolah sistem magang, yaitu 
mereka lulusan-lulusan dari Sekolah Kelas II atau Vervolgschool. Proses 
pembelajaran di sekolah ini menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa 
pengantar. Pendidikan calon guru berlangsung selama dua tahun, dan 
setelah menyelesaikan program CVO, para lulusan ditempatkan sebagai 
Guru Bantu di Sekolah Desa. Perlu dicatat bahwa guru Sekolah Desa 
tidak berstatus sebagai pegawai negeri (Djumhur & Danasuparta, 1974).

Pada jenjang lebih tinggi, terdapat Normaalschool yang mulai didiri
kan tahun 1914, lembaga pendidikan guru dengan masa studi empat 
tahun. Sekolah ini menerima peserta didik lulusan kelas V Sekolah Pri-
bumi Kelas II (Vervolgschool/Standaardschool) maupun lulusan Sekolah 
Angka 2 atau Sekolah Rakyat dengan masa belajar lima hingga enam 
tahun. Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar, dan pada 
tahap awal penyelenggaraannya lembaga ini hanya diperuntukkan bagi 
siswa laki-laki. Lulusan Normaalschool selanjutnya ditempatkan sebagai 
guru di Sekolah Desa atau Sekolah Angka 2. Kurikulum Normaalschool 
bersifat relatif luas, mencakup sekitar 14 mata pelajaran, antara lain ba-
hasa Melayu, bahasa dan tulisan Sunda atau Jawa, ilmu mendidik, ilmu 
mengajar, psikologi (ilmu jiwa), berhitung, seni suara, olahraga, tulisan 
Arab, menggambar, pekerjaan tangan, pertanian, ilmu tumbuh-tum-
buhan, dasar-dasar bahasa Belanda, moral, ekonomi, serta keterampilan 
mengarang (Buchori, 2009, hlm. 16). Seluruh siswa tinggal di asrama, 
dan harus lulus ujian masuk.

Setelah menyelesaikan Normaalschool, para lulusan wajib mengikuti 
kursus pertanian selama enam bulan di Pancasan, Bogor (kini Institut 
Pertanian Bogor). Lulusan yang menunjukkan pengalaman serta capai-
an mengajar yang memadai berpeluang diangkat sebagai kepala Sekolah 
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Desa dengan penghasilan sekitar 25 gulden per bulan, bahkan sebagian 
di antaranya dipromosikan menjadi penilik sekolah (opziener) (Supriadi, 
2002, hlm. 55). Selanjutnya, lulusan Normaalschool ditempatkan seba-
gai guru pada Sekolah Dasar lima tahun, dengan kurikulum yang tidak 
terbatas pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi 
juga mencakup ilmu bumi, pengetahuan alam, serta sejarah (Buchori, 
2009, hlm. 16). Normaalschool negeri pertama bagi siswa laki-laki di-
dirikan pada 1915, sedangkan lembaga serupa untuk siswa perempuan 
mulai dibuka pada 1918. Normaalschool laki-laki beroperasi di Blitar,  
Padangpanjang, Jember, Garut, Jombang, dan Makassar, sementara  
Normaalschool perempuan didirikan di Padangpanjang (1918), Blitar 
(1919), Tondano (1920), dan Salatiga (1933) (Buchori, 2009, hlm. 17).

Setiap Normaalschool dilengkapi dengan Sekolah Dasar Pribumi Ne-
geri yang berfungsi sebagai leerschool, yakni tempat pelaksanaan praktik 
mengajar. Selain itu, para peserta didik Normaalschool diwajibkan untuk 
tinggal di asrama (internaat). Melalui kehidupan asrama ini, mereka men-
dapatkan pembinaan menyeluruh, mulai dari kebiasaan belajar, kerapian 
berpakaian, etika pergaulan, hingga tata krama saat makan. Dengan de-
mikian, kehidupan di internaat menjadi bagian integral dari proses pem-
bentukan guru profesional sesuai standar pendidikan guru pada masa itu.

Perbedaan tingkat kurikulum antara Sekolah Desa (3 tahun) dan Se-
kolah Dasar 5 tahun berdampak pada perbedaan kompleksitas pendi-
dikan guru. Program CVO/OVVO, yang menyiapkan guru untuk Se-
kolah Desa, memiliki kurikulum yang jauh lebih sederhana dibanding  
Normaalschool, yang menyiapkan guru untuk sekolah 5 tahun. Pada 
program CVO/OVVO, pengajaran hampir tidak diarahkan pada pe-
ngembangan wawasan pengetahuan umum. Sebaliknya, Normaalschool 
menempatkan penguatan pengetahuan umum sebagai fokus utama, yang 
tercermin dalam mata pelajaran seperti aljabar, ilmu ukur bidang dasar, 
ilmu alam, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah, serta pemahaman pasif bahasa 
Belanda pada tingkat dasar (Buchori, 2009, hlm. 17–18).
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Gambar 1.3 Meisjes-Normaalschool di Fort de Kock 
Sumber: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/904132

Untuk memenuhi kebutuhan guru perempuan di Sekolah Dasar  
Puteri, didirikan Van Deventer School (VDS), sebuah sekolah guru swas-
ta setingkat Normaalschool yang diprakarsai oleh van Deventer. Peserta 
didiknya berasal dari Meisjes Vervolgschool (Sekolah Dasar Puteri 6 ta-
hun) atau lulusan HIS. Lama pendidikan di VDS adalah 4 tahun setelah 
menyelesaikan Sekolah Dasar Puteri. Mayoritas pengajarnya adalah pe-
rempuan. Kurikulum VDS dirancang dengan memadukan kemampu-
an dasar akademik dan keterampilan praktis, yang meliputi membaca, 
menulis, berhitung, ilmu pendidikan, psikologi (ilmu jiwa), metodologi 
mengajar, bahasa daerah, bahasa Melayu, dasar-dasar bahasa Belanda, 
seni bernyanyi, olahraga, keterampilan menjahit dan menyulam, mema-
sak, pendidikan moral dan sopan santun, serta ilmu komunikasi. Selain 
menjadi guru Sekolah Dasar Puteri, banyak lulusan VDS yang pada masa 
kemerdekaan diangkat sebagai Penilik Sekolah Dasar, bahkan ada yang 
menjadi Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Dasar tingkat kabupaten/
kota (Supriadi, 2002, hlm. 55–56).
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Gambar 1.4 Murid dan guru Sekolah Normal Putri di Fort de Kock
Sumber: KITLV 168971

Untuk menyiapkan tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak (TK), pe-
merintah kolonial mendirikan Froebelschool (Sekolah Froebel). Sekolah 
ini menerima siswa perempuan lulusan Sekolah Dasar 6 tahun, HIS 
Gelykgestelde (yang disetarakan), atau Schakelschool dengan prestasi baik. 
Masa pendidikan ditempuh selama tiga tahun dengan kurikulum yang 
mencakup ilmu mendidik, psikologi anak (ilmu jiwa kanak-kanak), seni 
bernyanyi dan menari, kegiatan olahraga, penguasaan bahasa Belanda, 
bahasa Melayu, dan bahasa daerah, metode pengajaran, pekerjaan ta-
ngan, serta keterampilan menggambar. Setelah Indonesia merdeka, lem-
baga pendidikan ini kemudian berganti nama menjadi Sekolah Pendi-
dikan Guru Taman Kanak-kanak (SPGTK) (Supriadi, 2002, hlm. 56).

Jenis lembaga pendidikan guru berikutnya adalah Kweekschool (KS). 
Sekolah ini merekrut lulusan HIS dengan masa belajar tujuh atau dela-
pan tahun, lalu menempuh pendidikan selama empat tahun dengan ba-
hasa Melayu dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kurikulum-
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nya bersifat luas dan terpadu, mencakup penguasaan bahasa (Belanda, 
Melayu, dan bahasa daerah), matematika (berhitung, aljabar, dan ilmu 
ukur), ilmu pengetahuan alam dan hayat, ilmu bumi, sejarah nasional 
dan dunia, pedagogi, psikologi, metodologi pengajaran, komunikasi, 
olahraga dan atletik, seni bernyanyi dan musik, keterampilan membaca 
dan menulis, pekerjaan tangan, serta praktik mengajar di sekolah dasar 
dan sekolah berbahasa Belanda. Seluruh peserta didik diwajibkan tinggal 
di asrama sebagai sarana pembinaan sosialisasi, etika, tata krama, dan 
moral. Lulusan Kweekschool kemudian diangkat sebagai guru atau kepala 
sekolah di HIS, Sekolah Angka 2, maupun Schakelschool, dengan kisar-
an gaji antara 75 hingga 125 gulden per bulan (Supriadi, 2002, hlm. 56).

Lembaga pendidikan guru tertua di Indonesia adalah Hollands- 
Inlandse Kweekschool (HIK) yang berdiri pada 1852 di Surakarta. Walau-
pun saat itu murid-muridnya hanya terbatas pada anak-anak golongan 
bangsawan saja (Djumhur and Danasuparta, 1974). Setara dengan HIK 
adalah Europese Kweekschool (EKS) dan Hollands-Chineesche Kweekschool  
(HCK). Pendidikan pada sekolah-sekolah ini ditempuh selama enam 
tahun dan diperuntukkan bagi lulusan HIS dengan masa belajar tujuh 
atau delapan tahun. Seluruh proses pembelajaran menggunakan bahasa  
Belanda sebagai bahasa pengantar. Kurikulum HIK tergolong luas, me-
liputi penguasaan bahasa asing (Belanda, Inggris, serta Jerman yang ke-
mudian dihapus sejak 1938), bahasa Melayu dan bahasa daerah, ilmu 
keguruan, psikologi, metodologi pengajaran, evaluasi pembelajaran, 
olahraga dan atletik, musik dan seni suara, matematika, ilmu pengeta-
huan alam dan hayat, menggambar, sejarah, geografi, komunikasi, sosio
logi, pekerjaan tangan, serta pendidikan moral dan tata krama (Supriadi, 
2002, hlm. 57).

Penilaian hasil belajar di HIK diterapkan dengan standar yang sangat 
ketat melalui ujian tertulis dan lisan. Dalam ujian tertulis, beberapa HIK 
digabungkan dalam satu lokasi; misalnya, HIK Bandung menjadi tem-
pat ujian bagi siswa HIK Bandung, HIK Jatinegara (Jakarta), dan HIK 
Manado. Ujian dilaksanakan oleh satu tim penguji bersama, dan setiap 
penguji tidak diperkenankan menguji siswanya sendiri secara individu, 
kecuali hanya sebagai saksi.
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Calon guru yang tidak lulus tidak diperbolehkan mengulang, namun 
sebagai kompensasi mereka tetap memperoleh ijazah Kweekschool (KS) 
4 tahun. Meskipun demikian, peserta yang gagal menyelesaikan HIK 6 
tahun masih dapat mengikuti ujian persamaan (ekstranei). Lulusan HIK 
6 tahun diangkat menjadi guru HIS atau Schakelschool dengan gaji seki-
tar 175 gulden per bulan. Guru yang berkinerja baik dan memiliki masa 
kerja minimal lima tahun dapat dipromosikan menjadi peserta kursus 
kepala sekolah (Hoofdacte Cursus), yang membuka peluang menduduki 
jabatan penting di Kantor Pendidikan (Supriadi, 2002, hlm. 57).

Untuk menjadi guru sekolah menengah, dibutuhkan akta kualifi-
kasi khusus yang diperoleh melalui kursus dan ujian tertentu. Contoh-
nya, Hoofdacte Cursus selama 2–3 tahun setelah HIK atau HKS yang 
dirancang untuk melatih guru-guru potensial agar dapat menjabat se-
bagai Kepala HIS, HCS, atau ELS, dengan gaji sekitar 300 gulden per 
bulan. Peserta kursus dipilih dari guru yang telah bekerja minimal tiga 
tahun dan dinilai berprestasi melalui inspeksi intensif. Kurikulum kur-
sus ini sangat komprehensif, mencakup bahasa Belanda, Inggris, Jerman,  
Prancis, Indonesia, ilmu keguruan, psikologi dan psikoanalisis, metodo-
logi mengajar, matematika, ilmu alam, evaluasi, penyusunan kurikulum, 
serta penyusunan soal ujian, dan mata pelajaran lainnya. Lulusan kur-
sus ini merupakan pendidik dengan kualifikasi tertinggi, dan umumnya 
menduduki posisi strategis, minimal sebagai guru senior atau kepala se-
kolah di lembaga-lembaga favorit.

Mereka juga menjadi perintis dan pengembang pendidikan na-
sional Indonesia, bersama lulusan lembaga guru swasta seperti  
Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Pasundan. Pada awal masa kemer-
dekaan, banyak lulusan kursus ini yang bahkan diangkat menjadi rek-
tor perguruan tinggi. Selain itu, guru yang memiliki ijazah HKS, HIK, 
atau sederajat dan memiliki minat serta kompetensi dalam bidang ter-
tentu (misalnya bahasa, matematika, IPA, sejarah, atau ilmu bumi) da-
pat memperoleh Akta Rendah (Lageracte) atau Akta Tinggi (Hogeracte) 
untuk memperoleh kewenangan mengajar di MULO atau jenjang yang 
lebih tinggi (Supriadi, 2002, hlm. 57–58).

Untuk dapat mengajar pada jenjang pendidikan menengah, seorang 
guru diwajibkan memiliki Akte MO (Middelbaar Onderwijs Akte), yakni 
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sertifikat kualifikasi resmi yang memberikan otoritas mengajar di sekolah 
menengah. Akte MO terbagi ke dalam dua kategori, yaitu MO A dan 
MO B. Akte MO A memberikan kewenangan mengajar mata pelajaran 
tertentu pada tingkat MULO dan HBS 3, yang keduanya setara dengan 
jenjang sekolah menengah pertama. Adapun Akte MO B memberikan 
hak mengajar pada tingkat AMS dan HBS 5, yang berada pada jenjang 
sekolah menengah atas (Buchori, 2009, hlm. 18–19).

Pada masa kolonial, akses pendidikan untuk memperoleh Akte MO 
pada umumnya hanya tersedia di Belanda. Di Hindia Belanda sendiri, 
jalur pendidikan MO sangat terbatas, yakni hanya mencakup Akte 
MO Ilmu Pasti dan Akte MO A Bahasa Inggris. Program MO Ilmu 
Pasti diselenggarakan di Technische Hoogeschool Bandung (kini Institut 
Teknologi Bandung) melalui program Leergang tot Opleiding voor de  
Middelbare Akte Wiskunde, dengan kelulusan yang menghasilkan Akte 
K1. Sementara itu, berbagai program Akte MO lain—seperti arkeologi, 
ilmu bumi, etnologi Hindia Belanda, bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan 
bahasa Sunda—tersedia di Belanda dan diselenggarakan di Universitas 
Leiden.(Buchori, 2009, hlm. 19).

Gambar1.5 Technische Hooge School, Bandung
Sumber: KITLV 1400267
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Untuk memahami nilai ekonomi profesi guru dan kepala sekolah 
pada masa itu, dapat digunakan perbandingan berikut: harga 1 kg beras 
hanya 5 sen (seperdua puluh rupiah), dan dengan 1 sen (seperseratus ru-
piah) seseorang sudah dapat sarapan hingga kenyang. Sebuah mobil Fiat 
1000 cc dihargai sekitar 1600 gulden. Dengan gambaran ini, gaji guru 
yang berkisar 75–300 gulden per bulan dapat dianggap lebih dari cu-
kup untuk menopang kehidupan guru dan keluarganya (Supriadi, 2002,  
hlm. 58).

Gambar.1.6 Yayasan sekolah guru Indo Eropa di Bandung, Jawa Barat.
Sumber: ANRI

Di luar lembaga pendidikan guru yang dibentuk oleh pemerin-
tah Hindia Belanda, berkembang pula institusi pendidikan guru yang 
dikelola oleh organisasi sosial dan keagamaan. Di antaranya adalah  
Muhammadiyah serta Taman Siswa, yang dalam konteks pendidikan 
guru dikenal dengan sebutan Taman Guru. Lembaga-lembaga ini ti-
dak hanya menyiapkan calon guru, tetapi juga menanamkan nilai-nilai 
pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan dan kepribadian  
Indonesia, bersifat mandiri (non-kooperatif ), dan mengusung sistem 
among yang dirumuskan dalam semboyan:

“Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso; Tut wuri  
handayani.”(Supriadi, 2002, hlm. 58).
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Pemerintah kolonial membangun kweekschool untuk menyiapkan te-
naga guru pribumi yang dapat mengajar di sekolah kelas rendah maupun 
kelas menengah, seperti HIS dan sekolah desa. Langkah ini juga diatur 
melalui Kweekschoolplan tahun 1927, yang menjadi dasar reorganisasi se-
kolah guru dan melahirkan HIK (Hollands Inlandsche Kweekschool), se-
kolah guru Belanda untuk pribumi dengan kurikulum baku mengikuti 
model Eropa. 

Menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda pada 1942, 
pendidikan guru bagi penduduk pribumi terbagi ke dalam dua kategori 
utama. Pertama, sekolah guru yang mempersiapkan calon pengajar un-
tuk sekolah rendah pribumi dengan bahasa pengantar Belanda. Kedua, 
sekolah guru yang ditujukan bagi calon pengajar di sekolah rendah pri-
bumi yang menggunakan bahasa daerah—seperti Jawa, Sunda, Melayu, 
atau Bugis—sebagai bahasa pengantar. Sekolah rendah pada kategori per-
tama semula dikenal sebagai Sekolah Pribumi Kelas I (Eerste Inlandsche  
School), yang kemudian berganti nama menjadi Hollandsch-Inlandsche  
School (HIS). Adapun kategori kedua disebut Sekolah Pribumi Ke-
las II (Tweede Inlandsche School) atau Standaardschool (Buchori, 2009,  
hlm. 11–12).

Gambar 1.7 Inlandsche School Fortdekock
Sumber: KITLV 1402148
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Kedua jenis sekolah guru tersebut memiliki struktur bertingkat, yang 
berarti terdapat jenjang pendidikan dasar dan jenjang lanjutan. Untuk 
sekolah guru yang mempersiapkan pengajar pada sekolah rendah dengan 
bahasa pengantar Belanda, jenjang paling bawah adalah Kweekschool, se-
dangkan jenjang di atasnya adalah Hogere Kweekschool (Sekolah Guru 
Tingkat Lanjut). Istilah Belanda kweekschool secara harfiah berarti “seko-
lah pembibitan” atau “sekolah persemaian”, yang menggambarkan fungsi 
lembaga ini sebagai tempat “menyemai” atau menumbuhkan calon-calon 
guru (Buchori, 2009, hlm. 12). Pada tahap awal, Kweekschool menerima 
peserta didik yang merupakan lulusan sekolah pemerintah bagi anak-
anak pribumi, berusia sekurang-kurangnya 12 tahun, dan berasal dari 
keluarga yang dinilai memiliki reputasi baik. Seiring waktu, ketentuan 
penerimaan diperketat sehingga hanya lulusan Kelas VII HIS yang me-
menuhi syarat. Masa pendidikan di Kweekschool ditetapkan selama empat 
tahun. (Buchori, 2009, hlm. 12).

Gambar 1.8 Sekolah guru pribumi, Serang, daerah Banten, Jawa Barat.
Sumber: ANRI
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Perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara  
Kweekschool generasi awal (1852) dan Kweekschool generasi berikutnya 
(1915). Salah satu perubahan paling menonjol berkaitan dengan kedu-
dukan bahasa Belanda. Pada Kweekschool lama, bahasa Belanda diajar-
kan sebatas sebagai mata pelajaran, sementara pada Kweekschool baru ba
hasa tersebut berfungsi sebagai bahasa pengantar utama dalam kegiatan 
pembelajaran. Selain itu, terjadi pula perombakan kurikulum, di mana 
Kweekschool baru menerapkan struktur kurikulum yang lebih ringkas 
dan disederhanakan dibandingkan dengan kurikulum Kweekschool lama 
(Buchori, 2009, hlm. 12–13).

B.	 Pendidikan Guru di Jawa Barat pada masa Kolonial 
Belanda

Sebagai penganut pemikiran Aufklärung (Pencerahan), Daendels ber-
pendapat bahwa pendidikan bagi anak-anak Eropa di Hindia Belanda 
harus diselenggarakan agar mereka memahami kesusilaan, adat-istiadat, 
hukum, serta konsep keagamaan masyarakat Jawa. Dalam konteks ini, 
Daendels melakukan sejumlah upaya pembaruan pendidikan (Lubis 
dkk., 2003, hlm. 6–7), antara lain:

1.	 Menghapus pendidikan berbasis agama Kristen yang sebelumnya 
terikat dengan lembaga gereja.

2.	 Selaras dengan kebijakan berorientasi militer, pada 1808 Herman 
Willem Daendels mendirikan Sekolah Artileri di Meester Cornelis 
(kini Jatinegara), yang kerap dipandang sebagai institusi pendidik-
an modern paling awal pada masa itu.

3.	 Pada tahun yang sama (1808), Daendels menginstruksikan para 
bupati di Jawa untuk membuka sekolah di setiap distrik, dengan 
kurikulum yang menitikberatkan pada adat-istiadat setempat, hu-
kum, serta pengenalan dasar-dasar ajaran agama Islam.

4.	 Setahun kemudian, pada 1809, untuk pertama kalinya diseleng-
garakan pendidikan kebidanan sebagai bagian dari upaya kese-
hatan masyarakat. Proses pengajaran dilakukan oleh para dok-
ter di Batavia, dengan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa  
pengantar.
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5.	 Pada tahun yang sama, dengan alasan “memajukan seni tari rak-
yat,” Daendels memerintahkan bekas Sultan Cirebon untuk men-
dirikan tiga sekolah tari bagi gadis (ronggeng). Sekolah ini berada 
di bawah tanggungan sultan dan ditujukan terutama bagi anak pe-
rempuan dari keluarga tidak mampu, sehingga biaya pendidikan 
digratiskan, kecuali bagi keluarga kaya. Lama pendidikan empat 
tahun, dengan pelajaran menari, menyanyi, membaca, dan me-
nulis. Namun, secara substansial, sekolah ini diduga merupakan 
instrumen politik kolonial untuk merusak moral generasi muda 
dan melemahkan semangat heroisme serta patriotisme rakyat  
Indonesia, agar mereka tidak tertarik pada gerakan atau agitasi po-
litik anti-kolonial.

Gambar 1.9 Sekolah pendidikan guru di Bandung, Jawa Barat
Sumber; ANRI

Kweekschool didirikan sebagai lembaga persiapan untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah bumiputra. Gagasan awal 
pendirian sekolah guru justru berasal dari sektor nonpemerintah, khu-
susnya kalangan zending, yang membuka Kweekschool di Ambon pada 
1834. Adapun di Pulau Jawa, sekolah guru pertama yang dibentuk lang-
sung oleh pemerintah kolonial adalah Hollands-Inlandse Kweekschool 
(HIK) yang didirikan di Surakarta pada 1852 (Ekajati dkk., 1998, hlm. 
60; Lubis dkk., 2003, hlm. 16).
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Setelah HIK di Surakarta beroperasi hingga 1866, jumlah peserta di-
dik meningkat secara signifikan sehingga daya tampung sekolah tidak 
lagi memadai. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah kolonial 
mendirikan HIK baru di Bandung pada pertengahan 1866. Angkatan 
pertama sekolah ini berjumlah 27 siswa, dengan sebagian merupakan 
siswa pindahan dari HIK Surakarta. Sejak pendirian tersebut, Bandung 
kemudian berkembang sebagai salah satu pusat pendidikan pribumi 
(Ekajati dkk., 1998, hlm. 60). Pada tahap awal, proses pembelajaran di 
HIK menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun, 
setelah bahasa Belanda mulai diajarkan sejak 1865, penggunaan bahasa 
Belanda secara resmi ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama pada 
1871. Di wilayah Priangan, HIK dikenal dengan sebutan “Sekola Raja.” 
Keberadaan HIK Bandung memberi pengaruh besar terhadap kemajuan 
pendidikan pribumi di Tatar Sunda, terutama melalui lahirnya tenaga 
guru yang mampu mengajar di sekolah-sekolah pemerintah maupun 
swasta, termasuk Hollandsch-Inlandsche School seperti HIS Pasundan  
(Ekajati dkk., 1998, hlm. 60; Lubis dkk., 2003, hlm. 16).
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Gambar 1.11 Konferensi guru agama Ned Zend, Bogor,  

Jawa Barat 1921
Sumber: ANRI

Pada saat HIK diresmikan, jumlah sekolah rendah di wilayah  
Priangan baru mencapai 22 sekolah. Jika dibandingkan dengan jum-
lah penduduk pribumi yang melebihi 800.000 jiwa, angka tersebut 
sangat terbatas. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum tersedia-
nya anggaran pendidikan dari pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah di  
Priangan baru mulai menerima bantuan dana dari pemerintah pada 
tahun 1867 (Lubis dkk., 2003, hlm. 17). Sejak 1867, Karesidenan  
Priangan mulai menyalurkan subsidi kepada HIK Bandung dan seko-
lah-sekolah pribumi di wilayah Priangan. Diduga sejak tahun tersebut, 
peserta didik HIK memperoleh tunjangan bulanan sekitar 10 gulden. Di 
samping itu, para guru dan pegawai sekolah menerima gaji tetap yang 
disesuaikan dengan jabatan serta tanggung jawab masing-masing. Pada 
fase awal, sistem penggajian ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

–	 Kepala sekolah menerima gaji sebesar f 400 per bulan.
–	 Guru kelas dua memperoleh f 300 per bulan.
–	 Guru pribumi digaji f 30 per bulan.
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–	 Tenaga administrasi menerima f 8 per bulan.
–	 Pesuruh memperoleh f 5 per bulan.

Berkat dukungan subsidi, HIK memperoleh kemampuan untuk 
menyewa bangunan milik bupati yang terletak di bagian utara kompleks 
sekolah, yang kemudian difungsikan sebagai sekolah pribumi sekaligus 
tempat praktik mengajar bagi siswa HIK (Lubis dkk., 2003, hlm. 17). 
Pada saat yang sama, Karesidenan Priangan juga tetap memberi per
hatian pada penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak Eropa, ter
utama keturunan Belanda, di Bandung. Dengan persetujuan Gubernur 
Jenderal dan Menteri Jajahan, pada tahun 1866/1867 dibuka Europeesche  
Lagere School (ELS) sebagai sekolah dasar bagi anak-anak Eropa. Pada ta-
hap awal, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kantor Karesidenan, 
dan angkatan pertama terdiri atas 27 murid dengan usia rata-rata enam 
tahun (Lubis dkk., 2003, hlm. 17).

Tabel 1.2 Kurikulum HIK Bandung Tahun 1866/ 1867

No. Mata Pelajaran
Kelas & Jam Pelajaran

I II III
1. Bahasa Sunda (membaca) 2 2 2
2. Bahasa Melayu (membaca huruf latin) 2 2 4

Bahasa Melayu (membaca huruf Arab) 2 2 4
3. Menulis huruf latin 2 2 2
4. Menulis huruf Sunda 2 2 4
5. Menulis huruf Arab-Melayu 1 1 2
6. Bahasa Belanda 4 4 3
7. Berhitung 2 4 4
8. Aljabar 2 - -
9. Sejarah 1 1 1
10. Ilmu bumi 2 2 2
11. Ilmu alam 2 2 -
12. Ilmu ukur tanah 4 4 -
13. Pedagogik - - 3
14. Menggambar 3 3 3
15. Seni suara 2 2 -
16. Tembang Sunda 1 1 -
Jumlah jam Pelajaran 34 34 34

Sumber: Lubis dkk, (2003, hlm. 17).



PENDIDIKAN GURU MASA KOLONIAL BELANDA

31

Dengan kurikulum yang diterapkan, HIK Bandung mengalami per-
kembangan yang signifikan. Hingga tahun 1941, lembaga ini telah me-
luluskan 70 angkatan guru pribumi, khususnya guru-guru dari kalang-
an masyarakat Sunda (Ekajati dkk., 1998, hlm. 61). Pada tahun 1871, 
jumlah siswa HIK mencapai 31 orang, dan lima di antaranya berasal dari 
keluarga pejabat pribumi tingkat tinggi maupun keturunan Tionghoa. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis dan akses pendidikan di Bandung 
semakin beragam, mencerminkan meluasnya minat dan keterlibatan ber-
bagai lapisan masyarakat dalam pendidikan formal (Ekajati dkk., 1998, 
hlm. 61; Lubis dkk., 2003, hlm. 18).

Gambar 1.12 Sekolah guru agama dan siswa, Jawa Barat.
Sumber: ANRI

HIK memberlakukan peraturan yang ketat dan disiplin tinggi ter-
hadap para siswanya. Akibatnya, pada tahap awal jumlah murid relatif 
sedikit. Antara pertengahan 1866 hingga pertengahan 1867, jumlah sis-
wa hanya 30 orang, seluruhnya berasal dari wilayah Priangan. Namun, 
dalam tahun-tahun berikutnya, asal-usul siswa semakin beragam. Selain 
dari Priangan, HIK mulai menerima murid dari berbagai daerah di luar 
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Priangan, bahkan dari luar Tatar Sunda.Pada penghujung 1867, jumlah 
peserta didik berkurang menjadi 25 orang. Penurunan ini terjadi sete-
lah lima siswa—dua berasal dari Priangan serta masing-masing satu dari  
Karawang, Jakarta, dan Banten—dikeluarkan dari sekolah karena capai-
an akademik yang rendah dan dinilai tidak memiliki kecakapan sebagai 
calon pengajar.

Dari 25 siswa yang tersisa:
•	 10 berasal dari Priangan (termasuk Bandung)
•	 7 dari Jakarta dan Bogor
•	 6 dari Cirebon
•	 masing-masing 1 dari Karawang dan Banyumas

Mereka terbagi dalam tiga tingkat:
•	 Kelas I: 10 siswa
•	 Kelas II: 3 siswa
•	 Kelas III: 12 siswa
Rentang usia siswa berkisar antara 15 hingga 24 tahun.

Pada Oktober 1867, dua siswa tingkat kelas III ditunjuk sebagai guru 
bantu dan ditempatkan di Sekolah Dasar Kelas Satu (Sekolah Kabupa-
ten) di Bandung. Penugasan ini dilakukan untuk mengatasi kekurang-
an tenaga pengajar, mengingat jumlah murid di sekolah tersebut telah 
mencapai 101 orang. Kedua guru bantu tersebut menerima honorarium 
sebesar 50 sen per bulan (Lubis dkk., 2003, hlm. 18–19).

Pada paruh pertama tahun 1868, jumlah siswa HIK mencapai 30 
orang. Namun, pada akhir tahun jumlahnya berkurang menjadi 26 
orang, terdiri atas 8 siswa kelas I, serta 9 siswa masing-masing di kelas II 
dan III. Pengurangan ini terjadi karena tiga siswa dikeluarkan dan satu 
siswa lulus, yang kemudian diangkat menjadi guru di Serang. Pada pe
riode yang sama, tujuh siswa kelas I dan satu siswa kelas II memperoleh 
kenaikan tunjangan menjadi 15 gulden per bulan karena dinilai ber
prestasi baik (Lubis dkk., 2003, hlm. 19). Sejak 1871, HIK menetapkan 
bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar utama dengan tujuan mening-
katkan kompetensi linguistik peserta didik. Pada tahun yang sama, jum-
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lah siswa baru tercatat hanya delapan orang, termasuk satu peserta yang 
berasal dari Sumatra Utara. Walaupun rekrutmen siswa baru relatif ter-
batas, HIK telah berhasil meluluskan sejumlah guru pribumi yang pada 
umumnya kemudian ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah pribumi.

Gambar 1.13 Siswa sekolah guru sedang belajar di Lembang,  

Jawa Barat.
Sumber: ANRI

Sejak periode tersebut, Sekolah Dasar Negeri bagi penduduk pribumi 
mulai didirikan secara luas hampir di setiap ibu kota distrik di wilayah 
Priangan atau Tatar Sunda. Di Bandung tercatat sekitar 16 sekolah, di 
Cianjur sebanyak 6 sekolah, di Sumedang sekitar 10 sekolah, serta di 
Sukapura sekitar 15 sekolah.

Di luar Tatar Sunda, lulusan HIK juga ditempatkan untuk mengajar 
di wilayah Jawa Tengah, bahkan sebagian di antaranya dipercaya men-
duduki posisi mantri guru (hoofdonderwijzer) pada sekolah kelas dua. 
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana 
mobilitas sosial vertikal bagi masyarakat pribumi. pribumi (Lubis dkk., 
2003, hlm. 20).



MENJADI GURU DI INDONESIA

34

Pada 1872, Direktur Pendidikan mendesak pemerintah untuk mem-
perluas pendidikan pribumi di Priangan, dengan menekankan bahwa 
sekolah guru merupakan pilar utama pendidikan pribumi maupun pen-
didikan secara umum. Desakan ini mendapat dukungan dari pemerintah 
karesidenan, terutama karena HIK telah berhasil menghasilkan banyak 
guru (Lubis dkk., 2003, hlm. 20). Guna meningkatkan minat penduduk 
pribumi untuk menekuni profesi guru, pemerintah kolonial kemudian 
memperbaiki skema pengupahan bagi lulusan HIK. Besaran gaji awal di-
tetapkan sebesar 25 gulden per bulan, disertai mekanisme kenaikan gaji 
secara berkala setiap empat tahun. Bagi masyarakat golongan rendah, gaji 
ini tergolong sangat besar, sehingga mendorong banyak lulusan sekolah 
pribumi baik atas dorongan orang tua maupun keinginan sendiri untuk 
melanjutkan pendidikan ke HIK. Selain gaji, terdapat faktor lain yang 
membuat HIK diminati:

1.	 Pembiayaan penuh oleh negara; peserta didik tidak dikenai biaya 
pendidikan, bahkan menerima tunjangan selama masa studi.

2.	 Kepastian penempatan kerja; lulusan Hollandsch-Inlandsche  
Kweekschool secara langsung diangkat sebagai guru atau pegawai 
pemerintah tanpa memerlukan persetujuan khusus dari gubernur 
jendera.
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Dengan demikian, HIK menjadi saluran mobilitas sosial dan per
ubahan status bagi masyarakat pribumi, khususnya bagi mereka yang 
meniti karier sebagai guru (Lubis dkk., 2003, hlm. 20–21).

Tingginya minat masyarakat untuk menjadi guru tercermin dari pe-
ningkatan jumlah pendaftar ke HIK. Pada 1872, jumlah peserta didik 
HIK tercatat sebanyak 60 orang. Dari total tersebut, 23 siswa berasal 
dari wilayah Priangan, sedangkan 37 siswa lainnya datang dari berba-
gai daerah, yakni Banten, Jakarta, Karawang, Cirebon, dan Banyumas. 
Mulai 1873, setiap gelombang penerimaan murid baru, ratusan calon 
siswa mendaftar, sementara kapasitas sekolah terbatas. Untuk mengatasi 
lonjakan pendaftar, pemerintah mengeluarkan Keputusan 27 April 1875 
No. 43, yang menetapkan bahwa jumlah siswa HIK tidak boleh melebihi 
100 orang. Pada tahun ajaran 1875/1876, komposisi siswa HIK adalah 
sebagai berikut:

•	 Priangan (termasuk Bandung): 54 orang
•	 Batavia: 16 orang
•	 Karawang: 4 orang
•	 Banten: 14 orang
•	 Cirebon: 10 orang
•	 Banyumas: 2 orang

Seiring peningkatan jumlah murid, pemerintah membangun ruang 
kelas baru dan menambah dua guru Eropa (Lubis dkk., 2003, hlm. 21).

Bertambahnya lulusan HIK dan meningkatnya minat masyarakat ter-
hadap pendidikan mendorong pemerintah kolonial untuk memperluas 
jaringan sekolah pribumi. Pada akPada akhir 1876, wilayah Priangan 
memiliki sebanyak 51 sekolah pribumi dengan jumlah murid mencapai 
2.256 orang. Dari total tersebut, terdapat 15 Sekolah Dasar Negeri yang 
menampung 1.212 murid, 34 Sekolah Dasar swasta yang memperoleh 
subsidi dengan jumlah murid sekitar 969 orang, serta 2 Sekolah Dasar 
swasta tanpa subsidi yang diikuti oleh 75 murid. Pada 1882, HIK me-
luluskan 47 guru dan memiliki 22 guru bantu (hulponderwijzer). Pada 
tahun ajaran 1883–1884, jumlah siswa HIK stabil sekitar 99–100 orang 
per tahun (Lubis dkk., 2003, hlm. 21–22).
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Dalam dinamika perkembangan pendidikan pribumi di wilayah  
Priangan dan Tatar Sunda secara lebih luas, Hollandsch-Inlandsche  
Kweekschool Bandung tidak semata berperan sebagai lembaga pencetak 
calon guru. Lembaga ini juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan 
pengendalian bagi sekolah-sekolah pribumi. Baik sekolah yang dikelola 
pemerintah maupun sekolah swasta berada dalam lingkup pengawasan 
HIK Bandung, suatu kondisi yang dimungkinkan karena mayoritas guru 
sekolah dasar di Tatar Sunda merupakan lulusan lembaga tersebut (Lubis 
dkk., 2003, hlm. 22).

Selama tahun ajaran 1883–1884, jumlah siswa HIK stabil, yakni 100, 
99, dan 100 orang setiap tahun ajaran. Pada saat yang sama, kesadaran 
masyarakat pribumi terhadap pentingnya pendidikan semakin mening-
kat. Sejak 1890, hampir setiap tahun ajaran jumlah pendaftar sekolah 
dasar negeri melebihi kapasitas, sehingga banyak anak tidak tertampung. 
Jika sebelumnya banyak anak menangis karena enggan bersekolah, maka 
setelah 1890 banyak anak menangis karena tidak dapat diterima di se-
kolah. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, perkumpulan guru 
mendirikan sekolah-sekolah swasta sebagai alternatif bagi anak-anak 
yang tidak dapat masuk sekolah negeri (Lubis dkk., 2003, hlm. 22–23).

Kehadiran guru-guru lulusan HIK Bandung membawa dampak sig-
nifikan bagi kemajuan pendidikan bumiputra di Tatar Sunda sejak per-
tengahan abad ke-19. Dengan demikian, HIK Bandung, yang pendiri-
annya melibatkan tokoh-tokoh pendidikan seperti K.F. Holle dan Raden 
Haji Moehamad Moesa, dapat dipahami sebagai pusat pembentukan 
kader guru pribumi yang memainkan peranan penting dalam kemajuan 
pendidikan sekaligus dinamika sosial masyarakat setempat (Ekajati dkk., 
1998, hlm. 61; Lubis dkk., 2003, hlm. 23). Besarnya pengaruh HIK 
Bandung dalam sejarah pendidikan juga tercermin dalam pernyataan  
J. Mreyen dan Poeradiredja pada peringatan 75 tahun HIK Bandung, 
yang menegaskan pengakuan terhadap kontribusi strategis lembaga ini 
dalam pengembangan pendidikan pribumi (Ekajati dkk., 1998, hlm. 62).
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J. Mreyen
Directeur der H.C.K.. Mr. Cornelis

Drie Kwart Eeuw

Een paar geslachten lang leerkracten geschonken aan dit land:
Als er een jubileum is, dat tot peizen noopt, dan is het wel dat der  

HOOLANDSCH - INDLANDSCHE KWEEKSCHOOL te Bandung. 
Niemand, die de grote heilzame involedkan peilen. in zulk een lange reeks 

van jaren op de bevolking uitgoefend, uitgaande van een enkele inrichting 
van onderwijs!

Kweekschool voor onderwijs!”
Daar worden de karakters van de opvoeders van het volk grontendeels ge-

vormd. Daar wordt de kennis vergaart, die nodig is vooe een juiste vervulling 
van de waarlijk grootse taak, die een opvoeder wacht. 

Allerlei nieuwe problemen, die zich actereenvolgens voordoen op het  
gabied van opveosing en onderwijs, worden aan de kweekschool oncerzoc-
ht. Nieuwe ideen worden op hun waarde getoetst: het verkeerde wordt ver
worpen. het goede wordt doogegeven aan het niuwe geslacht. 

Dat de kweekschool hierbij bedachtaxaamheid betract. kan niet anders 
dan heilzaam zijn voor het gehele oncerwijs. Overhaasting zou zeker de  
noodlottigste gevolgen hebgen.

Moge het de HIK te Bandung gegeven zijn nog velejaren aan haar verhe-
ven taak te werken: haar discipelen op te voeden tot mannen, die een zegen 
zullen zijn voor hun folk. De H.I.K. leve. groeie en bloeie! (Ekajati, dkk., 
1998, hlm. 62)

Pernyataan Poeradiredja adalah sebagai berikut:

Poradiredja
GURU+)
Bisi guru tanpa puhun.
puhun nangtung di kaweruh bisi 
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guru tanpa seler, seler’rendekeh 
ku manch 
bisi guru tanpa sangkan. 
sangkan jangkar pamelaran.

“Sakola Raja” umurna 75 tahun.
“Sakola Raja” pawinian guru-guru Pribumi, babakuna baheula mah 

pawinian guru-guru urang Sunda, ayeuna bade dipestakeun, dumeh 
parantos umurna 75 tahun. Nya geus lami alam Tuan Holle, Juragan  
Muhammad Musa cacakar di Bandung teh.

Umur 75 tahun, tegesna parantos 75 tahun lamina “Sakola Rijia” jadi 
sumber papadang ati urang Sunda. jembarna urang Indonesia: hartos, 
na parantos kirang-langkung tujuh puluh kali ngaluarkeun guru-guru, 
nu kapapancenan kedah ngoboran atina Rayat Pasundan, nyaeta nyebar
keun kanyaho ka urang Pribumi. Tujuh puluh abrulan guru-guru ma
rawa obor kanyaho, keur ngoboran atina barudak Pribumi bari ngahu-
rungkeun bakat-bakat nu sarae, disina mekar ngajembaran, dipalar engke 
di ahir barudak Sunda tiasa jaradi jelema nu mangpaat ka pakumbuhan, 
ka nusa sareng ka bangsa, jembarna ka kamanusaan.

Papancen guru: “nyaangan hate murid”. Papancen mulya. kabina-
bina. Sanes cek jisim kuring bae, sanes pamendak jelema jaman ayeuna 
bae eta kitu teh, nanging pamendak Ratu Agung jaman baheula oge sami 
bae. Anggapan Raja Iskandar Zulkarnaen ka guruna Aristoteles, dawuha-
nana: bapa ngabahanan gelar, guru ngabahanan budi luhung.+)

Teks asli ditulis dalam ejaan lama (u= Oe)
(Ekajati, dkk., 1998, hlm. 63)

Seiring waktu, perhatian pemerintah kolonial terhadap pendidikan 
semakin meningkat. Dalam upaya memperluas akses dan meningkatkan 
mutu pendidikan, mantri guru memegang peran strategis. Oleh karena 
itu, pemerintah menaikkan pendapatan mereka, sehingga mantri guru 
menerima gaji yang lebih tinggi dibanding guru biasa, serta mendapat-
kan bagian zakat padi sebesar 40 pikul (2.480 kg) per tahun. Dengan 
pendapatan tersebut, guru dikategorikan sebagai pegawai golongan me-
nengah, sehingga status sosial mereka setara dengan kalangan menak 



PENDIDIKAN GURU MASA KOLONIAL BELANDA

39

tingkat menengah. Bahkan, menurut Bijblad No. 3347 Pasal 2–4, guru 
pribumi berhak menggunakan “payung kebesaran”, sebuah simbol status 
sosial terhormat (Lubis dkk., 2003, hlm. 26).

Lulusan HIK dan Hoofdenschool memperoleh kesempatan mobilitas 
sosial vertikal, sehingga status mereka di masyarakat meningkat. Di sisi 
lain, pendidikan kolonial secara tidak langsung mendorong perubahan 
sosial budaya di kalangan pribumi. Melalui sistem pendidikan pemerin-
tah, para siswa menyerap unsur-unsur budaya Barat, baik secara sadar 
maupun tidak. Setelah lulus dan bekerja, status sosial mereka naik men-
jadi menak kelas menengah, yang kemudian mempengaruhi pola hidup 
dan posisi mereka di masyarakat (Lubis dkk., 2003, hlm. 26).

Perlu ditegaskan bahwa pada fase awal, penyelenggaraan pendidik-
an guru bagi kalangan Eropa lebih banyak diserahkan kepada inisiatif 
swasta, sementara keterlibatan pemerintah relatif minimal (Ekajati dkk., 
1998, hlm. 63). Intervensi pemerintah baru terlihat pada penghujung 
abad ke-19, ketika kursus pendidikan guru pada malam hari mulai dibu-
ka di Batavia pada 1871. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran 
orientasi kebijakan, di mana perhatian pemerintah secara bertahap di-
arahkan lebih besar pada pendidikan pribumi. Arah kebijakan tersebut 
semakin menguat setelah diberlakukannya Politik Etis pada awal abad 
ke-20, yang mendorong perluasan dukungan negara terhadap pendidik-
an rakyat (Ekajati dkk., 1998, hlm. 64).

Selain lembaga pendidikan pemerintah, Ksatrian Instituut juga men-
dirikan Sekolah Pendidikan Guru, yang dibuka pada 1 Agustus 1935. 
Tujuan pendiriannya adalah:

1.	 Menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas dan memiliki  
spesialisasi,

2.	 Membentuk “barisan” guru dalam jumlah besar, dan
3.	 Menyelenggarakan pendidikan dengan biaya murah, sehingga 

menguntungkan negara melalui gaji yang relatif rendah dan perce-
patan ekspansi sekolah rakyat.

Melalui kebijakan ini, diletakkan landasan yang lebih kuat bagi per-
kembangan bangsa (Ekajati dkk., 1998, hlm. 115; Lubis dkk., 2003, 
hlm. 59–60). Berpijak pada semboyan “setiap desa memiliki sekolahnya 
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sendiri”, Ksatrian Instituut merancang pendidikan guru untuk menyiap-
kan tenaga pendidik bagi jaringan sekolah swasta Indonesia. Para siswa 
dibekali wawasan pengetahuan umum yang luas, ditambah pemahaman 
tentang perdagangan serta keterampilan sosial, sehingga mampu berpe-
ran efektif dalam kehidupan masyarakat.

Para lulusan Sekolah Guru Ksatrian Instituut diproyeksikan untuk 
bersedia bertugas di wilayah-wilayah terpencil serta membuka sekolah 
di desa-desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, mereka merujuk pada 
sebuah buku panduan berjudul Hoe Krijg Ik, Zonder Kapitaal, Mijn  
Eigen School? (Bagaimana Cara Mendirikan Sekolah Tanpa Modal?) seba-
gai pedoman operasional. Dengan bekal pengetahuan tersebut, para guru 
diharapkan mampu mengelola administrasi, tata buku, serta menggali 
sumber pendapatan untuk keberlangsungan sekolah dan kesejahteraan 
diri mereka sendiri (Ekajati dkk., 1998, hlm. 116; Lubis dkk., 2003, 
hlm. 60). Melalui pendekatan tersebut, Ksatrian Instituut menanam-
kan semangat kewirausahaan pendidikan pada para siswanya, sehingga 
mereka mampu berdiri mandiri dan berperan aktif dalam pemberdaya-
an masyarakat melalui pendidikan. Sekolah guru ini dirancang dengan 
perencanaan yang matang, dan merupakan reaksi terhadap kebijakan 
Wilde Scholen Ordonantie yang diterbitkan pemerintah kolonial pada 17 
September 1932 (mulai berlaku 1 Oktober 1932) (Lubis dkk., 2003,  
hlm. 60).

Salah satu peran strategis Ksatrian Instituut dalam memajukan pen-
didikan rakyat diwujudkan melalui penerbitan majalah De Ksatira:  
Maanblad van de Leerlingen van Alle Ksatrian Scholen en Hun Ouders, 
yang berada di bawah kepemimpinan R.M. Hoedojo Hoeksamadiman. 
Diterbitkan sejak Agustus 1937 dengan oplah 2.000 eksemplar, majalah 
ini memuat berita sekolah, informasi nasional dan internasional, serta 
berfungsi sebagai media komunikasi antara murid, sekolah, dan orang 
tua. Dengan demikian, majalah tersebut mempererat hubungan komu-
nitas pendidikan Ksatrian serta menyebarluaskan wawasan sosial dan ke-
bangsaan (Ekajati dkk., 1998, hlm. 116; Lubis dkk., 2003, hlm. 60–61).

Rencana pendirian sekolah pendidikan guru oleh Ksatrian Instituut 
juga merupakan implementasi visi Douwes Dekker, seperti dikutip oleh 
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P.F. Dahler, yang menekankan pentingnya mempersiapkan guru yang 
berkualitas menghadapi kebijakan kolonial yang semakin ketat:

“Jika kelak sekolah-sekolah rakyat berhasil merebut masa depan pendi-
dikan, maka pemerintah akan menetapkan syarat yang lebih tinggi bagi 
para guru. Saat itu, kita harus siap menyambut dengan menyiapkan 
guru-guru lulusan sekolah kita sebagai tenaga pendidik yang berkompe-
ten dan berwenang. Dalam jumlah besar, mereka harus siap memenuhi 
kebutuhan pendidikan rakyat. Apa yang telah kita berikan harus dilipat-
gandakan sepuluh kali untuk kepentingan rakyat.”
(Ekajati dkk., 1998, hlm. 116)

Selain menyajikan informasi dan kegiatan sekolah, majalah De  
Ksatira: Maanblad van de Leerlingen van Alle Ksatrian Scholen en Hun 
Ouders juga memuat berita-berita penting tingkat nasional maupun in-
ternasional. Dengan demikian, majalah ini tidak hanya berfungsi sebagai 
media komunikasi antar siswa, tetapi juga sebagai jembatan antara se-
kolah dan orang tua, sehingga mereka dapat memahami aktivitas pen-
didikan dan konteks sosial yang sedang berlangsung. Fungsi majalah ini 
sangat penting bagi gerakan nasional, karena menjadi sarana penyebaran 
informasi, kesadaran kebangsaan, dan partisipasi masyarakat dalam pen-
didikan. Inilah yang menjadi ciri khas Ksatrian Instituut sebagai lembaga 
yang tidak hanya mendidik guru, tetapi juga membangun komunikasi 
dan kesadaran publik (Ekajati dkk., 1998, hlm. 117).

C.	 Hoogere Kweekschool 1914-1931

1.	 Hoogere Kweekschool 1914-1931 di Purworejo dan Magelang

Salah satu bentuk pendidikan kejuruan yang paling strategis pada masa 
kolonial adalah sekolah pendidikan guru, karena lembaga ini menjadi 
penyuplai utama tenaga pengajar untuk menjamin keberlangsung-
an dan perkembangan berbagai jenis sekolah. Pada awal pendiriannya,  
Kweekschool tidak hanya berfungsi mencetak guru, tetapi juga pegawai 
pemerintahan. Namun, karena kebutuhan pegawai telah terpenuhi,  
Kweekschool kemudian memfokuskan diri pada pelatihan guru.
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Pada 1907, durasi pendidikan guru diperpanjang dari empat men-
jadi enam tahun. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1914, Se-
kolah Kelas Satu direorganisasi dan berganti nama menjadi Hollandsch- 
Inlandsche School (HIS) (Mestoko, 1985, hlm. 97), dan bersamaan de-
ngan itu didirikan Hoogere Kweekschool (HKS) sebagai jenjang lanjutan 
pendidikan guru. Model pendidikan guru pada masa kolonial berva
riasi sesuai dengan jenis sekolah tempat mereka akan mengajar. Untuk 
mengatasi kekurangan tenaga guru, pada 1852 pemerintah mendirikan 
Kweekschool pertama di Surakarta, meskipun pada awalnya hanya me-
nerima anak-anak bangsawan (Moehadi dkk., 1997, hlm. 31). Setelah  
Surakarta, Kweekschool dibuka di berbagai kota lain, seperti Bukittinggi  
(1856), Tanah Batu Tapanuli (1894), Banjarmasin (1875), Makasar 
(1876), Bandung (1866), Tondano (1873), Padang Sidempuan (1879), 
dan Probolinggo (1875). Lulusan lembaga-lembaga ini kemudian meng-
ajar di sekolah dasar untuk anak-anak pribumi. Pada 1888, dibuka seko-
lah guru Keucheniusschool di Purworejo yang menyiapkan guru sekolah 
dasar sekaligus tenaga pengabar Injil. Pada 1905, sekolah ini dipindah-
kan ke Yogyakarta karena kota tersebut dinilai lebih strategis sebagai pu-
sat kebudayaan Jawa.

Hoogere Kweekschool (HKS) merupakan jenjang pendidikan guru yang 
lebih tinggi dari Kweekschool, dengan masa studi tiga tahun. HKS mem-
persiapkan lulusannya untuk mengajar di HIS, dan hanya menerima lu-
lusan terbaik Kweekschool, sehingga sering disebut sebagai sekolah bagi 
kaum intelektual (Seviana, 2019). Setelah menyelesaikan HKS, calon 
guru dapat mengikuti kursus Hoofdakte selama dua tahun untuk men-
jadi kepala sekolah HIS. Pada 1919, pemerintah menyetujui pendirian 
HKS di Purworejo, setelah sebelumnya hanya ada di Magelang (Moehadi 
dkk., 1997, hlm. 57). Hoogere Kweekschool yang didirikan di Magelang 
dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru yang mengua-
sai bahasa Belanda di Hindia Belanda. Kehadiran lembaga ini sekaligus 
mencerminkan perhatian pemerintah kolonial terhadap pengembangan 
pendidikan di Magelang, sebuah wilayah yang dipandang memiliki posisi 
strategis.

Informasi mengenai pendirian Hoogere Kweekschool (HKS) pertama 
kali diumumkan kepada publik melalui surat kabar De Preanger-Bode 
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edisi 15 Juli 1914, yang memberitakan bahwa lembaga tersebut akan 
didirikan di Purworejo (Harahap, 2019). Pemilihan Purworejo bukan 
keputusan sembarangan, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan 
strategis, salah satunya adalah kondisi wilayah yang asri, tenang, dan 
kondusif untuk kegiatan pendidikan. Sebelum dijadikan kompleks HKS, 
lokasi tersebut merupakan bekas lapangan subur yang ditumbuhi berba-
gai tanaman langka (Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, hlm. 5).

HKS secara resmi dibuka pada 19 Oktober 1914 di Purworejo, Jawa 
Tengah. Dalam pidato peresmian, Direktur Pendidikan dan Agama, 
G.A.J. Hazeu, menegaskan bahwa HKS merupakan tonggak penting da-
lam perjalanan panjang dan sulit pendidikan kolonial, karena guru-guru 
Belanda tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga pendidik untuk 
sekolah-sekolah pribumi. Oleh karena itu, lulusan HKS diproyeksikan 
menggantikan guru dan kepala sekolah Eropa di HIS (Suwignyo, 2012, 
hlm. 86).

Dukungan dari kalangan Bupati trah Cokronegoro berperan pen-
ting dalam menetapkan Purworejo sebagai lokasi pertama Hoogere  
Kweekschool (HKS) di Hindia Belanda (Carey, 2017). Dari sisi geografis, 
Purworejo juga memiliki posisi yang menguntungkan karena berada di 
antara sejumlah kota yang telah berkembang sebagai pusat pendidikan, 
seperti Bandung, Ungaran, Probolinggo, Yogyakarta, dan Fort de Kock 
(Ery, 2009). Letaknya yang berdekatan dengan berbagai Kweekschool dan 
MULO menjadikan Purworejo simpul konektivitas pendidikan dengan 
akses akomodasi yang relatif mudah (Harahap, 2019). Atas dasar pertim-
bangan politik dan geografis tersebut, pemerintah kolonial Belanda ke-
mudian memutuskan untuk mengalokasikan dana sebesar 53.000 gulden 
guna pembangunan HKS di Purworejo (Harahap, 2019).

Penyelesaian fisik bangunan Hoogere Kweekschool (HKS) diperkira-
kan baru rampung sepenuhnya pada 1915. Meskipun demikian, aktivi-
tas pendidikan telah dimulai sejak 1914 di bawah kepemimpinan J.D. 
Winnen sebagai direktur pertama (Haagsche Courant, 1914). Peresmian 
HKS secara formal berlangsung pada 19 Oktober 1914 oleh Direktur 
Van Onderwijs en Eeredienst, Dr. G.A.J. Hazeu (Kromomihardjo, 1982, 
hlm. 19). Selanjutnya, pada 11 November 1914, ketika pembangunan 
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gedung masih dalam proses, Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg me-
lakukan kunjungan langsung ke lokasi calon kompleks HKS, yang ber
ada di bekas lapangan latihan militer di sebelah barat kawasan garnisun 
(Ginaris, 2015). Secara administratif, gedung yang kini digunakan seba-
gai kantor Disdukcapil Magelang dahulu berada di wilayah Kotamadya 
Magelang. Bangunan HKS Magelang bukan bangunan baru, melainkan 
gedung Kweekschool yang didirikan pada 1875 setelah dipindahkan dari 
Surakarta (Seviana, 2019). Pada saat pembangunan Kweekschool tersebut, 
pemerintah juga membangun Hoofdenschool (sekolah calon pemimpin) 
di sebelah selatan alun-alun Magelang.

Menjelang tahun 1900-an, pemerintah kolonial menutup Kweekschool  
dan Hoofdenschool, lalu mendirikan Opleiding School Voor Inlandsche  
Ambtenaren (OSVIA) sebagai sekolah calon pegawai bumiputra. OSVIA 
menempati bekas gedung Kweekschool. Sekitar 1918, HKS didirikan di 
Magelang dan menggunakan gedung tersebut, sementara OSVIA dipin-
dahkan ke bekas gedung Hoofdenschool dan statusnya ditingkatkan men-
jadi Middlebare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA) 
(Seviana, 2019).

HKS Purworejo menetapkan kuota penerimaan sebanyak 25 peserta 
didik setiap angkatan, dengan sistem seleksi yang sangat ketat. Para sis-
wa direkrut dari lulusan terbaik Kweekschool dan MULO yang tersebar 
di berbagai wilayah Hindia Belanda. Kurikulumnya mencakup bahasa 
Belanda, ilmu mendidik, dan pengetahuan umum. Selama tiga tahun 
pendidikan, siswa wajib tinggal di asrama, sehingga seluruh aktivitas 
mereka berada dalam pengawasan penuh guru HKS (Kromomihardjo, 
1982). Masa tiga tahun pendidikan di HKS bukanlah proses yang mu-
dah, karena disiplin diterapkan sangat ketat baik di kelas maupun di as-
rama. Sistem ini dirancang untuk mencetak calon guru pribumi terbaik 
(Kromomihardjo, 1982). Sejak berdiri pada 1914, HKS Purworejo baru 
meluluskan angkatan pertamanya pada 1917, dan lulusan terakhir terca-
tat pada 1930.
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Tabel 1.3 Jumlah lulusan HKS Purworejo

Tahun Jumlah Lulusan Tahun Jumlah Lulusan
1917 19 1924 19
1918 17 1925 22
1919 14 1926 25
1920 20 1927 21
1921 24 1928 21
1922 20 1929 21
1923 23 1930 9

Pada dekade 1930-an, pemerintah kolonial mengalami krisis keuang-
an, yang berdampak pada pengurangan dana untuk HKS. Pemangkasan 
anggaran ini berimbas serius terhadap pengelolaan sekolah, menyebab-
kan berbagai kegiatan administratif tertunda. Kondisi semakin membu-
ruk ketika HKS Purworejo tidak lagi mampu membayar gaji para penga-
jar. Akibatnya, pada Juli 1930, pemerintah memutuskan untuk menutup 
HKS Purworejo (Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, hlm. 6).

Namun, karena masih terdapat siswa tingkat awal (kelas satu dan dua), 
pemerintah kolonial menerapkan kebijakan relokasi ke lembaga HKS 
lain. Peserta didik kelas satu dialihkan ke HKS Magelang, sementara sis-
wa kelas dua dipindahkan ke HKS Bandung. Kebijakan pemindahan ini 
tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga mencakup tenaga pendi-
dik yang masih bertugas. Sebagai contoh, Direktur HKS Purworejo, Van 
Otterloo, ikut direlokasi ke HKS Bandung. (Kromomihardjo, 1982). 
Penutupan HKS Purworejo meninggalkan dampak emosional dan ke-
nangan mendalam bagi para siswa dan alumninya. Salah satu tokoh yang 
mencatat pengalaman tersebut adalah R. Katamsi Wiryowardoyo, salah 
satu dari 19 lulusan pertama HKS Purworejo yang berasal dari Yogyakarta  
(Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, hlm. 7),

2.	 Hoogere Kweekschool Bandung 1914-1931

a.	 Latar Belakang Pendirian Hoogere Kweekschool Bandung  
1914-1931

Seiring berkembangnya dan meningkatnya kualitas kurikulum Hollands 
Inlandsche School (HIS), pemerintah kolonial mengambil inisiatif untuk 
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mendirikan Hoogere Kweekschool (HKS). Sejak pendiriannya pada tahun 
1914, HIS terus mengalami ekspansi sebagai respons terhadap mening-
katnya jumlah penduduk bumiputra yang ingin memperoleh pendidik-
an ala Barat. Untuk memenuhi kebutuhan pengajaran bahasa Belanda, 
pemerintah semula mengandalkan guru-guru Eropa, namun jumlah 
mereka tidak mencukupi seiring bertambahnya sekolah HIS. Selain itu, 
HIS membutuhkan guru yang memiliki pendidikan khusus keguru-
an, sehingga pemerintah mulai merekrut guru bumiputra lulusan HKS  
(Seviana, 2019).

HKS dirancang sebagai lembaga pendidikan guru lanjutan dengan 
mutu lebih tinggi dibandingkan Kweekschool. Melalui pendirian HKS, 
pemerintah kolonial menargetkan terbentuknya guru pribumi dengan 
kualifikasi yang setara dengan guru Eropa, namun dengan biaya peng-
gajian yang lebih rendah. Dari kerangka inilah perkembangan HKS di 
Hindia Belanda bermula (Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, hlm. 
3). Dalam perspektif sistem pendidikan kontemporer, Kweekschool dapat 
diposisikan setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
sementara HKS sepadan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ada-
pun untuk memperoleh kualifikasi lanjutan berupa diploma guru kepala 
(Hoofdakte) maupun diploma guru lanjutan (Hulpakte), calon guru di-
wajibkan melanjutkan studi ke Belanda. Namun, sangat sedikit pribumi 
yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan guru hingga 
ke Belanda karena keterbatasan akses dan seleksi yang sangat ketat.

Hoogere Kweekschool (HKS) pertama kali didirikan di Purworejo  
pada tahun 1914. Jumlah HKS di Hindia Belanda sangat terbatas, yai
tu hanya tiga lembaga, masing-masing di Purworejo, Magelang, dan  
Bandung. Pada 1918, dibuka HKS di Magelang, dan pendirian lem
baga ini menandai lahirnya golongan elite baru, yaitu elite intelektual 
pribumi. Dalam proses pembelajaran, bahasa Belanda digunakan sebagai 
bahasa pengantar utama. Namun, seiring diberlakukannya Kweekschool-
plan (reorganisasi pendidikan guru), HKS dinilai masih “belum matang” 
dan kemudian digantikan oleh Hollands Inlandsche Kweekschool (HIK) 
sebagai bentuk pembaruan sistem pendidikan (Sevina, 2019).
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Gambar 1.14 Sekolah pendidikan guru di Bandung, Jawa Barat, 1924.
Sumber: ANRI

HKS Bandung merupakan hasil peningkatan status Kweekschool  
Bandung, yang awalnya didirikan pada 1866, lalu ditransformasikan 
menjadi HKS pada Juli 1920 (Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, 
hlm. 8). Dengan perubahan ini, jumlah HKS bertambah menjadi dua 
lembaga aktif, yaitu di Purworejo dan Bandung. Selama sepuluh tahun 
pertama, HKS Bandung beroperasi secara mandiri di bawah naungan 
Departemen Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en 
Eeredienst) Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun demikian, banyak 
tenaga pengajar HKS Bandung direkrut dari HKS Purworejo agar sis-
tem, tradisi, dan standar akademik HKS Purworejo dapat diterapkan se-
cara konsisten di Bandung. Sebagai contoh, J.D. Winnen, direktur HKS 
Purworejo, dipindahkan ke Bandung sebagai direktur HKS Bandung. 
Untuk mengisi kekosongan jabatan di Purworejo, pemerintah kolonial 
menunjuk Koert sebagai direktur baru (Setianingrum & Murdiyastomo, 
2023, hlm. 8; De Preanger-Bode, 1920).

Namun, HKS Bandung sering mengalami pergantian direktur, se-
hingga stabilitas kelembagaannya kurang terjaga. Dua tahun setelah ber-
diri, HKS Bandung kembali mengalami kekosongan pimpinan karena 
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berakhirnya masa tugas Meneer Van der Laan. Pada periode yang berde-
katan dengan proses pemindahan guru dan siswa dari HKS Purworejo, 
pemerintah kolonial memanfaatkan momentum tersebut untuk meng-
angkat Van Otterloo sebagai direktur baru HKS Bandung (Setianingrum 
& Murdiyastomo, 2023, hlm. 9; Kromomihardjo, 1982).

b.	 Kurikulum dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Guru  
di Hoogere Kweekschool Bandung 1914-1931

Hoogere Kweekschool (HKS) merupakan institusi pendidikan guru ting-
kat lanjut yang dirancang untuk menyiapkan tenaga pengajar bagi  
Hollandsch-Inlandsche School (HIS) maupun Schakelschool, dua jenis se-
kolah yang berstatus gelykgestelde, yaitu setara sepenuhnya dengan HIS. 
Lama pendidikan di HKS adalah lima tahun setelah lulus HIS 7 atau 8 
tahun. Kurikulumnya bersifat komprehensif, mencakup: Bahasa Belanda,  
Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, Berhitung, Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu 
Pengetahuan Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Mendidik, 
Psikologi, Bahasa Daerah, Ilmu Komunikasi, Moral/Etika, Ilmu Kema-
syarakatan, serta Bimbingan dan Penyuluhan.

Setelah diangkat menjadi guru HIS atau Schakelschool, lulusan HKS 
dapat dipromosikan menjadi kepala sekolah berdasarkan prestasi meng-
ajar. Mereka juga dapat diangkat sebagai penilik sekolah, bahkan sebagai 
KKIP (Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan/Hoofdschool Opziener). Jika 
kinerjanya terus menunjukkan keunggulan, lulusan HKS dapat meng
ikuti Hoofdacte Cursus selama dua tahun dan setelah lulus berhak men-
jadi School Inspecteur (Supriadi, 2002, hlm. 56).

Pada awalnya, bahasa Belanda dimasukkan dalam kurikulum  
Kweekschool dengan tujuan membuka akses pengetahuan yang lebih luas 
bagi pribumi. Namun, berdasarkan Staatsblad No. 47 tahun 1886, bahasa 
Belanda dihapus sebagai mata pelajaran, karena dianggap mengganggu 
mata pelajaran lain dan hasil belajar bahasa Belanda tidak maksimal. Ba-
hasa Belanda dinilai terlalu sulit bagi siswa pribumi, dan pada praktiknya 
lebih diarahkan untuk memajukan anak-anak dari kalangan priyayi (Van 
der Wal, 1977, hlm. 41).

Praktik mengajar di Kweekschool dilaksanakan pada tahun keempat 
untuk melatih kemampuan mengajar secara langsung. Namun, fasilitas 
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pendidikan pada masa itu masih terbatas, sehingga belum optimal dalam 
meningkatkan mutu pendidikan guru. Kurikulum Kweekschool meliputi:

1.	 Bahasa daerah (menggunakan buku karya orang Belanda)
2.	 Berhitung
3.	 Geometri elementer
4.	 Geografi (Indonesia, Belanda, dan dunia)
5.	 Sejarah
6.	 Ilmu alam (botani, zoologi, fisika)
7.	 Menggambar
8.	 Pedagogik (teori dan praktik)
9.	 Menulis tangan dan bernyanyi

Perbedaan utama antara Kweekschool Lama (1852–1901) dan  
Kweekschool Baru (setelah Politik Etis) terletak pada posisi bahasa  
Belanda dalam kurikulum. Pada Kweekschool Lama, bahasa Belanda ha-
nya menjadi mata pelajaran tambahan dan bahkan sempat dihapuskan. 
Sebaliknya, pada Kweekschool Baru, bahasa Belanda mulai diperkuat dan 
digunakan secara lebih intensif sebagai bagian dari pembaruan pendidik-
an setelah diberlakukannya Politik Etis.

Tabel 1.4 Kurikulum Kweekschool setelah politik Etis   
Lama Pemberian Pelajaran Perminggu 

No Mata Pelajaran Kls I Kls II Kls III Kls IV Kls V 
1. Bahasa Belanda 18 18 16 15 15 
2. Bahasa Melayu 5 5 4 3 3 
3. Ilmu Berhitung 4 4 3 3 2 
4. Ilmu Mengukur 0 0 1 1 2 
5. Ilmu Mengukur Tanah 0 0 1 2 2 
6. Ilmu Bumi 2 2 2 3 3 
7. Sejarah 0 0 1 1 1 
8. Ilmu Alam 0 1 1 1 1 
9. Ilmu Bintang 0 0 1 1 1 
10. Ilmu Tumbuh- tumbuhan 0 0 1 1 1 
11. Ilmu Mendidik 0 0 0 2 2 
12. Menggambar 2 2 2 2 2 
13. Menulis 3 2 1 0 0 
14. Menyanyi 1 1 1 0 0 

Sumber: Zulqayyim, Boekit Tinggi Tempo Doeloe,  
(Padang: Andalas University Press, 2006) halaman 95 
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Pada 1907, ketika bahasa Belanda mulai diperkenalkan sebagai mata 
pelajaran di Sekolah Kelas Satu, pada saat yang sama bahasa tersebut 
juga ditetapkan sebagai bahasa pengantar di Kweekschool. Peraturan  
Kweekschool yang di terbitkan pada tahun 1911 menunjukkan per
ubahan. Lama pendidikan di Kweekschool diperpanjang dari 4 menjadi 
6 tahun. Dua tahun pertama adalah kelas persiapan terutama untuk ba
hasa Belanda dan empat tahun selanjutnya yang terdiri dari kelas untuk 
berbagai mata pelajaran dan pengajaran yang praktis. Untuk mengawasi 
kelakuan dan pelajaran siswa Kweekschool, maka para pelajar tinggal di 
asrama dengan pengawasan.

Tabel 1.5 Kurikulum Kweekschool tahun 1911

Mata Pelajaran
Lama Pemberian Pelajaran Perminggu

Total 
I II III IV V VI 

Bahasa Belanda 18 15 11 7 4 - 55 
Bahasa Daerah 3 3 3 2 2 - 13 
Bahasa Melayu 4 3 3 3 3 - 16 
Aritmatik 5 5 5 5 4 - 24 
Geografi - - 1 1 1 - 3 
Sejarah - - 1 1 1 - 3 
Ilmu Alam
Fisika 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 8 

Kimia - - 2 3 1 - 6 
Botani 1 2 1 1 1 - 6 
Zoologi - 1 2 2 1 - 6 
Ilmu Pertanian - - - - 4 5 9 
Menggambar 2 2 2 2 2 2 12 
Menulis 1 1 1 - - - 3 
Ilmu Mendidik - - - 4 3 - 7 
Total 34 34 34 33 29 7 171 

Sumber: Staatblads van Nederlandsch Indie Tahun 1912 No. 181 

Kurikulum di Hoogere Kweekschool (HKS) tidak disusun secara seleng-
kap dan sedetail kurikulum di Kweekschool, namun tetap dirancang untuk 
mempersiapkan lulusan mengajar di Hollands Inlandsche School (HIS). 
Oleh karena itu, bahasa Belanda dan ilmu mendidik menjadi dua mata 
pelajaran utama yang sangat ditekankan. Sekolah menyediakan bahan 
ajar, dan siswa juga mempelajari aljabar, geometri, sejarah umum, dan 
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sejarah Belanda. Kegiatan belajar-mengajar berlangsung pukul 08.00–
13.00, diselingi dua kali waktu istirahat. Sekolah libur pada hari Minggu, 
hari besar Islam dan Kristen, ulang tahun keluarga Kerajaan Belanda, pe-
rayaan kenegaraan, serta perayaan lokal. Pada 1917, jam pelajaran bahasa 
Belanda dan matematika ditambah, dan pada 1921, bahasa Melayu serta 
bahasa daerah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum. Secara umum, 
kurikulum HKS mencakup:

1.	 Bahasa Belanda
2.	 Bahasa Melayu
3.	 Bahasa Daerah
4.	 Ilmu Mendidik
5.	 Geografi (dengan penekanan pada geografi politik Hindia  

Belanda dan negara tetangga)
6.	 Sejarah (terutama sejarah masyarakat Hindia Belanda)
7.	 Ilmu Alam
8.	 Matematika
9.	 Menulis
10.	 Olahraga dan kegiatan belajar di alam terbuka (Purwati, 2015)

Kurikulum ini kemungkinan besar diterapkan secara seragam di se-
luruh HKS, termasuk HKS Magelang. Meskipun HKS menekankan 
pengetahuan Barat, terutama bahasa Belanda, lulusan HKS tidak mem-
peroleh diploma guru Eropa, melainkan ijazah Hindia Belanda. Oleh ka-
rena itu, lulusan HKS sering dianggap masih “setengah matang”, karena 
belum setara sepenuhnya dengan guru Eropa. Masa studi di HKS adalah 
tiga tahun. Selain perbedaan kurikulum, fasilitas antar lembaga pendi-
dikan guru juga bervariasi. Kweekschool, HKS, dan HIK memiliki gedung 
yang relatif mewah sementara Normaalschool memiliki bangunan yang 
lebih sederhana, kemudian CVO atau OVVO bahkan tidak memiliki 
gedung sendiri. Dari sisi tempat tinggal, Kweekschool, HKS, HIK, dan 
Normaalschool dilengkapi asrama (internaat), sedangkan CVO/OVVO 
tidak memiliki fasilitas asrama. Perpustakaan juga menjadi pembeda pen-
ting: Kweekschool dan HKS memiliki perpustakaan yang cukup memadai, 
HIK bahkan memiliki perpustakaan modern dan lengkap, Normaalschool 
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memiliki perpustakaan sederhana, dan CVO/OVVO tidak memiliki per-
pustakaan sama sekali. Perbedaan ini sangat signifikan karena kualitas 
sumber belajar dan kebiasaan membaca siswa sangat bergantung pada ke-
tersediaan dan kelengkapan perpustakaan (Buchori, 2009, hlm. 19–20).

Gambar 1.15 Gedung Sekolah pendidikan guru sekolah dasar  
untuk pribumi, Bandung, Jawa Barat, 1920

Sumber: ANRI

Fasilitas fisik lembaga pendidikan guru pada masa kolonial menun-
jukkan hierarki yang jelas. Gedung Kweekschool, HKS, dan HIK di-
bangun dengan relatif mewah, sedangkan Normaalschool memiliki ba-
ngunan yang lebih sederhana, bahkan CVO/OVVO tidak memiliki 
gedung sendiri (Buchori, 2009, hlm. 19). Cursus voor Volksschool Onder
wijzers (CVO), yang kemudian berganti nama menjadi Opleiding voor  
Volksschool Onderwijzers (OVVO), merupakan jalur pendidikan guru se-
kolah dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. 
Program ini diselenggarakan dalam bentuk kursus dua tahun dan hanya 
terbuka bagi lulusan Sekolah Pribumi Kelas II (Tweede Inlandsche School) 
(Buchori, 2009, hlm. 19–20).
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Untuk menarik minat lebih banyak peserta, pemerintah kolonial 
mengeluarkan kebijakan bahwa lulusan Kweekschool boleh diangkat 
ke berbagai jabatan pemerintahan tanpa perlu izin Gubernur Jenderal  
(Buchori, 2009, hlm. 12). Kebijakan ini menyebabkan lonjakan jumlah 
pelamar, sehingga pada 1892 diberlakukan ujian seleksi dan persyaratan 
masuk Kweekschool. HKS menyediakan bahan pembelajaran dan alat tu-
lis bagi siswa (Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 623 Tahun 1914). 
Sekolah juga menyediakan buku bacaan dan perlengkapan lain yang di-
butuhkan dalam proses belajar-mengajar.

Pada periode kolonial, sarana tulis yang paling umum digunakan di 
sekolah adalah sabak dan grip. Sabak berperan sebagai pengganti kertas, 
berupa lempengan tipis dari batu karbon berwarna hitam dengan ukuran 
kira-kira 20–30 cm dan berbentuk persegi. Setiap siswa diwajibkan me-
miliki sabak yang dapat dipakai berulang kali karena tulisan di atasnya 
dapat dihapus. Sementara itu, grip berfungsi sebagai alat tulis menye-
rupai pensil, yang dibuat dari batu hitam yang diruncingkan (Seviana, 
2019).

c.	 Guru, Siswa, dan Proses Pembelajaran Hoogere Kweekschool  
Bandung 1914-1931

Perbedaan yang mencolok dalam sistem pendidikan guru pada masa ko-
lonial membawa dampak signifikan terhadap perkembangan peserta di-
dik. Pengaruh pendidikan kolonial tidak hanya tercermin pada capaian 
intelektual dan akademik, tetapi juga pada pembentukan harga diri ser-
ta identitas sosial peserta didik. Siswa CVO/OVVO dan Normaalschool 
pada umumnya berasal dari latar belakang keluarga pedesaan non-pri-
yayi, sementara peserta didik Kweekschool, HKS, dan HIK lebih banyak 
direkrut dari kalangan priyayi atau priyayi kecil yang bermukim di pusat-
pusat administrasi seperti Tasikmalaya, Purwokerto, Madiun, dan Kediri 
(Buchori, 2009, hlm. 20–21). Dengan latar sosial yang berbeda dan ak-
ses fasilitas pendidikan yang sangat timpang, muncul kesenjangan status 
dan prestise di antara calon guru. Sekolah seperti Kweekschool, HKS, dan 
HIK memperoleh gedung megah, perpustakaan, dan asrama, sementara 
CVO/OVVO dan Normaalschool memiliki fasilitas sederhana atau bah-
kan tanpa gedung dan perpustakaan.
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Ketimpangan fasilitas dan status ini menjadi faktor penting muncul-
nya iklim yang kurang sehat dalam komunitas guru pribumi, karena se-
jak masa pendidikan, siswa telah mengalami stratifikasi sosial internal. 
Dengan kata lain, sistem pendidikan guru kolonial secara tidak langsung 
membentuk hierarki sosial di antara para guru Indonesia, yang kemudi-
an memengaruhi dinamika profesional dan hubungan sosial mereka di 
lapangan (Buchori, 2009, hlm. 20–21).

Gambar 1.16 Siswa dan guru sekolah keguruan berfoto bersama  
di depan gedung sekolah, Jawa Barat.

Sumber: ANRI

Pada awal pendiriannya, Kweekschool mengalami kesulitan dalam me-
rekrut siswa, bahkan dari kalangan priyayi. Hal ini disebabkan profesi 
guru dianggap kurang bergengsi dan gajinya tidak sebanding dengan sta-
tus sosial priyayi bangsawan yang sangat dihormati. Akibatnya, pemerin-
tah kesulitan menarik calon guru dari kalangan priyayi. Sebagai solusi, 
pemerintah mulai merekrut calon guru dari kalangan nonpriyayi yang 
terhormat dalam masyarakat (respectable lower class). Pada masa itu, tidak 
ada persyaratan khusus untuk masuk Kweekschool, selain berusia minimal 
12 tahun dan berasal dari keluarga baik-baik.
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Karena kebutuhan guru semakin mendesak, pada 1875 pemerintah 
menyelenggarakan ujian kualifikasi guru bagi mereka yang ingin men-
jadi guru tanpa mengikuti pendidikan formal di Sekolah Guru. Meski
pun demikian, akses priyayi tetap terbatas: pada 1916, dari 645 siswa  
Kweekschool, hanya 39 orang yang berasal dari priyayi di atas wedana. 
Oleh karena itu, HKS bukanlah sekolah elit sosial, melainkan elit inte-
lektual (Nasution, 2011, hlm. 115).

Dengan diberlakukannya sistem transfer guru dan siswa, proses pem-
belajaran di HKS Bandung relatif seragam dengan HKS Purworejo. 
Namun, karakter siswa menunjukkan perbedaan mencolok. Siswa asal 
Purworejo cenderung pendiam, sopan, dan pemalu sementara siswa asli 
Bandung lebih ceria dan ekspresif. Menurut kesaksian alumni, siswa 
HKS Bandung sering bernyanyi keras di kamar mandi, berlarian di as
rama, dan meski sering dihukum oleh guru, mereka tetap mengulangi
nya. Proses pemindahan tersebut turut memengaruhi susunan kelas di 
HKS Bandung, sehingga jumlah keseluruhan siswa menjadi 75 orang, 
yang terbagi ke dalam satu kelas tingkat dua dan dua kelas tingkat tiga. 
Seluruh peserta didik diwajibkan tinggal di Asrama HKS Bandung, yaitu 
Asrama Tegallega-Oost (Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, hlm. 9).

Siswa HKS Purworejo akhirnya mampu beradaptasi di Bandung. 
Beberapa bahkan menjalin relasi sosial, seperti berteman dengan “mo-
jang Priangan”. Banyak siswa kelas dua memiliki sepeda, karena lokasi  
Leerschool (praktik mengajar) cukup jauh. Kelas II praktik di HIS  
Banjarsari (jarak 2,5 km dari asrama) sementara Kelas III praktik di HIS 
Karangpamulang (jarak 0,5 km). Walaupun hanya bergabung selama satu 
tahun, kehadiran siswa Purworejo meningkatkan prestasi nonakademik 
HKS Bandung, khususnya dalam sepak bola, sehingga HKS Bandung 
semakin dikenal dalam kompetisi “Sport en Spel” (Setianingrum &  
Murdiyastomo, 2023, hlm. 9).

Setiap bulan, siswa HKS menerima tunjangan sebesar 25 gulden un-
tuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan perlengkapan sekolah 
(Nasution, 2011, hlm. 71). Dilihat dari prospek karier, lulusan Kweek
school memperoleh gaji berkisar antara 75 hingga 150 gulden per bulan, 
sementara lulusan HKS menerima penghasilan yang lebih variatif, yakni 
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sekitar 70 sampai 250 gulden. Para lulusan HKS umumnya ditempat-
kan sebagai guru di HIS atau Schakelschool di berbagai wilayah Hindia  
Belanda (Kromomihardjo, 1982, hlm. 55). Selain itu, lulusan de-
ngan prestasi tinggi kerap direkrut untuk bekerja di Departement van  
Onderwijs en Eredienst.. Sebagian lulusan juga melanjutkan pendidikan 
ke kursus-kursus lanjutan, seperti Kursus Bahasa Jawa, Kursus Bahasa  
Indonesia, atau Indische Hoofdakte, sehingga mereka dapat menjadi ke
pala HIS (Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, hlm. 11).

Gambar 1.17. Pelatih menjelaskan cara melempar cakram di sekolah 
pendidikan guru, Bandung, Jawa Barat, 1934.

Sumber: ANRI

Hubungan antar siswa Hoogere Kweekschool (HKS) tidak berhenti se-
telah mereka lulus. Banyak alumni yang tetap berkomunikasi dan saling 
bertukar pengalaman. Dari interaksi ini, pada tahun 1921 muncul ga-
gasan untuk membentuk wadah resmi bagi para lulusan HKS. Perkum-
pulan tersebut diberi nama “De Broederschap” (Persaudaraan) dengan 
tujuan mempererat komunikasi dan menumbuhkan kembali rasa keke-
luargaan yang telah terbentuk selama masa studi di HKS (Setianingrum  
& Murdiyastomo, 2023, hlm. 11). Pada 1924, De Broederschap melalui 
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wadah HKS-Bond mengadvokasi hak para lulusan HKS agar memper
oleh akses mengikuti Avondkursus Hoofdakte (kursus malam untuk ke-
pala sekolah) serta kesempatan ditempatkan di sekolah-sekolah lanjut-
an. Melalui rangkaian dialog dengan P.G.H.B (Persatuan Guru Hindia  
Belanda) dan pengajuan permohonan resmi kepada Departement van 
Onderwijs en Eredienst, tuntutan tersebut akhirnya direspons. Pada 
1928 pemerintah membuka kursus “Inheemse Talen en Volkenkunde” 
(Bahasa dan Etnologi Pribumi) serta program Hoofdakte di Bandung dan 
Jakarta (Kromomihardjo, 1982). Kebijakan ini ditujukan untuk meng
akomodasi aspirasi lulusan HKS agar dapat bertugas di sekolah lanjutan, 
baik sebagai guru gymnastiek (olahraga) maupun sebagai pejabat inspeksi 
yang dapat ditempatkan di “Wilde Scholen” (sekolah swasta pribumi). 
Selanjutnya, pada 1930, untuk pertama kalinya lulusan HKS diperke-
nankan mengikuti ujian Hoofdakte met aanteekening (Hoofdakte dengan 
keterangan khusus), meskipun izin ini dibatasi hanya bagi angkatan 
1917–1921 yang dinilai memenuhi persyaratan akademik dan penga-
laman mengajar.

Para siswa HKS wajib mematuhi peraturan sekolah yang sangat ke-
tat, dan pelanggaran tertentu bahkan dapat mengakibatkan dikeluar-
kan dari sekolah. Terdapat tiga alasan utama yang dapat menyebabkan 
siswa diberhentikan: (1) Melanggar peraturan sekolah secara berulang,  
(2) Kurang motivasi atau tidak menunjukkan kemajuan belajar, terutama 
dalam penguasaan bahasa Belanda, (3) Menderita penyakit berbahaya 
atau menular (Darmawan, 2017). Dalam praktik pembelajaran, kualitas 
interaksi yang selaras antara guru dan siswa menjadi prasyarat penting 
bagi keberlangsungan proses belajar mengajar. Di HKS, guru tidak ha-
nya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pendidik, 
pembimbing, fasilitator, pelatih, pengarah, serta penilai dan evaluator 
perkembangan peserta didik. Sesuai dengan Staatsblad No. 623 Tahun 
1914, tenaga pengajar di HKS berasal dari Eropa, yang menunjukkan 
standar profesional yang tinggi.

Busana siswa HKS Magelang mencerminkan perpaduan antara tradisi 
lokal dan pengaruh modern Barat. Bagian atas: kemeja, jas, dan dasi, 
Bagian bawah: jarit dan ikat kepala. Sementara itu, guru-guru Eropa 
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mengenakan kemeja, celana panjang, sepatu, dan pakaian bergaya Barat 
sepenuhnya (Seviana, 2019). Sebagian besar siswa tidak memakai alas 
kaki, karena sepatu dianggap barang mewah dan hanya dapat dibeli oleh 
kalangan atas atau priyayi. Untuk kegiatan olahraga, siswa HKS menge-
nakan kaos tanpa lengan dan celana pendek, yang dinilai nyaman dan 
sesuai, tetapi tetap tanpa alas kaki (Seviana, 2019). Lingkungan pendi-
dikan guru pada masa Hindia Belanda, termasuk HKS, dibangun secara 
sangat terstruktur, baik dalam hal pengajaran, disiplin, maupun kehidup-
an asrama. Sistem asrama menerapkan batas minimal nilai dan disiplin 
waktu yang ketat, sehingga seleksi kelulusan menjadi sangat kompetitif.

Tidak semua siswa mampu bertahan dalam sistem yang keras ini. 
Banyak yang berhenti atau dikeluarkan karena tidak mampu mengikuti 
standar yang ditetapkan sekolah. Inilah salah satu faktor yang mem
buat Hoogere Kweekschool berbeda dari sekolah guru masa kini, karena 
ia menekankan disiplin, profesionalisme, dan pembentukan karakter 
melalui sistem pendidikan yang sistematis dan selektif (Setianingrum &  
Murdiyastomo, 2023, hlm. 10).

Masa pendidikan di Hoogere Kweekschool (HKS) berlangsung se
lama tiga tahun. Namun, tidak semua orang dapat langsung masuk ke 
HKS. Hanya mereka yang telah menempuh pendidikan di Kweekschool 
dan termasuk lulusan terbaik yang berhak diterima sebagai siswa HKS  
(Nasution, 2011, hlm. 38). Dengan demikian, HKS merupakan jenjang 
pendidikan guru lanjutan yang bersifat selektif dan berorientasi pada 
kualitas akademik. Selain fokus pada kegiatan belajar, para siswa HKS 
juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, terutama di bidang olahraga. 
Dua olahraga yang paling populer di kalangan siswa adalah bola voli dan 
sepak bola. Pada tahun 1925, siswa HKS Magelang bergabung dengan 
Indonesische Voetbal Bond Magelang (IVBM), sebuah organisasi sepak 
bola lokal. Perlu dicatat bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat 
bermain sepak bola pada masa itu. Olahraga tersebut hanya diakses oleh 
kalangan bumiputra terpelajar yang bersekolah di lembaga pendidikan 
pemerintah kolonial, seperti HKS dan Middlebare Opleiding School voor 
Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), sekolah pegawai pangreh praja.
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d.	 Perubahan Hoogere Kweekschool menjadi Hollandsch Inlandsche 
Kweekschool

Setelah diberlakukannya Politik Etis, pemerintah kolonial masih ber
upaya menemukan model pelatihan guru bumiputra yang dianggap 
sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Dalam proses perbaikan sekolah 
untuk penduduk pribumi, pemerintah mempertimbangkan berbagai 
aspek ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun terjadi perubahan dari 
Kweekschool menjadi Hoogere Kweekschool (HKS), transformasi tersebut 
dinilai masih “setengah matang”. Jumlah lulusan memang meningkat, 
tetapi kualitasnya belum mengalami kemajuan signifikan. Permasalahan 
utamanya adalah bahwa penguasaan bahasa Belanda secara formal belum 
memadai, sehingga lulusan HKS tidak memenuhi syarat untuk meng
ikuti kursus lanjutan setara pendidikan Eropa (Seviana, 2019).

Sebagai respons atas kelemahan tersebut, pada 1927 pemerintah 
meluncurkan Kweekschoolplan, yaitu program reorganisasi pendidikan 
guru untuk mengatasi masalah “setengah matang” pada HKS. Perubah-
an tersebut dilakukan karena kurikulum HKS dinilai tidak lagi selaras 
dengan kebutuhan perkembangan zaman. Orientasi HKS yang terlalu 
menitikberatkan pada kemahiran bahasa Belanda dianggap mengurangi 
ruang bagi penguatan pengetahuan umum, padahal aspek ini merupakan 
fondasi penting bagi profesionalisme guru. Secara keseluruhan, Kweek
schoolplan 1927 bertujuan untuk menata ulang sistem pendidikan guru 
di Hindia Belanda (Buchori, hlm. 14). Program ini memiliki dua tujuan 
utama (Seviana, 2019): (1) Menstandarkan sekolah pelatihan calon guru 
untuk Bumiputra, Tionghoa, dan Eropa; (2) Menyelaraskan pembela-
jaran bahasa Belanda di Kweekschool Hindia Belanda agar setara dengan 
standar sekolah di Negeri Belanda. 

Konsep standarisasi pelatihan guru ini dikenal dengan istilah con-
cordantie (keselarasan). Prinsip concordantie bertujuan menyelaraskan 
kurikulum dan standar pendidikan sekolah-sekolah di Hindia Belanda 
agar setara dengan sekolah-sekolah di Negeri Belanda. Melalui standari
sasi ini, kualitas pendidikan di Hindia Belanda diharapkan mencapai 
tingkat yang sebanding dengan standar pendidikan Barat, sehingga me-
mudahkan lulusan untuk melanjutkan studi ke lembaga pendidikan di  
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Belanda. Kweekschoolplan 1927 disusun berdasarkan rekomendasi De-
wan Pendidikan kepada Direktur Pendidikan dan Agama. Pada Desem-
ber 1926, Direktur Pendidikan dan Agama secara resmi menugaskan De-
wan Pendidikan melalui Memorandum No. A 9/2/5 untuk merancang  
Kweekschoolplan (Suwignyo, 2012, hlm. 96). Dewan Pendidikan kemu-
dian membentuk Werkcommissie (komisi kerja) sebagai tim pelaksana.

Rancangan Kweekschoolplan disusun berdasarkan hasil observasi 
praktisi dan profesional pendidikan, dan Komisi Kerja memutuskan 
untuk melibatkan para guru secara langsung dalam proses perumus-
an kebijakan. Sejalan dengan Kweekschoolplan, pelatihan calon guru 
untuk HIS dialihkan kepada sistem baru, dan Hollands Inlandsche  
Kweekschool (HIK) secara resmi didirikan. Selanjutnya, Komisi Kerja di-
beri mandat untuk mengkaji perubahan struktur dan pengurangan jum-
lah Kweekschool (Zulqayyim, 2006, hlm. 99). Sebagai sekolah calon guru 
tertua, Kweekschool secara bertahap ditutup. Ketika kelas pertama HIK 
dibuka pada 1927, masih terdapat 12 Kweekschool dan 3 HKS. Jumlah 
tersebut kemudian dikurangi menjadi hanya 5 Kweekschool, dan kelima 
sekolah ini langsung dikonversi menjadi HIK.

Secara bertahap, seluruh Hoogere Kweekschool (HKS) di Purworejo, 
Magelang, dan Bandung ditutup sebagai bagian dari kebijakan reorga-
nisasi pendidikan guru. Pada akhir tahun 1930, HKS Purworejo resmi 
ditutup, dan para siswanya dialihkan: sebagian ke HKS Bandung, sebagi-
an lainnya ke HKS Magelang. Namun, pada tahun 1931 HKS Bandung 
berhenti menerima siswa baru, sehingga seluruh siswa yang tersisa dipin-
dahkan ke HKS Magelang. Mulai tahun yang sama, HKS Magelang juga 
menghentikan penerimaan siswa baru dan akhirnya ditutup pada tahun 
1932.

Selain karena kebijakan restrukturisasi, penutupan HKS Bandung 
juga dipengaruhi oleh krisis keuangan berkepanjangan. Sekolah ini ditu-
tup setelah pelaksanaan ujian akhir, dan pada tahun terakhirnya sebanyak 
43 siswa dinyatakan lulus (Kromomihardjo, 1982, hlm. 32). Sebelum 
penutupan resmi, para siswa masih sempat menyelenggarakan pesta per-
pisahan pada akhir Juli 1931. Adapun siswa kelas dua harus dipindahkan 
ke HKS Magelang untuk menyelesaikan pendidikannya (Setianingrum 
& Murdiyastomo, 2023, hlm. 9; Kromomihardjo, 1982).
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Menariknya, satu tahun sebelum HKS Purworejo ditutup, peme-
rintah kolonial terlebih dahulu mendirikan HKS Magelang pada tahun 
1929 (Bataviaasch Nieuwsblad, 1929). Langkah ini diduga dilakukan un-
tuk menghindari keterlantaran siswa akibat penutupan HKS, sehingga 
mereka tetap dapat menyelesaikan pendidikan. Hal ini terbukti dari fakta 
bahwa HKS Magelang didirikan pada 1929 dan ditutup pada 1932, te-
pat setelah siswa kelas dua pindahan dari HKS Bandung menyelesaikan 
studinya. Selama tiga tahun masa beroperasinya, HKS Magelang tidak 
melakukan penerimaan peserta didik baru, melainkan hanya menam-
pung siswa tingkat dua dan tiga yang dialihkan dari HKS Purworejo dan 
HKS Bandung. Pemerintah kolonial mengangkat H. Schroo sebagai di-
rektur lembaga tersebut. Pada tahun terakhir penyelenggaraannya, HKS 
Magelang berhasil meluluskan 62 siswa, dengan R.H.A. Rani tercatat se-
bagai lulusan terakhir (Setianingrum & Murdiyastomo, 2023, hlm. 10).

Penutupan Hoogere Kweekschool (HKS) sebagai lembaga pendidikan 
guru tingkat tinggi tidak serta-merta mengakhiri penyelenggaraan pen-
didikan guru bagi kaum bumiputra. Bahkan sebelum HKS berhenti 
beroperasi sepenuhnya, pemerintah kolonial telah merancang Kweek
schoolplan pada 1927 sebagai bagian dari upaya reformasi untuk me-
nyeragamkan dan meningkatkan standar pengajaran bahasa Belanda 
di Kweekschool di seluruh Hindia Belanda. Sebagai tindak lanjut kebi-
jakan tersebut, pada tahun yang sama didirikan Hollandsch-Inlandsche  
Kweekschool (HIK) untuk mengambil alih fungsi HKS yang dinilai be-
lum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Dalam konteks  
Indonesia, HIK dikenal sebagai Sekolah Guru Bantu (SGB). Kurikulum 
HIK dirancang lebih mutakhir, meliputi pengajaran bahasa Belanda, ba-
hasa daerah, dan bahasa Melayu, serta mata pelajaran aritmetika, geografi, 
sejarah, dan ilmu alam—seperti zoologi, botani, dan kimia—di samping 
keterampilan menulis, menggambar, dan ilmu mendidik (Setianingrum 
& Murdiyastomo, 2023, hlm. 11; Purwati, 2015).

Pada tahun 1927, HKS secara resmi dimodernisasi dan diubah men-
jadi HIK melalui proses transisi bertahap (Buchori, 2009, hlm. 13). 
Siswa kelas 1 HKS pada tahun tersebut dibagi menjadi dua kategori:  
(1) Kelompok “baik”: diwajibkan mengulang kelas 1 di HIK, (2) Ke-
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lompok “biasa”: melanjutkan ke kelas 2 HKS. Ketika mereka mencapai 
kelas 3 HKS, dilakukan seleksi ulang. Mereka yang dinilai cukup baik 
dapat naik ke kelas 4, 5, dan 6 (jenjang lanjutan HIK), Sedangkan me-
reka yang dinilai biasa saja ditempatkan di kelas IV terminal, yaitu kelas 
akhir tanpa kelanjutan, dan hanya diberikan ijazah Kweekschool. Melalui 
proses ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas calon guru sam-
bil secara sistematis menggantikan HKS dengan HIK sebagai lembaga 
pendidikan guru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Perubahan HKS menjadi HIK dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa 
kurikulum dan sistem pembelajaran HKS sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan perkembangan zaman. Program HKS dipandang usang dan 
memerlukan pembaruan, terutama karena fokusnya yang terlalu besar 
pada penguasaan bahasa Belanda justru membatasi penguatan wawasan 
umum, padahal aspek tersebut merupakan fondasi penting bagi profe
sionalisme guru (Buchori, 2009, hlm. 14). Sebagai tanggapan atas kritik 
tersebut, HIK dirancang dengan orientasi yang lebih seimbang, yakni 
mengurangi dominasi pembelajaran bahasa Belanda dan memperluas 
porsi pengembangan pengetahuan umum. Selain itu, mata pelajaran ma-
tematika dan ilmu alam memperoleh porsi yang lebih besar dibanding-
kan pada HKS. Perubahan ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1927 te-
lah muncul perdebatan mendasar mengenai konsep kecakapan mengajar 
(teaching competence) dan bagaimana standar profesional guru seharusnya 
dibentuk (Buchori, 2009, hlm. 14).

Perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan guru pada 
masa Hindia Belanda tidak semata-mata berada di bawah kendali pe-
merintah kolonial, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga swasta. 
Dari sisi struktur kelembagaan dan program studi, sekolah guru swas-
ta pada umumnya mengikuti pola yang sama dengan sekolah guru 
negeri, meskipun perbedaannya terutama tampak pada mutu sarana 
dan prasarana. Lembaga swasta paling banyak beroperasi pada tingkat  
Normaalschool, yakni pendidikan guru untuk sekolah dasar dengan ba-
hasa pengantar daerah. Sebaliknya, pada jenjang CVO/OVVO hampir 
tidak ditemukan penyelenggaraan oleh pihak swasta. Untuk jalur pendi-
dikan guru berbahasa Belanda, sejak awal telah berkembang Kweekschool, 



PENDIDIKAN GURU MASA KOLONIAL BELANDA

63

HKS, dan HIK versi swasta. Meskipun demikian, seluruh sekolah guru 
swasta tetap diwajibkan mengikuti ujian negara sebagai syarat kelulusan, 
sehingga pengendalian standar akademik tetap berada di tangan peme-
rintah kolonial. Beberapa sekolah swasta mendapat subsidi dari peme-
rintah kolonial, sedangkan yang lain beroperasi tanpa bantuan keuangan 
(Buchori, 2009, hlm. 21).

Menjelang berakhirnya masa Hindia Belanda, terdapat empat  
Hollandsch-Inlandsche Kweekschool (HIK) yang dikelola oleh pihak swas-
ta. Keempatnya meliputi: HIK Gunungsari di Lembang yang didirikan 
oleh Perguruan Neutrale Scholen; HIK Kristen di Solo yang dikelola 
oleh Gereja Kristen Protestan; HIK Katolik di Muntilan yang berada 
di bawah naungan Gereja Katolik; serta HIK Muhammadiyah di Solo 
dan Yogyakarta yang didirikan oleh Muhammadiyah. Dari keempat lem-
baga tersebut, HIK Gunungsari, HIK Kristen Solo, dan HIK Katolik 
Muntilan memperoleh subsidi dari pemerintah kolonial, sedangkan HIK 
Muhammadiyah Yogyakarta tidak menerima bantuan dana. Status HIK 
Muhammadiyah di Solo tidak sepenuhnya jelas, namun besar kemung-
kinan sekolah tersebut juga memperoleh subsidi mengingat gedungnya 
sangat representatif, dan konon merupakan hibah dari Residen Surakarta 
(Buchori, 2009, hlm. 21–22). Pastor E.I.H. Baron Van Voorst tot Voorst 
merupakan salah satu guru di Hollands-inlandse kweekschool Muntilan 
(De Volkskrant, 29 Mei 1937). 

Perbedaan utama antara HIK Pemerintah dan HIK Swasta terletak 
pada pengangkatan lulusan sebagai guru negeri. Lulusan HIK Pemerin-
tah lebih diutamakan menjadi guru pada sekolah-sekolah pemerintah. 
Lulusan HIK Swasta tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab pe-
merintah, sehingga banyak yang harus bekerja di sekolah swasta. Kebi-
jakan ini menciptakan kesenjangan kesejahteraan yang cukup mencolok. 
Guru lulusan HIK Pemerintah memperoleh gaji awal f 70 (guldens). 
Guru di sekolah swasta rata-rata hanya menerima sekitar f 45. Selisih f 
30 sangat signifikan pada masa itu, mengingat harga beras hanya f 8–10 
per kwintal (100 kg) (Buchori, 2009, hlm. 22–23).

Perbedaan kedua muncul dalam orientasi politik dan nasionalisme.
Meskipun pada periode 1934–1941 para lulusan HIK secara umum me-
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nunjukkan sikap nasionalistik, lulusan HIK Pemerintah cenderung lebih 
moderat (lunak), sedangkan lulusan HIK Swasta lebih berani dan tegas 
dalam sikap politiknya (Buchori, 2009, hlm. 23). Keadaan ini menam-
bah keragaman sosial dan ideologis di kalangan guru pada masa kolonial. 
Situasi tersebut berubah drastis setelah kedatangan Jepang pada tahun 
1942. 

Meskipun terdapat perbedaan status dan orientasi politik, dari segi 
pendidikan keguruan tidak ada perbedaan mendasar antara HIK Pe-
merintah dan HIK Swasta. Program pendidikan terdiri atas dua kom-
ponen utama: Bagian Teoretik (Pedagogi, Didaktik, Metodik). Bagian 
Praktik (dua tahap): (1) Tahap persiapan: mengajar di kelas kosong (tan-
pa murid). (2) Tahap mengajar sesungguhnya: diawasi oleh guru senior  
(Buchori, 2009, hlm. 23). Sebelum praktik dimulai, siswa menjalani pe-
latihan teknis, seperti menulis dan menggambar di papan tulis, serta la-
tihan berbicara (spreekoefeningen) bagi mereka yang mengalami kesulit-
an komunikasi. Buchori (2009, hlm. 24) memberikan contoh nyata: se-
orang siswa yang gagap dilatih secara sabar oleh gurunya hingga mampu 
berbicara lancar saat praktik mengajar. Contoh ini menunjukkan bahwa 
persiapan untuk membentuk kecakapan mengajar (teaching competence) 
di sekolah guru masa Hindia Belanda disusun dengan cukup matang dan 
memadai untuk kebutuhan zaman tersebut (Buchori, 2009, hlm. 24).



BAB 2

PENDIDIKAN GURU PADA 
MASA PENDUDUKAN 
JEPANG 1942-1945



MENJADI GURU DI INDONESIA

66

A.	 Kebijakan Awal Pendidikan Masa Pendudukan 
Jepang

Pada 18 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer bersama Panglima KNIL Ter Poorten me-
nandatangani naskah kapitulasi di Kalijati, Subang, sebagai perwakilan 
Pemerintah Hindia Belanda. Melalui perjanjian tersebut, Belanda me-
nyatakan penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Dampaknya, KNIL 
dibubarkan dan seluruh bentuk perlawanan dihentikan, meskipun sebe-
lumnya pemerintah kolonial mengumandangkan semboyan “lebih baik 
mati berdiri daripada hidup bertekuk lutut” (Ekajati dkk., 1998, hlm. 
137). Peristiwa ini menandai berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda 
sekaligus membuka fase pendudukan militer Jepang di Indonesia (Ekajati 
dkk., 1998, hlm. 137). Invasi Jepang ke Indonesia didorong oleh kebu-
tuhan akan sumber bahan mentah dan tenaga kerja untuk menopang 
Perang Pasifik, sejalan dengan agenda ekspansi politik dan militernya 
(Ekajati dkk., 1998, hlm. 137).

Secara resmi, Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaan 
kepada Bala Tentara Kekaisaran Jepang pada 9 Maret 1942, sementara 
pemerintahan militer Jepang berakhir pada 17 Agustus 1945. Dengan 
demikian, masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama 
3 tahun, 5 bulan, dan 8 hari. Dalam rentang waktu yang relatif sing-
kat itu, Tentara ke-16 di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi  
Imamura membentuk pemerintahan militer di hampir seluruh wilayah 
bekas Hindia Belanda, kecuali Nederlands-Nieuw-Guinea (Irian Barat). 
Di kawasan ini, Manokwari dan Merauke tetap berada di luar pendu-
dukan Jepang hingga berakhirnya Perang Dunia II (Buchori, 2009,  
hlm. 25).

Pemerintahan Militer Jepang mengambil langkah cepat untuk memu-
lihkan kehidupan masyarakat setelah pendudukan dimulai. Kebijakan 
tersebut diwujudkan melalui pengaktifan kembali berbagai layanan pub-
lik, termasuk jaringan kereta api antarkota, pos, telepon, dan telegram, 
serta penyelenggaraan pendidikan. Dalam kerangka itu, pemerintah mi-
liter Jepang membuka kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya ditutup 
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pada awal pendudukan. Sekolah-sekolah milik pemerintah dapat berope-
rasi kembali secara langsung tanpa prosedur administratif yang berlarut. 
Sepanjang masa pendudukan Jepang 1942–1945—yang dimulai pada 
9 Maret 1942—hanya lembaga pendidikan pemerintah yang diizinkan 
berfungsi, sedangkan berbagai inisiatif pendidikan swasta terpaksa dihen-
tikan (Poerbakawatja, 1970, hlm. 33). Adapun sekolah-sekolah swasta 
hanya dapat beroperasi kembali jika memperoleh izin dari Pemerintahan 
Militer Jepang. Beberapa lembaga swasta diizinkan berfungsi kembali, 
tetapi sebagian lainnya tidak mendapatkan izin untuk membuka kembali 
kegiatan pendidikannya (Buchori, 2009, hlm. 26).
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Masa pendudukan Jepang di Indonesia menunjukkan kondisi pendi-
dikan yang lebih buruk dibandingkan dengan masa akhir pemerintahan 
Hindia Belanda (Ekajati dkk., 1998, hlm. 137). Segera setelah Jepang 
mengambil alih pemerintahan, semua institusi pendidikan tinggi ditutup 
dan berbagai bentuk aktivitas politik dilarang. Salah satu perubahan pa-
ling besar adalah penghapusan bahasa Belanda dari sekolah, pengadilan, 
media, dan komunikasi formal, karena Jepang tidak mampu menguasai 
bahasa tersebut dan menginginkan pemutusan total dari pengaruh ko-
lonial Belanda (Jenkins, 2009, hlm. 7). Kebijakan ini menandai perge-
seran radikal kurikulum dan menunjukkan bahwa pendidikan menjadi 
alat strategis Jepang dalam membangun kekuasaan dan identitas kultural 
baru di Jawa.

Pada tahap awal, Jenderal Imamura menerapkan kebijakan “mild  
policy” yang mencakup pembukaan kembali sekolah-sekolah pribumi de-
ngan guru-guru Indonesia serta peluncuran kampanye propaganda ten-
tang “persaudaraan Asia Timur Raya” (Jenkins, 2009, hlm. 7–8). Meski 
tampak memberi ruang bagi pendidikan, tujuan sebenarnya adalah mo-
bilisasi massa untuk mendukung perang Jepang. Pendidikan diarahkan 
untuk menanamkan loyalitas kepada Jepang, membentuk identitas baru 
dalam kerangka Hakko Ichiu (satu keluarga di bawah langit), dan mem-
perkuat disiplin, kepatuhan, dan kesiapan perang. Slogan-slogan dan 
upacara militer wajib disisipkan ke dalam aktivitas sekolah, sementara 
guru diwajibkan mengikuti instruksi militer Jepang.

Kebijakan Jepang di bidang pendidikan tidak menghasilkan pening-
katan kualitas, bahkan cenderung memperburuk kondisi. Di wilayah Jawa 
Barat, misalnya, hanya sekolah dasar yang dapat beroperasi, sementara 
upaya peningkatan mutu pembelajaran nyaris tidak dilakukan (Ekajati 
dkk., 1998, hlm. 138). Pada fase awal pendudukan, Jepang sama sekali 
belum mengizinkan dibukanya kembali sekolah menengah, dan langkah-
langkah persiapannya pun belum tersedia. Sejumlah hambatan struktural 
harus dihadapi, terutama keterbatasan tenaga pengajar. Pada masa sebe-
lumnya, pemerintah Hindia Belanda tidak mempersiapkan guru pribumi 
untuk mengajar di tingkat menengah—terlebih lagi di tingkat menengah 
atas—sehingga hingga akhir era kolonial hanya segelintir guru Indonesia 
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yang memiliki kewenangan penuh di sekolah lanjutan. Persoalan lain ber-
kaitan dengan ketersediaan buku teks, yang sebagian besar ditulis dalam 
bahasa Belanda, sementara pemerintah Jepang melarang penggunaannya. 
Namun, keterbatasan ini secara tidak langsung mendorong berkembang-
nya bahasa Indonesia melalui penciptaan dan adopsi berbagai istilah baru 
yang sebelumnya belum digunakan (Ekajati dkk., 1998, hlm. 138).

Penyelenggaraan pendidikan pada masa pendudukan Jepang diarah-
kan sepenuhnya untuk melayani kepentingan pemerintah militer, de-
ngan mengabaikan pengembangan pribadi peserta didik. Proses belajar 
mengajar berlangsung dalam atmosfer perang, di mana lagu-lagu, slogan, 
serta berbagai bentuk latihan difokuskan pada pembentukan kesiapan 
fisik dan mental untuk kepentingan militer. Pemerintah Jepang juga me-
nekankan agar rakyat Indonesia giat mempelajari bahasa Jepang, yang 
sebelumnya sama sekali asing karena hampir tidak ada sekolah yang 
mengajarkannya. Hanya beberapa lembaga, seperti Perguruan Ksatriaan 
Institut di Bandung, yang mungkin pernah mengenalkan bahasa terse-
but. Untuk mempercepat proses pembelajaran, Pemerintahan Militer  
Jepang mendirikan sekolah-sekolah khusus yang memberikan kursus ki-
lat bahasa Jepang. Sekolah-sekolah ini dikenal sebagai “Nipongo Gakko”. 
Selain belajar bahasa Jepang, para siswa juga mengikuti latihan kemilite-
ran ala Jepang (Ekajati dkk., 1998, hlm. 138).

Pemerintah pendudukan Jepang memperkenalkan konsep pendidik-
an Hakko Ichiu sebagai sarana untuk mengajak masyarakat Indonesia 
bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mewujudkan cita-cita “Ke-
makmuran Bersama Asia Timur Raya.” Namun, dalam praktiknya, rak-
yat Indonesia justru mengalami kemiskinan dan penderitaan karena se-
luruh sumber daya diarahkan untuk kepentingan perang Jepang (Ekajati  
dkk., 1998, hlm. 138). Di sekolah-sekolah, lagu-lagu, semboyan, dan 
berbagai latihan diarahkan untuk mempersiapkan siswa secara fisik dan 
mental menghadapi perang. Melalui slogan Asia Timur Raya dan kon-
sep Kemakmuran Bersama (Common Prosperity), Jepang menanamkan 
semangat Nippon (Nippon Seizin) dalam dunia pendidikan (Ekajati 
dkk., 1998, hlm. 139). Untuk menghapuskan pengaruh pemerintahan  
Belanda dari ingatan rakyat Indonesia, Jepang menerapkan berbagai ke-
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bijakan di sekolah-sekolah. Segala hal yang dianggap berkaitan dengan 
Belanda dihapuskan atau dilarang, antara lain:

1.	 Bahasa Belanda dilarang digunakan;
2.	 Bahasa Indonesia diwajibkan di semua jenjang sekolah;
3.	 Pelajaran bahasa Jepang diwajibkan;
4.	 Latihan militer diterapkan di semua sekolah;
5.	 Adat istiadat dan sejarah Jepang dianggap sangat penting;
6.	 Pelajaran ilmu bumi diajarkan dari sudut pandang geopolitik  

Jepang (Ekajati dkk., 1998, hlm. 138; Poerbakawatja, 1970,  
hlm. 33).

Pembukaan kembali sekolah-sekolah di Jawa merupakan bagian dari 
strategi jangka panjang pemerintahan militer Jepang untuk mengonsoli-
dasikan kekuasaannya di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, perhati-
an utama diarahkan pada penguatan sektor budaya dan pendidikan. Di 
samping itu, Jepang merancang berbagai program jangka pendek dengan 
sasaran politis dan militer tertentu (Buchori, 2009, hlm. 26). Program-
program ini ditujukan untuk:

1. 	memperoleh dukungan masyarakat, terutama dari kalangan  
intelektual;

2. 	menggalang simpati dan partisipasi umat Islam Indonesia;
3. 	membangun sistem pengamanan hingga ke tingkat komunitas pa-

ling bawah;
4. 	menyiapkan jaringan pertahanan guna membantu pasukan Jepang 

jika terjadi serangan Sekutu; serta
5. 	mengerahkan penduduk untuk kepentingan militer Jepang, terma-

suk melalui kerja paksa (romusha). (Buchori, 2009, hlm. 26–27).

Agar kedua jenis program—jangka panjang dan jangka pendek—da-
pat berjalan efektif, diperlukan koordinasi antara keduanya. Karena itu, 
pendidikan di sekolah harus terhubung langsung dengan program pem-
binaan masyarakat yang dilakukan di luar sekolah. Dampaknya, kegiat-
an belajar mengajar tidak boleh terlalu bersifat intelektual dan teoretis. 
Seluruh program pendidikan diarahkan agar bersifat aplikatif dan dapat 
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langsung digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat 
(Buchori, 2009, hlm. 27). Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut 
antara lain sebagai berikut:

1.	 Seluruh buku pelajaran diganti dengan buku-buku terjemahan 
yang cepat diterbitkan oleh kantor pengajaran Jepang (Bunkyo 
Kyoku).

2.	 Jika buku terjemahan dari kantor pengajaran belum tersedia, guru-
guru harus menerjemahkan sendiri atau menyusun materi pelajar-
an dengan memanfaatkan buku-buku berbahasa Belanda.

3.	 Bahasa Indonesia memperoleh peran penting, sehingga banyak is-
tilah baru diciptakan untuk menggambarkan berbagai konsep.

4.	 Para guru dilatih dalam semangat Jepang, termasuk materi kemili-
teran, sejarah Jepang, dan bahasa Jepang.

5.	 Semangat militer meresap ke seluruh kegiatan sekolah.
6.	 Kebebasan berpikir dan berpendapat hilang, karena pendidikan di-

arahkan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah pendudukan.
7.	 Anak-anak dididik agar menjadi tiruan anak-anak Jepang, se

hingga hampir kehilangan identitas dan karakter aslinya.
8.	 Semua sekolah yang beroperasi pada masa itu menjadi sekolah ne-

geri (Poerbakawatja, 1970, hlm. 33).

Pada masa pendudukan Jepang, sistem persekolahan mengalami ba-
nyak perubahan. Jepang menghapuskan semua bentuk penggolongan se-
kolah, baik berdasarkan ras maupun status sosial. Akibatnya, berbagai je-
nis sekolah yang sebelumnya terpisah menjadi terintegrasi. Sejak periode 
tersebut, bahasa Indonesia beserta beragam istilahnya mulai diterapkan 
secara luas dalam lingkungan sekolah dan institusi pendidikan (Ekajati 
dkk., 1998, hlm. 139).

Pada masa pendudukan Jepang, orientasi pendidikan dirumuskan 
secara minimal dan tanpa kompleksitas yang tinggi. Tujuan utamanya 
adalah memenangkan perang, sehingga angkatan bersenjata Jepang ha-
nya memberikan perhatian yang sangat kecil terhadap pengembangan 
pendidikan (Depdikbud, 1976, hlm. 30). Secara konkret, pendidikan 
diarahkan untuk menyediakan tenaga kerja kasar (romusha) dan mem-
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persiapkan calon prajurit yang dapat membantu kepentingan perang  
Jepang. Kebijakan tersebut membuat para pelajar terlibat dalam latih-
an jasmani dan kemiliteran yang sistematis, disertai dengan penanam-
an ideologi secara ketat. Pada akhir pendudukan, terlihat jelas bahwa 
pendidikan diarahkan untuk “menjepangkan” anak-anak Indonesia  
(Depdikbud, 1976, hlm. 30).

Untuk memperbaiki sistem pendidikan, pemerintah Jepang meng
adakan Konferensi Pendidikan di Bandung pada 28 Mei 1942. Dalam 
konferensi ini ditetapkan sejumlah prinsip dasar pendidikan baru, yaitu 
(Lubis dkk., 2003, hlm. 171–172):

1.	 Menghapus pengaruh pendidikan Barat;
2.	 Memberikan pendidikan sesuai karakter bangsa Timur;
3.	 Mengarahkan pendidikan pada keterampilan yang berguna;
4.	 Memberikan pendidikan jasmani yang penting untuk pembelaan 

tanah air dan bangsa;
5.	 Menanamkan semangat perjuangan untuk mendukung bala ten

tara Dai Nippon;
6.	 Mengajarkan Bahasa Nippon dan sejarah Dai Nippon agar peserta 

didik memahami budaya dan semangat juang Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, sistem persekolahan mengalami ba-
nyak perubahan. Jepang menghapuskan sistem diskriminasi berdasarkan 
ras maupun status sosial, sehingga berbagai jenis sekolah yang sebelum-
nya terpisah menjadi terintegrasi. Sejak fase ini, bahasa Indonesia be-
serta berbagai istilahnya mulai diterapkan secara resmi dalam praktik 
pendidikan di sekolah dan lembaga-lembaga pembelajaran (Ekajati dkk., 
1998, hlm. 139). Selama pemerintahan militer Jepang, hanya diberlaku-
kan satu jenis sekolah dasar, yakni Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko). 
Lembaga ini terbuka bagi seluruh lapisan penduduk dengan masa pen-
didikan enam tahun. Sekolah Rakyat kemudian didirikan di berbagai 
wilayah Jawa Barat, terutama dengan memanfaatkan lokasi-lokasi bekas 
sekolah desa, sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, HIS, dan ELS (Ekajati 
dkk., 1998, hlm. 139; Lubis dkk., 2003, hlm. 172). Jepang, setelah me-
nutup sekolah Belanda, menata ulang sistem pendidikan Indonesia men-
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jadi Kokumin Gakko (Sekolah Rakyat, 6 tahun), Shoto Chu Gakko (SMP, 
3 tahun), Kato/Koto Chu Gakko (SMT, 3 tahun) (Ramadhani, 2021).

Sebagai jenjang lanjutan dari Sekolah Rakyat, pemerintah militer  
Jepang menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu  
Gakko) dengan lama studi tiga tahun. Sekolah-sekolah ini baru diizin-
kan beroperasi kembali mulai September 1942, setelah sebelumnya di-
tutup hampir enam bulan untuk keperluan penataan dan persiapan. 
Beberapa SMP yang kembali dibuka berlokasi di Bandung, Tasikmalaya,  
Bogor, Serang, dan Purwakarta (Ekajati dkk., 1998, hlm. 139–140). 
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Pada tingkat yang lebih tinggi, Jepang membuka Sekolah Menengah 
Tinggi (SMT). Pada tahap awal, hanya empat SMT yang beroperasi 
di Indonesia, masing-masing di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan  
Surabaya. Selanjutnya, pada 1943, dua SMT tambahan didirikan di  
Bandung dan Surakarta. Selain jalur umum, pemerintah Jepang juga 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan, seperti sekolah pelayaran dan 
pelayaran tinggi di Cirebon, serta sekolah pertanian di Tasikmalaya. Un-
tuk pendidikan guru, terdapat tiga jenis sekolah:

•	 Syoto Sihan Gakko (guru empat dua tahun),
•	 Guto Sihan Gakko (sekolah guru empat tahun),
•	 Koto Sihan Gakko (sekolah guru enam tahun),
	 yang tersebar di Bandung, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Serang, dan 

Purwakarta (Ekajati dkk., 1998, hlm. 139–140; Lubis dkk., 2003, 
hlm. 172–173).

SMT berfungsi sebagai sekolah menengah umum yang dirancang 
untuk mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang perguruan 
tinggi. Peserta didik yang diterima berasal dari lulusan ujian akhir Se-
kolah Menengah Pertama. Selain itu, SMT juga menampung siswa dari 
AMS—baik negeri maupun swasta—serta murid kelas IV dan V HBS, 
termasuk pula siswa MOSVIA dan MHS, mengingat lembaga-lembaga 
tersebut tidak lagi diizinkan beroperasi. Masa pendidikan di SMT adalah 
tiga tahun, dengan tiga jurusan:

1.	 Bagian A — Kesusastraan,
2.	 Bagian B — Ilmu Pasti dan Ilmu Alam,
3.	 Bagian C — Ekonomi (Ekajati dkk., 1998, hlm. 140).

Secara substansial, kurikulum SMT Bagian B tidak jauh berbeda dari 
kurikulum AMS Bagian B pada periode sebelumnya. Perbedaan utama 
terletak pada kebijakan bahasa, di mana bahasa Indonesia menggantikan 
bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, bahasa Jepang diwajibkan se-
bagai mata pelajaran, dan bahasa asing lainnya ditiadakan. Untuk SMT 
Bagian A, arah kurikulumnya kurang begitu jelas, namun porsi bahasa 
Indonesia lebih banyak daripada di Bagian B, dan pelajaran yang diberi-
kan lebih menekankan ilmu-ilmu sosial (Ekajati dkk., 1998, hlm. 140).
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Lulusan SMT Bagian B memiliki akses untuk melanjutkan studi ke 
berbagai Sekolah Tinggi, meskipun secara khusus mereka diarahkan pada 
disiplin ilmu alam dan eksakta, seperti pendidikan kedokteran atau tek-
nik (Ekajati dkk., 1998, hlm. 140). Sebaliknya, lulusan SMT Bagian 
A umumnya melanjutkan ke Fakultas Sastra, sedangkan lulusan SMT 
Bagian C dipersiapkan untuk memasuki Fakultas Ekonomi sesuai de-
ngan spesialisasi yang ditempuh sebelumnya (Ekajati dkk., 1998, hlm. 
141). Kesempatan untuk mendaftar sebagai siswa SMT umumnya lebih 
banyak dimanfaatkan oleh anak-anak Indonesia asli. Seluruh guru yang 
mengajar adalah guru Indonesia, namun di setiap sekolah ditempatkan 
seorang militer Jepang yang bertindak sebagai pengawas. Pengawas ini 
memantau guru, murid, dan jalannya sekolah, sehingga kebebasan ber-
gerak sangat terbatas. Kekurangan guru, khususnya untuk pelajaran ek-
sakta, umumnya diisi oleh mahasiswa dari GHS dan THS (Ekajati dkk., 
1998, hlm. 141).

Pada jenjang pendidikan tinggi, sebagian besar institusi ditutup se
lama pendudukan Jepang, kecuali beberapa lembaga tertentu yang ke-
mudian diaktifkan kembali. Sekolah Kedokteran Tinggi (Ika Dai Gakko) 
di Jakarta dibuka kembali pada 1943. Pada tahun yang sama, Jepang juga 
membuka Sekolah Ahli Obat (Yaku Gakko) di Jakarta serta Sekolah Ke-
dokteran Gigi (Shika Gakko) di Surabaya. Selanjutnya, pada 1944 didiri-
kan Sekolah Teknik Tinggi (Kogyo Dai Gakko) di Bandung dan Sekolah 
Kedokteran Hewan di Bogor. Memasuki awal 1945, pemerintah Jepang 
membuka Akademi Pemerintahan (Kenkoku Gakko-in) di Pasar Rebo, 
Jatinegara, Jakarta (Lubis dkk., 2003, hlm. 173).

Selain mengaktifkan kembali lembaga pendidikan peninggalan pe-
merintah Hindia Belanda, pemerintahan militer Jepang juga mem-
berikan izin kepada sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi dan 
yayasan swasta untuk kembali beroperasi. Di antaranya termasuk seko-
lah-sekolah Islam, lembaga pendidikan Taman Siswa, jaringan sekolah  
Muhammadiyah, serta sekolah-sekolah Pasundan yang tersebar di berba-
gai wilayah dan kabupaten di Jawa Barat. Kebijakan ini dilakukan karena 
kapasitas sekolah pemerintah sangat terbatas. Misalnya di Bandung SI 
terdapat 14.000 anak yang membutuhkan sekolah dasar, tetapi hanya 
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tersedia 16 sekolah dasar dengan kapasitas 8.000–8.500 murid, sehingga 
5.500–6.000 anak tidak mendapat tempat sekolah (Lubis dkk., 2003, 
hlm. 173–174).

Dengan diterbitkannya Osamu Seirei No. 22/2604, pemerintah  
Jepang mengatur kembali pembukaan sekolah-sekolah swasta. Melalui 
peraturan ini, Jawa Hokokai diberikan kebebasan untuk membuka se-
kolah baru, sementara lembaga swasta lainnya hanya diizinkan mendiri-
kan sekolah kejuruan dan sekolah bahasa. Keistimewaan Jawa Hokokai 
tidak mengherankan karena organisasi tersebut memang dibentuk untuk 
mendukung kepentingan perang Jepang. Pembukaan sekolah kejuruan 
dan sekolah bahasa sesuai dengan kebutuhan Jepang untuk menyediakan 
tenaga kerja terdidik (Lubis dkk., 2003, hlm. 174). Para guru juga dili-
batkan dalam propaganda Jepang. Pelatihan pertama bagi guru dimulai 
pada Juni 1942 di Jakarta dan diikuti oleh guru-guru dari berbagai da-
erah. Setelah selesai, mereka kembali ke daerah masing-masing untuk 
menyebarkan ajaran dan propaganda tersebut kepada rekan guru, para 
murid, serta masyarakat sekitar (Lubis dkk., 2003, hlm. 174).

Sekolah Raden Dewi Sartika tetap diperbolehkan beroperasi, tetapi 
namanya harus diubah menjadi Sekolah Gadis. Dewi Sartika juga tetap 
menjadi pemimpin sekolah tersebut, namun statusnya berubah menjadi 
sekolah negeri. Walaupun Dewi Sartika menginginkan sekolah itu tetap 
berstatus swasta, pemerintah Jepang tidak mengizinkannya (Lubis dkk., 
2003, hlm. 174–175).

Pada Juli 1942, pemerintah Jepang membuka sekolah menengah put-
ri di Bandung, bertempat di bekas gedung sekolah MULO di Jalan Jawa. 
Sekolah ini memiliki 276 murid, yang diterima dengan syarat memiliki 
ijazah dari HIS, Schakelschool, MULO, HBS, atau Vervolgschool. Selain 
itu, dibuka pula sekolah kepandaian putri yang terdiri atas dua kelas de-
ngan tujuh ruang belajar—tiga ruangan untuk kelas I dan empat ruang-
an untuk kelas II. Lama pendidikan di sekolah ini adalah tiga tahun, dan 
lulusan yang lulus ujian dapat melanjutkan ke Sekolah Rumah Tangga 
Menengah (Lubis dkk., 2003, hlm. 175).

Dalam kebijakan pendidikan Jepang, bahasa Indonesia ditetapkan se-
bagai bahasa pengantar utama di seluruh sekolah sekaligus sebagai mata 
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pelajaran inti, sementara bahasa Jepang diwajibkan sebagai mata pelajar-
an tersendiri. Pada kelas satu dan dua, proses pembelajaran masih meng-
gunakan bahasa daerah, sedangkan pengajaran bahasa Indonesia secara 
sistematis umumnya dimulai pada kelas tiga. Di samping itu, para siswa 
juga diwajibkan untuk mematuhi serta menghormati adat dan kebiasaan 
Jepang (Lubis dkk., 2003, hlm. 175).

Peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan Kinrohoshi (kerja bak-
ti), yang mencakup pengumpulan bahan untuk kepentingan perang, pe-
nanaman tanaman pangan, pembersihan asrama, perbaikan jalan, serta 
pelatihan jasmani dan kemiliteran. Selain itu, para pelajar harus melak-
sanakan berbagai ritual, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang  
Kimigayo dan lagu-lagu Jepang lainnya, memberi hormat ke arah Kai-
sar di Tokyo, menghormati bendera Jepang, serta melakukan senam  
Taiso. Bagi kalangan guru, pemerintah Jepang menyediakan kursus ba-
hasa Jepang yang diakhiri dengan ujian; mereka yang dinyatakan lulus 
memperoleh tambahan gaji sebagai bentuk insentif (Lubis dkk., 2003, 
hlm. 175–176).

Pemerintah Militer Jepang merasa perlu memberikan pelatihan bagi 
para guru agar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kebijakan politik 
Jepang. Pelatihan guru pertama diselenggarakan pada 1 Juni 1942 di  
Jakarta. Setelah kembali ke daerah masing-masing, para guru diwajibkan 
untuk menularkan semangat Dai Nippon atau Nippon Seishin kepada 
murid dan masyarakat, dengan tujuan menumbuhkan kerelaan berkor-
ban demi kepentingan Jepang (Lubis dkk., 2003, hlm. 176).

Di luar jam sekolah, para murid mendapat latihan tambahan berupa 
latihan fisik, latihan militer, dan kegiatan berkemah untuk membangun 
keberanian. Lagu-lagu Jepang juga diajarkan kepada murid dan para 
pemuda untuk membangkitkan semangat juang. Latihan-latihan ini di-
berikan kepada laki-laki maupun perempuan. Pada masa pendudukan 
Jepang, pendidikan tidak diarahkan untuk memperluas pengetahuan, 
tetapi terutama untuk kepentingan perang. Peran perempuan pun diba-
tasi; mereka diarahkan untuk mengikuti kegiatan dalam organisasi wa-
nita bernama Fujinkai, seperti merawat tentara sakit, memberantas buta 
huruf, mengurus dapur umum, serta membantu sebagai perawat (Lubis 
dkk., 2003, hlm. 176).
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Aturan Tiku Seimobu memperbolehkan anak-anak Tionghoa dan 
bangsa Asia lainnya bersekolah di Sekolah Rakyat, asalkan masih ter-
sedia tempat. Namun, kesempatan mereka tetap terbatas karena mu-
lai 1 Juli 1942, sekolah rendah Tionghoa swasta harus mendapat izin 
dari Seimubuco. Sekolah rendah Tionghoa baru dibuka kembali pada 18  
Hachi Gatsu 1942. Di Bandung, terdapat tiga sekolah rendah Tionghoa 
yang dikelola oleh Djik Hoa Ouw Tjee Hwee, berlokasi di Jl. Kebon 
Jati No. 3, Jl. Cibadak No. 93, dan Jl. Gardu Jati No. 16 (Lubis dkk., 
2003, hlm. 177). Syarat beroperasinya sekolah Tionghoa adalah guru ha-
rus orang Indonesia atau Tionghoa, buku pelajaran harus disetujui oleh 
Jepang, dan seluruh pelajaran harus menggunakan bahasa Jepang atau 
bahasa Indonesia (Lubis dkk., 2003, hlm. 177).

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Jepang memiliki dua prio-
ritas utama:

1.	 Menghapuskan pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan 
Jepang,

2.	 Memobilisasi rakyat Indonesia untuk memenangkan Perang Asia 
Timur Raya.

Sebagai bagian dari upaya menghilangkan pengaruh Barat, pemerin-
tah Jepang melarang penggunaan bahasa asing serta penyiaran musik  
Barat melalui radio (Lubis dkk., 2003, hlm. 177). Dalam bidang pen-
didikan, kebijakan Jepang mencakup: penyesuaian pendidikan untuk 
mendukung perang, penghapusan sistem pendidikan ganda, perubahan 
sistem pendidikan yang lebih merakyat, dan penyesuaian kurikulum. 
Namun, kebijakan ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena 
selama masa pendudukan Jepang justru terjadi penurunan jumlah seko-
lah dasar, jumlah murid, dan jumlah guru dibandingkan masa akhir pe-
merintahan Belanda (Poesponegoro & Notosusanto, 1983, hlm. 50–51).

B.	 Pendidikan Guru Masa Jepang
1.	 Pembukaan Kembali Sekolah Guru. 

Pada pertengahan 1943, Jepang mulai mengirim ribuan pegawai sipil ter-
masuk guru, pegawai sekolah, dan tenaga administratif Pendidikan yang 
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sebagian besar sebelumnya bertugas di Taiwan (Jenkins, 2009, hlm. 9). 
Para guru Jepang ini membawa standar pendidikan yang didasarkan pada 
pengalaman kolonial Jepang sebelumnya, terutama praktik pendidikan 
otoriter yang menekankan kedisiplinan, nasionalisme Jepang, latihan fi-
sik dan militer, kontrol moral dan sosial. Keberadaan guru Jepang juga 
memastikan bahwa sekolah menjadi perpanjangan tangan pemerintah 
militer.

Jepang membuka ruang pendidikan dan pekerjaan yang sebelumnya 
hampir tertutup bagi pribumi. Banyak pemuda memanfaatkan kesem-
patan ini untuk memasuki kepolisian, guru, administrasi, pelatihan tek-
nis, bahkan korps militer seperti PETA (meskipun tidak dibahas panjang 
dalam artikel ini). Dengan demikian, pendidikan masa Jepang berfungsi 
sebagai batu loncatan bagi generasi baru elite Indonesia setelah kemerde-
kaan (Jenkins, 2009, hlm. 11–12). Meskipun demikian, pendidikan te-
tap berada dalam pengawasan ketat Kenpeitai, polisi militer Jepang yang 
terkenal brutal. Jenkins mencatat bahwa Kenpeitai memonitor sekolah, 
guru, dan aktivitas siswa termasuk sweeping terhadap aktivitas politik 
dan pelanggaran disiplin.

Selama pendudukan Jepang, orientasi utama pendidikan guru di  
Indonesia diarahkan untuk menunjang kepentingan perang Jepang di 
Asia Timur Raya. Pemerintah militer tidak menempatkan peningkatan 
mutu guru Sekolah Rakyat sebagai prioritas, sehingga kualitas pendidik-
an keguruan justru mengalami kemerosotan. Selain itu, jumlah sekolah 
keguruan sangat terbatas karena Jepang memang tidak memprioritaskan 
pengembangan pendidikan guru (Supriadi, 2002, hlm. 58–59).

Dalam situasi tersebut, lembaga pendidikan guru di Pulau Jawa kem-
bali diaktifkan, tetapi hanya sekolah guru yang dikelola pemerintah yang 
diizinkan beroperasi. Seluruh sekolah guru swasta tetap ditutup. Para 
siswa dari sekolah guru swasta yang pendidikannya terhenti akibat pen-
dudukan Jepang diperbolehkan melanjutkan studi di salah satu dari lima 
sekolah guru negeri, yakni di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, 
dan Blitar. Di samping itu, pemerintah Jepang menerapkan segregasi 
berdasarkan jenis kelamin dengan membentuk Sekolah Guru Laki-laki 
(SGL) dan Sekolah Guru Perempuan (SGP). Lama pendidikan pada ke-
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dua jenis sekolah guru tersebut ditetapkan selama empat tahun (Buchori, 
2009, hlm. 27–28). Dalam budaya Jepang, guru memiliki kedudukan 
sosial yang sangat dihormati. Karena itu, pada masa pendudukan, para 
guru di Indonesia memperoleh gelar kehormatan “Sensei”, yang mencer-
minkan penghormatan tersebut.

Selama pendudukan yang berlangsung sekitar tiga setengah tahun, 
terjadi pergeseran besar dalam penempatan guru, baik secara horizontal 
maupun vertikal. Pergeseran horizontal tidak terlalu berdampak negatif, 
tetapi pergeseran vertikal justru menciptakan situasi darurat, karena ba-
nyak guru sekolah rakyat tiba-tiba harus mengajar di sekolah menengah 
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pertama, sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi. Banyak 
dari mereka terpaksa belajar kembali dengan sangat keras untuk meme-
nuhi tuntutan tersebut (Poerbakawatja, 1970, hlm. 166). Guru pada 
masa pendudukan Jepang diberi tanggung jawab menyebarkan ideologi 
Hakko Ichiu. Mereka terlebih dahulu mengikuti pelatihan di pusat pen-
didikan guru di Jakarta, setelah dinyatakan layak dan mendapat perse-
tujuan dari otoritas Jepang. Seusai pelatihan, para guru diwajibkan me-
nanamkan ajaran Hakko Ichiu tidak hanya kepada para siswa di sekolah, 
tetapi juga kepada masyarakat di lingkungan tempat mereka bertugas 
(Imran, 2018, hlm. 76).

Menurut Djohan Makmur (1993, hlm. 100), penurunan jumlah se-
kolah, peserta didik, dan tenaga pengajar pada fase awal pendudukan  
Jepang disebabkan oleh berbagai kendala struktural, terutama kelangkaan 
guru. Situasi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda 
sebelumnya yang tidak menyiapkan guru bumiputra untuk mengajar di 
tingkat menengah, terlebih lagi pada jenjang menengah atas. Hambatan 
lain menyangkut ketersediaan buku ajar. Sebagian besar bahan pelajaran 
masih berbahasa Belanda, sementara pemerintah Jepang melarang peng-
gunaannya. Akibatnya, buku-buku tersebut harus digantikan dengan 
terjemahan yang diterbitkan oleh Bunkyo Kyoku (Kantor Pengajaran). 
Dalam kondisi ketika buku Jepang atau versi terjemahannya belum ter-
sedia, para guru terpaksa menerjemahkan atau menyusun sendiri bahan 
ajar dalam bahasa Indonesia. Pada titik inilah tampak besarnya peran dan 
tanggung jawab guru Indonesia, karena mereka tidak hanya mengguna-
kan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tetapi juga membangun-
nya sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

Untuk menyiapkan tenaga pendidik, pemerintahan militer Jepang 
membentuk tiga kategori lembaga pendidikan guru, yakni:

a.	 Sekolah Guru 2 tahun (Syoto Sihan Gakko/ Shōto Shihan Gakkō). 
Setara sekolah guru tingkat dasar/lower normal school yang mence-
tak guru untuk Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko). 

b.	 Sekolah Guru 4 tahun (Guto Sihan Gakko/ Chūto Shihan Gakkō)
c.	 Sekolah Guru 6 tahun (Koto Sihan Gakko)
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Sekolah-sekolah pendidikan guru tersebut didirikan di sejumlah kota 
di Jawa Barat, antara lain Bandung, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Serang, 
dan Purwakarta (Ekajati dkk., 1998, hlm. 141). Syoto Sihan Gakko, Guto 
Sihan Gakko, dan Koto Sihan Gakko pada dasarnya adalah tiga jenjang 
sekolah guru (shihan gakkō / normal school) yang diperkenalkan Jepang 
di Indonesia pada masa pendudukan (1942–1945). Istilah “Syoto/Guto/
Koto” adalah ejaan Indonesia untuk shōto / chūto / kōtō = rendah–me-
nengah–tinggi. Di Jepang sendiri, shihan gakkō adalah sekolah khusus 
pendidikan guru (normal school). Universitas Tsukuba menelusuri asal-
usulnya ke Shihan Gakkō (Sekolah Normal) tahun 1872, yang kemudian 
menjadi Tokyo Shihan Gakkō, lalu Koto Shihan Gakkō (Higher Normal 
School), dan akhirnya Tokyo Koto Shihan Gakkō sebagai lembaga tinggi 
pencetak guru dan tenaga pendidikan. Kajian Peter Cave tentang pen-
didikan Jepang 1900–1945 juga menyebut shihan gakkō sebagai jalur 
selektif bagi anak-anak berbakat yang ingin menjadi guru, tanpa biaya 
kuliah, dan menjadi bagian penting dari struktur pendidikan nasional 
Jepang menjelang Perang Dunia II.

Biasanya calon siswa Syoto Sihan Gakko sudah menyelesaikan Sekolah 
Rakyat atau setidaknya memiliki pendidikan dasar, kemudian masuk ke 
Syoto Sihan Gakko untuk memperoleh pelatihan pedagogik singkat. Syoto 
Sihan Gakko merupakan sebagai jalur cepat pembentukan guru rakyat 
yang murah dan loyal kepada Jepang, bukan sebagai lembaga profesional 
dalam arti modern. Pendidikan menekankan kedisiplinan, kedaruratan, 
dan efisiensi: waktu hanya 2 tahun, diarahkan cepat “jadi guru”. Chūto 
Shihan Gakkō mempersiapkan guru dengan kualifikasi lebih tinggi, yang 
bisa mengajar di kelas-kelas tinggi Sekolah Rakyat, atau di tingkat mene-
ngah pertama (Shoto Chu Gakko), tergantung kebijakan daerah. Karena 
keterbatasan waktu pendudukan (hanya ±3,5 tahun), banyak program 
Guto Sihan Gakko di Indonesia tidak berlangsung penuh, sering diper-
cepat atau dipadatkan.

Di Jepang, Koto Shihan Gakko jelas diterjemahkan sebagai Higher 
Normal School, lembaga tinggi pencetak guru (khususnya guru sekolah 
menengah dan calon dosen pendidikan) dan memiliki kedudukan sangat 
prestisius. Koto Shihan Gakko merupakan Sekolah guru 6 tahun / tingkat 
lanjut (higher normal school), jenjang tertinggi pendidikan guru sebelum 
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perguruan tinggi; mencetak guru menengah dan calon pemimpin pen-
didikan, sekaligus agen utama ideologi Jepang. Rustandi Kartakusuma 
misalnya menyebut bahwa ia menempuh pendidikan di Koto Shihan 
Gakko (Sekolah Tinggi Guru) bagian A (kesusastraan), lalu ditempatkan 
menjadi guru di Garut – menunjukkan bahwa Koto Sihan Gakko me-
mang berperan sebagai “sekolah tinggi guru” dalam konteks Indonesia.

Di atas jenjang Sekolah Guru Laki-laki (SGL) dan Sekolah Guru Pe-
rempuan (SGP)—yang setara dengan tingkat SLTP—terdapat Sekolah 
Guru Menengah Tinggi (SGMT) atau Kootoo Shihan Gakkoo, yang po-
sisinya setara dengan jenjang SMU. Di Pulau Jawa hanya terdapat satu 
SGMT, yaitu di Jakarta. Lembaga ini menyelenggarakan tiga bidang stu-
di, yakni Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Sastra, serta Pendi-
dikan Jasmani. Masa pendidikan berlangsung selama empat tahun bagi 
lulusan SMP atau SGB, dan satu tahun bagi lulusan SMA. Penerimaan 
siswa SGMT dibatasi hanya untuk laki-laki. Sebagai padanannya bagi 
perempuan, disediakan Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang 
menitikberatkan kurikulum pada keterampilan kesejahteraan rumah 
tangga. Baik SGMT maupun SGKP menetapkan masa pendidikan se
lama empat tahun (Buchori, 2009, hlm. 28).

Pada masa ini terjadi penyederhanaan besar-besaran dalam jenis pen-
didikan. Semua sekolah tingkat dasar digabung menjadi Sekolah Rakyat 
dengan masa belajar enam tahun, yang kemudian berkembang menjadi 
Sekolah Rendah dan akhirnya Sekolah Dasar seperti sekarang. Dalam 
masa transisi, sekolah-sekolah seperti HIS diberi nama baru sebagai Se-
kolah Rakyat Sempurna. Sekolah menengah umum juga disederhanakan 
menjadi SMP dan SMT (Sekolah Menengah Tinggi), yang kemudian 
berubah menjadi SMA/SMU. Beragam sekolah kejuruan pada zaman 
Belanda digabung dan dikategorikan ulang, misalnya menjadi Sekolah 
Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Teknik (ST), dan Sekolah Menengah 
Ekonomi Pertama (SMEP) di tingkat SLTP, serta STM, SMEA, dan 
SKKA di tingkat SLTA (Supriadi, 2002, hlm. 59).

Penyederhanaan juga terjadi pada lembaga pendidikan guru (Shihan 
Gakko), yang kemudian dibagi menjadi:

a.	 Danshi Shihan Gakko (SGL) adalah Sekolah Guru Laki-laki empat 
tahun setelah SR, dengan tenaga pengajar orang Indonesia ditam-
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bah seorang serdadu Jepang yang melatih kedisiplinan dan fisik 
siswa.

b.	 Zyooshi Shihan Gakko (SGP) adalah Sekolah Guru Perempuan em-
pat tahun setelah SR.

c.	 Kooto Shihan Gakko (SGT) adalah Sekolah Guru Tinggi satu ta-
hun, sebagai kelanjutan dari sekolah guru pada masa Belanda.

d.	 Kantei Shikken adalah Kursus Guru Darurat selama enam bulan 
bagi guru CVO dua tahun, yang lulusannya disamakan dengan 
lulusan Sekolah Normal pada zaman Belanda (Supriadi, 2002,  
hlm. 59).

Seluruh sekolah guru pada masa pendudukan Jepang dilengkapi de-
ngan fasilitas asrama bagi para siswanya. Pola ini merupakan kelanjut-
an dari sistem internaat yang telah diterapkan sejak era Hindia Belanda. 
Dalam konteks politik pendudukan, keberadaan asrama justru sangat 
menguntungkan pemerintah Jepang karena memudahkan pengendalian 
dan pelaksanaan berbagai program pendidikan non-kelas yang menuntut 
keterlibatan penuh peserta didik, seperti latihan kemiliteran (kyooren), 
kerja bakti wajib (kinrohoshi), dan pendidikan jasmani. Dengan tinggal 
di lingkungan asrama, para siswa hampir tidak memiliki ruang untuk 
menghindari kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk aktivitas fisik dan 
latihan militer yang sering kali bersifat berat dan tidak menyenangkan 
(Buchori, 2009, hlm. 28–29).

Pada sekolah guru tingkat bawah, diterapkan sejumlah aturan menge-
nai Kentei Siken (Ujian Pengakuan) untuk menjadi guru Sekolah Rak-
yat. Ketentuan ini tercantum dalam Kan Po No. 59 Tahun ke III Bulan I 
(2605). Jenis-jenis ujian tersebut meliputi:

a.	 Kokumin Gakko Seikyooin (Guru Biasa Sekolah Rakyat),
b.	 Kokumin Gakko Zyunkyooin (Guru Pembantu Sekolah Rakyat),
c.	 Syoto Kokumin Gakko Kyooin (Guru Sekolah Pertama).

Syarat mengikuti ujian antara lain: berdomisili di Jawa, telah mena-
matkan sekolah menengah atau pendidikan setara, memiliki kondisi fi-
sik yang sehat, dan memiliki semangat membantu pemerintahan militer 
Jepang (Kan Po No. 59 Tahun ke III Bulan I (2605), hlm. 7–8). Peserta 
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yang lulus ujian akan memperoleh ijazah guru Sekolah Rakyat sesuai je-
nis ujian yang diikutinya. Pemegang ijazah Kokumin Gakko Seikyooin di-
anggap memiliki kompetensi setara dengan lulusan Sekolah Guru Negeri 
dan berhak mengajar di Sekolah Rakyat. Gaji bagi lulusan ujian penga-
kuan ini berkisar antara Rp 16 hingga Rp 38 per bulan (Kan Po No. 59 
Tahun ke III Bulan I (2605), hlm. 9).

2.	 Suasana Sekolah

Kehidupan di sekolah guru pada masa pendudukan Jepang terasa lebih 
ketat dan terkekang dibandingkan dengan masa Hindia Belanda. Nuan
sa militeristik sangat dominan, sedangkan aspek akademik menjadi ku-
rang diperhatikan. Bahkan saat kegiatan belajar berlangsung di dalam 
kelas, suasana pendidikan tetap dipenuhi oleh disiplin dan gaya penga-
jaran ala militer Jepang (Buchori, 2009, hlm. 29). Mata pelajaran Bahasa  
Jepang juga mengambil alih posisi yang sebelumnya ditempati oleh Ba-
hasa Belanda. Yang menarik, dalam waktu yang sangat singkat muncul 
banyak guru Indonesia yang mampu mengajar Bahasa Jepang dengan 
baik, padahal mereka sebelumnya adalah guru biasa yang menempuh 
pendidikan formal pada masa kolonial Belanda dan belum pernah bela
jar bahasa Jepang sama sekali. Bagaimana para guru ini bisa memperoleh 
kemampuan bahasa Jepang dalam waktu kurang dari setahun setelah ke-
datangan tentara Jepang di Indonesia masih menjadi pertanyaan yang 
belum terjawab hingga sekarang (Buchori, 2009, hlm. 29–30).

Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan keguruan diseder-
hanakan menjadi satu jenis sekolah guru saja. Sebaliknya, pada era Hin-
dia Belanda terdapat dua jalur utama bagi calon guru Indonesia, yakni 
jalur CVO/OVVO dan jalur MULO/HIK. Karena itu, ketika para siswa 
mendaftar ke Sekolah Guru Pemerintah pada masa Jepang, diperlukan 
penggabungan dari berbagai latar belakang pendidikan tersebut. Peme-
rintah Jepang selanjutnya memutuskan untuk menyatukan seluruh sis-
wa yang sebelumnya berasal dari CVO/OVVO, Normaalschool, MULO, 
maupun HIK ke dalam satu sistem, sehingga mereka mengikuti kuriku-
lum dan proses pembelajaran yang seragam (Buchori, 2009, hlm. 30).
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Pemerintah Militer Jepang membenarkan penutupan seluruh sekolah 
guru swasta dengan alasan perlunya penyelenggaraan pendidikan yang 
seragam bagi seluruh penduduk Indonesia. Atas dasar kebijakan terse-
but, lembaga pendidikan swasta dilarang mendirikan sekolah baru, dan 
sekolah-sekolah yang telah ada hanya diizinkan beroperasi kembali apa-
bila memperoleh persetujuan khusus dari otoritas pendudukan Jepang. 
Dari sekian banyak lembaga, hanya beberapa yang mendapat izin, seperti  
Muhammadiyah dan Taman Siswa (Buchori, 2009, hlm. 30–31).

Penggabungan siswa dari berbagai latar belakang pendidikan ini 
menimbulkan berbagai kesulitan, terutama karena perbedaan dasar ke-
mampuan akademik yang cukup jauh antar kelompok. Misalnya, dalam 
pelajaran matematika dan fisika, terjadi ketimpangan kemampuan an
tara siswa yang sebelumnya bersekolah di MULO/HIK dan mereka yang 
berasal dari Normaalschool atau CVO/OVVO. Hal yang sama juga ter-
jadi pada pelajaran tata bahasa Indonesia (grammar). Untuk mengurangi 
kendala tersebut, Sekolah Guru Laki-laki (SGL) Blitar membuat kelas 
khusus bagi siswa-siswa yang berasal dari CVO/OVVO. Namun, kebi-
jakan serupa tidak dapat diterapkan pada alumni Normaalschool, karena 
jumlah siswanya terlalu sedikit.

Di sisi lain, kebijakan Jepang yang menggabungkan siswa dari berba-
gai jenis pendidikan guru dapat dipandang sebagai usaha untuk mengu-
rangi tingkat keheterogenan dalam masyarakat guru Indonesia pada masa 
itu. Sistem pendidikan guru pada zaman Hindia Belanda yang terko-
tak-kotak telah menghasilkan komunitas guru yang sangat beragam dan 
terpisah-pisah. Hal ini tercermin dari banyaknya organisasi guru yang 
berbeda pada masa kolonial. Sebagai contoh, guru lulusan Normaalschool 
berhimpun dalam organisasi Normaal Scholieren Bond (NSB), sedangkan 
lulusan Kweekschool Gaya Lama tergabung dalam Oud Kweekscholieren 
Bond (OKSB). Hal yang sama juga terjadi pada guru lulusan HKS dan 
HIK, yang masing-masing mendirikan organisasi sendiri dan bahkan sa-
ling bersaing satu sama lain (Buchori, 2009, hlm. 31–32).

Pengelompokan guru ke dalam berbagai organisasi baru benar-
benar berakhir pada 1946 dengan berdirinya Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI). Organisasi ini menegaskan dirinya sebagai satu-satu-
nya wadah profesi guru di Indonesia serta menetapkan bahwa seluruh 
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guru memiliki kedudukan yang setara, tanpa membedakan latar bela-
kang pendidikan keguruan yang pernah ditempuh. Sikap tersebut men-
cerminkan langkah yang progresif, khususnya ketika PGRI menolak 
rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka Sekolah Guru 
C (SG C), yakni program pendidikan guru berdurasi dua tahun setelah 
sekolah dasar. Menurut PGRI, masa pendidikan selama dua tahun tidak 
memadai untuk membentuk tenaga pendidik yang profesional; seorang 
guru Republik Indonesia seharusnya menempuh setidaknya empat tahun 
pendidikan sebelum dapat diangkat sebagai guru bantu di sekolah dasar 
(Buchori, 2009, hlm. 32).

Kebijakan menyatukan seluruh siswa Sekolah Guru—meskipun ber-
asal dari jalur pendidikan yang beragam—ke dalam satu sistem dengan 
kurikulum yang sama dapat dipandang sebagai langkah inovatif dan be-
rani, yang disesuaikan dengan kondisi khusus pada masa pendudukan 
Jepang. Kebijakan ini berhasil menghapus sistem pendidikan guru yang 
majemuk dan terkotak-kotak warisan Hindia Belanda. Namun demiki-
an, apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat mengurangi tingkat ke-
heterogenan dalam masyarakat guru dan mempercepat proses integrasi di 
kalangan guru Indonesia masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab 
hingga sekarang.

Heterogenitas ini merupakan konsekuensi dari sistem pendidikan 
yang tersegregasi dan telah berjalan selama kurang lebih 90 tahun hing-
ga jatuhnya Hindia Belanda pada 1942. Maka wajar jika muncul perta-
nyaan: apakah kondisi yang berkembang selama hampir satu abad itu 
dapat dihapus hanya dalam lima hingga sepuluh tahun? (Buchori, 2009, 
hlm. 32–33). Heterogenitas tersebut kemungkinan besar akan tetap ada. 
Kelangkaan tenaga pendidik merupakan masalah serius yang tidak da-
pat ditunda penyelesaiannya sambil menunggu terbentuknya guru baru 
dengan latar pendidikan yang seragam. Oleh karena itu, kegiatan perse-
kolahan tetap harus berlangsung dengan memanfaatkan tenaga pengajar 
yang tersedia.Dengan kondisi seperti itu, ada dua persoalan penting yang 
perlu dipikirkan (Buchori, 2009, hlm. 33):

a.	 Bagaimana meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan 
dampak positif dari keragaman latar belakang pendidikan guru 
yang ada dalam sistem kita?
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b.	 Apakah keberadaan “guru pakar” dan “guru profesional” dalam 
satu sekolah selalu menimbulkan persaingan atau ketegangan? 
Atau mungkinkah keduanya bekerja bersama secara harmonis dan 
produktif?

Untuk menciptakan sistem pendidikan guru yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan bangsa, kedua pertanyaan tersebut perlu dikaji dengan se
rius. Pada akhirnya, penting diingat bahwa perbedaan tidak harus ber-
akhir pada pertentangan yang tidak dapat didamaikan (Buchori, 2009,  
hlm. 34).

Mata pelajaran budi pekerti menjadi salah satu sarana yang paling 
mudah digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menyebarkan pan-
dangan hidup dan nilai-nilai mereka. Sejak periode-periode sebelumnya, 
pembinaan budi pekerti telah dipandang sebagai unsur penting dalam 
pendidikan guru di Indonesia, meskipun tidak pernah memiliki silabus 
yang terstandar. Ketiadaan kurikulum baku ini memberi ruang bagi se-
tiap pengajar untuk menyusun materi sesuai dengan orientasi dan prefe-
rensinya masing-masing. Konsekuensinya, pelajaran budi pekerti dapat 
diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai feodal, kolonial, ataupun mi-
literistik, bergantung pada pihak yang mengelolanya. Bagi setiap rezim 
yang berkuasa, yang terpenting adalah bahwa proses pendidikan tidak 
menghasilkan sikap kritis atau perlawanan di kalangan peserta didik 
(Buchori, 2009, hlm. 34–35).

Di luar mata pelajaran tertentu, pembelajaran formal lainnya berja-
lan seperti biasa. Mata pelajaran matematika, IPA, dan praktik laborato
rium tetap mengikuti prosedur standar. Dalam pelajaran sejarah, tampak 
usaha guru untuk menekankan sejarah Indonesia dan menghindari seja-
rah yang berisi militerisme Jepang, meskipun mereka harus berhati-hati 
karena selalu diawasi polisi rahasia Jepang (kenpeitai) (Buchori, 2009,  
hlm. 35). 

Dalam dinamika kehidupan asrama, tampak perbedaan sikap di an-
tara dua kelompok siswa. Peserta didik yang berlatar belakang Normaal-
school atau CVO/OVVO umumnya lebih tenang dan relatif tidak ter-
pengaruh oleh situasi politik. Sebaliknya, siswa yang berasal dari MULO 
dan HIK menunjukkan sikap yang lebih skeptis, kritis, serta lebih peka 
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terhadap berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pendudukan  
Jepang (Buchori, 2009, hlm. 35). Sikap kritis ini paling terlihat di SGMT 
Jakarta. Menurut dugaan Buchori, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor:

a.	 situasi politik di Jakarta yang lebih dinamis, dan
b.	 siswa SGMT yang umumnya lebih dewasa. Selain itu, banyak sis-

wa senior sering mengikuti ceramah politik dari tokoh-tokoh pen-
ting di Jakarta. Dari ceramah inilah mereka memperoleh wawasan 
yang membuat mereka melihat situasi Indonesia dengan perspektif 
berbeda dari masyarakat umum, yang hanya menerima informasi 
resmi dari pemerintah Jepang (Buchori, 2009, hlm. 35–36).

Para siswa senior ini kemudian membagikan pemahaman mereka 
kepada siswa-siswa junior yang baru datang dari daerah. Pada masa itu 
semua radio disegel oleh pemerintah Jepang, sehingga mendengarkan 
siaran asing sangat berbahaya dan bisa dihukum mati. Hanya kelompok 
bawah tanah di kota-kota besar yang berani melakukannya. Masyarakat 
biasa tidak berani membuka segel radio mereka.

Dari situasi ini tampak bahwa asrama dapat menjadi medium pen-
didikan politik, meskipun tidak tercantum dalam kurikulum resmi. Di 
SGMT, kehidupan asrama justru menjadi tempat berkembangnya ke-
sadaran politik para siswa (Buchori, 2009, hlm. 37). Selain itu, tampak 
pula bahwa pendidikan guru tidak mungkin menutup diri dari dina-
mika masyarakat. Pengawasan ketat Jepang tidak mampu sepenuhnya 
menghalangi masuknya isu-isu sosial dan politik ke lingkungan sekolah 
guru. Misalnya, pemberontakan PETA di Blitar meski dirahasiakan oleh  
Jepang tetap terdengar sebagai desas-desus di sekolah guru (Buchori, 
2009, hlm. 37).

Berbagai kekecewaan dan keresahan akibat tindakan Jepang—misal-
nya masalah heiho dan pengerahan romusha—memengaruhi perasaan 
para siswa. Peristiwa tertentu, seperti pemberontakan PETA, menimbul-
kan kejut dan keguncangan, sedangkan masalah lain hanya menimbul-
kan keprihatinan, tanpa kemarahan besar (Buchori, 2009, hlm. 38).

Namun, pengalaman pahit itu justru membentuk ketangguhan me-
reka. Ketika Indonesia memasuki masa revolusi fisik 1945–1949, banyak 
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siswa sekolah guru tersebut siap terjun aktif, bahkan melibatkan diri da-
lam bidang militer. Sebagian besar berhasil melanjutkan pendidikan sete-
lah perang selesai. Dengan demikian, meski pendidikan guru pada masa 
Jepang tidak menghasilkan guru berkualitas tinggi seperti pada masa  
Belanda, pendidikan itu justru mempersiapkan mereka menghadapi fase 
baru dalam sejarah bangsa.

C.	 Perbedaan Pendidikan Guru Masa Belanda dan 
Jepang

Jika kita membandingkan sistem pendidikan guru pada masa Hindia  
Belanda dengan sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Militer Jepang, 
ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. Pertama, sistem pendidik-
an guru pada masa Jepang jauh lebih sederhana dibandingkan sistem 
yang dibangun pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian, sistem  
Jepang justru lebih egaliter, karena kesempatan menjadi guru lebih ter
buka dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Meski be-
gitu, jika dilihat dari kualitas akademik dan pedagogis, pendidikan guru 
HIK pada masa Belanda sebenarnya lebih baik dalam menghasilkan guru 
yang kompeten (Buchori, 2009, hlm. 39).

Hal lain yang patut diperbandingkan adalah hubungan antara in-
stitusi pendidikan guru dan lingkungan sosialnya, baik di tingkat lokal 
maupun nasional. Dalam hal ini, pendidikan guru pada masa Belanda 
maupun masa Jepang sama-sama terhubung dengan lingkungan nasional 
secara tidak langsung, atau terjadi secara insidental, bukan hasil perenca-
naan yang matang.

Akan tetapi, proses terbentuknya hubungan ini berbeda. Pada masa 
Hindia Belanda, keterhubungan pendidikan guru dengan dinamika na-
sional berkembang secara bertahap dan evolutif. Sekolah guru seperti  
kweekschool gaya lama pada awalnya sangat tertutup terhadap perkem-
bangan politik nasional. Barulah setelah tahun 1930-an, mereka mulai 
tersentuh oleh arus pergerakan kebangsaan yang semakin kuat.

Sebaliknya, pada masa Jepang, koneksi antara pendidikan guru dan 
kehidupan nasional muncul sebagai dampak langsung dari kebijakan po-
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litik yang keliru yang dilakukan Pemerintah Militer Jepang, serta sebagai 
akibat dari penderitaan rakyat di berbagai daerah. Perasaan tertekan dan 
kecewa ini akhirnya meledak menjadi kemarahan besar ketika Jepang ka-
lah dari Sekutu, sehingga bertepatan dengan lahirnya Republik Indonesia 
yang mulai memperjuangkan keberadaannya secara nyata. Dengan demi-
kian, hubungan antara pendidikan guru zaman Jepang dan lingkungan 
nasional dapat dikatakan muncul secara tiba-tiba dan dramatis, bukan 
melalui proses alami seperti pada masa Hindia Belanda (Buchori, 2009, 
hlm. 39–40).

Jika kita menarik pelajaran dari sejarah pendidikan guru Indonesia 
sejak 1852 hingga 1945, maka salah satu hal penting yang dapat disim-
pulkan adalah bahwa lembaga pendidikan guru seharusnya secara sadar 
membangun hubungan erat dengan lingkungannya, baik dengan ling-
kungan lokal maupun nasional. Jika sekolah ingin mampu mengantisi
pasi masa depan, maka calon guru perlu dibekali kemampuan mema-
hami dinamika masyarakat dan memperkirakan apa yang mungkin ter-
jadi di masa mendatang. Dengan demikian, lembaga pendidikan guru 
perlu memahami kondisi yang sedang berlangsung dan mempertimbang-
kan berbagai kemungkinan di masa depan. Kemampuan membaca reali
tas dan memprediksi perkembangan inilah yang idealnya menjadi titik  
acuan (points of reference) dalam penyusunan program pendidikan guru. 
Namun, hal tersebut tidak terjadi baik pada masa Hindia Belanda ma-
upun pada masa pendudukan Jepang. Penyebab utamanya adalah tidak 
adanya motivasi politik dari kedua pemerintah kolonial tersebut untuk 
membangun sistem pendidikan yang benar-benar bertujuan mencerdas-
kan bangsa Indonesia.

Beranjak ke aspek akademik, Buchori mempertanyakan bagaimana 
perbedaan antara program pendidikan guru pada masa Jepang dan masa 
Hindia Belanda (Buchori, 2009, hlm. 41). Menurutnya, tidak mung-
kin membandingkan kedua sistem secara langsung tanpa menentukan 
lembaga pendidikan mana yang sepadan. Perbandingan yang adil dapat 
dilakukan dengan mencocokkan:

•	 MULO/Onderbouw HIK dengan SGL/SGP, dan
•	 Bovenbouw HIK dengan SGMT.
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Secara umum, perbedaan antara MULO/Onderbouw HIK dan SGL/
SGP tidak terlalu mencolok. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi, 
yaitu Bovenbouw HIK dan SGMT, perbedaannya menjadi lebih jelas. 
Salah satu perbedaan utama adalah bahwa Bovenbouw HIK tidak memi-
liki pemisahan jurusan seperti yang terdapat pada SGMT. Pada SGMT 
terdapat jurusan:

•	 Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam,
•	 Pendidikan Bahasa,
•	 Pendidikan Jasmani.

Perbedaan ini muncul karena Bovenbouw HIK dirancang untuk 
menghasilkan guru sekolah dasar, sedangkan SGMT disiapkan untuk 
melahirkan guru sekolah lanjutan (Buchori, 2009, hlm. 42).

Pada dasarnya, program Bovenbouw HIK dirancang dengan fokus 
pada tiga aspek utama: Penguasaan bahasa (khususnya bahasa Belanda),  
Pengetahuan umum, dan Keterampilan mengajar. Yang dimaksud de-
ngan penguasaan bahasa adalah kemampuan menggunakan bahasa  
Belanda sebagai alat berpikir. Oleh karena itu, penekanan terbesar di
berikan pada tata bahasa (gramatika), bukan pada kesempurnaan peng
ucapan. Meski demikian, tetap ada standar minimal dalam hal pelafalan. 
Pentingnya penguasaan bahasa Belanda ini tampak dari aturan bahwa 
nilai rapor mata pelajaran bahasa Belanda tidak boleh kurang dari 6, yang 
berarti siswa tidak boleh melakukan kesalahan sintaksis dalam pengguna-
an bahasa tersebut, baik secara lisan maupun tertulis.

Sementara itu, SGMT dengan pembagian jurusannya sebenar-
nya lebih mirip dengan struktur AMS (setara SMA saat ini) daripada  
Bovenbouw HIK. Namun, secara substansi, kualitas akademik SGMT 
berada jauh di bawah AMS. Misalnya, SGMT Jurusan Bahasa hanya 
mengajarkan Bahasa Indonesia, Bahasa Jepang, dan sebagian materi Ba-
hasa Jawa Kuno (yang dimasukkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia). 
Karena itu, komposisi program SGMT tidak dapat disamakan dengan 
Bovenbouw HIK. SGMT berada di posisi tengah, tidak setara dengan 
HIK dan belum mencapai tingkat AMS (Buchori, 2009, hlm. 43).

Dalam membandingkan kedua sistem tersebut, aspek yang paling 
menonjol justru adalah perbedaan suasana zaman (Zeitgeist). Pendidikan 
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guru pada zaman Hindia Belanda berlangsung dalam suasana yang relatif 
pasti, stabil, dan teratur, sehingga proses belajar mengajar berjalan lebih 
tenang. Sebaliknya, pendidikan guru pada masa Jepang dilakukan dalam 
kondisi yang penuh penderitaan, ketidakpastian, dan tekanan politik. Di 
luar sekolah, masyarakat mengalami perubahan besar: kehidupan sema-
kin tertutup, kontrol pemerintah semakin ketat, dan masa depan terasa 
tidak jelas. Bahkan mengenai nasib Indonesia di kemudian hari, tidak ada 
kepastian. Terdapat pertentangan antara pidato Perdana Menteri Jepang, 
Kuniaki Koiso, tanggal 7 September 1944 yang menjanjikan Indonesia 
merdeka pada waktu yang belum ditentukan, dengan sikap pimpinan 
Tentara Jepang di Jakarta yang tidak setuju dengan janji tersebut. Dalam 
suasana yang penuh ketidakpastian seperti ini, muncul pertanyaan pen-
ting: apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam pen-
didikan guru untuk mempersiapkan para siswa menghadapi masa depan 
yang tidak menentu itu? (Buchori, 2009, hlm. 44).

Menurut Buchori, tidak mungkin para pengelola sekolah guru pada 
masa Jepang mempersiapkan siswa menghadapi masa depan Indonesia 
secara terbuka. Hal ini karena birokrat pendidikan umumnya bersifat 
apolitis, sedangkan membicarakan masa depan Indonesia pada masa 
pendudukan Jepang adalah persoalan sangat politis dan amat berbahaya. 
Pembicaraan tentang kemungkinan Jepang kalah perang hanya dilakukan 
dalam lingkaran sangat sempit, oleh orang-orang yang dianggap bagian 
dari kelompok tertutup (Buchori, 2009, hlm. 44–45).

Jika melihat dari situasi sekarang—ketika Indonesia hidup dalam sua
sana politik yang bebas dan tidak lagi berada di bawah pemerintahan 
kolonial—kita dapat berpendapat bahwa dulu seharusnya sekolah guru 
mempersiapkan para siswa agar memiliki keterampilan yang dapat di
gunakan dalam masyarakat yang sedang berubah. Mereka seharusnya 
tidak dibekali hanya dengan kemampuan yang cocok untuk masyarakat 
yang statis. Namun gagasan ideal ini hanya dapat terlaksana jika siswa 
dilatih untuk membedakan antara aspek pendidikan yang esensial dan 
aspek pendidikan yang remeh atau trivial.

Tentu saja, harapan ideal tersebut tidak dapat diwujudkan pada masa 
itu. Tetapi ada satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari gagasan 
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tersebut: yaitu pentingnya kemampuan membedakan antara program 
pendidikan yang esensial dan yang trivial. Apakah ada aspek pendidikan 
yang dapat dianggap sepele? Menurut Buchori, ada. Misalnya, bagi calon 
guru, penguasaan bahasa sebagai alat berpikir adalah hal yang esensial, 
sedangkan pengucapan yang sempurna adalah hal yang trivial. Tetap ada 
standar minimal dalam pelafalan, tetapi setelah siswa mampu berbicara 
dengan lancar, apakah ia menggunakan logat Jawa atau Madura bukan-
lah sesuatu yang penting. Hal tersebut hanyalah aspek kecil. Dengan de-
mikian, apakah suatu kegiatan pendidikan tergolong esensial atau trivial 
harus diukur dari fungsi kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan tuju-
an pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, perlu diingat bahwa pada masa pendudukan Jepang, kebi-
jakan pendidikan tidak berada di tangan para guru, tetapi dikendalikan 
oleh birokrasi tingkat atas. Seluruh sistem birokrasi pendidikan saat itu 
sepenuhnya berada di bawah kendali Jepang. Para pejabat pendidikan 
Indonesia yang berada di posisi tinggi tidak memiliki kewenangan besar; 
mereka hanya mampu melakukan langkah-langkah teknis untuk men
jaga agar pendidikan tetap berjalan, tetapi tidak dapat mengambil kepu-
tusan penting yang bersifat ideologis. Akibatnya, sekolah guru pada masa 
itu secara teknis tampak menjalankan program pendidikan guru seperti 
biasa, namun program tersebut tidak memiliki landasan keyakinan yang 
kuat dan tidak didukung oleh otoritas yang meyakinkan.

Hasilnya adalah lahirnya guru-guru yang secara teknis memang ter-
lihat cukup kompeten dalam mengajar, tetapi di sisi lain mereka tidak 
memiliki keyakinan penuh apakah apa yang mereka lakukan benar-benar 
merupakan praktik pendidikan terbaik bagi murid, masyarakat, maupun 
zaman mereka. Dalam pandangan Buchori, kondisi ini melahirkan sua
tu bentuk “keragu-raguan profesional” yang melekat pada guru-guru  
Indonesia hasil pendidikan pada masa pendudukan Jepang (Buchori, 
2009, hlm. 46)
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Sistem pendidikan guru warisan kolonial Belanda dinilai tidak sesuai 
dengan visi pendidikan nasional yang egaliter. Sekolah guru kolonial 

bersifat stratifikatif dan meniru model Eropa—berbasis hafalan, metode 
ceramah, serta tidak berhubungan dengan kebutuhan sosial masyarakat 
Indonesia (Suwignyo, 2017). Di awal kemerdekaan, yang menjadi lan-
dasan idiil Pendidikan di Indonesia ialah Pancasila, dan tujuan Pendi-
dikan pada waktu itu adalah untuk menanamkan jiwa patriotism, sesuai 
dengan semangat dan situasinya bangsa Indonesia yang baru merdeka. 

Tujuan Pendidikan mengalami perubahan pada tahun 1950, dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang no. 4 tahun 1950 tentang Dasar-
Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah khususnya pada BAB II, 
pasal 3 tentang tujuan Pendidikan dan Pengajaran “Tujuan pendidikan 
dan pengajaran ialah membentuk manusia Susila yang cakap dan warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan 
masyarakat dan tanah air” (Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1976,  
hlm. 31). 

Di periode ini kekurangan guru atau tenaga pengajar merupakan ma-
salah yang mendesak untuk segera dicari jalan keluarnya. Apalagi pada 
tahun ini suasana masih diliputi oleh ketidakstabilan politik, antara lain 
terjadinya revolusi fisik (1945-1949). Keterbatasan sumber daya—baik 
pendanaan, tenaga, maupun sarana dan prasarana—menyebabkan per-
kembangan pendidikan pascakemerdekaan berlangsung secara lambat. 
Dalam kurun 1945–1955, pemerintah berupaya mengatasi kekurangan 
guru dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan keguruan pada 
beragam jenjang, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. 
Namun, kelangkaan guru tidak dapat diatasi secara cepat karena keter-
batasan anggaran untuk pembangunan fasilitas pendidikan serta jumlah 
lulusan yang masih relatif sedikit. Sebagai langkah awal setelah kemerde-
kaan, pemerintah membuka KPkpKB (Kursus Pengantar untuk Kursus 
Pengajar ke Kewajiban Belajar), yang kemudian diikuti dengan pendirian 
beberapa jenis sekolah guru, yaitu Sekolah Guru Bantu (SGB), Sekolah 
Guru Atas (SGA), dan Sekolah Guru C (SGC). 

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga menyelenggara-
kan berbagai kursus pendidikan guru, seperti kursus BI dan BII pada 
tingkat pasca-menengah, yang bertujuan menyiapkan tenaga pendidik 
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bagi sekolah-sekolah lanjutan. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas 
guru kemudian dilanjutkan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendi-
dikan Guru (PTPG) sebagai institusi pendidikan keguruan tingkat ting-
gi. Mengingat kebutuhan yang terus mendesak, pada tahun pengajaran 
1954/ 1955 ini pemerintah melalui Kementerian P.P. & K (Keputusan 
Menteri no.382/Kab tahun 1954) telah mendirikan tiga PTPG di em-
pat kota: Bandung, Malang, Menado dan Batusangkar, untuk mendi-
dik calon Guru SMA. Maksud utama dari pendirian Perguruan Tinggi 
adalah untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga pengajar yang 
berpendidikan tinggi (universitas) bagi sekolah-sekolah lanjutan sebagai 
pelaksanaan dari politik pengajaran yang demokratis yang mengharuskan 
perluasan jumlah dan peningkatan mutu derajad sekolah lanjutan. 

A.	 Kondisi Pendidikan Masa Kemerdekaan Awal 
(1945–1954)

Pada periode awal kemerdekaan, kondisi bangsa Indonesia masih belum 
stabil sehingga pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan maksimal. Si-
tuasi ini juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan yang belum 
efektif. Walaupun Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kementerian PPK) telah dibentuk sejak tahun 1945, Lembaga ini be-
lum mampu berfungsi secara optimal karena perhatian utama pemerin-
tah saat itu masih tertuju pada perjuangan mempertahankan kemerdeka-
an serta memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. 

Pendidikan dan pengajaran pada masa itu tidak dapat dipisahkan dari 
peran guru. Namun, jumlah tenaga pendidik pada awal kemerdekaan 
masih sangat terbatas. Guru-guru yang tersedia sebagian besar merupa-
kan lulusan warisan pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial. 
Baik dari hasil pendidikan masa Belanda maupun dari masa pendudukan 
Jepang, meskipun jumlahnya sedikit. Sesuai dengan kebijakan pendidik-
an kolonial yang terbatas dan diskriminatif, pendidikan guru pun hanya 
mampu mencetak sejumlah guru sekolah rakyat yang sebagian besar ti-
dak memiliki latar pendidikan yang utuh dan menyeluruh yang diperlu-
kan untuk mendukung keterampilan sebagai seorang guru.
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Di sisi lain, terdapat sejumlah kecil guru Indonesia yang memiliki 
ijazah Belanda (Hulpacte) yang memberikan wewenang mengajar seba-
gai guru pembantu di sekolah rendah bercorak Barat, namun jumlahnya 
sangat terbatas. Guru-guru di Indonesia memperoleh kesempatan serta 
wewenang untuk mengajar di sekolah menengah, namun ruang lingkup-
nya terbatas pada mata pelajaran tertentu, seperti bahasa daerah, Bahasa 
Indonesia, dan pendidikan jasmani. Selain itu, terdapat pula beberapa 
orang Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi sehingga 
karena keahliannya dianggap penting oleh pemerintah Hindia Belanda. 
Guru- guru yang memiliki kualifikasi seperti ini diangkat sebagai guru 
besar di perguruan tinggi. Namun demikian, jumlah yang berhasil men-
capai kedudukan tersebut sangatlah sedikit.

Pada masa pendudukan Jepang, terjadi perubahan signifikan dalam 
penempatan maupun kualifikasi guru. Sistem penempatan guru berbeda 
dibandingkan dengan era kolonial Belanda. Banyak guru yang sebelum-
nya bertugas di Sekolah Rakyat (setingkat sekolah dasar) dipindahkan 
untuk mengajar di sekolah menengah pertama bahkan hingga sekolah 
menengah atas. Kondisi tersebut berimplikasi pada masa awal kemerde-
kaan, dimana jumlah guru sangat terbatas dan tingkat kualifikasi mereka 
sering kali belum sesuai dengan jenjang sekolah tempat mereka mengajar.

Kurikulum pendidikan nasional baru mulai dirumuskan pada tahun 
1947 dengan nama Leer Plan atau Rentjana Pembelajaran 1947. Kuriku-
lum ini merupakan langkah awal pengembangan pendidikan pasca ke-
merdekaan yang berusaha lepas dari pengaruh politik kolonial Belanda. 
Penyusunan Rentjana Pembelajaran 1947 berlandaskan pada nilai-nilai 
Pancasila sehingga bebas dari kepentingan politik kolonial. Penerapan 
kurikulum tersebut baru dapat dilaksanakan pada 1950, mengingat kon-
disi negara sebelumnya belum cukup stabil untuk menyelenggarakan sis-
tem pendidikan secara optimal.

Pemerintah beberapa kali melakukan pergantian menteri pendidikan. 
Pergantian tersebut lebih disebabkan karena pemerintah masih fokus da-
lam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan melalui revolusi, bukan 
semata-mata karena buruknya kondisi pendidikan. Bahkan banyak guru 
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dan siswa ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dengan bergabung 
ke dalam laskar-laskar pelajar.

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1947 adalah 
membentuk warga negara sejati yang mampu memberikan tenaga dan 
pemikiran demi kepentingan bangsa dan negara. Secara umum, arah 
pendidikan saat itu menekankan penanaman semangat kebangsaan dan 
kesadaran nasional (Adriono, dkk, 2011, hlm.23). Lebih lanjut Adriono, 
dkk menjelaskan bahwa untuk mendukung tujuan tersebut, pada tahun 
1946 Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluar-
kan pedoman bagi guru. Pedoman ini berisi nilai-nilai kemanusiaan dan 
kewarganegaraan yang menjadi dasar pendidikan nasional serta landasan 
kurikulum 1947. Nilai-nilai tersebut mencakup 

–	 Cinta terhadap alam
–	 Cinta kepada negara
–	 Hormat dan kasih sayang kepada orang tua
–	 Cinta pada bangsa dan kebudayaan nasional
–	 Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam memajukan negara se

suai kemampuan
–	 Keyakinan bahwa manusia adalah bagian tidak terpisahkan dari 

keluarga dan Masyarakat
–	 Kepatuhan pada aturan dan tata tertib
–	 Pendangan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama se-

hingga hubungan sosial harus dilandasi rasa saling menghormati, 
keadilan dan menjaga harga diri

–	 Kesadaran bahwa negara membutuhkan warga negara yang rajin, 
bertanggung jawab serta jujur dalam pikiran dan tindakan.
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Kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu sangat berpengaruh 
terhadap bentuk dan isi kurikulum Rentjana Pembelajaran 1947. Mes-
kipun pemerintah berusaha mengembangkan sistem pendidikan yang 
lebih mandiri, pola pendidikan tersebut masih banyak dipengaruhi oleh 
sistem kolonial sebelumnya. Kurikulum ini disusun dengan sangat se-
derhana, penekanan utama terletak pada pembentukan watak, kesadaran 
berbangsa dan bermasyarakat, dibandingkan pengembangan aspek inte-
lektual. Sebagian besar bahan ajar yang digunakan merupakan hasil alih 
bahasa dari karya-karya berbahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, 
sebuah praktik yang sudah berlangsung sejak masa pendudukan Jepang 
(Moestoko, 1986, hlm.17).

Dalam praktiknya, kurikulum ini menekankan pada strategi menga-
jar guru dan cara belajar peserta didik. Pada mata pelajaran bahasa, misal-
nya, pembelajaran diarahkan pada aktivitas keseharian seperti membaca, 
berdialog, dan menulis. Sementara itu, dalam pelajaran ilmu alam, materi 
dikaitkan dengan fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti 
perbedaan antara siang dan malam. Rentjana Pembelajaran 1947 pada 
umumnya menerapkan metode ceramah, di mana guru berperan domi-
nan dalam menjelaskan isi pelajaran. Meskipun demikian, kurikulum ini 
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memiliki ciri penting karena setiap materi dikaitkan dengan pengalaman 
konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau dari perspektif pe-
dagogi modern, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip Contextual 
Teaching and Learning (CTL), yaitu strategi pembelajaran yang mene-
kankan keterlibatan aktif siswa dalam menemukan dan memahami ma-
teri melalui keterkaitannya dengan situasi nyata, sehingga pengetahuan 
yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rentjana 
Pembelajaran 1947 membedakan tiga macam struktur program, yaitu: 

1.	 Bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa daerah—seperti 
Jawa, Sunda, atau Madura—sebagai bahasa pengantar pada kelas-
kelas awal. 

2.	 Untuk sekolah yang berbahasa pengantar Bahasa Indonesia mulai 
kelas 1 

3.	 Bagi sekolah yang harus diselenggarakan pada sore hari karena 
keterbatasan kondisi—dengan ketentuan hanya sampai kelas IV, 
sedangkan kelas V dan VI wajib berlangsung pada pagi hari. 

Materi pembelajaran pada periode tersebut dihubungkan secara lang-
sung dengan kehidupan sehari-hari serta kondisi sosial-politik yang di-
pengaruhi oleh suasana perang dan revolusi. Situasi ini menyebabkan 
bahan bacaan yang digunakan di sekolah banyak menitikberatkan pada 
bidang kesenian dan pendidikan jasmani. Di samping itu, tersedia pula 
berbagai buku pelajaran lain, seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, 
berhitung, ilmu alam dan hayati, ilmu bumi, sejarah, menggambar, seni 
suara, menulis, pekerjaan tangan, serta keputrian, yang seluruhnya dise-
suaikan dengan kebutuhan dan konteks masa itu. Karena kondisi politik 
masih tidak stabil, pendidikan juga memberi perhatian besar pada keber-
sihan dan kesehatan, pembinaan budi pekerti, serta pendidikan agama 
agar peserta didik memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, Rentjana 
Pembelajaran 1947 memuat susunan program pengajaran yang terdiri 
atas 16 mata pelajaran, dengan tiga catatan khusus di dalamnya: 

1.	 Bahasa Daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) bagi murid di daerah 
yang bersangkutan 

2.	 Pekerjaan Keputrian bagi anak-anak perempuan 
3.	 Pendidikan Agama bagi anak-anak pemeluk agama bersangkutan 
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Pada Rentjana Pembelajaran 1947, mekanisme evaluasi belum meng-
gunakan sistem penskoran berbasis butir soal, karena masih dipengaruhi 
oleh pola kurikulum peninggalan Belanda. Penilaian pada masa itu lebih 
menekankan pada keterkaitan penguasaan materi dengan pengalaman 
dan aktivitas kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Setiap kurikulum selalu menempatkan guru sebagai aktor kunci, de-
mikian pula Rentjana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan 
rencana pembelajaran nasional pertama setelah Indonesia merdeka, yang 
dirancang untuk melepaskan diri dari dasar-dasar kurikulum kolonial 
Belanda. Dalam konteks pemulihan pascakolonial, Rentjana Pembela-
jaran 1947 menekankan pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan 
kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peran utama guru diarahkan 
pada pembinaan karakter serta penguatan kesadaran kebangsaan dan so-
sial peserta didik.

Secara metodologis, kurikulum ini masih banyak menggunakan me-
tode ceramah, sehingga guru memegang peranan sentral dalam menjelas-
kan materi pelajaran. Namun, jika ditinjau dari perspektif pedagogi kon-
tekstual, pendekatan ini memiliki kesesuaian dengan prinsip Contextual 
Teaching and Learning (CTL), yang menekankan keterlibatan aktif siswa 
dalam mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata. Dalam 
kerangka CTL, guru berfungsi membantu siswa menautkan pengetahu-
an dengan kehidupan sehari-hari serta mendorong penerapannya dalam 
praktik. Dengan demikian, pada masa transisi pascakemerdekaan, Ren-
tjana Pembelajaran 1947 menempatkan guru sebagai figur utama dalam 
proses pembelajaran. Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai 
fasilitator, motivator, dan pembimbing yang memastikan setiap peserta 
didik memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan relevan.

Periode 1945–1954 merupakan fase kritis dengan terjadinya tran
sisi politik kebijakan di Indonesia. Setelah proklamasi pada tahun 1945,  
Indonesia dihadapkan pda revolusi dalam upaya mempertahankan ke-
merdekaan dan perjuangan mendapatkan pengakuan kedaulatan. Pe
riode ini merupakan fase konsolidasi pemerintahan awal Republik. Kon-
disi ini menempatkan pendidikan sebagai arena penting pembentukan 
negara bangsa, khususnya melalui pendidikan guru yang dianggap stra-
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tegis untuk menanamkan identitas nasional, bahasa Indonesia, dan nilai-
nilai kebangsaan kepada generasi penerus (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1975; Suwarno, 1985).

Dilakukan upaya menyusun kurikulum nasional yang ditujukan  
sebagai: 

1.	 Pembentukan identitas nasional dengan cara menggantikan kuri-
kulum kolonial yang melayani tujuan penjajah dengan kurikulum 
yang menumbuhkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan pema-
haman sejarah perjuangan.

2.	 Standarisasi pendidikan melalui upaya menciptakan kerangka 
pendidikan nasional (bahasa, mata pelajaran dasar, struktur jen-
jang) yang seragam agar proses pembelajaran di seluruh wilayah 
selaras dengan cita-cita negara.

3.	 Pembentukan tenaga pendidik nasional melalui upaya menyiap-
kan guru yang bukan hanya menguasai materi, tetapi juga mampu 
menjadi agen sosialisasi nilai-nilai kebangsaan (Depdikbud, 1975; 
Hasan, 1990).

Pengembangan nasionalisme dapat dilihat dengan dilakukannya per-
ubahan nyata terjadi pada beberapa aspek kurikulum pendidikan guru 
yang dapat terlihat pada aspek:

1.	 Muatan mata Pelajaran
–	 Bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa pengantar utama 

dan mata kajian inti; menggantikan peran bahasa Belanda yang 
sebelumnya dominan.

–	 Sejarah nasional dan pendidikan kewarganegaraan dimasuk-
kan sebagai muatan wajib yang bertujuan untuk menanam-
kan pengetahuan tentang perjuangan kemerdekaan, konstitusi 
(UUD 1945) dan nilai-nilai kebangsaan.

–	 Pendidikan moral/ budi pekerti diperkuat sebagai bagian dari 
pembentukan karakter guru dan siswa.

2.	 Orientasi pedagogik
	 Terjadi perubahan orientasi pengajaran dari penguasaan konten 

kolonial menjadi pengajaran yang berorientasi pada pembentuk-
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an warga negara. Guru dilatih tidak hanya sebagai penyampai 
pengetahuan, melainkan sebagai “agent of nationalization” yang 
menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam interaksi kelas (Tilaar, 
1995). Termasuk juga dalam Praktik mengajar (teaching practice) 
di sekolah latihan semakin diarahkan untuk mencontohkan pen-
didikan kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Indonesia.

3.	 Standarisasi bahan ajar dan buku pelajaran
	 Upaya menerbitkan buku-buku pelajaran nasional (termasuk buku 

guru) yang memuat narasi sejarah nasional dan nilai kebangsaan, 
menggantikan bahan ajar yang bersifat kolonial (Suwarno, 1985).

Upaya nasionalisasi ini memberikan dampak terhadap institusi pen-
didikan guru, yaitu:

1.	 Perubahan seleksi dan pelatihan calon guru: kurikulum pelatihan 
memasukkan mata kewarganegaraan, pedagogik berorientasi na
sional, dan pelatihan bahasa Indonesia.

2.	 Transformasi lembaga: sekolah-sekolah guru (SGB, SGA, SGPT, 
dsb.) menjadi instrumen utama pembumian kurikulum nasional. 
Institusi ini juga menjadi pusat difusi kebijakan kurikulum ke pe-
losok negeri (Depdikbud, 1975).

3.	 Penyebaran identitas nasional lokal: walaupun ada upaya stan
dardisasi, implementasi kurikulum tetap bersinggungan dengan 
konteks lokal—sehingga peran guru lokal penting dalam menaf-
sirkan muatan kebangsaan sesuai kondisi daerah (Hasan, 1990).

Melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendi-
dikan, telah ditetapkan “Peraturan Perolehan Sertifikat Kesetaraan de-
ngan Ijazah dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri  
Belanda, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Belanda,  
dan Ijazah Lain dari Sebelum 1942”. Peraturan ini memberikan kesem-
patan kepada mereka yang saat ini bekerja di bidang pendidikan, tetapi 
tidak lulus ujian akhir untuk memperoleh kualifikasi mengajar sebelum 
Maret 1942, yang mewajibkan nilai minimal enam untuk mata kuliah 
“Penguasaan Bahasa dan Sastra Belanda”, untuk memperoleh sertifikat 
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kesetaraan dengan ijazah dari sekolah-sekolah tersebut, dengan sya-
rat masih dalam pertimbangan dan penyelidikan pemerintah. “Sertifi
kasi kualifikasi mengajar” mengacu pada ijazah dari lempaga Pendidik-
an keguruan masa Belanda sebelum tahun 1942 (De nieuwsgier, 18  
Oktober 1952).

B.	 Jenis-Jenis Pendidikan Guru pada Awal 
Kemerdekaan

Sistem pendidikan guru Indonesia berkembang melalui dua dorongan 
utama: kebutuhan jumlah (quantity) dan upaya menjaga mutu (quality). 
Integrasi antara pendidikan prajabatan dan dalam jabatan menjadi ciri 
khas evolusi pendidikan guru di Indonesia sebelum 1975. Metode ku-
liah satu arah dan ujian hafalan mendominasi praktik pembelajaran di 
sekolah guru dan universitas pada 1950-an, sehingga lulusnya calon guru 
tidak menjamin kompetensi profesional mereka (Suwignyo, 2017).

Pada 1950 hanya tersedia 84.413 guru, padahal dibutuhkan 100.816 
orang, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 16.403 guru. Pemerintah 
pun terpaksa menerima lulusan sekolah tingkat rendah untuk mengajar 
karena tidak tersedia tenaga terlatih yang memadai (Suwignyo, 2017). 
Sementara pada 1951, kekurangan guru mencapai 138.240 orang, se-
mentara lembaga pendidikan guru hanya mampu menghasilkan sekitar 
2.155 lulusan per tahun. Kondisi ini membuat pemerintah menetapkan 
rencana sepuluh tahun untuk melatih guru “sebanyak mungkin, secepat 
mungkin, dengan biaya serendah mungkin, dan dengan standar minimal 
yang wajar” (Kelabora, 1975, hlm. 33). 

Menurut M. Hutasoit, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan 
pada tahun 1950, Indonesia menghadapi krisis tenaga pendidik yang 
sangat serius. Dengan jumlah murid sekolah dasar mencapai lebih dari 
lima juta orang, negara hanya memiliki sekitar 84 ribu guru. Jika dihi-
tung berdasarkan rasio konservatif 50 siswa per kelas, kebutuhan guru 
seharusnya mencapai lebih dari 100 ribu orang, sehingga terjadi defisit 
lebih dari 16 ribu guru. Kondisi Bengkalis di Sumatra Timur menggam-
barkan situasi yang lebih ekstrem. Pada awal 1950-an, wilayah tersebut 
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memiliki hampir 12 ribu siswa yang dilayani di 85 sekolah dasar oleh 
kurang dari 230 guru. Artinya, satu sekolah yang menampung sekitar 
140 siswa sering kali hanya memiliki dua sampai tiga guru. Padahal, ber-
dasarkan jumlah penduduk, Bengkalis idealnya memerlukan 220 sekolah 
dengan total 1.320 guru. Dengan demikian, kekurangannya mencapai 
lebih dari 1.090 guru dan 135 sekolah.Krisis ini diperburuk oleh rendah-
nya kapasitas lembaga pendidikan guru. Hingga 1953 hanya tersedia se-
dikit sekolah guru empat tahun dan enam tahun, dengan total sekitar 45 
ribu siswa. Jumlah tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga pendidik nasional, sehingga kekurangan guru tidak mungkin di
atasi hanya dengan mengandalkan lulusan dari lembaga yang ada.

Bantuan Amerika Serikat bagi pengembangan tenaga pendidik  
Indonesia pada dekade 1950-an hadir pada momen yang sangat me-
nentukan bagi pembangunan pendidikan nasional. Dari sudut pandang 
Amerika, program ini merupakan strategi diplomasi untuk memperkuat 
hubungan bilateral melalui kerja sama pendidikan. Bantuan tersebut 
merupakan bagian dari paket dukungan ekonomi pasca-Perang Dunia 
II yang dikenal sebagai Marshall Plan, di mana Amerika menyalurkan 
dana dalam bentuk pinjaman, hibah, penjualan komoditas, dan bantuan 
peralatan. Antara 1950 dan 1961, nilai bantuan mencapai hampir 545 
juta dolar AS, yang kemudian digunakan Indonesia untuk memenuhi 
kebutuhan barang konsumsi vital, menjual hasil pertanian surplus, serta 
memperoleh layanan bantuan teknis lintas sektor.

Selain dukungan material, Amerika Serikat juga berkontribusi lang-
sung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, ter-
masuk tenaga dokter, insinyur, ekonom, dan guru baik guru teknik mau
pun guru sekolah menengah. Berbagai bentuk bantuan berupa buku, 
perangkat pendidikan, tenaga ahli, dan investasi modal juga disediakan. 
Program ini berada di bawah koordinasi International Cooperation Ad-
ministration (ICA). Hingga 1961, tercatat sekitar 2.500 warga Indonesia 
dikirim untuk mengikuti pelatihan di Amerika atau negara Barat lainnya, 
sementara sekitar 200 pakar Amerika bekerja di Indonesia, terutama da-
lam bidang pendidikan, transportasi, kesehatan masyarakat, pertanian, 
dan administrasi publik. Keseluruhan tindakan ini menunjukkan besar-
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nya peran Amerika dalam membentuk arah pembangunan pendidikan, 
termasuk pendidikan guru, pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik yang bersifat mende-
sak, pemerintah merancang sistem pendidikan guru bertingkat di jenjang 
menengah yang terdiri atas Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B 
(SGB), dan Sekolah Guru A (SGA). Di antara ketiganya, SGC merupa-
kan program berdurasi dua tahun yang merekrut lulusan sekolah dasar. 
Namun, skema ini mendapat penolakan dari PGRI karena dinilai meng-
hasilkan guru yang masih terlalu muda dan belum cukup matang secara 
emosional untuk menjalankan tugas kependidikan. SGB menjadi lem-
baga utama untuk menghasilkan guru sekolah dasar dengan kurikulum 
empat tahun yang memadukan pelajaran umum, dasar-dasar pedagogi, 
dan praktik mengajar. Pada 1953 jumlahnya mencapai 534 sekolah dan 
menjadi jalur mobilitas sosial penting bagi anak-anak desa (Kelabora, 
1975, hlm.34–35)

Sistem pendidikan guru pada masa awal kemerdekaan masih dipe-
ngaruhi warisan pendidikan kolonial Belanda, seperti “Kursus MO 
(Middelbaar Onderwijs)”, yaitu pelatihan untuk memperoleh wewenang 
mengajar di sekolah menengah (Aji et.al, 2021, hlm. 29–30). Sistem ini 
mencoba dihidupkan kembali setelah Indonesia merdeka, namun kon-
disi politik 1945–1949 tidak memungkinkan pemulihan yang optimal. 
Pada tahun 1950an, kekurangan guru semakin kritis, terutama untuk 
tingkat dasar, sehingga pemerintah memperbanyak jumlah SGB, SGA, 
serta memperkerjakan lulusan sekolah dasar sebagai guru bantu. Pada 
saat yang sama, berbagai upaya pemberantasan buta aksara dilakukan 
melalui program KPKPKB (Kursus Pengantar ke Pelaksanaan Wajib  
Belajar) sejak 1950 (Aji et.al, 2021, hlm. 34). Kursus darurat lain seperti 
KGB untuk guru SD, serta B-I dan B-II untuk guru SMP dan SMA, 
menjadi solusi cepat sebelum bisa ditingkatkan melalui jalur reguler (Ke-
labora, 1975, hlm. 38–40).

Selain pelatihan prajabatan, Indonesia juga mengembangkan sistem 
peningkatan kualifikasi melalui Rukun Belajar B dan A (RBB dan RBA), 
KLPSGB/KLPSGA, dan kursus malam seperti B-I dan B-II untuk guru 
menengah. Ribuan guru mengikuti sistem belajar kelompok dan kores-
pondensi ini, meskipun tingkat kelulusannya rendah, tetapi dianggap 
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sangat membantu memberikan dukungan moral dan kesempatan belajar 
lanjutan (Kelabora, 1975, hlm. 41)

Sejak tahun 1945 sampai dengan 1968, sekolah/lembaga pendidikan 
guru memang banyak sekali ragamnya yang pada intinya mengikuti ke-
butuhan guru menurut jenjang sekolah. Sekolah-sekolah atau lembaga-
lembaga dimaksud antara lain sebagai berikut (Supriadi, 2003, hlm. 78).

1.	 KPKPKB, lulusannya untuk guru SR (sekarang SD).
2.	 SGC, lulusannya untuk guru SR (sekarang SD).
3.	 SGB, lulusannya untuk guru SR.
4.	 SGA, lulusannya untuk guru SR dan di beberapa provinsi lulus-

annya dapat mengajar di SLTP.
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5.	 Sekolah Pendidikan Guru (SPG), lulusannya menjadi guru SD.
6.	 Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) dirancang 

untuk menghasilkan tenaga pendidik yang akan mengajar pada 
jenjang sekolah menengah pertama (SLTP).

7.	 Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), lulusannya untuk 
guru pendidikan jasmani di SLTP.

8.	 Sekolah Menengah Olahraga Atas (SMOA), lulusannya dapat 
pula mengajar Pendidikan Jasmani di SLTP.

9.	 Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK) diselenggarakan 
untuk menyiapkan lulusan yang akan bertugas sebagai pendidik 
di jenjang taman kanak-kanak.

10.	 Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) bertujuan menyiapkan 
lulusan untuk menjadi pendidik di Sekolah Kepandaian Putri 
(SKP) serta berbagai jenis sekolah lanjutan pertama lainnya.

11.	 Kursus B-I dan B-II diselenggarakan untuk menyiapkan tenaga 
pengajar yang akan bertugas pada jenjang sekolah menengah per-
tama (SLTP) dan sekolah menengah atas (SLTA).

12.	 Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) berfungsi seba-
gai lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan lulusan untuk 
mengajar pada jenjang sekolah menengah pertama (SLTP) dan 
sekolah menengah atas (SLTA).

13.	 Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), lulusannya un-
tuk guru Sekolah Luar Biasa.

14.	 IKIP, FKIP, dan FKg berperan sebagai lembaga pendidikan tinggi 
keguruan yang menghasilkan lulusan untuk mengajar pada jen-
jang sekolah menengah pertama (SLTP) dan sekolah menengah 
atas (SLTA).

Pada tahun 1950-an, pendidikan guru PAUD masih sangat bergan-
tung pada organisasi perempuan dan lembaga swasta. Hingga tahun 
1980-an, lebih dari 99% TK di Indonesia dikelola oleh organisasi non-
pemerintah, seperti organisasi istri pegawai negeri, organisasi masyara-
kat Islam, serta yayasan pendidikan. Pemerintah memfokuskan diri pada 
penyusunan kurikulum, pembinaan kualitas guru, serta pelatihan dalam 
bentuk seminar dan supervise (Thomas, 1992).
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Begitu pentingnya peran guru menjadi perhatian pemerintah pada 
masa ini. Ketersediaan tenaga guru yang terbatas menjadi salah satu fo-
kus pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Lembaga-lembaga yang 
menghasilkan guru di Indonesia cukup banyak jenisnya. Masing-masing 
jenis dilahirkan dengan alasan tertentu. Akan tetapi sukar untuk menen-
tukan pola integral dan hubungan fungsional antara lembaga-lembaga 
itu. Tidak adanya pola umum dan perlindungan jabatan yang bersifat 
profesional mempersulit pula pembinaan guru-guru yang dihasilkan oleh 
lembaga-lembaga yang bermacam-macam itu. Dengan demikian pada 
masa ini dikembangkan sejumlah pendidikan guru yang dapat dikaji di-
bagian berikutnya. 

1.	 KPkpKB (Kursus Pengantar untuk Kursus Pengajar  
ke Kewajiban Belajar

Pada 1951, Jawatan Pengajaran merumuskan rencana sepuluh tahun pe-
laksanaan wajib belajar. Kebijakan ini didasarkan pada estimasi bahwa 
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sekitar 5.921.200 anak saat itu belum memperoleh akses sekolah, dari 
total penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 72 juta jiwa. Hal 
ini sangat berdampak besar pada kebutuhan akan tenaga guru yang pada 
saat itu diperlukan tenaga guru sejumlah kurang lebih 118.424 orang 
dengan asumsi satu guru mengajar 50 siswa (Adriono, 2011, hlm. 65).

Data yang lebih lengkap tentang kondisi sekolah, jumlah siswa dan 
perbandingan dengan kebutuhan guru dapat diperhatikan dari data yang 
disusun oleh jawatan pengajaran pada tahun 1951 sebagai berikut:

Jumlah sekolah rakyat 6 tahun 8.000
Jumlah sekolah rakyat 3 tahun 16.000
Jumlah murid 5.040.000
Jumlah guru 81.000
Jumlah guru berijazah SG 4 tahun 30.800
Jumlah guru berijazah SG 2 tahun 26.900
Jumlah guru tidak berijazah 23.300

Sumber: Poerbakawatja, 1970, hlm. 168

Pada tahun 1951, menurut perhitungan sekolah-sekolah guru baik 
SGB maupun SGA hanya menghasilkan 4.000 orang guru. Ini pun di-
tambah bahwa guru tamatan SGA selama beberapa tahun masih diperlu-
kan di sekolah-sekolah menengah. Dengan demikian terjadi kekurangan 
guru yang sangat banyak. Dengan demikian, perlu dilakukan perenca-
naan yang serius untuk mengatasi masalah kekurangan guru, setidaknya 
untuk jangka waktu 10 tahun. Untuk mengatasi permasalahan kekurang-
an guru maka pemerintah menempuh 2 jalan (Djumhur, Danasuparta, 
1959, hlm. 167), yaitu:

1.	 Memperbanyak sejumlah SGB (SG 4 tahun),
2.	 Mengerjakan tenaga guru yang belum mempunyai wewenang un-

tuk mengajar (calon guru). Pada umumnya mereka itu lulusan SR 
6 tahun.

Kebijakan tersebut dirancang sebagai langkah sementara, karena 
pemerintah menargetkan agar penyelenggaraan pendidikan di Sekolah 
Rakyat pada akhirnya ditangani oleh guru yang memiliki kualifikasi SGA 
(Sekolah Guru enam tahun). Proses pengalihan ini mulai dilaksanakan 
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secara bertahap sejak periode 1956–1957. Sebelumnya lulusan SGA ba-
nyak ditempatkan sebagai tenaga pengajar di Sekolah lanjutan pertama 
(SLP). Pemerintah mengharapkan agar paling lambat pada tahun 1961 
masalah kekurangan tenaga pengajar SR tersebut dapat diatasi. Hal ini 
terkait dengan kewajiban bahwa anak antara umur 6–12 tahun telah 
mendapatkan pendidikan sekolah rakyat. Pemerintah mengupayakan 
bahwa apabila sebelumnya yang mengajar di SR ini adalah guru tamat-
an SGB maka selanjutnya pemerintah mengupayakan yang berwenang 
mengajar di SR adalah guru dengan minimal tamatan SGA.

Kebutuhan akan tenaga guru dalam jumlah besar menjadi sangat 
mendesak. Oleh karena itu, Kementerian PP dan K bersama PGRI me-
nyelenggarakan program pendidikan guru bersifat “darurat” melalui ber-
bagai kursus pelatihan. Ketika PGRI menolak keberadaan SGC pada ta-
hun 1949, pemerintah merespons dengan menciptakan program darurat 
bernama KPKPKB. Program ini dibangun melalui strategi politik dan 
hukum yang hati-hati, sebab pemerintah sadar bahwa PGRI mungkin 
akan menolak inisiatif tersebut.

Salah satu bentuk pelatihan tersebut adalah Kursus Pengajar untuk 
Kursus Pengantar Kewajiban Belajar (KPKPKB). Para pesertanya meng-
ikuti ikatan dinas dan diwajibkan tinggal di asrama. Di setiap kabupaten 
diselenggarakan dua KPKPKB, masing-masing dengan sekitar 80 peserta.  
KPKPKB (Kursus Pengajar untuk Kewajiban Belajar) melatih calon 
guru dalam pola magang dan korespondensi. Meskipun sempat diten-
tang PGRI, sistem ini memungkinkan pembukaan ribuan sekolah baru 
dan peningkatan jangkauan wajib belajar pada awal 1950-an (Kelabora, 
1975, hlm. 38–40). KPKPKB diselenggarakan di sekolah dasar yang me-
miliki tenaga lengkap, dan kepala sekolah bertugas sebagai direktur. Sis-
tem pelatihannya memang dirancang menyerupai magang guru, mema-
dukan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik mengajar di lapangan.

Untuk menanggulangi kekurangan tenaga pendidik, pemerintah 
mendirikan sebanyak 345 KPKPKB. Program ini ditempatkan pada Se-
kolah Rakyat enam tahun yang memiliki sedikitnya tiga guru berijazah 
N.S/K.S. Pola pendidikannya berlangsung selama empat tahun, terdiri 
atas dua tahun pembelajaran secara lisan dan dua tahun pembelajaran 
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tertulis, yang dilengkapi dengan sesi penjelasan tatap muka setiap triwu-
lan selama dua minggu. Pendidikan untuk dua tahun pertama diserah-
kan kepada guru-guru SR yang berijazah N.S/ KS yang terpilih. Untuk 2 
tahun berikutnya diserahkan kepada guru-guru sekolah lanjutan. Kursus 
ini diakhiri dengan menempuh ujian persamaan SGB. Yang dapat meng-
ikuti kursus adalah tamatan SR 6 tahun dan lulus ujian masuk. Sesudah 
mengikuti kursus lisan 2 tahun yang pertama para siswa diuji. Yang lulus 
diangkat sebagai calon guru pada kursus pengantar kewajiban belajar. 
Para calon guru disamping memberikan pelajaran kepada kursus peng-
antar, diharuskan pula meneruskan pelajarannya dua tahun lagi sehingga 
mereka dapat menempuh persamaan SGB. 

Landasan hukum pendidikan guru darurat dapat ditelusuri dari 
Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik  
Indonesia, Yogyakarta 5 Juli 1950 dengan pokok isinya sebagai berikut:

Menimbang: jumlah sekolah rendah di daerah Republik Indonesia di-
anggap jauh dari mencukupi kebutuhan Masyarakat; penambahan jum-
lah sekolah rendah secara memuaskan tidak mungkin karena kekurangan 
tenaga guru; segera harus diadakan usaha-usaha secara teratur agar ke-
giatan belajar dalam waktu yang tidak terlampau lama dapat dimulai di 
seluruh Indonesia; bahwa untuk mencapai kewajiban-kewajiban belajar 
tersebut perlu segera dimulai mendidik tenaga-tenaga pengajar secara be-
sar-besaran dalam waktu yang singkat.

Memutuskan membuka kursus-kursus untuk pengajar yang akan 
dipekerjakan kursus-kursus pengantar kewajiban belajar disingkat  
KPKPKB.

Memutuskan terhitung mulai tanggal 31 Juli 1950 segala jenis dan 
tingkatan sekolah-sekolah beserta kursus-kursus negeri yang menyeleng-
garakan pengajaran sekolah umum dan lanjutan khusus dilakukan pe-
nyesuaian yang diatur dalam rencana Pelajaran dan susunan sekolah dan 
kursus menurut Republik Indonesia :

–	 Kweekschool Nieuwe Stijl menjadi Sekolah Guru 6 tahun
–	 Normaalschool menjadi guru 4 tahun
–	 Opleid v Volksonderw dijadikan atau digabung dengan sekolah 

guru
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-–	 Opstrekcursus kweekschool menjadi kursus persamaan sekolah guru 
6 tahun (A)

–	 Opstrekeursus Normaal school menjadi kursus persamaan ijazah se-
kolah guru 4 tahun (B)

–	 Opleiding school vakond menjadi sekolah guru kepandaian putri 
(SGKP)

–	 Opleiding school hulpvakond menjadi sekolah guru kerajinan  
Wanita

Karena ini kebutuhan darurat, maka sifat KPKPKB juga sementara. 
Pemerintah tidak menghendaki kursus-kursus itu berlangsung permanen. 
Setelah pengalaman dua tahun dengan segala kelebihan dan kelemahan-
nya, pada tahun 1953, KPKPKB ditutup dan diganti dengan sekolah 
Guru Bantu (SGB). Pada tahap berikutnya, untuk meningkatkan kua-
litas tenaga pendidik, KPKPKB dikembangkan menjadi Sekolah Guru 
B (SGB) dengan masa studi empat tahun, dan selanjutnya ditingkatkan 
lagi menjadi Sekolah Guru A (SGA) selama enam tahun. Program SGB 
diarahkan untuk menyiapkan guru Sekolah Rakyat, dengan peserta ber-
asal dari lulusan SR yang lulus seleksi masuk sekolah lanjutan. Adapun 
SGA merekrut siswa dari lulusan sekolah lanjutan pertama. Seiring de-
ngan mendesaknya kebutuhan guru SR, pemerintah juga membuka jalur 
percepatan melalui pendirian Sekolah Guru C (SGC), yaitu pendidikan 
guru dua tahun setelah SR. Namun, efektivitas SGC dinilai rendah se-
hingga program ini kemudian dihentikan dan sebagian lembaganya di
alihkan menjadi SGB. Penutupan SGC tersebut dilakukan atas rekomen-
dasi PGRI, yang berpendapat bahwa masa pendidikan dua tahun tidak 
memadai untuk membentuk guru yang profesional dan matang. Untuk 
memenuhi kebutuhan guru di jenjang menengah, pemerintah membuka 
Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), serta Kursus B I 
dengan masa studi tiga tahun dan Kursus B II selama dua tahun setelah 
B I, yang diarahkan untuk menyiapkan guru bagi Sekolah Lanjutan Atas 
(SLA) (Suara Guru, Oktober 1953).

Pada tahun pertama, peserta belajar materi yang sama seperti kuri-
kulum SGB. Setelah itu mereka dikirim sebagai guru magang ke seko-
lah yang memiliki guru pembimbing. Tidak jarang para peserta dikirim 
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untuk membuka sekolah baru di desa; sekolah ini menjadi cikal bakal 
sekolah dasar enam tahun. Selama magang, mereka lebih banyak meng-
ajar, sementara sisanya digunakan untuk belajar dari modul tertulis yang 
dikirim oleh Balai Pendidikan Guru Tertulis di Bandung. Setelah satu 
tahun praktik, mereka kembali ke pusat pelatihan untuk belajar teori 
lanjutan sambil merenungkan pengalaman lapangan. Angkatan berikut-
nya menggantikan posisi mereka sehingga siklus pelatihan berlanjut sam-
pai peserta memperoleh sertifikat SGB. Pada 1950 jumlahnya mencapai 
378, dan hingga 1954 sekitar 3.370 kursus berhasil dibuka dengan lebih 
dari setengah juta peserta. Dampaknya sangat signifikan, ribuan calon 
guru segera diperbantukan ke sekolah-sekolah desa, banyak sekolah baru 
berhasil dibuka, dan sekolah dasar tiga tahun dapat ditingkatkan menjadi 
sekolah enam tahun untuk memenuhi tuntutan wajib belajar.

Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuk Sekolah Guru Atas 
(SGA) sebagai jenjang lanjutan dari SGB. Lulusan SGA dipersiapkan un-
tuk menjadi guru di Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar. Seiring dengan 
penyelenggaraan SGA, pemerintah juga membuka berbagai jalur pen-
didikan guru yang ditujukan bagi kebutuhan pendidikan kejuruan dan 
khusus, seperti Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK), Sekolah 
Guru Pendidikan Jasmani (SGPD), Pendidikan Guru Pendidikan Luar 
Biasa (PGPLB), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), serta Sekolah 
Guru Pendidikan Teknik (SGPT). 

2.	 Sekolah Guru Bantu (SGB)

Sekolah Guru B (SGB), berfungsi sebagai lembaga yang memberikan ku-
alifikasi minimal bagi guru sekolah dasar dan diterima oleh PGRI. Prog
ram ini berdurasi empat tahun dan menerima peserta didik dari lulusan 
sekolah dasar. Selama tiga tahun pertama, siswa SGB mengikuti sekitar 
41 jam pelajaran per minggu, yang pada tahun ketiga kemudian dise
suaikan menjadi 39 jam. Kurikulum mencakup berbagai mata pelajaran, 
antara lain Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, matematika 
dan aritmetika, fisika, kimia, biologi, geografi, sejarah, struktur pemerin-
tahan, menulis dan menggambar, menyanyi, keterampilan tangan, pen-
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didikan jasmani, serta ilmu rumah tangga atau kepramukaan (Be, 1972, 
hlm. 141). Pada tahun ketiga, dua jam pelajaran setiap minggu juga dia-
lokasikan khusus untuk mata pelajaran Pendidikan.

Kenaikan kelas hingga tahun ketiga didasarkan pada hasil ulangan 
kelas, tetapi untuk naik ke tahun keempat dan terakhir, siswa harus lulus 
ujian negara. Pada tahun keempat, waktu belajar untuk mata pelajaran 
Pendidikan (yang mencakup Psikologi dan Metodologi Pengajaran) di-
tingkatkan menjadi enam jam pelajaran per minggu. Mata pelajaran Ad-
ministrasi Sekolah juga ditambahkan. Yang paling penting, siswa mulai 
melaksanakan praktik mengajar di sekolah. Mereka tetap mempelajari 
mata pelajaran lain yang telah dipelajari pada tahun-tahun awal, tetapi 
dengan alokasi waktu yang lebih sedikit. Terakhir, mereka harus lulus 
ujian negara lainnya sebelum memperoleh Sertifikat Mengajar Sekolah 
Dasar.

SGB dan SGA merupakan jalur pendidikan prajabatan bagi calon 
guru sekolah dasar dengan masa studi masing-masing empat dan enam 
tahun setelah tamat sekolah dasar. Meskipun demikian, hingga sekitar ta-
hun 1956, lulusan SGA masih banyak diangkat untuk mengajar di ting-
kat SMP dan berbagai sekolah lanjutan pertama lainnya. Sementara itu, 
diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 junto Undang-
Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Peng-
ajaran di Sekolah bagi seluruh Indonesia menjadi tonggak penting da-
lam pembentukan sistem pendidikan nasional. Melalui undang-undang 
terwujud upaya formal untuk mengembangkan pendidikan nasional 
bagi seluruh bangsa Indonesia. Meskipun undang-undang ini diluncur-
kan pada tahun 1954, namun rencangannya sudah diproses sejak tahun 
1950. Kondisi politik yang terjadi menjadi kendala besar yang meng-
hambat dikeluarkannya undang-undang tentang pendidikan. 

Undang-undang No.4 tahun 1950 memuat tujuan pendidikan na-
sional yang tercantum pada Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa 
tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia susila yang cakap 
dan warga negara yang demokratis, setia bertanggung jawab terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sebagai negara yang menganut 
sistem demokrasi maka sudah selayaknya pendidikan diarahkan kepada 
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pembentukan warga negara yang bersifat demokratis pula. Sejalan de-
ngan hal tersebut maka aktivitas pendidikan harus dapat menanamkan 
dan mengembangkan sifat-sifat demokratis kepada anak didiknya. 

Diberlakukannya Undang-Undang No.4 tahun 1950 menyebabkan 
terjadinya perubahan dalam susunan sekolah di tanah air, dengan de-
mikian periode ini merupakan masa transisi. Akan tetapi masa transisi 
ini berlangsung lancar karena terjalin saling pengertian diantara pihak 
terutama di bekas negara federal. Contohnya di bekas Negara Indonesia 
Timur (NIT) dan negara Sumatera Timur, masa sekolah SMP yang se-
mula empat tahun mengalami perubahan menjadi tiga tahun. Pada masa 
peralihan itu, siswa kelas IV SMP dialihkan menjadi siswa kelas 1 SMA 
atau SGA (bagi yang ingin menjadi guru) dengan biaya pemerintah. 
Jika memilih SMA, mereka mendapat tunjangan satu tahun, sedang jika 
memilih SGA mendapat tunjangan sampat tamat (Adriono, 2011, hlm. 
54). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bagaimana pemerintah pada 
saat itu memberikan perhatian yang lebih pada sekolah pendidikan guru. 
Bagi siswa SGA mendapatkan tunjangan sampai akhir lulus sekolah se-
mentara kalau siswa SMA umum hanya mendapatkan tunjangan selama 
satu tahun. 

Masa studi di SGB berlangsung selama empat tahun dan diarahkan 
untuk menyiapkan guru bagi Sekolah Rakyat. Peserta didik direkrut dari 
lulusan SR yang berhasil lulus seleksi masuk sekolah lanjutan. Pada kelas 
I hingga III, pembelajaran masih bersifat umum, sedangkan materi ke-
pendidikan baru diberikan secara khusus pada kelas IV. Pada tingkat ini, 
lulusan SMP juga dapat diterima sebagai peserta didik. Secara organisa-
toris, SGB dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang dibantu sejumlah 
guru, sebagian di antaranya berstatus tidak tetap karena keterbatasan te-
naga pendidik tetap. Sistem evaluasi dilaksanakan dalam dua tahap, yak-
ni ujian pertama pada akhir kelas II dan ujian kedua pada akhir kelas IV. 

Peserta didik SGB direkrut dari lulusan Sekolah Rakyat (SR) yang 
berhasil lulus ujian masuk Sekolah Lanjutan Pertama (SLP). Lama pen-
didikan ditetapkan selama empat tahun, yang secara fungsional setara 
dengan tiga tahun pendidikan umum (setingkat SMP) ditambah satu 
tahun pendidikan keguruan. Siswa pada kelas III SGB diberi peluang 
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untuk melanjutkan ke jenjang SGA melalui mekanisme seleksi khusus. 
Di samping itu, pemerintah juga menyelenggarakan kelas IV SGB isti-
mewa, yang dikenal sebagai Kursus Guru B (KGB). Persyaratan untuk 
mengikuti KGB adalah mereka yang telah memiliki ijazah SMP. Setelah 
mendapatkan pendidikan selama satu tahun dengan pembelajaran utama 
di bidang keguruan maka dapat diberikan ijazah SGB dan dapat ditugas-
kan mengajar sebagai guru di SR.

Memasuki awal 1950-an, SGB berkembang dengan sangat pesat. 
Tahun 1952 sudah ada 184 sekolah dengan hampir 33 ribu siswa, dan 
pada tahun berikutnya jumlahnya melonjak menjadi 534 sekolah. SGB 
tersebar luas hingga ke hampir seluruh kecamatan pedesaan. Seluruh sis-
wanya memperoleh beasiswa pemerintah dan wajib bekerja untuk pe-
merintah setelah lulus selama masa penerimaan beasiswa ditambah dua 
tahun. Kondisi ini membuat SGB menjadi pilihan menarik, terutama 
bagi keluarga petani, karena membuka peluang bagi anak-anak mereka 
menjadi pegawai kantor. Namun, popularitas ini menimbulkan masalah 
baru, jumlah lulusannya jauh melampaui kebutuhan guru sekolah dasar. 
Pada 1954/55 terdapat surplus sekitar 8.000 lulusan yang tidak tertam-
pung. Surplus ini terus meningkat, sehingga tekanan untuk menghenti-
kan SGB semakin kuat, dan akhirnya sekolah-sekolah tersebut dihapus 
secara bertahap pada 1957–1960.

Pendidikan di SGB merupakan proses yang panjang dan mahal. Se
tiap siswa mendapat beasiswa, dan mereka “ditahan” selama empat tahun 
sebelum dapat mengajar di kelas. Selama empat tahun tersebut, jumlah 
siswa sekolah dasar terus meningkat dengan cepat, sehingga kebutuh-
an akan guru juga semakin besar. Karena itu, Kementerian Pendidik-
an segera memperkenalkan Kursus Guru B (KGB) untuk memastikan 
pasokan guru sekolah dasar tetap tersedia. Kursus ini berlangsung satu 
tahun dan hanya dibuka bagi lulusan SMP atau yang setara. Para calon 
guru telah menyelesaikan tiga tahun pendidikan umum setelah sekolah 
dasar, dan mereka dilatih menjadi guru dalam waktu satu tahun untuk 
melengkapi lulusan SGB. Sering kali KGB dilaksanakan bersamaan de-
ngan kelas empat SGB, menggunakan tenaga pengajar dan fasilitas yang 
sama karena kurikulumnya serupa. Namun program ini kurang diminati. 
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Banyak lulusan SMP lebih memilih melanjutkan pendidikan ke SMA 
daripada mengambil kursus cepat untuk menjadi guru SD. Akibatnya, 
KGB makin berkurang dan akhirnya dihentikan. Walaupun demikian, 
struktur dan pengalaman program ini tetap tersimpan sehingga dapat 
diaktifkan kembali saat keadaan darurat. Contohnya, ketika SPG kewa-
lahan memenuhi kebutuhan guru pada awal 1960-an—diperparah oleh 
pertumbuhan penduduk dan penutupan SGB—program KGB dihidup-
kan kembali sebagai SPG-C. Program ini bahkan masih berlangsung 
hingga kini.

3.	 Sekolah Guru Atas (SGA)

Pendirian SGA didorong oleh pandangan bahwa pendidikan guru se-
lama empat tahun belum cukup untuk membekali calon guru dengan 
pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, dibuka jalur SGA yang 
menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun setelah SMP. Selain lu-
lusan SMP, peserta didik juga dapat berasal dari lulusan kelas III SGB. 
Jenis mata pelajaran di SGA pada dasarnya sama dengan yang diajarkan 
di SGB, tetapi dengan cakupan dan kedalaman materi yang lebih luas.
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SGA dirancang sebagai lembaga dengan kualifikasi tertinggi bagi guru 
SD, setara 12 tahun pendidikan. Namun setelah SGB dihapus antara 
1957–1960, SGA tidak berkembang cukup cepat dan akhirnya digabung 
menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada 1962. SPG menyediakan 
tiga sertifikasi: guru umum SD, guru prasekolah, dan guru pendidikan 
khusus. Kurikulumnya dibagi menjadi pendidikan kewarganegaraan, pe-
ngetahuan dasar, dan keterampilan khusus (Kelabora, 1975, hlm. 35).

SPG kemudian diberi mandat baru dengan tiga jalur sertifikasi: guru 
SD umum, guru prasekolah, dan guru pendidikan khusus. Kurikulum-
nya direstrukturisasi: lima hari digunakan untuk pembelajaran reguler se-
jumlah 35 jam pelajaran, sementara hari Sabtu digunakan untuk aktivitas 
olahraga dan seni. Semua siswa menjalani kurikulum umum pada tahun 
pertama, lalu memilih spesialisasi pada tahun kedua. Mata pelajaran pun 
dibagi menjadi tiga kategori utama: pelajaran kewarganegaraan, pelajaran 
dasar seperti Matematika, dan pelajaran keterampilan khusus sesuai jalur 
sertifikasi, misalnya Psikologi Abnormal untuk calon guru pendidikan 
khusus. Reformasi ini pada akhirnya membentuk pola yang lebih ter-
struktur dalam pendidikan guru sekolah dasar.

Sekolah Guru A (SGA) ditetapkan sebagai jalur pendidikan guru de-
ngan kualifikasi tertinggi. Program ini berlangsung enam tahun setelah 
pendidikan dasar sehingga mencakup total 12 tahun sekolah. Berbeda 
dari SGB, SGA tidak merekrut langsung dari lulusan sekolah dasar, me
lainkan mengambil sekitar 5% siswa terbaik dari SGB tahun ketiga. Ka
rena jumlah SGA jauh lebih sedikit sekitar satu untuk setiap sepuluh SGB 
nyaris seluruh kursi kelas pertama SGA diisi oleh lulusan SGB pilihan.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah menunjukkan perhatian terhadap 
kesejahteraan guru melalui kebijakan peningkatan honorarium. Meski-
pun besaran sebelumnya yang ditetapkan dalam Putusan Menteri PP 
dan K tanggal 17 November 1949 tidak dapat dirinci karena keterba-
tasan sumber dan arsip, Putusan No. 426/C pada bagian pertimbangan 
menyebutkan perlunya menaikkan batas maksimum honorarium bagi 
guru tidak tetap. Tujuannya agar pengajaran setiap mata pelajaran dapat 
sebanyak mungkin ditangani oleh tenaga pengajar yang sama. Dengan 
diberlakukannya kebijakan tersebut, pemerintah pada dasarnya berupaya 
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memperbaiki kondisi ekonomi guru dan meningkatkan stabilitas pelak-
sanaan pembelajaran.Persyaratan bagi siswa yang dapat diterima di SGA 
atau SG 6 tahun adalah :

1.	 Lulusan SMP Negeri
2.	 Lulusan SGB Negeri
3.	 Siswa SGB kelas III yang lulus seleksi dapat langsung melanjutkan 

ke SGA. Lama pelajaran selama 3 tahun.

Struktur kurikulum SGA:

No Mata Pelajaran Kelas
I II III

A. Mata Pelajaran Pokok
1 Ilmu Guru

a. Ilmu mendidik
b. Praktek Mengajar

4
-

4
-

6
6

2 Bahasa Indonesia 4 4 4
3 Bahasa Daerah 3 3 3
4 Menggambar/ Menulis 2 2 2
5 Seni Suara 2 2 2
6 Pekerjaan Tangan 2 2 2
7 Pendidikan Jasmani 3 3 3

B. Mata Pelajaran Penting
8 Berhitung 2 3 1 ½
9 Bahasa Inggris 3 3 4
10 Ilmu Bumi 3 3 1
11 Sejarah/ Tata negara 3 3 1
12 Ilmu Hayat 3 3 1
13 Ilmu Alam 3 2 1

C. Mata Pelajaran Pelengkap
14 Ilmu pasti 1 1 ½

D. Umum
13 Pelajaran Agama 2 2 2

Jumlah 40 40 40
Dikutip dari Rencana Pelajaran Sekolah Guru 6 tahun (SGA) Tahun 1956
Sumber: Djumhur & Danasuparta, 1959, hlm.168
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Berdasarkan struktur di atas, dapat dilihat bahwa untuk menyelesai-
kan SGA diperlukan 3 tahun proses pembelajaran. Untuk setiap tingkat-
an masing-masing memiliki bobot jam pelajaran selama 40 jam. Terda-
pat empat kelompok mata pelajaran yang diberikan di SGA, yaitu; mata 
pelajaran pokok, mata pelajaran penting, mata pelajaran pelengkap dan 
mata pelajaran umum. Mata pelajaran pokok merupakan mata pelajar-
an yang di dalamnya memuat keterampilan utama sebagai calon guru 
yaitu diantaranya terdapat mata pelajaran ilmu guru yang memuat teori 
dan juga praktek (ilmu mendidik dan praktek mengajar) dan bahkan 
bobotnya sangat besar dibandingkan dengan mata pelajaran lain yaitu 
sampai 6 jam pada kelas III. Kelompok mata pelajaran penting nam-
paknya diisi oleh mata pelajaran yang memperkuat penguasaan materi 
bagi calon guru. Kelompok mata pelajaran tersebut mencakup bidang 
berhitung, ilmu alam, dan ilmu sosial, yang kemudian diperkuat dengan 
penambahan satu mata pelajaran pada kelompok pelengkap, yaitu ilmu 
pasti. Selain itu, pendidikan agama juga dimasukkan sebagai bagian dari 
kelompok mata pelajaran umum. Salah satu aspek yang menarik dalam 
kurikulum SGA adalah penetapan satuan waktu pembelajaran sebesar 
½ jam pelajaran. Namun, hingga kini tidak ditemukan keterangan yang 
pasti mengenai durasi riil yang dimaksud dengan satu satuan jam pela-
jaran tersebut.

Kurikulum SGA serupa dengan kurikulum SGB (Be, 1972, hlm. 
142). Semua mata pelajaran yang diajarkan di SGB dilanjutkan kembali 
di SGA dengan tingkat pendalaman yang lebih tinggi. Seperti halnya di 
SGB, praktik mengajar selama enam jam pelajaran per minggu dilakukan 
pada tahun terakhir. Satu-satunya perbedaan penting antara SGA dan 
SGB terletak pada mata pelajaran Pendidikan, yang sudah diajarkan sejak 
tahun pertama bersamaan dengan mata pelajaran lainnya. Pada tahun 
pertama, empat jam pelajaran per minggu dialokasikan untuk Pendidik-
an; jumlah ini meningkat menjadi lima jam pada tahun kedua dan ketiga.

Karena berbagai alasan, penghapusan SGB pada akhir 1960 tidak di-
sertai perluasan SGA. Dengan jumlah SGA kurang dari 100 di seluruh 
negeri, ancaman kekurangan guru kembali menjadi kemungkinan nyata. 
Tekanan besar kemudian diarahkan kepada SGA untuk memperluas ka-
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pasitasnya guna melatih lebih banyak guru bagi sekolah dasar yang terus 
bertambah. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai kelayakan SGA 
sebagai satu-satunya lembaga pendidikan guru sekolah dasar. Akhirnya, 
pada tahun 1962 diputuskan untuk mengintegrasikan seluruh lembaga 
pendidikan guru tingkat menengah ke dalam SGA dan memperkuatnya 
menjadi satu-satunya sekolah pendidikan guru, yang kemudian dikenal 
sebagai Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

4.	 Kursus Guru C, Kursus Guru B dan Kursus Guru A

Kebijakan kewajiban 10 tahun belajar dengan menetapkan batas minimal 
kelulusan SR memberikan dampak bagi permintaan guru SR bertambah 
banyak. Hal ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pen-
didikan guru yang lebih singkat untuk mempercepat pemenuhan akan 
tenaga guru SR. Langkah tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan 
pendidikan guru SR menjadi 3 macam :

a.	 Sekolah Guru C (SGC atau SG 2 tahun)
	 Pendidikan sekolah guru C berlangsung selama 2 tahun. Siswa 

yang diterima di SGC adalah tamatan SR atau yang dapat disama-
kan dengan CVO atau OVVO pada masa kolonial Belanda. Seko-
lah Guru C tidak bertahan lama, hanya berlangsung kurang lebih 
selama satu setengah tahun saja. Hal ini disebabkan SGC kurang 
mendapatkan respons dan dukungan yang baik dari masyarakat. 
Beberapa sekolah SGC kemudian berubah menjadi SGB. 

b.	 Kursus-Kursus Guru
	 Di Indonesia, peningkatan kualifikasi dan pelatihan dalam jabat-

an merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem pendidikan 
guru. Pada tahun 1951 diperkirakan bahwa sekitar 23.000 guru ti-
dak memiliki kualifikasi mengajar sama sekali (kebanyakan lulusan 
sekolah dasar); dan 26.900 guru lainnya hanya memiliki sertifikat 
mengajar dua tahun, terutama dari KPKPKB. Secara keseluruhan, 
50.200 guru membutuhkan peningkatan kualifikasi dan pelatihan 
dalam jabatan segera pada tahun 1951 saja (Poerbakawatja, 1970, 
hlm. 168). Langkah pertama untuk mengatasi hal ini adalah pem-
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bentukan Rukun Belajar B (RBB) untuk belajar memperoleh serti-
fikat SGB dan Rukun Belajar A (RBA) untuk sertifikat SGA. RBB 
dan RBA dibentuk jika ada cukup banyak guru yang berminat: 
minimal 15 orang di Jawa dan lima orang di daerah lain. Kuriku-
lumnya berdasarkan bahan tertulis yang disediakan dari Bandung. 
Setiap kelompok belajar bertemu empat kali seminggu setelah jam 
sekolah, selama tiga jam. Pemimpin kelompok dipilih pada per-
temuan pertama. Tugasnya meliputi: memantau kehadiran, me-
nerima pelajaran tertulis dari pemerintah, dan menangani kores-
pondensi. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab dalam kelompok 
dikirimkan ke Kementerian Pendidikan di Jakarta. Melalui sistem 
belajar kelompok dan kursus korespondensi inilah para peserta 
mempersiapkan diri menghadapi ujian SGB. Setelah menyelesai-
kan program RBB, mereka dapat melanjutkan ke RBA dan belajar 
dengan cara yang sama untuk memperoleh sertifikat SGA. Dengan 
cara ini, banyak guru berhasil meningkatkan kualifikasi mereka. 
Kursus-kursus guru yang dikembangkan pemerintah pada saat itu 
bertujuan untuk:
1.	 Memperbaiki mutu guru-guru SR yang belum memiliki ijazah 

SGB. Untuk mencapai tujuan ini maka upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah antara lain 
a.	 Kursus Lisan Persamaan SGB (KLPSGB) diselenggarakan 

selama empat tahun dan dilaksanakan secara lisan pada 
waktu sore hari. Pengajarnya direkrut dari guru-guru yang 
bertugas di sekolah lanjutan di daerah setempat. Adapun 
mata pelajaran yang diberikan pada program ini pada dasar-
nya sama dengan yang diajarkan di SGB.. Sebagai alternatif 
dari sistem belajar kelompok berbasis modul tertulis (RBB 
dan RBA), pemerintah menyediakan jalur lain yaitu kur-
sus lisan KLPSGB dan KLPSGA. Kursus ini bersifat paruh 
waktu namun intensif dan hanya diselenggarakan di wilayah 
yang memiliki tenaga ahli dan sarana yang mencukupi. Pe-
sertanya adalah guru yang sudah mengajar sehingga perte-
muan diadakan lima kali seminggu, masing-masing dengan 
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total 20 jam pelajaran. Karena peserta merupakan praktisi, 
materi dalam kursus lebih difokuskan pada mata pelajar-
an yang akan diajarkan di sekolah, bukan pada teori atau 
mata kuliah profesional. Hal ini menjadi perbedaan utama 
dari kurikulum SGB dan SGA. Guru yang menyelesaikan  
KLPSGB dan lulus ujian dapat melanjutkan ke KLPSGA 
untuk memperoleh kualifikasi penuh sebagai guru SD. Kur-
sus-kursus ini berkembang cepat dan dibuka hampir ber
samaan dengan SGB dan SGA. Pada pertengahan 1952, 
jumlahnya mencapai 116 kursus KLPSGB dan 20 KLPSGA 
di seluruh Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya jalur 
ini sebagai penguatan kapasitas guru saat itu.

b.	 Rukun belajar kursus tertulis persamaan SGB (RBB). RBB 
dikembangkan pemerintah untuk memperluas kesempatan 
bagi guru-guru di daerah. Kondisi ini terjadi karena Kursus 
Lisan Persamaan (KLP) hanya tersedia di kota-kota besar, 
sehingga guru-guru di wilayah pedesaan tidak memiliki ak-
ses untuk mengikutinya. Oleh sebab itu, pemerintah mem-
perluas penyelenggaraan RBB dan RBA dalam jumlah be-
sar. Program-program ini dirancang agar para guru Sekolah 
Rakyat yang tinggal jauh dari pusat kota dapat belajar secara 
mandiri untuk memperluas pengetahuan mereka, yang pada 
gilirannya diharapkan dapat meningkatkan prospek karier 
kependidikan mereka. 

Penyelenggara RBB dan RBA adalah Balai Kursus Ter-
tulis Pendidikan Guru Bandung (Balai Pendidikan Guru). 
Cara yang dilakukan adalah dengan mengirimkan bahan-
bahan pelajaran secara berkala kepada tiap-tiap RB. Rukun 
Belajar dapat didirikan apabila di suatu tempat dapat ber-
kumpul sekurang-kurangnya 15 orang guru (untuk Jawa 
dan Madura) atau 5 orang (untuk luar Jawa). Guru-guru 
yang karena kondisi tidak dapat menjadi anggota salah satu 
RB dibolehkan menjadi anggota terpencar. Tiap RB di-
pimpin oleh seorang ketua yang juga merupakan bagian/ 
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anggota RB. Ketua menerima pelajaran-pelajaran dari Balai 
Pendidikan Guru dan bertugas memimpin pelajaran dengan 
anggota kelompoknya. Pertemuan dilakukan selama 4 kali 
dalam seminggu. Kesulitan yang dihadapi dapat dipecahkan 
bersama dengan cara mengirimkan pertanyaan secara tertu-
lis pada BPG.

RBB terbagi dalam 4 tingkatan dan diakhiri dengan uji-
an negeri yang diselenggarakan oleh Departemen PDK un-
tuk mencapai ijazah persamaan SGB. Sampai tahun 1959, 
untuk mendapatkan ijazah persamaan SGB maka peserta 
RBB harus menempuh ujian dalam semua mata pelajaran. 
Hal ini kemudian mengalami perubahan yang mulai diber-
lakukan sejak tahun 1959 dimana ujian diadakan selama 4 
kali berturut-turut yang dilaksanakan setiap bulan Desem-
ber. Setiap akhir tahun pelajaran diuji tiga mata pelajaran 
sebagai berikut:

Tahun pertama Ilmu bumi, sejarah dan menggambar
Tahun kedua Ilmu alam, ilmu hayat dan seni suara
Tahun ketiga Bahasa daerah, berhitung dan pendidikan jasmani
Tahun keempat Ilmu guru dan bahasa Indonesia

Sumber: Djumhur & & Danasuparta, 1959, hlm. 170

2.	 Meningkatkan wawasan guru-guru Sekolah Rakyat yang telah 
memiliki kualifikasi setara SGB agar mereka dapat memenuhi 
persyaratan untuk memperoleh ijazah SGA.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah  
melaksanakan:
a.	 Kursus lisan persamaan SGA (KLPSGA)

Program kursus ini diselenggarakan secara tatap muka pada 
waktu sore hari dengan durasi dua tahun. Para pengajarnya 
umumnya berasal dari guru-guru SGA di daerah setempat.
Pada tahun 1954 semua KLPSGA dihapus dan kemudian 
digantikan oleh kursus guru A (KGA).
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Adapun mata pelajaran yang diberikan pada kursus lisan 
persamaan SGA (KLPSGA) berdasarkan sumber yang ditu-
lis oleh Djumhur & Danasuparta, 1959: 169 terdiri dari:
1.	 Ilmu guru
2.	 Bahasa Indonesia
3.	 Bahasa Daerah
4.	 Bahasa Inggris
5.	 Ilmu Pasti/ berhitung
6.	 Ilmu Alam/ Kimia
7.	 Ilmu Ekonomi
8.	 Ilmu Hayat
9.	 Ilmu Bumi
10.	 Sejarah/ Ketatanegaraan
11.	 Seni Suara

b.	 Rukun belajar kursus tertulis persamaan SGA (RBA)
RBA diselenggarakan dalam dua jenjang dengan pembagi-
an kelompok peserta yang pada prinsipnya serupa dengan 
RGB. Pada tahap awal, lulusan RBA dapat mengikuti ujian 
persamaan SGA bersama peserta KLPSGA. Namun, setelah 
KLPSGA ditiadakan, tersedia dua jalur yang dapat ditem-
puh oleh peserta RBA untuk memperoleh ijazah SGA ne-
geri, yaitu :
1.	 Mengikuti ujian penghabisan SGA negeri sebagai ekstra-

nei (calon luar biasa), bersama-sama dengan siswa kelas 
3 SGA. Peserta dengan kualifikasi ini harus menempuh 
ujian sekaligus untuk semua mata pelajaran termasuk 
praktek mengajar.

2.	 Peserta dapat mengikuti ujian akhir SGA negeri bersama 
peserta KGA negeri. Dalam skema ini, mereka diperke-
nankan menempuh ujian hingga tiga tingkat.
Ujian penghabisan untuk mendapat ijazah SGA ini ber-

langsung sampai akhir tahun 1959. Peserta ujian ditentu-
kan mereka yang menjadi peserta RBA yang terdaftar se-
belum tanggal 1 Januari 1956 (Djumhur & Danasuparta,  
1959: 171)
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c.	 Kursus Guru A (KGA)
Kursus guru A (KGA) didirikan sebagai pengganti  
KPLSGA. Hal ini mulai diberlakukan sejak tahun 1954. Pe-
laksanaan kursus guru A (KGA) terbagi dalam tiga tingkat-
an. Pada setiap tingkatan diakhiri dengan menempuh ujian 
dalam lima mata pelajaran. Pelaksanaan ujian dilaksanakan 
bersama-sama dengan siswa-siswa SGA.

Adapun mata pelajaran yang diujikan untuk setiap ting-
katannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tingkat I Bahasa Daerah
Seni Suara
Pekerjaan Tangan
Menggambar
Menulis

Tingkat II Ilmu Hayat
Ilmu Alam
Sejarah/ Tata negara
Ilmu Bumi
Ilmu Pasti/ Berhitung

Tingkat III Ilmu Mendidik
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Pendidikan Jasmani
Praktek Mengajar

Sumber: Djumhur & Danasuparta, 1959: 171

5.	 Kursus BI dan BII

Embrio pendidikan pra-jabatan calon guru pada jenjang pendidikan ting-
gi (artinya di atas SLTA) pada zaman kemerdekaan sesungguhnya telah 
dimulai sejak awal tahun 1950-an dengan dibukanya Kursus B-I yang ke-
mudian dilanjutkan dengan Kursus B-II. Peserta kursus ini diutamakan 
dari kalangan guru-guru yang telah mengajar di SLTA (ada juga guru-
guru SLTP), dan setelah lulus mereka kembali bertugas di sekolahnya de-
ngan status sebagai “Guru Ahli”. Kursus B-I dan B-II memiliki berbagai 
jurusan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di SLTA (Umum 
dan Kejuruan), antara lain IPA, Matematika, Sejarah, Ilmu Bumi, Ba-
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hasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pendidikan. Kursus ini ber-
langsung sampai dengan tahun 1961 untuk selanjutnya digabungkan ke 
dalam FKIP (Supriadi, 2003, hlm. 64-65). Dalam periode yang hampir 
bersamaan, yaitu tahun 1950, didirikan Fakultas Sastra, Pedagogik, dan 
Filsafat pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang antara 
lain bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kependidikan untuk seko-
lah menengah. Pada tahun 1955, fakultas ini dimekarkan menjadi tiga 
fakultas yang berdiri sendiri, yakni Fakultas Sastra, Fakultas Pendidikan, 
dan Fakultas Filsafat.

Negara yang baru merdeka dihadapkan pada kekurangan guru terla-
tih. Banyak guru peninggalan jaman Belanda dan Jepang tidak meme-
nuhi kualifikasi pendidikan formal. Sementara kebutuhan akan tenaga 
pendidik meningkat pesat seiring dengan semangat Masyarakat untuk 
bersekolah sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah men-
dirikan berbagai kursus pendidikan guru sementara yang salah satunya 
adalah kursus BI (Bekas Induk) dan kursus BII (Bekas Induk II).

Kursus BI merupakan pendidikan guru tingkat menengah yang di-
selenggarakan sebagai program sementara untuk mencetak guru sekolah 
menengah pertama (SMP). Adapun tujuan dari kursus BI adalah:

1.	 Menghasilkan guru sekolah menengah yang memenuhi standar 
pedagogis dasar

2.	 Mengisi kekurangan guru pasca kemerdekaan
3.	 Memberi kesempatan bagi guru Sekolah Rakyat (setingkat SD) 

yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi

Berkaitan dengan kursus BI dapat dijelaskan Syarat-syarat masuk kur-
sus BI berdasarkan sumber Almanak 1960 (hal 85) sebagai berikut: 

Calon-calon pengikut harus memenuhi beberapa syarat-syarat ter
tentu yang dapat dirinci sebagai berikut:

A.	Lulusan SMA dapat langsung diterima. Beberapa jurusan meng
adakan seleksi tertentu

B.	 Lulusan sekolah kejurusan Tingkat atas (SMEA, STM, SGKP, juga 
SGPD, SGA, SGTK):
a.	 Bernilai rata-rata 7,5 (tujuh setengah) dan bagi mata pelajaran 

yang akan diikuti bernilai 8 dapat langsung diterima
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b.	 Mempunyai masa kerja 2 tahun sebagai guru bagi mereka yang 
tidak memenuhi syarat tersebut di atas 

C.	Guru-guru yang berijazah persamaan SGA :
a.	 Dapat diterima untuk jurusan-jurusan bahasa, pengetahuan so-

sial dan ekspresi
b.	 Bernilai rata-rata 6,5 (enam setengah)
c.	 Untuk mata pelajaran yang akan diikuti sekurang-kurangnya 

tujuh
d.	 Bermasa kerja 10 tahun

D.	Guru yang berijazah tersebut pada sub B-b yang bertempat kedu-
dukan di tempat yang memiliki kursus BI dapat langsung diterima 
asal bernilai rata-rata 7

Lama pendidikan kursus BI biasanya berlangsung selama 2 tahun se-
telah lulus dari Sekolah Guru B (SGB) atau Sekolah Guru C (SGC), 
tergantung latar belakang pendidikan sebelumnya. Kurikulumnya meli-
puti materi ilmu pendidikan dan psikologi; metodologi pengajaran un-
tuk sekolah menengah pertama; mata Pelajaran umum seperti Bahasa  
Indonesia, Sejarah, ilmu bumi, matematika serta latihan mengajar di se-
kolah latihan (praktik lapangan).

Kursus BII merupakan kelanjutan dari kursus BI dengan tujuan me-
nyiapkan guru sekolah menengah atas. Dengan demikian kursus BII di-
kembangkan untuk meningkatkan kualifikasi guru dari tingkat mene-
ngah ke tingkat atas dan membentuk guru sekolah menengah atas yang 
memiliki dasar akademik dan profesional lebih kuat. Lama pendidikan 
kursus BII juga berlangsung selama 2 tahun setelah menyelesaikan kursus 
BI. Adapun materi yang diajarkan pada kurikulumnya meliputi materi 
pedagogik lanjutan, pendalaman bidang studi (misalnya bidang Sejarah, 
Bahasa, ilmu alam atau sosial), praktik mengajar di sekolah serta penulis-
an karya ilmiah atau laporan praktik pendidikan.

Sedangkan persyaratan untuk mengikuti kursus BII seperti yang dije-
laskan dalam Almanak (1960, hlm. 87) adalah bahwa para calon kursus 
BII telah berkedudukan sebagai pegawai negeri atau guru negeri harus 
melampirkan pada formulir pendaftaran:
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1.	 Salinan ijazah dan daftar nilai ujian penghabisan BI yang dibenar-
kan oleh kepala kantor/ sekolah/ jawatan pendidikan di tempat ia 
bekerja

2.	 Persetujuan dari kepala seksi yang bersangkutan pada perwakilan 
PP&K di daerah dan kepala urusan Pendidikan yang bersangkutan 
di Kementerian PP &K
a.	 Pegawai negeri harus melampirkan surat persetujuan sekretaris 

jenderal kementrian yang bersangkutan
b.	 Guru-guru sekolah partikelir harus melampirkan surat persetu-

juan pengurus yayasan/ badan yang bersangkutan
3.	 Keterangan instansi yang berhak memindahkan dia, bila dia tidak 

bekerja di tempat kursus BII, tentang penempatannya pada waktu 
ia diterima sebagai pengikut

4.	 Keterangan tertulis bahwa pemohon sanggup mengusahakan sen-
diri perumahan di tempat kursus BII diadakan 

Adapun isi kurikulum yang menjelaskan apa yang dipelajari pada kur-
sus BI dapat dilihat pada contoh kursus BI Pendidikan kepandaian putri 
sebagai berikut:

Usul Rencana Pelajaran Baru Kursus BI Pendidikan Kepandaian Putri 
Selama 3 Tahun

Masa I

Semester I Semester II
1.	 Bahasa Indonesia
2.	 Bahasa Inggris 
3.	 Filsafat Kesehatan R.T
4.	 Sosiologi
5.	 Ekonomi
6.	 Ilmu Kesehatan
7.	 Memasak
8.	 Ilmu gizi
9.	 Ilmu kimia
10.	Ilmu alam

2 
4
1
2
2
3
7
4
3
3

1.	 Bahasa Indonesia
2.	 Bahasa Inggris
3.	 Mengatur rumah tangga
4.	 Sosiologi
5.	 Ekonomi
6.	 Ilmu Kesehatan
7.	 Memasak
8.	 Ilmu gizi
9.	 Ilmu kimia
10.	Ilmu alam
11.	Anatomi

2
4
2
2
2
3
7
2
4
2
2

Jumlah 31 Jumlah 32
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Masa II

Semester I Semester II
1.	 Bahasa Indonesia
2.	 Bahasa Inggris 
3.	 Penyelidikan Kesehatan 

R.T
4.	 Ilmu Kesehatan
5.	 Memasak
6.	 Ilmu kimia
7.	 Ilmu faal
8.	 Anatomi
9.	 Ilmu Pendidikan
10.	Menggambar

2
2
4

2
10
4
2
2
2
2

1.	 Bahasa Indonesia
2.	 Bahasa Inggris 
3.	 Penyelidikan Kesehatan R.T
4.	 Ilmu Kesehatan
5.	 Memasak
6.	 Ilmu kimia
7.	 Ilmu pendidikan
8.	 Pem & Pendidikan anak-

anak
9.	 pengetahuan barang-barang
10.	kepribadian (personal 

development)

2
2
4

2
8
4
2
3

4

1
Jumlah 32 Jumlah 32

Masa III

Semester I Semester II
1.	 Bahasa Inggris
2.	 Memasak
3.	 Kekeluargaan
4.	 Ilmu Pendidikan
5.	 Melengkapi rumah
6.	 Penyelidikan (research)
7.	 Pengetahuan barang-

barang
8.	 Mengajar

2
7
3
2
5
2
4

7

1.	 Bahasa Inggris
2.	 Memasak
3.	 Tata usaha sekolah
4.	 Ilmu Pendidikan
5.	 Mengatur rumah tangga
6.	 Penyelidikan (research)
7.	 Methodik
8.	 Alat peraga
9.	 Mengajar

2
7
3
3
4
3
2
2
7

Jumlah 32 Jumlah 32

Kursus BI lainnya yang juga dikembangkan misalnya kursus untuk 
Guru Sekolah Tehnik Tertulis. Kursus ini dimaksudkan untuk mem
berikan pendidikan tambahan sambil bekerja (in service training) kepada 
guru-guru Teknik. Adapun tujuannya adalah untuk menyiapkan guru-
guru Tehnik untuk mencapai wewenang mengajar pada sekolah-sekolah 
kejuruan tehnik, khusus untuk mata-mata pelajaran yang bersangkutan 
dengan praktek tersebut. Dengan perantaraan kursus tersebut dengan 
singkat akan disampaikan:
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a.	 Menanam jiwa pendidik
b.	 Mempertinggi mutu guru vak. tentang bagaimana mengajar se-

baik-baiknya dan cara menentukan bahan pelajaran praktek dan 
mata-mata pelajaran apa yang hendak diajarkan kepada anak  
didiknya

c.	 Mempertinggi mutu guru vak dalam ketangkasan kerja tangan un-
tuk lapangannya masing-masing

d.	 Mempertinggi mutu guru vak dalam merencanakan dan melak-
sanakan bahan-bahan pelajaran untuk murid-murid di sekolah  
tehnik.

Adapun persyaratan yang ditetapkan untuk penerimaan peserta kur-
sus ini adalah paling rendah memiliki ijazah S.T.P 3 tahun dan telah 
bekerja dalam perguruan selama 3 tahun. Adapun lama pendidikan ber-
langsung selama tiga tahun. Pelaksanaa kursus tersebut bersifat tertulis 
dengan keharusan berlatih di tempat-tempat yang telah ditentukan, ke-
cuali mata-mata pelajaran yang dapat dipelajari sendiri. matapelajaran 
praktek memakan waktu 3 tahun dengan bobot sebanyak 15 jam pela-
jaran seminggu

Mata-mata Pelajaran yang dipelajari meliputi ilmu pasti terpakai, Ba-
hasa Indonesia, Bahasa inggris diusahakan oleh tenaga-tenaga setempat; 
karena pusat belum menganggap mendesak (urgent), maka kursus tertulis 
untuk mata-mata pelajaran ini ditangguhkan. Buku-buku pedoman un-
tuk mata-mata pelajaran tersebut disampaikan dengan daftar buku-buku 
tersendiri

Rencana Pelajaran K.G.S.T yang bersifat tertulis didasarkan atas pe-
ngetahuan dasar S.T.P 3 tahun dan kesanggupan belajar normal, baik di 
rumah maupun di ruang praktek sebanyak 25 jam pelajaran seminggu 
dan dibagi dalam tiga tingkat. Tiap-tiap tingkat memerlukan waktu la-
tihan sebagai berikut:

Tingkat I	 : kurang lebih 1000 jam Pelajaran setahun 
Tingkat II	 : kurang lebih 900 jam Pelajaran setahun
Tingkat III	 : kurang lebih 800 jam Pelajaran setahun
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Jam Pelajaran masing-masing berlangsung selama 45 menit. Akan te-
tapi pada pelaksanaannya dapat dipersingkat sesuai dengan kondisi dan 
keadaan.

Daftar Mata Pelajaran Untuk Kursus Guru Sekolah Tehnik Tertulis

Mata Pelajaran Tingkat I Tingkat II Tingkat III
SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II

1.	 Praktikum
I.	 Tehnik auto mobil
II.	 Tehnik mesin kayu
III.	Tehnik diesel
IV.	Tehnik mesin
V.	 Tehnik Listrik
VI.	Fisika terpakai

2.	 Bahasa Indonesia
3.	 Bahasa Inggris
4.	 Ilmu Pasti Terpakai
5.	 Keamanan dan P.P.P.K
6.	 Analisa Latihan
7.	 Organisasi Pengajaran
8.	 Ujian dan Penilaian
9.	 Metode Pengajaran  

tentang Perindustrian
10.	Mengatur dan  

merencanakan Ruang Kerja
11.	Ilmu Jiwa, Metodik dan  

Didaktik

17

2
2
2
2
-
-
-
-

-

-

17

2
2
2
-
2
-
-
-

-

-

15

2
2
1
-
-
-
-
2

-

2

15

2
2
1
-
-
2
-
-

-

2

13

2
2
2
-
-
-
2
-

-

2

13

2
2
2
-
-
-
-
-

2

2

Jumlah Jam Pelajaran 25 25 24 24 23 23
Sumber: Almanak 1960

6.	 SGPD (Sekolah Guru Pendidikan Djasmani)

Melalui peraturan yang ditetapkan di Yogyakarta pada 24 Mei 1950, 
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia 
memutuskan untuk membuka Sekolah Guru Pendidikan Jasmani mu-
lai 1 Juli 1950. Lembaga pertama didirikan di Yogyakarta dengan tu-
juan menyiapkan calon guru pendidikan jasmani bagi sekolah lanjutan 
tingkat pertama. Dalam peraturan mengenai Sekolah Guru Pendidikan 
Jasmani, Pasal 1 menetapkan bahwa lembaga ini dibentuk untuk mem-
berikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada para pemuda yang 
berminat menjadi guru pendidikan jasmani pada jenjang sekolah lanjut-



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAN 1945-1954  

135

an tingkat pertama. Selanjutnya tujuan adalah memberi kemungkinan 
dan kesempatan untuk mencapai ijazah guru pendidikan jasmani yang 
memberi wewenang kepada pemegang ijazah tersebut mengajar dalam 
mata pelajaran pendidikan jasmani pada sekolah lanjutan tingkat per
tama. Selanjutnya pada pasal II disebutkan bahwa lama belajar pada 
sekolah guru pendidikan jasmani adalah 4 tahun sesudah tamat SMP. 
Lama belajar 4 tahun terdiri atas 3 tahun pelajaran teori dan satu tahun 
pelajaran praktis. 

Ikhtisar Rencana Pelajaran Sekolah Guru Pendidikan Jasmani

No Mata Pelajaran Isi Berapa Jam 
Seminggu Pada 

Kelas
I II III IV

1 Ilmu Jiwa 1.	Ilmu jiwa umum
2.	Ilmu jiwa anak
3.	Ilmu jiwa puber
4.	Ilmu jiwa adolescens

2 2 2

2 Ilmu Guru 1.	Ilmu mengajar umum - 1 2
3 Biologi 1.	Ilmu sel

2.	Ilmu anjaman
3.	Ilmu keturunan dan eugenetics

1 1 1

4 Anatomi 1.	Tentang tulang dan perhubungannya
2.	Tentang urat daging
3.	Tentang panca Indera
4.	Tentang kulit
5.	Alat peredaran darah
6.	Alat pernafasan
7.	Alat pencernaan
8.	Urat syaraf
9.	Kelenjar

2 2 2

5 Fisiologi 1.	Peredaran darah
2.	Pencernaan 
3.	Pernafasan
4.	Urat syaraf
5.	Pengaruh fisiologi daripada Latihan-

latihan badan

2 2 2

6 Ilmu Alam Hal-hal yang penting untuk Pelajaran 
fisiologi dan anatomi

1 1 -
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7 Kimia 1.	Kimia organic
2.	Proses kimia dalam tubuh manusia

1 1 -

8 Bernyanyi 1.	Mempelajari noten- baik
2.	Id. Nyanyian berkemah
3.	Id. Beberapa alat music

2 1 2

9 Pembuatan dan 
perlengkapan 
bangsal/ 
lapangan 
olahraga

1.	Syarat-syarat et.pembuatan dan 
perlengkapan bangsal/ lapangan 
olahraga

- - 1

10 Ilmu 
Kesehatan/
PPPK

1.	Kesehatan umum/ bagi sekolah
2.	Pertolongan-pertolongan pertama pada 

kecelakaan terutama juga mungkin 
terjadi dalam lingkungan keolahragaan

1 1 1

11 Pengetahuan 
umum tentang 
Pendidikan 
Jasmani 

1.	Sejarah Pendidikan jasmani
2.	Kedudukan Pendidikan jasmani dalam 

sekolah dan Masyarakat
3.	Sifat-sifat kerohanian Pendidikan 

jasmani
4.	Pembicaraan beberapa kitab 

Pendidikan jasmani
5.	Organisasi, perkumpulan, perlombaan, 

olympiade

1 1 1

12 Bersenam A.	Teori
1.	Sistim-sistim bersenam
2.	Bahan-bahan Pelajaran
3.	Susunan Pelajaran
4.	Bersenam irama

B.	Pekerjaan mandiri
1.	Latihan dengan alat
2.	Latihan dengan perkakas
3.	Latihan tidak dengan alat

C. Mengajar
1.	Di S.R/ S.D
2.	Melihat orang mengajar
3.	Mengajar teman

2

2

-

2

1

1

1

1

2
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13 Permainan A.	Teori
1.	Teori umum tentang permainan; 

pendapat tentang sebab-sebab 
anak bermain, manfaat permainan, 
pembagian permainan

2.	Peraturan-peraturan permainan 
dengan bola besar, kecil, tidak 
dengan alat

3.	Tehnik dan taktik beberapa 
permainan

B.	Pekerjaan Sendiri
1.	Cara-cara melempar, menangkap, 

menahan, memukul bola kecil
2.	Cara melempar, menangkap, 

menahan bola besar
3.	Memasukan bola besar dalam 

keranjang
4.	Membawa bola (dengan 

membanting-bantingnya ke tanah)
5.	Bermain beberapa permainan;

a.	Tidak dengan alat
b.	Dengan bola besar/kecil

C. Mengajar
1.	Di S.R, S.L
2.	Melihat orang mengajar (hospitaran)
3.	Mengajar teman

2

2

-

2

1

1

2

1

1

14 Athletik A.	Teori
1.	Riwayat athletic
2.	Latihan-latihan elementer
3.	Tehnik dan skill
4.	Peraturan perlombaan
5.	Metodik atletik

B.	Pekerjaan Sendiri
1.	Menjalankan Latihan elementer
2.	Dengan cara yang tertentu 

menjalankan Latihan-latihan atletik
C. Mengajar

1.	Di S.R/ S.L
2.	Melihat orang mengajar (hospitaran)
3.	Mengajar teman

1

2

-

1

2

1

1

1

1

15 Sport lainnya 1.	Berenang
2.	Anggar
3.	Pencak

2
1
1

2
1
1

2
1
1

16 Kepanduan, 
pekerjaan 
tangan

1 1 -

Jumlah Jam Pelajaran 30 30 30
Sumber: Arsip Dokumen ANRI
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Se-
kolah Guru Pendidikan Jasmani dirancang dengan masa pendidikan se-
lama empat tahun. Tiga tahun pertama berisi sejumlah mata pelajaran 
yang dikategorikan sebagai teori dengan ditetapkan masing-masing kelas 
terdiri dari 30 jam pelajaran setiap minggunya. Pada kelas 4 terdiri dari 
praktek tetapi tidak disebutkan secara spesifik mata pelajarannya apa ter-
masuk juga tidak ditetapkan jumlah jamnya. Pada kelompok mata pela
jaran teori yang diajarkan pada kelas I hingga III, tercatat sebanyak 16 
mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 
beberapa kategori, yaitu: bidang pedagogik yang membekali keterampil-
an mengajar; mata pelajaran umum yang berkaitan dengan pemahaman 
tubuh manusia, seperti psikologi, fisiologi, anatomi, biologi, dan kimia; 
bidang ilmu serta keterampilan olahraga, termasuk senam, atletik, re-
nang, dan anggar; serta mata pelajaran seni dan keterampilan, termasuk 
pembuatan perlengkapan bangsal dan pertolongan pertama (P3K).

7.	 SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Putri)

Pendirian Sekolah Guru Kepandaian Putri dilatarbelakangi oleh upaya 
pemerintah untuk membangun kembali sistem pendidikan nasional se-
telah berakhirnya kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang. Pada 
masa Hindia Belanda, akses pendidikan bagi perempuan sangat terba-
tas, dan hanya sebagian kecil yang dapat bersekolah di lembaga seperti 
Meisjes Normaalschool (sekolah guru putri). Setelah Indonesia merdeka, 
tumbuh kesadaran bahwa perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam 
pembangunan bangsa, khususnya melalui pendidikan dan penguasaan 
keterampilan rumah tangga serta sosial.

Pemerintah melalui Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kementerian PP & K) berupaya mendirikan lembaga pendidik-
an guru yang berorientasi pada pendidikan keterampilan dan peran do-
mestik perempuan, salah satunya adalah sekolah guru kepandaian putri 
(SGKP). Dengan demikian, pendirian SGKP berakar dari semangat na-
sionalisme dan emansipasi pendidikan yang menempatkan perempuan 
sebagai pendidik dan penggerak kesejahteraan keluarga serta masyarakat. 
Tujuan utama SGKP adalah mempersiapkan guru-guru perempuan yang 
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mampu mengajar di sekolah kepandaian putri (SKP) dan sekolah kejuru-
an sejenis. Selain itu, SGKP juga memiliki misi sosial dan kultural. Secara 
rinci tujuan SGKP meliputi:

1.	 Mendidik calon guru perempuan yang cakap dalam bidang kete-
rampilan rumah tangga seperti menjahit, memasak, mengatur ru-
mah tangga, merawat anak dan keterampilan perempuan lainnya.

2.	 Membentuk pribadi perempuan Indonesia yang berpengetahuan, 
berkepribadian luhur serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap 
keluarga dan masyarakat.

3.	 Menyiapkan tenaga pendidik yang dapat menanamkan nilai-nilai 
kesederhanaan, kebersihan, ketertiban dan moralitas pada siswi se-
kolah kepandaian putri.

4.	 Mendorong peran perempuan dalam pembangunan nasional teru-
tama di bidang pendidikan dan kesejahteraan keluarga

	 (sumber : Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Repub-
lik Indonesia. (1947–1949). Pedoman sementara pendidikan guru. Arsip 
Nasional Republik Indonesia (ANRI), Seri Pendidikan No. 42).

Masa studi di SGKP pada umumnya berlangsung selama tiga ta-
hun setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP 
atau yang setara. Struktur pendidikannya setara dengan Sekolah Guru 
B (SGB) yang juga berlangsung selama tiga tahun. Hanya saja SGKP 
memiliki orientasi khusus yaitu memberikan pendidikan keterampilan 
perempuan. Setelah menamatkan pendidikan, lulusan SGKP memiliki 
hak untuk menjadi guru di sekolah kepandaian putri (SKP), sekolah me-
nengah kepandaian putri (SMKP) atau lembaga pendidikan kejuruan 
putri lainnya. 

Kurikulum SGKP menyeimbangkan antara pendidikan umum, pe-
dagogik dan keterampilan praktis. Struktur kurikulumnya pada masa itu 
mencerminkan perpaduan antara ilmu pendidikan dan pendidikan ke-
perempuanan (home economics). Struktur kurikulum yang berkaitan de-
ngan sekolah pendidikan guru juga dapat dilihat dari struktur kurikulum 
sekolah Guru Kepandaian Putri. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai 
berikut:
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Daftar Mata Pelajaran dan Pembagian Jam Pelajaran Sekolah Guru 
Kepandaian Putri

No Mata Pelajaran I A II A III A IV B II B III B IV
I

1.
2.

Bagian Rumah Tangga
Memasak
Pengetahuan resep 5 7 7 - - - -

3. Ilmu gizi 1 2 2 - - - -
4. Pengetahuan 

barang makanan dan dapur
1 2 1 - - - -

5. Ilmu mengajar/ mengatur 
ruang

- - 2 6 - - -

6. Pemeliharaan rumah tangga - 3 4 - - - -

7. Pengetahuan alat-alat rumah 
tangga

3 2 1 - - - -

8. Mencuci- menyetrika - 4 4 - 1 - -

9. Pengetahuan alat-alat 
mencuci/ tekstil

3 2 1 - - - -

9a. Mengatur ruang x) - - - x) - - 1 x)

II

10.

Bagian Menjahit

Menjahit pakaian luar 3 - - - 8 8 -

11. Menjahit pakaian dalam 3 - - - 5 5 -

12. Menghias dan tehnik 
membuat kain

2 - - - 2 2 -

13. Menisik/ menambal - - - - 2 2 -

14. Pengetahuan barang tekstil - - - - 2 2 -
15. Ilmu mengajar/ mengatur 

ruang
- - - - 1 1 6

16. Membatik/ menenun/ 
kerajinan

2 2 2 2 2 2 2
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III

17.

Bagian Umum

Bahasa Indonesia 3 2 2 4 2 2 4

18. Bahasa Inggris 1 2 2 2 2 2 2
19. Ilmu Pendidikan/ jiwa 1 2 2 4 2 2 4

20. Ilmu Kesehatan 2 1 1 1 1 1 1
21. Merawat dan mendidik 

kanak-kanak
- 1 1 - 1 1 -

22. Administrasi 2 1 1 3 1 1 3
23. Menggambar, menggambar di 

papan tulis
2 2 2 - 3 3 -

24. Ilmu Kimia/ Alam 1 1 1 - 1 1 -
25. Ilmu kemasyarakatan - 1 1 2 1 1 2

26. Sejarah kebudayaan - - - 1 - - 1

27. Mengajar di S.L/ pekerjaan 
diluar sekolah

- - - 11 - - 11

28. Gerak badan 2 2 2 2 2 2 2
29. Agama 1 1 1 1 1 1 1

JUMLAH 40 40 40 40 40 40 40
Sumber: Almanak 1960

Keterangan: mengatur ruang di kelas A- B (hanya untuk S.G.K.P Jakarta untuk percobaan dalam 
tahun 1956/ 1957, jam Pelajaran = 45 menit

Berdasarkan struktur kurikulum di atas dapat dilihat bahwa sekolah 
guru kepandaian putri ditetapkan ada tiga kelompok mata pelajaran. 
Kelompok pertama adalah bagian rumah tangga; kedua adalah bagian 
menjahit dan ketiga adalah bagian umum. Pada bagian umum terdiri 
dari mata pelajaran umum dan juga ilmu mendidik (pedagogik), dimana 
praktek mengajar di sekolah diberikan di tingkat AIV dan BIV dengan 
masing-masing terdiri dari 11 jam untuk setiap minggunya. Kurikulum 
ini disusun untuk membentuk guru perempuan yang profesional seka-
ligus berkepribadian ibu bangsa sesuai dengan pandangan sosial pada  
masa itu.
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8.	 SGPT (Sekolah Guru Pendidikan Teknik)

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan teknik di Indonesia bersifat 
terbatas dan elitis. Sekolah-sekolah seperti Ambachtschool dan Technische  
School (sekolah teknik rendah dan menengah) hanya menghasilkan te
naga teknis tingkat rendah, bukan guru. Ketika Indonesia merdeka, tidak 
ada lembaga khusus yang menyiapkan guru pendidikan teknik untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah kejuruan baru. Sebagai respon 
atas kebutuhan tersebut maka Kementerian PP &K mendirikan seko-
lah guru pendidikan teknik (SGPT). Dengan demikian pendirian SGPT 
merupakan upaya pemerintah dalam masa rekonstruksi pendidikan un-
tuk menyiapkan tenaga pengajar terampil di bidang teknik dan kejuru-
an sesuai dengan tuntutan pembangunan ekonomi pasca kemerdekaan  
(Hasan, 1990). Secara rinci, tujuan SGPT mencakup:

1.	 Menyiapkan calon guru teknik yang mampu mengajar di sekolah-
sekolah teknik tingkat rendah dan menengah (seperti ST, STM 
dan kursus kejuruan)

2.	 Membentuk tenaga pendidik profesional yang memiliki pengeta-
huan pedagogis serta keterampilan teknis dalam bidang mekanik, 
listrik, bangunan atau otomotif

3.	 Menanamkan nilai-nilai kerja keras, disiplin dan produktivitas da-
lam pendidikan teknik sesuai semangat pembangunan nasional

4.	 Mendukung industrialisasi nasional dengan menyiapkan guru 
yang dapat membina tenaga kerja terampil di berbagai daerah.

	 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975)

Lama belajar di SGPT adalah selama tiga tahun. Adapun siswa yang 
dapat diterima di SGPT harus memenuhi persyatan memiliki ijazah se-
kolah Teknik (ST) atau sekolah menengah pertama (SMP) yang telah 
menempuh pendidikan teknik dasar. Lulusan SGPT berhak menjadi 
guru sekolah teknik dasar dan menengah atau instruktur pada lembaga 
pelatihan teknis pemerintah dan swasta. Struktur lamanya belajar ini 
menyesuaikan dengan sistem pendidikan guru lainnya di masa itu yaitu 
SGB dan SGA, dengan tambahan muatan praktik keterampilan teknis 
yang lebih besar (Suwarno, 1985).
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Kurikulum SGPT disusun berdasarkan prinsip keseimbangan antara 
ilmu pendidikan (pedagogic) dan keterampilan teknis (technical skills). 
Struktur kurikulum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Rencana Jam Pelajaran Sekolah Guru Pengajaran Teknik di Jakarta

No Mata Pelajaran I II III Keterangan
1.

2.
3.

4.
5.
6.

I.	Pokok
Pengetahuan pekerjaan dan kejuruan
Pengetahuan bahan/ perkakas
Didaktik Teknik:

a.	Metodik Teknik
b.	Ilmu bahan pengajaran
c.	Ilmu pengetahuan bengkel
d.	Ilmu alat-alat Pelajaran/ 

menggambar di papan tulis
Ilmu jiwa
Praktek di bengkel
Praktek mengajar

3

2
-
-

-
-

-
15
-

5

3
2
-

-
-

2
18
-

5

2
-
1
1
1

1
18
1

Berdasarkan pedoman 
yang diberikan dari 
urusan Pendidikan 
teknik, jawatan 
Pendidikan kejuruan, 
tiap-tiap sekolah 
melaksanakan rencana 
Pelajaran yang 
disesuaikan dengan 
keadaan setempat

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

II. Penting
Gaya terpakai
Menggambar 

a.	Tangan
b.	Lukisan/ proyeksi

Bahasa Indonesia

III. Pelengkap
Sejarah Indonesia
Ilmu kemasyarakatan
Bahasa Inggris
Ilmu pasti terpakai:

a.	Ilmu ukur bidang
b.	Ilmu ukur ruang
c.	Ilmu ukur sudut
d.	Ilmu aljabar/ koordinat

Ilmu alam
Ilmu kimia
P.P.P.K
Pendidikan jasmani
Ilmu agama

-

3
-
3

1
1
2

1
2
2
2
2
2
-
2
2

-

-
2
2

-
-
2

-
2
1
1
-
-
-
2
-

2

-
4
2

-
-
2

-
-
1
1
-
-
1
2
-

Jumlah 45 45 45
Sumber: Almanak 1960, Jawatan Pendidikan Kejuruan

Berdasarkan struktur kurikulum tersebut dapat dilihat bahwa untuk 
menempuh sekolah guru pengajaran tehnik maka harus menyelesaikan 
selama tiga tahun. Masing-masing tingkatan dari kelas 1 sampai 3 me-
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miliki jumlah jam pelajaran sebanyak 45 jam. Mata pelajaran dikelom-
pokan menjadi tiga kelompok yaitu pokok, penting dan pelengkap. Mata 
pelajaran kelompok pokok terdiri dari ilmu mendidik dan juga secara 
khusus tentang didaktik praktis teknis kejuruan. Pada kelompok penting 
terdiri dari mata pelajaran keterampilan gaya terpakai dan menggambar. 
Yang menarik pada kelompok penting menempatkan Bahasa Indonesia 
pada kelompok ini. Hal ini menunjukkan nampaknya Bahasa Indonesia 
menjadi keterampilan yang perlu dikuasai seorang guru. Pada kelompok 
pelengkap terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang dapat dikategorikan 
sebagai mata pelajaran umum yaitu diantaranya Sejarah, Bahasa inggris, 
ilmu alam, Pendidikan jasmani, agama, dan lain-lain.

9.	 SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa)

Berdasarkan keterangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
(1975, hlm. 42), sekitar tahun 1947 pemerintah mulai merintis pendi-
dikan guru luar biasa sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga pen-
didik bagi sekolah-sekolah luar biasa yang mulai dikembangkan setelah 
Indonesia merdeka. Jadi, tahun 1947 dipandang sebagai tahun perintisan 
SGPLB, bukan tahun berdirinya sekolah secara nasional, melainkan awal 
mula kebijakan dan penyelenggaraan kursus guru luar biasa di bawah 
PP & K. Lembaga pendidikan guru luar biasa mulai dibuka secara resmi 
sekitar 1951–1952, setelah terbentuknya kembali struktur pendidikan 
nasional pasca-pengakuan kedaulatan (Konferensi Meja Bundar 1949). 
Di kota Bandung dan Yogyakarta, dibuka Kursus Guru Pendidikan Luar 
Biasa (KPLB) dan kemudian berkembang menjadi Sekolah Guru Pen-
didikan Luar Biasa (SGPLB). Pada periode 1954–1956, SGPLB mulai 
diperluas ke sejumlah kota besar—antara lain Bandung, Yogyakarta,  
Surabaya, dan Medan—dengan melibatkan kerja sama dengan berbagai 
Sekolah Luar Biasa (SLB)..

Tujuan utama pendirian Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa  
(SGPLB) adalah menyiapkan tenaga pendidik yang memiliki pengetahu-
an dan keterampilan khusus dalam menangani anak-anak dengan kebu-
tuhan khusus (ABK). Secara lebih rinci, tujuan SGPLB meliputi:
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1.	 Menyiapkan guru yang memahami karakteristik anak luar bia
sa, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan  
tunalaras.

2.	 Mendidik calon guru agar memiliki kemampuan pedagogis dan 
psikologis khusus, termasuk kemampuan melakukan diagnosis 
pendidikan dan penyesuaian metode belajar.

3.	 Membentuk guru yang berjiwa sosial, sabar, dan berdedikasi tinggi 
dalam pelayanan pendidikan khusus.

4.	 Mengembangkan pendidikan luar biasa sebagai bagian dari sistem 
pendidikan nasional yang menjamin hak belajar bagi semua anak 
Indonesia.

	 Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1975)

Lama pendidikan di SGPLB adalah 3 tahun, setara dengan sekolah 
guru tingkat menengah lainnya (SGB, SGKP, SGPT). Adapun siswa 
yang diterima di SGPLB harus memenuhi persyaratan yaitu merupakan 
lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Guru B (SGB) 
serta memiliki minat khusus di bidang pelayanan anak luar biasa. Bebe
rapa daerah bahkan menyelenggarakan program lanjutan (kursus guru 
luar biasa) bagi guru yang sudah mengajar tetapi belum memiliki ke
ahlian khusus.

Kurikulum Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) disusun 
berdasarkan prinsip pendidikan guru kejuruan, dengan menekankan 
keseimbangan antara teori pendidikan, pengetahuan umum, dan kete-
rampilan khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Struktur 
kurikulumnya terdiri dari empat kelompok utama, yaitu:

a.	 Mata Pelajaran Umum yang ditujukan untuk memperluas wawas-
an dan kemampuan dasar calon guru. Terdiri dari mata Pelajar-
an: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris atau Belanda (masa transisi 
awal), Ilmu Sosial dan Sejarah Indonesia, Matematika Dasar dan 
Ilmu Alam, Pendidikan Kewarganegaraan serta Agama dan Budi 
Pekerti

b.	 Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Adapun Fokus utama SGPLB ada 
pada kelompok ini terdiri dari mata Pelajaran Ilmu Pendidikan 
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(Pedagogik Umum), Psikologi Umum dan Psikologi Anak, Psiko-
logi Anak Luar Biasa (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, dll.), 
Metodologi Pengajaran Pendidikan Luar Biasa, Bimbingan dan 
Konseling, Evaluasi dan Diagnostik Pendidikan

c.	 Keterampilan dan Metodologi Khusus. Pada kelompok ini terdiri 
dari mata pelajaran yang bersifat aplikatif dan menyesuaikan de-
ngan jenis ketunaan. Dimana mata Pelajaran yang dipilih terdiri 
dari : Metode pengajaran untuk anak tunanetra (Braille, orientasi 
mobilitas). Metode pengajaran untuk anak tunarungu (bahasa 
isyarat, artikulasi, komunikasi total), Metode pengajaran untuk 
anak tunagrahita (latihan motorik, keterampilan dasar, penye
suaian sosial), Latihan keterampilan tangan, musik, dan olahraga 
adaptif

d.	 Praktek Mengajar dan Latihan Lapangan. Kelompok ini merupa-
kan bagian akhir dari kurikulum SGPLB berisi: Praktek mengajar 
di Sekolah Luar Biasa (SLB), Observasi anak dengan kebutuhan 
khusus, Magang di lembaga sosial atau panti asuhan, Seminar dan 
refleksi pengalaman mengajar. Latihan praktik ini dirancang agar 
calon guru benar-benar memahami aspek emosional dan sosial 
anak luar biasa.

10. PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama)

Kembali kepada perkembangan kelembagaan pendidikan guru untuk 
memenuhi kebutuhan yang mendesak akan guru, diperkenalkan prog
ram-program darurat PGSLP dan PGSLA yang pada awalnya diseleng-
garakan di luar LPTK. Sebelum istilah PGSLP (Pendidikan Guru Se-
kolah Lanjutan Pertama) digunakan secara resmi, lembaga ini dikenal 
sebagai Sekolah Guru A (SGA). SGA merupakan bagian dari sistem 
pendidikan guru yang mulai dirancang oleh Kementerian Pengajaran, 
Pendidikan, dan Kebudayaan (PP & K) pada tahun 1947, segera sete-
lah kemerdekaan. Artinya, tahun 1947 menjadi tahun awal perintisan  
PGSLP, walaupun pada saat itu masih menggunakan nama Sekolah Guru 
A (SGA). Istilah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) 
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mulai digunakan secara resmi pada awal 1950-an, seiring dengan berla-
kunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendi-
dikan dan Pengajaran di Sekolah serta kebijakan Kementerian Pendidik-
an, Pengajaran, dan Kebudayaan yang mereformasi sistem pendidikan 
guru. Sekolah Guru A yang mulai dirintis sejak 1947 kemudian diting-
katkan statusnya menjadi PGSLP pada awal dekade 1950-an sebagai res-
pons terhadap meningkatnya kebutuhan guru untuk Sekolah Menengah 
Pertama (Hasan, 1990). 

Tujuan utama PGSLP adalah membentuk tenaga pendidik yang 
mampu mengajar pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) de-
ngan kompetensi akademik, pedagogik, dan moral. Secara rinci, tujuan 
PGSLP meliputi:

1.	 Menyiapkan calon guru SMP yang menguasai bidang pelajaran 
umum dan memiliki kemampuan pedagogis dasar.

2.	 Membentuk pribadi pendidik yang berjiwa nasional, berkepri
badian luhur, serta memiliki semangat pengabdian bagi bangsa 
dan negara.

3.	 Meningkatkan mutu pendidikan menengah pertama, yang sangat 
dibutuhkan pada masa awal kemerdekaan.

4.	 Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, sesuai se-
mangat pendidikan nasional yang dicanangkan dalam Pasal 4 dan 
5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pen-
didikan dan Pengajaran di Sekolah.

	 (Sumber: Depdikbud, 1975; Hasan, 1990; Suwarno, 1985).

Program Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di-
kembangkan dengan lama pendidikan yang bervariasi antara 3–4 tahun, 
tergantung kebijakan daerah dan transisi kurikulum. Kurikulum PGSLP 
dirancang dengan dua aspek utama yaitu akademik (ilmu umum) dan 
profesional (ilmu pendidikan dan latihan mengajar). Menurut Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan (1975), Kurikulum Sekolah Guru A 
pada akhir 1940-an mencakup keseimbangan antara pelajaran umum, 
pedagogik, dan praktik mengajar, untuk membentuk guru SMP yang 
berwawasan luas dan profesional.”
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Struktur kurikulum terdiri atas:
a.	 Kelompok mata pelajaran umum mencakup Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, serta Bahasa Belanda pada masa transisi awal, di-
sertai Matematika (Ilmu Pasti), Ilmu Alam dan Ilmu Hayat, Ilmu 
Bumi dan Sejarah, Pendidikan Kewarganegaraan, serta Kesenian 
dan Pendidikan Jasmani.

b.	 Mata Pelajaran Profesional Kependidikan terdiri dari Ilmu Jiwa 
Pendidikan (Psikologi Pendidikan), Didaktik dan Metodik 
Pengajaran, Pengantar Ilmu Pendidikan, Sejarah Pendidikan ser-
ta Latihan Mengajar (teaching practice) di sekolah latihan (SMP  
percobaan)

c.	 Kegiatan Non-Kurikuler yang terdiri dari Kegiatan sosial kema-
syarakatan, Latihan kepemimpinan dan kegiatan pramuka serta 
Pengabdian masyarakat dan latihan kerja pendidikan.



BAB 4

PENDIDIKAN GURU  
DI INDONESIA  
PADA 1954–1965
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Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menunjukkan komit-
men kuat terhadap pembangunan sistem pendidikan nasional sebagai 

bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pelaksanaan wajib belajar menjadi langkah awal dalam mengatasi buta 
huruf dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat luas. Dalam 
konteks pendidikan formal, lembaga yang berperan penting dalam men-
cetak tenaga pendidik profesional adalah Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan 
pengembangan ilmu pendidikan (Subkhan, 2019). Memasuki dekade 
1950-an, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan meningkat pesat, 
suatu kondisi yang oleh Yumame (2025, hlm. 311) disebut sebagai “le-
dakan partisipasi pendidikan.” Peningkatan jumlah sekolah dasar dan 
menengah menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap guru, sementara 
kualifikasi guru warisan masa kolonial dan pendudukan Jepang masih 
sangat beragam. Menurut Yonardi (2018), sistem pendidikan guru pe-
ninggalan Hindia Belanda, seperti Cursus voor Middelbaar Onderwijs 
(MO), tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas 
guru Indonesia. Ketika Jepang berkuasa, sistem tersebut bahkan dihenti
kan total karena pendidikan dijadikan alat militerisasi dalam pertempur-
an Asia Raya. Setelah kemerdekaan, upaya rehabilitasi pendidikan guru 
kembali dilakukan, namun kondisi politik yang tidak stabil menghambat 
optimalisasi program tersebut.

Kondisi sosial-politik yang bergejolak pada masa awal kemerdekaan 
menjadikan dekade 1950-an hingga pertengahan 1960-an sebagai masa 
konsolidasi sistem pendidikan nasional. Pemerintah berupaya mencetak 
tenaga pendidik dalam jumlah besar dengan waktu relatif cepat untuk 
mengimbangi pertumbuhan lembaga pendidikan dasar dan menengah. 
Tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan tersebut ditempuh melalui 
dua strategi utama. Pertama, pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan 
Guru (PTPG) yang selanjutnya berkembang menjadi Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidik-
an (IKIP). Kedua, penguatan jalur pendidikan guru agama melalui Se-
kolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru dan Hakim Agama 
Islam (SGHAI) di bawah koordinasi Kementerian Agama, sebagai bagian 
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dari pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954 
yang mewajibkan pengajaran agama di sekolah negeri. Kebijakan ini me-
nunjukkan bahwa pembangunan pendidikan guru tidak hanya diarah-
kan pada pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar secara teknis, tetapi 
juga menjadi sarana penanaman nilai nasionalisme dan religiusitas dalam 
sistem pendidikan Indonesia.

Dinamika pendidikan guru pada periode tersebut tidak dapat dile-
paskan dari konteks kekuasaan dan perubahan orientasi ideologi poli-
tik nasional. Para pedagog kritis menegaskan bahwa pendidikan tidak 
pernah netral; ia selalu menjadi arena pertemuan berbagai kepentingan 
politik, ekonomi, dan ideologi (Subkhan, 2019). Dalam konteks ini, per-
ubahan dari Demokrasi Liberal (1950–1959) menuju Demokrasi Ter-
pimpin (1959–1965) membawa pengaruh besar terhadap arah dan visi 
pendidikan Indonesia. Pada masa Demokrasi Liberal, sistem pendidikan 
masih dipengaruhi semangat pluralisme partai dan gagasan kebebasan 
akademik, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan di-
arahkan untuk mendukung proyek ideologis negara. Pergantian rezim 
tidak hanya memengaruhi kebijakan pendidikan, tetapi juga membentuk 
ulang struktur kelembagaan pendidikan guru. Pada masa liberal, lahir ke-
bijakan universitas integral yang melahirkan integrasi PTPG ke universi-
tas melalui PP No. 51 Tahun 1958. Sementara pada awal 1960-an, masa 
Demokrasi Terpimpin menandai penataan lebih lanjut dengan lahirnya 
IKIP serta integrasi kursus B-I dan B-II ke dalam struktur pendidikan 
tinggi kependidikan.

Kebijakan pendidikan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo men-
cerminkan keterpaduan antara agenda politik nasional dan strategi pem-
bangunan pendidikan. Penunjukan Mohammad Yamin sebagai Menteri 
Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan menunjukkan komitmen pe-
merintah untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus memperko-
koh kurikulum nasional agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan 
bangsa. Yamin mendorong pendidikan sebagai sarana pembentukan ge-
nerasi intelektual yang dapat bersaing dalam taraf internasional, sebagai-
mana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 tentang 
Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya. Hal ini menunjukkan bah-
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wa meskipun pemerintah menghadapi tekanan politik dan sosial yang 
kompleks, ada upaya serius untuk memperkuat fondasi pendidikan na-
sional. Adapun pembentukan kurikulum pada masa itu tidak hanya ber-
sifat teknis, tetapi juga politis, karena menjadi wadah untuk menanam-
kan nilai-nilai ideologis dan moral bangsa. Di sisi lain, penelitian Haq 
(2025) menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukanlah entitas terpisah 
dari pendidikan nasional, melainkan bagian integral dalam pembentuk-
an karakter bangsa dan arah pendidikan nasional. Hal ini memperkuat 
pandangan bahwa sejak awal kemerdekaan, pendidikan di Indonesia 
merupakan arena strategis untuk meneguhkan identitas kebangsaan di 
tengah pergulatan politik dan ideologi nasional.

A.	 Landasan Hukum dan Konteks Kebijakan  
(1950–1965)

1.	 UU No. 4/1950 jo. UU No. 12/1954

Pada Desember 1949, pemerintah merampungkan Undang-Undang 
Pendidikan Nasional yang disusun oleh sebuah badan kerja KNIP, di-
pimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara 
dengan keanggotaan lintas partai di Komite Nasional Indonesia Pusat. 
Karena pada saat itu Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat 
(RIS), undang-undang tersebut awalnya hanya berlaku bagi Negara Bagi
an Republik Indonesia dalam struktur RIS. Ketentuan ini mulai berla-
ku setelah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Mr. Assaat—se-
mentara Ir. Sukarno menjabat sebagai Presiden RIS—dan memperoleh 
kekuatan hukum sebagai Lembaran Negara setelah ditandatangani oleh 
Menteri Kehakiman A. G. Pringgodigdo pada 5 April 1950. Sejak saat 
itu, undang-undang tersebut dinyatakan berlaku di wilayah Republik  
Indonesia yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura.

Pada Agustus 1950, atas tekanan kuat dari berbagai kelompok ma-
syarakat, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia kembali dibentuk sesuai dengan wilayah yang di-
tetapkan pada 18 Agustus 1945. Dengan persetujuan DPR Republik 
Indonesia yang baru, undang-undang pendidikan tersebut kemudian 
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diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengesahan dilakukan 
oleh Presiden Ir. Soekarno bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan 
Kebudayaan Mr. Muhammad Yamin, dan diundangkan sebagai Lem-
baran Negara Nomor 38 Tahun 1954 tertanggal 18 Maret 1954 oleh 
Menteri Kehakiman Djodi Gondokoesoemo. Undang-undang ini men-
jadi regulasi pertama tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia di 
era kemerdekaan dan mencerminkan gagasan para pendiri bangsa dalam 
merumuskan arah pendidikan nasional.

Pendidikan nasional Indonesia pada masa awal kemerdekaan di-
bangun di atas semangat ideologis dan politik yang kuat. Pemerintah  
Indonesia berupaya menegaskan arah pendidikan yang berakar pada Pan-
casila dan kebudayaan nasional sebagai penanda kemerdekaan dari sistem 
kolonial yang diskriminatif. Subkhan (2018) menegaskan bahwa orien-
tasi ideologis suatu rezim sangat menentukan arah pengembangan pen-
didikan. Prinsip tersebut tercermin secara tegas dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran 
di Sekolah. Dalam bagian penjelasan umumnya ditegaskan bahwa pen-
didikan di Republik Indonesia bersifat nasional dan demokratis, sebagai 
antitesis terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang bersifat elitis 
dan diskriminatif rasial. Lebih lanjut, Pasal 4 undang-undang ini mene-
gaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berlandaskan asas-asas 
negara yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pancasila, sebagai 
dasar moral dan ideologis dalam pembentukan karakter bangsa. Pen-
didikan sejak awal diposisikan tidak hanya sebagai sarana pencerdasan, 
melainkan juga sebagai proyek ideologis untuk membangun identitas na-
sional yang mandiri dan berkepribadian Indonesia.

Nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi dalam UU No. 4 Tahun 1950 
juga tercermin dalam sejumlah pasal yang mengatur hak, kewajiban, dan 
akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Ketentuan pasal 10 bab VII 
tentang kewajiban belajar, pasal 14 bab IX tentang subsidi bagi sekolah 
swasta, serta pasal 19 bab XI tentang sokongan bagi siswa berprestasi 
dari keluarga tidak mampu, memperlihatkan bagaimana negara berupaya 
menghadirkan pemerataan kesempatan belajar. Selain itu, pasal 22 bab 
XIV menegaskan penghapusan pungutan di sekolah dasar dan sekolah 
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luar biasa sebagai wujud keadilan sosial dalam pendidikan. Tujuan pen-
didikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 3 bab II, yakni 
“membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demo-
kratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan 
tanah air” (Subkhan, 2018), menjadi manifestasi langsung dari orien
tasi ideologis negara pascakolonial. Melalui rumusan ini, pendidikan di  
Indonesia diarahkan untuk melahirkan manusia berkepribadian nasio-
nal, memiliki kesadaran politik kebangsaan, serta berkomitmen terhadap 
pembangunan sosial.

Implementasi ideologi pendidikan nasional pada periode awal kemer-
dekaan dapat dilihat dalam kebijakan Mohammad Yamin, Menteri Pen-
didikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) pada masa Kabinet  
Ali Sastroamidjojo. Yamin melanjutkan program Rentjana Peladjaran 
Terurai (1952) dan memperluas akses pendidikan ke seluruh wilayah, 
termasuk pendirian perguruan tinggi pada tahun 1954 (Nofitasari, 
2016). Langkah tersebut menegaskan bahwa pembangunan pendidikan 
ditempatkan sejajar dengan pembangunan politik dan ekonomi nasional. 
Namun, idealisasi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan 
nasional belum berjalan konsisten karena pemerintah masih mengguna-
kan UUD Sementara 1950, yang memberi ruang bagi tafsir liberal dalam 
kebijakan publik. Akibatnya, arah pendidikan nasional berada dalam ke-
tegangan antara idealisme ideologis dan pragmatisme politik (Subkhan, 
2018). Situasi ini memperlihatkan sejak awal pendidikan di Indonesia 
tidak pernah netral, melainkan menjadi arena negosiasi antara nilai-nilai 
nasionalisme, agama, dan demokrasi.

Pengesahan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran 
Tahun 1950 (UUPP 1950) menjadi tonggak hukum pertama dalam 
penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai regulasi awal pascake-
merdekaan, UUPP 1950 pada mulanya hanya berlaku di wilayah Re-
publik Indonesia, belum mencakup Republik Indonesia Serikat (RIS)  
(Nofitasari, 2016). Namun, lahirnya Piagam Persetujuan antara Peme-
rintah RIS dan Pemerintah RI pada 19 Mei 1950, serta Pengumuman 
Bersama Menteri Pendidikan PP dan K RI dan RIS pada 30 Juni 1950, 
menandai penyatuan sistem pendidikan di seluruh Indonesia (Hidayat, 
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2018). Ketentuan ini menegaskan bahwa UU No. 4 Tahun 1950 dijadi-
kan acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Peraturan Pemerin-
tah No. 65 Tahun 1951 memperkuat arah kebijakan tersebut dengan 
mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan kepada 
pemerintah provinsi. Langkah desentralisasi ini menjadi titik awal pem-
bagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus 
menandai proses demokratisasi dalam administrasi pendidikan.

Salah satu prinsip utama dalam UUPP 1950 adalah pengakuan bah-
wa pendidikan agama merupakan komponen penting dalam sistem 
pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Bab XII Pasal 20 UU 
No. 4 Tahun 1950, yang menetapkan bahwa pelajaran agama wajib dise-
lenggarakan di sekolah-sekolah negeri dan pelaksanaannya diatur secara 
bersama oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Agama (Hidayat, 2018). 
Kebijakan ini menjadi simbol sinergi antara nilai-nilai religius dan nasio-
nal dalam pembangunan karakter bangsa. Untuk mengimplementasikan 
ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama 16 Juli 
1951 (berdasarkan UUDS Pasal 43 dan UU No. 4 Tahun 1950 Pasal 20) 
serta Keputusan Menteri Agama No. 21 Tahun 1952, yang merumuskan 
empat pokok pengajaran agama, yaitu keimanan, akhlak, ibadah, dan Al-
Qur’an (Hidayat, 2018). Kebijakan ini mempertegas peran strategis Ke-
menterian Agama dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, 
pendidikan agama tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan 
sebagai unsur moral dan ideologis yang turut menentukan arah pemben-
tukan karakter bangsa.

Dalam kerangka tersebut, Hakim (2019) menunjukkan bahwa ke-
tentuan tentang pengajaran agama di sekolah negeri sebagaimana diatur 
dalam Bab XII Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1950 telah menyediakan lan-
dasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan 
di Indonesia. Regulasi ini mengafirmasi bahwa agama memiliki peran 
penting dalam membentuk warga negara yang bermoral dan beriman, 
sejalan dengan semangat Pancasila. Di sisi lain, keberadaan pasal ini juga 
menegaskan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan antara tuntutan 
kelompok nasionalis-sekuler dan kelompok Islamis yang menghendaki 
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integrasi nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan 
agama menjadi ruang kompromi ideologis antara dua kekuatan besar po-
litik Indonesia pasca-kemerdekaan, sekaligus sarana negara untuk mena-
namkan nilai-nilai moral dalam masyarakat yang baru terbentuk.

Selain pendidikan agama, UUPP 1950 juga membuka ruang parti-
sipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Pasal 13 
dan 14 UU No. 4 Tahun 1950. Kedua pasal ini memberikan kesempat-
an bagi warga negara untuk mendirikan sekolah partikelir (swasta) atas 
dasar keyakinan agama atau pandangan hidup tertentu, dengan keten-
tuan dapat memperoleh subsidi apabila memenuhi syarat yang ditetap-
kan pemerintah (Hidayat, 2018). Kebijakan ini menandai bentuk demo-
kratisasi dalam pendidikan nasional, di mana negara tidak memonopoli 
pendidikan, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk turut 
serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara politis, kebijakan 
ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara ideologi nasionalis-
me sekuler dan kekuatan religius-sosial di Indonesia. Dengan membuka 
partisipasi swasta, pemerintah tidak hanya memperluas akses pendidik-
an, tetapi juga meredam potensi konflik ideologis di tengah masyarakat  
plural.

Integrasi sistem pendidikan nasional mencapai tahap penting dengan 
disahkannya UU No. 12 Tahun 1954, yang secara resmi memberlakukan 
kembali UU No. 4 Tahun 1950 di seluruh wilayah Indonesia (Nofitasari,  
2016). Undang-undang ini diundangkan oleh Menteri Kehakiman Mr. 
Djody Gondokusumo pada 18 Maret 1954 dan menandai berakhir-
nya dualisme pendidikan antara sekolah pemerintah dan lembaga misi/ 
zending (Hidayat, 2018). Penerapan sistem pendidikan nasional yang se-
ragam memperkuat semangat kesetaraan dan memperjelas peran negara 
sebagai penyelenggara utama pendidikan. Namun, konsekuensi logis dari 
kebijakan ini adalah meningkatnya kebutuhan akan tenaga pendidik ber-
kualitas. Negara harus mempersiapkan guru umum dan guru agama da-
lam jumlah besar melalui lembaga seperti Perguruan Tinggi Pendidikan 
Guru (PTPG) dan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Oleh karena itu, 
dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pendidikan periode ini ber-
fungsi ganda: sebagai payung legal bagi penyelenggaraan pendidikan dan 
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sebagai alat politik dalam membangun sistem pendidikan nasional yang 
ideologis dan terpusat.

Adapun Muhaemin (2017) menegaskan bahwa penanaman jiwa pat-
riotisme melalui pendidikan merupakan strategi utama dalam memper-
tahankan kemerdekaan dan memperkokoh jati diri bangsa. Namun, se
iring dengan perubahan sosial dan politik nasional, tujuan pendidikan  
Indonesia mengalami perluasan. Pendidikan tidak lagi hanya mene-
kankan semangat kebangsaan, tetapi juga diarahkan untuk memben-
tuk manusia yang cakap, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap 
kesejahteraan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 4 
Tahun 1950. Pandangan ini menunjukkan evolusi visi pendidikan dari 
orientasi patriotik menuju orientasi pembangunan manusia seutuhnya. 
Dalam konteks 1950–1965, pendidikan berfungsi sebagai alat politik ke-
bangsaan yang berupaya menyeimbangkan nilai nasionalisme, moralitas 
religius, dan kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi. Dengan demiki-
an, kebijakan pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks 
ideologis dan politik yang membentuknya.

2.	 Politik Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal dan 
Terpimpin

Periodisasi politik pendidikan Indonesia pada masa pasca-kemerdekaan 
memperlihatkan hubungan yang erat antara dinamika kekuasaan politik 
dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Menurut Ricklefs (2007), 
periode Demokrasi Liberal berlangsung dari 1950 hingga 1957, sedang-
kan Demokrasi Terpimpin berjalan sejak 1957 sampai 1965, berakhir 
bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Namun, 
dalam kajian ini digunakan periodisasi yang berbeda, dengan menetap-
kan bahwa Demokrasi Liberal berlangsung hingga 1959, karena pidato 
kenegaraan Soekarno pada 17 Agustus 1959 dipandang sebagai titik awal 
resmi dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Perbedaan periodisasi ini 
bukan sekadar masalah kronologi, melainkan menandakan adanya per
ubahan mendasar dalam orientasi ideologis dan sistem politik, yang se
cara langsung memengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia.
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Pada masa Demokrasi Liberal, sistem politik yang multipartai dan 
sering berganti kabinet berdampak pada ketidakstabilan kebijakan pen-
didikan nasional. Walaupun semangat demokrasi dan kebebasan berpikir 
diusung, arah pendidikan nasional kerap kali kehilangan konsistensi. Se-
baliknya, pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno menjadikan pendi-
dikan sebagai alat politik negara untuk memperkuat ideologi nasionalis-
me dan sosialisme Indonesia. Oleh karena itu, pergeseran dari liberalisme 
ke terpimpin tidak hanya memengaruhi struktur pemerintahan, tetapi 
juga membawa implikasi luas terhadap visi pendidikan dan pembentuk-
an tenaga pendidik di Indonesia.

Landasan hukum pendidikan pada dekade 1950-an dibentuk melalui 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan 
dan Pengajaran di Sekolah, yang berfungsi sebagai pijakan utama bagi 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Regu-
lasi ini menekankan pemerataan akses, semangat kebangsaan, dan prin-
sip demokratis sebagai pilar pokok pendidikan Indonesia (Idris & Tolla, 
2024). Tujuan pendidikan yang dirumuskan di dalamnya diarahkan pada 
pembentukan manusia bermoral, kompeten, dan warga negara yang de-
mokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan 
tanah air, sebuah rumusan yang mencerminkan cita-cita membangun 
manusia Indonesia yang utuh dengan identitas nasional yang kuat.

Dalam pelaksanaan pendidikan agama, pemerintah membentuk 
Bagian Pendidikan Agama di lingkungan Departemen Agama untuk me-
ngelola pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Ber-
dasarkan dokumen Islamic Education in Indonesia yang diterbitkan oleh 
Bagian Pendidikan Departemen Agama pada 1 September 1956, unit ini 
mengemban tiga fungsi utama, yaitu: (1) menyelenggarakan pendidikan 
agama di sekolah negeri dan partikelir, (2) memberikan mata pelajaran 
umum di madrasah, dan (3) melaksanakan pendidikan bagi guru agama 
serta hakim Islam negeri (Mutiah, Alhaddad, & Noviani, 2023). Lang-
kah ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menempatkan pendi-
dikan agama dalam sistem pendidikan nasional sebagai instrumen moral 
sekaligus ideologis.

Kebijakan pendidikan agama tersebut melahirkan program Madrasah 
Wajib Belajar (MWB) pada tahun pelajaran 1958/1959 sebagai bagian 
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dari upaya memperluas pendidikan keagamaan (Ismail, 2016). Namun, 
perkembangannya tidak sesuai harapan, Ismail (2016) mencatat sejum-
lah kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, ketidaksiapan 
tenaga pengajar, rendahnya minat masyarakat, serta pandangan bahwa 
porsi pelajaran agama yang hanya 25% dianggap tidak memadai. Ke-
terbatasan tersebut memperlihatkan pemerintah belum sepenuhnya siap 
menjalankan pendidikan keagamaan secara merata, meskipun secara 
ideologis terdapat kesadaran pentingnya pendidikan agama dalam pem-
bentukan karakter bangsa.

Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan guru agama, Departe-
men Agama mendirikan dua lembaga pendidikan keguruan pada 1950, 
yaitu Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru Hakim Aga-
ma Islam (SGHAI). Pada tahun berikutnya, melalui Keputusan Menteri 
Agama tanggal 15 Februari 1951, SGAI ditetapkan menjadi Pendidik-
an Guru Agama (PGA), sementara SGHAI diubah statusnya menjadi 
Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) (Chairiyah, 2021). Transformasi 
lembaga menunjukkan adanya upaya sistematis dari pemerintah untuk 
meningkatkan mutu pendidikan agama sekaligus memperkuat posisi 
pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan nasional.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut kemudian diikuti dengan 
kebijakan pendirian madrasah negeri oleh pemerintah. Menurut  
Setyaningsih (2018), sistem madrasah disusun dalam tiga jenjang, yai
tu Madrasah Ibtidaiyah dengan masa belajar enam tahun, Madrasah  
Tsanawiyah Pertama selama empat tahun, dan Madrasah Tsanawiyah 
Atas yang juga berlangsung empat tahun. Struktur ini mencerminkan 
upaya negara untuk menempatkan pendidikan Islam secara terintegrasi 
dalam kerangka pendidikan formal nasional. Politik pendidikan agama 
masa ini mencerminkan sintesis antara nasionalisme dan religiusitas yang 
dikontrol negara.

Kendati demikian, pelaksanaan pendidikan pada masa Demokrasi Li-
beral menghadapi tantangan serius akibat seringnya pergantian kabinet 
dan tarik-menarik kepentingan antar-partai. Subkhan (2018) mencatat 
bahwa arah pengembangan pendidikan nasional tidak tuntas karena in-
stabilitas politik. Capaian pendidikan pada awal 1950-an memang cukup 
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baik secara kuantitatif, namun kualitasnya menurun karena sistem pen-
didikan lebih condong pada paham liberal dan menjauh dari semangat 
Pancasila. Akibatnya, pendidikan mengalami dilema antara idealisme de-
mokratis dan praktik liberal yang melemahkan kohesi nasional. Subkhan 
(2018) menguraikan lima konsekuensi utama dari liberalisasi pendidikan 
pada periode tersebut. Pertama, pendidikan menjadi arena pertarungan 
ideologi akibat sistem multipartai. Kedua, muncul intelektualisme dan 
verbalisme, di mana pendidikan menekankan teori ala Eropa Barat tanpa 
memperhatikan dimensi praksis. Ketiga, muncul individualisme, di mana 
siswa lebih berorientasi pada ijazah daripada pengabdian sosial. Keempat, 
menjamurnya sekolah swasta kapitalistik yang memandang pendidikan 
sebagai sarana ekonomi. Kelima, meningkatnya penetrasi budaya asing 
yang mengancam identitas kebangsaan. Politik liberal pada masa itu 
menghasilkan paradoks: memperluas kebebasan akademik, tetapi sekali-
gus melemahkan arah ideologis pendidikan nasional.

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, perubahan orientasi ideologi 
Soekarno membawa dampak langsung terhadap struktur dan arah pendi-
dikan, terutama dalam bidang pendidikan guru. Berdasarkan kesepakat-
an tahun 1961 antara Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan 
dan Departemen Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 
(PTPG) dilebur ke dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) yang bertugas menyiapkan guru untuk jenjang 
sekolah menengah (Rohman, 2016). Akan tetapi, pelaksanaannya dinilai 
belum sepenuhnya efektif, sehingga pemerintah kemudian membentuk 
Institut Pendidikan Guru (IPG) di bawah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan.

Keberadaan FKIP dan IPG dalam dua kementerian yang berbeda me-
nimbulkan persoalan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Un-
tuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 3 
Januari 1963 yang melebur kedua lembaga itu menjadi Institut Keguru-
an dan Ilmu Pendidikan (IKIP) di bawah Departemen Pendidikan Ting-
gi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP)(Rohman, 2016). Integrasi ini bukan 
semata langkah administratif, melainkan strategi politik Soekarno dalam 
menyatukan orientasi pendidikan guru agar sejalan dengan ideologi ne-
gara dan proyek pembangunan nasional.
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Transformasi PTPG–FKIP–IKIP juga memperlihatkan bagaimana 
pendidikan guru dijadikan sarana indoktrinasi ideologis. Menurut 
Rohman (2016), setiap PTPG di ibu kota provinsi diintegrasikan ke 
universitas setempat dengan status fakultas pada tahun 1957. Kemudi-
an FKIP dilebur dengan IPG menjadi IKIP pada tahun 1963 di bawah 
kebijakan Prof. Priyono dan disahkan oleh Presiden Soekarno. Proses ini 
menunjukkan bahwa lembaga pendidikan guru diarahkan menjadi pusat 
pembinaan ideologi negara yang mendukung proyek Nation and Charac-
ter Building Soekarno.

Puncak politisasi pendidikan pada masa Demokrasi Terpimpin ter-
lihat melalui Rencana Pendidikan 1964, yang merupakan proyek ideo-
logis besar Soekarno untuk membangun masyarakat sosialis Indonesia 
(Subkhan, 2018). Kurikulum pada masa ini diwarnai oleh lima semangat 
utama: pengabdian kepada rakyat, demokrasi terpimpin, nasionalisme 
kebudayaan, solidaritas internasional melawan imperialisme, serta ke
imanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan tidak 
lagi sekadar instrumen pembelajaran, melainkan alat untuk mencetak 
manusia revolusioner yang setia kepada negara dan cita-cita sosialisme 
Indonesia.

Politik pendidikan pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin 
memperlihatkan dua arah yang kontras namun berkesinambungan. 
Pada masa liberal, pendidikan menjadi ruang bagi kebebasan berpikir 
dan partisipasi masyarakat, tetapi kehilangan arah ideologis yang kuat. 
Sementara pada masa terpimpin, pendidikan menjadi alat negara untuk 
menanamkan ideologi nasionalisme dan sosialisme. Lahirnya berbagai 
lembaga pendidikan guru seperti PTPG, FKIP, dan IKIP, serta penguat
an pendidikan agama melalui SGAI dan madrasah negeri, menunjuk-
kan bahwa negara menggunakan pendidikan sebagai instrumen strategis 
dalam membangun kesadaran kebangsaan dan meneguhkan kekuasaan 
politik.

3.	 Profesi Guru pada 1950an

Pada periode 1950–1960-an, jumlah tenaga pendidik di Indonesia ma-
sih terbatas dan umumnya berasal dari kelompok sosial-ekonomi yang 
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relatif lebih mapan. Meskipun profesi guru pada dekade 1950-an dipan-
dang terhormat, minat kalangan muda untuk menekuni profesi ini te-
tap tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah keyakinan bahwa 
pekerjaan sebagai guru tidak menjamin kehidupan yang lebih sejahtera. 
Dalam pandangan masyarakat, guru digolongkan sebagai kelompok ber-
penghasilan rendah (low income earners). Persepsi ini muncul bukan tan-
pa alasan—kondisi nyata saat itu memang demikian. Sebagai ilustrasi, 
pendapatan awal guru sekolah dasar lulusan Program D-II tidak melebihi 
upah minimum regional yang diterima pekerja pabrik dengan latar pen-
didikan SD, SMP, atau SMA. Kondisi ekonomi ini membentuk persepsi 
publik bahwa mayoritas guru berada dalam kelompok berpenghasilan 
rendah, dan hanya sebagian kecil yang dapat dikategorikan sebagai kelas 
menengah bawah (lower-middle income earners).

Isu kesejahteraan guru—yang mencakup gaji, tunjangan, serta ke
amanan kerja—layak memperoleh perhatian serius. Dedi Supriadi da-
lam Mengangkat Citra dan Martabat Guru (1999, hlm. 7–8) menegaskan 
bahwa berbagai temuan penelitian menunjukkan kesejahteraan sebagai 
faktor kunci yang memengaruhi kinerja guru. Peningkatan kesejah-
teraan tidak hanya memperbaiki taraf hidup, tetapi juga memperkuat 
martabat profesi dan menumbuhkan rasa bangga terhadap pekerjaan ke
guruan. Walaupun tidak sepenuhnya benar bahwa kesejahteraan menjadi 
satu-satunya ukuran, tingkat kesejahteraan memang menjadi indikator 
penting dari kehormatan suatu profesi. Terlebih lagi banyak guru yang 
memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, sehingga seharusnya 
memperoleh imbalan yang layak. Namun, kenyataannya profesi guru be-
lum mendapatkan penghargaan finansial yang memadai (Pikiran Rakyat, 
10 Maret 2003). Gaji dan tunjangan guru masih minim. Kenaikan gaji 
yang terjadi lebih sebagai upaya mengejar inflasi, sehingga secara riil daya 
beli guru tidak meningkat. Gambaran seperti ini sejatinya sudah terlihat 
sejak tahun 1950-an.

Dalam budaya Indonesia, profesi guru memiliki kedudukan yang ter-
hormat. Dalam tradisi Jawa dikenal ungkapan “guru, ratu, wong tuo karo” 
yang berarti guru harus dihormati lebih dulu sebelum raja dan orang 
tua. Pada masa kolonial, guru juga dipandang terhormat. Mereka disebut 
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ndoro guru, dianggap sebagai pemimpin masyarakat, dan memiliki status 
ekonomi cukup tinggi—misalnya dengan gaji 40 Gulden, jumlah yang 
besar jika dibandingkan dengan standar hidup seorang inlander yang ha-
nya membutuhkan segobang (2,5 sen) per hari.

Pada masa pendudukan Jepang, guru kembali memperoleh posisi mu-
lia dengan sebutan “Sensei”, sesuai budaya Jepang yang sangat meng-
hormati profesi tersebut. Bahkan pada awal kemerdekaan, khususnya 
tahun 1950-an, profesi guru masih menjadi pekerjaan idaman, terutama 
di wilayah Indonesia Timur. Namun dalam perkembangan berikutnya 
terjadi penurunan profesionalitas (deprofesionalisasi) profesi guru seiring 
perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Guru tidak lagi menjadi pilihan 
kerja yang bergengsi. Status mereka berada di bawah profesi lain seperti 
dokter, hakim, teknisi, bahkan buruh. Keadaan ini sangat dirasakan pada 
guru SD yang sering dianggap memiliki kesejahteraan paling tertinggal. 
Padahal tugas guru membutuhkan kecakapan intelektual dan pendidikan 
formal yang tinggi.

Terjadi kontradiksi di Indonesia: masyarakat menuntut pendidikan 
berkualitas tinggi, tetapi kesejahteraan guru yang memikul tanggung ja-
wab besar dalam membentuk intelektual dan karakter generasi muda ma-
sih rendah. Guru yang sejahtera dapat bekerja dengan tenang dan tidak 
perlu mencari pekerjaan tambahan. Namun karena kesejahteraan yang 
minim, profesionalisme guru di Indonesia umumnya rendah, ditandai 
keterbatasan wawasan dan ketertinggalan pengetahuan. Banyak guru 
mengalami inferiority feeling, yaitu perasaan kurang percaya diri karena 
tidak mampu mengikuti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Akibatnya, mereka kesulitan menjalankan tugas secara profe-
sional. Peningkatan profesionalitas guru dan kemajuan pendidikan sa-
ngat bergantung pada pikiran dan tindakan guru itu sendiri. Karena itu, 
perbaikan sistem pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa memperbaiki 
profesi guru, termasuk lembaga pendidikan tenaga kependidikan, orga-
nisasi profesi, serta sistem kesejahteraan guru.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi kekurangan 
guru yang sangat serius. Lulusan lembaga pendidikan guru pada masa 
Hindia Belanda seperti Kweekschool dan Normalschool serta lulusan masa 
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Jepang dari Sjooto Sihan Gakko dan Guutoo Sihan Gakko, termasuk lulus-
an sekolah guru dari Muhammadiyah dan Taman Siswa, ternyata tidak 
mampu memenuhi kebutuhan nasional. Sementara itu, pemerintah se-
dang gencar mendirikan sekolah baru untuk meningkatkan kecerdasan 
rakyat. Untuk merespons krisis kekurangan guru, pemerintah mendi-
rikan lembaga pelatihan guru sementara dalam skala besar yang dike-
nal sebagai Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar Kewajiban Belajar 
(KPKPKB). Peserta direkrut dari lulusan sekolah dasar yang memiliki 
prestasi akademik baik. Semua peserta wajib menandatangani kontrak 
dengan pemerintah dan menerima tunjangan sebesar Rp 85,- per bulan. 
Bagi masyarakat desa pada waktu itu, tunjangan tersebut menjadikan 
profesi guru sebagai pekerjaan yang membanggakan (Suara Guru, Ok-
tober 1953).

Keberadaan KPKPKB memungkinkan pemerintah memenuhi kebu-
tuhan guru untuk pelaksanaan program wajib belajar dalam waktu relatif 
cepat. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, pro-
gram ini dikembangkan menjadi Sekolah Guru B (SGB) dengan masa 
pendidikan empat tahun, dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi Seko-
lah Guru A (SGA) dengan masa studi enam tahun.

•	 SGB bertujuan menyiapkan guru Sekolah Rakyat (SR), dengan 
siswa berasal dari lulusan SR yang lolos ujian masuk sekolah  
lanjutan.

•	 SGA menerima lulusan sekolah lanjutan pertama.

Karena kebutuhan tenaga guru Sekolah Rakyat masih sangat mende-
sak, pemerintah juga menyelenggarakan jalur pendidikan singkat berupa 
Sekolah Guru C (SGC), yakni program dua tahun setelah tamat SR. Na-
mun, program ini dinilai kurang efektif sehingga kemudian dihentikan 
dan sebagian dialihkan menjadi SGB. Penutupan SGC dilakukan atas 
rekomendasi PGRI, yang menilai bahwa masa pendidikan dua tahun ti-
dak memadai untuk membentuk guru yang profesional maupun matang 
secara psikologis. Untuk mencukupi kebutuhan guru di tingkat sekolah 
menengah, pemerintah juga meluncurkan sejumlah program khusus, an-
tara lain Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), Kursus 
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B I dengan masa studi tiga tahun, serta Kursus B II yang berlangsung 
dua tahun setelah BI. Seluruh program ini diarahkan untuk menyiapkan 
tenaga pengajar bagi Sekolah Lanjutan Atas (SLA) (Suara Guru, Oktober 
1953).

B.	 Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 
(PTPG) 1954

Sejarah pendidikan guru Indonesia menjadi fondasi penting bagi trans-
formasi profesi guru saat ini. Setelah kemerdekaan, pemerintah menya-
dari kurangnya tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan. Untuk men-
jawab kebutuhan tersebut, pada dekade 1950-an pemerintah menyeleng-
garakan berbagai program pelatihan guru seperti B-I, B-II, dan PGSLP. 
Di samping jalur kursus, pada 1954 juga didirikan Perguruan Ting-
gi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar, Manado, Bandung, dan  
Malang, yang menandai lahirnya pendidikan guru pada tingkat per
guruan tinggi. Selanjutnya, lembaga-lembaga ini dilebur ke dalam Fakul-
tas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di universitas terdekat berda-
sarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1958.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dipimpin oleh 
Mr Muhammad Yamin, mengembangkan upaya untuk meningkatkan 
kualifikasi seorang guru melalui lembaga pendidikan guru tingkat uni-
versitas mennjadi kepedulian utama lembaga yang dipimpin oleh Mr 
Muhammad Yamin. Untuk merealisasikan gagasan tersebut maka ber-
bagai persiapan dilakukan antara lain lokasi yang nyaman dan lokasi ge-
ografis yang dapat melaayani kebutuhan guru berpendidikan perguru-
an tinggi di seluruh Indonesia. Lokasi yang sejuk seperti Batusangkar,  
Bandung, Malang, dan Tondano dipilih untuk menjadi pusat pendidik-
an guru bertaraf perguruan tinggi.
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Pada 1 September 1954, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebu-
dayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 38742/Kab tentang Peratur-
an Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Keputusan ini menjadi 
dasar resmi berdirinya lembaga pendidikan guru pada tingkat univer-
sitas di Indonesia. Dalam bagian Menimbang, pertimbangan pertama 
menyatakan bahwa politik pendidikan Republik Indonesia yang bersifat 
demokratis menuntut perluasan jumlah dan peningkatan mutu sekolah 
lanjutan. Pertimbangan kedua menjelaskan bahwa, untuk memenuhi 
kebutuhan negara akan tenaga pengajar berpendidikan universitas bagi 
sekolah lanjutan, perlu didirikan beberapa PTPG di lokasi yang dapat 
menyediakan perumahan, tenaga pengajar, serta fasilitas lain yang me-
rupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi.

Pernyataan dalam pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa 
lembaga pendidikan guru yang akan didirikan harus memiliki fasilitas 
perumahan, baik untuk mahasiswa maupun dosen. Konsep ini menun-
jukkan dua hal penting:

1.	 Lembaga pendidikan guru harus menyediakan asrama bagi maha-
siswa, dan
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2.	 Harus tersedia rumah untuk dosen yang mengajar di lembaga  
tersebut.

Menariknya, konsep ini memiliki kesamaan dengan tradisi pesantren, 
di mana terdapat rumah bagi para kiai sebagai pengajar, serta asrama bagi 
para santri. PTPG yang diprakarsai oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin 
tampaknya mengadopsi gagasan serupa: keberadaan tempat tinggal bagi 
dosen dan mahasiswa dipandang penting untuk membangun suasana 
belajar yang mendukung pembentukan karakter dan pengetahuan calon 
guru. Mr. Muhammad Yamin mengembangkan pemikiran baru tentang 
pendidikan guru. Dalam pandangan Mr Muhammad Yamin, tingkat 
pendidikan guru sudah harus pada jenjang pendidikan tinggi atau uni-
versitas. Pandangan ini melewati batas waktu itu karena pendidikan guru 
di banyak negara masih terbatas pada jenjang yang dinamakan further 
education yaitu jenjang pendidikan setelah SMA tetapi belum setaraf jen-
jang perguruan tinggi atau universitas. Di Indonesia pada waktu itu pen-
didikan guru yang tertinggi adalah dalam bentuk Kursus B1 an Kursus 
B2, sebagai lembaga yang masuk kategori further and higher education  
yang menggunakan model pendidikan guru yang dinamakan normal  
school model.

Sebagai Menteri pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr  
Muhammad Yamin memiliki pandangan pendidikan yang luas dan jauh 
ke depan. Pendidikan adalah bagian penting dalam membangun kese-
jahteraan bangsa dan dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang 
lebih bermartabat. Oleh karena itu, dalam pandangan Mr Muhammad 
Yamin, pendidikan untuk guru sudah harus pada tahap universitas, tidak 
lagi pada jenjang pendidikan lanjutan berbentuk kursus di atas pendi-
dikan menengah. Guru memiliki tugas yang berat karena guru adalah 
panutan dalam perilaku dan pengetahuan. Kedua panutan dalam peri-
laku merupakan aspek penting dalam pendidikan anak bangsa. Perilaku 
yang mencerminkan keperibadian guru merupakan unsur penting dalam 
pendidikan karakter peserta didik. Kursus B1 dan B2 sudah tidak diang-
gap cukup. Kedewasaan dalam usia dan pendidikan jenjang universitas 
akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan perilaku, wa-
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wasan, cara berpikir dan pengetahuan yang cukup untuk seorang guru. 
Kedudukan akademik seorang guru tidak boleh di bawah pendidikan 
masyarakat Indonesia yang pada waktu itu sudah banyak yang lulusan 
perguruan tinggi.

Motif utama pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 
berakar pada kebutuhan strategis bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui penyediaan te-
naga pendidik profesional yang memiliki kapasitas akademis dan pedago-
gis yang seimbang. PTPG dirancang sebagai lembaga pendidikan tinggi 
yang memadukan penguasaan disiplin ilmu (subject-matter) dengan ke-
mampuan didaktik-metodik agar guru tidak hanya terampil mengajar, 
tetapi juga memahami secara mendalam substansi keilmuannya. Berbeda 
dengan kursus B-I/B-II yang bersifat non-gelar dan fragmentaris, PTPG 
dibentuk sebagai lembaga setingkat universitas yang mampu melahirkan 
tenaga pendidik dengan standar akademik yang lebih tinggi. Pendirian 
PTPG merupakan langkah modernisasi pendidikan guru dan bentuk 
konkret dari kesadaran nasional untuk memperkuat fondasi intelektual 
bangsa.

Gagasan pendirian PTPG muncul dari pemikiran progresif  
Muhammad Yamin pada kurun waktu 1954-1958, ketika ia menjabat 
sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Menurut 
Resdiantari dan Zulkarnain (2025), Mohammad Yamin berpandangan 
bahwa pembangunan negara yang baru merdeka membutuhkan tenaga 
pendidik yang tidak hanya memiliki penguasaan ilmu, tetapi juga ber
jiwa nasionalis serta bertanggung jawab secara moral terhadap kemaju-
an bangsa. Ia menilai bahwa sistem pendidikan guru sebelumnya—yang 
masih didominasi oleh sekolah guru dan berbagai kursus warisan ko
lonial—belum mampu melahirkan pendidik dengan daya saing inter
nasional dan kesadaran kebangsaan yang kuat. Atas dasar itu, Yamin 
mengusulkan pendirian lembaga pendidikan tinggi yang berfungsi 
mencetak guru-guru berpendidikan tinggi dan berorientasi kebang-
saan. Gagasan tersebut kemudian dilembagakan melalui Keputusan 
Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 38742/Kab. 
tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru tertanggal 1 Sep-
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tember 1954, yang menjadi landasan hukum resmi berdirinya PTPG  
(Resdiantari & Zulkarnain, 2025).

Secara konseptual, PTPG dirancang sebagai lembaga pendidikan 
tinggi untuk menyiapkan guru sekolah menengah dan kemudian ber-
kembang menjadi model pendidikan guru yang direplikasi di berbagai 
daerah. Indische Courant Jilid 8 Nomor 3 (9 Juli 1955) mencatat bah-
wa pembukaan PTPG diawali di Jakarta dan Yogyakarta, lalu menyu
sul Bandung, Malang, dan Batusangkar (Nofitasari, 2016). PTPG  
Yogyakarta mulai beroperasi pada 1955 di bawah Yayasan Sanata  
Dharma dengan empat program studi, yakni matematika dan ilmu 
alam, bahasa Inggris, sejarah, dan pedagogi. Pada tahun yang sama,  
Mohammad Yamin juga menghadiri serah terima gedung baru di Uni-
versitas Airlangga Surabaya yang dialokasikan sebagai fakultas pedagogi 
(Resdiantari & Zulkarnain, 2025). Pembukaan PTPG di berbagai daerah 
tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses 
pendidikan tinggi bagi calon guru serta upaya sistematis untuk men
ciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

PTPG Batusangkar, Bandung, dan Malang masing-masing ditetap-
kan untuk menampung calon guru dari wilayah berbeda di Indonesia. 
Kursi di PTPG terutama diberikan kepada lulusan SGA penerima be-
asiswa pemerintah, namun hanya sekitar dua persen lulusan SGA yang 
benar-benar lolos seleksi. Karena jumlah SGA sangat besar dan hanya 
ada tiga PTPG, lembaga-lembaga ini cepat mengalami kelebihan kapa-
sitas. Masuknya banyak lulusan SMA yang ingin menjadi guru sekolah 
menengah semakin memperburuk keadaan. Untuk mengatasi lonjakan 
peminat, pemerintah membuka dua PTPG baru di Manado dan Medan.

Status PTPG menimbulkan perdebatan karena lembaga ini menja-
lankan fungsi akademik sekaligus pelatihan guru. Ada yang mengusul-
kan agar PTPG dimasukkan ke universitas, sementara pihak lain menilai 
bahwa pendidikan guru membutuhkan pendekatan praktis yang berbeda 
dari universitas. Perdebatan ini berakhir pada 1959 ketika pemerintah 
memutuskan menggabungkan seluruh PTPG pemerintah ke dalam 
universitas negeri sebagai FKIP. Setelah itu, semakin banyak universitas 
membuka FKIP sehingga jumlah lembaga pendidikan guru meningkat 
pesat.
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Kelahiran PTPG Bandung memiliki signifikansi simbolik dan his-
toris tersendiri. Het Nieuwsblad voor Sumatra Jilid 8 Nomor 1951 (24 
Februari 1955) melaporkan bahwa pada 20 Oktober 1954 pemerintah 
membeli kawasan Villa Isola seluas 7,5 hektare seharga Rp1.500.000, 
lalu menamainya Bumi Siliwangi dan menetapkannya sebagai lokasi 
PTPG Bandung (Nofitasari, 2016). Peresmian kompleks tersebut di-
lakukan oleh Muhammad Yamin pada 19 Februari 1955, bersamaan 
dengan pembentukan Dewan Kurator yang dipimpin oleh Rd. Sanusi  
Hardjadinata, sebagai bagian dari upaya memulihkan dan membangun 
kembali sarana pendidikan yang saat itu masih dalam kondisi rusak. 
(Resdiantari & Zulkarnain, 2025). 

Dalam konteks historis, langkah Yamin tidak hanya bersifat adminis-
tratif, tetapi juga ideologis: ia berusaha menanamkan etos nasionalisme 
dan semangat pencerahan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut tercer-
min kuat dalam soneta yang ditujukannya kepada mahasiswa PTPG dan 
perguruan tinggi lainnya, yang mengajak mereka untuk bersungguh-
sungguh menimba ilmu agar tumbuh menjadi generasi yang mampu 
memberi pencerahan dan menerangi masyarakat sesuai dengan tuntutan 
serta semangat zamannya (Nofitasari, 2016). Dengan demikian, pendiri-
an PTPG bukan sekadar reformasi kelembagaan, melainkan manifestasi 
dari visi Yamin terhadap pendidikan sebagai pilar utama dalam memba-
ngun bangsa yang berdaulat, berilmu, dan berkepribadian nasional.

Peresmian PTPG di Bandung dilaksanakan pada tanggal 20 Ok-
tober 1954 bertepatan dengan tanggal 22 Sapar 1374 Hijriyah. Peres-
mian PTPG mengundang banyak pejabat nasional, daerah dan wakil  
UNESCO. Dari Jakarta hadir Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo, 
menteri Mohd Hassan, menteri Rosenoo, sekjen PPK Hutasoit dan Ke
pala Jawatan Pengajaran Pusat Sugardo. Dari Jawa Barat hadir Gubernur 
Jawa Barat, para residen, Walikota dan bupati-bupati. (Pikiran Rakjat, 
21 Oktober 1954). Pada waktu itu Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo 
menandatangani prasasti peresmian PTPG. Pada waktu itu pula Pikir-
an Rakjat merekam peristiwa penanaman pohon beringi oleh isteri Prof.  
Muhammad Yamin di taman bagian utara Gedung Bumi Siliwangi.
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Gambar 4.1 Pembukaan PTPG Bumi Siliwangi, 20 Oktober 1954
Sumber: Pikiran Rakjat, Perpusnas

PTPG Malang mulai beroperasi secara resmi pada 18 Oktober 1954 
setelah diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudaya-
an Prof. Mr. Muhammad Yamin melalui SK No. 38742/Kab/1954. Pada 
tahap awal pendiriannya, lembaga ini difokuskan untuk menyiapkan 
tenaga pendidik bagi sekolah menengah, dengan membuka lima jurus-
an dan menampung sekitar 127 mahasiswa. Lahirnya Perguruan Tinggi 
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Pendidikan Guru (PTPG) pada tahun 1954 merupakan respons lang-
sung terhadap kebutuhan mendesak bangsa Indonesia pasca-kemerde-
kaan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik di sekolah menengah. 
Pendirian PTPG didasari oleh kesadaran pemerintah bahwa kursus B-I 
dan B-II yang telah ada sebelumnya belum mampu memenuhi kebu-
tuhan tenaga pengajar berkualitas karena bersifat non-gelar dan terbatas 
dalam cakupan keilmuannya. Pada tahun 1954 pemerintah mendiri-
kan PTPG di empat kota, yakni Bandung, Malang, Batusangkar, dan  
Tondano, sebagai upaya awal membangun lembaga pendidikan tinggi 
bagi guru. 

PTPG dirancang tidak hanya untuk mencetak guru secara kuantita-
tif, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas profesionalisme pendidik 
melalui integrasi antara penguasaan disiplin ilmu (subject-matter compe-
tence) dan keterampilan didaktik-metodik yang kuat. Pada perkembang-
an selanjutnya, tahun 1961, melalui kesepakatan antara Departemen 
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Departemen Perguruan Tinggi, 
PTPG dilebur ke dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP). Fakultas ini bertugas menyiapkan calon guru untuk 
sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas. Dengan berdirinya FKIP, ber-
bagai program seperti PGSLP, Kursus B I, dan Kursus B II kemudian di-
satukan ke dalam kerangka pendidikan FKIP (Djojonegoro, 1997, hlm. 
105-107). 

Soegarda Poerbakawatja muncul sebagai konseptor utama di ba-
lik kelahiran Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), merumus-
kan gagasan yang menempatkan pendidikan guru sebagai upaya untuk 
“mengembalikan the dignity of the teaching profession” melalui pemberian 
pendidikan tinggi bagi calon guru (Pahutar, 2022). Konsepsi Soegarda 
tidak hanya menekankan penguatan kompetensi pedagogik, melainkan 
juga mengangkat pendidikan keguruan sebagai proyek kultural, mene-
gaskan martabat sosial profesi guru sebagai agen pembentuk peradaban 
nasional, sebuah pembacaan yang diperkuat oleh analisis administratif 
dan implementatif Menteri Muhammad Yamin dalam merespons ke-
butuhan nasional akan tenaga guru terdidik. Implementasi gagasan itu 
diwujudkan secara cepat dan simbolik: Menteri Pengajaran, Pendidikan, 
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dan Kebudayaan, Muhammad Yamin, meresmikan pembukaan PTPG 
secara serentak pada 20 Oktober 1954 di empat kota (Bandung, Malang,  
Batusangkar, dan Tondano), menandai langkah kebijakan terkoordinasi 
yang membawa pendidikan keguruan ke jenjang universitas (Pahutar, 
2022). Secara keseluruhan, visi Soegarda yang dipadukan dengan legiti-
masi negara lewat peresmian Yamin menunjukkan bahwa pembentukan 
PTPG pada 1954 merupakan upaya yang bersifat administratif-organi
satoris sekaligus simbolis-kultural untuk mengangkat status profesi guru 
di Indonesia pasca-kemerdekaan.

Berikut ini isi memorandum Mr. Mohammad Yamin sebagai Menteri 
PP dan K kepada Dewan Menteri mengenai perlunya Perguruan Tinggi 
Pendidikan pada bulan Mei 1954 sebagai berikut.

Untuk menaikkan mutu sekolah menengah (SMA, SGA) dan untuk memenuhi 
djumlah sekolah-sekolah itu berhubungan dengan perkembangan pada hari jang 
dating, sehingga sesuai dengan taraf jang dibutuhkan sebagai bangsa jang merdeka 
dan beradab, maka kementerian PP dan K telah memutuskan hendak membuka 
Perguruan Tinggi Pendidikan dalam tahun ini djuga.

Menurut perhitungan maka sebenarnya didalam tiap-tiap provinsi (11 provinsi 
+ Djakarta Raya) harus dibuka satu Perguruan Tinggi Pendidikan itu. Melihat ke-
adaan negara dan memikirkan soal djumlah maha-guru, maka tidak akan dibuka 
12 perguruan itu dengan serentak, melainkan dimulai dengan dua buah, jaitu di 
Djawa Timur dan di Sumatera Tengah.

Untuk sementara waktu, maka perguruan jang di Sumatera Tengah disediakan 
untuk seluruh Sumatera dan Kalimantan Barat, dan jang di Djawa Timur untuk 
bagian Indonesia jang selebihnya. Djikalau dalam provinsi lain telah didirikan 
perguruan jang ketiga, keempat, dll, maka persebaran mahasiswa adalah menurut 
pembagian daerah jang lebih effisient dan lebih rapi.

Pemilihan Malang dan Batu sangkan untuk mendudukkan perguruan itu 
adalah berhubungan dengan geografi, historia, massa-paedagogik dan persediaan  
masjarakat jang telah njata dari kedua kota itu.

Adapun angkatan PT Pendidikan itu ialah selama empat tahun, jang terbagi atas 
dua-tahun untuk mentjapai gelaran idjazah B.A dan sesudah itu dua-tahun untuk 
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mentjapai gelaran idjazah M.A. Kesempatan untuk mentjapai gelaran Doktor de-
ngan menulis naskah-idjazah diperbolehkan sesudah mendapat gelar M.A. Maka 
kuliah adalah menurut lampiran I.

Mahaguru terbagi atas mahaguru biasa dan mahaguru luarbiasa, disebelah itu 
dimana perlu diangkat pula pengadjar (dosen).

Persediaan jang harus dilaksanakan dengan segera, ialah:
a.	 Mahasiswa
b.	 Mahaguru 
c.	 Perumahan
d.	 Keuangan
Bibit mahasiswa menurut perhitungan tidak akan menemui kesukaran, karena 

menurut perhitungandjumlah 60 orang untuk Batu Sangkar dan 120 orang untuk 
Malang dengan mudah akan tertjapai. Seboleh-bolehnya semua mahasiswa menda-
pat beasiswa dengan ikatan dinas dan diasramakan. 

Djuga tentang mahaguru tidak akan menemui kementerian penting, karena 
PPK telah mengarahkan pemandangan kedjuruan itu, terutama akan memakai 
tenaga jang telah ada pada kementerian tersebut. Tambahan tenaga lain tidak pula 
diminta pada universitas jang telah ada. Hanya … satu dua mata kuliah barang-
kali dibutuhkan tenaga asing jang dapat dipakai dengan memenuhi sjarat jang 
harus ditentukan lebih dahulu oleh PPK dan kantor urusan pegawai.

Persediaan tanah dan perumahan kuliah dan guru akan mendjadi …. , setelah 
dilandjutkan pembukaan dengan pemerintah daerah yang menyediakan pekarang-
an dan ruangan untuk tahun pertama. Tentang pekarangan telah diterima reaksi 
masjarakat daerah, jang baik sekali karena berasa bangga karena kedua tempat itu 
diputuskan mendjadi bahan pilihan kementerian PPK.

Untuk memulai pendirian kedua PT Pendidikan itu maka menurut kemes
tiannja diperlukan keuangan dari pemerintah, jaitu tiap-tiap perguruan sedjumlah  
Rp. djuta, djadi seluruhnya sedjumlah Rp. djuta, menurut lampiran II. Tetapi 
djumlah ini bertambah ringan oleh karena pemerintah daerah dan masjarakat 
memberi bantuan jang sangat berharga jang dibutuhkan tahun pertama ialah uang 
sedjumlah Rp. djuta (djadi procent dari pada anggaran belandja menurut keingin-
an objektif ). Kepada KKP dan cabinet diharapkan bersedia memutuskan tentang 
pengangkatan mahaguru jang bertingkat GT.
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Mahaguru jang akan diangka jaitu dalam tahun pertama untuk mata kuliah 
menurut lampiran III.

Tentang keuangan telah dirundingkan dengan menteri keuangan jang bersiap 
menjediakan belandja sedjumlah Rp. djuta untuk tahun 1954. Djadi diharapkan 
dari cabinet supaya menjetujui pemberitahuan isi memorandum ini

Djakarta, Mei 1954
Menteri PP dan K 

Gambar 4.2 Memorandum tulisan tangan Mr. Mohammad Yamin 
mengenai perlunya Pembukaan Perguruan Tinggi Pendidikan

Sumber: Arsip Nasional

Secara kelembagaan, PTPG Bandung menjadi salah satu yang paling 
pesat berkembang di antara empat PTPG lainnya. Pada tahun pertama 
berdirinya pada tahun 1954, PTPG Bandung membuka delapan jurusan 
dengan 214 mahasiswa dan 39 dosen di bawah kepemimpinan Prof. M. 
Sadarjoen Siswomartojo sebagai dekan pertama. Dalam waktu dua tahun, 
jumlah jurusan bertambah menjadi sembilan pada tahun 1955/1956, 
dan kemudian menjadi dua belas jurusan pada tahun 1956/1957, semen-
tara jumlah mahasiswa meningkat menjadi 510 orang. Pertumbuhan ini 
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menunjukkan PTPG Bandung bukan sekadar lembaga pendidikan, te
tapi juga menjadi pusat pengembangan keilmuan dan pedagogik di Jawa 
Barat. Untuk memperkuat basis akademik, pada tahun 1956 didirikan 
Lembaga Penyelidikan Pendidikan (LPP) yang berfungsi mengembang-
kan riset pendidikan dan memperkuat pendekatan ilmiah dalam praktik 
pengajaran. Jumlah tenaga pengajar meningkat menjadi 70 orang, dan 
tenaga tata usaha melonjak dari 21 menjadi 180 orang dalam tiga tahun 
pertama (Nofitasari, 2016).

Dalam konteks kebijakan, PTPG merupakan jawaban terhadap keko-
songan lembaga pendidikan guru tetap di Indonesia. Hingga tahun 1954, 
jumlah pemegang ijazah B-I hanya mencapai 500 orang, sementara pe-
megang B-II baru enam orang, angka yang jauh dari memadai untuk me-
menuhi kebutuhan pendidikan lanjutan. Karena itu, keberadaan PTPG 
dianggap kebutuhan nasional yang tidak dapat ditunda. Namun, seiring 
perkembangan, pemerintah memandang perlunya integrasi kelembaga-
an agar pengelolaan pendidikan guru lebih efisien. Melalui Keputusan 
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 40719/S, PTPG 
diberi landasan hukum untuk beroperasi dalam lingkungan universitas. 
Ketentuan ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah No. 
75 Tahun 1958 dan Keputusan Menteri PP dan K tanggal 25 Novem-
ber 1958, yang menetapkan penggabungan PTPG ke dalam Universitas 
Padjadjaran sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 
Pengintegrasian ini menandai perubahan penting, yakni peralihan dari 
lembaga pendidikan guru yang berdiri sendiri menuju bagian integral 
dari sistem pendidikan tinggi nasional yang menekankan pengembangan 
keilmuan dan profesionalisme pendidik.

PTPG menyelenggarakan program BA (Sarjana Muda) dan Sarjana 
Pendidikan pada bidang-bidang ilmu dengan muatan kuat pedagogik, 
praktik mengajar, dan riset pendidikan. Fungsi PTPG meliputi (a) pen-
didikan pra-jabatan guru menengah; (b) riset dan pengembangan ku-
rikulum; (c) pembinaan sekolah latihan (teaching school). PTPG juga 
menjadi simpul koordinasi bagi kursus-kursus B-I/B-II yang masih ber-
jalan hingga awal 1960-an. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar 
di tingkat sekolah lanjutan atas—seperti SMA, SGA, dan SMEA—pada 
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tahun 1950 pemerintah menyelenggarakan Kursus B I dan B II. Program 
Kursus B I dirancang dengan masa studi dua tahun. 

Peserta Kursus B I dan B II direkrut dari guru-guru yang telah me-
miliki ijazah SGA atau yang setara serta memiliki pengalaman mengajar 
minimal dua tahun. Mata pelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan 
kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Hingga 1957, terca-
tat sekitar 75 Kursus B I, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 
berbagai kota besar di Indonesia (Yonardi, 2018). Para peserta mengi-
kuti program ini melalui penugasan belajar dari Kementerian PP dan 
K, dengan ketentuan tetap melaksanakan kewajiban mengajar disertai 
keringanan beban tugas. Kegiatan kursus umumnya berlangsung pada 
siang hari, meskipun dalam beberapa kasus tertentu dilakukan pada pagi 
hari. Pada tahun ajaran 1954–1955, terdapat sekitar 102 Kursus B I dan 
3 Kursus B II di seluruh Indonesia. Berdasarkan PP No. 41 Tahun 1950, 
lulusan Kursus B I hanya berwenang mengajar di kelas I dan II SLTA. 
Untuk memenuhi kebutuhan guru yang dapat mengajar di kelas akhir 
(kelas III), pada 1958 didirikan Kursus B II. Program ini berlangsung 
selama dua tahun setelah B I, dan hanya dapat diikuti oleh pemegang 
ijazah B I.

Pada masa itu, Kursus B II baru tersedia di tiga kota, yakni Jakarta—
dengan jurusan Sejarah dan Ilmu Bumi; Bandung—yang membuka 
Ilmu Bumi, Pendidikan, dan Ilmu Pasti; serta Yogyakarta—yang menye-
lenggarakan Jurusan Pendidikan (Yonardi, 2018). Program B I dan B II 
dirancang untuk menghasilkan guru spesialis pada setiap bidang studi. 
Karena itu, tersedia Kursus B I untuk mata pelajaran seperti Matematika, 
Fisika, Biologi, Sejarah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bidang-
bidang lainnya. Setiap mata pelajaran di tingkat sekolah menengah per-
tama pada dasarnya memiliki jalur Kursus B I tersendiri, sehingga sifat 
program ini sangat spesialisasi. Dengan desain seperti ini, Kursus B I dan 
B II pada hakikatnya merupakan adaptasi dari sistem MO A dan MO 
B di Belanda, yang sejak 1912 telah menjadi model pendidikan guru 
sekolah menengah. 

Salah satu kelemahan utama pendidikan guru sekolah menengah me-
lalui Kursus B I adalah ketimpangan dalam ketersediaan tenaga penga-
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jar yang memenuhi kualifikasi. Di kota-kota besar seperti Bandung dan  
Jakarta, kebutuhan dosen atau instruktur relatif mudah dipenuhi karena 
dapat memanfaatkan tenaga dari universitas. Sebaliknya, di kota-kota 
yang lebih kecil—misalnya Semarang—sangat sulit memperoleh penga-
jar untuk bidang-bidang seperti Bahasa Inggris, Biologi, dan Fisika. Da-
lam kondisi seperti ini, wajar jika program Kursus B I sulit dengan cepat 
memenuhi kebutuhan akan guru sekolah menengah yang berkualitas 
tinggi. Namun, di balik keterbatasan tersebut terdapat satu keunggulan 
penting, yakni lulusan B I umumnya memiliki kemampuan mengajar 
yang baik, karena peserta program ini direkrut dari guru-guru yang telah 
berpengalaman di lapangan.

Kursus-kursus B-I dan B-II dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga pengajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sesuai keten-
tuan praktik pasca-kolonial, kursus B-I berlangsung selama dua tahun 
dan mensyaratkan peserta yang berasal dari lulusan Sekolah Guru A 
(SGA) atau setara, serta mereka yang memiliki pengalaman mengajar mi-
nimal dua tahun; peserta umumnya memperoleh izin dan keringanan tu-
gas dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sehingga 
dapat mengikuti kursus sambil tetap terikat tugas mengajar (Pahutar, 
2022). Perspektif komparatif pada evolusi pendidikan guru menegaskan 
bahwa konstruksi semacam ini lazim di negara-negara yang sedang men-
jajaki transisi dari sistem kursus ke pendidikan tinggi formal tujuannya 
pragmatis: cepat menambah kuantitas tenaga pengajar sambil memper-
tahankan kesinambungan pelayanan pendidikan di sekolah (Kosim & 
Muqoddam, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1950, lulusan 
kursus B-I diberi kewenangan mengajar sampai kelas I dan II SLTA; ke-
butuhan untuk menutup kekosongan pengajaran di kelas III mendorong 
pendirian kursus B-II pada 1954. Namun, pelaksanaan kursus-kursus ini 
menemui kendala struktural yang serius: ruang kelas permanen jarang 
tersedia sehingga kegiatan tersebar-pencar, pengawasan dan koordinasi 
sulit, perpustakaan dan sarana pendukung hampir tidak ada, serta per
alatan ajar diperoleh dari pinjaman sekolah lain sehingga sering tak me-
madai. Kondisi ini menurunkan mutu proses pembelajaran dan ujian, 
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sementara proporsi tenaga pengajar tidak tetap mencapai 80%, faktor 
yang menimbulkan ketidakstabilan kualitas pengajaran (Pahutar, 2022). 
Studi sejarah kebijakan pendidikan juga menunjukkan bahwa masalah 
infrastruktur dan kekurangan tenaga pengajar terlatih merupakan ham-
batan sistemik pada usaha memperluas pendidikan menengah di era 
1950-an; kelemahan ini kemudian menjadi salah satu alasan politik dan 
administratif bagi integrasi kursus ke dalam struktur perguruan tinggi 
(Mukminin dkk, 2019).

Di kemudian hari terjadi penggabungan Kursus B1 dan B2 ke PTPG 
Bandung. Dosen-dosen B1 dan B2 menjadi dosen di jurusan yang sesuai 
di PTPG. Selain dari B1 dan B2, dosen-dosen PTPG diangkat dari lu-
lusan Universitas Indonesia terutama untuk jurusan di kelompok ilmu-
ilmu sosial dan bahasa, dan dari ITB untuk jurusan di kelompok MIPA 
dan teknik pada masa kemudian. Untuk bidang pendidikan diangkat ter
utama mereka yang dari B1 dan B2 Ilmu Pendidikan.

Gambar 4.3 Keputusan Menteri PPK RI tangal 1 September 1954  
Nomor 38742/Kab mengenai Peraturan PTPG

Sumber Arsip Nasional
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Sebaliknya, mahasiswa PTPG mengikuti program penuh waktu—
mereka umumnya lulusan SMA atau SGA yang mendapat kesempatan 
untuk fokus penuh pada penguasaan bidang studi dan pedagogi. Dalam 
banyak kasus, sebagian peserta PTPG berasal dari program pengerah-
an tenaga mahasiswa yang sebelumnya ditugaskan mengajar di daerah 
terpencil; memasuki PTPG memberi mereka kesempatan memperoleh 
pendidikan yang lebih intensif dan komprehensif dibandingkan peserta 
kursus B-I/B-II, sehingga lulusan PTPG dipandang lebih siap secara aka-
demik untuk mengisi posisi guru menengah dan diberi hak memakai 
gelar sarjana (Pahutar, 2022). Analisis komparatif menegaskan bahwa 
perbedaan struktur pembelajaran, penuh waktu di PTPG dengan sifat 
in-service dan parsial kursus B-I/B-II, menghasilkan perbedaan kualitas 
dan status profesional yang nyata, yang pada gilirannya memicu kete-
gangan antara kedua kelompok (Larasati, 2023).

Kecemburuan dan perasaan ketidakadilan yang muncul di kalangan 
peserta serta lulusan kursus B-I/B-II memuncak pada dualisme kelem
bagaan dalam pendidikan guru menengah: lulusan PTPG berhak atas 
gelar akademik (sarjana/doktorandus) sementara lulusan kursus tidak, 
padahal banyak dari mereka menilai pengalaman mengajar lapangan 
mereka setara atau lebih bernilai. Ketegangan ini bukan sekadar soal ge-
lar, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap jalur karier, pengakuan 
profesional, dan distribusi sumber daya pendidikan. Sejarah reformasi 
pendidikan guru menunjukkan bahwa integrasi kursus ke dalam FKIP/I-
KIP dimaksudkan sebagai upaya menyelesaikan dualisme ini, namun 
prosesnya juga menuntut pendekatan kebijakan yang lebih komprehen-
sif, termasuk investasi pada infrastruktur, rekrutmen dosen tetap, dan 
mekanisme pengakuan pengalaman in-service agar transisi menjadi adil 
dan efektif (Pahutar, 2022; Kosim & Muqoddam, 2021).

Persebaran Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada tahun 
1954 menandai tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional  
Indonesia. Keputusan pemerintah untuk mendirikan empat PTPG di 
Bandung, Malang, Batusangkar, dan Tondano menunjukkan adanya ke-
sadaran bahwa kebutuhan tenaga guru tidak dapat dipenuhi secara sen-
tralistik. Langkah ini merupakan strategi desentralisasi pendidikan ting-
gi yang diarahkan untuk memperluas akses pelatihan guru di berbagai 
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daerah. PTPG menjadi cikal bakal Lembaga Pendidikan Tenaga Kepen-
didikan (LPTK) modern pertama di Indonesia yang secara formal me-
nempatkan profesi guru pada level universitas, sekaligus menandai awal 
institusionalisasi profesi guru dalam sistem pendidikan nasional.

Gedung yang menjadi cikal bakal kampus PTPG di Bandung awal-
nya adalah reruntuhan bangunan peninggalan Perang Dunia II yang di-
kenal dengan nama “Villa Isola”. Setelah perang, bangunan ini pernah 
digunakan sebagai markas para pejuang kemerdekaan dalam melawan 
penjajah (Kodir, 1984). Gedung tersebut kemudian dipugar dan diba-
ngun kembali, dan di tempat inilah untuk pertama kalinya para pemuda  
Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan calon guru pada jen-
jang universitas. Tidak butuh waktu lama, puing-puing bangunan itu 
berubah menjadi gedung yang megah dan kokoh, dengan nama baru 
“Bumi Siliwangi” (Kodir, 1984).

Perkembangan PTPG Bandung menjadi contoh konkret dari keber-
hasilan model pendidikan guru pascakemerdekaan. Lembaga ini berdiri 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudaya-
an Nomor 35742 tanggal 1 September 1954, yang kemudian diresmikan 
oleh Mr. Muhammad Yamin pada 20 Oktober 1954. PTPG Bandung 
menjadi pionir dalam menyelenggarakan pendidikan guru yang berbasis 
ilmiah dan pedagogis di Pulau Jawa bagian barat. Menurut Nofitasari 
(2016), lembaga ini membuka delapan jurusan dengan 214 mahasiswa 
dan 39 dosen pada tahun pertama, dan terus berkembang pesat hing-
ga memiliki dua belas jurusan pada tahun 1957. Keberhasilan ini men-
jadi dasar kuat bagi pengembangan lembaga serupa di wilayah lain di  
Indonesia. 

PTPG Bandung memiliki asrama putra (berlokasi di lokasi Mesjid Al 
Furqan sekarang) dan asrama putri (berlokasi di jalan Mr Muhammad 
Yamin, sebagian menjadi lokasi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni 
sekarang). Sedangkan rumah-rumah dosen didirikan sepanjang jalan  
Setiabudi di bagian depan Gedung Bumi Siliwangi) dan di lokasi Ja-
lan Jayaperkasa dan lokasi LPPM sekarang. Menurut pandangan Prof. 
Muhammad Yamin, pendidikan guru idealnya berlangsung dalam sua-
sana yang akrab dan saling belajar antara para pendidik dan para calon 
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guru. Dalam hubungan seperti ini, calon guru tidak hanya memperoleh 
pengetahuan secara formal dari para dosen, tetapi juga belajar melalui 
keteladanan yang ditunjukkan oleh dosen dalam kehidupan sehari-hari. 
Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus pendidikan guru harus memi-
liki suasana yang berbeda dari kampus universitas pada umumnya, ka
rena kampus biasa tidak dirancang khusus untuk pembentukan karakter 
dan profesionalitas calon guru. Oleh sebab itu, saat membangun kampus 
pendidikan guru, rumah para dosen ditempatkan langsung di dalam area 
kampus, mirip dengan pola di pesantren di mana para kiai hidup ber-
dampingan dengan para santri.

Gambar 4.4 Gedung Isola Tampak Belakang, menghadap ke utara,  
arah Lembang

Sumber: Collectie Tropen Museum
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Secara administratif, PTPG Bandung diintegrasikan ke dalam Uni-
versitas Padjadjaran (UNPAD) pada 25 November 1958, sesuai dengan 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan 
No. 40718/S, yang memperbolehkan PTPG berdiri sebagai universitas 
tersendiri atau menjadi bagian dari universitas lain. Dengan demikian, 
PTPG Bandung berubah status menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) sebagai salah satu fakultas utama Unpad. Transfor-
masi ini kemudian memperkuat posisi FKIP Bandung sebagai lembaga 
pendidikan guru yang berperan strategis dalam mencetak tenaga pendi-
dik berkualitas di Jawa Barat dan sekitarnya. Integrasi ini sekaligus mem-
perlihatkan bagaimana pendidikan guru mulai diposisikan sejajar dengan 
bidang keilmuan lain dalam struktur universitas modern.

Gambar 4.5 Ruang Kuliah umum di parterre (Villa Isola)
Sumber: Dari Isola ke Bumi Siliwangi

Pada tahap berikutnya, pemerintah berupaya menata sistem penye
diaan tenaga pendidik dengan memasukkan Kursus B I dan B II ke da-
lam FKIP melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No. 6 Tahun 1961 (Yonardi, 2018). Kebijakan ini dimaksudkan untuk 
mengakhiri pemisahan antara jalur kursus non-gelar dan pendidikan uni-



MENJADI GURU DI INDONESIA

184

versitas formal. Namun, kemudian muncul dualisme baru antara FKIP 
dan Institut Pendidikan Guru (IPG) yang berada di bawah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengatasinya, pemerintah mener-
bitkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1963 yang menyatukan FKIP 
dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Mela-
lui kebijakan ini, FKIP A/FKIP B dan IPG di Bandung dilebur menjadi 
IKIP Bandung sebagai lembaga tunggal pendidikan guru pada tingkat 
universitas di Indonesia.

Sejalan dengan proses reorganisasi tersebut, IKIP Bandung memben-
tuk lima fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ke-
guruan Ilmu Sosial (FKIS), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), 
Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), dan Fakultas Keguruan Ilmu 
Teknik (FKIT). Pemerintah kemudian menetapkan lembaga ini sebagai 
IKIP Pembina, dengan tugas membina sejumlah IKIP di luar Pulau Jawa, 
antara lain di Banda Aceh, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. 
Peran tersebut menegaskan posisi strategis IKIP Bandung dalam proses 
institusionalisasi pendidikan guru secara nasional, di mana kerangka ke-
lembagaan dan standar akademiknya dijadikan rujukan bagi pengem-
bangan pendidikan guru di berbagai wilayah Indonesia.

Selain Bandung, PTPG Malang juga menjadi embrio penting dalam 
perkembangan pendidikan guru. Lembaga ini diresmikan pada 18 Ok-
tober 1954 oleh Mr. Muhammad Yamin berdasarkan Surat Keputusan 
Nomor 38742/Kab tertanggal 1 September 1954. Pada fase awal, PTPG 
Malang menyelenggarakan lima jurusan dengan sekitar 127 mahasiswa 
dan 37 dosen, mencakup Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra 
Inggris, Sejarah dan Kebudayaan, Ilmu Ekonomi, serta Ilmu Pasti dan 
Alam. Keberadaannya menjadi tonggak awal pendidikan guru di wilayah 
timur Pulau Jawa dan berperan penting dalam membangun tradisi aka-
demik kependidikan di kawasan tersebut.

Perkembangan penting terjadi setelah berdirinya Universitas  
Airlangga (Unair) di Surabaya pada 10 November 1954. Melalui Peratur-
an Pemerintah No. 71 Tahun 1958, PTPG Malang secara resmi dialihkan 
menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di lingkung-
an Unair. Penggabungan ini membuka peluang bagi penguatan kelem
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bagaan pendidikan guru di Malang melalui dukungan sarana universi-
tas serta bantuan dari berbagai pihak. Ford Foundation berkontribusi 
dengan menyediakan beasiswa dosen, peralatan laboratorium, dan ko-
leksi perpustakaan, sementara pemerintah Jepang menyalurkan bantuan 
melalui Colombo Plan. Selain itu, dukungan juga datang dari kalangan 
pengusaha lokal, seperti Sie Twam Tjing (Samsi), pemilik pabrik rokok 
Bentoel Malang, yang membangun kafetaria modern bagi mahasiswa.

Dinamika politik pendidikan nasional turut memengaruhi perkem-
bangan lembaga ini. Melalui Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, 
FKIP ditetapkan sebagai satu-satunya jalur pendidikan guru untuk jen-
jang sekolah lanjutan. Kebijakan tersebut kemudian dipertegas oleh Su-
rat Keputusan Menteri PP dan K RI No. 6 Tahun 1961 yang menginte-
grasikan Kursus B I dan B II ke dalam FKIP. Namun, dualisme kembali 
muncul antara FKIP dan Institut Pendidikan Guru (IPG)—yang di Jawa 
Timur berpusat di Madiun. Untuk mengakhiri tumpang tindih kelem
bagaan ini, pada 3 Januari 1963 Presiden menerbitkan Keputusan Presi-
den No. 1 Tahun 1963 yang melebur keduanya menjadi IKIP Malang.

Peresmian IKIP Malang pada 20 Mei 1964 di gedung SKMA Ne
geri Malang menandai berakhirnya dualisme lembaga pendidikan guru 
di Jawa Timur. Institusi baru ini membawahi empat fakultas utama, yak-
ni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni 
(FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), dan Fakultas Keguruan 
Ilmu Eksakta (FKIE). Selain itu, Keputusan Menteri PTIP No. 35 Tahun 
1964 menetapkan pendirian cabang-cabang IKIP Malang di Surabaya, 
Madiun, Singaraja, dan Kupang, sehingga jangkauan kelembagaannya 
meluas ke wilayah Indonesia bagian timur. Dengan demikian, IKIP  
Malang tidak hanya berfungsi sebagai pusat akademik, tetapi juga seba-
gai sentra penyebaran model pendidikan guru modern di kawasan timur 
Jawa.

Di kawasan Sumatra, PTPG Batusangkar mulai beroperasi pada pe-
riode 1954–1956 dengan enam jurusan awal, yaitu Bahasa Indonesia, 
Sejarah, Bahasa Inggris, Ekonomi, Ilmu Pasti, dan Biologi. Pada tahap 
awal, lembaga ini menghadapi berbagai kendala, termasuk jumlah ma-
hasiswa yang terbatas dan hambatan dalam penyelenggaraan perkuliah-
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an. PTPG Batusangkar berhasil bertahan dan menjadi cikal bakal FKIP 
Universitas Andalas (Unand) di Bukittinggi pada tahun 1956. Walau-
pun pengintegrasian ini sempat terhambat oleh pergolakan daerah tahun 
1957–1958, aktivitas perkuliahan kembali normal setelah FKIP Unand 
diaktifkan kembali pada 10 Juni 1958.

FKIP Universitas Andalas mengalami perkembangan pesat setelah 
1958. Pada 1961, seluruh Kursus B I di Sumatra Barat dilebur ke dalam 
FKIP, termasuk B I Bahasa Inggris dan Sejarah di Bukittinggi, serta B I 
Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, dan Pendidikan Jasmani di Padang. Selan-
jutnya, FKIP Unand membuka sejumlah jurusan baru, seperti Pembim-
bing Pendidikan, Ilmu Hayat, Pendidikan Sosial, dan Seni Rupa. Pada 
1964, FKIP Unand Padang dipisahkan dari Universitas Andalas dan dite-
tapkan sebagai IKIP Jakarta Cabang Padang. Lembaga ini kemudian me-
ngelola lima fakultas, termasuk Fakultas Keguruan Teknik (FKT) yang 
berasal dari yayasan swasta di Padang.

Perguruan Tinggi bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 
(PTPG) Tondano berdiri pada 22 September 1955 di Tondano. PTPG 
Tondano lahir dalam rangka strategi nasional untuk mendesentralisasi-
kan pendidikan tinggi keguruan ke luar Jawa dan segera menjadi titik 
sentral bagi penyediaan tenaga guru di Kawasan Timur Indonesia. Kaji
an-kajian lokal mengenai praktik pembelajaran sejarah dan pendidikan di 
Minahasa menegaskan bahwa institusi-institusi keguruan awal (termasuk 
PTPG Tondano) turut membentuk kurikulum lokal dan praktik pedago-
gis yang sensitif-konteks, sehingga PTPG bukanlah “pabrik ijazah” tetapi 
juga agen adaptasi kurikulum lokal. Studi lapangan yang diterbitkan da-
lam prosiding internasional menunjukkan bagaimana program-program 
pembelajaran berbasis sejarah lokal (yang dikembangkan dosen/peneliti 
dari institusi setempat) mengandalkan infrastruktur akademik yang diba-
ngun sejak era PTPG (Imbar, Dasfordate & Burdam, 2019).

Sejak September 1957, PTPG Tondano dilebur ke dalam Univer-
sitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan berstatus sebagai Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP UNHAS). Selanjutnya, pada 3 
November 1960, FKIP-UNHAS Tondano dipindahkan dan ditetap-
kan sebagai FKIP-UNHAS Manado. Transformasi kelembagaan PTPG  
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Tondano melalui integrasi ke FKIP regional dan kemudian menjadi ca-
bang/IKIP memperbesar mandat institusi: dari produksi guru kuantita-
tif ke tugas riset pendidikan, pengembangan kurikulum regional, dan 
pembinaan jaringan cabang. Literatur tentang desentralisasi pendidik-
an menempatkan fenomena ini dalam kerangka yang lebih luas: desen
tralisasi memotivasi pendirian dan penguatan institusi pendidikan ting-
gi di daerah sebagai upaya mengatasi kesenjangan akses dan relevansi  
(Rahman, 2019; Winardi, 2017). Dengan kata lain, keberadaan PTPG 
Tondano/IKIP Manado membantu mengurangi ketergantungan pengi-
riman calon guru ke Jawa dan menyediakan jalur lokal yang lebih relevan 
secara budaya dan geografis.

Dampak konkret yang dilaporkan studi-studi regional meliputi dua 
aspek: (1) kuantitas, peningkatan jumlah guru terlatih untuk seko-
lah dasar dan menengah di Sulawesi Utara dan provinsi tetangga; dan  
(2) kualitas/kontekstualisasi, pengembangan materi pembelajaran dan 
praktik pengajaran yang menyesuaikan bahasa, budaya, dan kebutuhan 
lokal. Namun, kajian empiris juga menegaskan keterbatasan: efektivitas 
institusi regional sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dosen berkualifi-
kasi, dukungan pendanaan, dan stabilitas politik lokal, faktor-faktor yang 
seringkali menghambat transfer kapasitas dari pusat ke daerah (Rahman, 
2019).

Dari perspektif kebijakan, pengalaman PTPG Tondano merepresen
tasikan manfaat dan tantangan desentralisasi pendidikan: manfaatnya 
terlihat pada pemerataan akses dan relevansi pendidikan keguruan; tan-
tangannya muncul ketika kapasitas lokal belum memadai untuk meme-
nuhi mandat yang lebih luas (riset, pembinaan cabang, pengembangan 
kurikulum). Oleh karena itu, penguatan institusi seperti PTPG/IKIP/
UNIMA idealnya harus berjalan serentak dengan kebijakan pengem-
bangan SDM pendidik, pendanaan berkelanjutan, dan kemitraan na-
sional-lokal agar desentralisasi betul-betul meningkatkan mutu pendi-
dikan regional (Winardi, 2017; Rahman, 2019). Secara sintesis, PTPG  
Tondano sebagai salah satu PTPG pertama memainkan peran strategis 
dalam membentuk ekosistem pendidikan keguruan di Kawasan Timur 
Indonesia: dari menghadirkan akses pendidikan tinggi keguruan yang 
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dekat secara geografis hingga menjadi sumber inisiatif pedagogis kon-
tekstual. Literatur ilmiah terbaru mendukung pembacaan ini namun 
juga mengingatkan bahwa dampak jangka panjang bergantung pada 
kapasitas institusional dan dukungan kebijakan yang konsisten (Imbar, 
Dasfordate, & Burdam, 2019; Rahman, 2019; Winardi, 2017).

Secara keseluruhan, persebaran PTPG ke berbagai wilayah Indonesia 
mencerminkan strategi nasionalisasi pendidikan yang diarahkan untuk 
mengatasi ketimpangan regional dalam penyediaan tenaga guru. Mela-
lui integrasi bertahap menjadi FKIP dan kemudian IKIP, lembaga-lem
baga tersebut berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan dan ideo
logis pendidikan nasional. Dari Bandung hingga Padang, Malang, dan  
Tondano, PTPG menjadi pelopor transformasi pendidikan guru dari 
model kursus kolonial menuju sistem universitas nasional yang berka-
rakter ilmiah dan berjiwa kebangsaan. PTPG tidak hanya memperluas 
kesempatan pendidikan tinggi, tetapi juga memperkuat peran guru seba-
gai aktor utama dalam pembangunan bangsa dan pembentukan identitas 
nasional Indonesia.

Untuk pengajar dan pelajar dijelaskan dalam Pasal 7 Bab III bahwa 
pengajar atau dosen pada perguruan tinggi terdiri dari guru besar, guru 
besar luar biasa, lektor, dan lektor luar biasa. Adapun yang menjadi pela
jar atau mahasiswa pada PTPG ini adalah mereka yang memiliki ijazah 
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Sekolah Guru 6 tahun 
(SGA), dan sekolah-sekolah lainnya yang sederajat dengan itu, terma-
suk pula mereka yang beijazah Hoofdate, HIK, HCK, HKS, dan Europ 
(Kweekschool pada masa lampau). Untuk susunan dalam PTPG sendiri 
terdiri atas dekan, dewan pengajar, dewan curator, dan dewan maha
siswa. Dosen-dosen B1 dan B2 menjadi dosen di jurusan yang sesuai di 
PTPG. Selain dari B1 dan B2, dosen-dosen PTPG diangkat dari lulusan 
Universitas Indonesia terutama untuk jurusan di kelompok ilmu-ilmu 
sosial dan bahasa, dan dari ITB untuk jurusan di kelompok MIPA dan 
teknik pada masa kemudian. Untuk bidang pendidikan diangkat ter
utama mereka yang dari B1 dan B2 Ilmu Pendidikan.

Pada waktu didirikan, PTPG di Bandung memiliki program studi 
yang dinamakan jenjang bakaloreat dan jenjang doktoral atau Atjarja  
(dibaca Acarya = istilah dari bahasa Sangskerta yang digunakan da-
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lam keputusan mengenai Pendikan Tinggi Pendidikan Guru (pasal 2).  
Bakaloreat sama dengan Sarjana Muda tetapi sekarang istilah ini tidak 
digunakan lagi dan sekarang dikenal dengan istilah Sarjana. Doktoral 
atau Atjarja adalah gelar kedua yang sederajat dengan gelar master (mas-
ter degree) yang sekarang seharusnya sama dengan S2. Pada waktu awal 
kedua jenjang pendidikan tersebut memiliki masa studi masing-masing  
2 tahun (Pasal 2). Dalam pemberian gelar, secara universal dikenal ada-
nya gelar pertama (first degree) yaitu bachelor degree atau Bakaloreat/Sar-
jana Muda, gelar kedua (second degree) yang sama dengan Atjarja (acarya) 
yang di negara lain dinamakan Master (M.A., M.Ed., M.Sc) yang seka-
rang sederajat dengan M.Pd, dan gelar ketiga sebagai gelar tertinggi yaitu 
Dr, Ph.D, Ed.D, dan sebagainya.

Kurikulum PTPG terdiri atas mata kuliah dasar yang wajib untuk 
semua mahasiswa—termasuk pendidikan kewarganegaraan dan mata ku-
liah profesional—serta mata kuliah khusus jurusan. Mahasiswa Jurusan 
Sejarah, misalnya, mengambil mata kuliah profesional di bidang peng-
ajaran dan sejumlah besar mata kuliah akademik yang nantinya men
jadi bidang ajarnya di sekolah menengah. Program tiga tahun di PTPG 
menghasilkan gelar B.A., dan dua tahun studi lanjutan menghasilkan ge-
lar Drs. Bahkan, beberapa perguruan tinggi menyediakan jenjang doktor.

Pada jenjang Bakaloreat dan Doktoral mata kuliah sudah ditentukan 
walau pun dekan berdasarkan pertimbangan dewan dosen dapat menam-
bah mata pelajaran tersebut. Mata kuliah pada jluy enjang Bakaloreat 
dan Doktoral sudah ditentukan, yaitu (pasal 4).

–	 ilmu pendidikan umum
–	 pendidikan masyarakat
–	 pendidikan djasmani
–	 ilmu djiwa
–	 filsafat umum dan filsafat pantjasila
–	 sosiologi
–	 sosiografi
–	 ilmu bangsa-bangsa
–	 sedjarah Indonesia, Asia Tenggara dan dunia
–	 hukum negara Indonesia
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–	 ekonomi
–	 bahasa dan kesusateraan Indonesia
–	 bahasa dan kesusateraan Inggeris

–	 bahasa dan kesusateraan Djerman
–	 bahasa dan kesusateraan Perantjis
–	 bahasa dan kesusasteraan Djawa lama dan Indonesia lama
–	 dasar permulaan bahasa Arab
–	 dasar permulaan bahasa Sangsekerta
–	 ilmu memperbandingkan bahasa-bahasa Austronesia
–	 dasar permulaan ilmu alam
–	 dasar permulaan ilmu pasti
–	 dasar permulaan ilmu kimia
–	 ilmu hajat
–	 kosmografi
–	 pengetahuan umum sebagai dasar bagi stadium generale
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Pada jenjang doktoral atau Atjarja terdapat jurusan (pasal 5 (1)):
–	 djurusan ilmu pendidikan dan pendidikan djasmani
–	 djurusan bahasa dan kesusateraan
–	 djurusan sedjarah-budaja
–	 djurusan ilmu pasti dan alam
–	 djurusan ekonomi dan hukum negara

Jurusan-jurusan yang ditetapkan pada ketentuan tersebut sebenarnya 
masih sangat terbatas, namun cakupan keilmuannya sangat luas. Misal-
nya, Jurusan Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Jasmani membawahi dua 
bidang besar sekaligus: ilmu pendidikan dan pendidikan jasmani. Hal 
serupa terjadi pada Jurusan Bahasa dan Kesusasteraan, yang bukan hanya 
mencakup ilmu bahasa dan sastra, tetapi juga menaungi berbagai bahasa 
seperti Bahasa Indonesia, Jerman, dan Prancis. Sementara itu, Jurusan 
Ekonomi digabungkan dengan Hukum Negara, sehingga membina dua 
ranah keilmuan yang berbeda. Adapun Jurusan Sejarah-Budaya juga 
mencakup dua bidang keilmuan: sejarah dan budaya, sehingga kajian 
antropologi dan sosiologi ikut berada dalam lingkup jurusan ini, meski
pun terdapat subbidang yang lebih spesifik bernama sejarah budaya. De-
ngan demikian, istilah “sejarah-budaya” tampaknya digunakan dalam 
pengertian luas, bukan dalam makna khusus (budaya sebagai subbidang 
sejarah).

Dalam ketetapan yang sama, aturan mengenai mahasiswa, gelar, dan 
kewenangan gelar dicantumkan dalam Bab IV tentang Ijazah, Promosi, 
dan Gelar. Mahasiswa yang dapat diterima meliputi lulusan SMA, SGA, 
dan sekolah-sekolah sederajat, termasuk mereka yang memiliki ijazah 
Hoofdacte, HIK, HCK, HKS, dan European Kweekschool. Mereka juga 
diberi hak untuk menyebut diri sebagai “mahasiswa” atau “student” (Pa-
sal 8), yang menunjukkan status mereka sebagai peserta didik pada jen-
jang perguruan tinggi.

Pada Pasal 9 tentang Ijazah Bakaloreat, ditetapkan bahwa:
1.	 Ijazah Bakaloreat memberikan hak untuk menjadi guru di sekolah 

lanjutan tingkat pertama (SMP dan sederajat).
2.	 Dalam keadaan tertentu, pemegang ijazah Bakaloreat dapat diang-

kat menjadi guru di sekolah lanjutan tingkat atas.
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3.	 Ijazah Atjarja memberikan hak untuk mengajar di sekolah lanjut-
an tingkat atas (SMA dan sederajat).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kualifikasi guru 
berdasarkan jenjang pendidikan. Guru SMP harus memiliki ijazah  
Bakaloreat, sedangkan guru SMA harus memiliki kualifikasi lebih ting-
gi, yaitu Atjarja/Doktorandus (Drs.). Perbedaan kualifikasi ini mencer-
minkan perbedaan tingkat kedalaman ilmu dan kompetensi keguruan 
yang dibutuhkan. Program Bakaloreat dipersiapkan untuk mengajar ma
teri dengan tingkat kompleksitas menengah, sedangkan program Atjarja 
ditujukan untuk menguasai materi pembelajaran yang lebih sulit, serta 
memahami konsep pendidikan yang lebih mendalam sesuai kebutuhan 
SMA dan sederajat. Selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan tentang gelar 
yang dapat digunakn bagi mereka yang sudah lulus program doktoral 
(Atjarja) sebagai berikut:

(1)	 Jang beridjazah Atjarja dan belum bergelar doktor diperkenan-
kan menempatkan gelar doktorandus (Drs.) atau Atjarja didepan 
nama perorangannja

(2)	 Jang beridjazah Atjarja diberi kesempatan untuk untuk mentjapai 
gelar doktor dalam sesuatu tjabang ilmu pengetahuan yang diku-
liahkan dengan menulis suatu naskah-idjazah (disertasi), dibawah 
pimpinan dan pengawasan seorang gurubesar sebagi promotor 
serta mempertahankan sedikit-dikitnja tudjuh dalil jang tidak 
bersangkutan dengan pokok pengetahuan dalam naskah-idjazah 
yang ditulis.
(1)	 Mahasiswa jang telah berpromosi diperkenankan menem-

patkan gelar doktor (Dr) didepan nama perorangannja.

Menurut ketetapan yang sama, tenaga pengajar di PTPG diatur da-
lam Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa staf akademik terdiri dari: 
guru besar, guru besar luar biasa, lektor, dan lektor luar biasa. Pasal terse-
but kemudian menjelaskan status masing-masing jabatan:

•	 Ayat (2): Jabatan guru besar dan lektor merupakan jabatan penuh.
•	 Ayat (3): Jabatan guru besar luar biasa dan lektor luar biasa me
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rupakan jabatan rangkap, artinya mereka boleh tetap memiliki pe-
kerjaan utama di tempat lain.

•	 Ayat (4): Mereka yang menjabat sebagai guru besar maupun guru 
besar luar biasa berhak menggunakan gelar Prof. di depan nama 
mereka.

Pada masa itu, gelar Profesor masih sangat jarang dimiliki. Di PTPG 
Bandung, selain Profesor Muhammad Yamin, hanya ada sedikit to-
koh lain yang menyandang gelar tersebut, misalnya Profesor Sadarjoen  
Siswomartono. Tenaga dosen pada masa awal PTPG Bandung juga ma-
sih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun bidang keahlian. Do-
sen-dosen tersebut berasal dari beragam latar belakang, antara lain:

•	 Lulusan Universitas Indonesia (UI), khususnya untuk bidang so
sial, budaya, dan bahasa;

•	 Lulusan ITB, terutama untuk bidang matematika, ilmu pengeta-
huan alam, dan teknologi;

•	 Para dosen B1 dan B2, yang bertugas mengajar bidang kependi-
dikan dan disiplin lain di luar ilmu pendidikan.

Dosen B1 dan B2 yang direkrut umumnya adalah tenaga senior de-
ngan pengalaman mengajar yang panjang. Sebaliknya, banyak lulusan 
UI dan ITB yang mengajar di PTPG merupakan lulusan muda, sehingga 
membawa semangat baru dalam membangun lembaga pendidikan guru 
yang baru berdiri ini. Untuk bidang Ilmu Pendidikan, dosen direkrut 
dari lulusan Fakultas Pedagogi serta para pengajar berpengalaman dari 
program B1 dan B2. Mereka dikenal memiliki pemahaman mendalam 
mengenai pendidikan berdasarkan tradisi akademik Belanda dan Eropa, 
serta pengalaman mengajar yang luas. 

Pengaruh pemikiran pendidikan Amerika baru berkembang kemudi-
an, setelah beberapa dosen seperti Prof. Dr. Winarno Surachmad, Prof. 
Dr. S. Nasution, Prof. Dr. Santoso, dan Ibu Yayuk, M.Sc, kembali dari 
studi mereka di Amerika Serikat. Dr. Winanrno Surachmad adalah dok-
tor pertama yang dihasilkan oleh IKIP Bandung dengan sistem pendi-
dikan mandiri yang diperkenankan pada waktu itu. Pada masa itu, se
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cara formal Indonesia belum mengenal Pendidikan Doktor tetapi mereka 
yang sudah bergelar Doktorandus (calon doktor) boleh mengambil gelar 
doktor melalui sistem pendidikan mandiri apabila ada promotor. Model 
tersebut diwarisi dari sistem Belanda walau pun pada masa kini Belanda 
sudah mengembangkan sistem pendidikan doctoral yang memberi ke-
sempatan seseorang mendaftarkan diri ke universitas dan mendapatkan 
promotor.

Upaya perbaikan pendidikan guru tampak ketika Indonesia menjalin 
kerja sama pendidikan dengan Amerika Serikat. Bantuan Amerika ha-
dir melalui program Ford Foundation dan ICA yang mengirimkan calon 
dosen Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Amerika, serta 
mendatangkan profesor Amerika untuk membenahi kurikulum, metode 
pengajaran, dan manajemen PTPG. Para profesor Amerika mengintro-
duksi model pendidikan guru berbasis pembelajaran aktif, pendekatan 
laboratorium, studi kasus, serta asesmen berbasis tujuan pembelajaran, 
yang sangat berbeda dibanding tradisi Belanda yang berorientasi hafal
an. Di Bandung dan Malang, perubahan signifikan terjadi ketika staf 
Amerika memperkenalkan kurikulum profesional (pedagogi), praktik 
mengajar, psikologi pendidikan, serta penggunaan teknologi pembelajar-
an seperti audiovisual dan laboratorium sains.

Perubahan ini juga meningkatkan kapasitas guru Indonesia yang 
kembali dari pelatihan luar negeri. Banyak di antara mereka misalnya 
Winarno Surachmad, Hatidjah Wiriaatmadja, dan Pakasi kemudian 
menjadi tokoh penting dalam pengembangan kurikulum dan buku ajar 
pedagogi di Indonesia. Suwignyo (2017) menyatakan bahwa kolaborasi 
ini tidak hanya membentuk standar baru pendidikan guru, tetapi juga 
memperkuat kemampuan Indonesia membangun fakultas keguruan yang 
modern. Namun demikian, terdapat sisi problematis dari kerja sama ini. 
Pengaruh Amerika yang kuat melalui kurikulum, metode, bahasa, dan 
buku ajar berbahasa Inggris—dapat dianggap sebagai bentuk neo-kolo-
nialisme pendidikan, karena menggantikan dominasi Belanda dengan 
ketergantungan baru terhadap model Amerika. Hal ini menunjukkan 
bahwa pendidikan guru di Indonesia pada 1950–1960-an berada pada 
persimpangan antara proses dekolonisasi dan Amerikanisasi, sehingga 
mencerminkan kompleksitas politik global era Perang Dingin.
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Gambar 4.6 Daftar dosen PTPG Bumi Siliwangi Tahun 1954  
dari berbagai jurusan1

Sumber: dokumen Arsip UPI

Struktur kelembagaan PTPG pada awal berdirinya masih sangat se-
derhana. Sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 
Kebudayaan, PTPG disebut sebagai “sebuah fakultas”, sehingga jabatan 
tertinggi yang ada hanyalah dekan. Istilah “Kaluarga” digunakan untuk 
menggambarkan struktur organisasi PTPG. Penggunaan istilah ini men-

1	 Jurusan I Pedagogi: D.H. de Queljee, M.A. Gazali, drs. Oei Tjin San; Pendidikan Jas-
mani: Oen Bing Tiat; Elmire Thie, dan H. Mondo; Bahasa Inggris: G.M.R Biddulah, 
M.A; Sejarah Budaya: R. Mo. Ali, Drs. Tan Fay Tjhion; Ekonomi/Hukum: Dr. Njee 
Heng Hwie, Drs. Soewatojo, dan E. Hereman
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cerminkan konsep kelembagaan yang mirip dengan model pesantren, 
di mana pimpinan, dosen, dan mahasiswa berada dalam satu lingkung-
an yang dipandang sebagai sebuah keluarga besar. Melalui konsep ini, 
hubungan antara pimpinan, dosen, dan mahasiswa diharapkan terjalin 
seperti hubungan antaranggota keluarga. Pendekatan seperti ini dinilai 
sangat tepat untuk lembaga pendidikan guru, karena kehidupan kampus 
yang penuh kekeluargaan dapat menjadi teladan bagi calon guru ketika 
kelak mereka mengajar di sekolah.

Konsep satuan pendidikan sebagai sebuah keluarga juga dianggap 
penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari budaya sekolah 
di Indonesia. Melalui pola hubungan yang akrab dan terbuka, dosen dan 
mahasiswa tidak terhalang untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan bertu-
kar pikiran tentang pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Mahasiswa 
pun dapat menjadi sumber inspirasi dalam komunikasi akademik. De-
ngan suasana kekeluargaan ini, kampus menjadi rumah bersama yang 
memberikan kenyamanan bagi kegiatan belajar.

Kehidupan mahasiswa di kampus yang berjiwa kekeluargaan tersebut 
diharapkan menjadi model bagi sekolah-sekolah di jenjang menengah, 
dasar, dan PAUD. Guru-guru yang lulus dari lingkungan kampus seperti 
ini diharapkan mampu membawa nilai-nilai kekeluargaan ke dalam bu-
daya sekolah tempat mereka bertugas, serta menjadi penggerak budaya 
positif tersebut. Konsep pendidikan berbasis kekeluargaan ini tetap rele-
van hingga saat ini.

Struktur organisasi PTPG dijelaskan dalam Bab V Keputusan Men-
teri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tentang Susunan Kaluarga 
Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Pasal 12 menyatakan bahwa susun-
an “kaluarga” PTPG terdiri dari:

1.	 Dekan,
2.	 Dewan Pengajar,
3.	 Dewan Kurator, dan
4.	 Dewan Mahasiswa.

Dekan adalah guru besar dengan jabatan penuh, yang juga memiliki 
tugas mengampu mata kuliah tertentu. Istilah Dekan digunakan karena 



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA PADA 1954–1965  

197

belum ada peraturan dan pengaturan yang jelas kecuali untuk universitas 
yang dinamakan Presiden Universitas. Keberadaan satu-satunya fakul-
tas, yaitu PTPG, menunjukkan bahwa misi utama lembaga ini adalah 
pendidikan guru. Pada masa itu, persoalan pembelajaran yang bersifat 
khas untuk setiap mata pelajaran masih dirangkum ke dalam mata kuliah 
didaktik dan metodik khusus, dan belum berkembang menjadi bidang-
bidang spesialisasi yang benar-benar mendalam. Baru kemudian, seiring 
perkembangan Ilmu Pendidikan—terutama bidang kurikulum dan pem-
belajaran—muncul kebutuhan akan spesialisasi yang lebih tajam, baik 
terkait bidang kajian maupun mata pelajaran tertentu, meskipun tetap 
berpijak pada filsafat, teori, serta prinsip pendidikan yang bersifat umum.

Kurikulum yang digunakan di PTPG pada waktu itu mengikuti mo-
del kurikulum sekolah guru (normal college curriculum). Model ini me-
madukan tiga unsur pokok:

1.	 Pendidikan akademik,
2.	 Pendidikan profesi (meskipun istilah ini saat itu belum diguna-

kan), dan
3.	 Pelatihan praktik mengajar, yang seluruhnya dipadukan dalam 

satu kesatuan kurikulum.

Dalam desain kurikulum seperti ini, mahasiswa hanya mengikuti satu 
jalur kurikulum sesuai jurusan tempat mereka terdaftar. Mata kuliah se-
perti metodik khusus, perencanaan pembelajaran, dan praktik mengajar 
disiapkan serta diajarkan langsung oleh dosen di jurusan terkait. Perbeda-
annya terletak pada struktur kurikulum, di mana dikenal dua kelompok 
mata kuliah:

1.	 Kelompok mata pelajaran keilmuan, yaitu mata kuliah dasar ke
ilmuan yang diperlukan untuk mengajar, dan

2.	 Kelompok mata pelajaran keguruan, yang terdiri atas:
o	 Mata kuliah keguruan umum, dan
o	 Mata kuliah keguruan khusus yang sesuai dengan jurusan ma-

sing-masing.

Dengan demikian, struktur kurikulum PTPG pada masa itu mencer-
minkan upaya untuk memadukan pondasi keilmuan dengan kompetensi 
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keguruan, meskipun spesialisasi keilmuan belum sekompleks kondisi 
pendidikan guru pada masa sekarang.

Selama bertahun-tahun, model kurikulum pendidikan guru yang di-
gunakan tetap sama, yaitu model kurikulum normal school/normal col-
lege yang telah dipakai sejak masa PTPG, FKIP, hingga IKIP. Model ini 
berlangsung cukup lama dan baru berubah pada tahun 2006, ketika pe-
merintah memberlakukan Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-
undang ini mengalihkan sistem pendidikan guru perguruan tinggi dari 
model lama menjadi model konsekutif (consecutive model atau end-on 
model).

Dalam model konsekutif, mahasiswa harus terlebih dahulu menyele-
saikan pendidikan akademiknya (gelar S.Pd atau S1 sesuai bidang), ke-
mudian melanjutkan dengan program pendidikan profesi guru selama 
satu tahun yang disebut Program Pendidikan Guru (PPG). Dalam se-
jarah pendidikan guru di Indonesia, model pendidikan guru bersamaan 
(concurrent model), di mana pendidikan akademik dan pendidikan ke
guruan diberikan dalam satu paket secara simultan, tidak pernah diterap-
kan. PTPG, FKIP, dan IKIP selalu menggunakan dua model saja:

1.	 Model normal school/normal college, dan
2.	 Model konsekutif (end-on).

Model normal school telah digunakan selama puluhan tahun hing-
ga 2005, ketika Undang-Undang Guru dan Dosen diperkenalkan dan 
pemerintah mulai menerapkan model konsekutif yang banyak diadopsi 
perguruan tinggi di Amerika Serikat. Dalam model ini, calon guru mem-
pelajari bidang studi akademik yang nantinya menjadi konten kurikulum 
untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara di bidang Ilmu Pendi-
dikan, dikembangkan pula program pendidikan guru untuk memenuhi 
kebutuhan guru pada tingkat SGB (Sekolah Guru B) dan SGA (Seko-
lah Guru A). Seiring perubahan struktur pendidikan nasional, SGB ke
mudian dihapus, dan untuk tingkat pendidikan menengah pertama ha-
nya ada SMP, adan SGA berubah nama menjadi SPG (Sekolah Pendidik-
an Guru). Di tingkat SGA/SPG, calon guru mempelajari berbagai mata 
pelajaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran, seperti:
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•	 pengembangan kurikulum atau rencana pelajaran,
•	 psikologi anak,
•	 penilaian hasil belajar (evaluasi),
•	 psikologi perkembangan,
•	 berbagai metode mengajar, dan materi pendidikan lainnya.

Dalam Kurikulum PTPG ditetapkan bahwa masa studi untuk jenjang 
Bakaloreat berlangsung selama dua tahun. Lulusan jenjang ini dipersiap-
kan untuk menjadi guru di sekolah menengah tingkat pertama, seperti 
SMP, ST, SMEP, SKKP, dan sekolah sejenis lainnya. Setelah menyelesai-
kan dua tahun studi, mahasiswa memperoleh gelar Sarjana Muda Pen-
didikan. Mahasiswa yang memiliki prestasi baik dan memenuhi syarat 
tertentu dapat melanjutkan studi ke jenjang Atjarja (Sarjana) selama dua 
tahun tambahan. Pada masa PTPG, mahasiswa jenjang sarjana wajib me-
nulis tesis dan mempertahankannya dalam ujian, sedangkan mahasiswa 
Sarjana Muda tidak diwajibkan menulis skripsi.

Kurikulum Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dirancang 
untuk membentuk guru profesional yang tidak hanya menguasai bi-
dang keilmuan (subject knowledge), tetapi juga memiliki pengetahuan 
pedagogik yang kuat (pedagogical content knowledge). Sebagai lembaga 
pendidikan tinggi yang lahir pada periode awal pembangunan nasional, 
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PTPG menempatkan keseimbangan antara penguasaan disiplin akade-
mik dan keterampilan didaktik sebagai landasan utama dalam mencetak 
guru-guru sekolah menengah. Oleh karena itu, struktur kurikulumnya 
memuat komponen filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, didak-
tik, metodik khusus, pengukuran dan evaluasi hasil belajar, serta praktik 
mengajar di sekolah latihan atau laboratory school sebagai bagian integral 
dari proses pembelajaran. Integrasi teori dan praktik ini memperlihatkan 
orientasi progresif pendidikan guru di Indonesia yang menekankan pada 
pembentukan guru yang reflektif, ilmiah, dan adaptif terhadap perubah-
an sosial pasca-kemerdekaan.

Sistem perkuliahan di PTPG dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu kuliah 
biasa, kuliah umum, dan kuliah kerja. Bahasa pengantar yang diguna
kan adalah bahasa Indonesia sebagai bentuk afirmasi identitas nasional 
dan pembentukan tradisi akademik pasca-kolonial. Pedoman tersebut 
juga menjelaskan bahwa mata kuliah di PTPG terbagi menjadi bebe-
rapa kategori, yakni: mata kuliah dasar, yang meliputi ilmu keguruan, 
ilmu umum, dan praktik mengajar; mata kuliah pokok, yang menekan-
kan penguasaan bidang keahlian untuk pengajaran di sekolah lanjutan; 
serta mata kuliah bantu, yang berfungsi memperluas dan memperdalam 
wawasan keilmuan mahasiswa (Nofitasari, 2016). Kurikulum PTPG ti-
dak hanya berfungsi sebagai perangkat transfer ilmu, tetapi juga sebagai 
sistem pembentukan profesionalisme dan identitas sosial guru di tengah 
modernisasi pendidikan nasional.

Keahlian yang dikembangkan di PTPG mencakup beberapa rumpun 
ilmu, antara lain ilmu pendidikan, ilmu pendidikan jasmani, bahasa dan 
sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, ilmu sejarah atau budaya, 
ilmu ekonomi, ilmu hukum, serta ilmu pasti dan alam. Ragam jurus-
an tersebut mencerminkan visi pendidikan nasional yang holistik dan 
multidisipliner. Penataan jurusan ini menunjukkan kesadaran pemerin-
tah akan pentingnya diversifikasi keilmuan guru untuk memenuhi kebu-
tuhan sekolah menengah yang semakin kompleks. Dengan kurikulum 
seperti ini, PTPG tidak hanya melahirkan tenaga pengajar, tetapi juga 
calon pengembang kurikulum, peneliti pendidikan, dan pemikir kebu-
dayaan. Secara konseptual, struktur ini mengarah pada upaya memba-
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ngun “guru sebagai intelektual” yang memahami hakikat ilmu dan peran 
sosialnya dalam pembentukan karakter bangsa.

Selain aspek akademik, PTPG menetapkan standar profesional bagi 
mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari penguatan mutu institusi. 
Mahasiswa yang diterima di PTPG adalah mereka yang telah berijazah 
SMA, mencerminkan penetapan standar input pendidikan yang relatif 
tinggi pada masanya. Sementara itu, tenaga pengajar di PTPG terdiri 
atas guru besar, guru besar luar biasa, lektor, lektor luar biasa, dan asisten 
ahli, yang seluruhnya berperan dalam membentuk kultur akademik uni-
versitas. Struktur dosen ini menegaskan bahwa PTPG memang didesain 
setara dengan fakultas universitas modern, bukan sekadar kursus lanjutan 
seperti model B-I/B-II yang sebelumnya berlaku. Kehadiran dosen berge-
lar akademik tinggi menunjukkan keseriusan negara dalam membangun 
sistem pendidikan guru berbasis penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pada tingkat jenjang akademik, kurikulum PTPG/FKIP terbagi men-
jadi dua strata: Sarjana Muda (B.A.) dan Sarjana (Drs./Drs. P.). Lulusan 
Sarjana Muda diproyeksikan untuk mengajar di tingkat menengah per-
tama, sedangkan lulusan Sarjana berhak mengajar di tingkat menengah 
atas sekaligus berperan dalam pengembangan kurikulum dan supervisi 
pendidikan. Pembagian ini menegaskan diferensiasi kompetensi guru 
berdasarkan tingkat satuan pendidikan, sesuai dengan prinsip profesio-
nalisme keguruan. Dengan demikian, kurikulum PTPG/FKIP tidak ha-
nya menjadi instrumen teknis pendidikan, tetapi juga mekanisme strati-
fikasi keilmuan dan profesionalisasi guru. Model ini menjadi fondasi bagi 
pendidikan keguruan di Indonesia hingga masa IKIP dan bahkan tetap 
memengaruhi struktur LPTK modern saat ini.

Lulusan jenjang Sarjana diberi hak menggunakan gelar Atjarja atau 
Drs (doktorandus). Dalam ijazah mereka tertulis bahwa lulusan berhak 
melanjutkan studi untuk memperoleh gelar doktor dengan menyusun 
disertasi. Baik pada ijazah Sarjana Muda maupun Sarjana, terdapat per-
nyataan mengenai hak mengajar, yang berfungsi seperti lisensi profesio-
nal. Pada ijazah Sarjana Muda disebutkan bahwa lulusan berhak meng-
ajar di SMP dan sekolah-sekolah sederajat, sesuai dengan jurusannya. 
Pada ijazah Sarjana, dicantumkan bahwa lulusan berwenang mengajar 



MENJADI GURU DI INDONESIA

202

di SMA atau sekolah sederajat, dalam mata pelajaran yang sesuai dengan 
bidang studinya.

Pada awal akan dipergunakan, Dekan PTPG Bandung, Sadarjoen 
melakukan renovasi dan perbaikan karena masih banyak puing-puing 
yang bertebaran akibat perang. Sadarjoen juga meminta izin kepada De-
partemen Pekerjaan Umum untuk menambah satu lantai lagi sebagai  
ruang rapat. Walau ada perdebatan namun pada akhirnya Departemen 
Pekerjaan Umum memberikan izin. Sehingga jumlah lantai gedung 
Bumi Siliwangi menjadi lima lantai (Sirait, 2011, hlm. 46). Gambar ber-
ikut memperlihatkan mahasiswa yang kuliah pada waktu PTPG. Bentuk 
berundak ini merupakan suatu model yang banyak digunakan di banyak 
perguruan tinggi di negara-negara lain pada masa itu. Gambar di ba-
wah adalah gambar kursi yang digunakan pada waktu itu yang masih asli 
dan tersimpan di Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan  
Indonesia. Bangku Kuliah yang berundak tersebut digunakan sampai 
pada masa awal IKIP Bandung.

Gambar 4.7 Bangku Kelas Pada Masa PTPG sampai tahun 1970.  
Tanda X ditempelkan pada masa Covid 19 untuk menjaga jarak duduk 
pengunjung museum yang datang dan mencoba untuk duduk di kursi.

Sumber: Museum Pendidikan Nasional UPI
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Kursi-kursi kuliah yang disusun bertingkat dengan meja panjang yang 
dipakai bersama oleh beberapa mahasiswa menunjukkan bahwa model 
pembelajaran pada masa PTPG masih berpusat pada metode ceramah 
(lecturing method). Dalam perkuliahan, dosen biasanya menyampaikan 
materi dengan dua cara. Pertama, mengikuti buku teks secara berurutan 
dari bab pertama hingga bab terakhir (textbook teaching). Kedua, dosen 
menyusun materi kuliah versi mereka sendiri, yang berisi pandangan, in-
terpretasi, dan visi akademik dosen terhadap topik yang diajarkan. Pada 
model kedua ini, dosen mengutip referensi dari berbagai sumber dan 
melakukan sintesis untuk menghasilkan materi baru yang lebih terpadu. 
Banyak dari materi kuliah yang dikembangkan para dosen ini kemudian 
diterbitkan menjadi buku teks baru karya dosen tersebut, sehingga tu-
rut memperkaya literatur akademik pada masa itu. Buku-buku tentang 
pendidikan pada waktu itu masih banyak yang berbahasa Belanda dan 
sedikit yang berbahasa Inggeris. Pada masa kemudian, terutama setelah 
banyaknya dosen yang belajar ke Amerika dan adanya Ford Foundation, 
buku-buku dalam bahasa Inggeris banyak yang tersedia bagi mahasiswa.

Gambar 4.8 Perkuliahan PTPG Bandung Angkatan  
pertama di Gedung Isola

Sumber: Dari Isola ke Bumi Siliwangi
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Pada masa awal berdirinya tahun 1954, PTPG Bandung memiliki 
215 mahasiswa yang tersebar dalam lima jurusan, yaitu:

1.	 Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Jasmani,
2.	 Bahasa dan Kesusastraan Indonesia dan Inggris,
3.	 Sejarah Budaya,
4.	 Pasti Alam, dan
5.	 Ekonomi dan Hukum Negara.

Namun, sumber lain mencatat bahwa pada tahun pertama jum-
lah mahasiswa PTPG adalah 214 orang (Sirait, 2011, hlm. 22).  
Muhammad Yamin terlibat langsung dalam penyelenggaraan lembaga 
ini, bahkan menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Budaya (Sirait, 2011, 
hlm. 21). Jurusan tersebut juga menjadi jurusan dengan jumlah maha-
siswa terbanyak pada tahun pertama (Sirait, 2011, hlm. 22). Pada tahun 
1956, PTPG Bandung mulai mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke 
luar negeri. Lima orang dikirim ke Amerika Serikat, disusul tujuh orang 
pada periode berikutnya. Seiring perkembangan lembaga, jumlah jurus-
an meningkat, pada tahun kedua kepemimpinan Yamin, jumlah jurusan 
bertambah menjadi sembilan, dan pada tahun berikutnya meningkat lagi 
menjadi dua belas jurusan (Sirait, 2011, hlm. 30).

Alumni PTPG angkatan 1954 segera mengabdikan diri sebagai guru 
di berbagai daerah di Indonesia, baik di SMP dan sekolah-sekolah sede-
rajat, maupun di SMA dan sekolah sederajat lainnya. Mereka cepat di-
angkat menjadi guru karena Indonesia saat itu sangat kekurangan tenaga 
pendidik, dan para lulusan PTPG merupakan guru dengan kualifikasi 
baru yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Sebagai lu-
lusan dengan wawasan modern dan kemampuan mengajar yang lebih 
maju, mereka hadir sebagai pembaharu dalam proses belajar-mengajar di 
sekolah tempat mereka ditugaskan. Kehadiran mereka tidak hanya mem-
perbaiki praktik pembelajaran, tetapi juga mendorong perubahan dalam 
sistem pendidikan secara lebih luas.
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Gambar 4.9. Aktivitas Perpustakaan  
PTPG Bandung

Sumber: Dari Isola ke Bumi Siliwangi

Banyak dari alumni tersebut kemudian dipercaya untuk menduduki 
posisi penting, seperti menjadi kepala sekolah, pengawas pendidikan, 
hingga pejabat di Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebuda-
yaan. Dengan kontribusi yang luas ini, kelompok alumni PTPG 1954 
menjadi salah satu pilar penting yang ikut mengubah wajah pendidik-
an Indonesia. Selain menjadi guru, sebagian dari alumni PTPG menjdi 
dosen baik di PTPG Bandung yang pada waktu itu berubah menjadi 
FKIP UNPAD mau pun di FKIP lain di univeritas di daerah asal mereka 
atau di daerah bukan asal mereka. Mereka menjadi dosen antara lain di 
Medan, Palembang, Banjarmasin, Pontianak. Sumbangan mereka dalam 
pengembangan lembaga pendidikan yang mereka asuh menjadi lembaga-
lembaga tersebut sebagai lembaga yang kuat dalam pendidikan dan pen-
didikan bidang studi.

C.	 Transformasi Menjadi FKIP

Pada 3 Januari 1963, Presiden mengeluarkan Keputusan No. 1 Tahun 
1963 untuk memperkokoh kelembagaan pendidikan guru di Indonesia.  
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Melalui keputusan ini, dua institusi yang sebelumnya berdiri terpisah—
yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut 
Pendidikan Guru (IPG)—dilebur menjadi satu lembaga baru bernama 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Kebijakan tersebut se-
lanjutnya diperkuat oleh Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 
Pengetahuan No. 55 Tahun 1963, yang menetapkan pendirian IKIP di 
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang, berlaku efektif sejak 1 Mei 
1963. Sejak awal berdirinya pada tahun 1954 sebagai PTPG, perguruan 
tinggi ini kemudian berubah menjadi FKIP di bawah Universitas Padjad-
jaran, sebelum akhirnya berdiri sebagai IKIP Bandung. IKIP Bandung 
mengemban misi utama sebagai lembaga pencetak guru dan tenaga ke-
pendidikan, dengan fokus pada pengembangan disiplin Ilmu Pendidikan 
serta pendidikan berbasis disiplin ilmu lainnya.

1.	 PP No. 51 Tahun 1958

Peralihan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) menjadi Fakul-
tas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menandai fase krusial da-
lam evolusi kelembagaan pendidikan guru di Indonesia. Kebijakan ini 
dilegalisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1958 tentang 
pengubahan status PTPG menjadi FKIP. Regulasi tersebut disahkan pada 
27 Agustus 1958, diundangkan pada 29 September 1958, dan diber-
lakukan secara retroaktif sejak 1 September 1957. Pemberlakuan surat 
ini menunjukkan perubahan sejatinya telah direncanakan sejak tahun 
1957, menandai fase rasionalisasi pendidikan tinggi yang lebih terin
tegrasi dengan sistem universitas negeri. Dengan kebijakan ini, PTPG 
yang semula berdiri sebagai lembaga mandiri di bawah Kementerian Pen-
didikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mulai melebur ke dalam struktur 
universitas sebagai fakultas yang memiliki mandat akademik sekaligus  
profesional.

Kebijakan tersebut selanjutnya ditegaskan melalui Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 40718/S, yang 
memberikan kewenangan kepada PTPG untuk beroperasi secara man-
diri sebagai perguruan tinggi atau bergabung dengan universitas negeri 
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setempat. Berdasarkan ketentuan ini, sejumlah PTPG di berbagai daerah 
mulai dilebur ke dalam universitas, termasuk PTPG Bandung yang pada 
25 November 1958 resmi beralih status menjadi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) di bawah Universitas Padjadjaran (UNPAD). 
Integrasi ini menandai pergeseran paradigma pendidikan guru dari mo-
del “sekolah kejuruan tinggi” menuju model universitas yang berorien-
tasi akademik. FKIP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelatihan 
tenaga pengajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pendidik-
an yang menggabungkan antara teori pedagogik dan riset ilmiah dalam 
konteks pembangunan nasional pasca-kemerdekaan. Transformasi pen-
didikan guru memasuki fase baru ketika pada 1958 pemerintah menge-
luarkan kebijakan reorganisasi pendidikan tinggi. Pendirian Universitas  
Airlangga (Unair) menyebabkan PTPG Malang berubah status menjadi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unair. 

Dari sisi kelembagaan, perubahan tersebut memperkokoh posisi FKIP 
sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi nasional yang ter-
standarisasi. Di lingkungan Universitas Padjadjaran, FKIP berkembang 
menjadi salah satu fakultas kunci dalam menyiapkan tenaga kependidik-
an profesional bagi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya. Proses ini juga 
berlangsung seiring dengan upaya nasional untuk memperkuat koordi-
nasi antara Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PDK) dan 
Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Selanjut-
nya, pada 11 Mei 1964, FKIP Unpad bersama Institut Pendidikan Guru 
(IPG)—yang berdiri pada 1962—secara resmi dilebur menjadi Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) (Nofitasari, 2016). Dengan de-
mikian, transformasi PTPG menjadi FKIP pada periode 1957–1958 bu-
kan hanya sekadar perubahan nomenklatur, melainkan manifestasi dari 
modernisasi pendidikan nasional yang menempatkan profesi guru dalam 
ranah akademik sejajar dengan disiplin ilmu lain, sekaligus mempertegas 
arah pembangunan manusia Indonesia yang berilmu, berideologi, dan 
berkarakter kebangsaan.

Secara bersamaan tahun 1957, ketiga PTPG di Indonesia tidak ber-
diri sendiri lagi, namun meleburkan diri pada universitas di provinsi ter-
sebut menjadi FKIP. Misalnya PTPG Malang Jawa Timur menjadi salah 
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satu fakultas di UNAIR, PTPG Batusangkar Sumatera Barat menjadi 
FKIP Universitas Andalas, dan PTPG Bandung menjadi FKIP UNPAD 
(Sirait, 2011, hlm. 72). Sebagian masyarakat PTPG tidak setuju dengan 
upaya memasukan PTPG menjadi bagian UNPAD. Salah satu yang ti-
dak setuju adalah Yamin karena ia khawatir otonomi kelembagaan PTPG 
akan tereduksi setelah menjadi FKIP. Namun Iwa Koesoemasoemantri 
(Rektor UNPAD) memberi jaminan bahwa setelah PTPG Bandung 
menjadi FKIP UNPAD otonomi kelembagaannya tidak akan hilang  
(Sirait, 2011, hlm. 473).

Setelah dilebur ke dalam Universitas Padjadjaran, PTPG Bandung 
beralih status menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 
Tidak lama kemudian, fakultas ini dibagi ke dalam dua unit, yaitu FKIP 
A dan FKIP B. FKIP A mengelola bidang ilmu sosial, bahasa, dan ke-
pendidikan, sedangkan FKIP B menaungi program-program di bidang 
MIPA dan teknologi. Dalam waktu relatif singkat, kedua unit tersebut 
berkembang pesat, baik dari sisi jumlah mahasiswa, ragam jurusan, ma-
upun program studi yang ditawarkan. Pertambahan jumlah mahasiswa 
terjadi karena profesi guru pada masa itu dianggap menjanjikan, ter
utama karena gaji yang diterima guru memungkinkan mereka hidup de-
ngan layak. Selama menjadi FKIP UNPAD terjadi penambahan jumlah 
jurusan yang sebelumnya sembilan menjadi 14 jurusan (Sirait, 2011, 
hlm. 74-75). Meskipun lembaga pendidikan guru ini menjadi fakultas, 
tapi tujuan dan fungsi menghasilkan guru yang bertaraf universiter tidak 
berubah. Hal ini akrena otonomi yang diterima begitu luas serta fakultas 
ini langsung diasuh oleh BKPT Kementerian PP dan K (Sirait, 2011,  
hlm. 75)

Penggabungan PTPG Bandung ke dalam Universitas Padjadjaran 
(UNPAD) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, 
Pengajaran, dan Kebudayaan No. 40719/S, diperkuat oleh PP No. 75 
Tahun 1958 serta Keputusan Menteri PP dan K tertanggal 25 November 
1958. Sejak berstatus sebagai FKIP UNPAD pada periode 1958–1963, 
fakultas ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada ta-
hun 1958, jumlah jurusan bertambah menjadi 14 jurusan dengan 119 
dosen, dan meningkat lagi menjadi 18 jurusan, 3.162 mahasiswa, dan 
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429 dosen pada tahun akademik 1961/1962. Pegawai tata usaha juga 
bertambah signifikan: dari 21 orang pada 1954, meningkat menjadi 250 
orang pada 1958, dan 319 orang pada 1961/1962. Selama periode FKIP, 
didirikan beberapa lembaga pendukung akademik, seperti: LAPP dan 
LPIPPA pada tahun 1959, LPPB dan LPC pada tahun 1960, Lembaga 
Linguistik dan LPK pada tahun 1959.

Kurikulum FKIP pun berkembang jauh lebih kaya dibandingkan 
kurikulum PTPG. Jika sebelumnya hanya terdapat 16–20 mata kuliah, 
maka pada masa FKIP jumlahnya meningkat menjadi 33–40 mata ku
liah. Dari sisi output, tahun 1957 FKIP menghasilkan 164 Sarjana Muda, 
kemudian pada tahun 1958, sebagian dari 179 lulusan ditugaskan men-
jadi pengajar SMTA di Jawa maupun luar Jawa. Pada tahun 1959, FKIP 
mulai meluluskan sarjana penuh sebanyak 5 orang. Pada masa itu FKIP 
di Bandung terbagi menjadi dua fakultas: FKIP A, untuk jurusan non-
ekstra, dipimpin oleh Prof. Drs. Harsojo sebagai Dekan (1961/1962). 
FKIP B, untuk jurusan ekstra, dipimpin oleh Ir. Hadisoemantri sebagai 
Dekan (1961/1962) (Muchtar, 1994).

FKIP sebagai lembaga pencetak calon guru dinilai belum memenuhi 
ekspektasi Departemen PD dan K. Karena itu, Prof. Dr. Prijono selaku 
Menteri PD dan K membentuk Institut Pendidikan Guru (IPG) di ba-
wah departemennya sebagai alternatif terhadap FKIP yang berada di 
bawah Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). 
Kebijakan ini memunculkan dualisme kelembagaan dalam pendidikan 
guru sekolah menengah antara PD dan K dan PTIP. Situasi tersebut 
menimbulkan keresahan di kalangan sivitas akademika FKIP di seluruh  
Indonesia dan memuncak pada Konferensi Badan Koordinasi Senat 
Mahasiswa FKIP se-Indonesia tahun 1960, yang menuntut pembubaran 
IPG. Akhirnya, melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1963 tertang-
gal 3 Januari 1963, FKIP dan IPG disatukan menjadi Institut Keguru-
an dan Ilmu Pendidikan (IKIP) di bawah PTIP, setara dengan universi-
tas dan menjadi satu-satunya lembaga pendidikan guru untuk sekolah  
menengah.

Berbeda dengan lulusan fakultas lain, lulusan FKIP A dan FKIP B be-
kerja di jenjang pendidikan menengah—seperti SMP, SMEP, STP, SKP, 
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SMA, STM, SMEA, dan SKKA—yang berada di bawah Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan kementerian yang mendidik 
mereka di tingkat universitas. Perbedaan struktur ini menimbulkan ge-
sekan birokratis, karena muncul anggapan bahwa guru seharusnya diha-
silkan oleh kementerian yang juga menjadi pengguna tenaga mereka. Pa-
dahal, di profesi lain seperti dokter, hakim, jaksa, apoteker, insinyur, dan 
ekonom, lulusan tidak otomatis bekerja di kementerian yang mendidik 
mereka. Pemikiran sektoral ini tidak menguntungkan dunia pendidikan, 
namun merupakan kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari. Konse-
kuensinya adalah muncul dorongan politis yang kuat untuk mendirikan 
lembaga pendidikan guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Karena inisiatif terbesar datang dari Bandung, lembaga ter-
sebut akhirnya didirikan di kota ini dengan nama Institut Pendidikan 
Guru (IPG).

Banyak lulusan PTPG/FKIP—terutama angkatan pertama tahun 
1954—yang kemudian menjadi dosen IPG, sementara lainnya menjadi 
guru di berbagai sekolah sesuai bidang keahliannya. Selain itu, dosen-
dosen B1 dan B2 yang belum bergabung ke PTPG juga masuk ke IPG. 
Dengan demikian, keberadaan guru berpendidikan universitas mulai 
terlihat kuat dalam sistem pendidikan Indonesia. Keberadaan FKIP dan 
IPG sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait peluang kerja 
lulusan PTPG/FKIP. Cara pandang sektoral kadang menghambat peng-
angkatan lulusan menjadi guru, kecuali mereka yang bersedia bekerja di 
luar Bandung dan Jawa Barat. Namun pada kenyataannya, persaingan 
antara IPG dan PTPG/FKIP tidak berdampak luas, sehingga lulusan 
PTPG/FKIP tetap dapat memperoleh pekerjaan secara cepat sebagai 
guru berpendidikan universiter, bahkan banyak lulusan Sarjana Muda 
yang dipercaya mengajar di jenjang sekolah menengah seperti SMA, 
STM, SMEA, dan SGA.

Upaya integrasi tersebut diperkuat melalui Konferensi Nasional 
FKIP se-Indonesia yang diselenggarakan di Malang pada 21–25 Agus-
tus 1960 (Yonardi, 2018). Dalam forum ini, para pimpinan fakultas ke-
guruan menyoroti keragaman bentuk dan jenjang pendidikan guru se-
kolah menengah, yang meliputi PGSLP, kursus B-I, kursus B-II, FKIP, 
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serta program pendidikan guru yang diselenggarakan oleh Universitas 
Gadjah Mada. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan penting, 
yakni perlunya keseragaman bentuk dan sistem pendidikan guru di  
Indonesia. Rekomendasi utama konferensi mendorong agar seluruh lem-
baga dan program yang masih terpisah diintegrasikan ke dalam FKIP 
sebagai lembaga resmi pendidikan guru tingkat universitas. Langkah ini 
bukan semata kebijakan administratif, melainkan juga strategi ideologis 
pada masa Demokrasi Terpimpin, di mana pendidikan ditempatkan se-
bagai alat negara untuk mencetak tenaga pendidik yang sejalan dengan 
cita-cita revolusi nasional dan pembentukan manusia Indonesia sosialis.

Hasil konferensi dan kebijakan integrasi 1961 menjadi dasar bagi 
transformasi kelembagaan lebih lanjut menuju pendirian Institut Ke
guruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) pada 1963-1966 (Yonardi, 2018). 
Dalam konteks politik pendidikan masa Demokrasi Terpimpin, peme-
rintah menilai bahwa FKIP yang berada di bawah berbagai universitas 
negeri perlu berdiri secara mandiri agar fungsi ideologis dan profesio-
nalnya lebih terarah. Maka, sejumlah FKIP di Indonesia termasuk FKIP 
Universitas Padjadjaran (Unpad). Kemudian bertransformasi menjadi 
IKIP Bandung pada tahun 1963–1964 (Unpad). Pembentukan IKIP 
menandai tahap akhir dari upaya panjang pemerintah dalam memba-
ngun sistem pendidikan guru yang terpusat, ilmiah, dan ideologis. Secara 
historis, integrasi kursus B-I/B-II ke dalam FKIP dan transformasinya 
menjadi IKIP menunjukkan bahwa pendidikan guru tidak hanya dipan-
dang sebagai kegiatan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi po-
litik nasional dalam membentuk aparatur intelektual yang mendukung 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk mengakhiri dualisme kelembagaan tersebut, pada 1 Mei 1963 
Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1963 yang 
menyatukan FKIP dan IPG ke dalam satu institusi bernama Institut Ke-
guruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai satu-satunya lembaga pen-
didikan guru tingkat universitas. Di Bandung, FKIP A/FKIP B dan IPG 
kemudian dilebur menjadi IKIP Bandung. Dalam Keputusan Presiden 
Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 2 Januari 1963 tersebut disebutkan bahwa 
“perlu adanja kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan; dan 
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bahwa perlu diichtiarkan daja guna jang sebesar-besarnya dalam pelak-
sanaan pembangunan pada umumnja dan pembangunan di bidang pen-
didikan pada chususnja”. Pertimbangan ini menjadi penting yang me-
nunjukkan peran yang dipegangoleh pendidikan dalam pembangunan 
kehidupan bangsa yang utama yaitu bidang pendidikan.

Rasionalisasi lembaga pendidikan guru menuju model universitas in-
tegral pada akhir 1950-an dapat dipahami sebagai respons administratif 
terhadap proliferasi unit-unit pendidikan keguruan yang terfragmentasi 
seperti PTPG, kursus B-I/B-BII, dan fakultas pedagogik yang tersebar, 
yang menimbulkan duplikasi fungsi dan inkonsistensi standar akade-
mik. Transformasi formal (misalnya PTPG menjadi FKIP melalui PP 
No. 51/1958) dirancang untuk menyederhanakan struktur administratif 
sehingga sumber daya (dosen, fasilitas, kurikulum) dapat dikonsolidasi-
kan dalam satu payung universitas, sekaligus mempermudah pengawasan 
mutu dan pemberian mandat akademik setara fakultas. Logika efisiensi 
dan standarisasi semacam ini sesuai dengan praktik rasionalisasi kelem
bagaan yang diamati dalam literatur reformasi pendidikan tinggi mo-
dern: konsolidasi dipandang dapat mengurangi redundansi administratif 
dan memperkuat tata kelola akademik.

Kedua, integrasi fakultas pedagogik ke dalam universitas memperkuat 
dimensi ilmiah dan riset kependidikan. Dengan berada di dalam struk-
tur universitas yang multisipliner, kajian pendidikan mendapat akses ke 
disiplin ilmu lain (psikologi, sosiologi, ilmu alam, ekonomi) sehingga 
pengembangan kurikulum dan penelitian bisa lebih interdisipliner dan 
relevan secara sosial. Literatur kontemporer menegaskan bahwa pening-
katan kapabilitas riset dan kolaborasi lintas-fakultas meningkatkan kapa-
sitas lembaga untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti dan inovasi 
pedagogis—suatu kebutuhan mendesak saat negara membangun stan-
dardisasi nasional pendidikan (Ngo & Meek, 2019). Dengan demikian, 
rasionalisasi bukan hanya penghematan birokrasi tetapi strategi kualitas 
jangka panjang.

Ketiga, penataan program melalui pengintegrasian jurusan/jalur (mis. 
penggabungan kursus B-I/B-II ke FKIP pada awal 1960-an) menunjuk-
kan orientasi negara untuk menyelaraskan jenjang kompetensi dengan 
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kebutuhan sistem sekolah nasional dan standar akademik universitas. 
Penataan ini mengurangi kebingungan karir bagi calon guru (siapa yang 
berhak mengajar jenjang mana), sekaligus membuka jalur karir akade-
mik yang lebih jelas (sarjana mudasarjanapengembang kurikulum/
peneliti). Kajian-kajian tentang reformasi dan desentralisasi pendidikan 
memperingatkan, bagaimanapun, bahwa konsolidasi kelembagaan efek-
tif hanya bila diiringi investasi pada kapasitas dosen dan fasilitas riset, 
sesuatu yang kerap menjadi titik lemah institusi regional sehingga perlu 
kebijakan penguatan SDM dan dana berkelanjutan.

Akhirnya, rasionalisasi model “universitas integral” menimbulkan 
konsekuensi normatif dan politik: di satu sisi memperkuat otoritas il-
miah lembaga pendidikan guru dan memfasilitasi standardisasi nasional; 
di sisi lain, sentralisasi fungsi dapat menekan pluralitas lokal bila tidak 
disertai mekanisme desentralisasi kurikulum dan adaptasi kontekstual. 
Oleh karena itu, kebijakan integrasi (PP nomor 51 tahun 1958 beserta 
kebijakan lanjutan) idealnya disertai rangka kerja yang menjamin keber-
pihakan pada kebutuhan daerah seperti mekanisme pembiayaan yang 
adil, program pengembangan dosen, dan ruang otonomi untuk adaptasi 
kurikuler, sehingga tujuan rasionalisasi (efisiensi, mutu, riset) berjalan se-
imbang dengan tujuan pemerataan dan relevansi lokal yang diamanatkan 
pembangunan pendidikan nasional kontemporer.

Dapat dikatakan bahwa periode 1963 merupakan tahun kelahiran 
IKIP Negeri “generasi awal”, dan tahun 1965-1970 menandai kelahir-
an IKIP dan FKIP “generasi kedua”. IKIP generasi awal adalah IKIP 
Bandung (tahun 1963), IKIP Jakarta (1963), IKIP Malang (1963), 
IKIP Yogyakarta (1963), dan IKIP Padang (1963). IKIP generasi ke-
dua adalah: IKIP Surabaya (1964), IKIP Medan (1965), IKIP Semarang  
(1965), IKIP Ujungpandang (1965), IKIP Manado (1965), IKIP  
Surakarta (1965, pada tahun 1976 dikonversikan menjadi Universitas 
Negeri Sebelas Maret Surakarta, UNS) (Supriadi, 2003, hlm. 64-65). 
IKIP Malang diresmikan pada 20 Mei 1964 sebagai upaya untuk meng-
akhiri “kerancuan” penyiapan tenaga kependidikan dan menempatkan 
tanggung jawab pendidikan guru hanya pada satu lembaga di bawah satu 
Kementerian. Pembentukan IKIP ini kemudian menjadi tonggak sejarah 
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nasional, sebab IKIP di berbagai kota menjadi pusat pendidikan guru 
profesional. IKIP Malang bahkan ditetapkan sebagai IKIP Pembina pada 
30 Desember 1967, menunjukkan perannya sebagai acuan nasional da-
lam pengembangan institusi pendidikan guru.

IKIP Jakarta secara resmi berdiri pada 16 Mei 1964 sebagai hasil in-
tegrasi FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta. IKIP diberi man-
dat tidak hanya menghasilkan guru, tetapi juga mengembangkan ilmu 
kependidikan secara lebih komprehensif. Berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri PTIP No. 32 Tahun 1965 tertanggal 8 Maret 1965 yang diper-
kuat oleh Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1965 tanggal 14 September 
1965, sejak 5 April 1965 IKIP Yogyakarta Cabang Manado resmi ber-
diri sebagai lembaga mandiri setingkat universitas dengan nama IKIP  
Manado.

IKIP berada pada tingkat Universiter dengan lama pendidikan 5 ta-
hun (3 tahun untuk Sarjana Muda, ditambah 2 tahun untuk Sarjana) 
dengan jurusan (major area) yang paling “lengkap” yang pernah dikenal 
oleh IKIP yaitu 27 jurusan. Umumnya IKIP Negeri (yang saat ini ber-
jumlah 11 buah) memiliki 5 fakultas, yakni: Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), Fakultas Keguruan Ilmu Teknik 
(FKIT), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas Keguruan 
Sastra dan Seni (FKSS), dan diperlengkapi dengan sebuah Balai Penyele-
dikan Pendidikan (Supriadi, 2003, hlm. 160).

Jika seluruh IKIP dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan sekitar 
3.000 lulusan Sarjana Muda setiap tahun (atau 15.000 lulusan dalam 
lima tahun), maka hingga akhir 1973 Indonesia masih tetap kekurangan 
sekitar 9.260 guru sekolah menengah tingkat pertama. Kekurangan ini 
diharapkan dapat ditutupi melalui program darurat bernama Pendidikan 
Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) yang setiap tahun meluluskan 
sekitar 2.300 guru. Dalam Repelita, PGSLP juga direncanakan akan di-
integrasikan ke dalam struktur IKIP. Namun, rencana tersebut memiliki 
beberapa kelemahan penting. Menghasilkan sejumlah guru dalam waktu 
tertentu memang satu persoalan, tetapi menghasilkan guru yang benar-
benar berkualitas adalah persoalan lain yang jauh lebih sulit. Kurikulum 
IKIP sendiri masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pembentuk-
an guru yang matang dan siap secara profesional. IKIP bahkan berkem-
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bang menjadi sebuah struktur yang terlalu besar dan tidak efektif, baik 
dalam jumlah lulusan maupun kualitasnya. Profesionalisasi guru belum 
tampak nyata, dan berbagai usaha yang dilakukan justru sering kali men-
jadi tidak jelas arahnya—bahkan terkadang bertentangan dengan tujuan 
utamanya sendiri (Supriadi, 2003, hlm. 160).

Gambar. 4.10 Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani mengikuti upacara  
dies natalis IKIP Bandung ke 10 tahun 1964

Sumber: 50 Tahuh Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI 1954-2004

Angkatan 1963 adalah kelompok mahasiswa pertama IKIP Bandung. 
Mereka awalnya mendaftar sebagai mahasiswa FKIP A atau FKIP B Uni-
versitas Padjadjaran untuk tahun akademik 1963–1964. Namun, pada 
tahun akademik yang sama, seluruh mahasiswa FKIP A dan FKIP B se
cara otomatis dialihkan menjadi mahasiswa IKIP Bandung setelah lem-
baga tersebut resmi berdiri. Kampus Bumi Siliwangi tetap menjadi kam-
pus utama IKIP Bandung. Selain itu, terdapat kampus lain di Jalan Dr. 
Rajiman, yang digunakan oleh Fakultas Keguruan Ilmu Teknik—nama 
baru untuk FKIP B setelah perubahan menjadi IKIP. Seiring pendirian 
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IKIP, fakultas pendidikan di berbagai universitas di Indonesia juga diubah 
menjadi cabang IKIP. IKIP Bandung memiliki cabang di beberapa dae-
rah, yaitu: Aceh, Padang, Palembang, dan Banjarmasin. Cabang-cabang 
ini menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang Sarjana Muda dengan 
lama studi tiga tahun. Untuk melanjutkan ke jenjang Sarjana (dua tahun 
tambahan), sebagian besar mahasiswa dari cabang-cabang tersebut me-
milih melanjutkan pendidikan ke IKIP Bandung sebagai IKIP Pembina. 
Karena itu, banyak guru dari daerah Aceh, Padang, Palembang, dan Ban-
jarmasin—yang memperoleh tugas belajar dan beasiswa—datang melan-
jutkan studi mereka ke IKIP Bandung.

Dengan terbentuknya IKIP Bandung maka terjadi pengorganisasian 
kelembagaan. IKIP Bandung memiliki beberapa fakultas yaitu: Fakultas 
Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), Fakul-
tas Keguruan Sastera dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta 
(FKIE), Fakultas Keguruan Ilmu Tehnik (FKIT), Fakultas Keguruan 
Ilmu Keolahragaan (FKIK). Pada setiap fakultas terdapat jurusan. Nama 
jurusan adalah nama disiplin ilmu dan belum menggunakan nama pen-
didikan karena pada waktu itu semua jurusan adalah untuk menghasil-
kan guru. Nama keguruan pada nama fakultas menaungi fungsi tersebut. 
Sedangkan nama pendidikan merupakan nama disiplin ilmu yang juga 
menjadi misi dari setiap jurusan. Pada waktu itu dikenal adanya nama 
Pendidikan Bidang Studi yang merupakan spesialisasi dari Ilmu Pendi-
dikan untuk bidang kajian yang berkenaan dengan keguruan dan pendi-
dikan yang sesuai untuk jurusan terkait.

Selain fakultas IKIP Bandung memiliki beberapa lembaga peneliti-
an yaitu LPC (Lembaga Pengembangan Curiculum), LPM (Lembaga 
Pengembangan Media), LPP (Lembaga Penelitian Pendidikan). Lem-
baga-lembaga ini terbentuk pada masa PTPG dan dipertahankan pada 
masa FKIP dan dilanjutkan pada masa IKIP Bandung. Keberadaan 
lembaga ini sangat penting karena lembaga ini merupakan inti kegiatan 
penelitian yang menghasilkan berbagai pemikiran di bidang pendidikan 
dan juga menghasilkan berbagai produk pendidikan yang digunakan da-
lam proses pembelajaran. Pikiran tentang kurikulum, media pembelajar-
an, model pembelajaran, instrument penelitian dikembangkan melalui 
lembaga-lembaga tersebut.
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Gambar 4.11 Keputusan Menteri PTIP No. 55  
Tahun 1963 tentang Pendirian IKIP

Sumber: Arsip Nasional

D.	 Pendidikan Guru Agama Islam: SGHAI  
dan SGAI (PGA)

1.	 Latar Kebutuhan dan Arah Kebijakan

Perjuangan untuk memasukkan pelajaran agama dalam sistem pendi-
dikan nasional Indonesia merupakan bagian penting dari dinamika po-
litik pendidikan pasca-kemerdekaan. Sejak 1945, perdebatan mengenai 
kedudukan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri telah berlang-
sung intens di antara para tokoh bangsa dan lembaga negara. Menurut  
Hasanudin (2017), perjuangan ini berjalan beriringan dengan kebutuh-
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an terhadap ketersediaan guru agama yang berkualitas. Dengan diterap-
kannya kewajiban pelajaran agama di sekolah, pemerintah dihadapkan 
pada persoalan mendesak, yaitu menyediakan tenaga pengajar yang me-
miliki kompetensi keilmuan dan religiusitas tinggi. Kementerian Agama, 
yang berdiri pada 3 Januari 1946, kemudian mengambil tanggung jawab 
utama dalam menyiapkan tenaga guru agama melalui pembentukan lem-
baga-lembaga pendidikan khusus bagi calon pendidik agama Islam.

Pembahasan mengenai pengajaran agama pertama kali memperoleh 
perhatian serius dalam rapat Badan Pekerja KNIP pada 27 Desember 
1945. Forum tersebut merekomendasikan agar pendidikan agama di
berikan tempat yang teratur dan proporsional dalam kurikulum sekolah 
negeri, sambil tetap menjunjung kebebasan beragama (Listiana, 2019). 
Rekomendasi ini mencerminkan upaya awal pemerintah untuk menye-
imbangkan pembinaan moral bangsa melalui pendidikan agama dengan 
prinsip pluralisme konstitusional. Sebagai tindak lanjut, Menteri Penga-
jaran, Pendidikan, dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidik Peng-
ajaran melalui SK No. 104/Bhg.O.1946, yang diketuai oleh Ki Hadjar 
Dewantara dengan Soegarda Poerbakawatja sebagai sekretaris (Listiana, 
2019). Panitia ini diberi mandat untuk merumuskan sistem pendidikan 
nasional yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan serta memperhatikan 
dimensi spiritual bangsa.

Kebijakan tentang pengajaran agama mulai dilembagakan secara res-
mi pada awal 1950-an melalui sejumlah Peraturan Bersama antara Men-
teri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (PP dan K) dan Menteri 
Agama. Regulasi awal bernomor 1285/KJ9 kemudian disempurnakan 
menjadi Peraturan Bersama No. 1432/Kab (PP dan K) dan No. K.I/652 
(Agama) tertanggal 20 Januari 1951, yang mengatur pelaksanaan pendi-
dikan agama di sekolah-sekolah (Listiana, 2019). Ketentuan ini kembali 
diperjelas melalui Peraturan Bersama 16 Juli 1951 dengan nomor 17678/
Kab dan K.I/9180, yang mengatur secara lebih rinci alokasi jam pelajar-
an agama serta tanggung jawab negara dalam penyediaan guru agama. 
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 
Kementerian Agama dan Kementerian PP dan K bersifat kooperatif, de-
ngan tujuan membangun sistem pendidikan nasional yang memadukan 
nilai-nilai spiritual dan kompetensi akademik secara terpadu.
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Konteks politik dan sosial pada masa awal kemerdekaan sangat me-
mengaruhi arah kebijakan pendidikan agama. Pemerintah Indonesia 
menyadari bahwa pendidikan Islam berperan sentral dalam membumi-
kan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integrasi nasional melalui pe-
santren, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya. Hal ini ditegaskan 
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954, yang 
mewajibkan adanya pelajaran agama di sekolah negeri sesuai kehendak 
orang tua siswa (Listiana, 2019; Kirana, 2020). Kebijakan ini menuntut 
suplai guru agama dalam jumlah besar, sehingga Kementerian Agama se-
gera merintis lembaga khusus untuk menyiapkan guru-guru agama Islam 
profesional.

Sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan tenaga pendi-
dik dan aparatur peradilan agama, Kementerian Agama pada periode 
1946–1950 merintis pendirian Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam 
(SGHAI). Lembaga ini dirancang untuk menyiapkan guru agama sekali-
gus hakim agama bagi lingkungan peradilan Islam. Setelah pemerintahan 
pusat kembali berkedudukan di Jakarta pada 1951, dilakukan penataan 
kembali terhadap sistem dan nomenklatur lembaga pendidikan di bawah 
Kementerian Agama. SGHAI yang semula berlokasi di Solo dipindah-
kan ke Yogyakarta, namun sempat terhenti akibat agresi militer Belanda 
dan baru kembali beroperasi pada 16 Januari 1950 (Listiana, 2019). Da-
lam tahap berikutnya, lembaga ini direstrukturisasi menjadi dua institusi 
terpisah, yakni Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Hakim 
Agama Islam (SHAI). Pemisahan ini menandai dimulainya spesialisasi 
profesional dalam pendidikan dan penyiapan tenaga keagamaan Islam di 
Indonesia.

Perubahan kelembagaan tersebut menunjukkan adanya perkembang-
an dalam strategi pendidikan Islam nasional. Pada tahun 1951, SGAI 
diubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA), sedangkan SGHAI 
menjadi Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) (Musadad, 2021; Ismail, 
2016). Pada masa Menteri Agama Arifin Tamyang (1953), durasi pen-
didikan di PGA diperpanjang menjadi enam tahun, terdiri dari empat 
tahun PGA Pertama dan dua tahun PGA Atas (Ismail, 2016). Perpan-
jangan masa belajar ini menunjukkan orientasi baru Kementerian Agama 
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dalam meningkatkan kualitas calon guru agama agar memiliki kompe-
tensi pedagogik dan teologis yang lebih mendalam.

Kebutuhan guru agama pada pertengahan dekade 1950-an mening-
kat tajam. Menurut data yang dikutip oleh Listiana (2019), pada tahun 
1957 dibutuhkan 14.280 guru agama untuk jenjang sekolah rendah 
hingga menengah, sementara jumlah guru yang tersedia baru mencapai 
9.629 orang. Kondisi ini menyebabkan Japenda Kementerian Agama 
mengambil langkah darurat melalui penyelenggaraan Ujian Guru Agama 
(UGA) sebagai upaya rekrutmen cepat tenaga pendidik agama. Dalam 
sistem ini, komitmen keislaman dan moralitas dijadikan syarat utama 
bagi calon guru, mencerminkan paradigma bahwa kualitas keagamaan 
lebih diutamakan daripada kualifikasi akademik formal.

Pembangunan SGAI dan SGHAI juga sangat dipengaruhi oleh du-
kungan politik para pemimpin Islam nasional. Menteri Agama K.H. 
Wahid Hasyim, melalui Surat Keputusan No. 227/e/c-9 tertanggal 
15 Agustus 1951, mendorong pendirian sekolah guru agama di setiap 
wilayah keresidenan (Musadad, 2021). Dampak kebijakan ini segera 
terlihat: pada tahun yang sama telah berdiri SGAI di 21 kota, semen
tara SGHAI dibuka di lima pusat utama, yakni Yogyakarta, Bandung,  
Malang, Kotapraja, dan Bukittinggi. Langkah ini mencerminkan komit-
men kuat Departemen Agama untuk menempatkan pendidikan Islam 
sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional, bukan seka-
dar unsur tambahan dalam sistem pendidikan umum.

Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam memperoleh legitimasi 
resmi dari negara melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Pasal 10, 
yang menetapkan bahwa suatu madrasah hanya dapat diakui oleh De-
partemen Agama apabila menyelenggarakan pengajaran agama sekurang-
kurangnya enam jam per minggu secara teratur, di samping mata pelajar-
an umum (Kirana, 2020). Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting 
bagi berkembangnya model madrasah modern dalam sistem pendidik-
an nasional. Pada masa Orde Lama, kebijakan tersebut ditindaklanjuti 
dengan perluasan pendidikan keagamaan, antara lain melalui pendirian 
Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri 
(PHIN), yang dirancang untuk menyiapkan tenaga profesional di bidang 
pendidikan dan peradilan Islam (Kirana, 2020; Sobirin dkk., 2022).
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Periode 1945–1960 merupakan masa krusial bagi pembentukan 
arah kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Kebutuhan terha-
dap tenaga pendidik agama menjadi pendorong utama lahirnya SGAI, 
SGHAI, dan PGA sebagai lembaga formal pendidikan guru agama di 
bawah Kementerian Agama. Dari sudut pandang historis, kebijakan ini 
mencerminkan sinergi antara ideologi negara, aspirasi umat Islam, dan 
kebutuhan praktis sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama tidak 
hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ajaran moral, tetapi juga sebagai 
instrumen politik dan kebudayaan dalam membentuk identitas nasio-
nal yang religius, demokratis, dan berakar pada nilai-nilai lokal bangsa  
Indonesia.

2.	 SGHAI (Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam)

SGHAI (Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam) muncul sebagai res-
pons kelembagaan Departemen Agama terhadap kebutuhan ganda ne
gara pasca-kemerdekaan: suplai guru agama untuk sekolah dan calon 
hakim untuk peradilan agama. Diselenggarakan sebagai pendidikan 
menengah lanjutan dengan masa studi empat tahun setelah MTs/SMP, 
kurikulum SGHAI menggabungkan disiplin keagamaan tradisional (Al-
Qur’an, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Akhlak/Tasawuf ), bahasa Arab, serta 
komponen pendidikan dan metodik pengajaran dan pengantar peradil-
an/muqaddimah syariah untuk calon hakim agama. Konfigurasi kuriku-
lum ini mencerminkan upaya birokrasi agama untuk membentuk lulus-
an yang mampu berfungsi ganda sebagai guru madrasah/sekolah umum 
sekaligus sebagai petugas dalam struktur peradilan agama sejalan dengan 
keterbatasan sumber daya dan kebutuhan negara akan tenaga terdidik 
yang cepat.

Sejak tahap perencanaan (awal 1947) hingga pendirian formal pada 
16 Mei 1948 di Solo, pengembangan SGHAI merupakan bagian dari 
program jangka panjang Departemen Agama untuk menyiapkan guru 
agama secara sistematis (Kosim, 2007). Model kelembagaan awal ini di-
bangun atas pertimbangan praktis: penggabungan tugas pendidikan guru 
dan pembinaan calon hakim dalam satu institut dianggap lebih efisien 
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mengingat keterbatasan fasilitas, tenaga, dan sumber daya pada masa itu. 
Oleh karenanya SGHAI dirancang dengan beberapa bagian di antaranya 
bagian A (kesusastraan), B (ilmu alam), C (calon guru agama), dan D 
(calon pegawai pengadilan agama), yang memberi fleksibilitas tugas dan 
pilihan karier bagi lulusannya (Kosim, 2007).

Perjalanan SGHAI mencerminkan tarik-ulur konsep pendidikan 
guru agama antara orientasi modernis dan tradisional. Dua konsepsi be-
sar yakni Rencana Sigit” (Abdullah Sigit) yang menekankan penguatan 
ilmu umum untuk guru agama, dan “Rencana Arifin Tamyang” yang 
mengedepankan keseimbangan ilmu umum dan agama, menjadi rujuk-
an kebijakan Departemen Agama dalam menata kembali kurikulum dan 
jenjang pendidikan (Hasanudin, 2017). Perbedaan pandangan ini men-
cerminkan dilema pembangunan: apakah tujuan utama adalah mence-
tak guru yang lebih akademik (agar mampu bersaing secara nasional/
internasional) atau menjaga kedalaman kompetensi keagamaan tradisio-
nal yang menjadi identitas madrasah dan pesantren. Kedua pendekatan 
itu sama-sama punya implikasi terhadap kualitas pedagogik dan orientasi 
misi lembaga.

Perubahan struktural kemudian mengarah pada pemisahan misi 
SGHAI: bagian-bagian A–C dihentikan sementara bagian D direformasi 
menjadi lembaga tersendiri untuk pendidikan hakim menjadi PHIN 
(Pendidikan Hakim Islam Negeri) berdasarkan Penetapan Menteri Aga-
ma Nomor 109/1954 terhitung 1 Januari 1954, dan pelaksanaan tek-
nisnya didukung oleh keputusan rapat kerja kepala-kepala PGA/SGHA 
(Kosim, 2007). Langkah ini menunjukkan kematangan kebijakan De-
partemen Agama yang mulai memisahkan fungsi pedagogik dan fungsi 
yudisial demi peningkatan spesialisasi dan profesionalisme; PHIN dipo-
sisikan untuk memenuhi kebutuhan aparat peradilan agama yang makin 
kompleks, sementara PGA/SGAI mempertajam perannya dalam mela-
hirkan guru agama.

Dari perspektif evaluatif, model SGHAI memiliki kelebihan dan ke-
lemahan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan “Rencana Sigit” mi-
salnya, adalah diferensiasi persiapan bagi calon guru madrasah dan se-
kolah umum sehingga kompetensi dapat disesuaikan menurut konteks 
pengajaran (Kosim, 2007). Secara historis, transformasi SGHAI menun-
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jukkan konsistensi politik Departemen Agama dalam memperjuangkan 
pengakuan formal dan profesionalisasi pendidikan Islam sebagai bagian 
integral dari sistem pendidikan nasional. Pendirian dan penyesuaian mo-
del-model ini menegaskan dua hal: pertama, komitmen negara untuk 
menjamin pendidikan agama sebagai hak warga sekaligus pilar pemben-
tukan moral dan kebangsaan; kedua, bahwa proses itu berlangsung mela-
lui dinamika politik, sumber daya, dan perdebatan pedagogis mengenai 
karakter guru agama ideal—antara tuntutan modernitas dan tuntutan 
keautentikan tradisi Islam di Indonesia (Kosim, 2007; Hasanudin, 2017).

3.	 SGAI (Sekolah Guru Agama Islam)/PGA

Namun kritik Mahmud Yunus menyorot kelemahan kurikulum PGA 
yang, menurutnya, kurang memadai untuk menghasilkan guru agama 
yang kompeten karena hanya menambah satu tahun materi agama di 
atas standar SGB—membuat lulusan lebih pantas menjadi guru umum 
daripada spesialis agama (Kosim, 2007). Sebaliknya, “Rencana Arifin” 
yang menyederhanakan jenjang dan kurikulum meningkatkan efisiensi 
administrasi tetapi mengorbankan diferensiasi profesional yang mungkin 
diperlukan oleh madrasah dan sekolah umum.

Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) didirikan Kementerian Agama 
pada 1950 sebagai madrasah profesional yang bertujuan menyiapkan 
guru agama, terutama untuk sekolah dasar. Pada awal pendiriannya, 
SGAI memiliki dua jenjang pendidikan:

1.	 program panjang 5 tahun untuk lulusan SD/MI, dan
2.	 program pendek 2–3 tahun untuk lulusan SMP/MTs (dengan va-

riasi sesuai daerah).

Model dua jalur ini menunjukkan upaya Kementerian Agama untuk 
memperluas akses rekrutmen guru, baik dari lulusan SD maupun lulusan 
tingkat menengah (Afandi, 2019; UNJ repos). Secara kurikuler, SGAI 
5 tahun diposisikan sebagai “SGB plus”, yaitu SGB empat tahun yang 
diperkaya dengan pelajaran agama dan bahasa Arab agar lulusan siap 
mengajar di madrasah maupun sekolah umum (Kosim, 2007).
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Pada 1951, SGAI berubah nama menjadi Pendidikan Guru Agama 
(PGA) melalui Penetapan Menteri Agama No. 7/1951 tanggal 15 Feb-
ruari 1951. Meskipun namanya berubah, struktur kurikulum dua jalur 
(5 tahun dan 2 tahun) tetap dipertahankan pada tahap awal. Perubahan 
nama ini merupakan langkah formal untuk menjadikan lembaga tersebut 
sebagai institusi pendidikan guru agama yang lebih terstandar, bukan se-
kadar kelanjutan sekolah tradisional (Kosim, 2007).

Langkah strategis berikutnya dilakukan pada tahun 1953, ketika 
durasi pendidikan Pendidikan Guru Agama (PGA) jalur panjang diper-
luas menjadi enam tahun, yang dibagi ke dalam PGA Pertama selama 
empat tahun dan PGA Atas selama dua tahun, sebagaimana ditetapkan 
dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1953. Reformasi 
ini mengubah PGA 5 tahun menjadi PGAN 6 tahun, sekaligus me-
nunjukkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusan 
melalui pendalaman materi agama dan pelajaran umum (Kosim, 2007;  
Listiana, 2019). Perpanjangan masa belajar ini juga mencerminkan ke-
butuhan untuk menghasilkan guru agama yang lebih profesional, baik 
secara pedagogis maupun moral. Pada fase integrasi selanjutnya, sistem 
PGA direstrukturisasi:

•	 PGA jangka panjang diubah menjadi PGAN 6 tahun (PGAPN 4 
tahun + PGAAN 2 tahun),

•	 PGA 2 tahun (jalur pendek) dihapus.

Penghapusan jalur dua tahun menunjukkan penetapan standar mini-
mal kompetensi bagi calon guru agama, yang lebih menekankan kualitas 
daripada kecepatan menghasilkan lulusan (Kosim, 2007). Kebijakan ini 
berdampak ganda: kualitas dan legitimasi guru agama meningkat, na-
mun akses cepat bagi lulusan MTs/SLTP berkurang sehingga memerlu-
kan strategi tambahan untuk menjaga ketersediaan tenaga guru.

Secara institusional, PGA berkembang pesat. Pada 1978, tercatat 145 
PGAN 4 tahun dan 115 PGAN 6 tahun, ditambah unit PGA putri dan 
PGA luar biasa (Kosim, 2007). Ekspansi ini menunjukkan keberhasilan 
PGAN sebagai penopang utama penyediaan guru agama di Indonesia. 
Meskipun demikian, tantangan seperti pemerataan kualitas antarwila-
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yah, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal, dan keberlanjutan 
pendanaan tetap menjadi persoalan penting. Perjalanan dari SGAI ke 
PGA mencerminkan tiga dinamika utama dalam politik pendidikan aga-
ma pascakolonial:

1.	 Legalisasi dan profesionalisasi, pemerintah mengubah pendidikan 
guru tradisional menjadi sistem formal berjenjang;

2.	 Standardisasi kurikulum dari variasi daerah menuju standar nasio-
nal (PGAN 6 tahun);

3.	 Tegangan antara akses dan mutu, peningkatan kualitas mela-
lui jalur panjang mengurangi akses cepat, sehingga perlu solusi  
kebijakan.

Transformasi ini bukan sekadar urusan teknis pendidikan, melainkan 
strategi negara untuk membentuk guru agama profesional sebagai agen 
moral, identitas, dan integrasi nasional—sebuah peran yang bersifat se-
kaligus pedagogis dan politis (Kosim, 2007).

4.	 Kurikulum SGAI/SGHAI

Kurikulum awal SGHAI dan SGAI dirancang untuk membekali calon 
guru agama dengan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan sekaligus menye-
diakan tenaga yang mampu mengajar di sekolah umum. SGHAI me-
nempatkan penekanan pada disiplin keagamaan, Qur’an-Hadis, Fiqh, 
Ushul Fiqh, Akhlak/Tasawuf, ditambah bahasa Arab, ilmu pendidikan, 
metodik pengajaran agama, dan materi peradilan seperti fiqh al-qaḍā’ 
untuk calon hakim agama; masa studinya empat tahun pasca-SMP  
(Listiana, 2019). Sementara itu, SGAI menawarkan dua jalur (jangka 
panjang 5 tahun pasca-SD dan jangka pendek 2 tahun pasca-SMP), di 
mana SGAI 5 tahun secara kurikuler diposisikan sebagai “SGB plus” yak-
ni SGB empat tahun yang ditambah mata pelajaran agama dan bahasa 
Arab agar lulusan mampu mengajar agama di sekolah umum (Kosim, 
2007; Listiana, 2019).

Pada fase restrukturisasi administratif, Sekolah Guru Agama Islam 
(SGAI) resmi diubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Seko-
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lah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI) menjadi Sekolah Guru Ha-
kim Agama (SGHA) melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 
1951, tanpa disertai perubahan kurikulum yang signifikan pada tahap 
awal (Kosim, 2007). Namun, dinamika kebijakan yang cepat segera me-
nuntut penyesuaian substantif. Kritik terhadap mutu dan kesiapan lulus-
an PGA mendorong dilakukannya reformasi kurikulum yang lebih men-
dasar. Sebagai respons, pada tahun 1953 masa studi PGA jalur panjang 
diperluas menjadi enam tahun, terdiri atas PGA Pertama (empat tahun) 
dan PGA Atas (dua tahun), sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan 
Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1953. Skema ini kemudian dikenal 
sebagai model PGAN dan menjadi standar dalam integrasi pendidikan 
guru agama selanjutnya (Kosim, 2007; Listiana, 2019). Perpanjangan 
masa studi tersebut mencerminkan upaya strategis Kementerian Agama 
untuk memperdalam kompetensi religius dan pedagogis calon guru, ti-
dak semata-mata memperluas akses pendidikan.

Konflik konseptual tentang komposisi kurikulum merupakan inti 
perdebatan kebijakan pendidikan agama. “Rencana Sigit” (Abdullah 
Sigit) menekankan penguatan mata pelajaran umum sehingga kuriku-
lum PGA menyerupai SGB plus, tujuannya mengangkat martabat guru 
agama di sekolah umum dan mencegah marginalisasi mereka (Listiana, 
2019). Sebaliknya, tokoh seperti KH. Imam Zarkasyi mengusulkan pe-
nekanan lebih kuat pada kompetensi keagamaan agar guru agama tidak 
kehilangan otoritas religiusnya. Pemerintah, dalam praktiknya dan pada 
masa KH. Faqih Usman, cenderung memilih pendekatan Sigit yang le-
bih memprioritaskan keseimbangan dengan pelajaran umum (Listiana, 
2019). Pilihan ini memunculkan konsekuensi struktural terhadap profil 
lulusan: lebih berwawasan luas tetapi dalam beberapa kasus dinilai belum 
matang sebagai spesialis agama.

Kritik terhadap Rencana Sigit menggambarkan problem legitimasi 
profesional guru agama: misalnya, menilai kurikulum PGA 5 tahun ter-
lalu mirip SGB sehingga lulusan lebih siap menjadi guru umum daripada 
guru agama yang mendalam (Kosim, 2007; Listiana, 2019). Analisis ini 
menggarisbawahi ketegangan antara dua tujuan negara yakni mencipta-
kan tenaga pendidik yang dapat berfungsi dalam sistem sekolah umum 
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modern dan pada saat yang sama menjaga kedalaman tradisi keagamaan 
yang menjadi sumber identitas komunitas Muslim. Kurikulum yang ter-
lalu “umum” mereduksi spesialisasi agama; sebaliknya, kurikulum yang 
terlalu teologis berisiko mengisolasi lulusan dari tuntutan kurikulum  
nasional.

Dari perspektif institusional, penyesuaian kurikuler juga dipicu oleh 
keterbatasan sumber daya dan urgensi kuantitatif. Pada awalnya SGAI/
SGHA hanya hadir di Pulau Jawa; setelah NKRI kembali terwujud, ke-
bijakan perluasan diseragamkan melalui Penetapan Menteri Agama 1951 
untuk membuka lembaga ini di berbagai daerah (Listiana, 2019). Na-
mun ekspansi harus diimbangi peningkatan kualitas pengajar, fasilitas, 
dan standar; ketidakcukupan sumber daya mendorong serangkaian re-
form, menghapus jalur singkat, memperpanjang program, memisahkan 
fungsi hakim melalui PHIN sebagai cara menyeimbangkan mutu dan 
kebutuhan (Kosim, 2007; Yanto, 2023).

Pemisahan fungsi SGHA (bagian D) menjadi PHIN (Pendidikan 
Hakim Islam Negeri) pada 1954 menunjukkan langkah spesialisasi: ke-
butuhan aparat peradilan agama memerlukan kurikulum dan pelatihan 
yang berbeda dari kebutuhan guru madrasah (Kosim, 2007). Langkah 
ini menandai kematangan kebijakan Departemen Agama yang mulai me-
mahami bahwa tujuan ganda SGHAI, mencetak guru dan hakim, lebih 
efektif dilayani melalui lembaga tersendiri. PHIN diletakkan untuk men-
jawab kebutuhan teknis yudisial sementara PGA/PGAN diperkokohkan 
untuk kebutuhan pedagogik di madrasah dan sekolah umum.

Secara keseluruhan, perubahan kurikulum SGAI menjadi PGA me-
refleksikan dialektika antara profesionalisasi dan politik pendidikan aga-
ma: upaya menstandarkan dan meningkatkan kualitas guru agama ha-
rus diletakkan dalam konteks negara yang ingin merumuskan identitas 
nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pragmatis jumlah guru. Kepu-
tusan untuk memperpanjang masa studi, menghapus jalur singkat, dan 
memisahkan fungsi hakim dari pendidikan guru merupakan kompromi 
kebijakan yang mengutamakan mutu jangka panjang; namun kompromi 
tersebut juga menimbulkan tantangan akses dan menuntut strategi pela-
tihan alternatif (mis. ujian guru agama darurat, program in-service) agar 
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kuantitas dan kualitas tenaga pendidik seimbang (Kosim, 2007; Listiana, 
2019; Yanto, 2023).

5.	 Posisi SGAI/SGHAI dalam Ekosistem LPTK

SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) dan SGHAI (Sekolah Guru dan Ha-
kim Agama Islam) ditempatkan secara institusional di bawah Departe-
men Agama dengan mandat ganda yang jelas: membentuk kader guru 
agama untuk layanan pendidikan formal (madrasah dan sekolah negeri) 
sekaligus mendisiplinkan aparat peradilan agama (hakim agama) mela-
lui program khusus. Penempatan kelembagaan ini mencerminkan logika 
fungsional: sementara PTPG/FKIP menyiapkan guru umum di bawah 
payung kementerian pendidikan, SGAI/SGHAI memenuhi kebutuhan 
spesifik keagamaan yang memerlukan legitimasi agama dan kompetensi 
syariah, sesuatu yang hanya dapat diorganisir efektif oleh Departemen 
Agama (Dihayati, 2017; Hamruni & Kurniawan, 2018). Dengan demi-
kian, SGAI/SGHAI bukan hanya lembaga vokasional; mereka merupa
kan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang mengga-
bungkan kualitas pedagogik dengan otoritas keagamaan institusional.

Posisi SGAI/SGHAI dalam ekosistem LPTK juga berimplikasi pada 
isi kurikulum dan profil lulusan: kurikulum menekankan kompetensi 
agama (Qur’an-Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh), bahasa Arab, metodik penga
jaran agama, dan—pada jalur SGHAI—mata pelajaran untuk calon ha-
kim (fiqh al-qaḍā’, hukum keluarga). Komponen ini membedakan lu-
lusan SGAI/SGHAI dari lulusan PTPG/FKIP yang lebih berfokus pada  
subject-matter dan pedagogi sekuler; perbedaan tersebut menjadikan 
SGAI/SGHAI sebagai sumber legitimasi keagamaan sekaligus sumber 
tenaga madrasah/IAIN pada periode berikutnya (Sugianto dkk, 2024). 
Literatur terbaru menekankan bahwa pembentukan kurikulum semacam 
ini adalah strategi negara untuk menjamin tenaga pendidik agama memi-
liki dua atribut: kompetensi pedagogis dan otoritas religius yang diakui 
(Asmanto dkk, 2023; Hamruni & Kurniawan, 2018).

Transisi kelembagaan pada 1960-an, di mana banyak program SGAI/
SGHAI menjadi cikal bakal Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah pada 
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jaringan IAIN, menggarisbawahi pergeseran dari pelatihan terapan me-
nuju institusionalisasi akademik pendidikan Islam. Integrasi ini mem-
perluas mandat: dari hanya produksi guru dan hakim menjadi pengem-
bangan ilmu Islam, riset keagamaan, dan pendidikan tinggi Islam yang 
berjejaring nasional (Sugianto dkk, 2024; Amini, 2025). Dampaknya 
bersifat ganda: secara positif memperkuat basis keilmuan dan legitimasi 
akademik pendidikan Islam; namun juga menimbulkan tantangan koor-
dinasi antara Kementerian Agama dan kementerian pendidikan umum 
terkait standar keguruan, pengakuan ijazah, dan penempatan profesio-
nal, sebuah isu yang terus dikaji dalam literatur sejarah pendidikan Islam 
kontemporer (Asmanto dkk, 2023; Dihayati, 2017).

Secara analitis, peran SGAI/SGHAI dalam ekosistem LPTK menun-
jukkan bagaimana negara membangun pluralisasi lembaga pendidikan 
guru berdasar fungsi ideologis dan praktis: PTPG/FKIP untuk kebu-
tuhan sekolah umum di bawah Kementerian PPK/PTIP; SGAI/SGHAI 
(kemudian Tarbiyah/Syariah IAIN) untuk kebutuhan pendidikan agama 
dan yudisial di bawah Kementerian Agama. Model ganda ini memper
kaya kapasitas sistem pendidikan nasional dengan menyediakan spe
sialisasi yang relevan secara agama dan budaya tetapi menuntut meka-
nisme koordinasi kebijakan untuk menghindari fragmentasi standar dan 
memperkuat mutu lulusan di kedua lini (Hamruni & Kurniawan, 2018; 
Sugianto dkk, 2024).
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Sejarah Indonesia memasuki babak baru di periode tahun 1966-1998, 
dengan ditandai pergantian kekuasaan secara politik dari Orde Lama 

(Orla) di bawah pemerintahan Sukarno ke Orde Baru (Orba) di bawah 
pemerintahan Suharto. Perubahan politik ini membawa konsekuensi 
besar, terjadi perubahan-perubahan diberbagai aspek kehidupan. Dengan 
kata lain berakhirnya Orla telah mempengaruhi atmosfir di ranah kebi-
jakan pemerintah orde berikutnya. Di awal periode peralihan ini, situasi 
cukup sulit karena dalam prosesnya terdapat faktor-faktor tertentu yang 
dapat berpotensi muncul terjadinya ketidakstabilan. Pemerintah Orba 
harus segera membuat kebijakan untuk memperbaiki situasi di masa 
awal-awal pergantian kekuasaan waktu ini. Dengan melihat atau meng-
adakan peninjauan kondisi sebelumnya, pemerintah selanjutnya menen-
tukan langkah-langkah ke depan sebagai upaya untuk perbaikan. 

A.	 Pendidikan Guru di Masa Awal Orde Baru

1.	 Gambaran Pendidikan di Indonesia

Jiwa jaman Orba berpusat pada pemulihan stabilitas politik dan eko
nomi, melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mencoba memper-
baiki ‘kerusakan-kerusakan’ yang ada. Pada awal kekuasaannya tahun 
1970 an ada kondisi yang sangat mempengaruhi pemerintahan ini, yakni 
terjadinya booming yang disebabkan pendapatan dari minyak bumi (Oil 
Boom), dimana keuntungannya dipergunakan untuk membangun pen-
didikan yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian serius. Tahun-
tahun ini Indonesia juga mengalamai peningkatan jumlah pendudukan 
yang sangat signifikan, maka harus dikelola dengan baik dengan cara me-
ningkatkan kemapuan/ ketrampilan sumber daya manusia agar mampu 
bersaing dengan bangsa lain melalui pendidikan. 

Selama memerintah sekitar 32 tahun berbagai kebijakan segera dike
luarkan untuk menjaga pembangunan yang diharapkan dapat mening-
katkan kehidupan seluruh rakyat I ndonesia. Untuk mencapai stabilitas 
politik dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan 
sejumlah kebijakan strategis, salah satu yang menarik adalah digulirkan-
nya Rencana Pembangunan 5 Tahun (Repelita). Adalah kebijakan te-
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rencana merupakan program jangka panjang sekitar 25-30 tahun, yang 
dilakukan secara bertahap dimulai tahun 1969-1994. Dalam rentang 
tersebut direncanakan pembangunan meliputi kurun waktu sampai 4 
tahapan yaitu: 1969-1974; 1974-1979; 1979-1984; 1984-1989 dan ta-
hapan kelima tahun 1989-1994. Sejak Repelita I pemerintah sadar bah-
wa pendidikan adalah bagian dari pada program pembangunan nasional, 
oleh sebab itu pendidikan harus sinkron dengan pembangunan. Di awal 
pelaksanaan periode Repelita I, perhatian lebih kepada membangun sa-
rana-prasarana fisik (kuantitas), yang diharapkan memperluas kesempat-
an belajar seluruh warga negara dari seluruh pelok wilayah tanah air. Un-
tuk kualitas, pastinya akan dilakukan secara betahap pada tahun-tahun 
kedepannya (Repelita-Repelita berikutnya), menjadi pekerjaan rumah 
dalam membuat kebijakan pemerintah selanjutnya. 

Khusus pada Repelita I dan II, diletakkan dasar mengembangkan pen-
didikan yang diawali dengan pembangunan fisik secara besar-besaran un-
tuk tingkat jenjang sekolah dasar. Pada dekade 1970-an, banyak negara 
berkembang, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi paradigma pemba-
ngunan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pertumbuhan eko-
nomi, tetapi juga pada pembangunan manusia (human development). 
Sejalan dengan kecenderungan global tersebut, pemerintahan Orde Baru 
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mengakselerasi strategi pembangunan nasional dengan mengintegrasikan 
pendekatan pembangunan manusia ke dalam kebijakan negara, terutama 
melalui peningkatan perhatian terhadap sektor pendidikan sebagai in-
strumen utama pembentukan sumber daya manusia yang produktif dan 
kompetitif. Bila dikaitkan dengan dengan apa yang dimaksud pernyataan 
bahwa mencerdaskan bangsa adalah tujuan negara yang secara konstitu-
sional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, maka pada kurun waktu 
Orba repelita dianggap penting. Bangsa yang cerdas diharapkan dapat 
mewujudkan tatanan pegaulan hidup yang cerdas, memiliki kekuatan 
kemandirian sehingga memiliki posisi yang menentukan negara. Mela-
lui pendidikanlah hal itu dapat terwujud, pendidikan penting sebagai 
sarana untuk menanamkan kesadaran harga diri, rasa kebangsaan dan 
menanamkan cinta tanah air. Oleh sebab itu pemerintah perlu melihat 
kondisi yang ada tentang pendidikan yang telah berlangsung selama ini 
(sebelum Orba). Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa perbaikan 
yang diupayakan oleh Orba adalah mengadakan peninjauan kondisi se-
belumnya, sebagai langkah awal pemerintah dalam bersikap. 

Sehubungan dengan persoalan pendidikan di Indonesia sebagaima-
na dibahas dalam bab ini, uraian akan difokuskan pada beberapa aspek 
pokok, yaitu: (1) bagaimana kondisi dan praktik pengajaran pada masa 
tersebut; (2) mata pelajaran apa saja yang diajarkan; (3) bagaimana proses 
dan mekanisme pelaksanaannya; serta (4) dari mana asal dan bagaimana 
kualifikasi tenaga pengajarnya?. Tentang pengajaran lebih ditekankan 
pada keberadaan kondisi sekolah-sekolah; sementara mata pelajaran yang 
diberikan lebih ditekankan bagaimana kurikulum yang berlaku; untuk 
jalannya pendidikan dititikan pada berbagai kebijakan (pengelolaannya), 
terakhir tentang tenaga pengajar (guru) akan dikaitkan dengan keber-
adaan sekolah/ pendidikan guru dan sejenisnya. Dalam bab ini akan 
diuaraikan hal-hal tersebut meskipun tidak secara berurutan, dan akan 
lebih banyak diinformasikan tentang darimana datangnya tenaga-tenaga 
pengajar yang merupakan lulusan dari sekolah pendidikan guru dan se-
jenisnya yang berasal dari berbagai jenjang di masa Orde Baru. Peranan 
pendidikan guru sangat menentukan dalam menciptakan bangsa yang 
cerdas, dan terdidik. 



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1965–1998 

235

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa lembaga pendidikan guru 
memiliki posisi strategis dalam membentuk bangsa tersebut. Latar be-
lakang pemerintah Orde Baru dalam mengembangkan sekolah-sekolah 
guru terutama didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas 
dan kuantitas sumber daya manusia Indonesia sebagai fondasi pemba-
ngunan nasional. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis un-
tuk menghasilkan tenaga kerja terdidik sekaligus membentuk stabilitas 
sosial dan politik. Dalam kerangka ini, guru ditempatkan sebagai aktor 
kunci pembangunan, karena merekalah yang membentuk generasi pro-
duktif, disiplin, dan loyal terhadap ideologi negara.

Melalui pengembangan sekolah guru, pemerintah Orde Baru ber
upaya mencetak tenaga pendidik yang terstandar, terkontrol, dan ber-
orientasi pada pembangunan, sejalan dengan paradigma human capital 
development yang dianut sejak awal 1970-an. Guru tidak hanya diper-
siapkan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen modernisasi yang me-
nanamkan nilai-nilai kerja keras, ketertiban, nasionalisme, dan produk-
tivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi nasional. 
Orba memiliki tujuan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang berku-
alitas melalui pendidikan. Diperlukan guru-guru yang mumpuni yang 
dapat mencerdaskan bangsa, oleh sebab itu sekolah/pendidikan untuk 
guru perlu mendapat perhatian serius. 

Pada kesempatan ini hal yang akan disinggung atau dijabarkan terle-
bih dahulu adalah tentang bagaimana jalannya pengajaran yang mengacu 
pada keberadaan sekolah-sekolah di Indonesia. Kondisi sekolah di awal-
awal Orba secara kuantitas yang diberikan oleh pemerintah jauh dari 
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, sementara tugas pemerintah 
harus memberi pengajaran yang merata. Hampir sama dengan kondisi 
jumlah guru yang masih terbatas jumlahnya, juga kualitas dari lulusan 
guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah yang dimaksud harus di-
tingkatakan kualitasnya sesuai dengan tantangan dan kebutuhan jaman. 
Tidak mengherankan bahwa sekolah-sekolah dari berbagai jenjang pen-
didikan masih terbatas, seperti diketahui setelah mengalami penjajahan 
yang penjang, masa awal kemerdekaaan penuh diwarnai dengan gejolak 
keamanan, politik dalam negeri yang tajam, yang menjadikan ketidak-
stabilan. Berbagai sendi kehidupan nyaris tidak berkembang, termasuk 
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dalam bidang pendidikan dalam arti luas (sarana dan prasarana maupun 
kualitasnya). 

Situasi masa ini menuntut pemerintah untuk segera mengatasinya, 
terlebih bahwa sejak masa Orla sudah ditemukan bahwa masalah buta 
huruf (kondisi sesorang yang tidak memiliki kemampuan membaca) 
tinggi. Meskipun upaya sudah dilakukan lewat Program Pemberantasan 
Buta Huruf (PPBH) di tahun 1948, tapi belum maksimal hasilnya. Prog
ram ini diteruskan pada masa Orba yang dikenal sebagai Program Paket 
ABC dan program keaksaraan fungsoinal yang dimulai tahun 1970-an, 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/1972 tentang pemberian 
Perizinan kursus (https://peraturan.bpk.go.id). Berbeda dengan program 
sebelumnya yang sangat tergantung pada mobilisasi massa, program ini 
lebih mengandalkan birokrasi pemerintah dan kebijakan yang terfokus 
pada pengembangan ketrampilan dasar membaca, menulis dan berhi-
tung. Selanjutnya upaya ini juga didukung oleh program SD Inpres yang 
dibangun sejak tahun 1974 dengan tujuan utama pemberantasan buta 
huruf, bahkan melibatkan militer melalui Program Manunggal Aksara 
sebagaimana bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Program Fokus Pelaksana Tujuan 
Kejar Paket 
ABC (1972) … 
lanjutan PPBH

Pemberantasan 
buta huruf yang 
lebih terstruktur 

Mengandalkan 
birokrasi pemerintah

Memiliki ketrampilan 
membaca, menulis dan 
berhitung 

SD Inpres (1973) Pembangunan 
sarana dan 
prasarana di 
seluruh pelosok 

Mengandalkan upaya 
pemerintah melalui 
Instruksi Presiden

Memiliki ketrampilan 
membaca, menulis dan 
berhitung

Manunggal 
Aksara (1980-an) 

Mengajarkan 
aksara ke pelo 
sok negeri

Mengandalkan 
keikutsertaan ABRI/
TNI 

Mengintegrasikan 
kemamppuan literasi 
dasar ke dalam 
masyarakat pedesaan.

Sumber, Diolah dari: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1976), Pendidikan Di Indonesia 
1900-1974. Jakarta: Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan; serta https://peraturan.bpk.go.id 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi sebagian besar bang-
sa Indonesia masih buta huruf, banyak yang belum bersekolah. Kondisi 
seperti ini sudah menjadi perhatian secara internasional, jadi bukan ma-



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1965–1998 

237

salah bagi Indonesia saja, tetapi negara-negara yang sedang berkembang 
lainnya. Bahan pada tahun 1966 disepakati bersama oleh menteri-men
teri pendidikan sedunia, dimana saat kongres di Teheran-Iran menca-
nangkan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara. Dalam kongres ini dipu-
tuskan bahwa tanggal 18 September sebagai hari Aksara Internasional. 
Dipihak pemerintah Indonesia sendiri (Orba) secara bertahap mencoba 
mengatasi tingginya tingkat buta huruf di Indonesia dengan perhatian 
serius antara lain melalui program-program seperti pada tabel di atas. 
Program Paket ABC kemudian berkembang menjadi Program Aksara-
wan Fungsional pada tahun yang sama (1972), yang mencakup ketram-
pilan membaca, menulis dan berhitung, serta ketrampilan fungsional 
lainya dalam bahasa Indonesia. Keaksaraan adalah layanan pendidikan 
non-formal untuk memberantas buta huruf utuk mereka yang berusia 15 
tahun ke atas (buta huruf atau putus sekolah). 

Program SD Inpres ditujukan bagi anak-anak usia 7–12 tahun sebagai 
jalur pendidikan dasar formal. Melalui kebijakan ini, pemerintah Orde 
Baru berupaya memperluas dan memeratakan akses pendidikan dasar di 
seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan wilayah ter-
tinggal. Pembangunan sekolah dasar secara masif melalui dana Instruk-
si Presiden (Inpres) diposisikan sebagai strategi utama untuk mengatasi 
ketimpangan akses. Sampai akhir Pelita I baru ada 13,2 juta dari jum-
lah keseluruahan sekitar 23, 2 juta anak usia sekolah (umur 7-13 tahun 
yang bersekolah (Litbang Kompas, 2022, hlm. 27). Upaya negara untuk 
mengurangi kesenjangan akses pendidikan dasar diwujudkan melalui In-
struksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Pembangunan 
Sekolah Dasar. Kebijakan ini melahirkan jaringan sekolah yang dikenal 
sebagai SD Inpres, yakni bangunan-bangunan sekolah yang didirikan se-
cara massal dengan pendanaan pemerintah pusat (Dep. P&K, 1976, hlm. 
107). Program ini dirancang untuk memperluas kesempatan bersekolah, 
khususnya bagi anak-anak di wilayah pedesaan dan kawasan perkotaan 
berpendapatan rendah. Berbeda dari pola pembangunan sebelumnya 
yang bergantung pada perencanaan pemerintah daerah atau Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, SD Inpres merupakan proyek nasional 
yang dijalankan langsung berdasarkan perintah Presiden sebagai bagian 
dari strategi pemerataan pendidikan (Buchori, 2009, hlm. 123). Inpres 
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Suharto menjadi dasar untuk program bantuan pembangunan sekolah 
dasar di masa Repelita II untuk memeperluas kesempatan pendidikan di-
seluruh pelosok tanah air. Inpres ini merupakan babak baru untuk men-
jamin terlaksananya pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa 
melalui pendidikan. SD Inpres telah meletakkan dasar-dasar pendidikan 
untuk menyiapkan tenaga muda dalam pelaksanaan pembangunan yang 
tengah dilakukan Orba. 

Gambar 5.1 Foto Presiden Suharto Meninjau Salah Satu SD Inpres
Sumberhttps://images.app.goo.gl/AdSTpbpKfS4aVM3b8

Selanjutnya Inpres ini juga tidak hanya berhenti pada fisik pemba-
ngunan gedung-gedung sekolah dasar saja, tetapi juga meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan guru, buku pelajaran 
serta penunjang lainnya. Kebijakan pokok dalam pembangunan di bi-
dang pendidikan yang efektif dilaksanakan pada Repelita II mencakup 
kegiataan-kegiatan lanjutan. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi de-
ngan generasi muda Indonesia untuk 10-15 tahun kemudian, oleh sebab 
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itu pemerintah mentargetkan pembangunan 6.000 gedung SD di selu-
ruh Indonesia (Litbang Kompas, 2022, hlm. 28). Awalnya gedung seko-
lah yang dibangun paling tidak terdiri dari 4 ruang: 1 lokal untuk ruang 
guru, toilet (WC), dan perabot sekolah, serta 3 lokal untuk ruang belajar, 
yang bertahap terus akan bertambah ruang-ruangnya sesuai kebutuhan. 
Dalam Tilaar disebutkan 3 ruang kelas, dan 1 untuk perabot sekolah 
dan kamar kecil (Tilaar, 1995 hlm. 2). Suatu harapan besar bagi mereka 
yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, dan harapan 
bagi pemerintah untuk mencerdaskan bangsanya sebagaiman cita-cita 
kemerdekaan.

Pelaksanaaan program SD Inpres ternyata tidak mudah, pada tahun 
1970-an sarana-prasarana masih masa sangat terbatas, kondisi ekonomi 
rakyat juga masih rendah. Penyebab lainnya adalah faktor geografi yang 
sulit, belum adanya pembangunan yang baik, serta masalah demografi 
tidak merta. Meskipun begitu tekad pemerintah untuk meningkatkan 
kuantitas sekolah ke pelosok negeri dalam upaya mencerdaskan kehidup-
an rakyat tidak surut. Masalah pendidikan itu sendiri sebenarnya men-
cakup hal-hal yang amat luas. Sasaran utama adalah anak-anak usia 7-12 
tahun sebagai angkatan muda, generasi baru, oleh sebab itu membangun 
pendidikan sama artinya dengan membangun masa depan bangsa ini. 
Apa yang sekarang dilakukan akan tampak hasilnya pada masa yang akan 
depan. 

Seiring berjalannya kebijakan pemerintah dalam mendirikan sekolah-
sekolah sampai ke pelosok negeri melalui tahapan program Repelita, per-
hatian untuk meningkatan aspek kualitatif di bidang pendidikan men-
jadi garapan selanjutnya. Pengadaan pembangunan SD terus didukung 
pemerintah dan dikuatkan dengan inpres-inpres lanjutan untuk pembia-
yaan gedung baru maupun untuk upaya rahabilitasai atas bangunan dan 
sarana lainnya seperti: Kebijakan pembangunan Sekolah Dasar melalui 
mekanisme Instruksi Presiden tidak berhenti pada Inpres No. 10 Tahun 
1973, tetapi dilanjutkan dan diperluas melalui Inpres No. 6 Tahun 1975, 
Inpres No. 3 Tahun 1977, serta Inpres No. 12 Tahun 1979. Salah satu ke-
bijakan penting adalah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1977/1978 yang 
mengatur program bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung seko-
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lah dasar negeri, sekolah dasar swasta, serta madrasah ibtidaiyah. Dalam 
kebijakan ini ditetapkan target pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 
15.000 unit lembaga pendidikan dasar. Dari jumlah tersebut, 5.150 unit 
dialokasikan untuk SD Negeri, 3.170 unit untuk SD Swasta, dan 6.680 
unit untuk Madrasah Ibtidaiyah swasta. Skema ini menunjukkan bahwa 
pemerintah Orde Baru tidak hanya memperluas kapasitas sekolah negeri, 
tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan swasta dan madrasah seba-
gai bagian dari strategi pemerataan pendidikan dasar nasional. Langkah-
langkah yang diambil pemerintah Orba sebagai salah satu upaya untuk 
mengejar ketinggalan di bidang pendidikan di Indonesia. Hingga pada 
tahun 1994 telah dibangun 150.000 buah SD Inpres yang tersebar di 
seluruh pelosok Indonesia. 

Gambar 5.2 SD Inpres Tahun 1970-an

Sumber: https://images.app.goo.gl/ZfB8f3cuRA3oXPjs6

Terlepas setuju atau tidak, suka atau tidak, sejarah telah mencatat be-
tapa besar sumbangan Orba melalui pendidikan. SD Inpres seperti sudah 
disinggung di atas banyak memberi kesempatan anak-anak untuk seko-
lah. Tidak bisa disangkal bahwa SD Inpres memberi konstribusi besar, 
dimana murid dan lulusannya tersebar di mana-mana. Dampak program 
ini menempatkan ribuan guru yang secara signifikan membantu mem-



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1965–1998 

241

berantas buta huruf di Indonesia. Dengan demikian, program pemba-
ngunan SD Inpres yang diprioritaskan bagi wilayah pedesaan dan daerah 
tertinggal berperan signifikan dalam memperluas akses pendidikan dasar 
dan meningkatkan tingkat melek huruf penduduk Indonesia. Keberha-
silan kebijakan pemerataan pendidikan tersebut memperoleh pengaku-
an internasional ketika UNESCO menganugerahkan Piagam Avicenna  
Medal kepada Presiden Soeharto pada 19 Juni 1993 sebagai bentuk apre-
siasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidik-
an dasar dan pemberantasan buta huruf. 

Sejalan dengan perluasan kesempatan belajar pada SD, maka sekolah 
lanjutan menengah Pertama (SMP) menjadikan perhatian berikutnya. 
Secara bertahap akan diperluas dengan memperhitungkan kenaikan pro-
porsi lulusan SD yang ingin melanjutkan. Program SD Inpres melibat-
kan penempatan guru di sekolah2, dan secara tidak lansung peningkatan 
akses pendidikan menengah karena meningkatnya lulusan SD. Meskipun 
tidak ada SMP inpres, program ini tetap berkonstribusi pada peningkat-
an akses pendidikan menengah. Selain itu pembangunan sekolah jenjang 
SD dan kemudian SMP tersebut peningkatan jumlah guru yang diper-
lukan bertambah banyak. Telah disinggung di atas bahwa langkah selan-
jutnya tidak hanya sekedar gedung sekolah yang dibangun, akan tetapi 
juga disiapkan tenaga pendidik (guru) yang memadai baik secara kuan
titas maupun kualitas. Generasi yang berkualitas berdampingan secara 
paralel dengan guru yang berkualitas, sekolah atau pendidikan maupun 
pelatihan untuk guru perlu dikembangkan, disempurnakan, mengikuti 
perkembangan jaman. Pendidikan yang baik pertama-mata mengharus-
kan adanya guru-guru yang berkualitas, yang didukung adanya kuriku-
lum yang benar-benar relevan dengan kebutuhan, serta sarana-prasarana 
(pendidikan) bagi guru yang memadai. Ketersediaan guru yang cukup 
dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program ini, sekolah guru 
harus dikembangkan. Mendirikan sekolah guru yang berkualitas diang-
gap sebagai langkah strategis untuk menyiapkan tenaga pengajar yang 
dapat memerangi buta huruf. 
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2.	 Sentralisasi Pendidikan: Pendidikan Guru dan Balai 
Penataran Guru 

Seperti diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa sejak Indonesia di-
jajah oleh Belanda sekolah-sekolah dalam beberapa jenjang sudah ber
diri, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, namun jumlahnya sa-
ngat terbatas. Pada awal kemerdekaan hingga masa Orla penambahan 
sekolah-sekolah tidak signifikan, karena masih dilanda berbagai konflik. 
Baru ketika masa Orba berkuasa, sejumlah sekolah kususnya jenjang 
sekolah dasar bertambah banyak. Memajukan pendidikan merupakan 
bentuk perjuangan sepanjang masa yang tiada habis-habisnya, karena 
banyak yang perlu dibenahi. Masalah pokok dalam bidang pendidikan 
mencakup beberapa aspek strategis, yaitu: (a) perluasan dan pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan; (b) peningkatan dan pemerataan 
mutu pendidikan agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antardaerah dan 
kelompok sosial; (c) penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan pem-
bangunan nasional, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia;  
(d) efektivitas dan efisiensi pengelolaan sistem pendidikan; (e) pengem-
bangan dan perluasan pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap pendi-
dikan formal; (f ) pembinaan generasi muda sebagai aset pembangunan 
bangsa; serta (g) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyeleng
garaan dan pengembangan pendidikan. (Dep P& K, 1976: 107).

Pada sub ini diuraikan terkait dengan beberapa sekolah guru yang 
lulusannya diharapkan menjadi guru yang siap menjalankan tugasnya 
dalam rangka mencerdaskan bangsa ini. Disadari bahwa guru sebagai 
pilar kekuatan bangsa, bukan saja sebagai pesan konstitusional, akan 
tetapi jawaban strategis atas dinamika yang sedang berlangsung dalam 
mmenghadapi tantangan jaman. Sekolah/ lembaga pendidikan guru me-
miliki sejarah yang panjang, sebelum Indonesia merdeka sudah ada lem-
baga tersebut yang telah didirikan oleh pemerintahan Belanda seperti:  
Kweekschool maupun Normaalschool. Sekolah pendidikan untuk guru 
juga berakar dari institusi pendidikan guru era kolonial tersebut. Perkem-
bangan sekolah pendidikan guru semakin pesat ketika negara ini telah 
merdeka dari penjajahan bangsa asing, dan tentunya memiliki visi dan 
misi yang berbeda disesuaikan dengan tuntutan jaman maupun suasana 
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politik pemangku kebijakan yang sedang berkuasa. Begitupula pada masa 
Orba, visi dan misi sekolah pendidikan guru disesuaikan dengan hal ter-
sebut, dan secara tidak langsung nantinya akan terlihat seperti pada per-
ubahan kebijakan, perubahan nama, perubahan kurikulum dan lainnya, 
yang berlaku pada masanya. 

Meningkatnya jumlah sekolah—khususnya sekolah dasar—secara 
langsung mendorong kenaikan kebutuhan akan tenaga pengajar. Ekspansi 
besar-besaran melalui program SD Inpres tidak akan bermakna tanpa ke-
tersediaan guru dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, pengada-
an guru menjadi kebijakan kunci pemerintah Orde Baru, dan kebutuhan 
ini dijawab melalui perluasan serta penguatan sekolah-sekolah keguruan. 
Pemerintah tidak hanya berupaya menambah jumlah guru, tetapi juga 
membangun sistem pendidikan keguruan yang lebih terstruktur untuk 
menjamin keberlanjutan penyediaan tenaga pendidik bagi pembangun-
an nasional. Pada kesempatan ini belum ditemukan data atau informasi 
mengenai jumlah pastinya keseluruhan sekolah pendidikan guru, akan 
tetapi dapat diasumsikan banyak sekolahnya dan tersebar di kabupaten/
kota di seluruh Indonesia. Keberadaan sekolah ini untuk mendukung 
program SD-Inpres yang massif pada masa Orba. Kebijakan perluasan 
lembaga pendidikan guru pada masa Orde Baru sekurang-kurangnya di-
tujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik bagi ribuan SD 
Inpres yang dibangun sejak 1973. Tanpa pasokan guru yang memadai, 
program strategis pemerintah—seperti pemberantasan buta aksara dan 
wajib belajar enam tahun—tidak mungkin dapat dijalankan secara efek-
tif. Oleh karena itu, pengembangan sekolah keguruan menjadi bagian 
integral dari strategi pembangunan pendidikan nasional.

Selain Sekolah Pendidikan Guru (SPG) sebagai pemasok utama guru 
sekolah dasar, pemerintah juga mengembangkan berbagai jalur pendidik-
an keguruan lain untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik, seperti 
Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa 
(SGPLB), Sekolah Guru Agama (SGA), serta Pendidikan Guru Seko-
lah Lanjutan Pertama (PGSLP). Diversifikasi lembaga ini mencerminkan 
upaya negara untuk tidak hanya mengejar kuantitas guru, tetapi juga me-
nyesuaikan kualifikasi dan spesialisasi tenaga pendidik dengan tuntutan 
sistem pendidikan yang semakin luas dan kompleks. 
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SPG memberikan pendidikan selama 3 tahun dengan sarat setelah 
lulus SMP dan ini berlangsung cukup lama atau sampai ditutupnya se-
kolah tersebut. Sekolah guru ini setara dengan Sekolah Menengah Atas 
(SMA), tetapi lulusannya bisa langsung mengajar. Pada waktu ini SPG 
menjadi lembaga utama yang mencetak calon guru sekolah dasar dan 
lulusannya pun bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. 
Adahal yang menarik terkait pengangkatan guru SD Inpres ini, pernah 
menjadi isu yang sempat ‘tranding’ di sekolah-sekolah subsidi/ swasta di  
Kalimantan Barat tahun 1970 an-1980an (Litbanng Kompas, 2022, hlm. 
14). Dulunya banyak diantara mereka adalah guru-guru yang ditempat-
kan di sekolah dasar subsidi/swasta, namun karena ingin meningkatkan 
kariernya, mereka teratrik untuk mendaftarkan diri sebagai guru di SD 
Inpres, yang otomatis akan meninggalkan tempat kerjanya yang lama. 
Tentunya ini akan berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar 
di sekolah-sekolah sebelumnya. 

Perkembangan SPG di masa Orba ditandai selain dengan peningkat-
an jumlah sekolah dan ditetapkanlah standarisasi kurikulum, awalnya 
menggunakan kurikulum 1968 dan kemudian berganti dengan meng-
gunakan kurikulum 1976. Dalam Kurikulum 1968, Sekolah Pendidikan 
Guru (SPG) memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Guru Sekolah Dasar 
(SD), Jurusan Guru Taman Kanak-Kanak (TK), dan Jurusan Guru Se-
kolah Luar Biasa (SLB). Struktur ini mencerminkan orientasi awal Orde 
Baru yang tidak hanya berfokus pada pemerataan pendidikan dasar, te
tapi juga pada penyediaan tenaga pendidik bagi pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan luar biasa.

Namun, pada Kurikulum 1976, struktur tersebut disederhanakan 
menjadi dua jurusan saja, yakni Jurusan Guru SD dan Jurusan Guru 
TK. Penghapusan jurusan Guru SLB dari SPG menunjukkan terjadinya 
reposisi kelembagaan pendidikan luar biasa, yang kemudian lebih ba-
nyak dialihkan ke lembaga khusus seperti Sekolah Guru Pendidikan Luar 
Biasa (SGPLB) dan jalur pendidikan tinggi keguruan. Perubahan ini 
memperlihatkan semakin kuatnya orientasi SPG sebagai pemasok uta-
ma guru sekolah dasar dalam rangka mendukung ekspansi besar-besaran 
pendidikan dasar melalui program SD Inpres dan wajib belajar enam 
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tahun (Achdiat, 1980, hlm.28-29). Di Indonesia SPG yang berkembang 
tidak hanya bersifat negeri, tetapi juga swasta yang unumnya didirikan 
oleh yayasan atau misi agama tertentu seperti Muhammadiyah, Kristen/ 
Katolik. SPG yang didirikan misi agama umumnya sudah berdiri sejak 
lama, sebelum adanya kemerdekaan, dan terus berkembang dengan nama 
dan wadah yang berubah sesuai kebutuhan jaman. Untuk Muhamma-
diyah ada Madrasah Sekolah Mu’allimin (khusus Putra) dan Madrasah 
Mu’allimat (khusus Putri), sebagai sekolah calon guru, yang berdiri sejak 
tahun 1918. Sementara halnya dari misi Kristen/ Katolik sudah sering 
disebutkan anatara lain Nomaal Shool, Sekolah Van Lith, dan Kweekschool.

Menjelang 1980 jumlah SPG negeri mulai dikurangi yang disebabkan 
ketersediaan guru sudah mencukupi untuk memenuhi keperluan sekolah. 
Selain ini lulusannya juga dipandang kurang maksimal, belum memiliki 
kompetensi yang optimal, karena umumnya sebagai guru memulai karir 
profesionalnya diusia yang masih muda (sekitar 18 tahuan). Sebenarnya 
pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas SPG dengan 
memperbaiki kurikulum 1968, yang dianggap sistem pembelajarannya 
masih konvesional. Sebagai penggantinya pemerintah memperkenalkan 
Kurikulum SPG 1976 yang merupakan revisi atau perbaikan dari kuri-
kulum sebelumnya (Achdiat, 1980). Pada aspek kualitas belum menjadi 
fokusnya, belum opimal digarap, lulusan SPG dibekali dengan pelatihan 
singkat tanpa memiliki latarbelakang akademik dan kependidikan yang 
kuat.

Hingga tahun 1980-an, lebih dari 99% TK di Indonesia dikelola oleh 
organisasi nonpemerintah, seperti organisasi istri pegawai negeri, organi
sasi masyarakat Islam, serta yayasan pendidikan. Pemerintah memfokus-
kan diri pada penyusunan kurikulum, pembinaan kualitas guru, serta 
pelatihan dalam bentuk seminar dan supervisi. Untuk menyiapkan guru 
PAUD, Indonesia mengembangkan beberapa jalur pendidikan. Jalur 
pertama adalah pelatihan informal di tempat kerja, yaitu guru belajar 
langsung dari guru senior atau melalui pengalaman praktik. Akan tetapi, 
pemerintah dan asosiasi pendidikan anak usia dini menilai jalur ini tidak 
memadai untuk meningkatkan kualitas guru secara nasional. Jalur kedua 
adalah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), program pendidikan guru di 
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tingkat menengah atas yang berlangsung tiga tahun dan menjadi standar 
resmi pendidikan guru PAUD hingga awal 1990-an (Thomas, 1992). 
Melalui kurikulum SPG, calon guru mempelajari pendidikan umum, 
dasar-dasar ilmu pendidikan, psikologi, serta metodologi pembelajaran 
anak usia dini.

Thomas (1992) menunjukkan bahwa kurikulum SPG sangat padat 
dan berat, berisi hingga 40–42 jam pelajaran per minggu serta mencakup 
15–16 mata pelajaran dalam satu semester. Selain itu, guru harus meng
ikuti pembelajaran intracurricular, cocurricular, hingga extracurricular se-
perti Pramuka dan Palang Merah Remaja. Beban studi yang sangat tinggi 
ini sering dikritik karena membuat calon guru tidak dapat mendalami 
pedagogi secara optimal. Kritik tersebut diperkuat oleh analisis bahwa 
SPG menghadapi “misi ganda yang terlalu ambisius” menyelesaikan pen-
didikan akademik sekaligus mempersiapkan kompetensi pedagogis.

Kebijakan kualifikasi guru pada akhir Orde Baru diarahkan secara te-
gas ke jenjang pendidikan tinggi sebagai bagian dari strategi peningkatan 
mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Perubahan ini mencapai mo-
mentum penting ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 
2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Bab VII ten-
tang Tenaga Kependidikan, khususnya Pasal 28 ayat (3), ditegaskan bah-
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wa “pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada 
dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga kependi-
dikan.” Ketentuan ini secara yuridis menempatkan pendidikan guru da-
lam ranah pendidikan tinggi keguruan, bukan lagi pada jalur pendidikan 
menengah seperti SPG.

Sebagai konsekuensi kebijakan tersebut, pada akhir 1980-an hingga 
awal 1990-an pemerintah melakukan alih fungsi Sekolah Pendidikan 
Guru (SPG) menjadi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependi-
dikan (LPTK), terutama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). 
Transformasi ini menandai pergeseran mendasar dari model pendidikan 
guru berbasis sekolah menengah ke model profesional berbasis perguruan 
tinggi, sejalan dengan tuntutan modernisasi sistem pendidikan nasional 
dan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, 
alih fungsi SPG ke PGSD tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi 
merupakan bagian dari proyek besar profesionalisasi guru dalam kerang-
ka pembangunan Orde Baru. Guru sekolah dasar tidak lagi diposisikan 
sebagai tenaga semi-terampil hasil pendidikan menengah, melainkan se-
bagai tenaga profesional berpendidikan tinggi yang diharapkan mampu 
menjalankan fungsi pedagogis, sosial, dan ideologis dalam membentuk 
generasi bangsa.. Akan tetapi belum ada standar tunggal yang mengha-
ruskan guru minimal adalah lulusan diploma, karena aturannya sendiri 
masaih dalam proses penyempuraan pasca UU tersebut di atas. Oleh se-
bab itu kualifikasi lulusan yang bisa menjadi guru tetap merujuk pada 
aturan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Secara bertahap di 
tahun 1989-1990 SPG dialihfungsikan menjadi sekolah menengah atas 
seperti SMA Umum, maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Dasar hukum dari perubahan alihfungsi yang dimaksud ada pada 
SK Mendikbud Nomer 0342/u/1989, yaitu: alihfungsi SPG dan SGO 
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain. Pelaksanaan kebijakan alih 
fungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dimulai secara bertahap sejak 
tahun pelajaran 1989/1990. Sekolah-sekolah yang terdampak kebijakan 
ini tetap menyelenggarakan proses belajar-mengajar bagi siswa kelas II 
dan kelas III hingga tahun ajaran 1990/1991, guna menjamin hak belajar 
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angkatan terakhir SPG sebelum penutupan penuh jalur tersebut. De-
ngan demikian, transisi dari sistem pendidikan guru tingkat menengah 
menuju pendidikan guru berbasis perguruan tinggi berlangsung secara 
administratif terkontrol dan relatif stabil. Kebijakan ini kemudian diper-
kuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 0426/O/1991 tentang Pengalihan Sekolah Pendidikan 
Guru dan Sekolah Guru Olahraga Menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas. Melalui keputusan tersebut, negara secara resmi mengakhiri fungsi 
SPG dan SGO sebagai lembaga pencetak guru, sekaligus mengalihkan 
infrastruktur dan sumber dayanya ke jalur pendidikan menengah umum 
dan kejuruan.

Sebagai implementasinya, sebanyak 119 SPG Negeri dan 18 SGO 
Negeri dialihfungsikan menjadi berbagai jenis sekolah menengah, yai-
tu 114 Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 Sekolah Menengah Teknologi 
Pertanian (SMTP), dan 18 Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas 
(SMEA). Transformasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru 
tidak sekadar menutup sekolah guru, tetapi juga memanfaatkan jaringan 
kelembagaan yang telah ada untuk memperluas akses pendidikan mene-
ngah sekaligus menopang agenda pembangunan sumber daya manusia.
Secara struktural, kebijakan ini menegaskan berakhirnya model sekolah 
guru tingkat menengah yang telah berlangsung sejak masa kolonial hing-
ga Orde Baru awal, dan mengukuhkan paradigma baru bahwa pendi-
dikan guru harus diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi melalui 
LPTK/IKIP dan universitas. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah 
profesionalisasi guru di Indonesia. 1 Sekolah Menengak Kesejahteraan 
Keluarga, dan 3 Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. Pada akhirnya bisa 
dilihat secara keseluruhan sekolah jenjang menengah atas setelah ditam-
bahkan sekolah (SPG dan SGO) yang sudah alihfungsi seperti di bawah 
ini: 
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Tabel 5.1 Jumlah Keseluruhan Sekolah Menengah di 27 Propinsi  
Di Indonesia

No Nama Sekolah Jumlah
1 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 1893
2 Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri (SMEA N) 328
3 Sekolah Menengah Pekerja Sosial Negeri (SMPS N) 13
4 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga Negeri (SMKK N) 85
5 Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Negeri (SMTP N) 30

Sumber: https://file.data.kemendikdasmen.go.id

SPG banyak dirubah menjadi SMA umum, beberapa yang menjadi 
SMK, sebagai contoh SPG Negeri yang ada di Bandung dirubah men-
jadi SMA 20, dan SGO Negeri dirubah menjadi Sekolah Menengah 
Pekerja Sosial Negeri Bandung, yang kemudian Menjadi SMK Negeri 
15. Sementara itu SPG Negeri, diintegrasikan ke IKIP Bandung, untuk 
dilanjutkan pengelolaannya menjadi program Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) jenjang Diploma II (D-II). Pada akhirnya pengelolaan 
sekolah keguruan lainnya setingkat SMA seluruh Indonesia, diintegrasi-
kan ke tingkat universitas/ perguruan tinggi baik diawali dengan Tingkat 
Diploma maupun S1. 

Untuk Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang juga sudah disinggung di 
uraian sebelumnya, memiliki cerita hampir sama dengan SPG, mengha-
silkan guru olahraga untuk tingkat persekolahan. Sekolah ini merupakan 
evolusi dari Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD) yang didiri-
kan tahun 1950 di Yogyakarta dan Bandung. SGPD merupakan salah 
satu bentuk awal dari sekolah untuk mendidik guru olah raga sesudah  
Indonesia merdeka. SGPD kemudian berubah namanya menjadi Sekolah 
Menengah Olahraga (SMOA) sebelum akhirnya berganti nama menjadi 
SGO. SGPD bertujuan mencetak pengajar yang mampu mendidik sis-
wa secara menyeluruh melaluui aktifits fisik, dan SMOA berfokus pada 
pembinaan prestasi olah raga pada cabang tertentu untuk menghasilkan 
atlet berprestasi. Pada jenjang pendidikan menengah ini perubahan dari 
SMOA ke SGO tidak diketahui dengan pasti waktunya. Dalam beberapa 
literature istilah SGO sudah digunakan sekitar tahun 1970-an sampai 
akhir tahun 1980-an, karena nama tersebut merupakan bagian dari evo-
lusi institusi pendidikan selama bertahun-tahun. Kemungkinan bisa di-
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cari lebih jauh dari SK Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda Nomor: 
39/V/1974 (3 Mei 1974), tentang perubahan nama lembaga pendidikan 
dari SMOA menjadi SGO. Tujuan perubahan itu agar para lulusan SGO 
diakui memiliki kualifikasi dan kemampuan menjadi guru olahraga di 
sekolah-sekolah, serta pembina olahraga di masyarakat. 

Jadi SGO merupakan pengembangan dari SMOA, dimana waktu 
studi ditambahkan 1 tahun untuk mengintensifkan ilmu keguruan agar 
lulusannya diakui memiliki kemampuan menjadi guru olah raga. Pada 
masa awal Orba memerintah, kebutuhan lulusan sekolah guru olahraga 
sangat mendesak berbarengan dengan berjalannya program SD Inpres. 
Sementara keberadaan SMOA/SGO sangat terbatas dibandingkan de-
ngan SPG, sehingga guru olahraga juga masih sedikit. Untuk memenuhi 
keperluan guru olehraga, pemerintah membuat keputusan cepat mela-
lui kursus-kursus singkat, karena menunggu lulusan SGO tentunya me-
merlukan waktu bertahun-tahun. Salah satu program ini meningkatkan 
kompetensi guru dengan menyediakan pelatihan intensif (kursus-kursus 
singkat) bagi para guru agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 
memadai dalam mengajar pendidikan jasmani. 

SGO adalah bagian dari sistem pendidikan di Indonesia yang kemu-
dian mengalami perubahan nomenklatur atau integrasi ke dalam system 
pendidikan yang lebih luas. Arah kebijakan Orde Baru secara bertahap 
menghapus sekolah pendidikan guru yang setingkat SMA, SGO ditu-
tup sama dengan yang dialami SPG, dan dialihfungsikan menjadi SMA-
umum, maupun Sekolah Menegah Kejuruan lainnya. Penghapusan/ 
penutupan merupakan bagian dari reformasi kebijakan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kualifikasi guru. Pendidikan guru tidak lagi diang-
gap cukup di tingkat menengah, melainkan harus melalui pendidikan 
tinggi untuk menghasilkan tenaga pendidikan yang lebih berkualitas. 
Tahun 1989/1990 tidak menerima siswa baru, menyusul adanya SK  
Mendikbud No: 0342/U/1989 yang mengalihfungsikan SGO dan SPG 
menjadi SMA/ SMK, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Kemu-
dian SGO diintegrasikan menjadi bagian dari perguruan tinggi, sebagai 
program studi ataupun fakultas, merupakan bagian dari proses panjang 
penataan sistem pendidikan guru di Indonesia yang berlangsung secara 
bertahap melalaui berbagai regulasi pemerintah. 
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Pada level pendidikan tinggi, perkembangan penting terjadi pada 
periode 1963–1964 dengan berdirinya Sekolah Tinggi Olahraga (STO) 
di sejumlah kota besar, seperti Medan, Padang, Jakarta, Bandung,  
Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Ujung 
Pandang. Keberadaan lembaga-lembaga ini berlangsung bersamaan de-
ngan lahirnya kebijakan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 
Tahun 1963, yang menyatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik-
an (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) ke dalam satu institusi 
tunggal bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai 
lembaga utama penyelenggara pendidikan guru di Indonesia. Dalam per-
kembangan selanjutnya, seluruh STO tersebut dilebur ke dalam struktur 
IKIP pada tahun 1977, meskipun penamaannya berbeda-beda di tiap 
daerah. Di IKIP Bandung, misalnya, unit hasil penggabungan ini mula-
mula disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan, sebelum akhirnya 
pada tahun 1983 berubah nama menjadi Fakultas Pendidikan Olahraga 
dan Kesehatan.. Sementara STO yang berada di Yogyakarta, sebagai con-
toh lainnya, ketika diintegrasikan ke IKIP-Yogyakarta menjadi menjadi 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nampaknya penamaan selanjutnya diserah-
kan kepada masing-masing IKIP yang melakukan integrasi tersebut. Dari 
IKIP inilah pada akhirnya lulusan guru olahraga dari jenjang pendidikan 
dasar-perguruan tinggi diperoleh dan bisa segera bertugas atau ditempat-
kan di seluruh Indonesia. 

Pada kesempatan ini juga diuraikan secara garis besar tentang Sekolah 
Guru Agama (SGA) atau Pendidikan Guru Agamaa (PGA) pada periode 
1966-1989. Ke dua istilah ini pada dasarnya merujuk pada jenis institusi 
pendidikan yang sama pada jamannya, yaitu lembaga untuk mendidik 
calon guru agama. Seperti halnya institusi manapun, termasuk pendi-
dikan selalu mengalamai perubahan nomenklatur, mengikuti kebijakan 
pemerintah yang sedang berkuasa. Sekolah guru tersebut untuk meme-
nuhi kebutuhan guru agama di sekolah dasar sampai menengah. Pada 
masa awal pemerintahan Orde Baru, regulasi yang masih dijadikan acuan 
adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1959 yang menga-
tur penamaan dan penjenjangan lembaga pendidikan guru agama. Mela-
lui kebijakan ini, berbagai bentuk sekolah guru agama yang sebelumnya 
beragam diseragamkan dan disederhanakan. Pendidikan Guru Agama 
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Atas Pertama Negeri (PGAPN) dengan masa studi empat tahun dite-
tapkan menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGA) empat tahun. 
Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAA) yang sebelumnya berdu-
rasi dua tahun dilebur menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri enam 
tahun (PGAN), sedangkan Pendidikan Guru Agama Atas Negeri Puteri 
(PGAAN-P) diubah menjadi PGAN khusus puteri (PGANP). Penyera-
gaman nomenklatur dan struktur ini menjadi pijakan kelembagaan pen-
ting dalam pembinaan pendidikan guru agama di Indonesia, yang dalam 
perkembangan selanjutnya berkontribusi pada lahirnya Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) sebagai bentuk modernisasi dan integrasi pendidikan ke-
agamaan ke dalam sistem pendidikan nasional pada awal 1990-an. 

Kebutuhan terhadap tenaga pendidik agama di Indonesia menguat 
setelah dikeluarkannya Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang dalam 
Bagian I Pasal I menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan 
di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga pergu-
ruan tinggi (Daulay, 2004, hlm. 150). Pada masa Orde Baru, pemerin-
tah kemudian memperkuat kebijakan tersebut melalui penerbitan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975, yakni Men
teri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam 
Negeri (Alfarisi, 2022). Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan madrasah sekaligus menempatkannya setara dengan 
sekolah umum. SKB tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi 
Presiden No. 15 Tahun 1974 yang memerintahkan pelaksanaan Kepu-
tusan Presiden No. 34 Tahun 1972, sekaligus menjadi instrumen negara 
untuk meredam perdebatan terkait upaya pengintegrasian sistem pendi-
dikan madrasah di bawah Kementerian Agama ke dalam sistem pendi-
dikan nasional.. 

Kebijakan tersebut kemudian semakin diperkuat dengan diberlaku-
kannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 
1989) yang menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wa-
jib pada seluruh jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Tidak begitu lama 
Mentri Agama membuat kebijakan tentang alihfungsi dengan ‘Keputus-
an Mentri Agama No. 64 tahun 1990’, isinya menyangkut alihfungsi 
PGA N menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Kebijakan ini me
rupakan bagian upaya Orba untuk mengintegrasikan sistem pendidikan 
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agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Dalam menghadapi tan-
tangan jaman, pemerintah Orba yang diwakili oleh Kementrian Agama 
membuat keputusan sebagai upaya menjawab tantangan yang dimaksud. 
Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri 
Agama No. 42 Tahun 1992 yang mengatur perubahan status Pendidikan 
Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). 
Langkah ini selanjutnya diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputus-
an Menteri Agama No. 65 Tahun 1992, yang memberikan kewenangan 
pengalihan tugas pegawai dan tenaga pendidik dari PGAN ke MAN.

Tabel 5.2. Perubahan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri 
Jenjang Persekolahan Pendidikan Menegah dan Perguruan Tinggi

No Tahun Nama Lembaga Keterangan
1 1959 Pendidikan Guru Agama Negeri 

4 tahun (PGA N 4 tahun)
Pendidikan Guru Agama Negeri 
6 tahun (PGA N 6 tahun)

Penetapan Menteri Agama RI 
Nomor 18/ 1959

2 1978 Pendidikan Guru Agama Negeri 
3 tahun (PGA N 3 tahun)

Keputusan Menteri Agama RI 
Nomer 19/1978

3 1992 & 
1990

Pendidikan Guru Agama Negeri 
(PGA N) menjadi Madrasah 
Aliyah Negeri (MA N)

Keputusan Menteri Agama RI 
Nomer 64 tahun 1990
Keputusan Menteri Agama RI 
Nomer 42/1992 

4* 1992 Fungsi alih lembaga yang 
meluluskan guru agama dari 
PGA ke jurusan Tarbiyah 

UU No 2/1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah RI Nomer 
38/1992

Sumber: Listiana, 2019, hlm. 211-212, lihat juga https://file.data.kemendikdasmen.go.id.;  
https://bphn.go.id

Sejatinya secara umum sejak adanya UU No. 2 /1989 belum ada stan-
dar tanggal yang mengharuskan semua guru agama harus lulus minimal 
diploma dan mengikat di seluruh Indonesia. Pada Pasal (28) ayat (3) 
disebutkan bahwa: ‘pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah pada dasarnya di selengggarakan melalui lembaga pendidik-
an tenaga keguruan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, 
maka guru, termasuk guru agama tidak lagi disiapkan melalui pendidik-
an jenjang menegah melainka lewat jenjang perguruan tinggi. Aturannya 
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masih dalam proses penyempurnaan, oleh sebab itu guru agama untuk 
sekolah dasar masih berasal dari SGA yang setara dengan pendidikan 
SMA. Selain itu juga untuk guru agama sekolah menengah, kualifikasi  
Diploma -II/ Diploma-III dari LPTK atau bahkan dari Fakultas Tarbiyah 
atau institusi sejenis belum diberlakukan dengan pasti. 

Demikianlah pada masa Orba pendidikan mengalami transformasi 
secara signifikan dengan berbagai kebijakan silih berganti, baik yang di-
warnai oleh atmosfir politik maupun oleh tututan jaman. Orba ada di za-
man ‘peralihan’ (dari Orla ke Orba), pastinya ada perubahan-perubahan 
kebijakan yang dikeluarkan pada periode masing-masing, sesuatu yang 
tak dapat dielakkan. Setiap kebijakan pada periode tertentu itu tidak ter-
putus sama sekali, akan tetapi keberlanjutan, hasil revisi, hasil perbaikan, 
maupun penyempurnaan, dan terus berlangsung mengikuti kebutuhan 
jamannya. Sementara untuk masalah perubahan kebijakan dalam bi-
dang pendidikan yang terjadi, kerap memerlukan beberapa penyesuaian, 
untuk menumbuhkan harapan positif akan perbaikan dikemudian hari 
(Tamansiswa, 1976, hlm. 30). Tujuan pendidikan tetap yaitu, diarah-
kan untuk membentuk manusia Pancasila sejati bedasarkaan ketentuan-
ketentuan dalam Pembukaan dan isi UUD ’45. Pendidikan dipandang 
sebagai alat utama untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sta-
bilitas nasional. 

Sesudah merdeka, Indonesia diwarnai dengan gejolak politik yang 
nyaris menghancurkan bangsa ini, dan pemerintahan sebelumnya di-
warnai berbagai gejolak politik yang menyebabkan terjadinya ketidaksta
bilan dalam bernegara. Dalam rentang yang panjang, pemerintahan Orba 
mengambil setiap kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat sen
tralistik, yang tampaknya sesuai tuntutan jamannya, karena. Sebagai cara 
atau sikap bagi pemerintahan untuk mencapai keberhasilan mengatasi 
persoalan yang diwarnai dengan gejolak politik dan cenderung mengarah 
kepada disintegrasi. Akan tetapi dalam perjalanannya juga ditandai de-
ngan semangat otoritarianisme, serta adanya kontrol ketat terhadap pers 
dan kehidupan politik. Meskipun begitu untuk jamannya, selama kurun 
waktu tersebut berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia baik politik, 
ekonomi, sosial dan budaya mengalami perubahan signifikan. Pemerin-
tah Orba (Suharto) memandang pendidikan sebagai alat untuk mencapai 
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pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, sehingga kebijakan diran-
cang dan diimplementasikan secara terpusat oleh pemerintah pusat. 

Pada masa ini masalah sumberdaya manusia (SDM) menjadi pusat 
perhatian, tidak saja jumlahnya tetapi juga kualitasnya mulai diperhati-
kan oleh pemerintah Orba. Jumlah penduduk yang besar sangat diperlu-
kan untuk mendukung kejayaan bangsa ini, tetapi sebagiai besar masih 
buta huruf/ tidak terdidik. Masalah kualitas penduduk ini merupakan 
hal umum dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, terma-
suk juga negara yang baru mendapat kemerdekaan dari penjajahan. Orba 
memahami ini, maka berbagai kebijakan tentang pendidikan dilakukan 
secara serius, termasuk memperbaiki sistem pendidikan dalam rangka 
meningkatkan kualitas SDM selama rentang tahun 1966-1989. Sebagai 
salah satu upaya dari pemerintah untuk mewujudkannya adalah adanya 
Program Wajib Belajar 6 tahun (1984), dan Wajib Belajar 9 tahun (1994) 
berdasar Inpres No. 1/ 1994 (https://peraturan.bpk.go.id). Wajib Belajar 
6 tahun cakupan pendidikan dasar SD /MI, yang akan menjamin se
tiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Ini kemudian diikuti de-
ngan Program Wajib Belajar 9 tahun (1994), cakupan pendidikan dasar 
SD/ MI - SMP/ M.Ts, yang akan memperluas kesempatan pendidikan 
dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia Anak Indonesia usia se-
kolah harus mentaati kebijakan tersebut, meskipun dilapangan belum 
maksimal dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor yang menjadi  
kendalanya. 

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap perkembangan 
pendidikan, dan khususnya pendidikan guru cenderung terpusat. Hal 
ini untuk memepermudah pemerintah mengontrol dinamika yang ter-
jadi akibat menerapkan kebijakan baru, sekaligus senderung lebih mu-
dah dalam membuat evaluasinya. Tidak berlebihan apa bila dikatakan 
lembaga pendidikan guru memiliki posisi strategis dalam pembentukan 
masyarakat yang cerdas. Dominasi pemerintah pusat terlihat sekali da-
lam menentukan arah, kebijakan dam pelaksanaan pendidikan di selu-
ruh wilayah Indonesia. Sentralisasi dalam bidang pendidikan pada masa 
kekuasaan Orba ditanamkan dari jenjang sekolah dasar sampai tingkat 
perguruan tinggi. Kebijakan pendidikan dilakukan dengan mengin-
tegrasikan pendidikan pancasila, agama dan kewarganegaraan, serta 
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menggunakan kurikulum yang standar menurut masanya, dalam ben-
tuk kebijakan pendidikan yang terpusat dan sentralistik. Pada mmasa ini 
pendidikan dijalankan secara otoriter dan birokratis denngan fokus pada 
pembangunan nasional. 

Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah pelaksanaan program 
berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Peng-
hayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa. 
Program ini dikenal diterapkan secara ketat dan dalam praktiknya kerap 
bersifat indoktrinatif dalam menanamkan ideologi Pancasila (Kompas, 
31 Mei 2022). Sasaran utamanya ialah membentuk warga negara yang 
mampu menginternalisasi serta menerapkan nilai-nilai Pancasila secara 
konsisten dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Program ini diemple-
mentasikan (diberikan dan dipelajari) mulai dari berbagai jenjang pen-
didikan, termasuk masyarakat umum, yang tidak sedang mengenyam 
pendidikan formal melalui penatarn-penataran ditingkat kelurahan/ 
kabupaten. 

Sistem sentralisasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan secara 
konsisten pada masa pemerintahan Orba hampir selama 32 tahun bu-
kannya sesuatu yang sempurna, tanpa kekurangan. Tonggak yang luar 
biasa adalah di dirikannya SD Inpres di seluruh pelosok secara bertahap 
melalui mekanisme Repelita. Hal ini telah berhasil mendorong lebih ba-
nyak anak untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan for-
mal. Yang lainnya dapat mengikuti program pemberantasan buta huruf, 
yaitu suatu program yang diperuntukkan bagi penduduk usia produk-
tif, tetapi tidak mampu mengenyam pendidikan formal. Sebagaimana 
kebijakan pastinya terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan yang 
mewarnai pelaksanaan sistem ini, meskipun pemerintah yang bersang-
kutan telah berupaya merevisi dan menyempurnakan melalui berbagai 
keputusan seperti: Undang-Undang, Keppres, Inpres, Kepmendikbud 
dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakanya dinamis, namum per-
lu disadari, bahwa pengaruh kekuasaan yang sifatnya politik akan selalu 
mendominasi dalam setiap keputusan. 

Beberapa keunggulan dalam sistem yang sentralistik ini antar lain: 
adanya efesiensi yang memungkinkan implementasi kebijakan pendidik-
an secara cepat dilaksanakan: contoh dalam penyediaan buku teks dan 
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fasilitas dasar; Kurikulum (1968, 1975, 1984, 1994) yang sama, memas-
tikan materi pelajaran yang sama berlaku di seluruh Indonesia, sehingga 
menciptakn standar pendidikan yang seragam; akses pendidikan merata 
seperti program SD Inpres, Program Wajib Belajar 6 tahun dan Program 
Wajib Belajar 9 tahun; serta pemerataan tenaga pendidik melalui pro-
gram Ikatan Dinas, dan lainnya. Kelemahannya antara lain: terkait biro-
krasi yang kaku dan cukup panjang, indoktrinasi politik; sedikit ruang 
untuk inisiatif lokal/ kreativitas guru dan siswa; kurikulum yang sera-
gam kerap tidak relevan dengan kebutuhan, budaya atau potensi lokal di  
Indonesia yang beragam, dan lainnya. 

Gambaran umum tentang sentralisasi pada bidang pendidikan antara 
lain dapat dilihat pada tabel di bawah. Hal ini bertujuan untuk menyatu-
kan visi dan misi pendidikan dalam rangka pembangunan nasional yang 
terpusat: 

Tabel 5.3 Sentralisasi pada bidang pendidikan

No Aspek Sifat Keterangan Visual
1 Pengaturan 

dan 
pengawasan 

Terpusat Efisiensi Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan 
Presiden (Keppres); Keputusan Menteri 
(Kepmen), dll

2 Standar Nasional Upaya 
menyamakan 
kualitas 
pendidikan 
ditetapkan oleh 
pemerintah pusat

UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989
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 3 Kurikulum Seragam Kurikulum 
tahun: 1968, 
1975, 1984, 
1994 

4  Buku Ajar Pusat 
perbukuan. 
Melakukan 
penilaian, 
memastikan 
kualitas dan 
kesesuaiannya

Merupakan 
satuan kerja 
di bawah 
badan standar, 
kurikulum 
dan asesmen 
pendidikan 
kemendikdasmen  

5 Rekrutmen
 

Bersifat 
pragmatis dan 
beorientasi 
pada 
kebutuhan 
pembangunan

Ikatan dinas 
diangkat jadi 
PNS dan 
ditempatkan di 
seluruh wilayah 
Indonesia

potret guru-guru di tahun 1980-an

Diolah dari https://pusbuk.kemendikdasmen.go.id; Arsip Museum Pendidikan Nasional-UPI dan 
(https://share.google/DoVvnulioAzrUckKD

B.	 Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP)
1.	 Perkembangan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan  

di Indonesia

Dapat dikatakan sebelum periode pemerintahan Orba, telah berdiri be-
berapa lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan Kursus B-I, 
dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia adalah program pendi-
dikan guru setara diploma, yang dirancang khusus untuk memenuhi 
kebutuhan guru setingkat SMP dan SMA. Kursus B-I ini meliputi: Kur-
sus B-I Sejarah, serta Kursus B-I Ilmu Pasti dan Alam. Sementara itu 
sering dikatakan secara resmi untuk pertama kalinya memiliki lembaga 
pendidikan guru setingkat perguruan tinggi/ universitas pada tanggal 20  
Oktober tahun 1954. Perkembangan tersebut tercermin dari pendirian 
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Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di empat kota, yakni Batu 
Sangkar (Sumatra Barat), Bandung (Jawa Barat), Malang (Jawa Timur), 
dan Tondano (Sulawesi Utara) (Al Muchtar, 2008, hlm. 288). Kebijak-
an ini kemudian memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui 
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 tertanggal 3 Januari 1963, 
yang menetapkan penyatuan sistem kelembagaan pendidikan guru secara 
nasional. 

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden tersebut, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru 
(IPG) dilebur ke dalam satu lembaga baru, yaitu Institut Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (IKIP), yang memiliki kedudukan setara dengan uni-
versitas di bawah koordinasi Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu 
Pengetahuan (PTIP). Selanjutnya, melalui pemberlakuan keputusan ter-
sebut sejak 16 Mei 1964, lembaga yang sebelumnya berbentuk PTPG 
secara resmi bertransformasi menjadi IKIP Negeri. Pembentukan IKIP 
dimaksudkan sebagai upaya negara untuk menyiapkan tenaga pendidik 
yang profesional bagi berbagai tingkat pendidikan. IKIP adalah per-
guruan tinggi di Indonesia yang fokus menyelenggarakan pendidikan 
akademik, khususnya dalam disiplin ilmu pendidikan. Sebagian besar 
fakultas dan jurusan di IKIP dirancang untuk menghasilkan guru dan 
tenaga kependidikan lainnya. Adanya IKIP tidak hanya dilatarbelakangi 
oleh kebutuhan akan tenaga guru, tetapi juga kepentingan politik untuk 
membangun bangsa dan negara yang kuat melalui pendidikan.

Sejak tahun 1960-an, telah banyak berdirinya IKIP di berbagai kota, 
baik yang dikelola oleh pemerintah (negeri) maupun lembaga swasta. 
IKIP Negeri tidak hanya terbatas dari yang dulu asal-mulanya PTPG, 
tapi juga IKIP yang ada di ibu kota Propinsi: IKIP Negeri Medan (1963), 
IKIP Negeri Yogyakarta (1963), IKIP Negeri Semarang (1963), IKIP Ne-
geri Jakarta (1964), IKIP Negeri Surabaya (1964), IKIP Negeri Makasar 
(1965), dan sebagainya. Selain juga banyak IKIP Swasta yang didirikan 
oleh yayasan seperti IKIP PGRI; di bawah naungan organisasi keagama-
an antara lain ada IKIP Muhammadiyah dan FKIP di bawah Universitas 
Nahdlatul Ulama, ada pula FKIP di Universitas Kristen Satya Wacana, 
dan seterusnya.
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IKIP Surabaya selanjutnya mengalami ekspansi kelembagaan melalui 
pembentukan berbagai fakultas kependidikan, antara lain Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan 
Ilmu Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, serta Fakultas Pendidikan Teknik (Aji et al., 2021, hlm. 13). Pada 
tahun 1977, integrasi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) ke dalam struktur 
IKIP turut memperkuat bidang ini dengan lahirnya Fakultas Pendidikan 
Olahraga dan Kesehatan (Aji et.al, 2021, hlm. 13).

Reformasi pendidikan di tingkat perguruan tinggi berlandas-
kan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
0140/U/1975, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Pola Pem-
baruan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPSPTK). Implemen-
tasi kerangka baru ini dimulai pada awal Pelita III, tepatnya pada tahun 
akademik 1979/1980. Dalam PPSPTK, pembaruan terutama diarahkan 
pada substansi kurikulum, sementara penataan ulang struktur organisasi 
dan kelembagaan IKIP dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi, terma-
suk Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980 dan No. 27 Tahun 1981, 
Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1982, Keputusan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan No. 0174/U/1983, serta PP No. 30 Tahun 1990. 
Berdasarkan keseluruhan kebijakan tersebut, struktur fakultas di IKIP 
Bandung ditetapkan mencakup Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakul-
tas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pe-
ngetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuru-
an (FPTK), serta Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).

Pada tahun 1970-an pemerintah Orba melaksanakan Proyek Perin-
tis Sekolah Pembangunan (PPSP) dengan menunjuk beberapa IKIP 
Negeri untuk ikut berpartisipasi. PPSP merupakan proyek uji coba dari 
sistem pendidikan nasional berdasar SK Mendikbud No. 04/U/1974 
yang bertujuan untuk meneliti, memperbaharui dan mengembangkan 
kurikulum pendidikan. Wujud dari proyek perintis ini adalah dengan 
membangun Sekolah PPSP atau Sekolah Laboratorium terdiri dari jen-
jang Sekolah Dasar (SD) sampai SMA. Adapun IKIP yang terlibat dalam 
proyek ini berjumlah 8 buah yaitu: IKIP Padang, IKIP Bandung, Jakarta,  
Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya dan IKIP Menado (Kemendik-
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dasmen, hlm. 23). PPSP berlangsung sampai 1986, telah banyak mem-
berikan dampak signifikan atas masalah pendidikan di Indonesia. Seba-
gai contoh beberapa produk dari program ini yang dikembangkan oleh 
IKIP Malang adalah bahan ajar untuk mata pelajaran dan kuliah PPKn 
dan Pancasila untuk SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. 

Peluang dan tantangan dalam upaya mengembangkan lembaga pen-
didikan guru di Indonesia semakin berwarna, banyak pilihan. Berdiri-
nya IKIP dikaitkan erat dengan upaya pemerintah memenuhi kebutuh-
an guru yang berkualitas di berbagai tingkatan pendidikan, serta untuk 
memperkuat sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Kebaradaan 
sebagai tempat mempersiapkan calon guru-guru yang akan berpartisipasi 
mensukseskan pemerataan pendidikan di seluruh wilyah Indonesia. De-
ngan adanya IKIP diharapkan lulusannya akan menjadi guru-guru ber-
kualitas, dan bekerja tersebar di berbagai tempat. Peningkatan kualitas 
pendidikan menjadi fokus utama dalam konteks pembangunan nasio-
nal pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka terjadi peningkatan 
jumlah sekolah dan kebutuhan guru yang sangat mendesak. IKIP turut 
merasakan persaingan dan konflik politik pada zaman Manipol USDEK 
dan NASAKOM yang menyebabkan dosen, mahasiswa, dan karyawan 
terpolarisasi diantara kutub-kutub politik dan orientasi ideologi yang 
berbeda-beda (Zainul & Saripudin, 2006, hlm. 22).
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Pada kesempatan ini hanya akan diuraikan sedikit tentang keberadaan 
beberapa IKIP yang awalnya adalah PTPG yang akan ditampilkan secara 
kronologis tonggak-tonggak yang penting dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.4. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan: Dari PTPG-FKIP-IKIP

No IKIP 
Negeri

Nama Sebelumnya Visual 

1 Padang Periode:
PTPG Batusangkar 
(1954-1956);
FKIP Univ Andalas 
Bukittinggi (1956-
1963/1964); 
FKIP Univ Andalas 
Padang (1958-1964)
IKIP Jakarta 
Cabang Padang 
(1963/1964-1965); 
IKIP Padang (1965-
1998/1999)

https://share.
google/images/
OFKCq1xe12m5ZZPZ8

https://share.
google/images/
KJyu9yQVqNvT1hzfu

 2 Bandung Periode:
PTPG Bandung 
(1954-1958)
FKIP Univ 
Padjadjaran (1958-
1963/1964)
IKIP Bandung 
(1963/1964- 
1998/1999)

https://share.
google/images/
brTPu8sVpPL5woziw

https://share.
google/images/
UjbnBlziPenrdAeoT

3 Malang Periode:
PTPG Malang 
(1954-1958)
FKIP Univ 
Airlangga (1958-
1963)
IKIP Malang (1964-
1998/1999)

https://share.
google/images/
wj4AxQ9tGHNPSSyfQ

https://share.
google/images/
dLvP7lpt5rQ8xhAqt 
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4 Tondano Periode:
PTPG Tondano 
(1955)
FKIP Univ 
Hasanuddin yang 
berkedudukan di 
Menado (1956)
IKIP SULUTENG 
di Manado (1961)
IKIP Yogyakarta 
cabang Manado 
(1963)
IKIP Negeri 
Manado (1965-
2000) 

https://share.google/images/LIFR7URJYXDF5TeFj

Sumber diolah dari: Zainul, A dan Saripudin, D (ed.) (2004), hlm. 12; Mulyana, A & Supardan, D 
(2008), hlm. 288; https://pspi.upi.edu; dan https://id.wikipedia.org; https://unp.ac.id; https://
um.ac.id; https://unima.ac.id. 

IKIP Padang berawal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 
Batusangkar yang didirikan pada tahun 1954 dengan enam bidang studi, 
yaitu Bahasa Indonesia, Sejarah, Bahasa Inggris, Ekonomi, Ilmu Pasti, 
dan Biologi (UNP, n.d.). Integrasi kelembagaan pendidikan guru se-
cara nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 
1963 yang mulai diberlakukan pada 16 Mei 1964. Selanjutnya, mela-
lui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) 
No. 351 Tahun 1965 tertanggal 7 Agustus 1965, lembaga ini secara 
resmi berstatus sebagai IKIP Padang yang berdiri mandiri (UNP, n.d.). 
Memasuki sekitar tahun 1970, seiring berkembangnya jumlah fakultas 
dan jurusan, IKIP Padang juga membentuk Sekolah Laboratorium yang 
mencakup SMA dan STM, kemudian diperluas dengan pendirian TK, 
SD, dan SMP sebagai wahana praktik pendidikan. Pada kurun waktu 
1970-an hingga 1986, institusi ini memperoleh mandat untuk melak
sanakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). 

Pada periode 1976–1978, IKIP Padang juga menyelenggarakan prog
ram pendidikan non-gelar bersertifikat sebagai respons terhadap mening-
katnya kebutuhan guru sekolah menengah. Program ini dikenal sebagai 
Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) dan Pendidikan 
Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGLSA). Setelah skema non-gelar tersebut 
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dihentikan, institusi ini meluncurkan program S-0 sebagai pengganti, 
yang mencakup jenjang D-I, D-II, dan D-III, dengan fokus utama pada 
penyiapan guru untuk tingkat SLTP dan SLTA mulai tahun 1979.IKIP 
Padang turut berperan aktif dalam kebijakan integrasi Sekolah Pendi-
dikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) dengan mem-
bentuk Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), baik untuk 
guru kelas maupun pendidikan jasmani. Selanjutnya, pada tahun 1994, 
Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) yang ada di wilayah ter-
sebut dilebur ke dalam IKIP Padang dan dikembangkan menjadi Prog
ram Pendidikan Luar Biasa (PLB) di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan 
(FIP). Komitmen institusi ini terhadap penguatan mutu pendidikan juga 
tercermin dari perintisan Program Pascasarjana (PPs) yang dimulai pada 
tahun 1981.

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang menjadi embrio 
IKIP Bandung didirikan pada 20 Oktober 1954 dengan sejumlah ju-
rusan, antara lain Sejarah dan Kebudayaan, Ilmu Pendidikan, Pendidik-
an Jasmani, Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu 
Pasti Alam, Ekonomi, serta Hukum Negara (Zainul & Saripudin, ed., 
2004, hlm. 4). Pada tahun 1958, lembaga ini sempat bergabung ke Uni
versitas Padjadjaran sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP), namun pengaturan tersebut tidak berlangsung lama karena pada 
1963/1964 statusnya berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pen-
didikan (IKIP) yang berdiri mandiri sebagai perguruan tinggi pencetak 
guru setingkat universitas. Memasuki tahun 1970, IKIP Bandung mela-
kukan terobosan penting dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Pas-
cadoktoral melalui pembentukan unit pendidikan pascasarjana. Lembaga 
ini kemudian bertransformasi menjadi Fakultas Pascasarjana pada 1981, 
dan selanjutnya pada 1991 ditetapkan sebagai Program Pascasarjana 
(PPs) yang menyelenggarakan program magister (S2) dan doktor (S3). 

Pada tahun 1970-an sampai 1986 juga menndapat kepercayaan pe-
merintah untuk melaksanakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan 
(PPSP) meliputi: SD, SMP dan SMA. PPSP merupakan proyek uji coba 
dari sistem pendidkan nasional berdasar SK Mendikbud No. 04/U/1974 
yang bertujuan untuk meneliti, memperbaharui dan mengembangkan 
kurikulum pendidikan. Pada akhir dari proyek ini sekolah-sekolah yang 
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sudah didirikan dialihkan pengelolaannya kepada Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaaan Propinsi Jawa barat. Tidak ketinggalan IKIP  
Bandung pada tahun ajaran 1990/1991 menyelenggarakan program D-II 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), diikuti membuka program 
D-II Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak pada tahun 1996/1997 
(https://tekkom.upi.edu). Program D-II ini merupakan upaya IKIP  
Bandung dalam mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan kua-
litas guru. Hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, IKIP 
Bandung telah memiliki satu Sekolah Pascasarjana dan enam fakultas, 
yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan 
Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fa-
kultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), 
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), serta Fakultas 
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Sementara itu, jumlah dan 
ragam jurusan berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya kebu-
tuhan tenaga pendidik dan dinamika perubahan sosial serta pasar kerja. 

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang yang berdiri 
pada tahun 1954 merupakan embrio dari lahirnya IKIP Malang. Pada 
masa awal berdirinya, lembaga ini menyelenggarakan lima bidang studi, 
yaitu Sejarah dan Budaya, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sas-
tra Inggris, Ilmu Ekonomi, serta Ilmu Pasti Alam. Pada tahun yang sama, 
berdirinya Universitas Airlangga di Surabaya turut memengaruhi posisi 
kelembagaan PTPG Malang. Sejak tahun 1958, PTPG Malang secara 
resmi dilebur menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
di bawah Universitas Airlangga hingga tahun 1964. Perubahan ini kemu-
dian berlanjut sebagai konsekuensi dari Keputusan Presiden No. 1 Ta-
hun 1963 serta Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 
Pengetahuan (PTIP) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
34 dan 32 Tahun 1964, yang mengatur penyatuan FKIP dan Institut 
Pendidikan Guru (IPG) ke dalam struktur Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP).

Setelah berstatus sebagai IKIP Malang yang berdiri mandiri, lembaga 
ini membentuk empat fakultas awal, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan 
(FIP), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan 
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Ilmu Sosial (FKIS), serta Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE). Se-
tahun kemudian, struktur tersebut diperluas dengan pendirian Fakultas 
Keguruan Teknik (FKT). Pada tahun 1982 dilakukan penyesuaian no-
menklatur kelembagaan, di mana FKSS diubah menjadi Fakultas Pendi-
dikan Bahasa dan Seni, FKIS menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu Penge-
tahuan Sosial (FPIPS), FKIE menjadi Fakultas Pendidikan Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), dan FKT menjadi Fakultas Pen-
didikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK).

Sekitar tahun 1970-an sampai tahun 1989, IKIP Malang dilibat-
kan oleh pemerintah Orba dalam Proyek Perintis Sekolah Pembangun-
an (PPSP), dengan membangun sekolah Laboratorium dari SD sampai 
SMA. Di IKIP Malang juga dibentuk Laboratorium Pancasila yang 
berfungsi mengkaji dasar falsafah negara dari perspektif teoretis, reli
gius, filosofis, dan historis, sehingga interpretasi terhadap Pancasila da-
pat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan ini menghasilkan 
berbagai bahan ajar dan referensi untuk mata pelajaran serta mata ku-
liah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat SD, 
SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi. Seiring dengan upaya peningkat-
an kualitas lulusan, IKIP Malang kemudian merintis penyelenggaraan 
pendidikan pascasarjana melalui pembukaan program doktor di bidang 
kependidikan. Pada tahun 1982, unit ini dikembangkan menjadi Fakul-
tas Pascasarjana yang mengelola program magister (S2) dan doktor (S3). 
Selanjutnya, pada tahun 1990, lembaga tersebut mengalami perubahan 
nama menjadi Sekolah Pascasarjana.. 

Pada tahun 1990, IKIP Malang ditunjuk sebagai salah satu perguruan 
tinggi pelaksana Program D-II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). 
Penugasan ini menempatkan IKIP Malang sebagai bagian dari implemen-
tasi kebijakan nasional mengenai alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru 
(SPG), Sekolah Guru Olahraga (SGO), serta sekolah keguruan setingkat 
SMA lainnya yang dialihkan menjadi SMA atau SMK. Pada tahap awal, 
peserta program berasal dari lulusan SPG, SGO, SMA, dan satuan pen-
didikan yang setara. Memasuki tahun akademik 1993/1994, program 
ini mulai menerima peserta dari kalangan lulusan SPG dan SGO yang 
telah berstatus wiyata bakti, yaitu guru non-PNS yang mengabdi di se-
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kolah negeri. Selanjutnya, sejak tahun 1996/1997, Program D-II PGSD 
di IKIP Malang juga menyelenggarakan jalur Pendidikan dalam Jabatan 
(in-service education) bagi guru SD yang telah berstatus pegawai negeri. 

Selanjutnya PTPG Tondano (Sulawesi Utara) yang merupakan ci-
kal bakal dari IKIP Menado, keberadaannya tidak jauh bebeda bersama 
dengan ke 3 PTPG lainya. Perjalanan menjadi IKIP Menado sangat 
diwarnai oleh dinamika politik yang terjadi di Sulawesi. Sehingga se-
ring berganti nama/ bergabung dengan lembaga pendidikan lain. Pada 
tahun 1956 PTPG menjadi bagian FKIP dan menjadi bagian dengan 
Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Tondano. Tahun 1961 
juga mengalami perubahan nama menjadi FKIP SULUTENG (Sulawesi 
Utara dan Tengah), berikutnya tahun 1963 menjadi FKIP Yogyakarta 
cabang Yogyakarta. Tahun 1965 merupakan tonggak penting bagi FKIP 
ini, karena ditetapkan sebagai IKIP Negeri Manado yang berdiri sen
diri. IKIP Menado menjadi pilar penting dalam sistem penidikan di wi-
layah Indonesia Timur. Pada tahap awal perkembangannya, IKIP Negeri  
Manado menaungi lima fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), 
Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), Fakultas Keguruan Teknik (FKT), 
Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), serta Fakultas Keguruan Ilmu 
Eksakta (FKIE). Pada dekade 1970-an, institusi ini juga terlibat dalam 
pelaksanaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) yang dica-
nangkan pemerintah sebagai bagian dari upaya pembaruan pendidikan 
nasional.

Pada masa kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, M.P., 
IKIP Bandung mulai menyelenggarakan Program A-1 dan A-2 melalui 
perintisan Lembaga Pendidikan Pascadoktoral (LPPD). Lembaga ini res-
mi memulai aktivitas akademiknya pada semester kedua tahun ajaran 
1968. Selanjutnya, pada tahun 1970, IKIP Bandung mengembangkan 
pendidikan pascasarjana secara lebih terstruktur bagi para dosen, disertai 
dengan berbagai inisiatif pembaruan seperti penyempurnaan kurikulum 
dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, peningkatan mutu 
tenaga pendidik, pembaruan sistem evaluasi sekolah, serta penerapan 
kebijakan kenaikan kelas otomatis (automatic promotion). Selanjutnya 
Cabang IKIP Bandung itu mulai memisahkan diri atau diambilalih oleh 
universitas di daerah masing-masing. Seperti Cabang Palembang yang 
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diambilalih oleh Unsri. Ekstension dan Afiliasi muncul sejak lahirnya 
IKIP yakni IKIP Karyawan, Ekstension Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan 
Bogor. Tahun 1968 Ekstension bertambah lagi yakni Serang, Sumedang,  
Karawang, Cirebon, dan Cianjur sedangkan Afiliasi meliputi Kab.  
Sukabumi, Kuningan, Majalengka, Subang dan Indramayu (Muchtar 
dkk, 1994). Intinya pada masa Achmad Sanusi telah terjadi penyatuan 
IKIP Karyawan ke dalam IKIP Bandung. Semasa Achmad Sanusi pem-
bangunan gedung kuliah baru dengan bantuan Ford Foundation, rehabi-
litasi gedung perpustakaan, dan asrama mahasiswa. Buku-buku juga ba-
nyak diperoleh dari ford foundation. Selanjutnya memindahkan Fakultas 
keguruan dan Ilmu Teknik (FKIT) ke kampus Bumi Siliwangi, dan men-
dirikan masjid Al-Furqon. Pada tahun 1974 LPPD IKIP dipercaya men-
jalankan program pascasarjana oleh Konsorium Ilmu Pendidikan. STO 
berintegrasi ke IKIP pada 1977 untuk menghasilkan tenaga pendidik 
dalam bidang keolahragaan. STO akhirnya menjadi Fakultas Keguruan 
Ilmu Keolahragaan (FKIK) IKIP Bandung (Muchtar dkk, 1994).

2.	 Reorganisasi Pendidikan Guru

a.	 Kurikulum
Reorganisasi pendidikan guru mengacu pada proses perubahan atau pe-
nataan kembali struktur dan fungsi dalam organisasi pendidikan guru, 
baik ditingkat kementrian, lembaga pendidikan, maupun organisasi pro-
fesi guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, 
dan kualitas pendidikan guru, serta menyesuaikan diri dengan perkem-
bangan jaman. Pada kesempatan ini reorganisasi yang dimaksud akan 
dikaitkan dengan kurikulum dan peningkatan kualitas guru yang akan 
diuraikan secara garis besar di bagian ini. Ke dua hal ini termasuk ba-
gian dari reorganisasi guru, dimana kurikulum yang terus direvisi telah 
berlangsung lama. Sejak orde baru memerintah telah ada 4 kali revisi 
perubahan tentang kurikulum untuk memenuhi tuntutan jamannya. 
Sementara itu untuk peningkatan kualitas guru, pemerintah telah me-
lakukan berbagai upaya dengan membuka program-program tertentu, 
pelatihan-pelatihan bagi guru dan sebaginya. 



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1965–1998 

269

IKIP sebagai lembaga pendidikan fokus pada pendidikan calon guru 
dan pengembangan profesi kependidikan sangat peduli dengan setiap 
perubahan kurrikulum yang berlangsung secara nasional. Kurikulum di-
rancang untuk memenuhi kebutuhan calon guru, baik dari segi penge
tahuan pedagogik, materi pelajaran, maupun ketrampilan mengajar, agar 
menjadi seorang yang profesional dan kompeten. Oleh sebab itu kuri-
kulum yang berlaku di IKIP ataupun lembaga lain yang sejenis (LPTK/ 
FKIP) pastinya akan bercirikan keguruan/ khas kependidikan. Kuriku-
lum khas dari lembaga kependidikan sebagai contoh: a) ada yang nama-
nya kurikulum kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 
yang terdiri dari: Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik; Pengan-
tar Pendidikan; Pengelolaan Pendidikan; Kurikulum dan Pembelajaran; 
b) Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar (MKPBM) yang terdiri dari: 
Perencanaan Pengajaran; Strategi Belajar Mengajar; Evaluasi Pendidikan; 
Penelitian Pendidikan; Praktek Pengalaman Lapangan. Masing-masing 
mata kuliah tersebut diikuti kekhasan dari jurusan atau prodi seperti 
yang dimaksud. Contohnya pada MKPBM: Perencanaan Pengajaran 
Sejarah/Ekonomi/Geografi, dll, atau Strategi Belajar Mengajar Sejarah/
Ekonomi/Geografi, dll. Sementara untuk rentang bobot Satuan Kredit 
Semester (SKS) disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dari uni-
versitas masing-masing. Pada periode selanjutnya, pendidikan guru di  
Indonesia berkembang dengan penerapan berbagai inovasi kurikulum 
dan manajemen. Pada 1973 diterapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 
yang memberi fleksibilitas belajar 

Sejak Orde baru berkuasa tahun 1966-1998 telah mengalami bebe
rapa perubahan kurikulum, dalam rentang kekuasaannya dikenal adanya 
Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984 dan Kurikulum 
1994. Sesuatu hal yang biasa dan memang harus seperti itu, kurikulum 
harus dinamis. Kurikulum berubah seiring waktu karena kebutuhan un-
tuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, tuntutan global, 
kamajuan teknologi serta kebutuhan peserta didik dan dunia kerja. Per-
ubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meng-
ooptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menciptakan lulusan yang 
relevan dengan kondisi nasional, bahkan internasional. Oleh sebab itu 
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kurikulum di IKIP dan lembaga pendidikkan sejenis harus disusun de-
ngan memperhatikan kurikulum yang berlaku secara nasional tersebut, 
untuk dijabarkan dimasing-masing lembaga pendidikan. Hal ini dimak-
sudkan agar untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai 
materi perkuliahan, tetapi juga memiliki kompetensi profesional sebagai 
guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta mampu beradaptasi dengan 
perubahan dan tantangan dunia pendidikan yang dinamis. 

Table 5.5 Perkembangan Kurikulum Selama Masa Orde Baru

No Kurikulum Fokus Utama 
1 Kurikulum 1968 Bertujuan membentuk manusia Pancasila yang utuh: sejati, 

kuat dan sehat jasmani 
2 Kurikulum 1975 Untuk mendidik lebih efektif dan efisien, dikaitkan dalam 

Repelita 
3 Kurikulum 1984 Menggunakan pendekatan: CBSA (Cara Belajar Siswa 

Aktif ), menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam 
pembelajaran 

4 Kurikulum 1994 Mengutamakan pendekatan dengan menekankan pada 
kompetensi dan profesionalisme

Diolah dari: https://pe.feb.unesa.ac.id; https://repositori.kemendikdasmen.go.id 

Kurikulum sepanjang pemerintahan Orba cenderung sifatnya sen
tralistik, lebih suka memaksakan gagasan dari pusat ke daerah, lebih jauh 
lagi pola umum kurikulum selain sentralistik juga otoriter, penyeragam-
an, fokus pembangunan ekonomi dan pemerataan pendidikan. Kuri-
kulum sebagaimana tertera dalam tabel di atas, adalah ditujukan untuk 
jenjang persekolahan, bukan secara langsung untuk lembaga pendidikan 
pada jenjang perguruan tinggi seperti IKIP/ FKIP dan lembaga pendidik-
an sejenis lainnya. Namun sebagai lembaga pendidikan yang menyiap-
kan calon lulusannya menjadi guru untuk sekolah Taman Kanak-Kanak, 
SD, SMP, dan SMA/SMK atau tenaga kependidikan lainnya, maka harus 
mencermati setiap perubahan kurikulum tersebut. IKIP/FKIP akan disi-
bukkan dengan upaya melakukan revisi, perubahan struktur kurikulum, 
atau berbagai penyesuaian yang diperlukan dalam menyiapkan lulusan-
nnya yang bisa menjawab harapan-harapan dari setiap kurikulum yang 
dimaksud.
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Di awal-awal pemerintahan ini, kurikulum 1968, disebut-sebut se-
bagai yang paling dipengaruhi politik. Berkaca dari pemerintahan yang 
sebelumnya yakni Orla yang sangat diwarnai oleh kekutan kiri dari Par-
tai Komunis Indonesia, sehingga kecenderungan Orba menghapus jejak 
pendidikan era sebelumnya sangat terlihat. Jika ditinjau dari latar bela-
kang historis sebelumnya, maka dapat dipahami mengapa pemerintahan 
Orde Baru menerapkan kebijakan pendidikan yang bersifat sangat terpu-
sat. Kebijakan ini sekaligus menandai perombakan terhadap kurikulum 
sebelumnya, khususnya perubahan dari konsep Pancawardhana ke dalam 
tiga rumpun utama, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, 
dan keterampilan khusus. Masing-masing rumpun tersebut dijabarkan 
sebagai berikut: pembinaan Pancasila mencakup pendidikan agama, ke-
warganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan jas-
mani; pengetahuan dasar meliputi berhitung, ilmu pengetahuan alam, 
kesenian, serta kesejahteraan keluarga; sedangkan keterampilan khusus 
diarahkan pada bidang-bidang kejuruan seperti pertanian, peternakan, 
perikanan, keterampilan tangan, perbengkelan, koperasi, dan tabung-
an.Kurikulum 1968 merefleksikan orientasi baru terhadap pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten. Dalam prak-
tiknya, pendekatan yang digunakan bersifat subject matter oriented, ya-
itu berfokus pada penguasaan disiplin ilmu. Konsekuensinya, kegiatan 
pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan materi pelajaran, se-
hingga peran peserta didik cenderung pasif dalam proses belajar.. 

Di sisi lain, Kurikulum 1975 menempati posisi strategis dalam per-
kembangan pendidikan nasional karena menekankan keterpaduan an-
tara aspek teoretis dan praktis, sekaligus menjadi pijakan awal bagi la-
hirnya pendekatan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini juga 
merupakan kurikulum pertama pada masa Orde Baru yang secara sis-
tematis memasukkan penanaman ideologi Pancasila di seluruh jenjang 
pendidikan. Selain itu, Kurikulum 1975 dikenal sebagai kurikulum awal 
yang secara eksplisit dirancang berdasarkan rumusan tujuan pendidikan 
yang terdefinisi dengan jelas (Tilaar, 1995). Melalui indoktrinasi ini pe-
merintah memperkenalkan konsep butir-butir Pancasila yang menjadi 
awal praktek pengajaran melalui sistem hafalan. Kurikulum 1975: ber-
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tujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pendidikan dengan 
pendekatan MBO (Management by Objective), penyusunan rencana pe-
mebelajaran yang dikenal dengan satuan pelajaran. Dalam satuan pela
jaran dirinci mengenai Tujuaan Instruksiobal Umum (TIU) dan Tujuan 
Instruksiional Khusus (TIK), kurikulum ini menekankan pendidikan 
lebih efektif dan efesien. Namun dalam penerapannya guru menjadi le-
bih sibuk untuk menuliskan rincian setiap kegiatan pembelajaran. Pe-
laksanaan di sekolah di lakukan secara sistematis mulai dari jenjang SD 
hingga SMA dengan fleksibilitas bagi setiap sekolah untuk menyesuai-
kan kurikulum sesuai kondisi lokal tanpa mengabaikan struktur nasional 
(Widyanti et.al., 2025, hlm. 587). Seiring dengan penerapan kurikulum 
tersebut, sejumlah mata pelajaran mengalami penyesuaian nomenklatur. 
Misalnya, Ilmu Alam dan Ilmu Hayat dilebur menjadi Ilmu Pengetahuan 
Alam, sementara Ilmu Aljabar dan Ilmu Ukur digabungkan dalam mata 
pelajaran Matematika. 

Kurikulum 1984, bisa dikatakan sebagai kurikulum 1975 yang di-
sempurnakan. Dikembangkan sebagai jawaban terhadap kebutuhan pen-
didikan yang lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan jaman. Per
ubahan tidak hanya mencakup struktur kurikulum, tetapi juga strategi 
pengajaran, metode, evaluasi dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. 
Kurikulum 1984 menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dan 
ketrampilan dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini dapat dilihat dalam 
penggunaan strategi pembelajaran yang beragam, yang dirancang untuk 
mendorong pemahaman yang lebih dalam dan penguasaan ketrampil-
an yang diperlukan. Kurikulum ini menempatkan peserta didik sebagai 
subjek aktif dalam proses belajar melalui kegiatan mengamati, mengkla-
sifikasi, berdiskusi, hingga menyusun laporan, sebuah pendekatan yang 
dikenal luas sebagai Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Dalam Kurikulum 
1984, dimensi ideologis juga dihadirkan melalui mata pelajaran Pendi-
dikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB). Melalui mata pelajaran 
ini, siswa diarahkan untuk menghafal narasi kepahlawanan nasional yang 
sebagian besar menonjolkan figur-figur dari kalangan militer. 

Kurikulum 1994, yang sering disebut K-94, merupakan kurikulum 
operasional yang dirancang untuk disusun dan diimplementasikan oleh 
masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini dapat dipahami se-
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bagai sintesis dari pendekatan-pendekatan kurikulum sebelumnya, ter
utama dengan mengombinasikan orientasi pada tujuan sebagaimana da-
lam Kurikulum 1975 dan pendekatan CBSA yang dikembangkan dalam 
Kurikulum 1984.

Dalam praktiknya, Kurikulum 1994 dikenal sebagai kurikulum yang 
sangat padat karena peserta didik dihadapkan pada beban belajar yang 
besar dan relatif tidak memiliki ruang pilihan. Kurikulum ini berupaya 
mengakomodasi kebutuhan pendidikan nasional sekaligus tuntutan da-
erah melalui penggabungan mata pelajaran umum dan muatan lokal. 
Namun, kepadatan materi—baik yang bersifat nasional maupun lokal—
sering kali justru menambah beban belajar siswa. Selain itu, penerapan 
sistem caturwulan sebagai pembagian waktu dalam satu tahun ajaran 
dimaksudkan untuk memungkinkan penyampaian materi yang lebih ba-
nyak dalam rentang waktu yang lebih singkat. 

Selanjutnya akan diberikan contoh tentang perubahaan kurikulum 
yang berlaku di SPG sebagai bukti bahwa kurikulum itu dinamis. Lem-
baga pendidikan guru (SPG) sebelumnya menggunakan Kurikulum 
1968, dan kemudian harus beralih dengan Kurikulum 1976. Perubahan 
kurikulum yang berlaku di SPG harus direvisi antara lain karena: a) lu-
lusan SPG kurang melakukan praktek keguruan, b) adanya keluhan dari 
masyarakat tentang mutu lulusan SPG, c) adanya semangat pembaharu-
an pendidikan dari pemerintah yang dimulai sejak Repelita I di tahun 
1969 (Achdiat, 1980: 1).

Tabel 5.6 Mata Pelajaran di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Tahun 1975

No Mata Pelajaran Pendidikan 
Keguruan 

No Pendidikan Umum dan Pendidikan 
Mata Pelajaran 

1 Ilmu Mendidik 1 Pendidikan Agama
2 Ilmu Mendidik Anak 

Berkelainan 
2 Pendidikan Kewargaan Negara 

3 Psikologi Anak-Anak 
Berkelainan

3 Bahasa Indonesia

4 Pendidikan Kanak-Kanak 4 Pendidikan Olah Raga
5 Didaktik/Metodik 5 Bahasa Inggris
6 Metodik Khusus untuk Anak-

Anak Berkelainan
6 Ilmu Pasti
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7 Praktek Mengajar/Memimpin 7 Psikologi 
- 8 Administrasi Pendidikan
- 9 Bahasa Daerah (Sunda)
- 10 Seni Suara/Musik 
- 11 Pendidikan Kejuruan: Agraria/ Tehnik 

/ Maritim/ Ketatalaksanaan-Jasa
- 12 Kesejahteraan Keluarga
- 13 Ilmu Kesehatan

Sumber: Diolah dari Dokumen Pribadi Ijazah sdr. Yetti Mariana, siswa Sekolah Pendidikan Guru 

Negeri 1 Bandung.

Menurut Achdiat (1980, hlm. 27-28) perbandingan mata pelajaran 
pendidikan keguruan, pendidikan umum dan pendidikan mata pelajar-
an SD, terdapat perbedaan, khsusunya pada mata pelajaran pendidikan 
keguruan yang relatif lebih sedikit pada kurikulum 1968 dibandingkan 
pada kurikulum 1976. Termasuk di dalamnya adalah Praktek Mengajar 
mencapai 5%, sementara dari struktur kurikulum SPG 1976 mencapai 
11% dari keseluruhan program pendidikan. Perubahan kurikulum di-
dasarkan pada kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan yang mau 
tidak mau harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perubahan 
arah pendidikan. SPG sebagai lembaga pendidikan guru yang berfungsi 
menghasilkan guru untuk melaksanakan program pendidikan di ting-
kat SD/TK harus merubah struktur kurikulumnya. Oleh sebab itu SPG 
perlu melakukan revisi atau menyesuaian, karena dianggap sudah tidak 
sesuai lagi dengan kebutuhan pelaksanaan program pendidikan di SD/
TK (Achdiat, 1980, hlm. 8). Struktur kurikulum SPG yang baru harus 
menjadi perhatian seksama, betul-betul dicermati agar sesuai dengan ke-
butuhan lembaga pendidikan yang akan dilayani oleh para lulusannya. 

b.	 Peningkatan Kualitas Pendidikan Guru 
Reorganisasi pendidikan guru merupakan upaya penting untuk me-
mastikan bahwa sistem pendidikan mampu menghasilkan guru yang 
berkualitas dan relevan dengan kebutuhan jaman, serta mampu men-
jalankan peran strateginya dalam memajukan pendidikan. Sebelumnya 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) orientasi pembela-
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jaran lebih pada penguasaan materi, namun sekarang pendidikan guru 
melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, masyarakat dan organisasi 
profesi serta menekankan pada pengembangan kompetensi profesional 
guru. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah antara lain mendirikan 
program-program penataran, pelatihan, atau memberi kesempatan guru 
untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. 

 Sejak 1977 pemerintah meluncurkan Proyek Pengembangan Pen-
didikan Guru (P3G) yang berfokus pada pembinaan serta peningkatan 
mutu pendidikan guru melalui berbagai strategi, seperti penyelenggaraan 
penataran dan lokakarya (Pen-Lok), pembangunan Pusat Sumber Belajar 
(Learning Resource Centre), serta pengembangan kurikulum pendidikan 
guru (Padmawinata, 1980). Di samping pembaruan kurikulum, refor-
masi pendidikan guru juga diarahkan pada peningkatan kualifikasi lulus-
an menjadi jenjang Diploma II (D-II).

Dalam implementasinya, kebijakan ini baru dijalankan secara nyata 
pada periode 1989–1990 melalui program peningkatan mutu pendidik-
an guru sekolah dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidik-
an dan Kebudayaan No. 0854/U/1989 tertanggal 30 Desember 1989. 
Melalui keputusan tersebut, D-II ditetapkan sebagai kualifikasi mini-
mal bagi guru SD. Sebelumnya, lulusan SPG, SGO, dan PGA masih 
dianggap memadai, tetapi setelah kebijakan ini diberlakukan, seluruh 
SPG dan sekolah keguruan setingkat SLA lainnya ditutup pada tahun 
ajaran 1990/1991. Selanjutnya, penyiapan calon guru dialihkan ke prog
ram D-II yang diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi. Kebijak-
an ini diperkuat dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
0116/O/1991 tentang pengalihan SPG dan SGO negeri menjadi pro-
gram pendidikan guru SD di IKIP Negeri dan FKIP Negeri. Dalam ke-
rangka ini, calon guru TK dan SD dipersiapkan melalui program D-II, 
calon guru SLTP melalui program D-III, sedangkan calon guru SLTA 
disiapkan melalui program Strata Satu (S-1) (Buchori, 2009, hlm. 137).

 Jumlah guru SD yang jumlahnya banyak mendorong pemerintah 
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen 
Dikdasmen), untuk melakukan kerjasama dengan Universitas Terbuka 
(UT) yang baru berdiri tahun 1984 (Wahyono, 2005, hlm. 112-213). 
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Bentuk kerjasama ini adalah dengan menyelenggarakan pendidikan 
penyetaraan guru SD DII-PGSD melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), 
sebagai salah satu alternatif pada tahun 1990/1991. Kerjasama ini ber-
dampak pada UT karena jumlah mahasiswa bertambah secara signifikan, 
ketika pertama kali dibuka terdaftar 54.635 mahasiswa, meningkat dratis 
pada tahun 1997 menjadi 417.204 (Wahyono et.al., 2005, hlm. 303). 
Tahap berikutnya dari reformasi pendidikan guru dilaksanakan melalui 
Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan (P3DK) de-
ngan memanfaatkan skema Belajar Jarak Jauh (BJJ) berbasis sistem rayo-
nisasi. Untuk menjalankan program ini, dibentuk satuan tugas khusus 
yang melibatkan dua belas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidik-
an (LPTK), yang terdiri atas beberapa IKIP—yakni Medan, Padang,  
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Ujung Pandang, dan 
Surabaya—serta tiga universitas, yaitu Universitas Sriwijaya, Universitas 
Sebelas Maret, dan Universitas Udayana. 

Berikutnya ada sedikit ilustrasi tentang contoh seorang guru yang ber-
hasil meningkatkan kualitas akademiknya dengan belajar ke jenjang yang 
lebih tinggi dari D-I ke jenjang D-III, ketika sudah menjadi guru di salah 
satu SMP Negri. D-1/ IPA angkatan 1980-1981 ditempuh di Universitas 
Negeri Surabaya, dan selanjutnya mengikuti perkuliahan di Universitas 
Terbuka untuk jenjang D- III/IPA (penyetaraan D-III guru SMP), lulus 
tahun 1997. Dalam tabel di bawah ini hanya dituliskan tentang mata ku-
liah yang bernuansa pendidikan keguruan saja dengan keseluruhan SKS 
yang harus ditempuh selama perkuliahan di jenjang D-I maupun D-III. 

Tabel 5.7 Mata Kuliah Pendidikan Keguruan di D-I dan D-III

No Mata kuliah Pendidikan 
Keguruan 
D-I/ IPA

No Mata kuliah Pendidikan Keguruan 
D-III/ IPA

1 Metode Pegajaran IPA 1 Perkembangan Peserta Didik
2 Evaluasi Pendidikan IPA 2 Belajar dan Pembelajaran
3 Media Pendidikan IPA 3 Disain dan Pembuatan Alat Peragaan 

IPA
4 Pengembangan Sistem Interaksi 

PPSI
4 Pengelolaan Laboratorium IPA
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5 Dasar-Dasar Pendidikan 5 Evaluasi Proses dan Hasil Belajar IPA
6 Pengelolaan Kelas 6 Dasar-dasar Pendidikan MIPA
7 IPA Sekolah-I 7 Pendidikan Lingkungan Hidup
8 IPA Sekolah II 8 Studi Lapangan IPA
9 Fisika Sekolah III -
10 Praktek Mengajar -

10 mata kuliah lainnya merupakan 
pengetahuan umum dan bidang 
ilmu ‘ke-IPA-an’ 

21 mata kuliah lainnya merupakan 
pengetahuan umum dan bidang ilmu 
‘ke-IPA-an’

Keseluruhan 44 SKS Keseluruhan 80 SKS
Sumber: Diolah dari Ijazah D- I/IPA tahun 1981 dan Ijazah D-III/IPA tahun 1997  
dari sdri Susi Wahyuti 

Upaya peningkatan kualifikasi guru juga ditempuh melalui berbagai 
program pelatihan dan penataran. Dari rangkaian kegiatan tersebut ke-
mudian dibentuk lembaga penataran yang bersifat permanen, yaitu Pusat 
Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG), yang sebelumnya dikenal 
sebagai Balai Penataran Guru Nasional (BPG). Lembaga ini yang bertu-
gas meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, ada yang sifat-
nya nasional dan regional. PPPG regional memiliki tugas untuk menye-
langgarakan penataraan guru-guru untuk satu wilayah propinsi. PPPG 
menyelenggarakan penataran menurut bid ang pelajaran tertentu. Sejak 
1977 (Pelita I) sampai dengan Tahun 1991 (Pelita V) telah didirikan 6 
PPPG untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di Jakarta ada PPPG 
Keguruan dan PPPG Bahasa, di Bandung ada PPPG Ilmu Pengetahu-
an Alam dan PPPG Tertulis, di Yogyakarta dengan PPPG Matematika, 
di Malang ada PPPG Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidiikan Moral 
Pancasila (Supriadi, D (ed.), 2003: hal.128). Disamping itu juga ada 4 
PPPG kejuruan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan: PPPG 
Kejuruan di Jakarta, PPPG Teknologi di Bandung; PPPG Pertanian di 
Cianjur; dan PPPG Kesenian di Yogyakarta (Supriadi, 2003, hlm. 605-
730). Sampai dengan tahun 1998 terdapat 27 BPG Regiional pada taraf 
pro pinsi dan 10 PPPG yang beroperasi secara nnasional untuk mening-
katkan mutu guru melalui penataran dalam jabatann. Tabel di bawah ini 
terlihat perkembangan PPPG/ BPG Nasional dan BPG regional.  
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Tahun BPG Nasional/ PPPG BPG Regional
1977/ 
1978

6 buah untuk meningkatkan mutu 
pendidikan umum: Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta, dan Malang, serta 4 buah 
untuk Kejuruan : Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta dan Ciajur

10 buah: Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Semarang, Medan, 
Padang, Palembang, Makasar, 
Ambon dan Banjarmasin 

1991 - 2 buah: Denpasar, Menado
1998 - 15 buah:

Selain melalui pendidikan formal, peningkatan profesionalisme dan 
mutu guru juga ditempuh dengan pembentukan forum-forum kerja ko-
lektif, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) di tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota. KKG 
secara resmi dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 079/C/Kep/I/1993, yang 
mengatur sistem pembinaan profesional guru melalui pembentukan gu-
gus sekolah di tingkat sekolah dasar, di mana KKG menjadi salah satu 
komponennya. KKG berfungsi sebagai wadah pengembangan kompe-
tensi dan profesionalisme guru SD pada tingkat gugus atau kecamatan. 
Melalui forum ini, para guru dapat mengidentifikasi dan membahas ber-
bagai persoalan pembelajaran yang mereka hadapi, serta saling berbagi 
pengalaman melalui kegiatan pertemuan rutin, diskusi, praktik meng-
ajar, demonstrasi, hingga pengembangan dan pemanfaatan alat peraga 
pembelajaran (Depdiknas, 1997, hlm. 4). Pada jenjang sekolah mene-
ngah, terdapat forum MGMP yang mulai dibentuk pada tahun 1994. 
Keberadaan MGMP muncul sebagai ruang informal bagi para guru un-
tuk saling bertukar pengalaman serta bersama-sama mencari solusi atas 
berbagai persoalan pembelajaran. Pada tahun 1995, pemerintah mene-
tapkan pedoman formal tentang pelaksanaan MGMP yang menegaskan 
perannya sebagai komunitas profesional bagi para guru mata pelajaran 
sejenis. Forum ini dirancang sebagai sarana pengembangan keprofesian 
bagi guru-guru di tingkat SMP/MTs, SMA/MA, serta SMK/MAK pada 
lingkup kabupaten atau kota, dengan keanggotaan yang berasal dari ber-
bagai sekolah dalam satu wilayah.

Seluruh kebijakan tersebut kemudian memperoleh penguatan yuri-
dis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
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1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagai tindak lanjut dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Regulasi ini menegaskan pentingnya pembinaan dan pengembangan 
profesional tenaga kependidikan. Dalam Bab VIII tentang Pembinaan 
dan Pengembangan, Pasal 30 menyatakan bahwa pengelola satuan pendi-
dikan bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada tenaga 
kependidikan guna meningkatkan kompetensi profesionalnya. Selanjut-
nya, Pasal 31 menegaskan kewajiban tenaga kependidikan untuk terus 
mengembangkan kapasitas profesional sesuai dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan tuntutan pembangunan nasional. Keten-
tuan tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan mutu guru serta 
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, regulasi 
ini juga mendorong tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, 
serta merespons kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dalam 
jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu memperjelas posisi 
dan peran guru dalam sistem pendidikan nasional sekaligus meningkat-
kan kualitas pendidikan secara menyeluruh. 

C.	 IKIP Menuju ke Universitas 

Sejak awal 1980-an, pemerintah mulai menggulirkan wacana perlunya 
peningkatan kinerja perguruan tinggi, khususnya institut keguruan 
(IKIP). Upaya peningkatan itu diawali dengan gagasan untuk mengubah 
IKIP menjadi universitas, dengan alasan agar mutu, relevansi, pemerata-
an, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional dapat ditingkat-
kan. Dengan berubah menjadi universitas, lembaga eks-IKIP diharapkan 
tidak hanya membina program pendidikan guru, tetapi juga dapat mem-
buka dan mengembangkan program ilmu murni, teknik, dan berbagai 
profesi lainnya.

Gagasan perubahan nama IKIP menjadi universitas semakin menguat 
ketika Sukadji Ranuwihardjo menjabat sebagai Dirjen Dikti. Menurut 
Sukadji, bila IKIP berubah menjadi universitas, maka bidang keguru-
an dan ilmu pendidikan dapat dijadikan satu fakultas, sementara fakul-
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tas-fakultas lain dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Ia juga berpen-
dapat bahwa mutu IKIP saat itu belum memadai. Pernyataan Dirjen 
Dikti tersebut kemudian dipertanyakan oleh para pimpinan IKIP se-
luruh Indonesia, termasuk tokoh-tokoh IKIP Bandung seperti Nu’man  
Somantri, Abdul Kodir, Fakry Gaffar, dan Said Hamid Hasan. Mereka 
mempertanyakan dasar penilaian Dirjen Dikti yang dinilai cenderung 
mengecilkan peran dan kualitas IKIP.

Pemerintah tidak hanya mempersoalkan mutu ketika mendorong 
IKIP untuk berubah menjadi universitas. Ada beberapa masalah lain 
yang turut menjadi perhatian, seperti: lulusan IKIP yang sudah tidak 
dapat lagi diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), biaya penyeleng-
garaan IKIP yang dinilai terlalu mahal jika hanya menghasilkan calon 
guru, efektivitas IKIP yang dianggap rendah bila terus-menerus mence-
tak sarjana pendidikan saja, serta banyaknya lulusan IKIP yang bekerja di 
luar bidang kependidikan.

Reorganisasi LPTK terus berlanjut hingga tahun 1990-an. Pada ta-
hun 1993, berdiri dua STKIP Negeri yang merupakan pemisahan FKIP, 
yaitu STKIP Gorontalo yang sebelumnya adalah FKIP IKIP Manado, 
Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Gorontalo, dan STKIP Singaraja, 
Bali, yang sebelumnya adalah FKIP Universitas Udayana, Denpasar, Bali 
(Supriadi, 2003, hlm. 64-65). Untuk menjawab berbagai persoalan ter-
sebut, pemerintah melalui Dirjen Dikti pada tahun 1995 menawarkan 
konsep wider mandate, yaitu perluasan mandat bagi seluruh IKIP agar 
memperluas misi, fungsi, dan arah pengembangannya. Sebagai tindak 
lanjut, Dirjen Dikti mengeluarkan SK Nomor 1499/D/T/1996 tanggal 
20 Juni 1996, yang memberikan mandat kepada IKIP Yogyakarta, IKIP 
Ujung Pandang, IKIP Malang, dan IKIP Padang untuk mulai mengem-
bangkan diri menjadi universitas. Melalui perluasan mandat ini, IKIP 
diizinkan membuka program studi non-kependidikan, di samping tetap 
menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan. Sebagai contoh, 
IKIP Padang segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan meng-
ajukan pembukaan enam program studi di luar bidang kependidikan, 
yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Mate-
matika, Biologi, Fisika, dan Kimia. Di samping itu, Universitas Negeri  
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Padang (UNP) juga merintis program diploma seperti D3 Tata Busana 
dan Teknik Otomotif. Melalui pengembangan ini, UNP mulai mengarah-
kan lulusannya tidak hanya untuk berkarier sebagai pendidik, tetapi juga 
sebagai tenaga profesional dan akademisi di bidang non-kependidikan. 
Legalitas pembukaan program-program tersebut ditetapkan melalui Su-
rat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1884/D/I/1997 
tertanggal 1 Agustus 1997.

Perubahan yang terjadi di banyak negara tampaknya menjadi do-
rongan kuat bagi pemerintah Indonesia untuk mengubah IKIP men-
jadi universitas. Secara global, kebijakan pengintegrasian lembaga pen-
didikan guru ke dalam universitas memang sangat kuat. Di Australia, 
misalnya, College of Advanced Education (CAE) yang sebelumnya men-
cetak guru digabungkan ke universitas yang memiliki school of education, 
atau bahkan dikembangkan menjadi universitas mandiri. Di Amerika  
Serikat, lembaga pendidikan guru ditempatkan sebagai bagian dari  
College of Education dalam struktur universitas, sebagaimana fakultas-
fakultas ilmu lainnya. Contohnya Peabody Teacher College yang berdiri 
pada tahun 1875. Lembaga ini mulai diintegrasikan ke Vanderbilt Uni-
versity pada 1979, dan pada 2008 sepenuhnya menjadi salah satu college 
di universitas tersebut. Di Malaysia, Institut Perguruan Sultan Idris—
lembaga pendidikan guru tertua di negara itu—bertransformasi menjadi 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Filipina juga melakukan hal 
serupa, mengubah Philippine Normal College (didirikan 1901) menjadi 
Philippine Normal University pada tahun 1991, tetap sebagai universitas 
mandiri sebagaimana kedudukannya sejak awal.

Perkembangan internasional pada dekade 1990-an, khususnya terkait 
lembaga pendidikan guru dan pendidikan teknik, semakin memperkuat 
arah kebijakan Indonesia untuk melakukan perubahan serupa. Bahkan 
lembaga pendidikan agama seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
ikut terdampak oleh kebijakan transformasi tersebut. Di Australia, mi-
salnya, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) berubah menjadi 
RMIT University, dan CAE Technology berkembang menjadi University of 
Technology, Sydney.

Namun, konversi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran, ter
utama terkait kemungkinan hilangnya fokus IKIP sebagai lembaga pen-
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didikan guru. Beberapa praktisi pendidikan, seperti Segregeg (2000), 
mengkhawatirkan kaburnya identitas profesional dosen LPTK akibat 
dorongan untuk mengambil studi lanjut di bidang nonkependidikan, 
sehingga penelitian dan keilmuan tentang pedagogi, pengajaran, dan 
pendidikan guru menjadi kurang mendapat perhatian. Perubahan IKIP 
menjadi universitas bukan hanya keputusan internal, melainkan bagian 
dari Secondary School Teacher Development Project (1996–2001) yang di-
selenggarakan Bank Dunia. Program ini bertujuan meningkatkan kuali-
tas pengajaran di sekolah menengah melalui penguatan LPTK, perbaikan 
pendidikan guru, pengembangan penelitian pendidikan, serta persiapan 
konversi IKIP (Bank Dunia, 1996, 2003). Namun, laporan Bank Dunia 
(2003) menegaskan bahwa perluasan mandat ke arah ilmu murni justru 
dapat berdampak negatif karena LPTK berisiko kehilangan motivasi dan 
kapasitas unggulannya dalam pendidikan guru (Faridah, 2013).

Tantangan utama pendidikan guru di Indonesia terletak pada ke-
mampuan LPTK—khususnya eks IKIP—untuk mempertahankan fo-
kus pada pengajaran dan pendidikan guru meskipun memiliki mandat 
yang lebih luas sebagai universitas. Jika tidak dikelola dengan baik, per-
luasan keilmuan dapat melemahkan kajian dan penelitian pendidikan 
guru. Namun, jika dikelola secara strategis, keberagaman keilmuan jus-
tru dapat memperkaya pengembangan profesional guru di masa depan  
(Faridah, 2013).

IKIP Bandung sebenarnya sudah mulai mempertimbangkan penerap-
an wider mandate sejak tahun 1996. Dalam rapat Senat IKIP Bandung 
diputuskan bahwa institusi ini perlu memperluas misi dan tujuannya 
dengan membuka program studi di luar bidang kependidikan. Berdasar-
kan keputusan tersebut, Dirjen Dikti kemudian memberikan izin kepada 
IKIP Bandung untuk menyelenggarakan program-program non-kepen-
didikan. Beberapa program studi yang direncanakan untuk dibuka an-
tara lain Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
Ilmu Keolahragaan, serta beberapa program diploma bidang teknik.
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Gambar 5.3 Kunjungan Menkop Bustanul Arifin ke IKIP Bandung  
10 Februari 1993

Sumber: 40 Tahun Perkembangan IKIP Bandung 1954-1994

Pada akhir 1990-an, pemerintah memutuskan untuk mengubah IKIP 
menjadi universitas. Perubahan ini dilakukan karena pemerintah menilai 
bahwa peningkatan mutu, relevansi, pemerataan, dan akuntabilitas pen-
didikan tinggi secara nasional harus segera diperkuat. IKIP dipandang 
kurang efektif bila terus berfokus hanya pada pendidikan keguruan. Oleh 
sebab itu, pada tahun 1999 dilakukan konversi kelembagaan dari IKIP 
menjadi universitas. Dasar hukum perubahan tersebut adalah Surat Ke-
putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999. Melalui 
keputusan ini, beberapa IKIP secara resmi berganti status menjadi uni-
versitas negeri, yaitu:

1.	 IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
2.	 IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya.
3.	 IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang.
4.	 IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar.
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5.	 IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta.
6.	 IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 93/1999, IKIP Malang diubah 
menjadi Universitas Negeri Malang (UM), menandai era baru ketika 
lembaga pendidikan guru diperluas menjadi universitas multi-disiplin 
yang tetap mempertahankan core identity sebagai penyiap tenaga kepen-
didikan. Perubahan ini mencerminkan kebijakan nasional untuk mem-
beri otonomi pendidikan tinggi dan merespons kebutuhan tenaga kerja 
yang semakin beragam. Transformasi ini mengubah peran lembaga secara 
signifikan: dari institusi pencetak guru menjadi perguruan tinggi berbasis 
riset yang menawarkan program pendidikan dan nonkependidikan se
cara bersamaan (Nugraha et al., 2024).

Pada periode 2000-an hingga 2010-an, UM membuka berbagai prog
ram studi baru baik kependidikan maupun nonkependidikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pendidikan guru di Indonesia bergerak dari model 
monodisipliner (khusus guru) menuju model multidisipliner (universitas 
penuh), sambil mempertahankan fakultas-fakultas pendidikan sebagai 
pusat pengembangan pedagogi. Dengan struktur fakultas yang semakin 
kompleks—FIP, FPBS, FPIPS, FPMIPA, FPTK dan fakultas lain—UM 
menjadi model penting bagi transformasi pendidikan guru skala nasional 
(Universitas Negeri Malang, 2019).

Pada 1999, IKIP Surabaya secara resmi berubah menjadi Universitas 
Negeri Surabaya (UNESA) melalui Keputusan Presiden Nomor 93 Ta-
hun 1999 (Aji et.al, 2021, hlm. 15). Perubahan ini memberikan wider 
mandate, yaitu kewenangan menyelenggarakan program kependidikan 
dan nonkependidikan. Transformasi ini juga meningkatkan minat ma-
syarakat untuk kuliah di LPTK, karena gelar universitas memberikan pe-
luang kerja yang lebih luas.

Menariknya, seluruh lembaga yang dikonversi menggunakan nama 
baru dengan format “Universitas Negeri”, menandakan integrasi IKIP ke 
dalam sistem universitas yang lebih luas tanpa meninggalkan misi pen-
didikan tenaga kependidikan. Memasuki tahun akademik 1997/1998, 
wacana perubahan IKIP Bandung menjadi universitas kembali menguat. 



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1965–1998 

285

Langkah ini sejalan dengan arahan Dirjen Dikti yang menekankan bah-
wa IKIP Bandung perlu mengikuti jejak IKIP lainnya yang sudah lebih 
dahulu bertransformasi menjadi universitas. Namun, pada tahap tersebut 
masih muncul perdebatan mengenai nama universitas yang paling te-
pat untuk menggantikan nama IKIP Bandung. Dalam rapat Senat IKIP 
Bandung dibahas berbagai pilihan nama apabila IKIP Bandung bertrans-
formasi menjadi universitas. Banyak usulan muncul, namun Senat me-
nekankan bahwa identitas kependidikan yang sudah melekat kuat pada 
IKIP tidak boleh hilang. Karena itu, Senat yang beranggotakan 70 orang 
dan dipimpin oleh M. Fakry Gaffar akhirnya memilih nama yang te-
tap menonjolkan karakter pendidikan, yaitu “Universitas Pendidikan.” 
Dari keputusan tersebut, ditetapkan bahwa IKIP Bandung akan berganti 
nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Nama UPI kemudian diajukan kepada Dirjen Dikti dan Dirjen Dikti 
menerima nama UPI berdasarkan hasil kesepakatan Senat IKIP Bandung. 
Keluarlah Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 yang menyatakan 
3 IKIP berubah menjadi universitas, yaitu:

1.	 IKIP Semarang menjadi Universitas Negeri Semarang;
2.	 IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia; dan
3.	 IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan.

Pada 1999, IKIP Jakarta bertransformasi menjadi Universitas Ne
geri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keppres 093/1999, sekaligus membuka 
perluasan mandat ke bidang nonkependidikan. Meskipun berubah sta-
tus, mandat utama sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
(LPTK) tetap dipertahankan, terutama dalam penyelenggaraan pendi-
dikan profesi guru.
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Pendidikan guru di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang 
penuh tantangan struktural, pedagogis, dan kultural. Reformasi 

besar dimulai sejak hadirnya Teacher and Lecturer Law tahun 2005, yang 
menyoroti rendahnya status guru akibat minimnya kualifikasi pendidik-
an, rendahnya pendapatan, lemahnya kompetensi pedagogik, serta mo-
tivasi mengajar yang belum memadai (Chang et al., 2014, dalam Allen 
et al., 2017). Meskipun berbagai program nasional dan internasional 
telah dilakukan—meliputi pelatihan berbasis proyek, reformasi kuri
kulum, hingga kerja sama donor—hasilnya sering kali tidak berkelanjut-
an. Guru menunjukkan antusiasme awal, tetapi pada akhirnya kembali 
pada praktik lama yang berpusat pada ceramah (teacher-centered) (Allen 
et al., 2017).

Dalam konteks pendidikan Indonesia, guru merupakan aktor sentral 
dalam peningkatan kualitas pembelajaran karena perilaku mengajar yang 
efektif berpengaruh langsung terhadap keterlibatan akademik dan hasil 
belajar siswa. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik menga-
jar yang baik menciptakan iklim belajar positif, meningkatkan penca-
paian siswa, dan memperbaiki proses instruksional di kelas (Irnidayanti  
et al., 2020).

A.	 Perkembangan Pendidikan Guru di Berbagai 
Negara

National Education Association (NEA) menambahkan bahwa guru ada-
lah profesi intelektual dengan syarat: basis ilmu yang khas, persiapan 
panjang, pelatihan berkelanjutan, orientasi layanan publik, standarisasi 
profesi, dan organisasi profesi yang kuat. Guru profesional di era global 
harus memiliki kecakapan pedagogik, literasi teknologi, kepekaan sosial, 
serta kapasitas moral dan spiritual sebagai contoh bagi generasi muda. 
Pendidikan guru harus mampu menyiapkan calon guru yang menguasai 
konten keilmuan, memiliki kecakapan pedagogis, adaptif terhadap per
ubahan global, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, serta berkarakter 
kuat dan berjiwa professional (Oviyanti, 2013). 

Dalam perspektif perbandingan internasional, Linda Darling- 
Hammond menunjukkan bahwa sistem pendidikan guru yang unggul 
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di berbagai negara umumnya memiliki beberapa ciri pokok: seleksi ca-
lon guru yang ketat, program pendidikan guru yang terintegrasi dan 
“kaya praktik”, serta orientasi kuat pada riset dan inquiry terhadap prak-
tik pembelajaran (Darling-Hammond, 2017). Laporan BERA–RSA di  
Inggris juga menekankan pentingnya menjadikan profesi guru sebagai 
profesi “kaya riset” (research-rich), di mana guru dipersiapkan bukan ha-
nya sebagai pengguna hasil riset, tetapi juga sebagai pelaku inquiry terha-
dap praktik mereka sendiri (BERA, 2014). Gagasan-gagasan ini relevan 
bagi Indonesia, yang sedang mendorong transformasi LPTK menjadi 
komunitas akademik yang menumbuhkan kompetensi riset dan refleksi 
kritis calon guru.

Di Korea Selatan, pendidikan guru dilaksanakan oleh universitas khu-
sus pendidikan, perguruan tinggi guru, universitas umum, dan sekolah 
pascasarjana. Korea Selatan memiliki ujian seleksi guru tiga tahap yang 
ketat (tes pilihan ganda, esai, dan wawancara). Pendidikan guru disana 
menuntut praktik mengajar berulang, antara 6–9 minggu setiap tahun 
selama masa studi. Korea memiliki program induksi (pelatihan prakerja, 
pascakerja, dan panen) selama satu tahun bagi guru baru. Selain itu,  
Korea Selatan melakukan monitoring dan evaluasi kompetensi guru se-
cara berkala, termasuk pelatihan kualifikasi untuk naik jenjang. Keber-
hasilan guru Korea Selatan tidak hanya karena kualitas pendidikan awal, 
tetapi karena sistem seleksi yang ketat, evaluasi berkala, dan dukungan 
profesional berkelanjutan (Indartiningsih, 2023).

Di Eropa Barat dan Nordik (Finland, Swedia, Jerman, Belanda,  
Inggris), pendidikan guru relatif mapan dan telah lama terintegrasi dalam 
universitas. Banyak negara Eropa berusaha menyeimbangkan standar na-
sional (kompetensi guru, kurikulum minimum) dengan otonomi univer-
sitas dalam merancang program. Ini melahirkan perdebatan: sejauh mana 
guru harus menjadi “professional with academic freedom” versus “civil 
servant” yang patuh pada standar negara.

Guru sebagai pusat keberhasilan sistem pendidikan Finlandia, sebuah 
negara yang dalam beberapa dekade terakhir berhasil membangun salah 
satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Penulis menunjukkan bahwa ke-
berhasilan Finlandia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan negara yang 
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konsisten, kurikulum fleksibel, maupun kultur pendidikan yang kuat, 
tetapi terutama oleh tingginya kualitas profesi guru dan ketatnya pendi-
dikan calon guru. Profesi guru di Finlandia memiliki status sosial yang sa-
ngat tinggi, bahkan dipandang lebih terhormat dibanding profesi dokter 
atau insinyur. Di Finlandia, gaji guru sekitar 3.400 Euro (±42 juta rupiah 
per bulan) dan profesi ini dipandang prestisius karena proses seleksinya 
sangat ketat, guru memiliki kewenangan profesional yang luas, masya-
rakat memberikan penghargaan tinggi, guru terlibat dalam penyusunan 
kurikulum,dan guru dipercaya sebagai ahli pedagogik dan kurikulum, 
bukan sekadar pengajar. 

Pendidikan calon guru di Finlandia merupakan salah satu yang ter-
sulit di dunia. Hanya 10% calon terbaik dari lulusan sekolah menengah 
atas yang diterima di fakultas keguruan. Finlandia hanya menerima 
kandidat paling unggul secara akademis, membuat profesi guru men-
jadi pilihan nomor satu bagi lulusan SMA, bahkan lebih diminati da-
ripada kedokteran dan Teknik (Suyono, Prabowo, & Nurhuda, 2023). 
Semua guru diwajibkan memiliki gelar master (S2); sarjana (S1) tidak 
boleh mengajar, bahkan di SD. Calon guru menjalani training kompleks 
yang melibatkan guru senior sebagai mentor yang mencakup uji materi 
ajar, teknik mengajar, evaluasi kelas, penanganan masalah peserta didik.  
Finlandia menyediakan hingga tiga guru dalam satu kelas untuk memas-
tikan pendampingan optimal. Guru Finlandia mengajar hanya 4 jam per 
hari dan 592 jam per tahun, lebih rendah dari rata-rata OECD (703 
jam) (Suyono, Prabowo, & Nurhuda, 2023). Semua guru SD sampai 
SMA wajib bergelar magister, dan pendidikan guru sangat berbasis ri-
set. Seleksi masuk program guru sangat ketat dan hanya menerima calon 
dari kelompok akademik terbaik, dan kurikulum LPTK menekankan  
research-based teacher education dan pembelajaran aktif. 

Di beberapa negara Afrika, sistem pendidikan berkembang cepat 
pasca-kemerdekaan, tetapi kapasitas institut pendidikan guru tidak se-
banding dengan ledakan murid. Banyak negara menggunakan program 
upgrading dan kursus singkat untuk mengubah guru tak terlatih men-
jadi guru bersertifikat. Di beberapa negara (Afrika Selatan, Zimbabwe), 
pendidikan guru sudah sangat “universitisasi” dan mulai menuntut gelar 
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sarjana penuh (Karras & Wolhuter, 2010).. Di negara lain (Tanzania,  
Malawi, Rwanda), teacher training college dua atau tiga tahun masih 
menjadi jalur utama. Di Burundi, Sierra Leone, dan Sudan Selatan me-
nunjukkan bagaimana perang saudara dan konflik memusnahkan infra-
struktur pendidikan guru. Hal tersbeut membuat negara-negara tersebut 
fokusnya pada Upaya merekrut calon guru dari komunitas lokal, kursus 
intensif di kamp-kamp atau pusat pelatihan darurat, dan pelatihan pen-
didikan perdamaian dan rekonsiliasi sosial (Karras & Wolhuter, 2010).

Pendidikan guru di Singapore sangat terpusat di National Institute of 
Education (NIE). Calon guru direkrut melalui seleksi ketat oleh Kemen-
terian Pendidikan, dibiayai penuh (gaji/stipend dan beasiswa), dan di-
tempatkan ke berbagai jalur (Diploma, BA/BSc Education, Postgraduate 
Diploma in Education) sesuai kebutuhan negara. NIE menyusun kuri-
kulum initial teacher education, program magister pendidikan, serta pe-
latihan profesional bagi guru dalam jabatan untuk memastikan standar 
kualitas yang konsisten dengan kebutuhan sekolah nasional (Sclafani, 
2015; Bautista et al., 2015). Calon guru direkrut dari kelompok siswa 
berprestasi tinggi yang telah menyelesaikan A-Level, diploma politeknik, 
atau memiliki gelar sarjana. Proses seleksi ini memastikan hanya kandidat 
terbaik yang dapat memasuki profesi guru. Seluruh pendidikan guru di 
Singapura didanai negara, dan peserta mendapatkan tunjangan sekitar 
60% gaji guru selama masa studi. Setelah lulus, mereka terikat kontrak 
kerja selama tiga tahun sebagai upaya menjamin kesinambungan pela-
yanan profesional.

Pendidikan guru dilaksanakan melalui beberapa jalur:
1.	 Diploma in Education (2 tahun) bagi lulusan diploma atau A-Level 

untuk mengajar di sekolah dasar.
2.	 Postgraduate Diploma in Education (PGDE) selama 16 bulan hing-

ga dua tahun bagi pemegang gelar sarjana untuk mengajar di SD, 
SMP, atau pra-universitas.

3.	 Diploma in Special Education (DISE) bagi calon guru pendidikan 
khusus (MOE, 2024a–c).

Pendidikan guru di Thailand mengalami penguatan signifikan sete-
lah Reformasi Pendidikan 1999 yang menempatkan peningkatan mutu 
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guru sebagai agenda nasional. Salah satu fokus utama pemerintah ada-
lah memastikan bahwa seluruh guru memiliki kualifikasi akademik dan 
profesional yang memadai. Thailand menerapkan kebijakan bahwa guru 
harus memiliki kualifikasi minimal sarjana (bachelor degree) selama empat 
tahun, yang ditegaskan dalam kebijakan sertifikasi profesi mengajar un-
tuk guru tetap maupun kepala sekolah (Yunardi, 2014).

Untuk meningkatkan kualitas calon guru, pemerintah menyeleng
garakan program pendidikan guru lima tahun dengan dukungan bea
siswa penuh. Program ini dirancang untuk menarik calon guru terbaik 
dan memperkuat kompetensi pedagogik, akademik, dan profesional me-
reka. Di samping itu, mekanisme rekrutmen guru diselenggarakan secara 
terpusat dan transparan, sehingga para pelamar dapat memahami dengan 
jelas ketentuan akademik maupun administratif yang harus dipenuhi. 
Proses seleksi juga dilakukan secara serempak di berbagai daerah, dengan 
tujuan menjamin kesetaraan peluang serta standar kualitas bagi seluruh 
peserta (Yunardi, 2014). Peningkatan kompetensi guru tidak hanya ber-
henti pada tahap prajabatan. Thailand memiliki berbagai bentuk pelatih-
an berkelanjutan (in-service training) untuk guru, meliputi penguatan 
kompetensi bahasa Inggris, sains, matematika, dan teknologi. Misalnya, 
pelatihan guru bahasa Inggris dilaksanakan oleh English Resource and 
Instructional Centres (ERIC) bekerja sama dengan British Council dan 
lembaga terkait lainnya. Pelatihan ini menargetkan lima kategori standar 
nasional kompetensi guru bahasa Inggris, mulai dari linguistik hingga 
pengembangan profesional berkelanjutan (Yunardi, 2014)

Di Negara seperti Afghanistan, Pakistan, Bangladesh karena tekan-
an peningkatan akses pendidikan dasar serta keterbatasan sumber daya 
dan infrastruktur LPTK, maka dominasi program pelatihan jangka pen-
dek untuk guru yang belum berkualifikasi serta upaya bertahap melaku-
kan universitisasi dan standardisasi sertifikasi guru (Karras & Wolhuter, 
2010).

Di negara Amerika Latin (Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko) Isu 
utama yang muncul yang berkiatan ddengan guru adalah peningkatan 
kualitas guru melalui reformasi kurikulum LPTK, akreditasi nasional, 
dan program in-service berskala besar; sekaligus menghadapi ketimpang-
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an wilayah, gaji rendah, dan pengaruh politik lokal dalam rekrutmen 
guru. Dari Eropa hingga Asia, ada tren jelas untuk menjadikan pendi-
dikan guru sebagai pendidikan tinggi penuh (S1/S2), memperkuat basis 
ilmiah (riset pendidikan, evidence-based), dan menambah porsi praktik 
mengajar di sekolah.

Pendidikan guru di Inggris berada dalam konteks sistem pendidikan 
yang dinamis dan terus mengalami perubahan kebijakan. Profesi guru di 
Inggris diposisikan sebagai profesi berbasis gelar sarjana, sehingga seluruh 
calon guru wajib menyelesaikan pendidikan tinggi sebelum mengikuti 
program pendidikan profesi. Jalur utama untuk memasuki profesi ini 
adalah melalui Post Graduate Certificate in Education (PGCE), yakni 
program satu tahun yang menekankan kombinasi antara teori dan prak-
tik, serta menghasilkan status Newly Qualified Teacher (NQT) setelah 
lulus uji kompetensi (Lambert & Pachler, 2002). Program PGCE biasa-
nya dikelola universitas namun dilaksanakan melalui kemitraan antara 
perguruan tinggi dan sekolah, dengan ketentuan bahwa minimal dua 
pertiga dari waktu pembelajaran ditempuh dalam praktik mengajar di 
sekolah. Hal ini menunjukkan penekanan kuat pemerintah pada model 
school-based training, yang mengutamakan pengalaman langsung sebagai 
bekal kesiapan mengajar. Meski demikian, Lambert dan Pachler meni-
lai bahwa dominasi praktik lapangan sering kali mengurangi ruang bagi 
penguatan landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis yang sebelumnya 
menjadi ciri pendidikan guru tradisional (Lambert & Pachler, 2002).

Sejak 1990-an, pemerintah Inggris melakukan reformasi besar dengan 
menerapkan standardisasi kompetensi guru, mewajibkan calon guru me-
nguasai keterampilan literasi, numerasi, dan TIK sebelum memperoleh 
Qualified Teacher Status (QTS). Reformasi ini disertai pengawasan ketat 
melalui lembaga inspeksi seperti OFSTED, sehingga pendidikan guru 
menjadi lebih terukur namun juga dipandang terlalu teknokratis dan 
kurang memberi ruang bagi pengembangan kapasitas intelektual guru. 
Lambert dan Pachler mengkritik bahwa kebijakan standar ini bersifat 
preskriptif, mengurangi peran teori, dan mendorong guru menjadi seka-
dar pelaksana kurikulum (Lambert & Pachler, 2002) 

Berbagai insentif diberikan, seperti beasiswa PGCE dan golden hello, 
namun masalah struktural seperti beban kerja tinggi, kultur kompetitif, 
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dan tekanan akuntabilitas sering membuat guru baru meninggalkan pro-
fesi. Menanggapi hal ini, Institut Pendidikan Universitas London me-
ngembangkan inovasi seperti Master of Teaching (MTcg), yakni program 
pascasarjana yang mendukung guru pemula melalui pembelajaran reflek-
tif, riset berbasis kelas, dan pembentukan kapasitas profesional jangka 
panjang. Program ini dipandang sebagai contoh pendekatan yang lebih 
humanis dan berbasis pengetahuan dalam pendidikan guru (Lambert & 
Pachler, 2002). Pendidikan guru di Inggris sebagai bidang yang berada 
dalam ketegangan antara pendekatan teknokratis berbasis standar dan 
pendekatan akademik-reflektif yang menekankan otonomi profesional. 
Meski dipengaruhi kebijakan nasional yang kuat, ruang inovasi tetap ter-
buka melalui upaya institusi pendidikan tinggi untuk mengintegrasikan 
teori, penelitian, dan praktik reflektif dalam menyiapkan guru yang kom-
peten dan kritis.

B.	 Permasalahan Pendidikan Guru di Indonesia

Di Indonesia, guru diposisikan sebagai tenaga profesional yang memiliki 
peran kunci dalam pembangunan nasional di sektor pendidikan. Pene-
gasan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendefinisikan 
guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mencakup ke
giatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, ser-
ta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik pada jalur 
pendidikan formal. Regulasi ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi 
penguatan profesi guru, termasuk penetapan standar kualifikasi akade-
mik minimal S1 atau D4 serta kewajiban sertifikasi pendidik. Dalam 
kerangka Undang-Undang tersebut, pendidikan guru di Indonesia di-
arahkan untuk berada dalam sistem universitas berbasis riset, yang me-
nuntut dosen memiliki keseimbangan kompetensi akademik, kemampu-
an penelitian, dan keahlian pedagogis (Nugraha et al., 2024). Pendidikan 
guru di Indonesia berada dalam dinamika transisi dari lembaga pelatihan 
guru tradisional menuju universitas berbasis riset yang menuntut pen-
didik guru menguasai peran multipel. Tantangan terbesar bukan hanya 
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pada integrasi peran mengajar dan meneliti, tetapi juga pada kebutuhan 
memperkuat kompetensi profesional agar mampu menghasilkan calon 
guru sains yang berkualitas di tengah tuntutan akademik dan institusio-
nal yang terus berkembang.

Undang-undang tersebut merumuskan empat kompetensi utama 
yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, so
sial, dan profesional. Keempat kompetensi ini menandai pergeseran para-
digma guru dari sekadar pelaksana kurikulum menjadi profesional yang 
reflektif, beretika, dan mampu berkomunikasi serta berkolaborasi secara 
efektif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Dokumen-
dokumen kebijakan dan naskah akademik tentang akreditasi LPTK juga 
menekankan bahwa guru abad ke-21 harus menjadi lifelong learner yang 
terus mengembangkan diri seiring perubahan ilmu pengetahuan, tekno-
logi, dan kebutuhan peserta didik.

UU ini menaikkan standar profesional guru melalui peningkatan 
kualifikasi akademik dan program sertifikasi, sekaligus mengubah status 
guru menjadi profesi yang diakui secara formal (Suryani, 2020, hlm. 3). 
Guru didefinisikan sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki 
tanggung jawab utama dalam proses pendidikan, mulai dari mendidik, 
mengajar, membimbing, dan mengarahkan, hingga melatih, menilai, ser-
ta mengevaluasi peserta didik dari jenjang PAUD sampai pendidikan me-
nengah. Penerapan UU tersebut meningkatkan minat lulusan SMA un-
tuk memasuki program pendidikan guru. Kenaikan gaji melalui tunjang-
an profesi menjadikan profesi guru lebih menarik dibanding sebelum-
nya namun justru memunculkan oversupply calon guru, karena jumlah 
mahasiswa pendidikan guru meningkat lebih cepat daripada kebutuhan 
tenaga pendidik nasional (Suryani, 2020, hlm. 4). Meski demikian, tidak 
adanya standar seleksi nasional pada penerimaan mahasiswa pendidikan 
guru membuat proses rekrutmen calon guru kurang terkendali dan ber-
variasi di tiap universitas

Guru di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai tenaga profesional 
yang bertanggung jawab untuk mengajar, mendidik, membimbing, me-
latih, dan mengevaluasi peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Ta-
hun 2005 menegaskan bahwa guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, 
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tetapi merupakan profesi yang memiliki kode etik, kompetensi, dan stan-
dar kualifikasi akademik minimum S1/D4. Peran guru kemudian ber-
kembang mengikuti tuntutan abad ke-21 yang memerlukan kemampuan 
pedagogik, profesionalitas, literasi digital, kreativitas, serta kemampuan 
berkolaborasi dalam pembelajaran (Kemendiknas, 2005).

Secara historis, pendidikan guru di Indonesia mengalami perkem-
bangan panjang. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial men-
dirikan kweekschool dan lembaga sejenis untuk menyiapkan guru pri-
bumi, yang sekaligus menjadi instrumen politik etis dan kontrol sosial. 
Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendirikan berbagai lembaga 
pendidikan guru, seperti Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah 
Guru Olahraga (SGO), serta menyelenggarakan beragam kursus kegur-
uan—termasuk program B I dan B II—sebagai upaya memenuhi ke-
butuhan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Pada 
dekade 1960–1970-an lahir lembaga pendidikan tenaga kependidikan 
(LPTK) dalam bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
yang secara khusus memfokuskan diri pada pendidikan guru dan tenaga 
kependidikan. Sejak akhir 1990-an, banyak IKIP dikonversi menjadi 
universitas (misalnya UPI, UNY, UNNES, UNM), namun tetap me-
megang mandat utama sebagai LPTK dengan penekanan pada pendi-
dikan profesi guru. Secara keseluruhan, perkembangan profesi guru di  
Indonesia merupakan perjalanan panjang dari kursus-kursus guru pasca-
kemerdekaan menuju pendidikan guru profesional modern yang berbasis 
standar kompetensi nasional dan praktik baik internasional. Tantangan 
ke depan mencakup peningkatan mutu LPTK, pemerataan kualitas guru 
di seluruh daerah, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dina-
mika pendidikan global. Namun demikian, fondasi historis dan regulasi 
yang ada memberikan pijakan kuat untuk terus meningkatkan profesio-
nalisme dan kualitas pendidikan guru di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan, transformasi IKIP menjadi universitas (1999) 
menjadikan pendidikan guru terintegrasi dalam fakultas pendidikan dan 
fakultas lain, seperti Fakultas Bahasa dan Seni atau FMIPA, yang me-
nawarkan program studi kependidikan dan nonkependidikan. Lulusan 
nonkependidikan tetap dapat menjadi guru, tetapi harus mengikuti Pen-
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didikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat sertifikasi. Meskipun jumlah 
institusi pendidikan guru meningkat pesat (dari 90 pada 2005 menjadi 
421 pada 2016), hanya sebagian kecil yang terakreditasi “A”, sehingga 
kualitas penyelenggaraan pendidikan guru menjadi perhatian serius  
(Suryani, 2020, hlm. 5).

Memasuki era reformasi, penguatan profesi guru dilakukan melalui 
serangkaian kebijakan, terutama UU Sisdiknas 2003 dan UU Guru dan 
Dosen 2005, diikuti program sertifikasi guru dalam jabatan dan pendi-
dikan profesi guru (PPG) sebagai jalur utama pendidikan guru pra-jabat-
an. Skema pendidikan guru lalu mengarah pada pola “S1/D4 + PPG”, 
dengan kurikulum yang mengintegrasikan penguasaan materi bidang 
studi, pedagogi, serta praktik pengalaman lapangan di sekolah mitra. 
Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi kebi-
jakan profesi guru masih menghadapi persoalan, seperti disparitas mutu 
LPTK, ketimpangan akses sertifikasi, dan belum meratanya budaya riset 
di kalangan guru (Darmawan, 2020). Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
saat ini menjadi jalur utama mempersiapkan guru prajabatan dengan 
pendekatan kurikulum yang terintegrasi antara teori, praktik lapangan, 
dan refleksi pedagogis.

Pendidikan guru di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar:
1.	 Kualitas lulusan pendidikan guru tidak merata.
2.	 Seleksi masuk LPTK belum ketat, sehingga banyak mahasiswa ma-

suk karena alasan kerja, bukan panggilan profesi.
3.	 Pengalaman praktik terbatas, kurang intensif dibanding standar 

internasional.
4.	 Evaluasi guru tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
5.	 Monitoring dan pemetaan kompetensi guru belum komprehensif.

Data menunjukkan masih banyak guru yang belum mengikuti PPG; 
dari 3,37 juta guru, baru 90.006 mengikuti program PPG dalam Jabatan. 
Hasil survei UNESCO (GEM Report 2016) dan hasil UKG 2015–2017 
menunjukkan kompetensi guru Indonesia masih rendah dan belum men-
capai standar. Hal ini berimplikasi langsung pada rendahnya hasil PISA 
Indonesia tahun 2018. Persoalan pendidikan guru di Indonesia bukan 
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hanya terletak pada kekurangan kompetensi individual, tetapi juga pada 
konteks sosial-budaya dan struktur kelembagaan. Di Papua, misalnya, 
pendidikan guru menghadapi persoalan multidimensi: minimnya guru 
berkualifikasi, tingkat absensi guru yang tinggi, kesenjangan fasilitas, 
ketidakpahaman guru transmigran terhadap konteks budaya lokal, ser-
ta rendahnya pemerataan akses pendidikan (Allen et al., 2017). Kondisi 
ini memperlihatkan bagaimana pendidikan guru sangat bergantung pada 
konteks lokal yang kompleks.

Indonesia selama beberapa dekade mengandalkan berbagai pro-
yek pengembangan profesional guru yang dibiayai lembaga internasio
nal, seperti Bank Dunia dan AusAID. Namun, penelitian besar oleh  
Thair dan Treagust (2003) menunjukkan bahwa program pelatihan guru 
di Indonesia sering gagal karena keterbatasan fasilitas, budaya sekolah 
yang tidak mendukung, dan ketidaksesuaian materi pelatihan dengan 
realitas kelas. Allen et al. (2017) mengonfirmasi temuan ini: guru di  
Indonesia kerap kembali pada metode lama karena pelatihan yang dite
rima tidak mampu mengubah habitus profesional mereka.

Terdapat program pengembangan guru Papua yang dilakukan di  
Australia (offshore program). Berbeda dengan pelatihan di dalam negeri, 
program ini memaksa guru mengalami “displacement”—suatu pemutus-
an sementara dari budaya mengajar lama. Pengalaman belajar langsung 
dalam konteks profesional asing memungkinkan guru Papua mengem-
bangkan perspektif pedagogis baru yang lebih konstruktif dan berpusat 
pada siswa (student-centered learning), tanpa menghapus otoritas formal 
guru yang penting dalam budaya lokal (Allen et al., 2017). Ada per
ubahan signifikan pada guru setelah 18 bulan kembali ke sekolah ma-
sing-masing. Mereka menunjukkan peningkatan kompetensi pedagogis, 
kualitas interaksi dengan siswa, peningkatan rasa profesionalisme, hingga 
kemampuan reflektif yang sebelumnya jarang berkembang di lingkungan 
kerja mereka. Perubahan ini dikaitkan dengan transformasi habitus—se-
buah konsep Bourdieuian yang menekankan perubahan identitas pro-
fesional melalui pengalaman konkret dan pembelajaran bersama dalam 
konteks baru (Roth & Tobin, 2002).

Pendidikan guru dalam konteks Indonesia membutuhkan pendekat-
an yang tidak sekadar menambah teknik mengajar, tetapi juga memfa-
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silitasi transformasi profesional yang mendalam melalui pengalaman 
bermakna, kolaboratif, dan kontekstual. Program offshore memperlihat-
kan bahwa perubahan pedagogis dapat terjadi bila guru diberikan ruang 
untuk mengalami dan memaknai praktik pendidikan berkualitas dalam 
konteks budaya sekolah yang berbeda. Reformasi pendidikan guru tidak 
dapat bergantung pada proyek kecil dan mahal seperti ini. Tantangan ke 
depan adalah bagaimana Indonesia mereplikasi komponen kunci trans-
formasi ini, refleksi kritis, kolaborasi profesional, pengalaman mengajar 
dalam budaya kualitas tinggi, dan dukungan kelembagaan—ke dalam 
skala yang lebih luas, terutama dalam konteks pendidikan guru prajabat-
an dan dalam jabatan.

Pendidikan guru di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, 
tetapi reformasi yang mengutamakan perubahan cara pandang, bukan 
hanya metode, berpotensi menghasilkan dampak lebih berkelanjutan. 
Studi kasus guru Papua memperlihatkan bahwa perubahan pedagogis 
dapat tercapai ketika guru diberikan pengalaman pembelajaran yang in-
tensif, terstruktur, dan mendalam—yang mendorong mereka mengkon-
struksi ulang makna mengajar dan identitas profesionalnya.

Salah satu pendekatan yang semakin menonjol dalam wacana pen-
didikan guru global maupun di Indonesia adalah lesson study (LS).  
Baumfield dan kolega (2022), melalui tinjauan internasional terhadap 
penggunaan lesson study dalam pendidikan guru awal, menunjukkan 
bahwa LS merupakan bentuk praktik teacher inquiry kolaboratif yang 
menggabungkan pengetahuan kurikulum, teori pembelajaran, dan peng-
alaman lapangan melalui siklus study–plan–teach–review. LS membantu 
calon guru menjembatani kesenjangan antara teori di kampus dan prak-
tik di kelas, memperkuat kemampuan observasi terhadap proses belajar 
siswa, dan membangun budaya refleksi kolektif. 

Di Indonesia, LS diperkenalkan secara sistematis melalui proyek kerja 
sama Indonesia–Jepang seperti IMSTEP pada awal 2000-an, terutama 
untuk pengembangan guru matematika dan sains. Penelitian-peneliti-
an lanjutan menunjukkan bahwa LS efektif meningkatkan kemampu-
an pedagogik guru dan membangun komunitas belajar guru di sekolah 
maupun MGMP (Harputra, & Ramadhani, 2021; Saito, 2006). Ber-
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bagai program pengabdian dan pelatihan juga menggunakan LS untuk 
meningkatkan profesionalisme guru dan menguatkan budaya refleksi, 
misalnya pelatihan LS bagi guru sekolah dasar dan menengah di berba-
gai daerah (Harputra, & Ramadhani, 2021). Lebih baru lagi, LS mulai 
diintegrasikan dalam pendidikan guru pra-jabatan, termasuk pada prog
ram pendidikan biologi di LPTK, untuk menumbuhkan keterampilan 
merancang, mengamati, dan merevisi pembelajaran berbasis data kelas 
(Suryawati et.al., 2024). 

Dengan demikian, gambaran tentang guru dan pendidikan guru di 
Indonesia saat ini adalah sebuah medan yang terus bergerak: dari wa-
risan kolonial menuju profesi modern yang diikat oleh standar hukum 
dan etika, dari model pendidikan guru yang berorientasi pada transmisi 
materi menuju pendidikan guru yang menekankan refleksi, kolaborasi, 
dan riset. Tantangan yang dihadapi—mulai dari mutu LPTK yang be-
lum merata, sistem sertifikasi dan PPG yang belum sepenuhnya inklusif, 
hingga tuntutan kurikulum Merdeka Belajar—membutuhkan penguat-
an paradigma guru sebagai profesional riset dan pebelajar sepanjang ha-
yat. Mengembangkan pendidikan guru yang research-rich, berakar pada 
konteks Indonesia namun terbuka pada praktik baik internasional, serta 
memanfaatkan pendekatan seperti lesson study, menjadi kunci untuk 
membangun generasi guru yang mampu memimpin pembelajaran ber-
makna bagi peserta didik di abad ke-21.

Pendidikan guru di Indonesia masih cenderung teknokratis mene-
kankan kompetensi kognitif dan teknis namun kurang memberi ruang 
bagi pengembangan nilai kemanusiaan, refleksi moral, keadilan sosial, 
dan empati. Padahal, profesi guru menuntut lebih dari sekadar kemam-
puan mengajar; guru dituntut memiliki kepekaan etis dan tanggung ja-
wab sosial, terutama karena mereka bekerja dalam konteks masyarakat 
yang majemuk dan sarat persoalan sosial-budaya (Nadlir et.al., 2025). 
Perlu desain kurikulum pendidikan guru yang humanizing, yaitu kuri-
kulum yang menempatkan nilai martabat manusia, dialog, keberagaman 
budaya, serta refleksi kritis sebagai inti pembelajaran. Bagi calon guru 
madrasah, dimensi etik ini menjadi lebih penting karena pembelajar-
an madrasah mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai 
keagamaan, sehingga guru harus mampu menjembatani ranah moral, 
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sosial, dan saintifik dalam pengambilan keputusan professional (Nadlir  
et.al., 2025).

Humanizing Curriculum Model yang dirancang untuk memperkuat 
tiga kompetensi utama calon guru: tanggung jawab (responsibility), pe-
nilaian moral (moral judgment), dan berpikir kritis (critical thinking). 
Ketiga kompetensi ini dianggap esensial bagi guru di abad ke-21, khusus-
nya dalam menghadapi isu-isu sosio-scientific seperti perubahan iklim, 
etika digital, dan ketidakadilan pendidikan. Model ini memiliki empat 
fase pembelajaran: issue exposure, ethical dialogue, individual reflection, 
dan action-oriented response, yang seluruhnya bertujuan menumbuhkan 
guru yang reflektif, etis, dan bertanggung jawab secara sosial (Nadlir 
et.al., 2025). 

Penelitian tentang motivasi guru di Indonesia masih minim, terutama 
pada level nasional dan pada guru mata pelajaran selain bahasa. Penelitian 
sebelumnya cenderung terbatas dari segi desain maupun lokasi, sehingga 
kurang mampu menggambarkan kondisi guru Indonesia secara menye-
luruh. Karena itu, studi Irnidayanti et al. (2020), yang melibatkan 315 
guru dari 28 sekolah di 13 provinsi, memberikan gambaran lebih luas 
tentang bagaimana motivasi guru berhubungan dengan praktik mengajar 
mereka di kelas 

Guru Indonesia memiliki profil motivasi yang beragam dan menun-
jukkan tingkat motivasi otonom yang relatif tinggi, yaitu dorongan in-
ternal untuk mengajar berdasarkan minat dan nilai pribadi serta tingkat 
motivasi terkendali yang moderat, yang bersumber dari tekanan eksternal 
seperti kewajiban institusi. Motivasi otonom terbukti berhubungan posi-
tif dengan beberapa aspek perilaku mengajar yang efektif, terutama ma-
najemen kelas dan kejelasan instruksi. Guru yang lebih otonom cende-
rung mampu mengelola kelas dengan lebih baik, memberikan penjelasan 
yang jelas, serta sedikit berkontribusi pada diferensiasi pembelajaran dan 
strategi belajar (Irnidayanti et al., 2020). Sebaliknya, motivasi terken
dali tidak memiliki hubungan signifikan dengan perilaku mengajar guru. 
Hal ini menunjukkan bahwa dorongan mengajar yang berasal dari te-
kanan eksternal tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kualitas praktik 
mengajar. Temuan ini penting bagi pendidikan guru di Indonesia karena 
menekankan perlunya menumbuhkan motivasi internal calon guru sejak 
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masa pendidikan awal maupun selama pengembangan profesional me
reka di sekolah (Irnidayanti et al., 2020) 

Dalam konteks motivasi, penelitian menemukan bahwa sebagian be-
sar mahasiswa pendidikan guru—lebih dari 80%—berniat menjadi guru 
setelah lulus. Motivasi yang paling menonjol ialah nilai sosial seperti ke-
inginan berkontribusi bagi masyarakat, membentuk masa depan anak, 
dan bekerja dengan anak-anak (Suryani, 2020, hlm. 8). Faktor intrin-
sik, pengalaman belajar positif, serta dorongan agama juga sangat kuat, 
terutama pada mahasiswa pendidikan guru di universitas negeri. Seba-
liknya, program studi Pendidikan Bahasa Inggris menunjukkan tingkat 
motivasi terendah—kemungkinan karena peluang karier non-guru lebih 
luas di bidang tersebut (Suryani, 2020, hlm. 9–10).

Penelitian menunjukan guru di sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa 
cenderung menunjukkan kualitas perilaku mengajar yang lebih rendah 
dibandingkan guru di Jawa, sementara guru di sekolah swasta cenderung 
tampil lebih baik daripada guru di sekolah negeri. Kondisi ini mencer-
minkan perbedaan fasilitas, pelatihan, dan lingkungan kerja. Bagi pendi-
dikan guru, temuan ini menegaskan pentingnya pemerataan mutu serta 
pemberian pelatihan yang menumbuhkan motivasi otonom dan praktik 
mengajar efektif di berbagai wilayah Indonesia (Irnidayanti et al., 2020). 
Untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia, pendidikan guru dan 
pengembangan profesional harus berfokus pada penguatan motivasi oto-
nom, kesadaran pedagogis, serta praktik mengajar berbasis bukti. Guru 
yang memiliki motivasi intrinsik lebih tinggi terbukti lebih efektif dalam 
membangun kelas yang terstruktur, jelas, dan mendukung pembelajaran 
siswa.

Meskipun jumlah guru di Indonesia sangat besar dan terus mening-
kat, persoalan mutu dan ketidakseimbangan distribusi masih menjadi 
masalah struktural yang signifikan (Kusumawardhani, 2017). Jumlah 
guru tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kuali-
tas pembelajaran. Salah satu alasan utama ialah ketidaksesuaian antara 
kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan, terutama 
di daerah terpencil. Selain itu, terdapat ketimpangan besar antara daerah 
perkotaan dan pedesaan, di mana kota-kota besar memiliki surplus guru, 
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sedangkan wilayah terpencil mengalami kekurangan guru berkompeten 
(Kusumawardhani, 2017). Aspek status kepegawaian guru, termasuk per-
bedaan signifikan antara guru berstatus PNS dan non-PNS. Guru PNS 
umumnya memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan, insentif, dan ja-
minan karier, sedangkan guru non-PNS sering menghadapi keterbatasan 
fasilitas dan pendapatan, yang pada akhirnya memengaruhi motivasi dan 
kualitas pengajaran (Kusumawardhani, 2017).

Status guru di Indonesia dipengaruhi oleh nilai budaya dan agama. 
Masyarakat memandang guru sebagai profesi mulia (noble profession) 
dan figur panutan, sejalan dengan tradisi Islam dan agama lainnya yang 
menghormati kedudukan pendidik (Suryani, 2020, hlm. 3). Walaupun 
secara sosial guru dihormati, secara objektif posisi guru seringkali ber
ada di bawah profesi lain, terlihat dari rendahnya kompetensi pedagogik, 
rendahnya gaji bagi guru honorer, dan lemahnya jaminan karier (Chang 
et al., 2014; Suryani, 2020). dinamika pekerjaan guru, termasuk bera-
gam status kepegawaian seperti PNS, guru kontrak pemerintah daerah, 
dan guru honorer. Guru kontrak dan non-PNS umumnya menghadapi 
rendahnya keamanan kerja dan pendapatan, yang mendorong banyak 
guru mengambil pekerjaan kedua untuk mencukupi kebutuhan hidup  
(Suryani, 2020, hlm. 3). Kondisi ini berkaitan erat dengan tingginya 
tingkat teacher absenteeism di Indonesia.

C.	 Guru Sebagai Profesi

Upaya peningkatan mutu guru di Indonesia terus dilakukan secara ber-
kelanjutan karena guru merupakan aktor kunci dalam menentukan ke-
berhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk terus me-
ngembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya seiring dengan 
perubahan zaman. Wardiman Joyo Negoro (dalam Mulyasa, 2011, hlm. 
3) menyatakan bahwa terdapat setidaknya tiga unsur pokok yang perlu 
diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar mampu meningkat-
kan kualitas sumber daya manusia, yaitu ketersediaan sarana dan pra-
sarana, buku yang bermutu, serta keberadaan guru yang profesional. 
Pandangan tersebut menegaskan bahwa terwujudnya pendidikan yang 
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berkualitas sangat bergantung pada peran guru sebagai salah satu faktor 
utama. Hal ini semakin relevan mengingat fungsi dan tanggung jawab 
guru terus mengalami perkembangan; menjadi pendidik di era sekarang 
tentu berbeda dengan satu atau dua dekade sebelumnya. 

Kebutuhan peserta didik yang semakin beragam—baik di dalam ma-
upun di luar kelas—terus mengalami peningkatan, seiring dengan per
ubahan kurikulum yang berlangsung secara berkelanjutan serta tuntutan 
untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Di sisi lain, 
ruang lingkup tanggung jawab guru juga kian meluas, mencakup inter-
aksi dengan orang tua, keterlibatan dengan masyarakat, serta kolaborasi 
dengan sesama pendidik untuk pengembangan proses pembelajaran. 
Dinamika tersebut mendorong pergeseran peran guru dari sekadar pe-
laksana tugas mengajar menjadi profesi yang menuntut kompetensi dan 
profesionalisme yang tinggi. 

Sebagai negara dengan hampir tiga hingga empat juta guru, Indonesia 
menghadapi kompleksitas luar biasa dalam mengelola profesi pendidikan 
ini (Chang et al., 2014, hlm. 1). Guru tersebar di sekolah negeri, swasta, 
dan madrasah dengan status pegawai negeri maupun honorer. Besarnya 
jumlah tersebut membuat guru menjadi salah satu kelompok profesio
nal paling berpengaruh sekaligus paling menentukan dalam kualitas 
pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, guru lebih dipandang seba-
gai aparatur negara, bukan sebagai profesional yang otonom. Identitas 
guru dilekatkan pada identitas pegawai negeri, sehingga orientasi kerja 
lebih diarahkan ke kepatuhan terhadap birokrasi daripada inovasi peda-
gogis (Chang et al., 2014, hlm. 13–14). Hal ini sejalan dengan analisis 
Bjork tentang guru Indonesia yang cenderung menjalankan instruksi pu-
sat secara mekanis tanpa ruang untuk pengembangan profesional yang  
mandiri.

Perubahan signifikan mulai terjadi ketika pemerintah memperluas ak-
ses pendidikan pada 1970–1980-an. Pembangunan ribuan sekolah baru 
menyebabkan kebutuhan guru meningkat drastis, sehingga banyak guru 
direkrut dengan pelatihan minimal. Dampaknya, kualitas kompetensi 
pedagogik dan penguasaan mata pelajaran turun (Chang et al., 2014, 
hlm. 14–16). Situasi ini kemudian berkontribusi pada menurunnya sta-
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tus sosial guru dan meningkatnya pekerjaan sampingan akibat rendahnya 
kesejahteraan. Memasuki awal abad ke-21, berbagai problem seperti mu-
rahnya kualitas pembelajaran, ketimpangan distribusi guru, serta rendah-
nya kompetensi menjadi latar belakang munculnya reformasi besar me-
lalui UU Guru dan Dosen 2005. Undang-undang ini dirancang untuk 
“mereprofesionalisasi” guru melalui berbagai kebijakan: standar kompe-
tensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; sertifikasi profesi; 
peningkatan kualifikasi minimal sarjana (S1); hingga pengembangan 
profesional berkelanjutan (Chang et al., 2014).

Sejak diberlakukannya UU Guru dan Dosen 2005, guru mengalami 
perubahan besar dalam sistem pendidikan dan profesinya, terutama ter-
kait kualifikasi akademik, sertifikasi guru, promosi dan jenjang karier, 
kenaikan kesejahteraan, dan kewajiban mengikuti pengembangan profe-
sional berkelanjutan (TPD). Kebijakan ini menciptakan kebutuhan besar 
akan peningkatan kapasitas guru di seluruh Indonesia, yang jumlahnya 
sangat besar. Dengan jumlah lebih dari 2,6 juta guru tahun 2013 yang 
tersebar di lebih dari 10.000 pulau, penyediaan pelatihan konvensional 
menjadi sangat sulit. Banyak guru di wilayah terpencil memerlukan wak-
tu berhari-hari untuk mencapai pusat pelatihan. Akibatnya, guru diha-
dapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan standar baru 
yang lebih tinggi, namun pada saat yang sama menghadapi keterbatasan 
struktural, geografis, dan kultural.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menghadirkan orientasi dan 
paradigma baru dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya dalam 
upaya memperkuat profesionalisme guru. Dalam Pasal 1 ayat (1) un-
dang-undang tersebut, guru didefinisikan sebagai tenaga pendidik pro-
fesional yang memiliki tanggung jawab utama mencakup kegiatan men-
didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta melakukan 
penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan 
anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan mene-
ngah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, status sebagai guru profesional 
mensyaratkan pemenuhan sejumlah kriteria, antara lain kualifikasi aka-
demik, kompetensi, kepemilikan sertifikat pendidik, kondisi kesehatan 
jasmani dan rohani, serta kapasitas untuk mendukung pencapaian tujuan 
pendidikan nasional. 
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1.	 Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Guru-guru di daerah terpencil sering kali harus menghabiskan waktu 
berhari-hari untuk mencapai pusat pelatihan, sementara guru di kota 
menghadapi beban administratif yang berat sehingga sulit meluang-
kan waktu untuk mengembangkan diri. Tantangan ini diperparah oleh 
model TPD yang selama ini cenderung top-down: materi, jadwal, dan 
instruktur ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah. Akibatnya, banyak 
pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata guru, tidak menyentuh 
persoalan di kelas, dan tidak didukung oleh lingkungan sekolah.

Kualitas guru sangat dipengaruhi oleh mutu pendidikan guru dan sis-
tem rekrutmennya. Oleh karena itu, ia merekomendasikan peningkatan 
seleksi masuk pendidikan guru, penguatan program induksi dan PPG, 
serta peningkatan kualitas institusi pendidikan guru sebagai langkah 
strategis untuk membangun tenaga pendidik Indonesia yang profesional 
dan berdaya saing global. LPTK memiliki tanggung jawab moral un-
tuk mendesain model pendidikan guru yang mampu menjawab tujuan 
pendidikan nasional, yaitu menghasilkan manusia beriman, berakhlak, 
berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pen-
didikan guru, LPTK tetap memegang peran utama sebagai institusi yang 
bertanggung jawab menghasilkan tenaga pendidik. Berbagai regulasi pe-
merintah seperti Undang-Undang Guru dan Dosen 2005, Permendiknas 
No. 16/2007 tentang standar kompetensi guru, serta Permendiknas ta-
hun 2009 mengenai PPG Prajabatan dan sertifikasi guru memperlihat-
kan bahwa pendidikan guru diarahkan untuk menghasilkan guru yang 
kompeten, profesional, dan berkarakter (Faridah, 2013). Banyaknya 
model PPG seperti PPGT, SM-3T, dan PPG Kolaboratif menunjukkan 
bahwa tuntutan terhadap kualitas guru semakin meningkat.

Pendidikan guru tidak cukup hanya memberi pengetahuan tentang 
konten dan cara mengajar. Calon guru memerlukan kemampuan ber-
pikir kritis (Grant, 2008), kemampuan memfasilitasi belajar (Ball &  
Forzani, 2009), serta pemahaman budaya lokal (Corbett, 2010). Oleh 
karena itu, kurikulum PPG yang terlalu berfokus pada penguasaan ma-
teri dan teknik mengajar dinilai belum memadai. Selain itu, program 
praktikum seperti PPL perlu diarahkan pada keterampilan yang lebih 
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luas, seperti komunikasi, respon terhadap siswa, kemampuan refleksi, 
dan pembuatan soal (Ball & Forzani, 2009).

Kebijakan reformasi pendidikan di Indonesia membutuhkan penata
an ulang sistem pengelolaan guru, mulai dari rekrutmen, distribusi, kuali
fikasi, hingga pengembangan profesional berkelanjutan. Banyak guru 
yang belum memenuhi kualifikasi minimal, sehingga perlu adanya upaya 
peningkatan berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, serta program 
pendidikan lanjutan. Namun, efektivitas berbagai program peningkat-
an kompetensi sering kali rendah karena pelaksanaan yang tidak merata, 
kualitas pelatih yang bervariasi, dan kurangnya sistem evaluasi berbasis 
kinerja (Kusumawardhani, 2017).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan bahwa guru 
wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 
pendidik sekaligus agen pembelajaran. Kualifikasi akademik tersebut di-
peroleh melalui pendidikan tinggi pada jenjang sarjana (S1) atau diplo-
ma empat (D-IV) yang relevan dengan bidang tugas keguruan. Persya-
ratan akademik bagi guru ini terus mengalami perubahan dan pening-
katan seiring dinamika kebijakan pendidikan, yang dapat ditelusuri sejak 
lembaga-lembaga awal pencetak guru, seperti KPKPKB (Kursus Pengajar 
untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar) yang dibentuk untuk 
mendukung pelaksanaan program wajib belajar.

Pada tahun 1953, program tersebut diubah menjadi Sekolah Guru B 
(SGB), kemudian berkembang menjadi Sekolah Guru A (SGA) empat 
tahun kemudian, dan pada tahun 1964 dilebur ke dalam Sekolah Pen-
didikan Guru (SPG). Selanjutnya, pada 1989, kualifikasi lulusan diting-
katkan ke jenjang Diploma II (D-II). Dalam perkembangannya, IKIP 
tidak hanya menyelenggarakan program D-II, D-III, dan S1, tetapi juga 
membuka pendidikan magister (S2) dan doktor (S3). Transformasi lebih 
lanjut terjadi pada tahun 1999 ketika IKIP beralih status menjadi uni-
versitas yang menghasilkan lulusan baik di bidang kependidikan maupun 
non-kependidikan. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
mengenai Standar Nasional Pendidikan, profesi guru diposisikan sebagai 
pekerjaan profesional yang mensyaratkan kualifikasi akademik minimal 
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S1 atau D-IV, kelulusan pendidikan profesi guru, serta kepemilikan ser-
tifikat pendidik. Penerapan ketentuan ini membawa konsekuensi pada 
dihapusnya Akta Kependidikan IV (Akta IV) sebagai dasar perizinan 
mengajar. Dengan dihapuskannya Akta IV ini nampaknya para peme-
gang kebijakan pendidikan pada saat ini akan mengubah dari sistem con-
current menjadi sistem consecutive seperti yang diungkapkan oleh Nana 

Menurut Syaodih Sukmadinata (2007), penambahan skema conse-
cutive sebagai pengayaan dalam sistem pendidikan guru masih dapat 
diterima, namun menggantikan sepenuhnya sistem yang ada justru ber-
potensi menimbulkan risiko besar terhadap keberlangsungan sistem pen-
didikan nasional. Ia menegaskan bahwa meskipun pendekatan concur-
rent yang selama ini diterapkan masih memiliki berbagai kelemahan, hal 
tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk segera mengadopsi mo-
del baru yang belum tentu sesuai dengan konteks Indonesia. Atas dasar 
itu, hingga kini terus dilakukan berbagai uji coba terhadap model-model 
pendidikan guru, khususnya pada jalur prajabatan, terutama setelah di-
hapuskannya Akta IV sebagai lisensi mengajar. 

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang diseleng
garakan pemerintah dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan 
ketersediaan guru, baik dari sisi jumlah maupun mutu, sehingga penye-
lenggaraan layanan pendidikan dapat berlangsung secara optimal dan 
mendukung terwujudnya Profil Pelajar Pancasila—beriman, berkebi-
nekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. 
Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru pendidik Indonesia 
yang memiliki panggilan profesional, komitmen keteladanan, kecintaan 
terhadap profesi, serta semangat belajar sepanjang hayat.

PPG Prajabatan diperuntukkan bagi lulusan sarjana, sarjana terapan, 
dan diploma empat, baik dari jalur kependidikan maupun nonkepen-
didikan, sebagai syarat memperoleh Sertifikat Pendidik. Pelaksanaannya 
diawali dengan proses seleksi, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian 
pendidikan profesi selama dua semester yang mencakup perkuliahan, 
praktik kerja lapangan, proyek kepemimpinan, serta pendampingan aka-
demik dan profesional. 
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Struktur kurikulum PPG Prajabatan saat ini disusun atas beberapa 
komponen utama. Pertama, terdapat 32 SKS mata kuliah inti yang ber-
sifat wajib dan harus diselesaikan mahasiswa sebagai syarat kelulusan 
program. Kedua, tersedia 4 SKS mata kuliah selektif yang dapat dipilih 
mahasiswa dari sejumlah mata kuliah pilihan yang telah ditetapkan se
cara nasional oleh LPTK penyelenggara PPG. Ketiga, terdapat 2 SKS 
mata kuliah elektif yang dapat diambil dari daftar mata kuliah pilihan 
nasional atau dari mata kuliah yang dikembangkan secara mandiri oleh 
perguruan tinggi. Keempat, program ini mencakup Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL), yang terdiri atas PPL I sebesar 6 SKS, dengan fokus 
pada penguatan kompetensi pemahaman peserta didik, proses pembela-
jaran, serta prinsip-prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif melalui 
kegiatan observasi dan praktik langsung di sekolah.

Hasil pengalaman praktik pembelajaran di sekolah dijadikan bahan 
diskusi pada kedua mata kuliah tersebut di kampus. Sedangkan PPL II 
terdiri dari 8 SKS yang menitikberatkan penguatan kompetensi mata ku-
liah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang efektif II serta Pembelajaran 
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Sosial Emosional; (5) Seminar Pendidikan Profesi Guru yang menekan-
kan untuk mendorong mahasiswa menemukan teaching philosophy-nya 
masing-masing dengan memberikan pertanyaan panduan di setiap sesi 
perkuliahan. Selain itu mahasiswa didorong untuk mengumpulkan arte-
fak setiap mata kuliah sejak semester 1 dan 2. Pelaksanaan mata kuliah 
ini dilaksanakan di semester 2 bersama dosen pembimbing seminar, bia
sanya setiap dosen membimbing 5–6 mahasiswa; (6) Projek Kepemim-
pinan dilaksanakan di semester 1 dan 2 dengan kegiatan perkuliahan ter-
diri dari Orientasi, Perencanaan, UTS, Pelaksanaan, Pelaporan dan UAS. 

Pada tahap akhir perkuliahan, peserta PPG Prajabatan wajib meng-
ikuti Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG). Ujian ini terdiri 
atas dua komponen utama. Pertama, Uji Kinerja yang menilai kesiap-
an peserta melalui penilaian perangkat pembelajaran, meliputi berbagai 
instrumen, dokumen, dan media pendukung proses mengajar, terma-
suk Modul Ajar atau Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Selain itu, 
praktik mengajar dinilai melalui rekaman video pembelajaran nyata yang 
diunggah ke dalam sistem ujian daring untuk mengevaluasi efektivitas 
pengelolaan kelas dan proses pembelajaran. Uji kinerja juga dilengkapi 
dengan sesi wawancara daring berdurasi sekitar 30 menit yang bertujuan 
untuk melakukan refleksi, klarifikasi, serta menggali pemahaman dan fi-
losofi pengajaran peserta. Kedua, UKMPPG mencakup Uji Tertulis yang 
terdiri dari soal objektif dan esai. Seluruh mahasiswa PPG yang telah di-
nyatakan lulus pada semua mata kuliah—yang dibuktikan dengan surat 
keterangan penyelesaian studi dari LPTK—berhak mengikuti rangkaian 
UKMPPG tersebut. 

Kualifikasi akademik untuk meningkatkan kualitas para guru akan 
terus berubah dan berkembang kearah yang lebih baik mengikuti per-
kembangan dalam menghadapi tantangan perubahan jaman. Pembenah-
an sistem pendidikan guru terutama peningkatan kualifikasi akademik 
pada saat ini patut diapresiasi walaupun kenyataannya masih memiliki 
banyak kekurangan terutama pada (1) kualifikasi pendidikan/akademik 
guru kita yang amat beragam sehingga sulit untuk menarik generalisasi 
yang utuh tentang profesionalisme guru; (2) penambahan jumlah guru 
besar-besaran yang membuat sulitnya menjaga dan mengendalikan stan-
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dar mutu guru yang professional; (3) perubahan yang terjadi di masya-
rakat melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap peran seorang guru 
professional (Supriadi, 1999). Oleh karena itu peningkatan mutu untuk 
meningkatkan kualifikasi akademik hendaknya dimulai di tingkat per-
guruan tinggi melalui peningkatan kualitas dan pengemasan perkuliah-
an yang berhubungan dengan pembelajaran seperti: kurikulum, strategi 
pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pem-
belajaran, microteaching dan sebagainya.

Kompetensi dapat dipahami sebagai himpunan pengetahuan, kete-
rampilan, dan sikap yang perlu dimiliki, diinternalisasi, serta diterapkan 
oleh guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam kerangka ini, 
terdapat empat ranah kompetensi utama yang harus dikuasai, yaitu pe-
dagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Keempat dimensi tersebut 
menjadi standar yang menuntut penguasaan optimal agar guru mampu 
menjalankan perannya secara profesional sekaligus berkontribusi pada 
peningkatan mutu pendidikan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, keempat kompetensi guru dapat diringkas sebagai ber-
ikut. Pertama, kompetensi pedagogik merujuk pada kemampuan guru 
dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang dan melaksana-
kan pembelajaran, melakukan penilaian hasil belajar, serta mengembang-
kan potensi peserta didik secara optimal. Kedua, kompetensi kepribadi-
an mencakup kualitas personal yang menunjukkan sikap mantap, stabil, 
dewasa, bijaksana, dan berwibawa, sehingga guru dapat menjadi teladan 
serta memiliki integritas moral yang tinggi. Ketiga, kompetensi profe
sional berkaitan dengan penguasaan materi ajar secara mendalam, terma-
suk pemahaman terhadap kurikulum, substansi keilmuan, serta struktur 
dan metodologi bidang studi yang diajarkan. Keempat, kompetensi sosial 
meliputi kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komuni-
kasi secara fungsional serta keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi 
secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masya-
rakat. Keempat aspek tersebut perlu terus ditingkatkan sebagai bagian 
dari upaya memperbaiki kualitas pengajaran, proses pembelajaran, dan 
profesionalisme guru secara keseluruhan. 
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Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak guru memikul tanggung 
jawab penting dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik, yang pada 
gilirannya akan berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pendidikan. 
Oleh karena itu, penguatan keempat kompetensi guru perlu menjadi per-
hatian utama. Kemampuan merancang pembelajaran berkaitan langsung 
dengan kompetensi pedagogik; lemahnya penguasaan aspek ini sering 
tercermin pada praktik mengajar yang bersifat monoton dan berpusat 
pada penyampaian materi semata, sehingga tujuan pembelajaran kerap 
terabaikan dan proses belajar hanya menjadi transfer informasi.

Sementara itu, kemampuan melakukan penelitian berhubungan erat 
dengan kompetensi profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2005 menegaskan bahwa salah satu kewajiban guru adalah mengembang-
kan kualifikasi akademik dan kompetensinya secara berkelanjutan sesuai 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kegiatan riset 
memungkinkan guru memperkaya wawasan keilmuannya dalam konteks 
pembelajaran, mengidentifikasi persoalan-persoalan di kelas, serta me-
rumuskan solusi yang tepat. Melalui aktivitas penelitian, guru juga da-
pat mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang 
merupakan unsur penting dalam membangun profesionalisme pendidik.

Pendidikan tidak hanya berfokus pada perolehan nilai akademik saja 
tetapi juga hendaknya berfokus pada nilai-nilai keteladanan dari seorang 
guru yang akan menjadi contoh bagi siswanya untuk berperilaku di ling-
kungan sekolah dan masyarakat. Kompetensi kepribadian dan kompe-
tensi sosial merupakan kompetensi untuk dapat dikuasai dan diimple-
mentasikan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun 
di luar kelas. Guru hendaknya memiliki rasa empati yang tinggi, jujur, 
mandiri dan memiliki etos kerja yang baik sehingga dapat menjadi con-
toh teladan bagi siswa nya.

2.	 Sertifikasi Guru, PLPG, dan PPG

Di samping tuntutan kompetensi akademik, adanya perkembangan pe-
sat globalisasi dan meningkatnya keberagaman sosial dalam ruang kelas 
memperkuat urgensi sistem sertifikasi yang berorientasi pada kemampu-
an pedagogik inklusif. Guru kini harus mampu menyesuaikan metode 
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pengajaran untuk kebutuhan individual siswa, mengelola keberagaman 
budaya, serta menciptakan ruang belajar yang ramah bagi kelompok ber-
kebutuhan khusus (Laskin & Abbas, 2024). Sehingga sertifikasi perlu di-
rancang untuk menilai sensitivitas budaya, kemampuan diferensiasi pem-
belajaran, dan pemahaman terhadap pedagogi inklusi. Guru yang telah 
melalui pendidikan profesi dan sertifikasi memiliki kesiapan lebih tinggi 
dalam menerapkan pembelajaran inklusif dibandingkan guru non-ser-
tifikasi. Karena itu, sertifikasi guru di abad ke-21 tidak hanya berfungsi 
sebagai pengakuan profesional, tetapi juga sebagai fondasi untuk mem-
bangun sistem pendidikan yang responsif, adil, dan berdaya saing global.

Memasuki era reformasi, pemerintah Indonesia pun menanggapi 
tuntutan peningkatan mutu pendidikan dengan mengeluarkan kebi-
jakan struktural yang lebih tegas terkait profesionalisasi guru. Penerap-
an Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
menjadi tonggak utama yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan 
sertifikasi guru, karena undang-undang ini mengatur mekanisme serti-
fikasi guru berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi yang terukur  
(Maspuroh dkk., 2025; Simbolon, Iskandar, & Hardiyanti, 2024). Lang-
kah ini memperlihatkan adanya upaya negara untuk menggeser para
digma profesi guru dari pekerjaan vokasional menuju profesi akademik 
yang menuntut penguasaan pengetahuan pedagogik, profesional, kepri-
badian, dan sosial. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan berkualitas 
tidak mungkin tercapai tanpa memperbaiki kompetensi guru secara sis
temik. Kebijakan ini menunjukkan sertifikasi guru secara empiris me-
ningkatkan kualitas pengajaran dan keterampilan pedagogik guru di  
kelas.

Di samping regulasi kompetensi, pemerintah juga memperkuat in-
sentif finansial sebagai bagian dari strategi profesionalisasi. Kenaikan 
tunjangan profesi guru, sebagaimana ditegaskan Fany (2022, hlm. 77), 
dimaksudkan agar guru dapat terhindar dari tekanan finansial sehingga 
mampu berfokus pada pengembangan profesional dirinya. Kebijakan 
ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa stabilitas 
ekonomi guru berkorelasi positif dengan motivasi kerja dan kualitas in-
struksional di ruang kelas (Widodo & Suryani, 2019). Namun, fokus pe-
merintah tidak berhenti pada aspek tunjangan; kebijakan sertifikasi juga 
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diarahkan untuk memastikan adanya mekanisme evaluasi berkelanjutan 
melalui PPG, uji kompetensi, dan pembinaan profesi. Dengan demikian, 
respons pemerintah terhadap kebutuhan sertifikasi tidak hanya berorien-
tasi pada legitimasi formal, tetapi juga bertujuan membangun ekosistem 
pendidikan yang memungkinkan guru tumbuh sebagai profesional yang 
reflektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan abad ke-21.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) diselenggarakan sebagai upaya negara 
menyiapkan guru profesional melalui jalur pendidikan profesi yang ter-
standar secara nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2005, program ini menggantikan sistem Akta IV yang tidak 
berlaku lagi dan menjadi mekanisme legal yang baru dalam memperoleh 
sertifikat pendidik. Tujuannya adalah menghasilkan guru yang mumpuni 
dan profesional (Otaya, 2023, hlm. 1), sekaligus memastikan bahwa me-
reka memiliki empat kompetensi inti sebagaimana diamanatkan regulasi, 
yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Otaya, 
2023; Javiarma dkk., 2025). Selain membangun standar profesi, PPG 
dirancang sebagai instrumen modernisasi pendidikan guru dengan mem-
perkuat literasi teknologi, kemampuan berbahasa, dan kapasitas menge-
lola pembelajaran berbasis masalah serta proyek. Penekanan pada literasi 
digital dan inovasi ini sejalan dengan kecenderungan global bahwa guru 
abad ke-21 harus kompeten dalam memanfaatkan teknologi dan men-
ciptakan pembelajaran adaptif (Rahman, 2020; Zhang & Trust, 2021).

Kemampuan adaptif guru yang berupaya ditingkatkan melalui Prog
ram PPG juga didesain sebagai respons terhadap tuntutan Revolusi 
Industri 4.0 yang menuntut guru memiliki kecakapan berpikir kritis, 
pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas (Basikin, 
2023, hlm. 125). Penyelenggaraan PPG bukan sekadar pemenuhan ad-
ministratif sertifikasi, tetapi proyek rekonstruksi profesionalitas guru ber-
dasarkan competency-based teacher education. PPG dilaksanakan oleh 
LPTK, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 
di bawah Kementerian Agama, yang memperoleh mandat langsung un-
tuk menyiapkan guru agama dan guru umum yang berkarakter moderat 
dan adaptif terhadap perubahan (Otaya, 2023, hlm. 1). Studi-studi ter-
kini menunjukkan bahwa PPG efektif dalam meningkatkan kompetensi 
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profesional dan pedagogik, sekaligus memperkuat identitas profesional 
guru melalui praktik klinis dan supervisi berbasis refleksi. Penyeleng-
garaan PPG merupakan fondasi penting pembangunan profesi guru di  
Indonesia sekaligus strategi nasional untuk meningkatkan kualitas pem-
belajaran di seluruh jenjang pendidikan.

Program sertifikasi guru profesional di Indonesia secara formal dimu-
lai setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ten-
tang Guru dan Dosen, regulasi tersebut menegaskan bahwa guru adalah 
profesi yang menuntut kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Im-
plementasi kebijakan ini dipayungi oleh kerja kelembagaan antara Ke-
menterian Pendidikan dan Kebudayaan, LPTK, dan kementerian terkait 
melalui pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru, yang bertugas me-
rumuskan standar dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru secara na-
sional. Sejak tahun akademik 2006/2007, program ini mulai dijalankan, 
menandai perubahan paradigma penting dari pendekatan administratif 
menuju profesionalisasi berbasis standar kompetensi (Fany, 2022, hlm. 
79). Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan ini men
jadi bagian dari gelombang tingkat global dari reformasi pendidikan yang 
menekankan teacher quality sebagai faktor kunci peningkatan hasil bela-
jar siswa (Darling-Hammond, Hyler & Gardner, 2017).

Sertifikasi merupakan mekanisme pemberian sertifikat pendidik ke-
pada guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan, meliputi kuali
fikasi akademik, kompetensi, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, 
serta kemampuan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan 
nasional, yang disertai dengan jaminan kesejahteraan yang lebih layak. 
Dalam konteks pendidikan tinggi dan sekolah, sertifikasi pendidik ber-
fungsi sebagai pengakuan resmi terhadap guru dan dosen sebagai tenaga 
profesional, yang dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat pendidik

Kunandar (2011, hlm. 79) menjelaskan bahwa sertifikasi profesi guru 
merupakan mekanisme pemberian sertifikat kepada pendidik yang telah 
memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang ditetap-
kan. Proses ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendi-
dikan tenaga kependidikan yang telah terakreditasi dan mendapat pene-
tapan dari pemerintah. Dalam implementasinya, sertifikasi pendidik ha-
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rus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan menjunjung 
prinsip keadilan. Keberadaan sertifikasi dipandang sebagai kebutuhan 
strategis untuk meningkatkan mutu dan martabat guru, terutama da-
lam menghadapi tantangan globalisasi serta dinamika sistem pendidikan 
yang semakin terdesentralisasi.

Salah satu pilar utama reformasi adalah sertifikasi guru, yaitu meka-
nisme untuk memastikan bahwa guru memenuhi kualifikasi akademik 
dan kompetensi profesional yang memadai. Sertifikasi juga menjadi dasar 
pemberian tunjangan profesi yang setara dengan gaji pokok, sehingga 
pendapatan guru bersertifikat meningkat dua kali lipat (Chang et al., 
2014). Walaupun kebijakan ini berhasil meningkatkan status sosial guru 
dan mendorong lebih banyak calon berkualitas masuk ke LPTK, bukti 
empiris menunjukkan bahwa sertifikasi belum menghasilkan peningkat-
an signifikan dalam kompetensi pedagogis maupun hasil belajar siswa 
(Chang et al., 2014).

Sertifikasi guru merupakan inti reformasi profesi guru di Indonesia 
setelah lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen 2005. Chang (2014) 
menegaskan bahwa sertifikasi dirancang untuk meningkatkan profesio-
nalisme guru, memberikan insentif finansial, serta memastikan guru me-
miliki kompetensi sesuai standar nasional. Sertifikasi menjadi instrumen 
utama untuk menaikkan status sosial dan kesejahteraan guru, sekaligus 
alat untuk menarik calon yang lebih berkualitas memasuki profesi. Da-
lam konteks manajemen pendidikan, sertifikasi juga berkaitan erat de-
ngan peningkatan standar kompetensi guru, motivasi peningkatan kuali
fikasi akademik, reformasi sistem pendidikan guru, dan peningkatan 
kualitas layanan pembelajaran. Sertifikasi menjadi bagian dari kerangka 
besar pengembangan karier guru yang mencakup rekrutmen, pendidikan 
prajabatan, induksi, pengembangan profesional berkelanjutan, dan peni-
laian kinerja (Chang et al., 2014, hlm. 47).

Sertifikasi juga dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas pendi-
dikan sebagai pelaksana administratif, mulai dari pendaftaran, verifikasi, 
hingga pelaporan kepada kementerian. Pemerintah meluncurkan sertifi-
kasi untuk meningkatkan kualitas guru, terutama dengan mensyaratkan 
pendidikan minimal sarjana, status pegawai tetap, dan penilaian portofo-
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lio. Namun, pada praktiknya hampir semua guru yang masuk proses ser-
tifikasi pasti lulus, sehingga program tidak berfungsi sebagai mekanisme 
seleksi kualitas yang ketat. Sertifikasi guru merupakan kebijakan besar 
pemerintah yang memberi kenaikan gaji 100% bagi guru yang lulus ser-
tifikasi. Dasar kebijakan ini adalah asumsi bahwa guru berkualitas akan 
meningkatkan hasil belajar siswa, dan bahwa insentif finansial dapat me-
motivasi peningkatan kinerja guru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, khususnya Pasal 8, sertifikat pendidik diberikan kepada guru 
yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan proses sertifikasi 
dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tenaga 
kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah. Kepe-
milikan sertifikat pendidik membawa konsekuensi pada peningkatan 
kesejahteraan guru, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), yang 
mencakup gaji pokok, berbagai tunjangan yang melekat pada gaji, serta 
tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, 
tunjangan khusus, dan bentuk kesejahteraan lain yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas keguruan, dengan prinsip penghargaan berdasarkan 
kinerja dan prestasi.

Sertifikat pendidik hanya dapat diraih oleh guru yang benar-benar 
menekuni profesinya sebagai pilihan panggilan hati dan terus berupaya 
meningkatkan kapasitas diri melalui proses belajar yang berkelanjutan. 
Guru yang memiliki komitmen terhadap pengembangan diri akan aktif 
mengikuti berbagai kegiatan ilmiah pendukung serta menyadari keterba-
tasan pengetahuan yang dimilikinya. Secara umum, mutu seorang guru 
tercermin dari kinerja dan capaian akademiknya, serta dari integritas 
moral, rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas profesional, dan 
keluasan wawasan keilmuan serta intelektual sebagaimana diamanatkan 
dalam peraturan perundang-undangan.

Sertifikasi guru dirancang terutama untuk memperkuat kompetensi 
pendidik sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pening-
katan mutu pendidikan, yang selanjutnya diharapkan juga berimplikasi 
pada perbaikan kesejahteraan finansial guru. Secara lebih spesifik, prog
ram sertifikasi bertujuan untuk: (1) memastikan kelayakan guru dalam 
menjalankan perannya sebagai agen pembelajaran sekaligus mendukung 
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tercapainya tujuan pendidikan nasional; (2) mendorong perbaikan pro-
ses pembelajaran dan kualitas hasil pendidikan; (3) meningkatkan ting-
kat profesionalisme guru; serta (4) memperkuat posisi dan martabat guru 
sebagai profesi.

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru perlu memegang prinsip-prinsip, 
yaitu sebagai berikut:

a.	 Prinsip penyelenggaraan sertifikasi guru mencakup keadilan, 
objektivitas, transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas. Aspek 
keadilan berarti bahwa penetapan peserta dilakukan berdasarkan 
skala prioritas yang jelas. Objektivitas mengacu pada penggunaan 
kriteria yang telah ditetapkan sebagai dasar penilaian. Transparansi 
menuntut agar proses dan hasil seleksi dapat diakses dan diketa-
hui oleh seluruh pihak terkait. Kredibilitas menunjukkan bahwa 
mekanisme dan keputusan yang dihasilkan dapat dipercaya. Se-
mentara itu, akuntabilitas mengharuskan seluruh proses dan hasil 
sertifikasi dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku 
kepentingan pendidikan, baik dari sisi administratif, keuangan, 
maupun akademik.

b.	 Sertifikasi guru diarahkan pada penguatan mutu pendidikan na
sional melalui upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik, se
hingga memastikan bahwa guru yang bersangkutan telah me-
menuhi standar kompetensi yang ditetapkan sebagai pendidik  
profesional.

c.	 Program sertifikasi guru ditujukan untuk memperkuat kualitas 
pendidikan nasional dengan cara meningkatkan mutu tenaga pen-
didik, sekaligus memastikan bahwa setiap guru telah memenuhi 
standar kompetensi yang disyaratkan sebagai profesional di bidang 
pendidikan.

d.	 Sertifikasi guru diselenggarakan melalui perencanaan yang matang 
dan pendekatan yang terstruktur. Pelaksanaannya diawali dengan 
pemetaan kebutuhan yang mencakup jumlah guru, bidang mata 
pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, kesiapan sarana pra-
sarana, serta penetapan target waktu, sehingga proses sertifikasi da-
pat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik. 
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Beberapa penelitian memperlihatkan data bahwa sertifikasi guru di 
Indonesia pada 2007–2008 tidak meningkatkan kualitas guru dalam 
jangka pendek, baik dari sisi kinerja guru maupun hasil belajar siswa. 
Program lebih berhasil mengurangi pekerjaan sampingan guru, tetapi ti-
dak terbukti meningkatkan kemampuan pedagogis atau profesional me-
reka (Kusumawardhani, 2017).

Tahap awal implementasi sertifikasi guru menampilkan berbagai mo-
del, dimulai dari pola portofolio yang diharapkan menilai pengalaman, 
prestasi, dan rekam profesional guru secara holistik. Namun, temuan 
evaluatif menunjukkan bahwa portofolio sulit diterapkan secara merata 
karena kesenjangan dokumentasi dan kapasitas guru, sehingga pemerin-
tah memperkenalkan skema lain seperti Pendidikan dan Pelatihan Pro-
fesi Guru (PLPG), Sertifikat Pendidik Secara Langsung (PSPL), dan ke-
mudian Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPG Dalam Jabatan). 
Perubahan skema ini menunjukkan respons adaptif pemerintah terha-
dap permasalahan implementasi sertifikasi, sekaligus menegaskan peran 
strategis LPTK sebagai mitra akademik penyelenggara sertifikasi yang 
menyediakan instruktur, infrastruktur, dan sistem evaluasi (Fany, 2022). 
Variasi model sertifikasi pada periode ini dimaksudkan untuk memasti-
kan pemerataan akses sekaligus menjaga standar profesionalisme guru di 
seluruh wilayah Indonesia.

PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) merupakan model ser-
tifikasi angkatan pertama, 2007–2015. Sebelum Program Profesi Guru 
(PPG) diberlakukan secara nasional, sertifikasi guru dilakukan melalui 
mekanisme Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG me-
rupakan jalur in-service training, yaitu sertifikasi bagi guru yang sudah 
mengajar. Mekanisme ini merupakan respons awal pemerintah untuk 
memenuhi amanat UU dan memberikan tunjangan profesi bagi guru 
yang sudah memenuhi persyaratan. PLPG sebagai skema postgraduate 
professional training satu tahun yang diperuntukkan bagi lulusan pendi-
dikan guru dan guru dalam jabatan (Chang et al., 2014, hlm. 75).

PLPG dirancang sebagai mekanisme penyaringan dan peningkatan 
kompetensi bagi guru dalam jabatan sebelum memperoleh sertifikat pro-
fesional. Program ini berfungsi sebagai filter agar hanya guru kompeten 
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yang masuk ke profesi bersertifikat (Chang et al., 2014, hlm. 75–76). 
PLPG bertujuan memastikan bahwa guru yang telah lama mengajar te-
tap dapat mencapai standar kompetensi baru yang ditetapkan UU. Me-
kanisme ini menjadi dasar seleksi yang mempertimbangkan pedagogi, 
penguasaan materi, dan profesionalisme. Guru yang lulus PLPG berhak 
atas tunjangan profesi, sebuah insentif yang semula dirancang untuk me-
ningkatkan martabat profesi dan menekan pencarian pekerjaan samping-
an. Dengan tampilnya PLPG sebagai jalur in-service, pemerintah dapat 
memenuhi amanat UU Guru dan Dosen sambil menyiapkan jalur jangka 
panjang yaitu PPG.

Periode 2018–2024 menjadi fase konsolidasi sertifikasi guru melalui 
penguatan PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Pemerintah me-
netapkan PPG sebagai satu-satunya jalur resmi memperoleh sertifikat 
pendidik, menghapus mekanisme portofolio maupun PLPG. Reformasi 
ini bertujuan menstandarkan kurikulum profesi guru berbasis compe-
tency-based teacher education, meningkatkan transparansi, dan mencip-
takan skema seleksi yang lebih akuntabel. Pemerintah juga memperluas 
kemitraan dengan perguruan tinggi melalui revitalisasi LPTK, penja-
minan mutu berbasis Outcome-Based Education, serta digitalisasi proses 
pembelajaran PPG. Laporan Wibawa & Prasetiyo (2022) menunjukkan 
bahwa PPG tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogik, tetapi 
juga memperkuat identitas profesional guru melalui pembiasaan refleksi, 
praktik klinis, dan supervisi terstruktur. Periode 2005–2024 memperli-
hatkan evolusi sistematis sertifikasi guru dari pendekatan administratif 
menuju pembangunan profesi yang lebih terukur dan berbasis kualitas.

Reformasi pendidikan guru yang lebih menyeluruh diwujudkan da-
lam program PPG, yang dalam buku Chang dijelaskan sebagai “post
graduate professional course” atau program profesi pascasarjana (Chang 
et al., 2014). PPG dirancang untuk menggantikan PLPG secara bertahap 
dan menjadi jalur standar untuk memperoleh sertifikat pendidik. Untuk 
dapat mengikuti PPG, calon guru harus menyelesaikan pendidikan sar-
jana empat tahun. Setelah itu mereka mengikuti PPG selama satu tahun 
yang menekankan praktik profesional (Chang et al., 2014). Kuota nasio-
nal program PPG pada tahun-tahun awal sangat terbatas misalnya 3.000 
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tempat pada 2012 karena program ini dirancang untuk menjaga kualitas 
lulusan (Chang et al., 2014).

Seleksi di PPG ini bertujuan membatasi jumlah guru agar sesuai ke-
butuhan, meningkatkan mutu calon guru, dan mencegah over-supply 
guru dari LPTK. PPG sangat menekankan praktik mengajar di sekolah, 
termasuk observasi kelas, praktik mengajar intensif, mentoring oleh guru 
berpengalaman, dan kolaborasi dengan dosen pembimbing. Sebagian be-
sar kompetensi pedagogik PPG dibangun melalui pengalaman lapangan 
yang terstruktur (Chang et al., 2014). PPG diposisikan sebagai meka-
nisme jangka panjang untuk menjaga kualitas guru baru, memastikan 
bahwa mereka memenuhi standar nasional, siap menjalankan kurikulum 
terbaru, dan mampu mengimplementasikan pedagogi modern.

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Indonesia di-
rancang sebagai program praktikal yang terstruktur untuk memastikan 
calon guru menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan 
kepribadian secara utuh. Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Tekno
logi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017, PPG meliputi enam 
kegiatan inti, termasuk workshop pengembangan perangkat pembelajar-
an, pendampingan intensif kepada siswa yang belum mencapai capaian 
pembelajaran, pembelajaran kolaboratif antar-sesama mahasiswa, serta 
eksplorasi mendalam mengenai pedagogi (Javiarma dkk., 2025, hlm. 
71). Pola penyelenggaraan yang menekankan integrasi antara teori dan 
praktik ini sejalan dengan temuan Darling-Hammond, Hyler & Gardner 
(2017), yang menegaskan bahwa program practice-based teacher education 
efektif menghasilkan guru yang siap mengajar secara mandiri sejak hari 
pertama. Selain itu, model PPG yang memasukkan siklus refleksi dan ko-
laborasi meningkatkan adaptive teaching dan kemampuan respons peda-
gogis guru pemula. Desain penyelenggaraan PPG tidak hanya memenuhi 
standar regulasi, tetapi juga mencerminkan praktik terbaik pendidikan 
guru secara global yang menempatkan pengalaman praktik, kolaborasi, 
dan refleksi sebagai inti proses profesionalisasi guru abad ke-21.

Untuk menggambarkan tanggapan terhadap implementasi PPG se
lama ini, refleksi para peserta PPG menunjukkan bahwa salah satu dam-
pak paling awal yang dirasakan adalah meningkatnya self-efficacy atau 
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keyakinan diri dalam mengajar. Temuan Basikin (2023, hlm. 124) mene-
gaskan bahwa PPG membantu guru membangun rasa percaya diri terkait 
penguasaan materi, perencanaan pembelajaran, dan penggunaan tekno-
logi, meskipun perubahan signifikan dalam praktik pembelajaran belum 
sepenuhnya terlihat. Peningkatan keyakinan mengajar ini sejalan dengan 
temuan Darling-Hammond, Hyler & Gardner (2017), yang menyebut-
kan bahwa program pendidikan profesi guru meningkatkan teacher con-
fidence sebagai modal utama untuk perubahan pedagogis jangka panjang. 
Potensi perubahan pasca-PPG mencakup tiga aspek: transformasi praktik 
mengajar di kelas, peningkatan hasil belajar siswa, serta perubahan keya-
kinan dan sikap profesional guru (Basikin, 2023, hlm. 125). Ketiga aspek 
ini menandai bahwa PPG tidak hanya memberikan sertifikat pendidik, 
tetapi juga memunculkan refleksi mendalam tentang bagaimana guru 
memahami perannya dalam ekosistem pembelajaran abad ke-21.

Refleksi lanjutan menunjukkan perubahan yang paling nyata pasca-
PPG terjadi pada dimensi keyakinan pedagogis, khususnya terkait orien
tasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Basikin (2023, hlm. 128) 
mencatat bahwa guru mulai menunjukkan sensitivitas terhadap kebu-
tuhan individual siswa, mengapresiasi keberagaman latar belakang pe-
serta didik, dan menempatkan pengalaman belajar yang menyenang-
kan sebagai prinsip dasar strategi instruksional. Meskipun transformasi 
praktik belum sepenuhnya optimal, kecenderungan perubahan sikap 
ini merupakan indikator penting bagi rekonstruksi profesionalitas guru. 
Temuan serupa juga dicatat dalam penelitian Kwon dan Lee (2020), yang 
menunjukkan bahwa program pendidikan profesi yang kuat menghasil-
kan peningkatan kesadaran guru terhadap diferensiasi pembelajaran dan 
respons pedagogis terhadap keberagaman. Refleksi peserta PPG semacam 
ini mengisyaratkan sertifikasi bukan akhir dari proses profesionalisasi, 
melainkan titik awal pembentukan identitas guru yang lebih responsif 
terhadap perubahan kebutuhan belajar siswa.

Meskipun PPG dirancang sebagai jalur profesionalisasi guru, dalam 
pelaksanaannya masih tampak sejumlah kendala, terutama minimnya 
program pengembangan lanjutan akibat lemahnya dukungan institusi 
sekolah dan pemerintah setelah guru lulus dari PPG (Hasim, Raharjo, 
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& Harianingsih, 2025). Studi lain berupaya menjawab kekosongan ini, 
pengembangan kompetensi sebenarnya dapat dimulai melalui in-house 
training (IHT), yakni pelatihan internal yang dilakukan melalui forum 
KKG atau MGMP sebagai sarana evaluasi dan peningkatan mutu guru 
secara kolektif. Selain itu, magang menjadi bentuk pelatihan alternatif 
yang memberi kesempatan guru untuk memperdalam keahlian profe
sional melalui pengalaman langsung di institusi atau industri terkait. 
Penguatan profesionalisme juga dapat dilakukan melalui kemitraan seko-
lah, yang dibangun dari kerja sama antara pihak sekolah, orang tua, dan 
pemangku kepentingan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembelajaran 
jarak jauh berbasis teknologi, baik melalui sistem hibrida, internet, mau-
pun lokakarya virtual, memungkinkan guru memperoleh pelatihan tan-
pa batas geografis. Kemudian pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus 
yang diselenggarakan P4TK atau LPMP menyediakan jalur peningkatan 
kompetensi secara sistematis mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan 
(Tintingon, Usoh, & Sumual, 2023, hlm. 91–92).

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Indonesia berkembang 
menjadi dua skema utama, yakni PPG Prajabatan dan PPG Dalam Ja-
batan (PPG Daljab), yang masing-masing dirancang untuk menjawab 
kebutuhan pendidikan guru dalam konteks profesionalisasi tenaga pen-
didik. PPG Prajabatan diposisikan sebagai jalur pendidikan profesi bagi 
lulusan sarjana yang belum memasuki dunia kerja, dilaksanakan selama 
satu tahun secara luring, dan berfungsi sebagai pintu masuk formal me-
nuju profesi guru (Basikin, 2023, hlm. 125). Sebaliknya, PPG Daljab 
ditujukan untuk guru yang telah berada di ruang kelas, menggunakan 
model pembelajaran daring, serta berfokus pada sertifikasi profesi sebagai 
pengakuan formal atas kompetensi guru (Javiarma dkk., 2025, hlm. 71). 
Perbedaan lokus dan sasaran ini menunjukkan bagaimana negara mem-
bangun dua jalur paralel: satu untuk menghasilkan guru baru, dan satu 
lagi untuk meningkatkan kualitas guru yang sudah mengajar. Dualisme 
skema ini penting untuk menjaga kesinambungan suplai dan mutu pen-
didik dalam sistem pendidikan nasional.

Walaupun dirancang untuk kelompok sasaran berbeda, kedua model 
PPG ini berbagi tujuan yang sama, yakni menghasilkan guru profesional 
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yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan standar nasional pendidik-
an. PPG Daljab, misalnya, menargetkan pembentukan pendidik yang 
berkarakter, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing, yang diwujudkan 
melalui penyelesaian 38 SKS yang mencakup berbagai bentuk pembela-
jaran profesional (Basikin, 2023, hlm. 125). Pada saat yang sama, PPG 
Prajabatan juga mengedepankan transformasi calon guru ke arah pen-
didik profesional melalui struktur kurikulum berbasis praktik dan pe-
nguatan pedagogik. Kesamaan orientasi kedua jalur ini memperlihatkan 
bahwa profesionalisasi guru tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan 
kemampuan teknis, tetapi juga sebagai pembentukan kompetensi so
sial, interpersonal, dan kepribadian yang utuh. PPG Prajabatan maupun  
Daljab sama-sama mendorong transformasi identitas profesional guru 
melalui refleksi kritis, kolaborasi akademik, dan praktik mengajar ber-
basis penelitian.

Di sisi lain, struktur program keduanya juga memuat komponen inti 
yang relatif serupa, yakni peningkatan pengetahuan konten, pengem-
bangan perangkat pembelajaran, serta praktik mengajar langsung da-
lam berbagai konteks kelas. Basikin (2023, hlm. 126) mencatat bahwa 
PPG Daljab mencakup tiga pilar utama: peningkatan pengetahuan guru, 
penyusunan perangkat pembelajaran, dan praktik mengajar; pola yang 
juga ditemukan dalam kurikulum PPG Prajabatan. Kesamaan substansi 
ini menunjukkan bahwa profesionalisasi guru dipahami sebagai proses 
menyeluruh yang memadukan penguasaan akademik, pengembangan 
pedagogik, dan praktik nyata di ruang kelas. Hal ini menunjukkan ke-
berhasilan PPG, baik prajabatan maupun dalam jabatan, terletak pada 
integrasi sistematis antara teori dan praktik yang memungkinkan guru 
membangun kompetensi secara berjenjang.

Meski memiliki substansi serupa, kedua jenis PPG tersebut dibeda-
kan oleh pendekatan pedagogis dan karakteristik kurikulumnya. PPG  
Daljab secara eksplisit mengintegrasikan activity-based curriculum me-
lalui konsep Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), 
yang merupakan kemampuan menggabungkan teknologi, pedagogi, dan 
konten untuk mendukung pembelajaran (Maulana dkk., 2025, hlm. 
2166). PPG Prajabatan juga menggunakan pendekatan yang sama, tetapi 
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dengan intensitas praktik yang lebih tinggi untuk menyiapkan guru baru 
yang kompeten dalam menghadapi dinamika kelas. Perbedaan utama an-
tara kedua skema ini bukan pada tujuan akhirnya, melainkan pada titik 
masuk peserta, pengalaman mengajar sebelumnya, serta tingkat keda-
laman pendampingan pedagogis yang diberikan. Implementasi TPACK 
dalam kedua jalur PPG menunjukkan bahwa pendidikan profesi guru di 
Indonesia semakin mengarah pada model pembelajaran yang peka terha-
dap perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21.

D.	 Reformasi LPTK

Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di  
Indonesia merupakan bagian integral dari perubahan besar dalam kebi-
jakan guru setelah diberlakukannya UU Guru dan Dosen Tahun 2005. 
LPTK memikul peran strategis sebagai lembaga yang tidak hanya men-
cetak calon guru, tetapi juga bertanggung jawab memastikan guru me-
miliki kompetensi yang konsisten dengan standar profesi nasional, per-
kembangan kurikulum, dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Refor-
masi Pendidikan guru menuntut LPTK memperbaiki kurikulum, proses 
akreditasi, dan penjaminan mutu agar mampu menghasilkan guru yang 
memenuhi empat kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah (Chang 
et al., 2014). Selain itu, pemerintah memperluas jalur pengembangan 
profesional melalui pendidikan dalam jabatan, kelompok kerja guru, 
pola “in-service, on-service”, dan program afirmasi seperti SM-3T untuk 
daerah 3T (Chang et al., 2014).

Salah satu inti reformasi adalah perubahan program pendidikan guru 
sekolah dasar dari Diploma 2 (D2) menjadi program sarjana (S1) selama 
empat tahun. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keda-
laman penguasaan materi, kemampuan pedagogik, dan profesionalisme 
calon guru. Untuk melaksanakan hal tersebut, LPTK harus merancang 
kurikulum berbasis kompetensi, memperbaharui metode pengajaran, 
dan menambah kapasitas institusi guna menampung peserta yang kini 
belajar lebih lama (Chang et al., 2014). Transformasi ini tidak hanya 
bersifat administratif, tetapi juga epistemologis. LPTK dituntut bergeser 
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dari model pengajaran tradisional menuju pendekatan pedagogik mo-
dern, memadukan teori pendidikan, pedagogi berbasis subjek, asesmen 
autentik, dan koneksi praktik lapangan.

Reformasi LPTK juga menekankan pentingnya meningkatkan mutu 
peserta didik pendidikan guru. Dokumen tersebut merinci empat tan-
tangan inti yang harus dipenuhi LPTK untuk memperbaiki kualitas guru 
Indonesia (Chang et al., 2014, hlm. 69–70):

1.	 Seleksi mahasiswa yang lebih ketat untuk memastikan hanya calon 
berkualitas tinggi yang diterima.

2.	 Perencanaan terpadu agar jumlah lulusan selaras dengan kebutuh-
an guru di daerah.

3.	 Peningkatan kualitas persiapan calon guru agar siap menjadi pen-
didik efektif.

4.	 Penguatan fungsi LPTK sebagai pusat layanan pascalulus, bukan 
hanya tempat pelatihan awal.

LPTK diwajibkan membangun kemitraan erat dengan sekolah. Salah 
satu kebijakan kunci ialah penekanan pada praktik mengajar (teaching 
practicum) sebagai pondasi kompetensi pedagogik. Regulasi mengha-
ruskan mahasiswa menjalani praktik mengajar di berbagai sekolah de-
ngan supervisi intensif oleh dosen maupun guru berpengalaman (Chang  
et al., 2014).

Program profesional pascasarjana yang diperkenalkan melalui Regu-
lasi 8/2009 mewajibkan kerja sama sistematis antara LPTK dan sekolah. 
Program ini meliputi pelatihan pedagogik berbasis subjek, bimbingan 
praktik lapangan, pengalaman observasi dan microteaching, dan pem
belajaran praktik yang berlangsung sebagian besar di ruang kelas nya-
ta. Hal ini mendorong LPTK untuk tidak lagi bekerja secara terpisah 
dari sekolah, melainkan menjadi mitra aktif dalam peningkatan mutu 
pendidikan di lapangan. Reformasi LPTK juga menuntut peningkatan 
signifikan pada infrastruktur kampus. LPTK diwajibkan memiliki labo-
ratorium sains dan bahasa, pusat pengembangan kurikulum, perpustaka-
an yang memadai, dan fasilitas teknologi pendidikan, termasuk internet. 
Selain itu, dosen LPTK harus memenuhi kualifikasi minimum, termasuk 
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keberadaan dosen tetap bergelar doktor dan magister untuk setiap prog
ram studi (Regulasi 8/2009).

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia mengimple-
mentasikan program BERMUTU (Better Education through Reformed 
Management and Universal Teacher Upgrading) yang memberikan du-
kungan dana sebesar USD 25 juta. Program ini diarahkan untuk me-
ningkatkan kualitas LPTK, mengembangkan kurikulum berbasis kom-
petensi, dan memperkuat lembaga akreditasi pendidikan tinggi (Chang 
et al., 2014). Program ini menjadi katalis reformasi dan memastikan bah-
wa LPTK menjalankan peran profesional yang sesuai dengan tuntutan 
sertifikasi guru dan standar profesi.

Melalui regulasi baru seperti Permendiknas No. 8 Tahun 2009, LPTK 
diwajibkan bekerja sama dengan sekolah dalam praktik pengalaman la-
pangan (PPL), supervisi pengajaran, observasi kelas, microteaching, dan 
penilaian kompetensi calon guru (Chang et al., 2014). Model ini mem-
perkuat peran LPTK sebagai lembaga yang bukan hanya mengajarkan 
teori pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan pembelajaran kampus 
dengan praktik nyata di sekolah. Penguatan tata kelola LPTK melalui 
standar dosen dan akreditasi, yaitu LPTK harus memiliki dosen tetap 
bergelar S2 atau S3 sesuai bidangnya, memiliki sarana laboratorium, per-
pustakaan, ICT, microteaching, dan menjalani akreditasi institusional 
yang lebih ketat. Reformasi ini bertujuan menyelaraskan kualitas LPTK 
dengan standar internasional.

Kajian historis menunjukkan bahwa hingga akhir 1990-an, LPTK 
(IKIP dan FKIP) masih sangat didominasi pola lama: orientasi input‐
output administratif, kurikulum teoritis, dan mutu lulusan yang belum 
merata. Edi Subkhan (2019) menunjukkan bagaimana wacana ilmu 
pendidikan di LPTK periode 1954–1999 sangat dipengaruhi figur-figur 
tertentu dan belum sepenuhnya bergerak menuju tradisi riset kritis dan 
inovatif (Subkhan, 2019). Memasuki era Reformasi 1998, desentralisasi 
pendidikan, tuntutan akuntabilitas publik, dan hasil studi internasional 
seperti PISA mempertegas bahwa peningkatan kualitas guru menjadi 
agenda strategis, sehingga reformasi LPTK menjadi salah satu prasyarat 
utama pembaruan sistem pendidikan nasional (Suratno, 2014). Chang 
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dkk. (2014) mencatat bahwa UU Guru dan Dosen 2005 menjadi titik 
balik karena memaksa pemerintah menata ulang sistem pendidikan guru, 
termasuk kurikulum, struktur LPTK, dan skema sertifikasi guru secara 
nasional.

Sejak 1999–2004, banyak IKIP negeri bertransformasi menjadi uni-
versitas (misalnya UNJ, UM, UNESA). Transformasi ini dimaksudkan 
agar LPTK memiliki basis disiplin ilmu lebih luas, mampu mengem-
bangkan riset interdisipliner, dan tidak hanya memasok guru, tetapi juga 
tenaga profesional lain. Kajian tentang “efektivitas perubahan LPTK/
IKIP menjadi universitas” menunjukkan bahwa perubahan nama tidak 
otomatis diikuti perombakan paradigma, kurikulum, dan kultur aka-
demik; di banyak kasus, program kependidikan masih berjalan dengan 
logika lama (Noor, 2013). Di sisi lain, sejumlah perguruan tinggi Islam 
(PTKIN) juga memperkuat peran LPTK-nya. Mujiburrahman (2018) 
menekankan bahwa reformasi LPTK di PTKIN diarahkan pada pe-
nguatan kapasitas kelembagaan, kualitas dosen, dan integrasi keilmuan 
agama–umum dalam rangka menyiapkan guru madrasah dan PAI yang 
professional (Mujiburrahman, 2018).

Pipit Novita (2022) menyebut periode pasca-2005 sebagai “jalan 
panjang dan berliku” menuju mutu pendidikan guru, karena LPTK ha-
rus mengejar standar baru sementara kapasitas institusinya belum sera-
gam. Salah satu aspek paling nyata dari reformasi LPTK masa Reformasi 
adalah pergeseran dari model lama (S1 + Akta IV) menuju pendidikan 
profesi guru (PPG). Program ini dirancang sebagai jenjang profesional 
pasca-S1 untuk memastikan calon guru menguasai kompetensi pedago-
gik dan praktik mengajar melalui school-based training. World Bank me-
lalui Chang (2014) dan kajian lanjutan menunjukkan bahwa PPG dan 
program sertifikasi guru merupakan instrumen utama untuk menghu-
bungkan standar kompetensi nasional dengan praktik pendidikan guru 
di LPTK. Kebijakan reformasi, termasuk PPG dan sertifikasi, mengubah 
persepsi mahasiswa tentang status sosial dan karier keguruan, meskipun 
masih banyak yang ragu untuk benar-benar mengajar di sekolah setelah 
lulus (Suryani, 2021).

UU Guru dan Dosen memaksa LPTK menegaskan diri sebagai peng-
hasil guru profesional, bukan sekadar lulusan bergelar sarjana pendidik-
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an. LPTK dituntut menjadi pusat pengembangan pengetahuan pedago-
gik dan riset pembelajaran; Saepudin (2021) bahkan menegaskan bahwa 
ide profesionalisme menuntut reformasi mendasar LPTK, mulai dari tata 
kelola, desain kurikulum, sampai sistem penjaminan mutu internal. esain 
ulang kurikulum di banyak LPTK cenderung akomodatif dan tidak ra-
dikal, sehingga substansi program tidak banyak berubah dari pola lama. 
Selain itu, Kualitas LPTK sangat beragam; sebagian belum memiliki do-
sen dengan kualifikasi riset dan pengalaman lapangan yang memadai. 
Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan guru di Indonesia ada-
lah “perjalanan panjang” karena reformasi struktural belum sepenuhnya 
diikuti transformasi budaya akademik di LPTK misalnya budaya refleksi, 
riset kelas, dan kemitraan sejajar dengan sekolah (Novita, 2022).

E.	 Transformasi Eks-IKIP dan Era BHMN, BHP, dan 
PTNBH dalam Pendidikan Tinggi Indonesia

Memasuki dekade 1990-an hingga awal 2000-an, pendidikan tinggi di 
Indonesia mengalami pergeseran besar seiring dengan agenda reformasi 
kelembagaan nasional. Salah satu kebijakan penting pada periode ini 
adalah perubahan status Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
menjadi universitas negeri. Langkah ini tidak sekadar pergantian nama 
institusi, tetapi merupakan bagian dari arsitektur besar reformasi pendi-
dikan tinggi yang dicanangkan pemerintah dalam upaya modernisasi tata 
kelola, memperluas cakupan akademik, meningkatkan daya saing global, 
peningkatan kualitas lulusan, serta perluasan mandat akademik lembaga-
lembaga tersebut. Eks-IKIP, yang semula hanya berfokus pada pendi-
dikan tenaga guru, mulai memperluas cakupan keilmuan dan membuka 
fakultas-fakultas baru sesuai kebutuhan zaman.

Transformasi ini diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 93 Ta-
hun 1999 dan disusul dengan Kepres No. 124 tahun 1999, yang me-
resmikan perubahan sejumlah IKIP menjadi universitas, seperti IKIP  
Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), IKIP Bandung men-
jadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan IKIP Yogyakarta men-
jadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Transformasi ini bukan hanya 
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simbolik, melainkan juga mengubah struktur akademik dan organisasi 
lembaga tersebut secara fundamental (Suyanto, 2007).

Setelah beralih status menjadi universitas, lembaga-lembaga tersebut 
dihadapkan pada tuntutan penguatan tata kelola, peningkatan otonomi 
manajerial, serta efisiensi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. 
Dalam kerangka inilah konsep Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 
diperkenalkan. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari proses restruk-
turisasi pendidikan tinggi secara lebih luas, khususnya setelah diberlaku-
kannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang penetapan 
BHMN. Status BHMN memberikan posisi hukum yang unik kepada 
perguruan tinggi: mereka tidak lagi diposisikan sebagai unit kerja pe-
merintah biasa, melainkan sebagai entitas hukum milik negara dengan 
hak dan kewajiban yang luas. Universitas dapat mengelola keuangan, 
sumber daya manusia, kurikulum, dan kemitraan secara independen dari 
kementerian teknis. Hal ini menjadikan kampus lebih fleksibel dalam 
merespons kebutuhan lokal maupun global, termasuk melakukan kerja 
sama internasional dan mendirikan unit-unit usaha mandiri untuk men-
dukung pembiayaan operasional (Nugroho, 2005).

Salah satu eks-IKIP yang kemudian mendapatkan status BHMN ada-
lah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang sebelumnya dikenal 
sebagai IKIP Bandung. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2004, UPI ditetapkan sebagai BHMN, menyusul universitas-universi-
tas seperti UI, UGM, ITB, dan IPB yang lebih dahulu mendapatkan 
status serupa. Bagi UPI, perubahan ini menjadi penting karena mendo-
rong penguatan kapasitas akademik dan pengelolaan kelembagaan, seka-
ligus membuktikan bahwa eks-IKIP mampu bersaing sebagai universitas 
komprehensif. Transformasi UPI tidak hanya sebatas perubahan struktur 
administratif, tetapi juga tampak dari perluasan program studi, pengem-
bangan penelitian lintas-disiplin, serta peningkatan jumlah mahasiswa 
dan kerja sama internasional. Dalam status BHMN, UPI mengembang-
kan sistem keuangan dan manajemen sumber daya manusia yang lebih 
efisien, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga prinsip 
inklusivitas dan pemerataan akses.



PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA SETELAH UU GURU DAN DOSEN 2005  

331

Walaupun ide otonomi kelembagaan dalam bentuk BHMN dimak-
sudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, pelaksanaannya tidak 
lepas dari kritik keras. Salah satu isu yang paling mengemuka adalah ko-
mersialisasi pendidikan tinggi. Dengan diberikannya wewenang untuk 
menetapkan biaya pendidikan dan skema pembiayaan mandiri, banyak 
universitas BHMN yang kemudian menaikkan uang kuliah dan memun-
culkan kesenjangan akses antar kelas sosial. Ini menjadi sorotan tajam 
dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pengamat pendidikan, dan 
LSM. Dampak langsung dari model BHMN, terutama bagi eks-IKIP 
yang sebelumnya mengemban misi sosial mencetak tenaga pendidik, 
adalah perubahan orientasi dari pelayanan publik ke efisiensi pasar. Di 
satu sisi, ini memungkinkan penguatan kapasitas kelembagaan; namun 
di sisi lain, menjauhkan universitas dari prinsip bahwa pendidikan ting-
gi adalah hak seluruh warga negara, bukan sekadar komoditas ekonomi 
(Susanti, 2011). Terdapat pula kesenjangan antar perguruan tinggi. Uni-
versitas yang berstatus BHMN menerima keistimewaan dalam otonomi 
dan fleksibilitas, sedangkan universitas negeri reguler tetap berada dalam 
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belenggu birokrasi yang lebih kaku. Hal ini menimbulkan ketimpangan 
kualitas dan daya saing antar institusi pendidikan tinggi.

Kritik terhadap BHMN tidak hanya datang dari sisi sosial, tetapi 
juga dari perspektif hukum dan konstitusi. Banyak kalangan menyata-
kan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi melalui model BHMN ber-
tentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Dalam model 
BHMN, tanggung jawab itu seakan dialihkan kepada individu dan pa-
sar. Mahasiswa harus membayar lebih mahal karena universitas diminta 
mandiri secara keuangan, sedangkan peran negara cenderung berkurang. 
Kritik-kritik tersebut tidak hanya bersifat teoritis. Banyak aksi protes ma-
hasiswa terjadi pada awal 2000-an sebagai bentuk penolakan terhadap 
model BHMN yang dianggap diskriminatif dan menyalahi prinsip ke-
adilan sosial. Seiring berjalannya waktu, tekanan publik, kajian hukum, 
dan evaluasi internal terhadap implementasi BHMN mendorong peme-
rintah untuk meninjau ulang skema tersebut.

Eks-IKIP yang telah menjadi universitas dan mendapatkan status 
BHMN, seperti UPI, menunjukkan kemajuan signifikan dalam banyak 
aspek, termasuk reputasi akademik dan kualitas lulusan. Namun, tan-
tangan dalam menjaga prinsip keterjangkauan dan pemerataan akses 
menjadi catatan penting. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga 
dalam menyeimbangkan otonomi institusional dan tanggung jawab so-
sial universitas. Perubahan status ini menjadi titik penting dalam seja-
rah pendidikan tinggi Indonesia, menandai dimulainya era baru dalam 
pengelolaan universitas yang lebih mandiri namun juga lebih dituntut 
akuntabilitasnya.

Memasuki awal abad ke-21, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
memasuki fase penting dalam perjalanannya melalui perubahan status 
menjadi perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 
pada tahun 2004. Transformasi ini bukanlah proses yang sederhana, se-
bagaimana perubahan-perubahan kelembagaan sebelumnya—mulai dari 
PTPG menjadi FKIP pada 1957, FKIP menjadi IKIP Bandung pada 
1963, hingga IKIP beralih menjadi UPI pada 1999 (Suwirta, 2006, hlm. 
62). Perubahan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Peraturan 
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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 yang menetapkan UPI sebagai Pergu-
ruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Dengan demi-
kian UPI memperoleh otonomi penuh untuk layanan mengembangkan 
potensinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan kepada mahasiswa 
dan masyarakat luas. Dengan statusnya sebagai PT BHMN, UPI mela-
kukan transformasi kelembagaan menjadi perguruan tinggi yang menja-
lankan otonominya sebagai PT BHMN.

Jika pada masa awal berdirinya kegiatan akademik UPI hanya ber-
pusat di gedung Parterre Bumi Siliwangi, kini institusi ini berkembang 
menjadi perguruan tinggi dengan sistem multikampus. Jaringan kam-
pus UPI tersebar di berbagai wilayah, antara lain Serang, Purwakarta, 
Cibiru, Sumedang, dan Tasikmalaya. Di kampus utama, pembangunan 
gedung-gedung baru serta penyediaan fasilitas modern terus dilakukan, 
termasuk melalui dukungan pendanaan dari Islamic Development Bank 
(IDB) (Suwirta, 2006, hlm. 62). Sementara itu, kawasan Kampus Bumi 
Siliwangi seluas sekitar 7,5 hektare dapat dimanfaatkan sebagai lokasi 
perkuliahan setelah aset tersebut dialihkan menjadi milik pemerintah  
Indonesia melalui pembelian dengan nilai sekitar Rp1,5 juta (Sirait, 
2011, hlm. 46).

Ketika UPI bersama enam perguruan tinggi negeri lain bersta-
tus BHMN—yakni ITB, UI, UGM, UNAIR, IPB, dan USU—mulai 
menjalankan otonomi pengelolaan, pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Undang-undang ini disusun 
dengan merujuk pada sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun kemu-
dian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, melalui 
Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, keberada-
an perguruan tinggi berstatus BHMN tetap diizinkan sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh MK. Konse-
kuensinya, ketujuh perguruan tinggi tersebut harus meninjau ulang dan 
menyesuaikan kembali landasan hukum status kelembagaannya.

Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) me-
micu perdebatan luas di kalangan pemangku kepentingan pendidikan, 
dengan munculnya kelompok yang mendukung maupun yang meno-
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lak kebijakan tersebut. Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 9 
Tahun 2009 karena dinilai mengandung berbagai kelemahan, baik dari 
aspek yuridis, kejelasan arah kebijakan, maupun kesesuaiannya dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, regulasi ini dipan-
dang belum mampu menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional 
dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada saat pembatalan tersebut diberlakukan, perguruan tinggi ne
geri berada dalam beberapa kategori kelembagaan, yaitu PTN berstatus 
BHMN seperti UI, UGM, ITB, IPB, UPI, dan UNAIR; sekitar dua pu-
luh PTN dengan status Badan Layanan Umum (BLU); serta puluhan 
PTN yang masih berstatus reguler. Meski demikian, baik penghapusan 
UU BHP maupun penerapan skema BLU tidak serta-merta menurun-
kan biaya pendidikan, karena bagi masyarakat, biaya kuliah di PTN telah 
lama dirasakan relatif tinggi.

BHMN, BHP, dan BLU sebetulnya hanyalah model, hal yang paling 
utama adalah bagaimana PT dapat meningkatkan kemampuan manaje-
men yang mandiri, transparan dan akuntabel untuk mengejar keterting-
galan pendidikan di Indonesia dari negara-negara lain, sehingga kekha-
watiran bantak pihak tentang komersialisasi PT tidak terbukti. Kepu-
tusan MK tersebut seharusnya dijadikan otokritik bagi setiap PT untuk 
dapat menyiapkan perangkat operasional pembiayaan yang transparan 
dan akuntabel (Irianto, 2011: 181).

Ditetapkan UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 
(PTNBH) mengarahkan kebijakan UPI menjadi kebijakan korporat atau 
universitas bergaia birokratis. Dalam hal ini Prof. Sunaryo mengarahkan 
agar UPI mampu mengarahkan dirinya sendiri dengan berbagai regulasi, 
berbagai standard dan aturan. UPI kemudian tunduk kepada regulasi 
yang disusunnya itu, karena pemerintah dalam hal ini tidak terlalu ba-
nyak mengintervensi universitas. UPI menjadi universitas bergaya korpo-
rat merupakan sebuah keniscayaan manakala seluruh civitas akademika 
menginginkan universitas ini terus maju dan berkembang. Apalagi UPI 
memiliki kesempatan dan banyak kemungkinan untuk berkembang.

Keberadaan perguruan tinggi BHMN dinyatakan tidak memiliki da-
sar hukum yang kuat sehingga menimbulkan masalah-masalah terutama 
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dalam keuangan dan kepegawaian. Sebagai respons atas dinamika terse-
but, pemerintah menerbitkan kebijakan baru mengenai penyelenggaraan 
perguruan tinggi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. 
Regulasi ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 yang merevisi ketentuan sebelumnya tentang pe-
ngelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam bagian Mengingat 
huruf (b) PP Nomor 66 Tahun 2010 ditegaskan bahwa, berdasarkan Pu-
tusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 
tertanggal 31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ten-
tang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Dalam Pasal 220A Ayat (4) disebutkan: Universitas 
Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Insti-
tut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan 
Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai perguruan tinggi 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dalam Pasal 220B Ayat (2) dite-
tapkan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuh perguruan tinggi yang sebe-
lumnya berstatus BHMN dialihkan menjadi Perguruan Tinggi Pemerin-
tah (PTP) atau perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
Dengan perubahan ini, UPI kembali berstatus sebagai universitas negeri 
yang dikelola pemerintah, sebagaimana sebelum menjadi BHMN, mes-
kipun dalam pengelolaan keuangan tetap mengikuti mekanisme Badan 
Layanan Umum (BLU). Status UPI sebagai Perguruan Tinggi Pemerin-
tah bersifat sementara dalam masa transisi kelembagaan.

Sekitar tiga tahun kemudian, pemerintah menetapkan Peraturan Pe-
merintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI yang sekaligus 
mengubah kembali status kelembagaannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) dite-
gaskan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai per-
guruan tinggi negeri berbadan hukum. Dengan berlakunya regulasi ini, 
UPI resmi masuk dalam kategori Perguruan Tinggi Berbadan Hukum 
(PTBH). Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa seluruh universi-
tas yang sebelumnya berstatus BHMN secara otomatis bertransformasi 
menjadi PTBH sesuai dengan kebijakan pemerintah.
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Setelah lebih dari satu dekade implementasi model Badan Hukum 
Milik Negara (BHMN), Pemerintah Indonesia merespons berbagai kri-
tik publik dan akademik dengan merancang regulasi baru dalam ben-
tuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum 
Pendidikan (BHP). Undang-undang ini dianggap sebagai jawaban atas 
ketidakseragaman status kelembagaan di antara perguruan tinggi negeri 
yang telah mendapatkan otonomi dalam bentuk BHMN, serta upaya 
untuk menyatukan kerangka hukum antara pendidikan tinggi negeri dan  
swasta.

Model BHP secara konseptual merupakan kelanjutan dan perluasan 
dari semangat otonomi yang sebelumnya diwujudkan dalam BHMN, 
namun dengan pendekatan lebih sistematis dan yuridis. Dalam BHP, se-
mua satuan pendidikan formal (dari pendidikan dasar hingga pendidikan 
tinggi), baik negeri maupun swasta, ditujukan untuk berbadan hukum 
yang mandiri. Artinya, universitas akan menjadi badan hukum tersendiri 
yang terpisah dari negara, meskipun tetap memperoleh dana dan penga-
wasan tertentu dari pemerintah (Fahmi, 2009).

Latar belakang penerbitan UU BHP tidak terlepas dari kritik terhadap 
fragmentasi status hukum perguruan tinggi, yang dianggap mengganggu 
prinsip keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Beberapa universi-
tas berstatus BHMN menikmati keistimewaan dalam hal fleksibilitas 
keuangan dan manajemen, sementara universitas negeri lainnya masih 
berada dalam struktur birokrasi negara yang kaku.

BHP didesain untuk menjadi solusi dari ketimpangan tersebut. Pe-
merintah bermaksud menciptakan kerangka hukum tunggal yang dapat 
mengatur penyelenggaraan pendidikan secara efisien, fleksibel, dan se
tara. Di bawah UU BHP, setiap perguruan tinggi akan diatur secara sera-
gam sebagai badan hukum pendidikan, tanpa membedakan negeri atau 
swasta, yang dalam praktiknya diharapkan akan meningkatkan akunta-
bilitas, efisiensi manajemen, dan kualitas pendidikan (Tirtarahardja & 
Sulo, 2009).

BHP juga bertujuan mengurangi ketergantungan perguruan tinggi 
terhadap APBN. Dalam pasal-pasalnya, dinyatakan bahwa lembaga pen-
didikan dapat mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk peng-
galangan dana dari masyarakat, kerja sama bisnis, dan pemanfaatan aset 
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institusi untuk mendukung operasional akademik. Alih-alih menjadi 
solusi, UU BHP justru menimbulkan “penolakan luas dari public”, ter-
utama dari kalangan mahasiswa, akademisi, LSM pendidikan, dan bah-
kan beberapa tokoh politik. Kritik utama diarahkan pada pasal-pasal da-
lam BHP yang dianggap mengarah pada komersialisasi pendidikan dan 
mengancam prinsip aksesibilitas serta tanggung jawab negara terhadap 
pendidikan.

Sebagai contoh, dalam Pasal 41 UU BHP, lembaga pendidikan dapat 
memungut biaya pendidikan dari peserta didik untuk menutup sebagi-
an besar biaya operasionalnya. Banyak yang menilai bahwa ketentuan 
ini membuka peluang pembebanan biaya pendidikan yang tinggi kepada 
masyarakat. Hal ini dianggap bertentangan dengan semangat konstitusio
nal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap 
warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara dalam penyelengga-
raannya (Susanti, 2011).

Selain itu, BHP dinilai mengaburkan peran negara dalam menjamin 
kualitas dan pemerataan pendidikan. Ketika pendidikan diatur dalam 
logika badan hukum independen, maka orientasinya berubah menjadi 
korporatis dan berorientasi pasar. Hal ini secara filosofis dianggap tidak 
sejalan dengan pendidikan sebagai pelayanan publik dan alat pemerataan 
sosial.

Penolakan terhadap UU BHP tidak hanya terjadi di ruang akademik, 
tetapi juga bermuara ke jalur hukum. Koalisi masyarakat sipil untuk pen-
didikan, yang terdiri dari mahasiswa, guru besar, dan LSM pendidikan, 
mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Da-
lam sidang-sidang yang berlangsung intens, para pemohon menekankan 
bahwa BHP telah menghilangkan peran negara dan mengubah pendidik-
an menjadi komoditas.

Puncak dari perdebatan hukum ini terjadi ketika Mahkamah Konsti-
tusi (MK) melalui Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 
memutuskan bahwa seluruh isi UU BHP bertentangan dengan UUD 
1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat se-
jak putusan dibacakan pada tanggal 31 Maret 2010. Putusan MK ini 
menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Mahka-
mah menilai bahwa pendidikan bukanlah sektor yang dapat sepenuhnya 
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dilepaskan kepada mekanisme pasar, melainkan merupakan hak konsti-
tusional warga negara yang harus dijamin negara. Selain itu, MK juga 
menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan dalam bentuk badan hukum 
tidak boleh mengurangi prinsip inklusivitas dan keadilan sosial.

Pembatalan UU BHP tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi 
juga menimbulkan kegamangan dalam kelembagaan perguruan tinggi, 
termasuk universitas eks-IKIP yang sedang atau bersiap bertransformasi 
dalam kerangka hukum tersebut. Pemerintah pun segera menyiapkan ke-
rangka alternatif dalam bentuk peraturan pemerintah yang berbasis pada 
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 sebagai pengganti.

Bagi universitas eks-IKIP, gagalnya implementasi BHP menjadi pela
jaran penting. Selama proses menuju BHP, universitas-universitas ini te-
lah mulai melakukan penyesuaian struktural, termasuk pengembangan 
sistem pengelolaan keuangan dan SDM yang lebih mandiri. Kegagalan 
BHP membuat reformasi tersebut mengalami jeda, namun semangat 
otonomi yang telah tertanam tetap menjadi bagian penting dalam tata 
kelola kampus. Meski BHP dianggap gagal secara yuridis, diskursus yang 
muncul selama masa implementasinya memperluas wawasan tentang 
pentingnya keseimbangan antara otonomi kelembagaan dan tanggung 
jawab negara. Banyak pemangku kepentingan yang menyadari bahwa 
keberhasilan universitas tidak semata-mata terletak pada otonomi admi-
nistratif, tetapi juga pada keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial 
dalam pendidikan.

Era BHP mencerminkan fase eksperimental dan penuh gejolak dalam 
sejarah pendidikan tinggi Indonesia. Meski hanya bertahan dalam wak-
tu singkat, BHP mengangkat isu penting mengenai identitas, misi, dan 
prinsip pendidikan nasional. Kontroversi yang menyertainya membuka 
ruang dialog publik yang luas mengenai hak atas pendidikan, tanggung 
jawab negara, dan batas otonomi lembaga pendidikan. Pembatalan BHP 
oleh Mahkamah Konstitusi menjadi momentum untuk merumuskan 
model baru yang lebih adil dan konstitusional. Pengalaman BHP tidak 
dapat dipandang sebagai kegagalan mutlak, melainkan sebagai cermin 
korektif dalam merancang masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang 
lebih inklusif dan berkeadilan.
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Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No-
mor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada tahun 2010, 
pemerintah mengambil langkah-langkah transisional untuk menjaga ke-
berlanjutan tata kelola otonom di perguruan tinggi negeri. Guna mengisi 
kekosongan landasan hukum pascapembatalan tersebut, disahkan Un-
dang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang 
kemudian menjadi pijakan yuridis bagi pembentukan status kelembaga-
an baru, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

PTNBH didefinisikan sebagai perguruan tinggi negeri yang didirikan 
oleh pemerintah yang memperoleh otonomi dalam pengelolaan akade-
mik dan non-akademik secara mandiri. Meskipun memiliki otonomi 
kelembagaan, PTNBH tetap merupakan bagian dari sistem pendidikan 
nasional dan bertanggung jawab kepada negara, khususnya Kementeri-
an Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) 
(UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 65). Transformasi ini menandai titik kul-
minasi dari perjalanan panjang otonomi universitas di Indonesia yang 
telah dimulai sejak masa BHMN. Namun berbeda dari pendahulunya,  
PTNBH dirancang secara lebih matang dari aspek hukum, tata kelola, 
serta akuntabilitas publik.

Status PTNBH membawa serta sejumlah implikasi kelembagaan pen-
ting. Pertama, PTNBH diberikan kewenangan penuh untuk mengelola 
kurikulum, membuka atau menutup program studi, merekrut dan me-
netapkan dosen serta tenaga kependidikan, mengelola aset, dan menjalin 
kerja sama dengan pihak ketiga, baik dalam maupun luar negeri. Namun 
demikian, PTNBH tetap harus berpedoman pada rencana strategis na-
sional pendidikan tinggi dan tunduk pada audit publik serta mekanisme 
evaluasi eksternal seperti akreditasi (Dirjen Dikti, 2015).

Kedua, PTNBH memiliki organ tata kelola baru yang lebih profesio-
nal dan partisipatif, yakni:

a.	 Majelis Wali Amanat (MWA), sebagai badan pengawas tertinggi 
yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dan 
alumni.

b.	 Senat Akademik, yang mengatur dan mengawasi kebijakan akade-
mik kampus.
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c.	 Rektor, sebagai pimpinan harian kampus yang bertanggung jawab 
pada MWA.

d.	 Dewan Audit, yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata 
kelola keuangan dan administrasi.

Model ini memperlihatkan upaya menuju tata kelola universitas yang 
modern, transparan, dan berstandar internasional.

Salah satu contoh penting dari eks-IKIP yang kemudian menjadi 
PTNBH adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sebagai lem-
baga pendidikan tinggi yang berakar dari IKIP Bandung, UPI menga-
lami transisi kelembagaan signifikan. Sejak ditetapkan sebagai BHMN 
pada 2004 dan kemudian mengikuti reformasi kelembagaan nasional, 
UPI ditetapkan menjadi PTNBH berdasarkan PP No. 15 Tahun 2014. 
Transformasi ini menandai komitmen UPI untuk memperluas cakupan 
akademiknya sekaligus memperkuat perannya sebagai universitas rujuk-
an dalam pendidikan tenaga kependidikan nasional. Sebagai PTNBH, 
UPI kini mengelola kampus utama di Bandung dan sejumlah kampus 
daerah di Cibiru, Tasikmalaya, Purwakarta, dan lainnya. Sistem penge-
lolaan akademik, SDM, hingga pengembangan infrastruktur dan kerja 
sama internasional dikelola lebih fleksibel dan efisien.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan UPI dalam status PTNBH 
antara lain:

a.	 Penerapan sistem manajemen mutu terpadu melalui ISO dan 
SPMI.

b.	 Penguatan inkubator bisnis dan teaching industry.
c.	 Pengembangan sistem keuangan berbasis digital dan transparansi 

anggaran.
d.	 Peningkatan publikasi ilmiah bereputasi dan indeksasi Scopus.

Pengalaman UPI menunjukkan bahwa PTNBH menjadi akselerator 
penting dalam peningkatan daya saing institusi, dengan tetap menjaga 
misi sosial pendidikan.

Meskipun PTNBH menjanjikan efisiensi dan kualitas kelembagaan, 
kritik terhadap otonomi kampus tetap relevan, terutama terkait isu ak-
sesibilitas pendidikan tinggi. Salah satu tantangan utama adalah potensi 
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meningkatnya biaya pendidikan, seiring dengan mandat kepada PTNBH 
untuk mengembangkan sumber pendanaan mandiri. Mekanisme seperti 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) memang dirancang untuk mengatur pem-
biayaan secara berkeadilan, namun dalam praktiknya, banyak mahasiswa 
dan orang tua merasa beban UKT meningkat seiring perubahan status 
universitas menjadi PTNBH. Hal ini menunjukkan perlunya pengawas-
an dan keberpihakan negara agar prinsip inklusivitas tetap dijaga.

Selain itu, beberapa isu lain yang mengemuka dalam implementasi 
PTNBH adalah:

a.	 Kesenjangan kapasitas kelembagaan antara PTNBH dan PTN  
biasa.

b.	 Tantangan dalam penguatan budaya riset dan inovasi.
c.	 Kebutuhan reformasi tata kelola yang mendalam untuk menjaga 

akuntabilitas.

Oleh karena itu, keberhasilan PTNBH sangat bergantung pada in-
tegritas kepemimpinan kampus, profesionalisme tata kelola, serta du-
kungan kebijakan pemerintah yang inklusif dan berkelanjutan (Sofwan, 
2021).

Model PTNBH bukanlah konsep eksklusif Indonesia. Negara-negara 
seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa telah meng-
adopsi sistem otonomi universitas dengan pendekatan serupa. Namun 
demikian, negara-negara tersebut tetap menjamin pembiayaan yang pro-
porsional dari negara serta mekanisme afirmasi bagi mahasiswa dari ke
luarga kurang mampu. Di Indonesia, arah reformasi PTNBH kini meng-
arah pada penguatan daya saing global, terutama melalui peningkatan 
kapasitas riset, kerja sama internasional, dan masuknya universitas dalam 
pemeringkatan dunia. Dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan 
Renstra Kemendikbudristek, PTNBH menjadi aktor utama dalam men-
ciptakan ekosistem inovasi nasional. Bagi eks-IKIP seperti UPI, peran 
sebagai PTNBH membawa mandat baru: tidak hanya sebagai lembaga 
pendidikan guru, tetapi juga sebagai pusat riset pendidikan, teknologi 
pembelajaran, dan pengembangan kapasitas SDM nasional.

Status PTNBH mencerminkan evolusi kelembagaan universitas di 
Indonesia menuju institusi modern yang otonom, profesional, dan ber-



MENJADI GURU DI INDONESIA

342

orientasi kualitas. Namun di balik otonomi tersebut, perguruan tinggi 
tetap harus memelihara nilai dasar pendidikan: sebagai hak publik, alat 
pemberdayaan sosial, dan pilar utama pembangunan bangsa. Bagi uni-
versitas hasil transformasi dari IKIP, status PTNBH bukan semata simbol 
administratif, melainkan penanda pergeseran identitas kelembagaan yang 
lebih luas. Dari lembaga pencetak guru menjadi universitas riset yang 
kompetitif secara global, namun tetap berpihak pada kebutuhan rakyat. 
Penting untuk memastikan bahwa dalam status PTNBH, nilai-nilai da-
sar seperti keadilan sosial, akses pendidikan, dan tanggung jawab negara 
tetap dijaga. Hanya dengan keseimbangan antara otonomi dan keadilan, 
PTNBH dapat menjadi model pendidikan tinggi masa depan yang pro-
gresif dan inklusif.

F.	 Organisasi-organisasi Guru di Indonesia 

Tugas guru bukan hanya mengedukasi siswa dengan bermodalkan kuali-
fikasi akademik, kompetensi profesi ataupun sertifikat profesi saja. Tetapi 
seorang guru memerlukan peningkatan kompetensinya secara berkelan-
jutan. Pada kondisi ini organisasi profesi keguruan hadir untuk mening-
katkan kompetensi para guru secara berkelanjutan. Sebagaimana pen-
dapat Riskawati, Sapriya, dan Masitoh (2020) yang menyatakan bahwa 
organisasi profesi guru berperan krusial dalam meningkatkan kegiatan-
kegiatan profesi guru dari segi kesadaran, sikap, dan kualitas. Organisasi 
profesi guru juga mampu mendongkrak kesejahteraan guru dengan ber-
serikat bersama sekaligus mengadvokasi para guru dari kasus-kasus yang 
dapat mencederai profesi guru (Munawir, Najib, & Aini, 2023).

Organisasi profesi guru secara de jure pada UU No. 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen serta PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru di-
maknai dengan lugas sebagai “perkumpulan yang berbadan hukum yang 
didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas 
guru”. Meskipun regulasi yang tercatat mewajibkan para guru untuk 
menjadi anggota organisasi profesi guru, mereka memiliki kemerdekaan 
untuk berserikat di bawah naungan titel organisasi profesi guru mana 
pun. Maka dari itu, organisasi profesi guru kian lama kian bervariasi ek-
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sistensinya di Indonesia. Setiap organisasi profesi guru tersebut menurut 
Farisi (2013), memiliki kesamaan: bersifat independen, memiliki dan 
menjalankan AD/ART dengan kekhasan masing-masing, serta mengacu 
pada kode etik profesi yang berlaku secara nasional (dalam hal ini menga
cu pada Kode Etik Guru Indonesia atau KEGI).

Eksistensi organisasi profesi guru secara garis besar dapat difungsi-
kan untuk: (1) mengembangkan profesi guru, (2) menegakkan regulasi 
keprofesian guru, dan (3) mengadvokasi problematika yang berkaitan 
dengan profesi guru (Farisi, 2013). Pengembangan profesi guru dimani
festasikan dengan program-program berkelanjutan yang berpotensi men-
jadi katalisator peningkatan kompetensi guru, seperti: seminar, loka
karya, diklat, penelitian dan publikasi ilmiah, penghargaan prestasi, dan 
kolaborasi dengan berbagai pihak. Sedangkan penegakkan regulasi yang 
dimaksud berkaitan dengan tindak lanjut dari kepatuhan atau pelang-
garan terhadap etika profesi guru, dan penanggung jawaban lisensi atau 
sertifikasi profesi guru. Adapun advokasi yang terjadi umumnya menga-
wal kasus-kasus terkait keberlangsungan pendidikan di Indonesia sebagai 
perjuangan rekomendasi kebijakan sistem pendidikan yang bersifat akar 
rumput, mulai dari kurikulum, alokasi jam kerja, keuangan, hingga ke-
sejahteraan guru.

Tulisan ini akan membahas sejumlah organisasi profesi guru yang ber-
kembang di Indonesia, antara lain Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia 
(PGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Nah-
dlatul Ulama (Pergunu), Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergu-
mapi), serta Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia).

1.	 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Persatuan Guru Republik Indonesia atau dikenal sebagai PGRI dapat 
dikatakan sebagai pionir organisasi profesional guru di Indonesia meng-
ingat sepak terjang dan kebertahanannya hingga kini. Bahkan, hari la-
hirnya pada tanggal 25 November 1945 diabadikan sebagai hari guru 
nasional di Indonesia (Munawir, Najib, & Aini, 2023; Prasetiyo, 2020). 
PGRI sendiri merupakan organisasi profesional guru yang keanggotaan-
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nya bersifat terbuka pada berbagai jenis, jenjang, maupun jalur pendi-
dikan entah itu yang menyandang status pegawai negeri sipil atau bukan 
(Susanto dkk., 2023). Keterbukaan tersebut berhasil menghimpun seba-
nyak 2,4 juta anggota PGRI yang tersebar pada 514 kota di Indonesia 
pada tahun 2021.

Lebih lanjut, PGRI modern berkutat pada program-program keguru
an yang memprioritaskan advokasi hak dan kesejahteraan guru sebagai 
buruh, manifestasi nilai-nilai nasionalisme Indonesia (termasuk tujuan 
pendidikan nasional), serta kolaborasi dengan perangkat level daerah 
maupun nasional (Chambers-Ju, Beatty, & Pramana, 2022). Hal terse-
but tidak jauh berbeda dari awal lahirnya PGRI yang bertujuan meng-
gabungkan tiga kepentingan: sebagai organisasi perjuangan guru (ber-
kutat menjaga keutuhan NKRI), organisasi kepegawaian guru (berku-
tat menyejahterakan guru), dan organisasi profesi guru (berkutat pada 
peningkatan profesionalisme guru serta mutu pendidikan) (Nurbaity,  
Novianti, & Handayani, 2022).

Jika ditarik ke belakang, cikal bakal berdirinya PGRI sudah dimulai 
sejak zaman Pendudukan Inggris melalui eksistensi Perserikatan Guru 
Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1911. Organisasi profesi guru 
yang diprakarsai oleh Dwidjosewojo tersebut menghimpun guru-guru 
Bumiputera yang memperjuangkan kesejahteraannya atas ketimpangan 
gaji yang mencolok dengan gaji guru berkebangsaan Eropa. Pada tahun 
1930-an ketika kembali dijajah Belanda, PGHB bergabung dengan Per-
satuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) demi menetralkan diri dari 
kepentingan politik dan partai. Tak lama, penggabungan tersebut meng-
ubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) atas dasar re-
gulasi pada tahun 1933 terkait serikat pekerja berstatus pegawai negeri. 
Sayangnya, PGI seakan tidak progresif ketika invasi Jepang sebab kese-
jahteraan guru sudah diakomodasi oleh pemerintahan Jepang yang sa-
ngat menghormati eksistensi guru yang disebut sebagai sensei (Nurbaity, 
Novianti, & Handayani, 2022; Afdhal & Hidayat, 2019).

Awal kemerdekaan Indonesia menjadi pemantik semangat para guru 
kembali, yang mana terlahir PGRI sebagai leburan dari seluruh organi-
sasi profesi guru yang ada di Indonesia yang diketuai oleh Amin Singgih 
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(Afdhal & Hidayat, 2019). PGRI lahir melalui Kongres Guru pertama 
yang diselenggarakan pada 24–25 November 1945 di Surakarta. Di kota 
yang sama, Kongres PGRI II yang berlangsung pada 21–23 November 
1946 kemudian merumuskan tiga tuntutan utama kepada pemerintah, 
yakni pengembangan sistem pendidikan yang berlandaskan kepenting-
an nasional, jaminan kesejahteraan guru melalui pengaturan gaji, serta 
pembentukan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang 
Pokok Perburuhan. Kongres PGRI III yang bertempat di Madiun, 27-29 
Februari 1948, berbuah hasil berupa: (1) penghapusan Sekolah Guru C, 
(2) ekspansi PGRI melalui pemekaran cabang dengan target anggota tiap 
cabangnya 100 orang serta berdirinya komisariat daerah, dan (3) pub-
likasi majalah Guru Sasana sebagai media komunikasi dari PGRI pusat 
(Kosasih, 2016). Berdasarkan penyelenggaraan kongres-kongres PGRI di 
masa awal kemerdekaan, perjuangan profesi guru sangat berkomitmen 
menjaga keutuhan NKRI.

Pada zaman orde baru, PGRI ditunggangi kepentingan politik go
longan yang berkuasa (Murwaningsih, 2004). PGRI tak lagi dipimpin 
pihak guru, melainkan elite politik yang berkuasa (Afdhal & Hidayat, 
2019). Atas dasar ketidaksukaan pihak yang berkuasa terhadap serikat 
buruh, orde baru menjadi penanda legalitas PGRI menjadi sebuah or-
ganisasi profesi guru. Sayangnya, hal tersebut tidak menunjukkan pe-
ngembangan profesi yang berarti. Citra PGRI dicederai dengan kewajib-
an guru untuk mendukung partai Golkar, belajar dan mengajar ideologi 
yang berlaku pada orde baru, sampai propaganda politik yang menawar-
kan pimpinan PGRI agar bisa berkarier di pemerintahan. PGRI yang 
melemah tidak responsif terhadap problematika skala besar yang ada 
pada orde baru. Misalnya, pembangunan sekitar 62.000 sekolah yang 
diimbangi dengan perekrutan sekitar 191.000 guru honorer yang menye-
babkan jatuhnya standar gaji guru dan keterlambatan pembayaran gaji 
itu sendiri (Chambers-Ju, Beatty, & Pramana, 2022).

Akibat gerakan PGRI yang dianggap non-independen pada zaman 
orde baru, banyak anggota yang melepaskan diri dan membentuk or-
ganisasi profesi guru baru pada zaman reformasi yang lebih demokratis 
(Farisi, 2013). PGRI kemudian mengubah haluan menjadi organisasi 
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profesi guru yang kritis terhadap pemerintah namun sekaligus sebagai 
rekan pemerintah (Afdhal & Hidayat, 2019). Pada awal tahun 2000, 
fokus PGRI ialah mengembalikan standar gaji guru dengan upaya me-
lalui aksi demonstrasi dan berunding dengan pihak pemerintah. Se
lain itu, PGRI juga diikutsertakan dalam perancangan UU Sisdiknas 
2003. Protes PGRI terhadap standar gaji guru berbuah pada penetap-
an UU tentang Guru dan Dosen pada tahun 2005 (Nurbaity, Novianti,  
& Handayani, 2022). Di tahun 2011, PGRI membuka jalan pada sistem 
sertifikasi dalam jabatan guru yang transparan dengan dikuasainya Pusat 
Pengembangan Profesi Pendidik oleh Unifa Rosyidi. Sejak tahun 2016, 
perguruan tinggi binaan PGRI menjadi penyelenggara program pendi-
dikan profesi guru. Pada tahun 2019, PGRI mengadvokasi transparansi 
program organisasi penggerak (Chambers-Ju, Beatty, & Pramana, 2022). 
Berdasarkan rentetan peristiwa yang dipaparkan, perjuangan PGRI se-
bagai organisasi profesi guru lebih banyak menyasar pada hal-hal yang 
berkaitan dengan kesejahteraan guru.

2.	 Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Ikatan Guru Indonesia atau dikenal sebagai IGI merupakan organi-
sasi profesi guru yang telah berdiri sejak 26 November 2009, dengan  
Satria Dharma sebagai inisiatornya. IGI memiliki motto sebagai identitas 
organisasinya, yang berbunyi “sharing and growing together”. Motto ini 
menjadi mentalitas tersendiri yang harus dimanifestasikan oleh para ang-
gotanya, yang menamakan diri sebagai “IGI-ers”. Sampai dengan tahun 
2018, IGI tercatat telah menghimpun sebanyak 59.343 anggota. Seba-
gaimana pionirnya, PGRI, terdapat tiga fokus utama yang diperjuangkan 
oleh IGI: meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kesejahteraan 
guru, dan memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Namun, 
IGI menolak keras politisasi perjuangan organisasi profesi guru seperti 
yang telah dialami PGRI. IGI menginginkan organisasi profesi guru ber-
sifat independen sepenuhnya agar setiap guru dapat merdeka dan cer-
das dalam bertumbuh (dalam konteks ini mengembangkan profesinya)  
(Pristiwiyanto, 2021; Andana, 2018).
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Peningkatan kompetensi guru dimanifestasikan oleh IGI melalui ke-
giatan-kegiatan yang didominasi dengan integrasi teknologi informasi 
dan komunikasi sebagai praktik baik pembelajaran yang berorientasi il-
miah atau saintifik (Faisal & Martin, 2019). Selain itu, IGI juga sering 
mengadakan lokakarya, pelatihan, dan kegiatan kolaborasi di bidang 
pendidikan seperti dengan program tanggung jawab sosial perusaha-
an dan event organizers (Andana, 2018). IGI juga menyediakan kursus 
gratis untuk mengembangkan kompetensi anggotanya sebagai guru  
(Mayangsari & Hernawati, 2018). Sedangkan untuk kesejahteraan dan 
perlindungan hukum, IGI tercatat pernah mengkritisi sistem sekolah 
bertaraf internasional karena dirasa akan menimbulkan ketimpangan so-
sial bagi masyarakat dan gap standar antar-guru di Indonesia (Bukhory, 
2011). Sebagai organisasi profesi guru yang tergolong lama, IGI belum 
banyak menorehkan pencapaian dari segi advokasi problematika terkait 
profesi guru tapi memiliki intensitas yang tinggi dari segi pengembangan 
kompetensi guru.

3.	 Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

Di samping IGI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) juga dikenal 
sebagai organisasi profesi guru yang secara konsisten menolak keterlibatan 
politik praktis dalam tubuh organisasinya. PGSI menegaskan diri sebagai 
wadah profesi yang bersifat terbuka, mandiri, dan tidak terafiliasi dengan 
partai politik (Andana, 2018). Organisasi ini lahir di Surabaya pada 10 
September 2006. Sikap nonpartisan yang dianut PGSI dimaksudkan un-
tuk menjaga kemurnian idealismenya, yaitu membangun profesi guru 
yang profesional guna menopang sistem pendidikan yang demokratis, 
adil, dan bebas dari praktik diskriminasi. Para anggota menginternalisasi 
nilai-nilai yang dijunjung tinggi organisasinya dalam memanifestasikan 
idealisme PGSI ke dalam keseharian sebagai seorang guru, yakni hak asasi 
manusia, diversitas, kultur, dan kemajemukan bangsa Indonesia (Mukh-
tar, 2019). Adapun peristiwa yang menegaskan perjuangan PGSI demi 
mewujudkan pendidikan yang demokratis antara lain: penolakan rencana 
pemerintah yang diduga mengubah syarat keanggotaan organisasi profesi 
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guru menjadi sama dengan partai politik (Warami, 2017) dan demon-
strasi hak guru honorer untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan  
(Miftahurrahman, 2018).

Selain perjuangan demokratis, PGSI juga memberikan kesempatan 
bagi para anggotanya untuk mengembangkan kompetensi profesional 
guru melalui penyelenggaraan lokakarya dengan tema yang bervariasi, 
mulai dari karakteristik peserta didik, kurikulum sesuai spesifikasi bi-
dang studi, asesmen dan evaluasi, STEAM, keterampilan berpikir ting-
kat tinggi, pembelajaran daring maupun bauran, perangkat pendukung 
pembelajaran, dan manajerial profesi maupun sekolah (Kurniawan,  
Fihayati, & Wardana, 2021).

4.	 Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Federasi Serikat Guru Indonesia atau lebih dikenal dengan singkatan 
FSGI juga turut andil sebagai organisasi profesi guru dalam mendukung 
perbaikan sistem pendidikan ke arah yang positif. Argumentasi yang di-
lontarkan FSGI terkait isu-isu pendidikan bahkan sering menjadi pusat 
perhatian media massa di Indonesia. FSGI sendiri tercipta atas kesepa-
katan organisasi profesi guru tingkat daerah yang bersatu atas dasar kesa-
maan idealisme dan visi, berdasarkan pertemuan di Depok. Penjenamaan 
FSGI sendiri baru lahir pada konferensi pers setelah pertemuan tersebut, 
yang menegaskan FSGI sebagai organisasi profesi guru skala nasional 
pada tanggal 23 Januari 2011.

Istilah “federasi” membedakan FSGI dengan organisasi profesi guru 
lainnya. Sebab, FSGI menaungi organisasi profesi guru level daerah yang 
tetap aktif dan punya otonomi di bawahnya yang dinamakan “SEGI” 
yang tersebar di berbagai daerah dan dipimpin dengan presidium. Relasi 
antara FSGI dengan SEGI terletak pada diskusi daring dan pertemuan 
skala nasional yang rutin diadakan. Keduanya saling bergerak meman-
ifestasikan visi utamanya, yakni pendidikan yang adil dan berkualitas.

FSGI memiliki kekhasan dalam memperjuangkan gerakannya, yakni 
memberikan kritik sekaligus solusi. Hal tersebut sering disambut dengan 
baik oleh pemerintah, yang mana merupakan pengejawantahan suatu 
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sistem pendidikan yang demokratis. Keterbukaan dari pemerintah yang 
diterima membuat FSGI semakin dikenal oleh masyarakat, terutama le-
wat media massa.

Gerakan-gerakan perjuangan FSGI dan SEGI di dalamnya jika di-
tilik mengerucut ke dalam empat strategi FSGI sebagai gerakan sosial: 
(1) advokasi keadilan dengan menempuh jalur hukum, (2) pemanfaatan 
media massa untuk mendiseminasikan upaya yang diperjuangkan pada 
khalayak ramai, (3) mengadakan pelatihan demi meningkatnya profesio
nalisme guru, dan (4) penyelenggaraan diskusi secara rutin yang diper
gunakan untuk memobilisasi massa.

Strategi pertama, yakni advokasi lewat jalur hukum, menimbulkan 
pelabelan di mata guru seolah FSGI adalah suatu lembaga swadaya ma-
syarakat. Baik FSGI maupun SEGI sama-sama berupaya mensejahtera-
kan guru dan mengadvokasi guru-guru yang tersandung kasus hukum. 
Kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum, baik kedaerahan atau na-
sional, sudah menjadi hal yang biasa dilakukan untuk menempuh jalur 
hukum. Kasus-kasus yang ditangani menyasar pada kesejahteraan guru 
honorer dan problematika jabatan guru yang menyalahi hukum. FSGI 
juga menguatkan argumennya melalui konferensi pers.

Strategi kedua, yakni media massa, selalu menjadi pilihan FSGI ma-
upun SEGI dalam mendiseminasikan hasil diskusi, argumen, atau ga-
gasan kependidikan kepada khalayak ramai. Hal tersebut menyebabkan 
organisasi profesi guru ini sangat dekat dengan pers. FSGI menyadari 
bahwa media massa efektif dalam menguatkan posisi mereka di dalam 
masyarakat secara masif.

Strategi ketiga, pengadaan pelatihan, bercirikan eksklusif bagi anggota 
FSGI dan bersifat berkelanjutan dan dalam periode yang rutin. FSGI 
memiliki standar metode yang harus diwujudkan dalam setiap pelatih-
annya, yakni metode 4B1E (berkualitas, bermanfaat, berkelanjutan, ber-
bobot, dan evaluatif ). Tema pelatihan yang ditawarkan oleh FSGI juga 
bervariasi, mulai dari seputar peningkatan kompetensi pedagogis guru, 
manajemen diversitas sekolah (berkolaborasi dengan SETARA Institute 
dan Komnas HAM), transparansi finansial sekolah dan dana pendidikan 
(berkolaborasi dengan ICW), sampai upaya preventif radikalisme di se-
kolah (berkolaborasi dengan BNPT).
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Strategi keempat, yakni diskusi antar-anggota, diadakan secara rutin 
baik itu di dalam lingkup SEGI maupun lingkup FSGI secara nasional. 
Hal ini dimaksudkan sebagai pemutakhiran wawasan setiap anggotanya 
terhadap kapita selekta di dunia pendidikan. Dengan demikian, FSGI 
selalu menyasar tren atau isu-isu pendidikan yang hangat agar masyara-
kat terkhusus guru dapat terbantu. Misalnya, survei FSGI tentang per-
setujuan guru atas pertemuan tatap muka pada masa peralihan new nor-
mal (Pendri dkk., 2021) sampai keresahan mengenai kekerasan seksual 
di sekolah (Jannah & Nuronia, 2023). FSGI juga memiliki grup daring 
yang memudahkan aksesibilitas komunikasi di media sosial (Afdhal & 
Hidayat, 2019).

Keluwesan bentuk organisasi FSGI memudahkan upaya yang diper-
juangkan mereka secara komprehensif, dari level daerah hingga nasional. 
Strategi-strategi yang diterapkan mulai dari advokasi hukum, pendekatan 
media massa, pelatihan kolaboratif, hingga diskusi rutin dapat dijadikan 
praktik baik bagi organisasi profesi guru lainnya.

5.	 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Jika FSGI berhasil memperjuangkan gerakannya melalui perserikatan 
yang bercirikan kedaerahan, Pergunu atau Persatuan Guru Nahdlatul 
Ulama bergerak dengan ciri khas kedaerahan sekaligus berserikat dalam 
keagamaan Islam. Pergunu lahir atas timbulnya perselisihan yang di
alami PGRI ketika disisipi paham komunisme PKI, atau disebut golong-
an PGRI Nonvaksentral. Pada saat itu lahir organisasi-organisasi profesi 
guru berbasis keagamaan yang tidak ingin perjuangannya dicederai oleh 
PKI. Pergunu sendiri lahir berdasarkan hasil kongres Ma’arif se-Indonesia  
Nahdlatul Ulama pada tahun 1952, kemudian stabil sebagai organisasi 
profesi guru pada tanggal 1 Mei 1958 dengan pusat yang berada di kota 
Surabaya. Pergunu kemudian menyatukan kekuatan bersama golong-
an PB PGRI (golongan non-PGRI Nonvaksentral) untuk memurni
kan kembali PGRI dari PKI, terutama setelah meletusnya peristiwa  
G-30-S/PKI.

Pergunu sebagai bagian dari organisasi Nadhlatul Ulama tentu berfo-
kus memperjuangkan nilai-nilai Islam sesuai kekhasan organisasi NU itu 
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sendiri dalam konteks keguruan. Pergunu berdiri dengan status sebagai 
badan keluarga, sehingga tak lama setelah didirikan maka NU berang-
sur-angsur melakukan ekspansi dan mengurus legalitas Pergunu di setiap 
wilayahnya. Setiap wilayah tersebut memiliki pengurus cabang dan bia
sanya berjuang secara kedaerahan. Ditemui pula kasus di mana antara 
satu cabang dengan satu cabang lainnya saling melebur agar lebih kuat 
legalitasnya (Saraswati dkk., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, Pergunu dapat dikategorikan sebagai or-
ganisasi profesi guru yang setiap daerahnya memiliki otonomi tersendiri 
dan juga sebagai bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagaimana 
pendidikan berbasis agama Islam, Pergunu menaungi guru-guru, ustad, 
sampai dosen yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (Ayubi & Islami,  
2020). Seluruh anggota di dalamnya bersama-sama memperjuangkan 
beberapa hal: menyebarluaskan ideologi Nahdlatul Ulama, yakni Ahlu 
Sunnah Wal Jama’ah, mendorong ketersediaan kebutuhan anggota se-
bagai edukator, sampai menyejahterakan anggota sebagai edukator  
(Saraswati dkk., 2023). Hal tersebut pada dasarnya sama dengan orga-
nisasi profesi guru lainnya, perbedaannya hanya pada pengembangan 
kompetensi profesi guru yang memanifestasikan nilai berbasis keagama-
an Islam dengan kekhasan organisasi Nahdlatul Ulama.

Adapun perjuangan Pergunu yang dikenal antara lain meliputi: pe-
nampungan dan advokasi aspirasi terkait isu pemotongan gaji pada tahun 
1960an berdasarkan proyek pembangunan Gelora Bung Karno, advo
kasi guru-guru anggota Pergunu yang menjadi korban ancaman gerakan  
Alwashlijah, sampai percepatan pencerdasan melalui proyek penelitian 
untuk mengejar ketertinggalan Nahdlatul Ulama dari segi keilmuan bi-
dang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi (Saraswati dkk., 2023). 

6.	 Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergumapi)

Organisasi profesi guru lainnya yang berserikat dalam kesamaan aga-
ma anggotanya adalah Perkumpulan Guru Madrasah Penulis atau  
Pergumapi. Berdasarkan penamaannya, sudah jelas tergambarkan jika 
organisasi profesi guru ini menaungi para guru di madrasah yang berke-
cimpung di bidang kepenulisan. Meskipun titelnya guru, Pergumapi juga 
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terbuka dengan jabatan lainnya seperti kepala maupun pengawas suatu 
madrasah.

Pergumapi masih tergolong belia dibandingkan dengan organisasi 
profesi guru lainnya. Hal ini disebabkan Pergumapi terlahir pada tanggal 
8 Januari 2018. Meskipun demikian, Pergumapi berskala nasional karena 
anggotanya yang memiliki minat sebagai penulis tersebar di beberapa dae
rah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Malang (Sulistiyanto, Istami, & 
Yuniati, 2021). Pergumapi memiliki fokus memerjuangkan kompetensi 
profesional guru madrasah dalam bidang kepenulisan. Hal ini lah yang 
membedakan Pergumapi dengan organisasi profesi guru lainnya karena 
fokusnya yang spesifik. Pergumapi ingin mewujudkan iklim yang posi-
tif antara sesama anggotanya agar saling menyemangati, mengingatkan, 
berkomitmen, dan membantu sehingga terwujudnya kondisi di mana 
keterampilan menulis anggotanya meningkat,. Kondisi tersebut kemudi-
an akan melahirkan luaran berupa karya-karya tulis yang berkualitas dari 
anggotanya (Kurniawan, Fihayati, & Wardana, 2021).

Basis keterampilan menulis sendiri akan menghantarkan para guru 
untuk lebih cekatan dalam mengemban amanah profesi guru. Menulis 
adalah hal dasar profesi guru sebagai akademisi, yang dapat meningkat-
kan karier dalam profesi guru, sekaligus meningkatkan eksistensi diri 
terhadap masyarakat yang mengakses karya tulis yang dihasilkan para 
anggota Pergumapi (Kurniawan, Fihayati, & Wardana, 2021). Dengan 
demikian, perjuangan Pergumapi juga dapat menyasar pada kesejahtera-
an dan advokasi guru lewat karya tulis yang mengolah dan menyampai-
kan gagasan dari guru dengan baik.

7.	 Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia)

Organisasi profesi guru yang terakhir ini juga menaungi para guru mad-
rasah, namun dengan cakupan yang lebih umum dibandingkan dengan 
Pergumapi yang sangat spesifik. PGM Indonesia telah berdiri sejak 23 Juli 
2008 dengan kota Jakarta sebagai pusatnya. PGM Indonesia tidak teri-
kat ataupun terafiliasi pada organisasi keagamaan Islam manapun, yang 
terpenting adalah tergolong sebagai guru madrasah di wilayah NKRI. 
PGM Indonesia memiliki visi yang ingin mewujudkan kondisi di mana 
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guru madrasah se-Indonesia terjamin profesionalitasnya, martabatnya, 
kesejahteraannya, serta keagamaan (Islam)-nya. Selain program-program 
yang menyasar visi tersebut, PGM Indonesia juga menjalankan program 
yang berkutat pada pembangunan nasional serta kebudayaan nasional 
yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, yang tentu saja mengharuskan ang-
gotanya berpartisipasi aktif.

PGM Indonesia dalam memperjuangkan visi yang diidam-idamkan 
memiliki strategi khusus dalam pencapaiannya, yang meliputi: (1) me-
lakukan sosialisasi rutin pada setiap madrasah di berbagai jenjang dan 
jenis pendidikan demi mendapatkan atensi dan dukungan terkait eksis-
tensi PGM Indonesia, baik secara moral maupun kultural, (2) menjalin 
dan menjaga kemitraan dengan lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan 
Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudaya-
an, agar anggota PGM Indonesia terjamin mutu dan kesejahteraannya, 
(3) rutin mengadakan kajian riset dan pengembangan yang berkenaan 
dengan pengupayaan peningkatan mutu guru madrasah, (4) memper
luas jejaring dengan organisasi profesi guru, organisasi kependidikan, dan 
organisasi lainnya yang mendukung ketercapaian visi dan misi dari PGM 
Indonesia, serta (5) mempererat kerja sama dengan pers sebagai bentuk 
efisiensi dan efektivitas pergerakan PGM Indonesia.

Strategi-strategi di atas didukung dengan keberlangsungan pro-
gram-program yang dijalankan PGM Indonesia, mulai dari: diklat dan 
pengembangan profesi guru, litbang yang menyasar bidang pendidikan, 
sosial, dan IPTEK, pelaksanaan sistem pendidikan berbasis Islam, meng-
omunikasikan aspirasi anggota sebagai guru madrasah di Indonesia, sam-
pai advokasi terkait tugas dan pengabdian guru (Kurniawan, Fihayati, & 
Wardana, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, PGM Indonesia jika ditilik memiliki alur 
yang komprehensif untuk menjaga ketercapaian visi-misinya sebagai or-
ganisasi profesi guru. Hal ini serupa dengan FSGI yang lebih muda dari 
PGM Indonesia. Meskipun demikian, upaya PGM Indonesia tampaknya 
belum cukup familier bagi masyarakat sehingga perlu usaha lebih ekstra 
agar aspirasi para anggotanya tersampaikan pada pemerintah maupun 
masyarakat.
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PMutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai aktor 
utama dalam menyampaikan dan memediasi proses pembelajaran. 

Profesionalisme guru diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan 
pendidikan, yakni perkembangan peserta didik secara optimal. Dalam 
sistem pendidikan, pendidikan guru menempati posisi sentral karena 
peningkatan kualitas pendidik merupakan salah satu cara paling efektif 
dan efisien untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara ke-
seluruhan. Pada masa kolonial, perubahan sekolah kelas satu menjadi 
Hollands Inlandsche School (HIS) pada tahun 1914 bertujuan memberi 
kesempatan kepada anak-anak bumiputra mempelajari bahasa Belanda. 
Seiring dengan itu, kebutuhan akan tenaga pengajar mendorong pendi-
rian Hoogere Kweekschool (HKS) pada tahun yang sama sebagai lembaga 
pendidikan guru tingkat lanjut bagi lulusan HIS. Di Hindia Belanda, 
HKS hanya didirikan di tiga kota, yakni Bandung, Purworejo, dan  
Magelang.

Lembaga ini didirikan dengan tujuan menyiapkan guru-guru pribumi 
yang memiliki mutu setara dengan pendidik Eropa, meskipun dengan 
tingkat penggajian yang lebih rendah. Para lulusan HKS umumnya di-
tempatkan di sekolah-sekolah pemerintah kolonial untuk mengajar di 
HIS maupun schakelschool. Sebagian kecil dari mereka juga memperoleh 
kesempatan melanjutkan pendidikan ke kursus Hoofdakte. Untuk me-
menuhi tuntutan menghasilkan pengajar HIS yang mampu bersaing de-
ngan guru Eropa, sistem pendidikan di HKS dirancang secara ketat dan 
berdisiplin tinggi melalui pola pendidikan berasrama. Seleksi masuk pun 
sangat terbatas, dengan jumlah penerimaan sekitar 25 siswa setiap tahun.

Sejak dibuka pada tahun 1914, Hoogere Kweekschool telah melahir-
kan banyak lulusan yang menonjol di bidang keguruan. Namun, kri-
sis keuangan yang melanda pemerintah kolonial Belanda menyebabkan 
penutupan HKS Purworejo pada tahun 1930. Para siswanya kemudian 
dialihkan ke HKS Bandung dan HKS Magelang, yang masing-masing 
didirikan pada 1921 dan 1929, sebelum akhirnya kedua lembaga terse-
but juga ditutup setelah seluruh peserta didik mereka menyelesaikan stu-
di. Para alumni HKS kemudian membentuk sebuah perkumpulan ber
nama De Broederschap sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan 
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kepentingan mereka sebagai lulusan pendidikan guru, termasuk peluang 
mengajar di sekolah lanjutan serta akses terhadap pelatihan Hoofdakte.

Pada akhirnya, Hoogere Kweekschool dapat dipandang sebagai salah 
satu lembaga pendidikan guru paling unggul bagi kalangan pribumi, 
terutama karena terbatasnya akses ke sekolah keguruan lain pada masa 
itu. Iklim pendidikan yang diterapkan berperan besar dalam memben-
tuk karakter dan etos para siswanya. Melalui sistem asrama dan standar 
disiplin yang ketat, HKS terbukti mampu melahirkan tokoh-tokoh yang 
kemudian berkontribusi bagi bangsa, tidak hanya di bidang pendidikan, 
tetapi juga dalam jurnalistik, seni, dan politik. Untuk penelitian lanjut-
an, disarankan agar kajian lebih difokuskan pada wilayah tertentu atau 
pada peran organisasi HKS Bond dalam memperjuangkan kepentingan 
dan hak-hak para alumni HKS.

Sarana pendukung berupa bangunan sekolah harus memenuhi stan-
dar agar proses belajar mengajar berjalan baik. Pelajar HKS tinggal di 
asrama dengan pengawasan yang ketat. Kegiatan di asrama dan penga-
wasan yang cukup bagi calon guru sangat membantu agar lebih disiplin 
dalam kegiatan belajar. Peraturan di HKS Magelang begitu ketat dan ti-
dak semua orang bisa lolos untuk bersekolah di HKS. Hanya sedikit dari 
siswa Kweekschool yang berhasil masuk ke sekolah ini. Jadi HKS bukanlah 
sekolah untuk kaum elit sosial namun untuk kaum elit intelektual. Setiap 
bulan siswa HKS Magelang mendapat tunjangan f 25 untuk keperluan 
sekolah, makan, dan sebagainya. 

Pembelajaran di HKS ditekankan pada kemampuan berbahasa  
Belanda sehingga tidak menguasai pengetahuan umum. HKS dianggap 
“setengah matang”. Ijazah HKS dianggap belum dapat setara dengan 
ijazah pengajar Eropa dan tidak memenuhi syarat melanjutkan pendi-
dikan di Eropa. Pemerintah melakukan reorganisasi pendidikan guru  
(Kweekschoolplan) pada tahun 1927 yang bertujuan untuk memperbaiki 
masalah “setengah matang” yang terjadi pada HKS. Setelah pengenal-
an Kweekschoolplan maka pelatihan calon guru untuk HIS diserahkan 
kepada reformasi.seiring dengan itu, Jumlah Kweekschool dari 12 diku-
rangi menjadi 5. Di tahun yang sama, Hollands Inlandsche Kweekschool 
(HIK) dibuka dan HKS pun secara bertahap ditutup. Murid dari HKS  
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Purworejo dan Bandung dipindahkan ke HKS Magelang. HKS  
Magelang pada tahun 1932 akhirnya ditutup. Pengajaran HIS diserah-
kan pada HIK.

Kurikulum di Kweekschool tidak menjadikan bahasa Belanda sebagai 
mata pelajaran yang harus, sedangkan kurikulum HKS ditekankan pada 
ilmu mendidik dan bahasa Belanda. Media pembelajaran berupa peralat-
an sekolah seperti buku sudah disediakan dari pihak sekolah. Para pelajar 
HKS dalam bersekolah mengenakan pakaian berupa kemeja, jarit, ikat 
kepala dan tidak menggunakan alas kaki. Siswa HKS Magelang selain ak-
tif dalam pelajaran biasa juga aktif dalam berolahraga hingga berprestasi. 
Olahraga yang dilakukan siswa HKS adalah voli dan sepak bola.

Rentang waktu 1954–1965 menjadi tahap penting dalam pemben-
tukan kerangka kelembagaan pendidikan guru di Indonesia. Melalui se-
jumlah titik kunci—mulai dari pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan 
Guru (PTPG) pada 1954, peralihannya menjadi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) berdasarkan PP No. 51 Tahun 1958, hingga 
pengembangan jalur pendidikan keagamaan melalui Sekolah Guru dan 
Hakim Agama Islam (SGHAI) serta Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) 
yang kemudian berkembang menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA)—
pemerintah secara bertahap membangun dan menata sistem pendidikan 
guru secara lebih terstruktur. Kebijakan ini bukan semata upaya admi-
nistratif, tetapi strategi politik dan sosial untuk menegakkan legitimasi 
negara dalam membentuk tenaga pendidik yang berkarakter nasional 
sekaligus religius. Integrasi antara jalur umum dan jalur agama mem-
perlihatkan upaya harmonisasi antara visi pembangunan nasional dan 
nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia. Dari sinilah lahir dua arus be-
sar lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK): jalur universiter 
sekuler melalui FKIP–IKIP dan jalur religius melalui Fakultas Tarbiyah 
dan Syariah di bawah IAIN. Keduanya menjadi cikal bakal terbentuknya 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Islam Negeri 
(UIN) modern, yang menandai keberlanjutan institusional dari waris-
an 1954–1965. Dengan demikian, masa ini bukan hanya babak awal 
profesionalisasi guru, tetapi juga titik kulminasi penyatuan antara ilmu, 
agama, dan negara dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
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Periode 1945–1954 merupakan fase krusial dalam sejarah pendidikan 
Indonesia, khususnya dalam pembangunan sistem pendidikan guru. Se-
telah kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural: 
kondisi politik tidak stabil akibat revolusi fisik, minimnya sumber daya, 
keterbatasan dana, serta sangat terbatasnya jumlah tenaga pendidik. 
Struktur pendidikan guru warisan kolonial Belanda dianggap tidak se
suai dengan visi pendidikan nasional yang lebih egaliter dan kontekstual. 
Karena itu, pembangunan sistem pendidikan guru menjadi prioritas stra-
tegis dalam agenda pembentukan negara-bangsa.

Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan nasional secara ideologis 
berlandaskan Pancasila dan diarahkan untuk menumbuhkan semangat 
patriotisme serta kesadaran berbangsa. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran menjadi pijakan 
utama reformasi pendidikan dengan menegaskan tujuan pembentukan 
pribadi yang berakhlak, warga negara yang demokratis, dan bertanggung 
jawab. Dalam kerangka pedagogis ini, guru diposisikan sebagai agen 
pembentukan nasionalisme, yakni sosok yang tidak hanya menyampai-
kan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan 
kepada generasi muda.

Salah satu tantangan terbesar pada masa ini adalah kekurangan guru 
dalam jumlah sangat besar. Tahun 1950, Indonesia hanya memiliki 
84.413 guru, sementara kebutuhan mencapai 100.816 orang. Kekurang-
an ini terus memburuk pada tahun-tahun berikutnya dan diperparah 
oleh ketidakmampuan lembaga pendidikan guru kolonial memenuhi 
kebutuhan nasional. Untuk menjawab masalah tersebut, pemerintah 
mengembangkan berbagai bentuk pendidikan guru darurat dan reguler. 
Muncul berbagai jalur pendidikan guru seperti KPkpKB, SGC, SGB, 
SGA, berbagai kursus seperti BI dan BII, serta lembaga perguruan tinggi 
seperti PTPG.

Program-program darurat seperti KPKPKB (Kursus Pengantar Kursus 
Pengajar Kewajiban Belajar) dibangun untuk melatih calon guru dalam 
waktu singkat melalui pola magang dan korespondensi. Meski ditentang 
PGRI pada awalnya, program ini berhasil membuka ribuan sekolah baru 
di desa-desa dan memperluas akses wajib belajar. Perkembangan berikut-
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nya melahirkan SGB (Sekolah Guru B) sebagai lembaga pendidikan guru 
4 tahun yang lebih stabil dan diterima masyarakat. Pada tingkat lebih 
tinggi, SGA (Sekolah Guru Atas) dibentuk untuk menghasilkan guru SD 
dengan kualifikasi terbaik.

Pemerintah juga mengembangkan sistem peningkatan kualifikasi guru 
dalam jabatan melalui kursus lisan (KLPSGB/KLPSGA), kursus tertulis 
(RBB dan RBA), serta kursus guru A, B, dan C. Sistem ini memberikan 
peluang bagi ribuan guru yang belum memenuhi syarat formal untuk 
meningkatkan kompetensinya. Pada jenjang menengah dan atas, peme-
rintah menyelenggarakan kursus BI dan BII guna melatih guru SMP dan 
SMA serta menyiapkan “guru ahli”.

Transformasi pendidikan guru pada masa awal kemerdekaan juga di-
topang oleh kerja sama internasional, terutama melalui bantuan teknis 
Amerika Serikat pada 1950-an. Program beasiswa, bantuan ahli, buku, 
dan peralatan membantu modernisasi lembaga pendidikan guru dan 
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Secara keselu-
ruhan, sistem pendidikan guru pada masa 1945–1954 terbentuk melalui 
kombinasi kebijakan darurat, perluasan akses pendidikan, pembentuk-
an kurikulum nasional (Rentjana Pembelajaran 1947), dan standardisasi 
lembaga pendidikan guru. Meskipun sulit dan penuh keterbatasan, upaya 
ini membangun fondasi awal profesionalisme guru Indonesia dan mem-
buka jalan bagi pembentukan sistem pendidikan modern. Peran guru 
semakin dipahami sebagai pilar pembentukan karakter bangsa, agen so-
sialisasi nilai kebangsaan, dan motor penggerak pembangunan nasional.

Periode 1958–1965 menandai pergeseran fungsi dan legitimasi ke-
lembagaan pendidikan keguruan: FKIP yang awalnya berstatus fakultas 
dalam lingkungan universitas mulai memperluas mandatnya ke ranah ri-
set pendidikan dan pengembangan kurikulum nasional, sehingga secara 
organik menjadi pusat otoritatif bagi masalah pendidikan regional dan 
nasional. Di banyak daerah, PTPG yang semula institusional kecil ber-
kembang menjadi FKIP yang lebih mapan, contohnya PTPG Bandung 
yang menjadi FKIP Unpad, sehingga pada gilirannya lembaga-lembaga 
ini memperoleh kapasitas akademik untuk melakukan penelitian pendi-
dikan, pelatihan guru, serta advokasi kebijakan pendidikan. Perluasan 
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mandat ini mencerminkan perubahan persepsi negara bahwa penyiapan 
tenaga guru harus bersandar pada basis ilmu dan penelitian, bukan seka-
dar pelatihan teknis semata.

Transformasi struktural mengalami percepatan dan komplikasi ketika 
birokrasi pendidikan terpecah: pembentukan dua kementerian, Kemen-
terian Pendidikan Dasar (PDM) dan Kementerian Perguruan Tinggi dan 
Ilmu Pengetahuan (PTIP), melahirkan institusi paralel seperti IPG (di 
bawah PDM) yang muncul sebagai tandingan atau pelengkap FKIP (di 
bawah PTIP). Dualisme ini berasal dari ketidaksinkronan fungsi dan ke-
wenangan antara kementerian, sehingga lembaga pendidikan guru ber-
kembang di jalur yang berbeda dan kadang tumpang tindih dalam hal 
kurikulum, jenjang, serta penugasan tenaga pendidik. Dampaknya tidak 
hanya administratif melainkan menciptakan kebingungan soal siapa yang 
bertanggung jawab atas standar profesional guru dan arah pendidikan 
keguruan.

Respons terhadap dualisme ini datang dari aktor-aktor sosial-politik: 
gerakan mahasiswa dari FKIP, khususnya jurusan Sejarah Budaya, meng-
advokasi penyatuan lembaga, dan aspirasi tersebut sampai ke Presiden 
Soekarno. Intervensi presiden melalui penugasan Roeslan Abdul Gani 
mencerminkan dimensi politik tinggi dari persoalan kelembagaan pendi-
dikan: penyatuan FKIP dan IPG bukan sekadar efisiensi birokrasi, tetapi 
juga usaha konsolidasi ideologis dan kontrol negara atas proses produksi 
guru (Patuhar, 2022). Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1963 yang 
memerintahkan fusi IPG dan FKIP menjadi IKIP menegaskan pilihan 
politik untuk menciptakan satu institusi guru setingkat universitas di ba-
wah PTIP, sebuah solusi yang mengakhiri dualisme namun juga menan-
dai sentralisasi fungsi pendidikan guru dalam bingkai negara.

Secara konseptual dan jangka panjang, proses FKIP menuju IKIP me-
ngandung dua efek penting. Pertama, konsolidasi lembaga meningkatkan 
kapasitas akademik dan legitimasi profesional keguruan, IKIP menjadi 
pusat riset, pengembangan kurikulum, dan pembentukan standar kom-
petensi guru yang lebih seragam. Kedua, transformasi itu juga menandai 
politik institusionalisasi pendidikan: pembentukan IKIP memperkuat 
peran negara sebagai arbiter tunggal dalam pembentukan identitas pro-
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fesi guru dan arah ideologis pendidikan, sekaligus mengurangi pluralitas 
model pelatihan yang mungkin lebih responsif terhadap kebutuhan lo-
kal. Dengan demikian, fusi kelembagaan pada awal 1960-an dipahami 
bukan sekedar reform administrasi, tetapi sebagai langkah strategis politik 
pendidikan yang membentuk struktur dan arah pembangunan human 
capital Indonesia pasca-kolonial.

Pada tahap awal pembentukan sistem pendidikan tinggi keguru-
an, pengakuan profesional lebih bersifat kualitatif daripada prosedural: 
meski sertifikasi profesi seperti yang dikenal sekarang belum ada, gelar 
sarjana dari PTPG/FKIP sudah dipandang sebagai legitimasi akademik 
yang memadai untuk menjadi guru menengah. Transformasi PTPG 
menjadi FKIP dan kemudian IKIP menempatkan pendidikan keguru-
an pada jenjang perguruan tinggi, sehingga ijazah sarjana muda/sarjana 
dari PTPG/FKIP berfungsi sebagai prasyarat bagi penempatan pada se-
kolah menengah (Larasati & Al Mighwar, 2023; Kosim & Muqoddam, 
2021). Dalam konteks ini, “profesionalisasi” guru pada 1950–1960-an 
terutama pengangkatan standar pendidikan formal (degree attainment), 
bukan mekanisme sertifikasi terpisah, sehingga kualitas dan status guru 
sangat bergantung pada kepemilikan ijazah dari lembaga bermutu yang 
diakui negara.

Langkah penting menuju standardisasi kualifikasi guru menengah ter-
jadi ketika kursus B-I/B-II (warisan kolonial) yang bersifat fragmentaris 
diintegrasikan ke dalam struktur akademik FKIP dan institusi pendidik-
an tinggi lainnya (integrasi yang dipercepat pada awal 1960-an melalui 
peraturan dan keputusan kementerian). Integrasi ini yang didahului oleh 
PP No. 51/1958 dan langkah implementatif selanjutnya, menandai upa-
ya negara untuk menyamakan jenjang kompetensi, menjawab pertanyaan 
siapa yang berhak mengajar di tingkat mana, dan untuk menutup celah 
antara jalur kursus non-degree dan jalur perguruan tinggi formal (Larasati 
& Al Mighwar, 2023). Proses ini merupakan tonggak awal formalitas 
profesional yang kelak berkembang menjadi persyaratan kualifikasi yang 
lebih ketat seperti kewajiban pendidikan tinggi untuk guru pada dekade-
dekade berikutnya.

Untuk lulusan SGAI/SGHAI/PGA, profesionalisasi mengambil ben-
tuk pengakuan fungsional: ijazah mereka diakui sebagai kualifikasi un-
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tuk menjadi guru agama di sekolah negeri/madrasah, khusus bagi lu-
lusan jalur SGHAI, juga sebagai calon aparat peradilan agama. Penga-
kuan ini bukan hanya administratif tetapi juga normatif: Departemen/
Kementerian Agama menegaskan legitimasi religi dan yuridis lulusan 
untuk menduduki peran yang menuntut otoritas keagamaan (Kosim  
& Muqoddam, 2021; Ismail, 2016). Dengan demikian, profesionalisasi 
di ranah pendidikan agama berjalan paralel dengan proses di pendidikan 
umum, tetapi kanal pengakuannya lebih terjalin dalam struktur kelem-
bagaan keagamaan negara daripada melalui mekanisme sertifikasi profe-
sional pendidikan umum.

Transisi dari legitimasi berbasis ijazah menuju sistem sertifikasi formal 
menempuh jalan panjang. Literatur kontemporer tentang pendidikan 
guru di Indonesia menunjukkan bahwa upaya-upaya modern untuk me-
ningkatkan kualitas guru, termasuk program sertifikasi dan professional 
development, berakar pada upaya historis menyamakan standar pendi-
dikan guru melalui integrasi kelembagaan (Tias, 2022). Namun, bukti 
menunjukkan bahwa transformasi institusional (PTPGFKIPIKIP 
dan integrasi kursus) hanya menyediakan kerangka struktural; efektivi-
tas profesionalisasi bergantung pada investasi kapasitas akademik (dosen, 
riset, praktik lapangan) dan kebijakan lanjutan (sertifikasi, pelatihan ber-
kelanjutan) yang baru berkembang massif beberapa dekade kemudian. 
Dengan kata lain, awal 1960-an menandai konsolidasi kualifikasi aka-
demik, sebuah pra-kondisi penting bagi lahirnya sertifikasi profesional 
formal di era selanjutnya.

Dari dinamika sejarah pendidikan guru sebagaimana dikemukakan 
pada bagian-bagian sebelumnya memiliki dampak signifikan di antara
nya, pertama, proses institusionalisasi profesi guru pada pertengahan 
abad ke-20 melalui pendirian PTPG dan transformasinya menjadi FKIP 
merupakan tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur pendi-
dikan nasional. PTPG/FKIP menandai pergeseran paradigma dari pe-
latihan guru berbasis kursus non-degree (B-I/B-II) ke arah pendidikan 
profesi berbasis universitas. Langkah ini memperkenalkan sistem aka-
demik yang lebih sistematis dengan standar ilmiah dan pedagogis yang 
baku, sehingga menempatkan guru sebagai profesi akademik sejajar de-
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ngan bidang keilmuan lain (Kosim & Muqoddam, 2021). Integrasi kur-
sus B-I/B-II ke dalam FKIP pada awal 1960-an bukan sekadar tindakan 
administratif, tetapi representasi transformasi struktural: guru tidak lagi 
dipandang sebagai teknisi pengajar, melainkan sebagai intelektual pendi-
dikan yang berperan dalam riset dan pengembangan kurikulum. Hal ini 
sejalan dengan analisis Tias (2022) yang menunjukkan bahwa profesio-
nalisasi guru di Indonesia pasca-1950-an berakar dari model akademisasi 
yang diperkenalkan melalui FKIP.

Kedua, ekspansi pendidikan agama melalui pendirian SGAI dan 
SGHAI, yang kemudian bertransformasi menjadi PGA, merupakan res-
pons strategis terhadap ketentuan hukum dalam UU No. 4 tahun 1950 
tentang pendidikan agama di sekolah negeri. Institusi-institusi ini tidak 
hanya berfungsi menyiapkan tenaga pengajar agama, tetapi juga men-
ciptakan model kelembagaan khas di bawah Kementerian Agama yang 
menekankan keseimbangan antara kompetensi religius dan pedagogis  
(Ismail, 2016; Hasanudin, 2017). Melalui kebijakan standarisasi kuriku-
lum (1953), pendidikan guru agama memasuki tahap konsolidasi aka-
demik yang sejajar dengan FKIP dalam pendidikan umum. Dengan de-
mikian, sistem ganda antara FKIP dan PGA menjadi fondasi bagi pem-
bentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan 
dua arus besar: sekuler-universiter (FKIP/IKIP) dan religius-institusional 
(Tarbiyah/Syariah).

Ketiga, konfigurasi ganda tersebut membentuk model LPTK  
Indonesia yang unik dan berpengaruh panjang. Ketika IAIN (Insti-
tut Agama Islam Negeri) mulai berkembang pada 1960-an, fakultas  
Tarbiyah dan Syariah mengambil fungsi serupa dengan FKIP/IKIP da-
lam ranah keagamaan, menghasilkan struktur paralel antara pendidik-
an umum dan agama. Dualisme ini melahirkan sistem pendidikan guru 
yang saling berkelindan, di satu sisi memperkuat diversifikasi keilmuan, 
namun di sisi lain menciptakan fragmentasi birokratik yang baru. Ar-
sitektur inilah yang menjadi dasar transformasi besar pada akhir abad 
ke-20, ketika IAIN bertransformasi menjadi UIN (Universitas Islam Ne-
geri) dan IKIP menjadi universitas penuh seperti UPI, UNY, dan UM, 
mengintegrasikan dimensi riset, profesionalisme, dan multidisiplineritas 
dalam satu kesatuan sistem universitas.
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Keempat, hubungan antara politik dan pendidikan pada masa Demo-
krasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin memperlihatkan bagaimana 
negara menggunakan pendidikan guru sebagai alat ideologis dan kontrol 
sosial. Peralihan rezim membawa implikasi pada struktur organisasi, dari 
integrasi ke universitas (PP 51/1958) hingga pemisahan menjadi IKIP 
(1963), yang menunjukkan upaya negara memusatkan kendali atas pro-
duksi guru dan arah kurikulum (Patuhar, 2022; Larasati & Al Mighwar, 
2023). Dalam perspektif politik pendidikan, Soekarno menempatkan 
lembaga guru sebagai “mesin ideologis negara” yang bertugas memben-
tuk watak nasional dan kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, warisan 
kelembagaan PTPG, FKIP, dan IKIP tidak hanya berdampak pada sistem 
akademik, tetapi juga pada konstruksi sosial tentang profesi guru: sebagai 
agen negara yang berfungsi pedagogis sekaligus ideologis.

Periode Orde Baru (1965–1998) merupakan fase penting dalam se-
jarah pendidikan Indonesia, termasuk dalam penataan kembali sistem 
pendidikan guru. Pemerintahan Orde Baru menempatkan pendidik-
an sebagai instrumen strategis untuk mencapai stabilitas politik, pem-
bangunan ekonomi, serta pembentukan identitas nasional berbasis  
Pancasila. Dalam konteks tersebut, pendidikan guru memainkan peran 
sentral karena keberhasilan pembangunan pendidikan sangat bergantung 
pada ketersediaan guru yang terlatih, terstandar, dan mampu menjalan-
kan agenda negara.

Pada awal Orde Baru, kondisi pendidikan nasional masih lemah di 
berbagai aspek: tingginya angka buta huruf, minimnya jumlah sekolah, 
tidak meratanya akses pendidikan, dan rendahnya kualitas guru. Peme-
rintah merespons masalah tersebut melalui kebijakan pembangunan be-
sar-besaran, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Melalui Repelita I 
dan II, pemerintah membangun ribuan sekolah dasar melalui program 
SD Inpres mulai tahun 1973. Program ini menjadi tonggak penting per-
luasan akses pendidikan, mampu mengurangi buta huruf secara signifi-
kan, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di seluruh Indonesia. 
Pembangunan fisik sekolah tersebut kemudian diikuti upaya peningkat-
an mutu dengan penyediaan buku, pengadaan guru, dan dukungan ke-
bijakan wajib belajar 6 tahun (1984) dan wajib belajar 9 tahun (1994).
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Namun, pembangunan sekolah yang sangat masif menuntut terse-
dianya guru dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah memperluas 
dan memperkuat lembaga pendidikan guru, terutama Sekolah Pendi-
dikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO). SPG menjadi 
lembaga utama pencetak guru SD selama tahun 1970–1980-an, dengan 
kurikulum yang beberapa kali disempurnakan (1968 dan 1976). Meski 
demikian, lulusan SPG dianggap belum memiliki kompetensi akademik 
dan pedagogis yang memadai—terutama karena usia lulus yang masih 
muda dan beban kurikulum yang terlalu padat. Pada akhir 1980-an, pe-
merintah mulai meninggalkan model pendidikan guru di tingkat mene-
ngah dan beralih ke pendidikan tinggi. Kebijakan ini dipertegas melalui 
UU No. 2/1989, yang mengharuskan pengadaan guru dilakukan melalui 
lembaga pendidikan tenaga kependidikan setingkat perguruan tinggi. 
Akibatnya, SPG dan SGO dialihfungsikan menjadi SMA/SMK, sedang-
kan pendidikan guru dasar dialihkan ke PGSD D-II di bawah IKIP.

Pada saat yang sama, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
berkembang pesat sebagai lembaga inti pendidikan guru di tingkat uni-
versitas. IKIP—yang berasal dari PTPG dan FKIP era 1950–1960-an—
menjadi pusat pembaruan kurikulum kependidikan, penelitian, serta 
pelaksanaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), yang berpe-
ran merumuskan model pendidikan nasional. IKIP Bandung, Padang,  
Malang, dan Manado menjadi motor pelaksanaan PPSP serta pengem-
bangan program PGSD, PGSLP, dan berbagai program diploma mau-
pun pascasarjana untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Dalam bidang pendidikan agama, Sekolah Guru Agama (SGA/
PGA) juga mengalami perubahan besar. Berdasarkan SKB Tiga Menteri 
1975 serta UU No. 2/1989, PGA kemudian dialihfungsikan menjadi  
Madrasah Aliyah Negeri (MAN), sementara pendidikan guru agama ber-
alih ke fakultas tarbiyah di pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, pendidikan guru pada masa Orde Baru menga-
lami perubahan struktural yang sangat signifikan, ditandai oleh:

1.	 Sentralisasi kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum nasional 
(1968, 1975, 1984, 1994).

2.	 Ekspansi sekolah dasar melalui SD Inpres yang menuntut penyiap
an guru besar-besaran.
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3.	 Peralihan pendidikan guru dari tingkat menengah ke pendidikan 
tinggi, menuju profesionalisasi guru.

4.	 Integrasi lembaga pendidikan guru ke dalam sistem pendidikan 
nasional modern.

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, kebijakan pendidik-
an guru pada era Orde Baru memberikan fondasi penting bagi profesio-
nalisasi guru Indonesia pada masa setelah reformasi

Pendidikan guru pada era Reformasi menandai transformasi besar 
dalam sejarah pendidikan Indonesia. Reformasi ini dipicu oleh rendah-
nya kualitas guru, sistem pengembangan profesional yang tidak efektif, 
lemahnya lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), serta me-
nurunnya hasil belajar siswa yang terindikasikan dari survei internasio-
nal seperti PISA. Sejak awal 2000-an, pemerintah mulai menata ulang 
kerangka kebijakan pendidikan guru melalui penerbitan UU Sisdiknas 
2003 dan terutama UU Guru dan Dosen 2005, yang menjadi fondasi 
reformasi profesi guru. Melalui undang-undang ini, guru diposisikan se-
bagai profesi dengan standar kompetensi, sertifikasi profesi, peningkatan 
kualifikasi akademik minimal S1/D4, dan prinsip pengembangan profe-
sional berkelanjutan.

Kebijakan sertifikasi guru menjadi pilar utama reformasi. Sertifikasi 
dirancang sebagai mekanisme perbaikan kompetensi sekaligus pening-
katan kesejahteraan. Dengan adanya tunjangan profesi, pendapatan guru 
meningkat signifikan sehingga profesi guru kembali menjadi pilihan 
menarik bagi lulusan SMA maupun perguruan tinggi. Namun, pene-
litian menunjukkan bahwa sertifikasi tidak otomatis meningkatkan ki-
nerja pedagogis guru ataupun hasil belajar siswa. Kenaikan tunjangan 
lebih memberikan efek pada penurunan pekerjaan sampingan daripada 
perubahan kualitas mengajar. Hambatan seperti pelatihan yang tidak 
relevan, budaya sekolah yang tidak mendukung inovasi, dan lemahnya 
sistem monitoring turut menghambat keberhasilan sertifikasi sebagai in-
strumen peningkatan mutu.

Reformasi LPTK menjadi agenda penting dalam era ini. Pemerin-
tah mengubah program D2 Guru SD menjadi S1 PGSD, memperketat 
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akreditasi institusi, mendorong kurikulum berbasis kompetensi, serta 
memperluas kerja sama LPTK dengan sekolah melalui PPL dan PPG. 
PPG kemudian ditetapkan sebagai jalur utama pendidikan guru praja-
batan dengan penekanan pada praktik, supervisi mentor, microteaching, 
dan refleksi pedagogis. Meski demikian, tantangan besar tetap terlihat: 
kualitas LPTK tidak merata, banyak program studi menerima mahasiswa 
dengan seleksi rendah, dan kapasitas institusi belum sejalan dengan tun-
tutan profesionalisme guru abad ke-21.

Di sisi lain, pendidikan guru Indonesia mulai terbuka terhadap prak-
tik baik internasional. Banyak negara maju menekankan seleksi maha
siswa yang ketat, program pendidikan guru berbasis riset, serta penga-
laman praktik yang intensif. Finlandia, Singapura, Korea Selatan, dan 
negara-negara Eropa menjadi rujukan dalam penguatan profesi guru. 
Namun, adopsi praktik internasional di Indonesia membutuhkan adap-
tasi konteks, mengingat tantangan struktural seperti disparitas wilayah, 
kurangnya fasilitas, dan masalah kesejahteraan guru non-PNS.

Era Reformasi juga memperlihatkan pergeseran besar dalam tata kelola 
perguruan tinggi. Transformasi IKIP menjadi universitas pada 1999 dan 
perubahan status menjadi BHMN, kemudian PTN-BLU, dan akhirnya 
PTNBH melalui UU Pendidikan Tinggi 2012 menunjukkan arah baru 
menuju otonomi kampus. UPI sebagai salah satu eks-IKIP mengalami 
perjalanan panjang dari IKIP Bandung, menjadi UPI, memperoleh status 
BHMN pada 2004, kembali menjadi PTN reguler pasca pembatalan UU 
BHP, hingga akhirnya ditetapkan sebagai PTNBH pada 2014. Otonomi 
ini memungkinkan kampus mengembangkan kapasitas akademik dan 
kelembagaan, meskipun tetap menimbulkan kritik terkait komersialisasi 
pendidikan dan ketimpangan akses.

Secara keseluruhan, pendidikan guru pada era Reformasi adalah pro-
ses transformasi multi-dimensi: profesionalisasi guru, peningkatan ku-
alitas LPTK, sertifikasi sebagai instrumen kebijakan utama, penguatan 
praktik pedagogik berbasis riset, serta restrukturisasi kelembagaan pen-
didikan tinggi. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, berbagai per-
masalahan masih tetap ada, seperti disparitas kualitas guru antarwilayah, 
ketidaksesuaian guru dengan bidang ajar, lemahnya motivasi profesional, 
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dan rendahnya budaya refleksi serta riset di kalangan guru. Namun, fon-
dasi kebijakan yang telah dibangun pada era Reformasi memberikan arah 
yang jelas: pendidikan guru harus menjadi sistem berbasis kompetensi, 
berakar pada riset, inklusif terhadap konteks budaya Indonesia, dan sela-
ras dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21.
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•	 Agent of Nationalization: Guru sebagai Agent of Nationalization ada-
lah peran strategis guru dalam membangun identitas, karakter, dan lo-
yalitas kebangsaan melalui proses pendidikan. Guru bertindak sebagai 
agen yang mentransmisikan nilai kebangsaan, memelihara integrasi 
sosial, serta memastikan peserta didik berkembang sebagai warga ne-
gara yang berkarakter Pancasila dan mampu menjaga keutuhan bang-
sa. Dalam kajian pendidikan dan sosiologi politik, konsep guru seba-
gai Agent of Nationalization merujuk pada peran strategis guru dalam 
membentuk identitas kebangsaan, memperkuat integrasi nasional, 
dan menanamkan nilai-nilai nasional yang menjadi fondasi kehidup-
an negara-bangsa (nation-state). 

•	 Akta IV: Akta IV adalah surat tanda keahlian mengajar (teaching cer
tificate) yang diberikan kepada lulusan pendidikan guru pada masa 
sebelum diberlakukannya kebijakan sertifikat pendidik. Akta ini men-
jadi bukti formal bahwa seseorang memiliki kewenangan profesional 
untuk menjadi guru pada jenjang tertentu. Lisensi mengajar ini ke-
mudian dihapus setelah berlakunya UU No. 14 Tahun 2005. 

•	 Akuntabilitas: Akuntabilitas dalam pendidikan guru adalah prinsip 
bahwa seluruh proses penyiapan, pembinaan, dan kinerja guru harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan 
pemangku kepentingan pendidikan. Prinsip akuntabilitas dalam pen-
didikan guru di Indonesia adalah komitmen untuk menjamin bah-
wa guru, lembaga pendidikan guru, dan seluruh sistem pembinaan 
guru bekerja secara transparan, terstandar, etis, dan bertanggung ja-
wab demi menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan berin
tegritas. 

•	 Alih Fungsi SPG/SGO: kebijakan pemerintah pada 1990-an untuk 
menghapus sekolah menengah pencetak guru dan menggantinya de-
ngan sistem pendidikan guru berbasis pendidikan tinggi. Kebijakan 
ini dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi dan profesionalitas 
guru Indonesia serta menyesuaikan dengan perkembangan global dan 
kebutuhan pembangunan nasional. Alih fungsi ini menandai perge-
seran paradigma dari pendidikan guru berbasis sekolah menengah 
menjadi pendidikan guru berbasis universitas. Melalui SK Mendik-
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bud No. 0342/U/1989 & 0426/0/1991, SPG/ SGO diubah menjadi 
SMA/ SMK.

•	 Anak Didik: individu yang sedang berada dalam proses perkembang-
an fisik, psikologis, sosial, moral, dan intelektual serta menerima bim-
bingan, pendampingan, dan pendidikan dari pendidik (guru, orang 
tua, dan institusi pendidikan). Secara konsep, anak didik bukan ha-
nya “peserta pembelajaran”, tetapi subjek yang sedang tumbuh untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan formal Indonesia, 
istilah resmi yang digunakan adalah peserta didik (UU No. 20/2003 
tentang Sisdiknas).

•	 Asrama Sekolah Guru: fasilitas hunian tempat tinggal bagi siswa-sis-
wi sekolah pendidikan guru seperti SPG (Sekolah Pendidikan Guru), 
SGO (Sekolah Guru Olahraga), SGC, SGA, dan IKIP/FKIP pada 
periode awal yang berperan sebagai bagian integral dari sistem pen-
didikan guru pada masa sebelum tahun 1990-an. Asrama ini bukan 
sekadar tempat tinggal, tetapi wadah pembinaan karakter, disiplin, 
dan profesionalitas calon guru.

•	 Atjarja/Acarya: Gelar akademik kedua (second degree), setara dengan 
master (S2).

•	 B-I (Kursus B-I): Program pendidikan guru tingkat menengah untuk 
mencetak guru SMP, berlangsung ±2 tahun setelah SGB/SGC. 

•	 B-II (Kursus B-II): Kelanjutan B-I untuk menyiapkan guru SMA de-
ngan spesialisasi bidang studi tertentu. 

•	 Bahasa Nippon: Bahasa Jepang yang diwajibkan sebagai mata pelajar-
an di semua sekolah pada masa pendudukan.

•	 Bakaloreat: Jenjang pendidikan setara Sarjana Muda (first degree/ 
bachelor).

•	 BHMN (Badan Hukum Milik Negara): bentuk kelembagaan per
guruan tinggi negeri yang diberi status badan hukum untuk menge-
lola akademik, keuangan, dan sumber daya secara mandiri dengan 
prinsip otonomi, akuntabilitas, dan efisiensi. Meskipun membawa 
inovasi tata kelola, BHMN juga menuai kritik karena mendorong ko-
mersialisasi pendidikan, sehingga akhirnya diganti oleh sistem PTN 
BH melalui UU Pendidikan Tinggi 2012. 
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•	 BHP (Badan Hukum Pendidikan): konsep kelembagaan pendidik-
an yang menyatakan bahwa satuan pendidikan, termasuk perguruan 
tinggi dan sekolah, dikelola oleh suatu badan hukum yang bersifat ni-
rlaba dan memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik, keuangan, 
serta organisasi. BHP diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 9 
Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, sebagai upaya mem-
bentuk tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, otonom, dan 
tidak terlalu bergantung pada pemerintah. Namun konsep ini kemu-
dian banyak dikritik dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 
tahun 2010.

•	 BLU (Badan Layanan Umum): satuan kerja pemerintah yang diberi 
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan layan-
an kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, PTN BLU adalah 
perguruan tinggi negeri yang tetap berstatus satuan kerja pemerintah, 
tetapi memiliki keleluasaan mengelola pendapatan, dengan prinsip 
nirlaba, efisiensi, dan pelayanan publik. BLU diatur dalam UU No. 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

•	 Budi Pekerti: Nilai moral dan karakter yang diajarkan dalam kuriku-
lum nasional pasca kemerdekaan. 

•	 Concordantie (Keselarasan) : Concordantie (bahasa Belanda: concor-
dantie beginsel) adalah asas keselarasan hukum, yaitu prinsip bahwa 
peraturan hukum yang berlaku di Negeri Belanda harus dibuat “se-
laras” dan diterapkan pula di wilayah jajahan Hindia Belanda, ter-
utama bagi golongan Eropa. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, 
Concordantie berarti prinsip penyeragaman (kesesuaian) sistem pen-
didikan di Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang berlaku 
di Negeri Belanda. Artinya, sekolah-sekolah di Indonesia pada masa 
kolonial diatur dan dirancang agar selaras, serupa, dan mengikuti mo-
del pendidikan Eropa, terutama untuk golongan Eropa dan priyayi  
tertentu.

•	 Contextual Teaching and Learning (CTL): Strategi pembelajaran 
yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh 
untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubung-
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kannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa 
untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari proses 
belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1947 banyak dipe-
ngaruhi pendekatan ini. 

•	 CBSA : Cara Belajar Siswa Aktif adalah pendekatan pengajaran yang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, 
mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memper
oleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, 
afektif, maupun psikomotor

•	 CVO/OVVO: adalah lembaga pendidikan guru tingkat dasar pada 
masa Hindia Belanda yang khusus disiapkan untuk melatih guru se-
kolah rakyat (volksschool). Lembaga ini menjadi salah satu institusi 
awal pembentukan tenaga pendidik pribumi. Bentuk pendidikan ko-
lonial setingkat dasar yang menjadi dasar masuk SGC. CVO: Cursus 
Volks Onderwijzer : Kursus Guru Sekolah Rakyat OVVO: Opleiding 
Voor Volks Onderwijzer: Pendidikan untuk Guru Sekolah Rakyat

•	 Dekan: pimpinan fakultas pada perguruan tinggi (universitas atau in-
stitut) yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan pendidik-
an, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas. 
Perannya menggabungkan kepemimpinan akademik dan administra-
tif untuk memastikan kualitas pendidikan di tingkat fakultas.

•	 De Ksatira: Majalah resmi jaringan sekolah Ksatrian Instituut yang 
berfungsi sebagai sarana komunikasi murid-guru-orang tua serta me-
dia penyebaran wawasan kebangsaan.

•	 Dewan Pengajar: Kelompok dosen yang bertanggung jawab atas pe-
laksanaan pengajaran di PTPG.

•	 Dewan Kurator: Dewan yang berfungsi mengawasi dan membantu 
pengembangan akademik dan kelembagaan PTPG.

•	 Dewan Mahasiswa: Organisasi mahasiswa tingkat fakultas dalam 
struktur PTPG.

•	 Diploma II PGSD / TK: Program diploma untuk mencetak guru SD/
TK pada 1990-an, transisi dari SPG/SGO Dosen B-I dan B-II: Guru-
guru lulusan pendidikan khusus (kursus B-I/B-II) yang menjadi do-
sen bidang kependidikan atau disiplin ilmu lain di PTPG.
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•	 Eerste Inlandsche School / Tweede Inlandsche School: Sekolah pri
bumi Kelas I dan II yang menjadi basis perkembangan HIS dan 
Standaardschool.

•	 Europeesche Kweekschool (EKS): Sekolah guru untuk mencetak te-
naga pendidik bagi sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda.

•	 Guto Sihan Gakko: Sekolah guru masa pendudukan Jepang dengan 
masa pendidikan empat tahun.

•	 Guru Profesional: guru yang memiliki kompetensi, kualifikasi, ser-
tifikasi, etika, dan komitmen untuk menjalankan tugas pendidikan 
secara bermutu, sesuai standar yang telah ditetapkan dalam UU No. 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru profesional bukan 
hanya orang yang mengajar, tetapi pendidik yang memiliki keahlian 
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sehingga mampu me-
ngelola pembelajaran secara efektif dan bertanggung jawab.

•	 Guru Sebagai Profesi: Paradigma bahwa guru adalah pekerjaan profe-
sional dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu. Berdasar-
kan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru sebagai 
profesi adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan meng
evaluasi peserta didik.

•	 Heiho: Heiho (平補; Pembantu Prajurit) adalah satuan pembantu 
militer Jepang yang beranggotakan pemuda Indonesia pada masa 
pendudukan Jepang (1942–1945). Mereka direkrut untuk memban-
tu tentara Jepang (Tentara Dai Nippon), terutama dalam tugas-tugas 
non-komando, namun sering juga terlibat dalam operasi militer. Se
cara harfiah, heiho berarti “prajurit pembantu” atau “pasukan pem-
bantu militer”. Isu tentang heiho menjadi salah satu faktor keresahan 
siswa sekolah guru.

•	 Heterogenitas Guru: Keragaman latar belakang pendidikan guru 
(MULO, HIK, Normaalschool, CVO) yang tetap bertahan meski  
Jepang menyeragamkan sekolah guru.

•	 HIK (Hollandsch-Inlandse Kweekschool); Sekolah pendidikan guru 
untuk menghasilkan guru bagi HIS, dengan seleksi ketat dan bahasa 
Belanda sebagai pengantar.



GLOSARIUM

407

•	 Hogere Kweekschool (HKS): Sekolah lanjutan dari Kweekschool de-
ngan standar lebih tinggi; mencetak guru HIS yang berkualitas lebih 
tinggi.

•	 Hollandsch-Inlandsche School (HIS): Sekolah rendah untuk pribumi 
dengan bahasa pengantar Belanda; merupakan kelanjutan dari Eerste 
Inlandsche School.

•	 Hulpacte: Ijazah guru yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia  
Belanda bagi mereka yang telah mengikuti Pendidikan (sekolah) guru, 
mereka yang memiliki ijazah ini memiliki  kewenangan untuk men
jadi guru pembantu di sekolah-sekolah rendah bercorak Barat.

•	 IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan): Perguruan tinggi 
yang fokus menyiapkan calon guru, lahir dari PTPG & FKIP, ber-
kembang pesat pada masa Orde Baru. 

•	 Indoktrinasi Nippon Seishin: Penanaman semangat Jepang (semangat 
juang dan loyalitas) melalui kurikulum, pelatihan fisik, dan praktik 
sekolah.

•	 Integralisasi Masyarakat Guru: Upaya menyatukan semua calon guru 
dari berbagai latar untuk menghapus sistem pendidikan kolonial yang 
terkotak-kotak.

•	 Kaluarga PTPG: Istilah kelembagaan yang menggambarkan model 
hubungan antara pimpinan, dosen, dan mahasiswa sebagai satu ke
luarga besar. Konsep ini menekankan budaya kekeluargaan dalam 
kampus.

•	 Kejar Paket ABC: Program pendidikan nonformal yang menargetkan 
masyarakat buta aksara usia 15 tahun ke atas untuk penguasaan mem-
baca, menulis, dan berhitung. 

•	 Kinrohoshi: Kerja bakti wajib dalam rangka mobilisasi rakyat untuk 
mendukung Jepang (tersirat dalam konteks kedisiplinan & pendidik-
an militer)

•	 KPKPKB: Singkatan dari kursus pengajar untuk kursus pengantar 
kewajiban belajar adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah 
Indonesia pada tahun 1951 berupa pemberian pelatihan dan kursus 
singkat bagi guru-guru yang mengajar di sekolah mulai dari sekolah 
dasar dan sekolah menengah pertama. Kursus ini diberikan sebagai 
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upaya darurat terhadap “kekurangan” guru. Kursus darurat untuk 
mencetak guru Sekolah Rakyat dalam jumlah besar karena kekurang-
an guru setelah 1945. Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke 
Kewajiban Belajar—lembaga pendidikan guru pada awal 1950-an. 

•	 Kokumin Gakko (Sekolah Rakyat): Sekolah dasar tunggal pada 
masa Jepang dengan masa belajar enam tahun, terbuka untuk se-
mua golongan penduduk sebagai pengganti struktur sekolah kolonial  
Belanda yang terpisah.

•	 Kompetensi Guru: seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 
sikap yang wajib dimiliki, dikuasai, dan dihayati oleh seorang guru 
sehingga dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara efektif. Di 
Indonesia, landasan hukumnya adalah UU No. 14 Tahun 2005 ten-
tang Guru dan Dosen serta PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan. Empat kemampuan utama yang harus dimiliki 
guru: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. 

•	 Koto Sihan Gakko: Sekolah guru dengan masa pendidikan enam ta-
hun, merupakan jenjang paling tinggi di bawah SGMT.

•	 Ksatrian Instituut: Lembaga pendidikan pribumi yang mendirikan 
sekolah guru sebagai respons terhadap kebijakan Wilde Scholen Or-
donantie dan menanamkan kemandirian serta kewirausahaan pendi-
dikan kepada siswanya.

•	 Kualifikasi Akademik; tingkat pendidikan formal minimum yang ha-
rus dipenuhi oleh seorang guru untuk dapat diakui sebagai pendidik 
profesional. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam: UU No. 14 Ta-
hun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP No. 74 Tahun 2008 tentang 
Guru; Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru. Standar ini bertujuan memastikan 
bahwa setiap guru memiliki dasar keilmuan dan kompetensi akade-
mik yang memadai untuk mengajar secara profesional. Tingkat pen-
didikan minimal S1/D-IV yang wajib dimiliki guru untuk mendapat-
kan status profesional. 

•	 Kurikulum Normal College: Model kurikulum pendidikan guru 
yang memadukan unsur pendidikan akademik, profesi, dan praktik  
mengajar.
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•	 Kurikulum 1968/1975/1984/1994: Empat kurikulum pendidikan 
nasional Orde Baru yang memengaruhi kurikulum lembaga pendi-
dikan guru. 

•	 Kursus Guru A (KGA): Pendidikan persamaan tingkat SGA (SG 6 
tahun) yang menggantikan KLPSGA sejak 1954. 

•	 Kursus Guru B (KGB): Kursus satu tahun untuk lulusan SMP agar 
memenuhi syarat menjadi guru Sekolah Rakyat (SGB). 

•	 Kweekschool: Sekolah pendidikan calon guru tingkat dasar untuk 
mengajar di sekolah pribumi. Lama studi sekitar empat tahun.

•	 Kweekschoolplan 1927: Program reorganisasi sistem pendidikan guru 
untuk memperbaiki kualitas lulusan HKS dan menyamakan standar 
bahasa Belanda dengan sekolah negeri Belanda.

•	 Kursus BI: Kursus setingkat akademi yang dikembangkan oleh peme-
rintah RI pada periode tahun 1951 an untuk mengatasi keterbatasan 
guru tingkat sekolah Lanjut Atas SLA. Kursus BI dilaksanakan selama 
tiga tahun.

•	 Kursus BII: Kursus setingkat akademi dikembangkan oleh pemerin-
tah RI pada periode tahun 1951 an untuk mengatasi keterbatasan 
guru tingkat sekolah Lanjut Atas SLA. Kursus BII dilaksanakan se
lama dua tahun.

•	 Leer Plan 1947 (Rentjana Pembelajaran 1947): Kurikulum nasional 
pertama setelah kemerdekaan yang menekankan pembentukan watak, 
nasionalisme, dan kewarganegaraan. 

•	 LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan): Lembaga per
guruan tinggi penghasil guru (FKIP, IKIP, Universitas). 

•	 Manunggal Aksara: Program literasi dasar yang melibatkan ABRI/
TNI dalam mengajar aksara ke pedesaan. 

•	 Mata Kuliah Keguruan Umum: Kelompok mata kuliah dasar kepen-
didikan yang wajib di seluruh jurusan.

•	 Mata Kuliah Keguruan Khusus: Mata kuliah kependidikan sesuai ju-
rusan masing-masing mahasiswa.

•	 Model Kurikulum Normal School/Normal College: Model pendidik-
an guru yang sudah berlangsung lama sejak masa kolonial hingga PT-
PG/FKIP/IKIP sebelum diganti UU Guru dan Dosen 2005/2006.



MENJADI GURU DI INDONESIA

410

•	 MOSVIA: Middlebare Opleiding School voor Inlandsche Ambtena-
ren, sekolah pendidikan pegawai pangreh praja yang memiliki hu-
bungan dengan kalangan elit bumiputra.

•	 Nut Seminarium (1938): Lembaga pembaruan pendidikan guru yang 
memperkenalkan metode modern seperti kerja kelompok, alat bantu 
audiovisual, dan widyawisata.

•	 Orde Baru (Orba): Rezim pemerintahan Indonesia (1966–1998) di 
bawah Presiden Soeharto, ditandai kebijakan sentralistik, pemba-
ngunan ekonomi, dan perluasan akses pendidikan. 

•	 OSVO: Governments Opleiding School voo Vakonderwijzeresen, lem
baga pendidikan yang diadakan untuk melatih guru-guru dalam 
bidang pendidikan vokasi di Belanda. Sekolah ini bertujuan untuk 
mempersiapkan para guru dengan keterampilan dan pengetahuan 
yang diperlukan untuk mengajarkan keterampilan praktis dan teknis 
kepada siswa di tingkat sekolah menengah atau vokasi.

•	 P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila): P4 (Pedo-
man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) adalah sebuah program 
pendidikan ideologi yang diterapkan pemerintah Indonesia terutama 
pada masa Orde Baru (1978–1998). Program ini bertujuan untuk: 
menanamkan nilai-nilai Pancasila secara sistematis, membentuk war-
ga negara yang taat, disiplin, dan memiliki kesetiaan pada negara, 
mencegah penyimpangan ideologi seperti konflik politik, radikalis-
me, atau komunisme. P4 menjadi instrumen resmi negara untuk me-
masyarakatkan Pancasila. Program indoktrinasi Pancasila yang wajib 
diikuti seluruh warga termasuk siswa dan guru pada masa Orde Baru. 

•	 Pedagogik Nasional: Arah pendidikan yang menekankan pembentuk-
an identitas nasional, bahasa Indonesia, dan nilai kebangsaan. 

•	 Pemberantasan Buta Huruf (PBH): Pemberantasan buta huruf adalah 
upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
membaca, menulis, dan berhitung (calistung) agar dapat berpartisi
pasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Prog
ram ini menjadi bagian dari strategi pembangunan pendidikan dasar 
dan pemberdayaan masyarakat. Dalam studi internasional, pembe-
rantasan buta huruf dikenal sebagai literacy movement. Program pe-
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ningkatan literasi masyarakat melalui Kejar Paket ABC dan Manung-
gal Aksara pada 1970–1980-an. 

•	 Pengaruh Pendidikan Amerika: Perubahan paradigma kependidikan 
yang berkembang setelah sejumlah dosen PTPG kembali dari studi di 
Amerika Serikat.

•	 Perang Asia Timur Raya: Agenda militer Jepang yang menjadi tujuan 
utama seluruh sistem pendidikan, termasuk pendidikan guru.

•	 PGA / SGA (Pendidikan Guru Agama): Lembaga pendidikan calon 
guru agama yang kemudian dialihfungsikan menjadi MAN pada 
1990–1992. 

•	 PGM Indonesia: Organisasi profesi guru madrasah se-Indonesia yang 
fokus pada profesionalitas dan kesejahteraan guru. 

•	 PGRI : organisasi profesi guru yang memiliki peran historis, politis, 
dan profesional dalam pembangunan pendidikan nasional. Sebagai 
wadah perjuangan guru sejak awal kemerdekaan hingga kini, PGRI 
berfungsi meningkatkan profesionalisme pendidik, melindungi hak 
dan martabat guru, serta turut berperan dalam kebijakan pendidikan 
nasional. Organisasi profesi guru terbesar di Indonesia, berdiri pada 
1945. 

•	 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar): program pendidikan aka-
demik pada jenjang S1 atau D-IV yang bertujuan menyiapkan calon 
guru Sekolah Dasar (SD). Program ini berada dalam rumpun ilmu 
Pendidikan Dasar. Program D-II/S1 di LPTK sebagai pengganti SPG 
setelah 1989. 

•	 PGSI: Organisasi guru independen dan non-partai politik yang ber
diri tahun 2006. 

•	 PPG Prajabatan: program pendidikan profesi yang ditempuh setelah 
lulus S1/D-IV untuk mendapatkan sertifikat pendidik, khusus bagi 
mereka yang belum menjadi guru. Tujuan PPG Prajabatan: Menyiap-
kan lulusan baru menjadi guru professional, membekali kompetensi 
pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, melatih kemampuan 
mengajar berbasis praktik (teaching practicum), memenuhi kebutuh-
an guru berkualitas di sekolah. Karakteristik PPG Prajabatan: dibuka 
melalui seleksi nasional., dilaksanakan selama 1 tahun (2 semester), 
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berbasis practice-based learning dan coaching. wajib praktik di seko-
lah (PPL/Praktik Mengajar). Lulusannya mendapatkan sertifikat pen-
didik sebagai syarat menjadi guru ASN dan non-ASN.

•	 PPL (Praktik Pengalaman Lapangan); kegiatan praktik mengajar di 
sekolah mitra yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/calon guru 
PPG. PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam 
menerapkan kompetensi keguruan yang telah dipelajari selama per-
kuliahan. PPL merupakan komponen inti dalam PPG Prajabatan dan 
menjadi salah satu tolok ukur kelulusan calon guru.

•	 PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan): Proyek uji coba pe-
ngembangan kurikulum & sekolah laboratorium (SD–SMA) pada 
1970–1986 yang melibatkan 8 IKIP Negeri. PPSP (Proyek Perintis 
Sekolah Pembangunan) adalah sebuah pilot project pendidikan yang 
dikembangkan pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1960-an 
hingga 1970-an bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi ne-
geri. Tujuannya adalah mengembangkan model sekolah masa depan 
yang inovatif, modern, dan dapat menjadi contoh bagi sekolah-seko-
lah lain di Indonesia.

•	 Politiek Etis (Politik Etis): Kebijakan etis pemerintah kolonial  
Belanda yang dimulai tahun 1901, bertujuan memperluas pendidikan 
bagi pribumi. Kebijakan ini mempercepat pendirian sekolah guru dan 
meningkatkan kebutuhan akan guru terlatih.

•	 Program Pendidikan Esensial vs Trivial: Gagasan penting dalam pen-
didikan guru Jepang menurut Buchori—bahwa siswa harus dapat 
membedakan aspek pendidikan yang esensial dari yang sepele.

•	 PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum): Status hukum 
baru untuk perguruan tinggi setelah PP No. 15 Tahun 2014, terma-
suk UPI. 

•	 PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru): Lembaga pendidik-
an tinggi yang mencetak guru SMA; didirikan mulai tahun 1954 di  
Bandung, Malang, Menado, dan Batusangkar. PTPG (Perguruan 
Tinggi Pendidikan Guru): Lembaga pendidikan tinggi khusus un-
tuk menyiapkan guru sekolah menengah. PTPG merupakan embrio 
terbentuknya FKIP dan IKIP di Indonesia. Struktur awalnya sangat 
sederhana dan diposisikan sebagai “sebuah fakultas”.
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•	 Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun): Program pemba-
ngunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan bertahap 1969–
1994, termasuk pembangunan pendidikan, khususnya SD Inpres. 

•	 Romusha: Tenaga kerja paksa masa Jepang; pengalaman ini meme-
ngaruhi kondisi psikologis siswa sekolah guru.

•	 Rukun Belajar (RB/RBB/RBA): Sistem belajar mandiri bagi guru un-
tuk meningkatkan kualifikasi melalui kursus tertulis menuju ijazah 
SGB/SGA. 

•	 SD Inpres: Program pembangunan sekolah dasar atas Instruksi Pre-
siden tahun 1973 untuk memperluas akses pendidikan dasar di selu-
ruh Indonesia. SD Inpres (Sekolah Dasar Instruksi Presiden) adalah 
program pembangunan sekolah dasar secara besar-besaran yang di-
canangkan pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) 
pada awal tahun 1970-an, khususnya Inpres No. 10 Tahun 1973. SD 
Inpres merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas 
akses pendidikan dasar, mengatasi kekurangan ruang kelas dan seko-
lah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama di daerah 
terpencil. Program ini memicu boom pembangunan sekolah dasar 
terbesar dalam sejarah Indonesia.

•	 SEGI: Serikat Guru di tingkat daerah yang berafiliasi dengan FSGI.
•	 Sekolah Menengah Tinggi (SMT): Jenjang sekolah menengah atas 

masa Jepang dengan jurusan Sastra, Ilmu Pasti/Alam, dan Ekonomi. 
Awalnya hanya ada empat, kemudian bertambah menjadi enam pada 
tahun 1943.

•	 Sentralisasi Pendidikan: Sistem pengelolaan pendidikan yang terpusat 
pada pemerintah pusat, mencakup kurikulum, rekrutmen guru, dan 
buku ajar. 

•	 Sertifikasi Guru: Proses pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti 
profesionalitas yang dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara. 
Sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan formal bahwa se-
orang guru telah memenuhi standar profesional dan kompetensi se-
bagaimana diamanatkan oleh: UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas 
No. 18 Tahun 2007, dan regulasi turunannya. Hasil sertifikasi adalah 
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Sertifikat Pendidik, yang menunjukkan bahwa guru telah memenuhi 
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial 
dan kompetensi kepribadian. Guru yang telah bersertifikat dinyata-
kan guru profesional menurut regulasi negara.

•	 SGMT (Sekolah Guru Menengah Tinggi / Kootoo Shihan Gakkoo): 
Sekolah guru tingkat menengah tinggi dengan jurusan Matematika & 
IPA, Sastra, dan Pendidikan Jasmani.

•	 SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Putri): Sekolah guru untuk pendi-
dikan rumah tangga dan keterampilan putri pada masa Jepang.

•	 SGB (Sekolah Guru Bantu): Lembaga pendidikan guru 4 tahun sete-
lah SD untuk mencetak guru Sekolah Rakyat. 

•	 SGA (Sekolah Guru Atas): Pendidikan guru 6 tahun setelah SD atau 
3 tahun setelah SMP untuk menghasilkan guru berkompetensi lebih 
tinggi. 

•	 SGC (Sekolah Guru C): Sekolah guru 2 tahun setelah SD; bersifat 
darurat dan kemudian ditutup. 

•	 SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Putri): Pendidikan guru kejuru-
an bagi perempuan dalam keterampilan rumah tangga dan domes-
tik. Sekolah Guru Kepandaian Putri, lembaga pendidikan pada masa 
kolonial Belanda di Indonesia yang dirancang khusus untuk melatih 
calon guru perempuan agar dapat mengajar di sekolah-sekolah dasar. 
SGKP juga mengajarkan keterampilan domestik dan manajemen ru-
mah tangga

•	 SGO (Sekolah Guru Olahraga): Sekolah menengah penghasil guru 
pendidikan jasmani. Dialihfungsikan menjadi SMA/SMK sesuai SK 
Mendikbud 1989 & 1991. 

•	 SGPD (Sekolah Guru Pendidikan Jasmani): Sekolah 4 tahun setelah 
SMP untuk mencetak guru Pendidikan Jasmani. 

•	 SGPT (Sekolah Guru Pendidikan Teknik): Sekolah guru khusus bi-
dang teknik untuk memenuhi kebutuhan sekolah teknik. 

•	 SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa): Pendidikan guru bagi 
sekolah-sekolah luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus.

•	 SPG / SGA / SGB: Jenis sekolah guru yang berkembang dari masa 
1950-an hingga 1980-an sebelum diganti sistem pendidikan tinggi. 
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•	 SPG (Sekolah Pendidikan Guru): Sekolah jenjang menengah meng-
hasilkan calon guru SD, setara SMA, yang banyak berperan pada 
program SD Inpres. Ditutup dan dialihfungsikan 1989–1991. 

•	 Shoto Chu Gakko: Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada masa 
pendudukan Jepang, dengan lama belajar tiga tahun dan dibuka kem-
bali sejak September 1942.

•	 Standaardschool: Sekolah dasar bagi pribumi dengan bahasa pengan-
tar bahasa daerah.

•	 Syoto Sihan Gakko: Jenis sekolah pendidikan guru masa Jepang de-
ngan masa pendidikan dua tahun, dibuka kembali dalam rangka me-
menuhi kebutuhan guru cepat.

•	 Tan Malaka: Tokoh penting yang mengikuti pelatihan guru kolonial 
di Belanda sebelum kebijakan tersebut dihentikan pada 1884.

•	 Tiku Seimobu: Aturan yang mengatur sekolah Tionghoa, terma-
suk izin pendirian dan penggunaan bahasa Jepang/Indonesia dalam  
pengajaran.

•	 Van Lith (Pater Fransiscus van Lith): Tokoh misionaris Katolik yang 
mendirikan sekolah guru Muntilan yang kemudian mendapat penga-
kuan pemerintah kolonial.

•	 Volks-School / Sekolah Rakyat (SR): Sekolah dasar pribumi yang ber-
kembang pesat sejak 1848 dan menuntut ketersediaan guru dalam 
jumlah besar. Sekolah Rakyat yang dibangun oleh masyarakat secara 
gotong royong atas inisiatif desa dibawah pengawasan Belanda se-
dangkan guru-gurunya merupakan masyarakat yang berasal dari Pri-
bumi dan disebut sebagai Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (SR).

•	 Wajib Belajar 6 Tahun / 9 Tahun: Program nasional meningkatkan 
akses pendidikan dasar (1984 & 1994). Wajib Belajar adalah kebi-
jakan nasional yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia pada 
kelompok usia tertentu untuk mengikuti pendidikan minimal sesuai 
standar yang ditetapkan pemerintah. Wajib belajar bukan hanya hak 
anak untuk bersekolah, tetapi juga kewajiban negara, masyarakat, dan 
orang tua untuk memastikan anak memperoleh pendidikan dasar 
yang memadai. Secara formal, program ini diatur dalam: UU No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Peme-
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rintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Kebijakan Wajib 
Belajar 6 Tahun (1984), kemudian Wajib Belajar 9 Tahun (1994), dan 
perluasan akses menuju Wajib Belajar 12 Tahun.

•	 Wilde Scholen Ordonantie (1932): peraturan pemerintah kolonial 
Belanda tahun 1932 yang mengharuskan setiap sekolah nonpeme-
rintah (sekolah partikelir, sekolah organisasi pergerakan, sekolah pe-
santren modern, dan sekolah nasionalis) memperoleh izin resmi dari 
pemerintah. Tanpa izin, sekolah tersebut dianggap “wilde scholen” 
atau sekolah liar. Istilah “liar” merujuk pada: sekolah yang berdiri 
tanpa izin, sekolah di luar kontrol Belanda, sekolah yang dianggap 
berpotensi menyebarkan ide “anti-pemerintah”. Peraturan kolonial 
yang memperketat pendirian sekolah swasta/rakyat dan menjadi latar 
lahirnya sekolah guru Ksatrian Instituut.

•	 Zending: Zending adalah kegiatan penyebaran agama Kristen (ter-
utama Kristen Protestan) yang dilakukan oleh organisasi-organisasi 
misi Barat di wilayah-wilayah kolonial, termasuk Hindia Belanda 
(Indonesia). Istilah zending berasal dari bahasa Belanda zenden yang 
berarti “mengutus”. Jadi, zending adalah gerakan pengutusan misio-
naris Kristen yang bertugas mengabarkan Injil, mendirikan sekolah, 
rumah sakit, dan lembaga sosial untuk memperluas pengaruh agama 
Kristen. Lembaga misi Kristen yang pertama kali mendirikan sekolah 
guru untuk pribumi, seperti di Ambon dan Tanawangko.
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Narasi Historis tentang 
Pendidikan Guru dari 

Era Kolonial hingga Era Modern

Indonesia
Direktorat Sejarah dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
Kementerian Kebudayaan
Kompleks Kementerian Kebudayaan Gedung E, Lantai 9,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
2025

Buku ini menguraikan perjalanan historis panjang profesi guru 
di Indonesia, mulai dari akar era kolonial hingga transformasi 
menuju sistem pendidikan modern yang berkeadilan. Di bawah 

bayang-bayang politik kolonial Belanda, lembaga pendidikan seperti 
Normaalschool dan Kweekschool awalnya dirancang demi kepentingan 
pragmatis pemerintah penjajah. Namun, sejarah mencatat ironi luar 
biasa ketika institusi tersebut justru melahirkan kaum intelektual baru 
yang menyemai benih nasionalisme serta menjadi motor penggerak 
kemerdekaan bangsa. Guru terbukti bukan sekadar pengajar di depan 
ruang kelas, melainkan agen kebudayaan yang melintasi berbagai 
dinamika sosiopolitik kompleks untuk membentuk identitas dan 
karakter sejati Nusantara.

Memasuki babak kemerdekaan hingga era reformasi, narasi ini 
menelusuri evolusi institusional dari sekolah guru darurat menuju 
standardisasi profesi melalui payung hukum Undang-Undang Guru dan 
Dosen yang monumental. Transformasi dari institut keguruan menjadi 
universitas mencerminkan upaya tanpa henti dalam menjaga marwah 
pendidik di tengah pusaran tantangan global dan disparitas kualitas 
antarwilayah. Penulis mengajak Anda menyelami refleksi historis ini 
guna memahami bahwa martabat sebuah bangsa sangat ditentukan 
oleh cara mereka menghargai serta menyiapkan para gurunya dengan 
sebaik-baiknya. Melalui narasi yang padat dan komprehensif, buku ini 
menggugah pembaca untuk terus merawat api semangat pengabdian 
demi kemajuan kebudayaan dan peradaban Indonesia tercinta.
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